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Bab: Barang yang Boleh Dgadaikan dan Barang
yang Tidak Boleh Digadaikan

Barang yang tidak boleh dijual, seperti barang wakaf, budak

untmu walal anjing dan babi, maka tidak boleh digadaikan,

karena maksud dari adanya akad nhn adalah dijual atau

mernenuhi hak dari si penggadai, dan fujuan ini tidak ditemukan

dalam barang yang tidak boleh untuk dijual, sehingga tidak sah

menggadaikannln.

Penjelasan:

Hukum: Setiap barang yang boleh untuk dijual, maka

boleh juga menggadaikannSp, karena hrjuan adanya gadaian

adalah mernberikan iaminan dengan adanya utang sebagai

perantara untuk melunasin5a dari harga bamng gadaian, rrralaupun

tidak dapat melunasinya dari tanggungan si penggadai, dan ini bisa

terealisasi dalam barang yang diperbolehkan untuk dijual. Dan

karena barang yang memiliki tempat bagr penjualan, maka bamng

itu memiliki tempat bagi hikmah si penerima gadai, dan tempat

sesuatu adalah tempat unfuk hikmahrya, kecuali ada sesuatu yang

mencegah keberlangstrn5Fnnla, atau tidak adanSn syamt, maka

tidak adanya hukum karena ketiadaannlp, seperti barang milik

bersama. Barang milik bersama dikcualikan dari kaidah ini, maka

boleh menggadaikan barang milik bersama karena hal itu. Dengan

inilah pendapat yang dianut oleh hnu Abi laila, Malik, Al Bati, Al
Auza'i, Sawwar, Al Anbari, Abu Tsaur dan hnu Hazm Azh-
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Zhahiri. Ulama fikih rasionalis berpendapat bahwa tidak sah

kecuali menggadaikan barang mil'rk bersama dari rekannya atau

dua orang yang bekerjasama menggadaikannya dari seseorang,

karena hal ini merupakan akad yang fujuannya berada di

belakangnya untuk sebuah makna yang bersambung dengannya,

maka tidak sah menggadaikannya, sebagaimana jika seseorang

menikahi saudara perempuannya yang sepersusuan.

Menurut kami bahwa barang milik bersama adalah barang

yang diperbolehkan penjualannya dalam tempat yang hak,

sehingga sah menggadaikannya, dan kami belum sepakat bahwa

maksud dari penggadaian adalah menahan, bahkan maksudnya

adalah mengembalikan utang dari harganya ketika tidak bisa

mengembalikannya dari selain barang gadaian itu. Sedangkan

barang milik bersama dapat dijadikan demikian. Hal yang asing

atau aneh bahwa ulama fikih rasionalis mencegah melakukan

gadaian ini dan mereka melqalkan penggadaian pembunuh,

orang murtad, barang yang di-ghasha4 dan penggadaian milik

orang lain tanpa seizinnya.

Asy-Syirazi *g mengatakan: Pasal: Barang yang

cepat msak seperti makanan dan buah-buahan yang
tidak memungkinkan menjaga kualitasnya boleh
menggadaikannya dengan utang yang pembayarannya
dengan segera dan utang yang memiliki batas wakfu
yang wakfu jatuh tempon3n sebelum rusaknya barang
tersebut, karena memungkinkan menjual barang itu dan
mengembalikan hak dari harganya. Adapun
penggadaiannya dengan utang yang rnemiliki batas
waktu sampai waktu barang ifu rusak sebelum jatuh
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tempo, maka dalam masalah ini perlu ditinjau ulang.
Apabila si penerima gadai menyaratkan untuk menjual
barang ifu, jika dikhawatirkan rusak, maka
menggadaikannya boleh. Namun jika dimutlakkan
(tanpa ada syarat), maka dalam masalah ini terdapat
dua pendapat Aq1S37afi'i:

Pertama, penggadaiannlp tidak sah, ini adalah
pendapat As5r-Syafi'i yang shahih, karena tidak
memungkinkan penjualannya dengan utang yang
menempati posisin3n, sehingga fidak boleh
menggadaikannya seperti un mu walad-

Kedua, penggadaiannya sah. Apabila barang itu
dikhawatirkan rusak, maka dia hanrs menjualnya dan
nilai jualnya dijadikan gadaian. Karena kemutlakan akad
mengindikasikan adanyra saling mengetahui dan hal ini
seperti halnya qlarat- Dan saling mengetahui dalam
masalah barang yang akan rusak bahwa barang ifu akan
dijual sebelum rusak, maka dalam masalah ini seperti
halnya syarat, dan jika sudah ada syarat maka boleh
menggadaikannya, begitu pula jika dimutlakkan.
Apabila si penggadai menggadaikan buah yang cepat
rusak disertai dengan pohonnya, maka dalam masalah
ini terdapat dua pendapat ulama fihh Asy$nfi'i, dan
diantara mereka ada yang mengatakan: Dalam masalah
ini terdapat dua pendapat, (hukumnya) sebagaimana

iika si penggadai memisahkan buah itu dalam akad.
Diantara mereka ada yang berpendapat bahwa akad
gadaian ini sah, karena buah mengikuti pohonngn.
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Apabila buahnya rusak, maka pohonnya masih tetap
ada.

Penjelasan:

Hukum: Apabila si penggadai menggadaikan barang yang

cepat rusak, maka jika barang ifu termasuk barang yang dapat

dikeringkan, seperti kurma kering dan anggur kering, maka

penggadaiannya sah, dan wajib bagi si penggadai menanggung

biaya pengeringannya. Sebagaimana wajib baginya menanggung

biaya penjagaannya dan pengembalaan heruan. Apabila buah itu

membutuhkan es agar buah itu terjaga di dalamnya, maka

pembayaran es atau energi wajib ditanggung si penggadai.

Apabila barang itu berupa barang yang tidak dapat

dikeringkan atau tidak bisa diletakkan dalam es, maka masalah ini

butuh ditinjau ulang. Jika si penggadai menggadaikannya dengan

utang yang segera atau memiliki batas waktu sebelum rusaknya

barang tersebut, maka penggadaiannya sah, karena tujuan adanya

akad rahn dapat dihasilkan dengan barang tersebut. Dan jika si

penggadai menyaratkan agar barang itu tidak dijual kecuali setelah

jafuh tempo utang, maka penggadaiannya tidak sah, karena

barang itu akan hancur dan tujuan dari akad rahntrdak tercipta.

Apabila si penggadai dan si penerima gadai

memutlakkannya, maka dalam masalah ini terdapat dua pendapat;

Pertama, ali6rd rahn sah. lantas apabila barang itu dikhawatirkan

rusak, maka boleh dilual, dan harga jualnya dijadikan sebagai

gadaian, karena sebuah akad berjalan sesuai dengan kebiasaan

manusia. Sedangkan kebiasaan manusia adalah tidak membiarkan
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hartanya yang dikhawatirkan rusak hingga barang itu rusak.

Kedua, akad rahn itu sah. Ini adalah pendapat yang shahih.

An-Nawawi berkata dalam At-Tuhfah, "Apabila si

penggadai menggadaikan barang yang cepat msak, maka jika

memungkinkan unfuk mengeringkannya seperti kurma basah
(matang) dan anggur, maka yang diberikan dari keduanya berupa

kurma dan anggur yang kering walaupun keduanya berada di
pohon, walaupun sebelum layak konsumsi dan

walaupun tidak disyaratkan penuaian." Penjelasan atas hal ini
dipaparkan di dalam Ar-Raudhahdan yang lainnya.

Dia juga berkata dalam Ar-Raudhah, "Apabila si penggadai

menggadaikan barang yang sangat cepat msak, -maka jika

memungkinkan untuk mengeringkannya seperti kurma basah dan

anggur-, maka sah penggadaiannya, dan harus dikeringkan- Jika
barangnya tidak demikian -seperti buah-buahan yang tidak dapat

dikeringkan, kemangi dan es atau barang lnng dibekukan- jika si

penggadai menggadaikannya sebagai jaminan utang yang segera,

maka akad ini sah. Kemudian jika barang itu dijual untuk
pelunasan utang atau utang ihr dilunasi dalam tempat lain, maka

hal itu juga sah. Namun jika tidak demikian, maka barang itu harus

dijual dan harga jualnya sebagai barang gadaian."

Apabila si penerima gadai membiarkan barang ifu hingga

rusak, maka An-Nawawi berkata dalam AtTahdzib, "Apabila si

penggadai telah memberikan rekomendasi kepadanya masalah

penjualannya, maka dia harus mengganti, namun jika tidak ada

rekomendasi, maka dia tidak wajib mengganti."

Ada juga yang berpendapat bahwa si penerima gadai wajib

mengajukan kepada hakim masalah penjualannya. An-Nawawi

berkata, "Menurutku, adapun kemungkinan-kemungkinan ini yaifu
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apa yang telah dikatakan oleh Ar-Rafi'i adalah kuat atau kokoh."
Pengarang At-Tatimmah berkata seputar kasus ini, "Apabila si

penggadai dan si penerima gadai tidak melakukan apapun hingga

barang itu rusak atau si penerima gadai menunfut untuk
menjualnya, namun si penggadai mencegahnya, maka barang itu
menjadi tanggungan si penggadai. Dan jika si penggadai menuntut
penjualannya, namun si penerima gadai mencegahnya, maka

barang ifu menjadi tanggungan si penerima gadai." Wallahu a'lam.

Cabang: Apabila si penggadai menggadaikan barang yang

cepat rusak sebagai jaminan utang yang ada batas wakfu atau

tempo, maka bagi masalah ini terdapat tiga keadaan:

Pertama, diketahui bahwa jafuh tempo utang sebelum

rusaknya barang tersebut, maka hukum kasus ini sebagaimana

hukum penggadaiannya sebagai jaminan utang yang segera.

Kdua, diketahui kebalikannya, -jika dalam penggadaian

disyaratkan penjualan barang tersebut ketika akan rusak, dan

harga jualnya dijadikan sebagai gadaian,- maka hukum
penggadaian ini sah, dan wajib memenuhi syarat. Jika dalam akad

ini disyaratkan agar tidak menjualnya dengan kontan ketika jafuh

tempo, maka akad nhnrrya batal, karena syarat ini berlawanan

dengan fujuan adanya penggadaian. Dan jika tidak disyaratkan

begini dan begifu, maka apakah hal ifu seperti adanya syarat

penjualan atau adanya syarat tidak boleh dijual? Dalam kasus ini
terdapat dua pendapat Asy-Syafi'i. Adapun pendapat Asy-Syafi'i
yang paling jelas menumt ulama Iraq adalah yang kedua (tidak

boleh dijual). Sedangkan ulama yang lain lebih cenderung kepada

yang pertama.
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Menurutku: Al Imam Ar-Rafi'i berpendapat dalam Al
Muharrarbahwa akad rahn tidak sah. Wallahu a'lam

Ketiga, bahwa salah safu dari kedua perkara di atas masih

belum diketahui, keduanya masih ihtimal (ada kemungkinan

lainnya). Maka menurut madzhab Asy-Syafi'i bahwa akad ini sah.

Apabila si penggadai menggadaikan barang yang tidak

cepat msak, lalu terdapat sesuafu yang berpengaruh terhadap

kerusakan barang ifu sebelum jafuh tempo, seperti gandum yang

terkena basah dan kesulitan unfuk mengeringkannya, maka dalam

kasus ini akad rahntidak langsung rusak.

Apabila hal itu terjadi sebelum penyerahan barang gadaian,

maka dalam masalah kerusakan akad terdapat dua pendapat

ulama fikih Asy-Syafi'i, sebagaimana baru terjadinya kematian atau

gila, dan apabila akad ini tidak rusak, maka barang itu dijual, lalu

harga jualnya dijadikan gadaian sebagai penggantinya.

Menurutku: Adapun pendapat 5ang paling unggul adalah

bahwa akad tersebut tidak msak, hal ini merupakan kesimpulan

dari ungkapan bahwa jika akad ini tidak msak, maka barangnya

dijual. Ini adalah pendapat madzhab Asy-Syafi'i.

Al Imam menukil bahwa para imam madzhab memufuskan

bahwa si penggadai berhak untuk menjualnya. Sedangkan

pengarang kitab l/ Hawi menukil dua pendapat Asy-Syafi'i dalam

masalah ini:

Pertama, bahwa si penggadai dipaksa untuk menjualnyra

sebagai perlindungan terhadap bamng jaminan. Sebagaimana dia

dipaksa untdk pembiagraannya.
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Kdua, tidak dipaksa, karena hak si penerima gadai hanya

dalam ranah penahanan barang saja (tidak sampai memilikinya),

pendapat ini dha'if. Wallahu a'lam

Dia mengatakan dalam At-Tuhfab. Penjualan ini berbeda-

beda dengan mengira-ngirakan kebiasaan terjadinya wabah,

dengan demikian hal ini dapat membatalkan karena penjualan

yaifu berupa materi bukan sebab adanya rahnyaifu berupa utang,

dan juga seperti menggadaikan daging, maka sah penggadaian ini

secara mutlak, dan walaupun fidak diqnratkan pengeringan,

karena tidak membahayakan.

Apabila jafuh tempo utang ifu sebelum rusaknya barang

gadaian dengan masa yang memungkinkan unfuk melakukan jual

beli, maka barang itu dilual, namun jika tidak, maka masih

memungkinkan unfuk mengeringkannya. Apabila si penggadai

menggadaikannya sebagai jaminan utang yang segera atau utang

lang memiliki tempo, yang jafuh temponya sebelum barang ifu

msak dengan masa yang memungkinkan unfuk melakukan jual beli

pada kebiasaannla atau utang ifu jah.rh tempo setelah barang

tersebut msak atau bersamaan, namun dalam contoh ini ada syarat

penjualannya, yakni ketika barang ifu akan rusak, dan jika tidak

ada sSnrat, maka akad ini batal. Al Adzra'i memaparkannya

sebagaimana As-Subki, dan hnu Hajar Al Makki memadukan

pendapat itu, kemudian dia berkata:

Keduanya saling bertentangan bahwa barang itu mempakan

barang penjualan dan bahwa barang ifu mempakan barang

penjualan secara mutlak. Adapun penjualan barang gadaian secara

langsung itu lebih menjaga pada rendahngra harga jualnln ketika

akan rusak. Dan dijarr,rab bahwa dasar penjualan barang gadaian

tidak pada tempatnya adalah tercegah kecuali karena darurat, dan
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hal itu tidak tampak kecuali k€fika akan rusak, dan harga jualnya

dijadikan barang gadaian sebagai penggantinya.

Al Asnawi mengatakan: Kesimpulannya bahwa hams

menyaratkan harga jual ini dUadikan barang gadaian, dan dalam

masalah ini masih membufuhkan perenungan. Dan adanya syarat

ini merupakan bagian dari kemaslahatan bagi si penerima gadai,

agar dia tidak salah persepsi dari adanya penyaratan penjualan

barang gadaian merupakan penebusan gadaiannya. Maka wajib

menepis persepsi tersebut. Akad nhn dalam contoh yang tiga ini

sah, karena tidak adanya larangan serta adanya hajat pada sebuah

syarat dalam contoh 5nng terakhir. Dan adanya pendapat ini

memisahkan pendapat yang akan disebutkan, bahwa rekomendasi

dalam penjualan barang gadaian dengan syarat menjadikan harga

jualnya sebagai gadaian fidak sah. Barang gadaian dalam ketiga

contoh ini adalah wajib, yakni si penerima gadai mengajukannya

kepada hakirn ketika si penggadai melarang untuk menjualnya

pada saat dikhawatirkan rusak sebagai penjagaan terhadap barang

jaminan. Apabila si penggadai mengahirkannya sehingga barang

ifu rusak, maka dia menanggungnya. Adapun adanya harga jual

dalam contoh yang terakhir adalah sebagai gadaian dengan tanpa

menjadikan akad sebagai amalan pada syarat, dan harga jualnya

dijadikan sebagai gadaian dalam kedua contoh yang pertama

dengan menjadikan akad.

Apabila si penggadai menyaratkan larangan penjualannya

sebelum barang gadaian msak, maka al<ad rahn ini tidak sah,

karena penafian syarat terhadap maksud dari jaminan. Dan apabila

dia memutlakkan tidak menyaratkan penjualan dan tidak adanya

penjualan, maka al<ad mhn ini msak, menurut pendapat yang

paling jelas, karena kesulitan untuk melunasi utang dari barang
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gadaian ketika jafuh tempo, sebab rusaknya barang gadaian

sebelum jatuh tempo. Sedangkan penjualan sebelum jatuh tempo

bukanlah termasuk dari ketenfuan akad rahn. Kedua, akad rahn ini
sah, dan barang gadaian dijual ketika akan rusak. Karena secara

zhahir si pemilik barang tidak bermaksud unfuk menghancurkan

hartanya. Dia menukilnya dalam Asy-Syarh Ash-Shaghir dan
mayoritas ulama, oleh karena itu Al Asnawi dan yang lainnya

berpegang pada pendapat tersebut.

Apabila belum diketahui, apakah barang gadaian rusak

sebelum jatuh tempo utang, maka sah akad rahn yang mutlak

menurut pendapat yang paling jelas, karena pada dasamya tidak

adanya kerusakan sebelum jafuh tempo, dan pendapat ini berbeda

dengan pendapat yang dahulu dalam masalah kemerdekaan budak

yang digantungkan dengan sifat yang memungkinkan didahului

oleh jatuh tempo, dan berakhimya dari jafuh tempo dengan

penegasan Slnri' pada kemerdekaan.

Cabang= Apabila si penggadai menggadaikan barang yang

tidak cepat msak sebagai jaminan utang yang memiliki tempo.

lalu terdapat sesuafu yang berpengaruh terhadap kerusakannya,

seperti gandum yang basah -jika kesulitan untuk

mengeringkannya-, maka akad rahn ini tidaklah rusak. Apabila

sesuafu itu muncul sebelum adanya penyerahan barang gadaian,

karena hal itu dimaafkan yang ada dalam akad apa yang tidak

dimaafkan pada permulaan akad, maka barang gadaian dijual

dalam kedua kasus ini ketika kesulitan untuk mengeringkannya

sebagai teguran bagi si penggadai jika dia melarang penjualan,

namun dia menyerahkannya, dan harga jualnya dijadikan barang

gadaian sebagai penjagaan terhadap barang jaminan. Demikianlah
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apa yang dikatakan oleh An-Nawawi dalam Al Minhaj, dan Sjnrb
nya adalah karya hnu Hajar, wallahu a'lam.

Cabang Pendapat Para Ulama

Diantara syarat-syarat sahnya akad nhn adalah barang
yang dijadikan gadaian merupakan barang yang tidak cepat rusak

dan adanya utang tidak memiliki tempo yang sangat lama sehingga

barang gadaian menjadi rusak sebelum jafuh tempo utang, baik si

penggadai menenfukan syarat tidak adanya penjualan barang
gadaian atau dia tidak menentukan syarat apapun. Apabila si

penggadai menenfukan syamt penjualan barang gadaian sebelum
barang ifu menjadi rusak, atau barang ifu tidak akan rusak sebelum
jatuh tempo utang, maka penggadaian barang ini sah. Adapun
contoh barang yang tidak sah penggadaiannya adalah si penggadai

menggadaikan es kepada debitor sebagai jaminan utang yang dia
janjikan pelunasannya setelah mencapai sebulan, dan dia juga

menyaratkan agar tidak menjualnya atau dia menenfukan suafu

syarat, maka al<ad nhn ini tidak sah, kecuali memungkinkan
penjagaan es itu pada setiap saat. Adapun jika dia menggadaikan

kurma mentah kepada debitor yang memungkinkan pengeringan

dan penjagaannya, maka akad ini sah, dan biaya pengeringan

ditanggung oleh si penggadai. Begitu juga tidak sah penggadaian

barang yang tidak suci, seperti barang najis dan barang yang

terkena najis, menurut pendapat yang telah dipaparkan dalam
akad jual beli. Begitu juga syarat adanya barang gadaian dapat
dimanfaatkan dengan pemanfatan yang syar'i walaupun pada masa
yang akan datang, seperti hevuan yang masih kecil, maka sah
menggadaikannya, walaupun herl,ran ifu bisa dimanfaatkan pada
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masa yang akan datang. Dan syarat yang lainnya dari beberapa

syarat yang telah disebutkan dalam jual beli. Jadi setiap barang

yang sah penjualannya, maka sah penggadaiannya, kecuali

penggadaian manfaat, sesungguhnya penjualan manfaat hukumnya

sah, namun penggadaiannya tidak, maka tidak sah menggadaikan

hak melintas, namun transaksi jual belinya sah, sebagaimana

pemaparan yang telah lalu.

Malik telah mengklasifikasikan antara barang gadaian yang

tidak tampak, maka barang itu tidak akan rusak, dan barang

gadaian yang tampak, karena barang itu cepat rusak. hnu Rusyd

mengatakan: Ini adalah istihsan dari Malik. Makna dari ungkapan

ifu adalah bahwa tuduhan biasanya berada pada sesuatu yang tidak

tampak dan tidak terdapat pada sesuafu yang tampak. Para ulama

berbeda pandangan dalam makna istihsan yang diungkapkan oleh

Malik, ada segolongan ulama yang men4ha'if*annya, dan mereka

berpendapat bahwa hal ifu sebagaimana istihsan Abu Hanifah.

Mereka mendefinisil<an istihsan dengan ucapan atau pendapat

tanpa dalil. Sedangkan makna istihsan versi Malik adalah

pemaduan (solusi) diantara dalil-dalil yang saling bertentangan. Jika

definisi istihsan itu demikian, maka ia bukanlah pendapat yang

tanpa dalil.

Menurut mayoritas ulama tidak boleh bagi si penggadai

menjual atau menghibahkan barang gadaian, dan jika dia

menjualnya, maka bagi si penerima gadai boleh melangsungkan

akad atau merusaknya. Malik berpendapat bahwa apabila si

penerima gadai menganggap bahwa si penerima gadai

melangsungkannya agar secepatnya dia menerima haknya, maka

si penerima gadai disumpah atas hal ifu. Sementara segolongan

ulama berpendapat boleh menjualnya.
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Apabila barang gadaiannya bempa seorang budak laki-laki

atau perempuan, lalu si penggadai memerdekakannya, maka

menurut Malik, Apabila si penggadai kaya, maka boleh baginya

memerdekakan budak tersebut, dan utangnya kepada si penerima

gadai harus segera dilunasi. Sedangkan apabila dia miskin, maka

budak tersebut boleh dijual dan harga jualnya untuk melunasi

utangnya. Sedangkan menurut Asy-Syafi'i terdapat tiga qaul;

Menolak, melangsungkan, dan yang ketiga sesuai dengan

pendapat Malik.

Apabila si penggadai dan si penerima gadai berbeda

pendapat seputar kadar utang yang menjadi sebab terjadi akad

rahn, maka para ulama fikih berbeda pendapat dalam masalah ini-

Malik berkata, "Perkataan yang dibenarkan adalah perkataan si

penerima gadai" dalam penuturannya seputar kadar hak (utang),

selama harga dari barang gadaian tidak lebih rendah dari jumlah

utang. Namun jika harganya lebih tinggi, maka perkataan yang

dibenarkan adalah perkataan si penggadai.

Sedangkan Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, Ats-Tsauri dan

mayoritas ulama fikih seluruh wilayah mengatakan bahwa

perkataan yang dibenarkan dalam masalah kadar utang adalah

perkataan si penggadai. l-andasan mayoritas ulama ialah bahwa si

penggadai merupakan orang yang terdakwa, sedangkan si

penerima gadai adalah orang yang mendakwa. Jadi adanya

sumpah dari pihak si penggadai, hal ini berdasarkan Sunnah yang

masyhur. Sedangkan landasan Malik ialah bahwa si penerima

gadai dalam kasus ini -jika dia sebagai pendakwa-, maka baginya

dalam masalah ini terdapat kesangsian dengan pemindahan

sumpah kepadanya, yaitu adanya barang gadaian merupakan bukti

baginya, dan ini termasuk dari dasar-dasar Malik, bahwa orang
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yang paling kuat kesangsiannya dari dua orang yang saling

mendakwa harus bersumpah, dan hal ini menurut mayoritas ulama

tidak harus, karena dalam kasus ini si penggadai menggadaikan

barang yang harganya lebih besar daripada utangnya.

Apabila barang gadaian hancur, dan mereka berbeda

pendapat dalam masalah sifatnya, maka perkataan yang

dibenarkan menurut Malik adalah perkataan si penerima gadai,

karena dalam kasus ini dia sebagai terdakwa, dan dia mengakui

sebagian yang telah didakwakan kepadanya, ini berdasarkan

Ushulrrya. Dan juga si penerima gadai sebagai penanggung dalam

barang yang tidak ada. Sedangkan menurut Ushul Asy-Syafi'i

bahwa adanya sumpah bukan atas si penerima gadai, kacuali si

penggadai mengingkarinya dalam pengrusakannya. Adapun

menurut Abu Hanifah perkataan yang dibenarkan adalah

perkataan si penerima gadai dalam seputar harga barang gadaian,

dan dia tidak membufuhkan suafu sifat, karena menumt Malik si

penerima gadai bersumpah atas sesuatu, dan sifat ifu ditaksir

harganya.

Apabila mereka berbeda pendapat dalam dua perkara

sekaligus, yakni dalam masalah sifat dan kadar barang gadaian,

maka perkataan yang dibenarkan adalah perkataan si penerima

gadai dalam seputar sifat barang gadaian dan utang yang tidak ada

nilai harganya. Adapun sifat yang dia bersumpah atasnya

merupakan bukti baginya, dan ini adalah pendapat yang dha'if.

Apakah utang merupakan bukti bagi harga barang gadaian, ketika

si penggadai dan si penerima gadai sepakat dalam masalah utang,

dan bertentangan dalam masalah harga barang gadaian, dalam

ma&hab Maliki masalah ini terdapat dua pendapat Asy-Syafi'i.

Dan pendapat Asy-Syafi'i yang paling kuat adalah sebagai bukti,
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karena jika barang gadaian rnerupakan bukti bagi utang, maka

utang sebagai bukti bagi barang gadaian.

Asy-Syirazi & mengatakan: Pasal: Apabila si
penggadai 'menggantungkan kemerdekaan seor.rng
budak atas suafu sifat yang terdapat sebelum jatuh
tempo utang, maka penggadaiannya tidak boleh,
karena tidak memungkinkan penjualannya dalam
sebuah utang- Abu Ali Ath-Thabari r& mengatakan:
Apabila kami membolehkan penggadaian barang yang
cepat rusak, maka penggadainnya juga boleh- Apabila
si penggadai menggantungkan kemerdekaannya atas
suafu sifat yang bisa jadi terdapat pada saat sebelum
jatuh tempo utang dan bisa jadi tidak, maka dalam
masalah ini terdapat dua pendapat Agrsyafi'i:

Pertama: Penggadaiannya sah, karena pada
dasamya tetapnya akad dan tempat penjualan- Adapun
terjadinya kemerdekaan sebelum jafuh tempo utang
masih diragukan, maka hal ini fidak mencegah terhadap
keabsahan akad rahn, sebagaimana kemungkinan
matinya hewan yang dijadikan barang gadaian-

Kedua: Penggadaiannga fidak sah, karena
terkadang sifat ifu ada sebelum jafuh tempo utang,
maka fidak memungkinkan penjualanngn, dan hal itu
merupakan akad lrang masih belum jelas
keberada.ulnya, dengan tanpa adanya hajat, sehingga
keabsahan akad rahn ini dicegah.
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Penjelasan:

Hukum: Apabila

kemerdekaan budaknya

menggadaikan budak itu,

masalah:

si penggadai menggantungkan

atas suatu sifat, kemudian dia

maka dalam hal ini terdapat tiga

Pertama: Apabila si penggadai mengatakan, "Jika awal
bulan telah tiba, maka kamu merdeka," dan dia menggadaikan

budak ifu sebagai jaminan utang yang segera atau utang yang

memiliki tempo sebelum tibanya awal bulan, maka akad rahn ini
sah, karena masih memungkinkan si penerima gadai meminta
pemenuhan hak (utang)dari harga budak tersebut.

Kedua: Si penggadai menggadaikan budak itu sebagai
jaminan utang yang memiliki tempo, yang mana suatu sifat (syarat

kemerdekaan budak) itu terdapat sebelum jatuh tempo. Mayoritas
ulama fikih Asy-Syafi'i mengatakan tidak sah. Sedangkan Abu Ali
Ath-Thabari mengatakan: Dalam kasus ini terdapat dua pendapat

Asy-Syafi'i, seperti halnya menggadaikan barang yang cepat rusak.

Adapun pendapat Asy-Syafi'i yang shahih adalah yang pertama,

karena makanan yang basah yang jelas dari pihak si penggadai,

penjualannya dibolehkan jika dikhawatirkan rusak, dan harga
jualnya dijadikan sebagai gadaian. Yang jelas orang yang

menggantungkan kemerdekaan budaknya atas suatu sifat, dia
menghendaki terjadinya pemerdekaan dengan adanya sifat

tersebut.

Ketiga: Apabila si penggadai menggantungkan

kemendekaan budaknya atas suatu sifat yang bisa jadi terdapat
sebelum jatuh tempo utang, dan bisa jadi jatuh tempo utang lebih
dulu daripada adanya sifat itu, seperti halnya dia berkata, 'Jika
Zaid datang, maka kamu merdeka," dan, "Jika kamu masuk ke
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dalam rumah atau kamu bebicara dengan Z-aid, maka kamu

merdeka." Maka apakah penggadaian dalam masalah ini sah

setelah adanya sifat? Dalam kasus ini terdapat dua pendapat Asy-

Syafi'i:

Pertama, akad mhn ini sah, karena terjadinya kemerdekaan

sebelum jatuh tempo utang yang masih diragukan di dalamnya.

Kdua, tidak sah, karena adanya sifat ini kadang terdlpat
sebelum jafuh tempo utang, maka akad nhntrya batal, dan akad

itu merupakan akad yang masih belum jelas yang dilaksanakan

tanpa adanya hajat, maka hal ini tidak boleh. Ini adalah pendapat

mayoritas ulama fikih Asy-Syaf i. Abu Ali berkata dalam Al lfshah,

"Penggadaiannya tidak sah, karena ini adalah akad min atas

barang yang belum jelas."

AsfSyirazi & mengatakan: PasaL ULama fildh
Asy-Syafi'i berbeda pendapat dalam masalah
penggadaian budak mudabbar- Diantara mereka ada
yang mengatakan: Penggadaiannln fidak boleh, karena
bisa saja maultnya meninggal secara tiba-tiba, lalu dia
pun merdeka, maka fidak memungkinkan penjualannya,
dan hal itu merupakan akad !/ang belum jelas yang
dilakukan tanpa adanya hajat. Maka hal itu mencegah
terhadap keabsahan akad rahn- Diantara mereka ada
juga yang mengatakan: Penggadaiannya boleh, karena
peniualannya dibolehkan, maka penggadaiannya pun
juga dibolehkan, seperti budak yang murni. Dantara
mereka juga ada yang mengatakan: Dalam masalah ini
terdapat dua pendapat Asy-Syafi'i, berdasarkan dua
pendapat seputar masalah menjadikan budak mudabbar
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termasuk wasiat atau merdeka dengan adanya sifat
(merdeka bersyarat). Jika kami mengatakan bahwa itu
merupakan wasiat, maka penggadaiannya boleh, karena
wasiat tidak dapat dicabut kembali dengan ucapan,
maka menjadikannya sebagai barang gadaian
merupakan pencabutan kembali. Apabila kami
mengatakan bahwa budak mudabbar itu merdeka
karena adanya sifat, maka penggadaiannya tidak boleh,
karena hal ini tidak dapat dicabut kembali dengan
ucapan, namun boleh mencabutnya kembali dengan
pengalokasian yang dapat menghilangkan kepemilikan,
sedangkan akad rahn tidak dapat menghilangkan
kepemilikan.

Abu Ishaq mengatakan: Apabila kami
mengatakan, bahwa penggadaiannya sah, lalu jafuh
tempo utang, kemudian utang ifu dilunasi, maka hukum
akad rahn gugur dan budak itu tetap atas ke-mudabbar-
annya. Apabila si penggadai tidak mengambil
budaknya, maka ditanyakan kepadanya, "Apakah kamu
menarik kembali dalam masalah menjadikannya sebagai
mudabbai?" Apabila si penggadai memilih untuk
menarik kembali, maka budak itu dijual dalam gadaian.
Namun apabila dia tidak memilih itu, maka jika dia
memiliki harta selain budak itu, maka utangnya dilunasi
dari harta tersebut, dan budak itu tetap dalam stafus ke-
muddabbar-arrDg?, narnun apabila dia tidak memiliki
harta selain budak ifu, maka dalam kasus ini terdapat
dua pendapat ulama fikih AqlSyafi'i:
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Pertama.' Bahwa pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i
ini menghukumi rusaknya akad rahn, karena kami telah
men-shahifi-kan akad rahn ini, karena kami telah
mengatakan, 'Barangkali utang ifu dilunasi dengan
menggunakan hartanya yang lain, atau dia (si

penggadai) menarik kembali ke-mudabbararr
budaknya," iadi jika dia tidak melakukannya, maka kami
menghukumi rusaknya akad rahn ini-

Kedua: Bahwa budak itu dijual dalam gadaian,
dan ini adalah pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang
shahih, karena kami menghukumi dengan keabsahan
akad rahn ini. Diantara hukum akad rahn adalah
penjualan budak ifu untuk melunasi utang dan barang
selainnya, berupa harta seperti aqar (harta yang tidak
bergerak, seperti tanah dan rumah), hewan dan semua
barang yang boleh dijual, maka boleh digadaikan,
karena dengan barang tersebut fujuan akad rahn dapat
dihasilkan, dan setiap barang yang dibolehkan
penggadaianngra, maka boleh menggadai setengah dari
barang milik bersama, karena barang milik bersama
seperti halnya barang yang dibagikan dalam kebolehan
jual beli, maka barang itu seperti barang yang telah
dibagikan dalam kebolehan akad rahn.

Apabila ada satu rumah yang dimiliki oleh dua
orang, lalu salah safu dari keduanya menggadaikan
bagiannya dari rumah tersebut tanpa adanya izin dari
rekannya, maka dalam masalah ini terdapat dua
pendapat ulama fildh AsSrSyafi'i:
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Pertama, penggadaiannya sah sebagaimana
penjualannya.

Kedua, penggadaiannSn tidak sah, karena dalam
masalah ini ada dampak negatif kepada rekan lainnya
dengan pembagian ini, sehingga rumah ini jafuh dalam
bagiannya, lalu yang setengahnyn sebagai gadaian.

Penjelasan:

Hukum: As-Sgnfi'i berkata, "Apabila si penggadai

menjadikan budaknya sebagai mudabbar, kemudian dia
menggadaikannya, maka alad mhn ini msak." Maksud perkataan

ini adalah jika si penggadai mengatakan kepada budaknln,
'Apabila aku meninggal, maka kamu merdeka", kemudian setelah

itu dia menggadaikannya, maka ulama fikih Asy-Syafi'i berbeda

pendapat dalam seputar keabsahan akad nhn ini atas tiga
pendapat. Diantara mereka ada lnng mengatakan: Apabila kami

mengatakan bahwa menjadikannya sebagai mudabbar adalah

wasiat, maka akad rafurnya sah, namunpemudabbaran-nya batal,

karena wasiat boleh ditarik kernbali dengan adanya ucapan, maka

dalam kasus ini adanya al<ad nhn merupakan sebuah benfuk
penarikan kembali.

Apabila kami mengatakan bahwa menjadikan budaknya

sebagai mudabbar menrpakan kernerdekaan dengan sifat, maka

akad rahn ini tidaklah sfr, karena dalam masalah ini tdak
dibolehkan penarikan kembali, kecuali dengan pengalokasian yang

dapat menghilangkan kepemilikan. Mereka mengatakan: Adapun

ucapan Asy-Syafi'i, "Maka al<ad rahn ini msak," dia menghendaki

atas pendapat ini. Diantara mereka ada yang mengatakan bahwa
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akad rahn ini tidak sah, berdasarkan ucapan yang jelas dari Asy-

Syafi'i dalam Al Umm, karena dia telah berkata, "Apabila si

penggadai menjadikan budaknya sebagai mudabbar, kemudian dia

menggadaikannya, maka akad rahn ini rusak." Apabila si

penggadai mengatakan, "Aku menarik kembali menjadikannya

sebagai mudabbar, sebelum adanya penggadaian", maka apakah

akad rahn ini sah? Dalam masalah ini terdapat dua pendapat Asy-

Syafi'i, dan ini adalah pendapat Asy-Spfi'i bahwa al<ad rahn ini
tidak sah sebelum adanya penarikan kembali, dan karena kami -
jika kami mengatakan, "Sesungguhnya pemudabbamn-nya adalah

wasiat," kecuali hal ini lebih kuat daripada wasiat, dengan dalil

bahwa budak itu bisa merdeka sebab meninggalnya si penggadai

tanpa adanya penerimaan, beda halnya dengan wasiat.

Diantara mereka ada yang berpendapat Akad rarln ini sah,

dan menjadikann5ra sebagai mudabbar tidaklah batal, karena Asy-
Syafi'i iftg, mengatakan, "Setiap barang yang dibolehkan

penjualannya, maka boleh pula penggadaiannya, seperti halnya

budak mudabbar, boleh menjualnyra, begitu juga dengan

penggadaiannya.l' hnu Ash-Shabbagh berkata, "Pendapat yang

pertama lebih shahih, dan yang kedua zhahir, seperti budak

perempuan, sedangkan yang ketiga bertentangan dengan nash dan

qiyas."

Apabila kami mengatakan dengan pendapat yang pertama,

bahwa akad rahn ini sah -jika kami mengatakan bahwa

menjadikan budak mudabbar adalah wasiat-, maka sesungguhnya

pe-mudabbaran ini batal, ini adalah pendapat Al Muzani. Apabila

utang itu dilunasi dengan selain budak tersebut, maka tidak ada

komentar dalam hal ini, dan budak itu tidak bisa merdeka

disebabkan kematian pemiliknya, kecuali adanya al<ad mudabbar
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yang kedua, atau pemerdekaan. Apabila si penggadai tidak
melunasi utangnya dengan harta yang lain, maka budak itu dijual
sebagai pelunasan utang.

Apabila kami mengatakan dengan pendapat yang kedua,

bahwa al<ad rahn ini sah, maka dalam hal ini buhrh peninjauan

ulang. Apabila utang itu sudah jatuh tempo dan utang itu tidak
dilunasi dengan selain barang gadaian itu, maka budak ifu tetap
sebagai jaminan utang, dan jika si penggadai fidak memilih
menarik kernbali dalam menjadikan budak itu sebagai budak

mudabbar. Apabila dia merniliki harta selain budak itu, maka dia
dipaksa untuk melunasi utang, dan budak ifu tetap berada dalam

status mudabbar-nya. Namun apabila si penggadai tidak memiliki
harta selain budak ifu, maka dalam masalah ini terdapat dua
pendapat ulama fikih AsySyafi'i, di antara ulama fikih Asy-Syafi'I,

ada yang berpendapat: Akad nhn'ni dihukumi msak, karena kami
telah men-shahihlan al<ad nhn ini dengan harapan si penggadai

menarik kembali al<ad mudabbar-nya, lalu budak itu dijual, dan
penakv,rilan ucapan Asy-Syafi'i, "maka al<ad rahnini rusak," adalah
atas hal ini.

Diantara mereka ada yang berpendapat bahwa budak ifu
dijual untuk melunasi utang, dan pendapat ini shahih, karena jika

kami menghukumi keabsahan al<ad rahnini, maka kerusakan tidak
dapat mengiringinya karena pencegahan dari si penggadai, dan
diantara hukum akad rahn adalah budak tersebut dijual untuk
melunasi utang.

Cabang, Apabila si penggadai menggadaikan budaknya,

kemudian dia menjadikanya sebagai budak mudabbar, sebelum dia
menyerahkannya, maka hal ini dapat merusak al<ad rahn menurut
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pendapat Asy-Syafi'i. Sedangkan menurut takhrij Ar-Rabi' bahwa

hal ifu tidak dapat merusak akad nhn, dan penjelasan seputar

masalah ini telah berlalu. Apabila si penggadai menjadikan

budaknya sebagai mudabbar, kemudian dia menggadaikannya,

Asy-Syafi'i berkata, "Aku menangguhkan akad mudabbar ini." L-alu

jika utang itu telah jatuh tempo, dan utang itu dilunasi dengan

selain barang gadaian, maka budak ifu keluar dari akad rahn, dan

dia menjadi mudabbar Namun jika si penggadai tidak melunasinya

dengan selain budak itu -dan jika dia menjualnya-, maka akad jual

belinya sah, dan akad mudabbanya batal.

Apabila si penggadai tidak memilih menarik kembali dalam

menjadikan budaknya sebagai mudabbar -jika dia memiliki harta

selain budak itu-, maka dia dipaksa unfuk melunasinya dari

hartanya ifu, dan status budaknya tetap sebagai mudabbar Namun
jika dia tidak memiliki harta selain budak itu, maka budak itu harus

dijual untuk melunasi utangnya, dan akad mudabbamya batal.

Apabila si penggadai meninggal sebelum melunasi utang, padahal

pada saat itu utangnya telah jatuh tempo, maka jika dia memiliki

harta peninggalan selain budak itu yang dapat menutupi utangnya,

maka utang itu dilunasi dengan menggunakannya, dan budak itu
merdeka dari sepertiga yang masih tersisa. Namun jika dia tidak

memiliki harta selain budak itu, maka jika utangnya dapat

menghabiskan harga jualnya, maka budak itu dijual untuk

melunasinya, dan jika harga jual budak itu lebih banyak daripada

utangnya, maka budak itu dijual sesuai kadar utangnya, dan

sepertiga yang tersisa merdeka karena adanya akad mudabbar,lalu
jika ahli waris membolehkannya, maka sisanya merdeka.
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Masalah: Barang yang sah penggadaiannya, maka sah

penggadaian sebagian darinya yang berupa barang milik bersama,

baik barang yang dapat dibagi, seperti rumah dan tanah, atau

barang yang tidak dapat dibagi, seperti intan, baik dia

menggadaikannya dari rekannya atau dari selainnya. Perincian

perbedaan pendapat dalam masalah ini telah dipaparkan, dan

penolakan atas Abu Hanifah dan ulama fikih rasionalis dalam bab

pertama, maka kajilah kembali.

Adapun pelengkap pendapat ini adalah apabila sebuah

bangunan yang dimiliki oleh kedua omng, dalam bangunan itu

terdapat beberapa apartemen atau flat, lalu salah satu dari

keduanya menggadaikan bagiannya berupa satu apartemen dari

selain rekannya, maka jika hal itu dengan adanya izin dari

rekannya, maka akad nhtnya sah, namun jika tanpa ada izin

rekannya, maka dalam masalah ini terdapat dua pendapat ulama

fikih Asy-Spfi'i:

Pertama, penggadaian ini sah sebagaimana penjualannya-

Kedua, tidak sah, karena dalam hal ini akan berdampak

negatif kepada rekannya, sebab keduanya telah membagi, lalu

ternyata apartemen tersebut milik rekannya, maka berarti dia telah

menggadaikan milik orang lain tanpa izin, beda halnya dengan jual

beli, karena apabila dia telah menjualnya, maka kepemilikannya

telah hilang, dan rekannya tidak memiliki bagian atas apa yang

telah dijual.

Apabila hal ini telah jelas, dan si penggadai menggadaikan

bagian yang dimiliki bersama dalam satu barang antara dia dan

yang lainnya, -maka jika barang itu berupa barang yang tidak

dapat dipindah-, maka sesungguhnya si penggadai boleh

menyerahkannya kepada si penerima gadai, baik rekannya hadir
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ataupun tidak. Namun apabila barang ifu berupa barang yang

dapat dipindah seperti intan, barang dagangan, hewan tunggangan

(kendaraan), dan barang yang serupanya, maka sesungguhnya

penyerahan tidak dapat dihasilkan kecuali dengan adanya

pemindahan, dan tidak memungkinkan unfuk memberikannya

kecuali dengan izin rekannya, jika rekannya ifu merelakan

penyerahan barang tersebut. Namun jika dia mencegahnya -lalu si

penerima gadai ifu rela bila barang itu berada di tangan rekan si

penggadai itu-, maka hal itu boleh, dan dia menjadi ganti si

penerima gadai dalam masalah penerimaan barang.

Dan apabila si penerima gadai dan si penggadai

bertentangan, maka seorang hakim harus mengangkat orang yang

adil. Kata adil di sini maksudnya adalah istilah yang sesuai pada

umumnya saat ini, yaifu penjaga yang dapat dipercaya unhrk

menjaga barang tersebut untuk keduanya- Apabila orang yang

menjaga tersebut meminta bayaran, maka hal itu ditanggung oleh

keduanya.

Asy-Syirazi & mengatakan: Pasal: Tidak boleh

menggadaikan harta orang lain dengan tanpa inn
darinya, karena dia fidak bisa menyerahkannya dan
menjualnya sebagai ganti utang, sehingga tidak boleh
menggadaikannya, sebagaimana menggadaikan burung
yang terbang dan budak yang pergi dari rumah
majikannya. Apabila seseorang memegang harta orang
yang diwarisinya, dan dia mengira bahwa si pemilik
harta itu masih hidup, lalu dia menjualnya atau
menggadaikannya, kemudian diketahui bahwa si pemilik
harta telah meninggal dunia sebelum terjadinya akad,

Al Majmu'SyarahAl Mthadzdzab ll ,S



maka menurut pendapat AqrSffi'i alod tersebut batal,
karena hal ini merupakan akad, sedangkan dia
bergurau, maka tidak sah. Sebagian ulama fikih Asy-
Syaf i ada yang berpendapat bahwa akad ini sah,
karena kepemilikannya secara kebefulan, maka hal ini
sama halnya dengan dia melakukan akad ketika dia
telah mengetahui bahwa si pemilik harta telah
meninggal.

Penjelasan:

Hukum: Tidak boleh menggadaikan barang orang lain
tanpa izinnya, karena barang ifu tidak dapat diserahkan, maka

masalah ini sama halnya dengan dia menggadaikan ikan yang ada

di dalam air. Apabila dia memegang harta orang yang diwarisinya,

lalu dia menjualnya atau menggadaikannya sebelum dia

mengetahui bahwa si pemiliknya telah meninggal, kemudian
diketahui bahwa dia telah meninggal sebelum terjadinya akad jual.

beli dan akad rahn, maka dalam masalah ini terdapat dua
pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i,

Pertama: Menurut pendapat Asy-Syafi'i bahwa akad ini
tidak sah, karena dia telah menjual dan menggadaikan harta yang

dia yakini kepernilikannya, jadi dia telah bergurau dalam hal ini,

maka akad ini tidak sah.

Kedua; Akad ini sah, karena telah jelas kepemilikannya.

Syaikh Abu Hamid mengatakan: Begitu juga apabila ada

seseorang yang merluakilkan kepada orang lain untuk
membelikannya sesuafu, lalu orang yang mev,rakilkan itu
menjualnya atau menggadaikannya sebelum adanya pembelian, dia
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berkata, "Aku menjual barang ini, jika bamng ini menjadi milikku,"
lalu barang ihr benar menjadi miliknya. Apabila dia memiliki harta
yang berada dalam peti, dan si penerima gadai telah melihat peti
itu, lalu dia menggadaikannya atau menjualnya, sedangkan barang

itu masih belum pasti keberadaannya di dalam peti itu, kemudian
barang ifu benar berada di dalamnya, maka menurut dua pendapat
yang terdapat dalam nash Asy-Syafi'i bahwa akad tersebut tidak
sah.

Cabang: Apabila si penggadai menggadaikan manfaat

menempati sebuah rumah, maka akad ini tidak sah, karena sebuah

utang jika memiliki batas wakfu, maka kemanfaatannya hilang
hingga waktu jatuh tempo. Apabila utang itu pelunasannya segera,

maka tidak boleh meminta jaminan, dan akad rahn tidak
terlaksana kecuali dengan penerimaan, dan penerimaan dalam
manfaat menempati tdak memungkinkan kecuali dengan
menghilangkannya, jadi seakan-akan dia menggadaikan barang
yang tidak mungkin untuk diserahkan. Apabila dia berkata,
"Tujuanku dengan ini jika aku menyetr,rakan mmah ini, maka
pembayarannya sebagai gadaian", maka hal ini juga tidak sah,

karena dia belum mengetahui berapa dia akan menyanrakannya,

maka akad ini batal. Adapun dalam masalah tempat tinggal yang

penyewaanya telah dibatasi oleh para pemimpin dan para hakim
yang sesuai dengan pedoman, atau biaya bangunan atau selainnya,

dalam rangka menjaga keadilan diantara manusia, lalu dia
menentukan kadar biaya penyewaann5ra kepada si penerima gadai,

maka sah adanya biaya peny€x raan termasuk dari harga gadaian.

Wallahu a'lam.

t_

At lQimr'SyoattAl lyfithadz&ab ll Z,



Syaikh hnu Hajar dalam Tuhfah Al Muhbj berkata, "Tidak

sah menggadaikan manfaat, karena manfaat itu akan msak sedikit

demi sedikit, dan juga tidak sah menggadaikan utang walaupun

dari orang yang memiliki utang, karena hal ifu sebelum adanya

penerimaannya yang tidak ada jaminan dengannya dan setelah

adanya penerimaannya yang belum tetap sebagai utang. Betul

sebagai ganti seperti kejahatan atas barang gadaian yang dihukum

atasnya dalam tanggungan pelaku kejahatan, seperti dia

melakukan al<ad rahn,lalu dia tidak mau membebaskannya kepada

si penggadai. Dan seseorang yang kreditomya telah meninggal,

dalam keadaan memiliki utang, maka utang ifu harus dilunasi

dengan harta peninggalannya, serta tidak boleh menggadaikan

barang wakaf, budak mul<atabdan ummu walad."

AslrSyirazi *$ mengatakan: PasaL Apabila si

penggadai menggadaikan barang dagangan yang belum
dia terima, maka dalam masalah ini butuh peninjauan
,rlar,g- Jika dia menggadaikannya sebelum melunasi
pembayarannya, maka akad rahn ini tidak sah, karena
barang itu masih ditahan dengan adanya harga, jadi dia
tidak memiliki otoritas untuk menggadaikannya,
sebagaimana barang gadaian- Apabila dia
menggadaikan barang dagangan itu setelah
menyerahkan harga jualnya, maka dalam masalah ini
terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, akad rahn ini tidak sah, karena akad
rahn adalah akad yang membutuhkan penerimaan,
sehingga akad ini tidak sah dalam barang dagangan
yang belum diterima, sebagaimana akad jual beli.

zg ll,Et Uoj^o'SyuahAt Muhadzdzab



Kedua, akad rahn ini 'sah. Ini adalah pendapat
madzhab AsySyafi'i, karena akad rahn tidak menunfut
tanggungan, maka boleh melakukan akad rahn dalam
barang yang tidak termasuk dalam tanggungannya,
beda haln}n dengan jual beli.

Penjelasan:

Hukum: Apabila ada seseorang yang membeli suatu

barang, lalu dia menggadaikannya sebelum menerimanya, jika dia

belum menyerahkan harga bamng, maka al<ad rahrnya tidak sah,

karena barang dagangan tersebut masih tergadai dengan harga

barang. Begitu juga jika dia menggadaikan barang tersebut dengan

harganya, maka akad ini juga tidak sah, karena barang ihr juga

tergadai dengan harga barang tersebut. Dan jika dia telah

menyerahkan harga barang, kemudian dia menggadaikannya,

maka dalam masalah ini terdapat dua pendapat ulama fikih Aslr
Syafi'i:

Pertama: Akad mhn irn tidak sah, karena akad mhn
membutuhkan penyerahan, sehingga Udak sah menggadaikan

bamng dagangan yang belum diterima, sebagaimana jika dia

menjualnya. Sedangkan pemerdekaan budak dan nikah

dikeluarkan dalam masalah ini.

Kedua: Akad mhn ini sah, dan ini adalah pendapat yang

shahih, karena akad rahn bdak menuntut tanggungan atas si

penerima gadai, sehingga al<ad nhn sah dalam barang yang tidak

termasuk dalam tanggungannya, beda halnya dengan akad jual

beli.
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Cabang: Syaikh hnu Hajar di dalam Tuhfah Al Muhai
mengatakan: Akad nhn frdak sah dengan barang yang masih

belum tetap, baik itu terdapat sebab ka,r,rajibannya, seperti nafkah

istui pada hari selanjutnya atau tidak, seperti pa,ggadaiannya atas

barang yang akan dia pinjam atau barang yang akan dia beli,

karena akad rahn adalah jaminan utang, sehingga tidak bisa

mendahulukan jaminan atas utang, sebagaimana penyaksian. Dan

terkadang masih ditolelir pendahuluan salah satu bagian al<ad rahn

atas ketetapan utang karena ada kebufuhan pada jaminan,

sebagaimana jika si penerima gadai berkata, "Aku menjualnya

kepadamu dengan itu, dan aku akan menerima gadaian harga

barang ini dengan harga baju ini", atau dengan barang yang

sifatorya demikian, lalu si penggadai berkata, "Aku beli dan aku

gadaikan", maka akad ini sah, menumt pendapat yang lebih

shahih, karena dibolehkan menyaratkan al<ad nhn dalam jual beli

tersebut, sebab memberikan jaminan dalam hal ini lebih kuat,

karena terkadang dia tidak memenuhi syarat itu. Dan hal ini beda

dengan yang batal, seperti seseorang berkata, "Aku melakukan

akad Kitabah kepadamu dengan ini dan menjual ini kepadamu",

lalu dia menerima keduanya, sebab akad nhn termasuk dari

kemaslahatan jual beli dan pinjaman, oleh karena itu boleh

menyaratkan gadaian dalam (iual beli dan pinjaman)

serta dilarangnya penyaratan akad dalam akad, beda halnya

dengan jual beli dan akad Kibbah.

Al Qadhi mengatakan: Dalam contoh jual beli ini, harga

barang dan terselenggaranlra al<ad mhn setelah adanya jual beli

ditaksir sebagaimana ditaksimya kepemilikan bagi orang yang

meminta dalam jual beli tanggungan.
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Menurut pendapat yang lebih kuat, bahwa dalam masalah

ini tidak membutuhkan hal tersebut, karena pendahuluan dalam

akad ini masih ditolelir karena adanya hajat, seperti yang telah

dilelaskan. Dan dipahami dari redaksi matan bahwa syarat adalah

terjadinya salah satu dua sisi akad mhn dan diantara dua sisi jual

beli dan yang lain setelah keduanya. Maka jika si pembeli berkata,

"Juallah ini kepadaku dan aku menggadaikan ini dengan ini," lalu

si penjualberkata, "Aku menjualdan menerima gadaian."

Asy-Syrrazi *s mengatakan: Pasal: Dalam masalah
penggadaian utang, terdapat dua pendapat ulama fikih
Asy-Syafi'i:

Pertama, Boleh, karena dibolehkan menjualnya,
maka dibolehkan pula menggadaikannya, seperti halnya
barang.

Kedua, fidak boleh, karena si penerima gadai
belum mengetahui apakah dia memberikannya atau
tidak, dan akad ini mengandung unsur penipuan tanpa
adanya haiat, sehingga hal ifu mencegah keabsahan
akad.

Penjelasan:

Hukum: Dalam masalah penjualan utang yang telah tetap,

menghibahkannya dan menggadaikannya dari selain orang yang

memiliki utang (kreditor). Asy-Syirazi berpendapat bahwa hal ini

terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Sementara

pengarang Al hyan berkata: Terdapat tiga pendapat ulama fikih
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Asy-Syafi'i. Pertama, salah satu dari yang tiga itu tidak sah, karena

tidak bisa diserahkan, sehingga akad ini tidak sah, seperti halnya

ikan dalam air. Kdua, semua lang tiga itu sah, ini adalah

pendapat Ibnu Ash-Shabbagh, karena tanggungan sarna halnya

dengan barang. Ketahuilah, bahwa sah jika dia membeli dengan

harga jual yang berada dalam tanggungan dan menjualnya, seperti

dibolehkan membeli barang dan menjualnya, hanya saja dalam

penjualan ini ketetapannya tdak membutuhkan penerimaan.

Sedangkan dalam hifuh dan nhn, keduanya tidak bisa tetap tanpa

adanya penerimaan, dan akcld nhn tidak sah, karena jual beli dan

hibah, keduan5ra sah dan keduanya bisa terlaksana tanpa adanya

penerimaan.

Ketiga, al<ad mhn tidak sah, karena jual beli dan hibah

adalah memberi kepemilikan, sehingga akad ini seperti halnya

Hiwalah, beda halnya akad nhn.

Asy-Syirazi *B mengatakan: Pasal: Tidak boleh

menggadaikan barang gadaian tanpa ada izin dari si
penerima gadai, karena barang yang telah berada
dalam hak orang lain melalui akad yang telah
terselenggara fidak boleh dilakukan akad lain atasnya
yang semisal dengan akad tersebut tanpa ada izin dari
orang yang berhak, sebagaimana meniual barang yang

telah dia jual dan menyewakan barang yang telah dia
sewa. Dan apakah boleh menggadaikan barang yang

telah digadaikan dengan utang lainnya yang ada pada si
penerima gadai? Dalam masalah ini terdapat dua
pendapat Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i berkata dalam Qaul
Qadim,'Boleh," ini adalah pendapat yang dipilih oleh
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Al Muzani, karena jika barang itu boleh dijadikan
gadaian sebagai jaminan utang seribu dirham, kemudian
barang itu menjadi gadaian sebagai jaminan utang lima
ratus dirham, maka boleh adanya barang itu menjadi
gadaian sebagai jaminan utang lima ratus dirham,
kemudian menjadi gadaian sebagai jaminan utang

seribu dirham.

Dan Asy-Syaf i berpendapat dalam Qaul Jadid
bahwa itu tidak boleh, karena barang ifu merupakan
gadaian yang telah berada dalam hak orang lain sebagai
jaminan utang, sehingga tidak boleh menggadaikannya

sebagai jaminan selain utang itu, sebagaimana si

penggadai menggadaikan kepada selain si penerima
gadai.

Apabila budak yang digadaikan melakukan

tindakan kriminal, lalu si penerima gadai menebusnya,
dan dia memberi qlarat kepada si penggadai bahwa

budak itu akan dijadikan gadaian sebagai jaminan utang
dan juga ganti rugl, maka dalam masalah ini ada dua
pendapat. Diantara ulama fikih Asy-Syafi'i ada yang

berpendapat bahwa hal itu sah. Adapun perbedaan

antara ganti rugi dan utang yang lainnya adalah bahwa
ganti rugi berhubungan dengan penjagaan barang, jadi
jika si penggadai menggadaikan budak kepadanya,

maka sesuatu yang berhubungan dengan penjagaan

secara otomatis berhubungan dengannya, sedangkan
selainnya tidak berhubungan dengan penjaga.rn, maka

fidak boleh si penggadai menggadaikannya, dan karena

adanya ganti rugi dalam akad nhn merupakan
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kemaslahatan b.gr si penggadai dalam menjaga
hartanya, dan bagl si penerima gadai dalam menjaga
barang jaminannya.

Sedangkan dalam penggadaiannln dengan utang
yang lain tidak ada kemaslahatan, serta barang yang
dibolehkan demi kemaslahatan fidak boleh untuk
selainnya. DalilnSn adalah bahwa boleh si penggadai
menebus budaknya dalam masalah kriminal dengan
harga jualnln, agar budak itu tetap atasngn, dan
walaupun tidak boleh pembelian hartan3;a dengan
hartanya.

Penjelasan:

Hukum: Apabila si penggadai menggadai seorang budak

kepada orang lain, lalu dia menyerahkan budak ifu kepadanya dan

diapun menerimanya, kemudian si penggadai menggadaikan

budak itu kepada orang lain tanpa ada izin dari penerima yang

pertama, maka al<ad rahn yang kedua tidak sah, karena barang

yang telah menjadi hak orang lain melalui akad yang telah

terselenggara, sehingga tidak boleh melakukan akad lagi atasnya

dengan akad yang semisalnya tanpa ada rekomendasi dari orang

yang berhak, sebagaimana ada yang menjual barang kepada Zaid,

dan akad jual beli pun telah terselenggara, kemudian dia

menjualn5n kepada Amr.

Redaksi, "Melalui akad yang telah terselenggara", adalah

pengecualian dari al<ad nhn sebelum adanya serah-terima, dan

juga dari peminjaman barang yang telah dipinjam. Adapun redaksi,

"Maka tidak boleh melakukan akad lagi atasnln dengan akad png
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semisalnya", adalah pengecualian dari al<ad ijarah atas akad rahn,

karena hal ini sah dengan tanpa ada izin dari si penggadai.

Sedangkan redaksi, "Tanpa ada izin dari orang yang

berhak", karena jika si penerima gadai merekomendasikan dalam
penggadaiannya dari selainnya, maka akad rahn ini sah.

Apabila si penggadai menggadaikan budak kepada

seseorang sebagai jaminan dari seribu dirham, kemudian dia
menggadaikannya kepada orang itu sebagai jaminan dari seribu

dirham yang lain, maka dalam masalah ini terdapat dua pendapat

Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i berkata dalam Qaul Qadim. "Akad ini sah",

dengan ini Malik dan Abu Yusuf berkata, "Karena ketika

dibolehkan penambahan gadaian yang lain dalam utang yang satu,

maka boleh juga menggadaikan barang gadaian yang satu sebagai

jaminan utang yang lain-" Dan karena akad rahn merupakan
jaminan sebagaimana akad dhaman (tanggungan), ketika
seseorang menanggung hak oftrng lain, kemudian orang lain itu
menanggung haknya, sehingga boleh yang semisalnya dalam akad

mhn.

Dan Asy-Syafi'i berkata di dalam Qaul Jadid "Akad ini
tidak sah", dan dengan inilah Abu Hanifah berpendapat, karena

akad ini adalah akad rahn yang telah terselenggara sebagai

jaminan utang yang lain, sebagaimana jika si penggadai

menggadaikannya kepada selain omng yang menerima gadaian,

dan dalam hal ini mengeluarkan dari penggadaiannya sebelum

serah terima, oleh karena itu jika si penggadai hendak

menggadaikannya sebagai jaminan utang dua ribu dirham, maka

akad rahn yang pertama rusak, kemudian dia menggadaikannya

sebagai jaminan utang dua ribu dirham. Apabila si penggadai

menggadaikannya sebagai jaminan utang seribu, kemudian dia
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menggadaikannya sebagai jaminan utang seribu, kernudian dia

mengaku bahwa dia menggadaikannya sebagai jaminan utang dua

ribu, maka pengakuannya sah dalam zhahir dan bathin menurut

Qaul Qadim. Adapun menumt Asy-S5af i dalam Qaul Jadid

Budak tersebut sebagai gadaian fiaminan) utang dua ribu s@ara

zhahir, sedangkan serara bathin perkam ifu bukanlah jaminan

utang yang seribu.

Apabila oftlng yang mengakui menyatakan bahwa dia telah

menggadaikannya sebagai jaminan utang seribu dirham, kernudian

dia menggadaikannya lagi sebagai jaminan utang seribu dirham,

dan si penerima gadai menyatakan bahwa dia telah

menggadaikann5ra sebagai jaminan dari keduanya secara

bersamaan, maka perkataan png dibenarkan adalah perkataan si

penerima gadai beserha sumpahnya, karena secara zhahir

pengakuannya sah.

Cabang: Apabila ada dua saksi yang menyaksikan atas

adanya akad nhn dua kali, kemudian keduanya hendak

memberikan bukti, maka jika keduanya meyakini keabsahan Qaul
Jadid, maka keduanya menlaksikan bahwa si penggadai

menggadaikann5n sebagai jaminan utang seribu, kemudian dia

menggadaikannya sebagai jaminan utang seribu. Namun iika
keadannya mqpkini keabsahan Qaul Qadim, maka dalam masalah

ini terdapat dua pendapat ulama fikih AqrSFfi'i:

Pertama, boleh keduanya men5aksikan bahwa dia

menggadaikannya sebagai jaminan dua ribu dirham, dan keduanya

memutlakkan hal itu, karena keduanya meyakini ke-shahihan apa

yang telah keduanya saksikan.
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Kedua, keduanya tidak boleh menyaksikan kecuali atas

sesuatu yang telah terjadi pada dua akad, karena ijtihad dalam hal

itu adalah kepada hakim.

Cabang: Syaikh lbnu Hajar mengatakan dalam At-Tuhfah
Al Muhtaj Ala Minhaj An-Nawawi Si penggadai tidak boleh
menggadaikan kepadanya barang gadaian yang ada di sisinya (si

penerima gadai) sebagai jaminan utang lainnya yang sama dengan
yang pertama, ini adalah pendapat pertama yang ada dalam Qaul
Jadid. Apabila si penggadai melunasi dua utang dan dia
memisahkan utang sebelumnya, sebab hal itu mempakan
kerepotan yang besar, yaifu penambahan dalam jaminan, dan ini
juga kerepotan yang sangat merepotkan, yaifu dengan

menguranginya. Apabila si penerima gadai menebus budak yang

digadaikan yang telah melakukan findak kriminal atau dia
membiayainya dengan adanya izin dari si penggadai atau hakim,
seperti contoh si penggadai sedang bepergian atau

ketidakmampuannya agar budak ifu sebagai jaminan tebusan atau
biaya, maka hal ini juga sah, karena dalam hal ini terdapat
maslahat unfuk menjaga bamng gadaiann5ra.

AsySyirazi & mengatakan: Pasal: Dalam masalah
penggadaian budak yang melakulmn tindak kriminal ada
dua pendapat AslrSyafi'i. Dan ulama fildh AsSrSyafi'i
berbeda pendapat dalam peletaklnn dua pendapat Asy-
Syafi'i ini atas tiga benfuk kriminal. Diantara mereka
ada yang berkata, 'Dalam findak kriminal yang
disengaja, sedangkan dalam tindak kriminal karena ada
unsur kekeliruan, maka fidak boleh-" Diantara mereka
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ada yang berkata, 'Dalam semua benfuk tindakan
kriminal,' dan kami telah menjelaskan tentang
keduanya dalam pembahasan akad jual beli.

Pasal: Tidak boleh menggadaikan barang yang
tidak bisa diserahkan, seperti budak yang kabur dan
burung yang sedang terbang, karena penggadaiannya
tidak memungkinkan penyerah:rnnya dan juga
penjualannya sebagai ganti utang, sehingga tidak sah
menggadaikannya-

Pasal: Barang yang fidak boleh untuk dijual
seperti barang yang tidak diketahui, maka tidak boleh
pula menggadaikannya. Karena beberapa sifat
dimaksudkan dalam akad rahn karena unfuk melunasi
utang, sebagaimana halnya ia juga dimaksudkan dalam
akad jual beli karena untuk melunasi harga jualnya-

Apabila penjualan barang yang belum diketahui tidak
dibolehkan, maka wajib penggadaian dalam barang
yang fidak diketahui juga fidak dibolehkan-

Penjelasan:

Dalam penggadaian budak yang melakukan tindak kriminal

ada dua pendapat Asy-Syafi'i. Sedangkan dalam penempatan

kedua pendapat Asy-Syafi'i ini atas tiga macam tindakan kriminal,

penyebutannya telah berlalu dalam akad jual beli. Dan tidak boleh

menggadaikan barang png tidak bisa diserahkan, seperti burung

yang sedang terbang dan budak yang kabur, dan juga tidak boleh

menggadaikan budak sebagai jaminan dari budak, sebagaimana hal

ini tdak dibolehkan dalam akad jual beli.
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Cabang: Apabila budak yang digadaikan melakukan

tindakan kriminal -baik kepada orang lain atau kepada majikan

atau kepada budak yang dimiliki oleh majikannya-, maka jika

tindakan kriminal itu kepada orang lain, maka hak korban

berhubungan dengan penjagaan budak itu, dan hal itu lebih utama

didahulukan atas hak si penerima gadai, karena hak kofuan lebih

didahulukan daripada hak si pemilik, sehingga mendahulukannya

atas hak si penerima gadai lebih utama, dan karena hak korban

hanya tertentu dengan materi (az), maka jika kami mendahulukan

hak si penerima gadai atas hak korban, maka kami telah

menggugurkan haknya. Sedangkan hak si penerima gadai

berhubungan dengan materi (am) dan tanggungan, maka apabila

kami mendahulukan hak si penerima gadai atas hak korban, maka

haknya tetap tidak gugur, jadi wajib mendahulukan hak korban, -

apabila hak korban gugur sebab pemaafan atau tebusan, maka hak

si penerima gadai masih tetap- karena hak kortan tdak
membatalkan akad mhn, dan pendahuluan hak kortan karena

haknya lebih kuat. Jadi jika hak kortan telah gugur, maka hak si

penerima gadai masih tetap, dan apabila hak kortan tidak gugur, -

maka butuh peninjauan ulang-. Apabila hak kortan berupa qishash

dalam pembunuhan jiwa, maka budak itu di-qishash dan akad mhn
batal. Namun apabila sebagai qishash anggota hrbuh, maka dia

juga di-qishash anggota tubuhnya, dan dirinya masih tetap sebagai

gadaian. Apabila haknya berupa harta dan memungkinkan untuk

memberikan haknya dengan menjual separuh budak tersebut,

maka dilual sekadar apa yang dapat memenuhi haknya, dan jika

tidak memungkinkan kecuali dengan menjual seluruhnya, maka dia

hams dijual.

Apabila ada yang lebih dari pelunasan hak korban berupa

harga jual budak tereebut, maka kelebihan itu berhubungan dengan
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hak si penerima gadai- Apabila tindakan kriminal itu terhadap

majikannya -maka butuh peninjauan ulang. Apabila tindakan

kriminalnya bukan pembunuhan- maka dicukupkan darinya jika

tindakan ifu secara sengaja, dan apabila tindakannya secara keliru

atau tidak sengaja, maka dia memaafkannya atas harta yang tidak

ditetapkan baginya (budak).

Abu Al Abbas bin Suraij mengatakan: Dalam masalah ini

terdapat pendapat yang lain, bahwa penyerahan harta tetap bagi

budak ifu, dan si majikan boleh menjualnya dan membatalkan hak

si penerima gadai dari akad nhn. Pandangannya adalah bahwa

orang yang ditetapkan qishash baginya dalam kasus kriminal

dengan sengaja, maka ditetapkan atasnya dalam kasus kriminal

dengan tidak sengaja sebagaimana kepada orang lain, dan

pendapat yang shahih adalah yang pertama, karena seorang

majikan tidak bisa menetapkan penyerahan harta dari budaknya,

oleh karena itu, jika budaknya merusak sebuah harta, maka dia

tidak wajib menggantin5ra. Dan pandangan 5ang pertama dapat

membatalkan dengan selain barang gadaian, maka wajib baginya

qishash dalam kasus kriminal dengan sengaja, dan tidak wajib

baginya menyerahkan harta dalam kasus kriminal secara keliru

atau tidak sengaja.

Apabila tindakan kriminal itu berupa pembunuhan -jika itu

dilakukan dengan adanya unsur kesengajaan- maka bagi ahli waris

memiliki hak meng-qishash, jadi jika ahli uraris melakukan qishash,

maka al<ad rahn batal. Namun jika tindakan kriminal itu secara

keliru atau sengaja dan si kortan memaafkan atas pembayaran

harta, maka dalam masalah ini terdapat tiga pendapat Asy-Syafi'i:

Pertama: Tidak tetap bagi budak tersebut untuk

menyerahkan harta, karena ahli waris menggantikan posisi

40 ll et Uojrr*'SloahAt lf,trhd&ab



majikan, sedangkan majikan tidak boleh baginya menetapkan

harta dalam hak penjagaan seorang budak, maka tidak tetap bagi

orang yang menggantikan posisinya.

Kedua: Penyerahan harta bagi budak itu tetap, karena dia

telah melakukan tindakan kriminal terhadap sebuah harta,

sedangkan barang ifu bukan milik majikannya, maka kasus ini

sebagaimana jika dia melakukan tindakan kriminal kepada budak

yang dimiliki oleh majikannya.

Apabila tindakan kriminal atas barang yang dimiliki oleh

seorang majikan -jika tindakan kriminal itu atas barang selain

barang gadaian- maka jika tindakan kriminal itu secara sengaja,

maka bagi majikan boleh meng-qishash darinya, dan apabila

tindakan kriminalnya dilakukan secara keliru atau tidak sengaja,

dan majikan itu memaafkannya dengan penyerahan harta, maka

hal ini tidak boleh, karena seoremg majikan tidak memiliki hak atas

harta budaknya.

Apabila tindakan laiminal itu atas barang Snng dijadikan

gadaian atas si penerima gadai yang lain, maka jika dilakukan

secara sengaja, maka boleh bagi majikan meng-qishaslrnya. Jadi

jika dia melakukan qishash, maka al<ad rahrnya batal. Apabila

tindakan kriminal ifu dilakukan secara keliru atau sengaja dan dia

memaafkannya dengan penyerahan harta, maka harta ihr untuk si

penerima gadai yang mana barang gadaian yang ada pada dirinya

menjadi korban, karena jika yang membunuhnya adalah

majikannya, maka dia wajib menanggungnya, namun jika yang

membunuhnya adalah budaknya maka tanggungannya

berhubungan dengan penjagaannya. Apabila harga jual budak itu

lebih banyak daripada harga jual budak yang dibunuh serta

memungkinkan untuk melunasi ganti rugi dalam tindakan kriminal
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dengan menjual sebagiannya, maka dijual sesuai dengan apa yang

dapat melunasi ganti rugi tindakan kriminal, dan dirinya tetap

sebagai gadaian. Namun jika tidak memungkinkan kecuali dengan

menjual seluruhnya, maka harus dijual, dan kelebihan harga

jualnya menjadi gadaian. Apabila harga jualnya sama dengan

harga budak yang dibunuh atau lebih rendah darinya, maka dalam

masalah ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama: Budak yang membunuh dipindah ke posisi budak

yang dibunuh sebagai ganti barang gadaian, karena penjualannya

tidak ada faidahnya.

Kdua' Budak itu tetap dijual, karena terkadang ada

pembeli yang mau membayar lebih dari harga jualnya, maka

kesimpulannya bagi setiap penerima gadai medapatkan barang

jaminan utang.

Apabila tindakan kriminal itu terhadap budak yang

digadaikan yang ada di tangan si penerima gadai, dan budak yang

membunuhnya juga ada di tangannya, maka apabila dilakukan

dengan sengaja, maka dia meng-qishasbnya dan akad rahnbatal,

namun jika dilakukan dengan keliru atau sengaja, dan dia

memaafkannya dengan pembayaran harta, maka dalam masalah

ini perlu ditinjau ulang. Apabila dua utang itu sama, dalam kadar,

segera, dan batas waktu, serta harga jual kedua budak itu juga

sama, maka si penerima gadai tidak boleh menjualnya, karena

tidak ada faidah dalam penjualannya.

Apabila utang yang menjadi sebab penggadaian budak yang

dibunuh ifu dengan segera, sedangkan utang yang menyebabkan

penggadai budak yang membunuh memiliki tempo, maka budak

yang membunuh itu boleh dijual, karena penjualannya masih ada

faidah, yaitu unfuk melunasi utang yang telah jafuh tempo. Apabila
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dua utang itu berbeda, namun harga jual kedua budak itu sama,

maka dalam masalah ini buhrh peninjauan ulang. Apabila utang

yang menyebabkan penggadaian budak yang membunuh lebih

banyak, maka budak itu tidak boleh dijual, karena dia digadaikan

sesuai dengan kadamya, namun jika dia dilual, maka dia

digadaikan dengan separuhnya.

Apabila utang yang menjadi sebab penggadaian budak yang

membunuh lebih sedikit, maka budak itu dipindahkan, karena

dalam pemindahannya terdapat faidah, yaitu budak itu menjadi

barang gadaian sebagai jaminan utang yang lebih banyak, yang

mana budak yang dibunuh digadaikan karena utang itu. Apakah

boleh budak itu dijual dan harga jualnya dipindahkan? Atau budak

itu sendiri yang dipindahkan? Dalam masalah ini terdapat dua

pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i, dan pandangan tentang

keduanya telah berlalu. Apabila dua utang itu sama, yaifu tiaptiap
dari keduanya adalah seratus, dan harga jual kdua budak ifu

berbeda, maka dalam masalah ini butuh peninjauan ulang. Apabila

harga jual budak yang terbunuh lebih tinggi, maka budak yang

membunuh tidak boleh dijual, karena jika si penggadai tidak

menjualnyra, maka budak yang membunuh ifu menjadi gadaian dari

utang yang serafus dirham, dan apabila budak ifu dijual, maka

harga jualnya menjadi gadaian sebagai jaminan dari utang yang

seratus dirham, jadi tidak ada gunanya penjualan budak ifu.

Apabila harga jual budak yang membunuh lebih tinggi,

maka dia dUual sekadar harga budak yang dibunuh dan harganya

dijadikan gadaian dengan utang yang menjadi sebab budak yang

dibunuh digadaikan, sedangkan sisanya tetap sebagaimana adanya.
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Cabang: Apabila seorang budak yang digadaikan

melakukan tindakan kriminal kepada orang lain atau kepada harta

orang lain, maka tindakan kriminal itu berhubungan dengan

penjagaannya, jadi pemenuhan hak korban lebih didahulukan

daripada hak si penerima gadai, kami tidak menemukan
perbedaan pendapat dalam hal ini, karena pemenuhan hak

tindakan kriminal ini lebih didahulukan atas pemilik, sedangkan

kepemilikan lebih kuat daripada gadaian, maka mendahulukan atas

si penerima gadai lebih utama.

Apabila ada yang berkata, "Hak si penerima gadai juga

lebih didahulukan atas hak si pemilik," maka kami katakan,

"Ketetapan hak si penerima gadai dari pihak si pemilik karena

adanya akad, sedangkan ketetapan hak tindakan kriminal bukan

karena kemauannya sendiri yang didahulukan atas haknya sendiri,

maka hak ini didahulukan atas hak yang ditetapkan dengan adanya

akad, dan karena hak jinayat tertentu dengan materi (arn) yang

dapat gugur dengan hilangnya materi tersebut, sedangkan hak si

penerima gadai tidak gugur karena hilangnya materi dan juga tidak
tertenfu dengannya, maka hubungan hak si penggadai dengan

materi ifu lebih ringan dan lebih rendah."

Apabila jinayat ifu mewajibkan qishash, maka bagi pihak si

korban boleh melakukannya. Jika dia melakul<an qishash, maka

akad rahn gugur sebagaimana jika barang gadaian hancur, dan jika

dia memaafkan dengan penyerahan harta, maka harta itu
berhubungan dengan penjagaan seorang budak ifu, dan hal ini
menjadi seperti jinayat yang mer,,r,rajibkan pembayaran harta, lalu

dikatakan kepada majikannya, "Engkau boleh memilih antara

menebusnya dan menyerahkannya karena penjualan." Apabila dia

memilih menebusnya, maka berapa dia harus menebusnya?
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Masalah ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i rnenurut

kami, dan dua riwayat menurut Ahmad.

Pertama. dengan lebih sedikit dari dua perkara, yaitu dari

harga jualnya atau ganti rugi dari tindakan kriminalnya, karena jika

adanya ganti rugi lebih sedikit, maka korban tidak berhak pada

yang lebih banyak dari ganti rugi tindakan kriminalnya. Namun

apabila harga jualnya lebih sedikit, maka tidak wajib baginya unh-rk

menyerahkan yang lebih banyak dari harga budak tersebut, karena

apa yang diserahkannya itu hanya sebagai kompensasi dari

seorang budak, maka tidak wajib yang lebih banyak dari harganya,

sebagaimana barang yang telah dia rusak.

Kedua, dia menebusnya dengan ganti rugi tindakan

kriminal yang dilakukan oleh budaknya dengan semaksimal

mungkin, karena terkadang ada orang yang menpkai budaknya,

lalu dia membelinya dengan harga yang lebih tingE dari harga

jualnya. Apabila dia menebusnSn dengan adanya izin dari si

penggadai, maka dia boleh menuntukr5ra kepada si penggadai

dengan tebusannya, karena dia telah menunaikan haknya dengan

adanya izin dari si penggadai, maka diapun boleh menunfut,

sebagaimana jika dia melunasi utangnya dengan izinnya, sehingga

jika dia menebusnya didasari dengan kepedulian sosial (tabamtl,

maka dia tidak boleh menuntut, kecuali ada izin dari si penggadai.

Ahmad dan para sahabakrya berpendapat bahwa dalam masalah

ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i, sebagaimana jika

dia melunasi utangnya dengan tanpa ada izin darinya, dan apabila

dia menambahi atas yang wajib, maka dia tidak boleh

menuntutnya.
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Cabang: Abu Hanifah berpendapat bahwa tanggungan
jinayat gadaian wajib atas si penerima gadai, jadi apabila si
penggadai menebusnya, maka dia tidak boleh menunfut tebusan
ifu. Apabila si penggadai menebusnya atau menjualnya sebagai
ganti dari jinayat, maka gugurlah utang gadaian, jika harga
seukuran tebusan, dan juga melihat pada asalnya bahwa barang
gadaian merupakan tanggungan si penerima gadai.

cabang: Apabila budak yang melakukan tindakan kriminal
tidak ditebus, lalu dia dijual sebagai ganti rugi jinayat, yang dapat
menghabiskan harga jualnya, maka akad rahn batal. Apabila ganti
ruginya tidak sampai menghabiskan harga jualnya, maka dia dijual
hanya sekadar ganti rugi jinayat, sedangkan yang lainnya tetap
sebagai gadaian kecuali udak memungkinkan unfuk menjual
separuhnya, maka seluruhnya hams dilual, dan sisa harga jualnya
dijadikan gadaian. Dan kami menorkupkan penetapan kadar ini
agar kembali kepada hukum-hukum amaliyah yang panjang lebar
dalam penjelasannya.

Cabang: Apabila si penggadai berkata, "Aku
menggadaikan peti ini kepadamu dengan apa yang ada di
dalamnya", atau "Rumah dengan apa yang ada di dalamnya',, atau
"Koper ini dengan apa lrang ada di dalamnya", maka Asy-Syafi,i
telah menjelaskan dalam Al [)mm, bahwa akad rahn ini tidak sah
dengan apa yang ada di dalam beberapa contoh tersebut. Syaikh
Abu Hamid berkata, "Apakah sah penggadaian dalam bejana
kecil, rumah, kantong kulit dan ransel?" Dalam masalah ini
terdapat dua pendapat Asy-syafi'i, dengan pemetaan kesemuanya.
Apabila si penggadai berkata, "Aku menggadaikan bejana kecil ini
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kepadamu selain yang ada di dalamnya", dan "Rumah ini selain

yang ada di dalamnya", atau "Kantong kulit ini selain yang ada di

dalamnya", atau, "Ransel ini selain yang ada di dalamnya", maka

akad nhn ini sah dalam beberapa contoh ini selain apa yang ada

di dalamnya. Apabila si penggadai berkata, "Aku menggadaikan

bejana kecil ini", atau "rumah ini", atau "kantong kulit ini", atau

"ransel ini", dan dia tidak berkata, "selain apa yang ada di

dalamn5n", dan juga tidak berkata, "dan dengan apa yang ada di

dalamnya", maka Asy-Syafi'i menjelaskan bahwa al<ad rahn ini sah

dalam penggadaian rumah, bejana kecil dan kantong kulit,

sedangkan penggadaian ransel tidak sah. Ransel adalah tempat

lauk dan yang lainnya, yang dibungkus di dalamnya, sebagaimana

disebutkan dalam Ash-Shahah. Dia mengatakan: Karena bejana

kecil, rumah dan kantong kulit memiliki nilai harga pada

umumnlra, sedangkan ransel tdak memiliki nilai harga pada

umurnnya, dan yang dimaksud hanyalah apa yang ada di

dalamnya.

Syaikh Abu Hamid berkata, "Menurut ulama fikih Asy-

Syafi'i dalam masalah ini masih membingungkan, sedang pendapat

Asy-Syafii adalah apa yang telah aku sebutkan."

Cabang: Asy-Syafi'i berkata, "Apabila si penggadai

menggadaikan tanah dari tanah upeti, maka alrord nhn ini batal,

karena tanah ifu bukan hak milik." Ulama fikih Asy-Syafi'i

berbeda pendapat dalam penafsiran ini. Abu Sa'id Al Istakhri

berpendapat bahwa maksud Asy-Syafi'i dalam hal itu adalah di

daerah lraq, karena pada saat Amirul mukminin

Umar iS menaklukkannya dan melepaskannya dari tangan-tangan

orang Majusi, lalu dia membagikannya diantara manusia dan
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manusia pun disibukkan dengan tanah tersebut dalam jangka

waktu dua tahun atau tiga tahunan, kemudian ketika
Umar rS, melihat manusia disibukkan dengan tanah yang dikelola

oleh mereka sehingga mereka meninggalkan jihad, maka diapun

meminta kembali tanah tersebut, diantara mereka ada yang rela

mengembalikannya tanpa meminta kompensasi, sementara

diantara mereka ada yang tidak rela kecuali dengan adanya

kompensasi. Kemudian Umar r$6 meru.rakafkan tanah tersebut

kepada kaum muslimin, dan menyevuakan tanah yang ada di

tangan orang yang tidak mau mengembalikannya dengan harga

sewa yang telah ditentukanl. Oleh karena itu tidak boleh

menjualnya atau menggadaikannya. Ini adalah penjelasan Asy-

Syafi'i secara zhahir.

Abu Al Abbas As-Suraij mengatakan: Ketika Amirul
Mukminin meminta kembali tanah tersebut dari kaum muslimin,

maka dia menjualnya dari orang yang mengelolanya, dan dia

menjadikan kompensasi, yaifu upeti yang diambil dari mereka,

maka boleh menjualnya dan menggadaikannya, karena orang-

orang sejak masa Amirul mukminin hingga saat ini telah

mempedual belikannya tanpa ada yang mengingkarinya. Adapun
perkataan Asy-Syafi'i rg dibawa pada masalah; jika imam atau

pemerintah mer,vakafkan tanah dan menetapkan upeti atasnya.

Apabila ada yang berkata, "Apa yang telah kalian katakan

ini adalah apa yang telah dilakukan Amirul mukminin berupa

beberapa penafsiran secara keseluruhan yang tidak sah menurut
pendapat Asy-Syafi'i dan yang lainnya, dan karena akad ijarah

tidak boleh hingga waktu yang tidak ditentukan dan juga dengan

I Penjelasan secara rinci terdapat dalam jilid 17 dalam penjelasan jihad dan
bepergian.
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pembayaran yang tidak ditentukan, begitu juga jual beli, tidak

boleh hingga masa yang tidak ditentukan dan dengan harga yang

tidak ditentukan."

Maka jawabannya: Sesungguhnya hal ini tidak sah jika

adanya transaksi atas harta kaum muslimin. Adapun dalam

kepemilikan orang-orang musyrik, maka hal ini sah. Ketahuilah

bahwa jika ada seseorang yang berkata, "Barangsiapa yang

mengembalikan budakku yang melarikan diri, maka baginya

seorang budak dan pakaian", tanpa menyebutkan sifat keduanya,

maka ini bukanlah akad jiblah yang sah. Namun apabila imam

atau pemerintah berkata, "Barangsiapa yang menunjuki kami

benteng musuh, maka darinya dia akan mendapatkan budak

perempuan", maka al<ad ji'alah ini sah- Apabila dalam tanah upeti

itu terdapat bangunan atau fumbuhan, maka apabila ihr baru

terdapat di tanah upeti dari selainnya, maka sah penjualann5ra dan

penggadaiannlra tanpa mengikutkan tanahnya. Namun jika dia

menjualnya dan menggadaikannya beserta tanahnla. Maka kami

katakan: Tidak sah penjualannya dan penggadaiannya karena

kebatilan

Dan apakah sah dalam masalah penggadaian bangunan

dan tumbuhann5ra? Dalam masalah ini terdapat dua pendapat Asy-

S5rafi'i, berdasarkan dua pendapat Asy-Syafi'i dalam pemetaan

semuanya, dan penjelasannya telah berlalu. Apabila adanya

bangunan dan tumbuhan dari tanah upeti, maka tidak sah

penjualannya dan penggadaiannya.

Asy-Syafi'i i& mengatakan: Apabila si penerima gadai

membayar upeti dari si penggadai, dia melakukannya secara suka

rela, maka dia tidak bisa menunfut upeti itu kecuali dia

menyerahkan upeti dengan adanya perintah si penggadai, maka
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dia boleh menuntuttya kembali. Dan ini sebagaimana yang telah
dia katakan: Apabila seseorang menggadaikan tanah upeti dan
menyewakannya, maka upeti yang wajib dalam tanah ihr wajib
dibayar oleh seseorang yang menggadaikannya dan
menyewakannya. Apabila si penerima gadai atau si penyerd/a

membayar upeti yang wajib ifu, maka dalam masalah ini bufuh
peninjauan ulang. Apabila dia membayar dengan tanpa adanya
perintah yang malajibkannya, atau dia melunasi utang dari
selainnya dengan tanpa adanya izinnya, maka dia tidak bisa
menuntut apapun atasnya. Malik rg, mengatakan bahwa dia boleh

menunfutnya.

Asy-Syirazi *s mengatakan: Pasal: Dan dalam
masalah penggadaian buah yang belum layak
dikonsumsi tanpa ada syarat pemotongan ada dua
pendapat AqrSyafi'i:

Pertama, akad rahn ini tidak sah, karena rahn
merupakan akad yang tidak sah dalam barang yang
tidak bisa diserahkan, sehingga tdak boleh
menggadaikan buah-buahan sebelum layak dikonsumsi
tanpa ada syarat pemotongdD, sebagaimana akad jual
beli.

Kedua, alod rahn ini sah, karena apabila adanya
utang itu dengan segera, maka ketenfuannya adalah
mengambil buah tersebut, lalu dijual, maka dalam hal
ini buah ifu tidak akan rusak karena hama. Namun
apabila penggadaian buah ini sebagai jaminan utang
yang memiliki tempo, lalu buah ifu nrsak, maka
utangnya fidak gugur, walaupun jaminannya batal.
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Adapun dampak negatif dalam batalnya iaminan serta
tetapnya utang yang hanya sedikit, maka akad rahn ini
boleh, beda halnya dengan akad jual beli. Karena pada

umumnya dalam jual beli meninggalkannya hingga
sampai waktu pemotongan, maka hal ini tidak amErn

dari rusak ,y. buah-buahan ifu karena terserang hama,
lalu harganya pun akan hilang dan barang yang

diperjualbelikan fidak dihasilkan. Jadi dampak
negatifnya lebih besar, maka tidak boleh menjualnya
tanpa ada syarat pemotongan.

Penjelasan:

Hukum: Apabila seseorang menggadaikan pohon kurma

yang memiliki mayang yang sudah dikawinkan (diberi serbuk agar

berbuah), yang mana dia tidak menggadaikan buahnya, maka

penggadaian pohon kurma sah dan penggadaian buahnya tidak

sah, karena apabila ada seseorang yang menjual kurma yang

merniliki mayang yang telah dikawinkan, dan dia udak

memasukkan mayang tersebut dalam akad jual beli, maka mayang

itu tidak termasuk di dalamnya, begifu juga dalam akad mhn Dan

apabila kurma itu memiliki mayang yang belum dikawinkan, dan

dia juga tidak menyaratkan masuknya mayang itu dalam akad nhn
dan juga keluamya dari akad mhn, maka apakah mayang itu

masuk ke dalam akad mhn? Menurut Asy-Syafi'i: Bahwa mayang

ifu tidak masuk ke dalam akad mhn. Sementara Ar-Rabi'

mengatakan: Dalam masalah ini terdapat pendapat yang lain,

bahwa mayang tersebut masuk ke dalam akad nhn sebagaimana

akad jual beli. Diantara ulama fikih Asy-Syafi'i ada yang
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mengatakan bahwa dalam masalah ini terdapat dua pendapat Asy-
Syafi'i:

Pertama, mayang itu masuk ke dalam akad rahn,
sebagaimana yang telah kami katakan dalam akad jual beli.

Kedua, mayang ifu tidak masuk ke dalam akad rahn, dan ini
adalah pendapat yang paling jelas, sebagaimana tidak masuknya
buah yang baru keluar setelah terjadinya akad rahn Diantara
mereka juga ada yang berpendapat mayang ifu tidak masuk ke
dalam akad rahn, dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Abu
Hamid, karena sesuatu yang telah kami sebutkan.

Abu Hanifah berkata, "Buah masuk ke dalam akad rahn
dalam setiap keadaan." Beda halnya dengan pendapahya dalam
akad jual beli, dan ini tidaklah shahih, karena akad jual beli lebih
kuat daripada akad rahn, jadi apabila buah tidak masuk ke dalam
akad jual beli, maka tidak masuknya buah ifu dalam akad rahn
lebih utama.

Apabila si penggadai berkata, "Aku meggadaikan pohon
kurma dan buahnya kepadamu", maka akad ini sah, baik itu
sebelum mengawinkan atau setelahnya, sebagaimana yang telah
kami katakan dalam akad jual beli, kemudian dalam hal ini butuh
peninjauan ulang. Apabila si penggadai menggadaikannya sebagai
jaminan utang yang segera atau utang yang memiliki tempo, yang
jafuh temponya sebelum mendapati buah ifu atau telah
mendapatinya, maka akad ini sah, karena tidak memungkinkan
melunasi utang darinya. Apabila utang ifu memiliki tempo, yang
mana jatuh temponya setelah mendapati buah ifu, maka dalam
masalah buah ini perlu ditinjau ulang. Apabila buah itu termasuk
dari buah yang telah layak dikonsumsi dan mengeringkannya,
seperti kurma dan anggur, maka akad ifu sah, dan si penggadai
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wajib membiayai pengeringannya. Namun apabila buah itu tidak

memungkinkan pengeringannya, seperti apel, maka diantara

ulama fikih Asy-Syafi'i ada yang mengatakan bahwa dalam

masalah ini terdapat dua pendapat Asy-Syafi'i, sebagaimana yang

telah kami katakan dalam masalah penggadaian barang yang cepat

rusak. Dan diantara mereka ada yang mengatakanr Akad nhn ini
Sfr, karena buah ikut pada pohonnya, maka sah

menggadaikannya, sebagaimana dibolehkan menjual buah-buahan

yang telah layak dikonsumsi beserta pohonnya, dan tidak boleh

menjualnya secara terpisah.

Apabila kami mengatakan, "Penggadaian buah-buahan

batal", maka apakah penggadaian pohonnya juga batal, maka
jawabannya berdasarkan atas dua pendapat Asy-Syafi'i dalam

pemetaan seluruhnya, dan penjelasannya telah berlalu. Apabila si

penggadai menggadaikan buah secara sendirian (tidak dengan

pohonnya), maka apabila buah ifu telah layak dikonsumsi, maka

penggadaiannya sebagaimana menggadaikan barang yang basah -
dan penjelasannya telah berlalu-, dan apabila buah itu belum layak

dikonsumsi, baik buah itu telah dikawinkan atau tidak dikawinkan,

maka apabila utangnya dengan segera dan pemotongan

disyaratkan, maka akad ini sah, dan apabila tidak disyaratkan

pemotongan, maka masalah ini harus ditinjau ulang.

Perhama: Akad mhn ini tidak sah sebagaimana akad jual

beli.

Kedua: Akad rahn tni sah, karena penggadaiannya sebagai

jaminan utang dengan segem meurajibkan pemotongan, dan hal ini

sebagaimana halnya menyaratkan pemotongan. Dan apabila dia

menggadaikannya sebagai jaminan utang yang memiliki tempo,

maka jika disyaratkan pemotongan, maka Ibnu Ash-Shabbagh
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berpendapat bahwa kasusnya sama dengan penggadaian sayur-

sayuran dan buah-buahan.

Ulama fikih Hanbali berpendapat dengan keabsahan

penggadaian buah tanpa penggadaian pohon sebelum buah ifu
layak dikonsumsi tanpa syarat pemotongan, begifu juga dengan

tanaman-tanaman yang hijau. Ini adalah pendapat yang dipilih

oleh Al Qadhi dari mereka, dan Ibnu Qudamah telah

menyebutkannya.

Ulama fikih Asy-Syafi'i mengatakan bahwa jawaban itu
mutlak. Dan apabila si penggadai menggadaikannya secara mutlak,

maka dalam masalah ini terdapat tiga pendapat Asy-Syafi'i:

Pertama: Akad rahn ini tidak sah, sebagaimana akad jual

beli juga tidak sah.

Keduat Akad nhn ini sah, karena akad jual beli dalam hal

ini tidak sah karena di dalamnya mengandung dampak negatif,

sedangkan dalam akad mhn tidak ada dampak negatif, karena

akad ini akan rusak jika barang gadaian rusak.

Ketiga: Al Muzani menukilnya, bahwa penyaratan

pemotongan ketika jatuh tempo sah, dan jika dimutlakkan, maka

tidak sah, karena pemutlakan akad memastikan ketetapannya

hingga waktu pemotongan, dan hal itu mengakhirkan jatuh tempo

utang dari tempatnya. lni adalah runtutan Ibnu Ash-Shabbagh,

sebagaimana yang telah disebutkan oleh Al Imarani dalam Al
Bayan. Adapun Syaikh Abu Hamid bahwa dalam masalah ini

tedapat dua pendapat Asy-Syafi'i yang pertama, yaifu disyaratkan

pemotongan atau tidak disyaratkan.
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Asy-Syirazi #s mengatakan: Pasal: Apabila si

penggadai memiliki pohon yang berbuah setiap

tahunnya dua kali, seperti pohon tin dan labu, lalu dia
menggadaikan hingga waktu yang jelas, maka apabila
penggadaian ini sebagai jaminan utang yang berhak
menjual barang gadaian sebelum adanya buah yang

kedua, dan buah ifu akan bercampur dengannya, maka

akad rahn ini boleh, karena akad ini aman dari dampak
negatif karena bercampur. Namun apabila gadaian ini
sebagai jaminan utang yang tidak berhak penjualannya
kecuali setelah adanya buah yang kedua dan buah yang

kedua ifu bercampur dengan yang pertama, maka

dalam masalah ini butuh peniniauan ulang- Apabila si
penggadai menyaratkan bahwa iika dikhawatirkan
bercampur, maka buah yang pertama dipotong, lalu
akad ini pun boleh, karena dampak negatif dapat
dicegah dengan pemotongan. Apabila si penggadaian

tidak menyaratkan pemotongan, maka dalam masalah
ini terdapat dua pendapat Asy-Syafi'i-

Pertama: Bahwa akad ini batal, karena barang
gadaian bercampur dengan selainnya, maka tidak
memungkinkan melanjutkan akad hingga selesai.

Kedua: Akad ini sah, karena masih

memungkinkan pemisahan ketika bercampur, dengan
seperti si penggadai membiarkan buahnya berada di si

penerima gadai, atau si penggadai melihat berapa buah
yang digadaikan, lalu dia bersumpah atasnya, dia
mengambil selebihnya. Jadi apabila masih
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memungkinkan melanjutkan alod, maka tidak dihukumi
dengan bata}nya akad tersebut.

Penjelasan:

Apabila si penggadai menggadaikan pohon yang berbuah
dua kali dalam setahun, yang tidak dapat dibedakan salah satu

buahnya dari yang lainnya, lalu dia menggadaikan buah yang
pertama hingga wakfu munculnya buah yang kedua atas suafu
jalan yang tidak dapat dibedakan, maka akad rahn iru batal.

Contoh dari ifu adalah tumbuh-fumbuhan yang menjalar, yaitu
pohon yang menjalar di atas tanah, seperti terong, labu,

mentimun, sejenis labu dan semangka. Dan apabila pohon ifu
berbuah dalam setahun dua kali, lalu dia menggadaikan pohon
pada saat berbuah yang pertama, atau dia menggadaikan buah
yang pertama tanpa menggadaikan pohonnya, maka dalam
masalah ini bufuh peninjauan ulang. Apabila penggadaian ihr
sebagai jaminan utang yang segera atau memiliki tempo yang jafuh

temponya sebelum adanya buah png kedua, maka akad rahn ini
sah, begifu juga apabila si penggadai menggadaikannya sebagai
jaminan utang yang memiliki tempo, yang jatuh temponya hrngga
setelah adanya buah yang kedua, dan kedua belah pihak
menyaratkan bahwa apabila dikhawatirkan bercampumya buah
yang kedua dengan buah yang pertama, maka buah yang pertama

dipotong, maka akad nhn ini sah, karena barang gadaian tidak
bercampur dengan yang lainnya.

Apabila dia menggadaikannya sebagai jaminan utang yang

memiliki tempo yang tidak jahrh tempo kecuali setelah adanya
buah yang kedua, dan buah salah satunya tidak dapat dibedakan
dengan yang lainnya, maka Abu Hamid dan hnu Ash-Shabbagh
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menyebutkan bahwa akad rahn tidak sah, karena tidak

memungkinkan memenuhi hak dari barang gadaian, sebab barang

tersebut bercampur dengan yang lainnya, sehingga stahrsnya pun

belum diketahui.

Asy-Syirazi menyebutkan bahwa akad rahn ini terdapat dua

pendapat Asy-Syafi'i:

1. Akad rahn ini tidak sah, karena apa yang telah kami
sebutkan.

2. Akad nin ini sah, karena masih memungkinkan untuk
memisahkan buah-buahan ketika adanya percampuran,

seperti si penggadai memberikan dengan cara

meninggalkan buah ifu di tempat orang yang menerima
gadaian, atau dia melihat berapa buah yang digadaikan, lalu
dia bersumpah atasnya, maka hal ini tidak dihukumi dengan
batalnya al<ad nhn.

Syaikh Abu Hamid mengatakan: Apabila si penggadai

menggadaikannya sebagai jaminan utang yang segera, lalu dia

memperlambat dalam pemotongan buah yang pertama sehingga

adanya buah yang kedua, kemudian buah-buah tersebut

bercampur tidak dapat dibedakan lagi, maka dalam masalah ini
terdapat dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pertama: Akad nhn rni batal, karena barang gadaian tidak
dapat diketahui, sebab bercampumya dengan barang yang bukan
gadaian.

Kdua: Akad nhn ini tidak batal, karena telah diketahui
ketika akad, dan ketika jatuh tempo utang, maka akad ini tidak
batal karena ketidaktahuan buah yang baru muncul. Apabila kami
mengatakan akad nhn ni batal, maka tidak ada pembahasan.
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Namun apabila kami mengatakan bahwa akad rahn ini tidak batal,

maka kami masih menanyakan kepada si penggadai, "Apakah

engkau memberikan buah yang kedua dengan cara dibiarkan
sebagai barang gadaian?" Jadi jika dia memberikannya, maka tidak
ada pembahasan lagi. Namun apabila dia tidak memberikannya,

maka jika mereka sepakat dengan kadar buah yang pertama,

maka tidak ada pembahasan lagi, dan jika keduanya bertentangan

dalam masalah kadar buah yang pertama, maka perkataan yang

dibenarkan adalah perkataan si penggadai beserta sumpahnya

dalam masalah kadar buah yang pertama, baik buah itu ada di
tangannya atau ada di tangan si penerima gadai.

Al Muzani berkata, "Apabila buah itu ada di tangan si

penerima gadai, maka perkataan yang dibenarkan adalah
perkataannya disertai dengan sumpahnya." Al Imrani berkata,
"Pendapat ini keliru, karena kedua belah pihak telah sepakat

bahwa buah yang baru muncul adalah milik si penggadai,

sedangkan yang menjadi pertentangan keduanya adalah dalam

masalah kadar barang 5ang digadaikan dari buah tersebut, maka
perkataan yang dibenarkan adalah perkataan si penggadai disertai

dengan sumpahnya, karena stafus dia adalah terdakwa."

Cabang: Apabila si penggadai menggadaikan buah, maka
Asy-Syafi'i iS, berkata, "Penyiramannya, p€rawatannya,

pemotongannya dan pengeringannya wajib ditanggung si

penggadai, sebagaimana dia wajib menang[lung biaya penggadaian

budak." Dan dia berkata dalam tempat yang lain, "Pengeringannya

tidak wajib atasnya." Ulama fikih Asy-Syafi'i berpendapat bahwa

masalah pengeringan ini bukan berarti memiliki dua pendapat,

karena sesungguhnya ungkapan ifu didasari dengan perbedaan dua
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kondisi. Adapun tempat yang wajib atas si penggadai unfuk
mengeringkannya adalah apabila buah itu telah sampai masa

panen sebelum jatuh tempo utang, adapun pendapat mengatakan
bahwa yang tidak wajib atasnya pengeringan adalah apabila utang
telah jatuh tempo serta bagusnya buah secara sempuma, karena
buah itu dijual sebagai pelunasan utang, dan tidak boleh bagi salah

satu dari kedua belah pihak menuntut pemotongannya sebelum

wakhrnya, kecuali dengan kerelaan yang lain, karena bagi tiap-tiap
kedua belah pihak mendapatkan dharar dengan pemotongannya

sebelum waktunya, maka tidak boleh hal itu dilakukan dengan
tanpa adanya kerelaan dari salah safu kedua belah pihak.

Asy-Syirazi *S mengatakan: Pasal: Dan boleh
menggadaikan budak perempuan tanpa menggadaikan
anaknya, karena akad rahn tidak dapat menghilangkan
kepemilikan, maka akad ini tidak dapat memisahkan
keduanya. Jadi apabila utang telah jatuh tempo, dan si
penggadai tidak melunasi utangnya, maka ibu dan
anaknya dijual, dan harga jualnya disesuaikan atas
keduanya. Jadi harga jual ibunya masih berhubungan
dengan hak si penerima gadai dalam pelunasan utang si
penggadai, sedangkan harga jual anaknya menjadi milik
si penggadai, tidak berhubungan dengan hak si
penerima gadai.

Penjelasan:

Hukum: Apabila si penggadai menggadaikan seorang
budak perempuan yang memiliki anak yang masih kecil hasil dari

Al Majnu'SloaltAl lytuhdznzab ll Sg



seorang suami atau hasil zina, dan si penggadai tidak

menggadaikan anak itu beserta ibunya, maka akad rahn ini sah,

karena akad rahn tidak dapat menghilangkan kepemilikan, jadi

akad ini tidak dapat memisahkan keduanya. Apabila utang telah

jatuh tempo, maka jika si penggadai melunasi utangnya dengan

selain barang gadaian, maka akad rahrnya rusak, dan jika si

penggadai tidak melunasinya, sedangkan anak budak itu masih

kecil, maka budak perempuan dan anaknya itu dijual, karena tidak

dibolehkan memisahkan antara keduanya, dan harga nominal

dibagi sesuai dengan kadar harga jual keduanya. Jadi harga jual

ibunya berhubungan dengan hak si penerima gadai, dan harga jual

anaknya berhubungan dengan hak si penggadai.

Syaikh Abu Hamid berkata, "Bagaimana bisa demikian?"

maka ada yang berkata, "Berapa harga jual budak perempuan ini,

sedangkan dia memiliki anak selain anaknya itu, karena seorang

budak perempuan jika telah memiliki anak, maka harga jualnya

berkurang." Apabila ada yang berkata, "Harga jualnSn serafus

misalnya", maka dikatakan lagi, "Berapa harga jual anakn5a," lalu

ada yang menjawab, "Lima puluh", maka hak si penerima gadai

berhubungan dengan dua pertiga harga nominal keduanya, dan

bagi si penggadai adalah sepertiga harga nominal keduanya. Hal

ini jika si penerima gadai mengetahui anak budak perempuan itu

pada saat akad atau setelahnya, dan dia rela dengan hal itu.

Namun jika si penerima gadai tidak mengetahui, kemudian dia

mengetahui, maka dia memiliki hak khiWr dalam merusak akad

jualbeli yang disyaratkan adanya al<ad rahn.

Apabila si penggadai menggadaikan budak perempuan

yang tidak hamil, kemudian budak itu hamil ketika berada di

tangan si penerima gadai dari hasil suaminya atau zina, maka
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sesungguhnya anak itu keluar dari akad mhn. Apabila si penggadai

menghendaki unhrk menjual, maka budak perempuan itu dan

anaknya yang masih kecil dijual, dan si penerima gadai memiliki

hak dari bagian budak perempuan itu yang diambil dari harga

nominal, sedangkan si penggadai memiliki bagian anaknya.

Adapun cara pembagian secara merata adalah dengan

menanyakan, "Berapa harga jual budak perempuan ini tanpa

anaknya," kemudian anaknya dan harga nominalnya dibagi sesuai

dengan kadamya. Adapun perbedaan kedua contoh ini adalah

bahwa yang pertama si penerima gadai rela adanya budak

perempuan yang memiliki anak yang masih kecil menjadi gadaian,

dan dalam hal ini si penerima gadai tidak rela dengan adanya

budak perempuan yang memiliki anak yang masih kecil sebagai

gadaian. Dan hal ini sebagaimana yang telah dikatakan oleh Asy-

Syafi'i ig, "Apabila si penggadai menggadaikan tanah, lalu

muncullah pohon kurma dan pepohonan di atas tanah ihr, maka
jika tanah dan pohon ihr dijual dengan kerelaan dari kedua belah

pihak, maka sesungguhnya tanah ifu diberi harga sebagaimana

tanah 5rang tidak ada pepohonan di atasnya."

Asy-Syirazi #s mengatakan: Pasal: Dalam masalah
bolehnya menggadaikan mushhaf, kitab-kitab hadits dan
budak muslim kepada orang kafir terdapat dua
pendapat. Abu Ishaq dan Al Qadhi Abu Hamid berkata:
Dalam masalah ini terdapat dua pendapat Aq;-Syafi'i,
sebagaimana jual beli-

Pertama, akad ini batal.

Kedua, akad ini sah dan si penerima gadai yang
kafir dipaksa untuk meninggalkannya di tangan orang
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muslim- Abu Ali Ath-Thabari mengatakan di dalam A/
Ifshah: Akad rahn ini sah dan si penerima gadai
dipaksa untuk meninggalkannya di tangan orang
muslim. Akad rahn ini beda halnya dengan akad jual
beli, karena akad jual beli memindahan kepemilikan
kepada or.rng kafir, sedangkan dalam masalah
penggadaian barang gadaian tetap sebagai milik orang
muslim-

Penjelasan:

Hnkum, An-Nawawi mengatakan dalam Ar-Raudhah:

Syarat yang kedua masih dipertentangkan di dalamnya, yaifu

kemaslahatan si penerima gadai karena ketetapan kekuasaan

atasnya. Apabila si penggadai menggadaikan seorang budak

muslim atau mushhaf kepada orang kafir, atau senjata kepada kafir
harbi, atau budak perempuan kepada orang lain, maka seluruh

akad ini sah menurut madzhab AsySyafi'i, lalu budak muslim dan

mushhaf itu diberikan kepada oftmg yang adil. Aku katakan:

Apabila kami mengesahkan penggadaian seorang budak dan

mushhaf kepada oftrng kafir, maka di dalam Tahdzib Syaikh Nashr

Al Maqdisi Az-7ahid dan yang lainnya menyatakan,

"Sesungguhnya akad ini haram", dan dalam At-Tahdzib Al
Baghawi menyatakan, "Akad ini makruh," dia menyebutkannya

dalam pembahasan upeti.

Adapun penggadaian mushhaf, maka telah diriwayatkan

dua riwayat oleh Ahmad. Pertama, "Aku tdak memberikan

dispensasi dalam penggadaian mushhaf", kedua, "Apabila si

penggadai menggadaikan mushhaf, maka si penerima gadai tidak

boleh membacanya kecuali dengan izinnya." Oleh karena ifu, bagi

62 ll .U uoirr*'SyoahAl lutuhadzdzab



madzhabnya hal ini terdapat dua pendapat Asy-Syafi,i. Adapun
ulama fikih Asysyafi'i telah mengklasifikasikan dalam masalah
penggadaian mushhaf, kitab-kitab fikih dan hadits, serta seorang
budak yang digadaikan kepada orang kafir dengan dua pendapat.
Abu Ishaq dan Al Qadhi Abu Hamid mengatakan: Dalam masalah
ini terdapat dua pendapat Asy-Syafi'i.

Pertama, akad ini tidak sah.

Kdua, akad ini sah dan bamng gadaiannya ifu diletakkan di
tangan orang muslim -sebagaimana pendapat mereka dalam akad
jual beli-, dan Abu Ali mengatakan di dalam Al lfshah: Akad rahn
ini sah, dan barang gadaiannya diletakkan di tangan orang muslim,
karena orang kafir tidak memiliki barang gadaian beda halnya
dengan jual beli. Menurutku: Akad rahn ini sah menurut kami
dengan adanya tiga syarat:

1. Barang gadaian berupa materi, maka Udak boleh
menggadaikan utang-

2- Penetapan kepemilikan si penggadai kepada si penerima
gadai fidak tercegah, seperti mushhaf. Malik telah
melegalkan penggadaian mushhaf meski si penerima gadai
tidak bisa membacanya. Adapun perbedaan ini berfumpu
pada akad jual beli.

3. Objek akad dapat dijual kefika jatuh tempo utang.

Asy-Syirazi & mengatakan: PasaL Apabila si
penggadai menyaratkan suafu syarat yang dapat
menafikan ketenfuan akad, seperti dia berkata, .Aku
menggadaikan kepadamu dengan syarat aku tidak
menyerahkannya, atau dengan qlarat barang ini tidak

Al Mqjrru'SloahAt Muhadzdzab ll O,



dijual unfuk melunasi utang, atau manfaatnya bagimu,
atau anaknya unfukmu, maka syarat ini batal,
berdasarkan sabda Nabi g,

.b,.p yVbs iS

,Mv. # jv3 4r 
"q 

q d y.p y

" Setiap syarat Wng tidak terdapat dalam kitab
Allah adalah batal, walaupun serafus syarat. ' Dan
apakah akad rahn+rya batal? Dalam masalah ini butuh
peninjauan kembali. Apabila adanSn syarat dapat
mengurangi hak si penerima gadai, seperti dua syarat
yang pertama, maka akad ini batal, karena hal ifu dapat
mencegah fujuan akad. Namun apabila syarat itu
menambah hak si penerima gadai, seperti dua syarat
yang terakhir, maka dalam hal ini terdapat dua
pendapat AsSrSyafi'i.

Pertama: Akad rahn ini batal, dan ini adalah
pendapat yang shahih, karena syarat ifu merupakan
syarat fasid yang bersamaan dengan akad, maka syarat
ini pun membatalkannya, sebagaimana jika si
penggadai mengraratkan sesuafu lpng dapat mengurangi
hak si penerima gadai.

Kedua: Bahwa akad rahn ini tidak batal, karena si
penggadai menyaratkan seluruh hukum-hukumnyla dan
dia menambahi, maka tambahan itu batal dan akad ini
tetap dengan hukum-hukumn3n. Jika kami mengatakan
bahwa akad rahn ini batal. [-antas apabila akad rahn inr
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disyaratkan dalam jual beli, maka apakah akad jual
belinya batal? Dalam masalah ini terdapat dua pendapat
Asy-Syafi'i:

Pertama: Akad jual beli ini tidak batal, karena
pensyaratannya boleh.dilakukan setelah akad jual beli,
dan syarat yang boleh dilakukan setelah sempurnanya
akad, jadi akad jual beli ini tidak akan batal dengan
rusaknya syarat tersebut, seperti maskawin dalam
nikah.

Kedua: Akad jual beli ini batal, dan ini adalah
pendapat yang shahih, sebab sebagian dari harga
nominal ditinggalkan karena adanya akad rahn,lalu jika
akad rahn ini batal, maka wajib mengumpulkan bagian
harga nominal yang ditinggalkan karena akad rahn
tersebut, dan hal itu tidak diketahui, dan ketidaktahuan
harga nominal dapat merusak akad jual beli.

Penjelasan:

Hadits ini mutbfaq alaih dan hadits Aisyah q,, dan Ath-

Thabari meriwayatkannya di dalam Al Kabir dari hnu Abbas

secara marfiJ',

.b,p tiu (:6 
,53

,yu. # jv1,nt 
"q 

q bX ,p ,F

"Setiap sgnt 5ang tidak terdapat dalam kibb Allah adalah

babl, walaupun semfus slnnt"
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Hukum: Apabila kedua belah pihak men5raratkan suatu

syarat, maka butuh peninjauan ulang. Apabila syarat ifu dapat
mencapai maksud dari akad rahn, sebagaimana keduanya

menyaratkan penjualan barang gadaian sebagai ganti utang ketika
telah jafuh tempo, atau barang itu dijual dengan harga standar atau
menyaratkan bahwa manfaat barang ifu unfuk si penggadai, maka
syarat dan akad ini sah, karena tujuan dari akad ini adalah hal itu,
maka adanya syarat ini sebagai pengokoh. Dan apabila adanya

syarat tidak sesuai dengan fujuan akad, adakalan5n mengurangi

hak si penerima gadai atau menambahi haknya. Jika adanya syarat

ifu mengurangi hak si penerima gadai, seperti si penggadai

menggadaikan kepadanya dengan syarat barang ifu tidak boleh
dijual sebagai pelunasan utang, atau tidak boleh dijual kecuali

dengan harga jual yang lebih tinggi dari harga standar, atau barang

itu tidak boleh dijual kecuali dengan harga yang diridhai oleh si

penggadai, maka slnrat ini batal, karena dia dapat menafikan
fujuan akad, dan akad nhn juga batal, karena syarat tersebut

mencegah fujuan akad rahn. Dan jika adanya syarat itu
menambahi hak si penerima gadai, seperti halnya si penggadai

menggadaikan sesuatu kepadanya dengan syarat barang ifu dijual
sebelum jafuh tempo, atau barang ifu dijual dengan harga berapa

saja, dan jika lebih rendah dari harga standar, maka syarat ini
batal, karena ia menafikan fujuan akad rahn.

Apakah al<ad rahnrrya batal? Dalam hal ini terdapat dua
pendapat Asy-Syafi'i:

Pertama: Akad rahn ini batal, dan ini adalah pendapat yang

dipilih oleh Asy-Syirazi, karena hal itu adalah syarat fasid yang
bersamaan dengan akad rahn, maka syarat itu pun dapat
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membatalkan al<ad rahn, sebagaimana syarat itu dapat mengurangi

hak si penerima gadai.

Kedua: Akad rahn ini tidak batal, karena tujuan dari akad

rahn adalah jaminan, dan syarat-syarat itu tidak menodainya.

Karena adanya syarat ifu menambahi hak si penerima gadai, beda

halnya dengan syarat yang dapat mengurangi hak si penerima

gadai.

Apabila kami mengatakan: Akad rahn ini tidak disyaratkan

dalam jual beli, maka tetapnya utang tanpa adanya syarat. Namun
jika akad rahn disyaratkan dalam jual beli, seperti penjual

mengatakan, "Aku menjual kendaraanku ini seharga seribu dirham
kepadamu dengan syarat engkau menggadaikan rumahmu ini
sebagai jaminan utang yang seribu dirham kepadaku dengan syarat

rumah ini tidak boleh dijual untuk melunasi utang." Maka apakah
jual beli ini batal? Dalam masalah ini terdapat dua pendapat Asy
Syafi'i:

Pertama: ndak batal, karena akad jual beli terselenggara

secara terpisah dari akad nhn, sehingga jual beli tidak batal karena

batalnya aliatd rahn, sebagaimana maskawin dalam nikah, karena

terkadang seorang lelaki menikahi seorang perempuan tanpa

maskawin, kemudian lelaki ifu menetapkan maskawin kepadan5a

setelah adanya akad, kernudian akad nikah itu fidak rusak karena

rusaknya maskawin, walapun penetapan ifu beserta dengan akad

nikah, begitu juga dengan al<ad rahnserta jual beli.

Kdua: Jual belinya batal, dan dengan ini Abu Hanifah
berkata, "Karena syarat itu adalah s5rarat fasid yang bersamaan

dengan akad jual beli, maka syarat itupun memsaknya,

sebagaimana dia menjual barang dengan syarat tdak
menyerahkann5a."
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Cabang: Apabila seseorang mengatakan kepada orang

lain, "Juallah kendaraanmu ini kepadaku dengan harga seribu

dinar dan aku akan menggadaikan rumah ini kepadamu, serta

manfaat mmah ini unfukmu." L-alu apabila manfaat rumah ini tidak

diketahui batasnya (majhul, maka akad rahn dan jual belinya batal,

karena dia menjual kendaraan seharga seribu dinar serta manfaat

mmah yang batasnya tidak diketahui, sedangkan akad jual beli

dengan harga yang tidak diketahui batal, karena manfaat rumah

termasuk bagian dari harga. Dan apabila manfaat mmah diketahui,

maka Al Qadhi Abu Ath-Thayryib berkata dalam contoh yang

menyerupai ini: Transaksi penjualan ini adalah akad jual beli dan

ijarah, maka apakah keduanya sah? Dalam masalah ini terdapat

dua pendapat Asy-Syafi'i.

Abu Hamid mengatakan: Syarat manfaat barang gadaian

unfuk si penerima gadai batal, karena syarat ini dapat menafikan

fujuan al<ad mhn lalu apakah al<ad nhn bisa batal karena syarat

ini? Dalam masalah ini terdapat dua pendapat Asy-Syafi'i, karena

adanya syamt mernberikan tambahan pada hak si penerima gadai.

Apabila kami mengatakan bahwa al<ad nhn itu batal, lalu apakah

akad jual beli batal? Dalam masalah ini terdapat dua pendapat

Asy-Syafi'i. Apabila kami mengatakan, 'Bahwa akad nhn sah."

Atau kami mengatakan, "Bahwa al<ad mhn ifu batal, dan akad jual

beli tidak batal", maka si penjual memiliki hak khi5nr dalam jual

beli, karena dia belum menyerahkan kepada pembeli, lalu dia
memberikan syarat. Ini adalah perkataan Asy-Syafi'i rS yang jelas.

Apabila ada seseorang yang mengatakan kepada orang

lain, "Juallah kendaraarunu ini seharga seribu dinar, dengan syarat

rumahku sebagai jaminannya (gadaian) dan manfaatnya juga

sebagai jaminan (gadaian)", maka sesungguhnya manfaat tidak
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dapat dijadikan jaminan, karena ia majhul (tidak diketahui), dan
juga tidak memungkinkan unhrk menyerahkannya. [-alu apabila
penggadaian manfaat batal, maka apakah penggadaian rumah
batal? Dalam masalah ini terdapat dua pendapat Asy-Syafi'i
berdasarkan dua pendapat Asy-S5nfi'i dalam pemetaan semuanya.
Apabila kami mengatakan bahwa penggadaian rumah tidak rusak,
akad jual beli juga tidak rusak, namun bagi si penjual merniliki hak
kh,yur karena dia (si pembeli) belum menyerahkan barang gadaian

semuanya. Apabila kami mengatakan bahwa penggadaian mmah
msak, lalu apakah jual beli batal? Dalam masalah ini terdapat dua
pendapat Asy-S5nfi'i.

Cabang: Apabila seseorang memberi utang seribu dirham
kepada orang lain tanpa ada jaminan (gadaian), lalu orang yang

memiliki utang seribu dirham itu berkata, "Juallah kendaraanmu ini
dengan harga seribu dirham dan aku akan memberikan rurnahku
kepadamu sebagai gadaian dan dengan syarat uang seribu dirham
yang ada padaku dengan tanpa ada gadaian $aminan)." [-alu dia
berkata, "Aku jual kepadamu." Maka adanya akad jual beli ini
batal, karena harga kendaraan tidak diketahui, sebab dia
menjualnya dengan seribu dan dengan manfaat, dan pembeli

memberikannya gadaian dengan seribu dirham yang tidak ada
gadaiannya, dan karena hal ini adalah dua tansaksi penjualan
dalam safu transaksi, Rasulullah $ telah melarangnya,

sebagaimana yang telah dikemukakan pada pembahasan jual beli.

Cabangr Apabila seseorcrng berkata kepada orang lain,
"Pinjamkanlah aku seribu pound (mata uang Mesir) dan aku akan
memberikan kendaraanku ini kepadamu sebagai gadaian (iaminan)
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dan manfaatnya untukmu." Lalu dia meminjamkannya, maka akad

pinjaman ini batal, karena hal itu merupakan peminjaman

komersial, begitu juga jika dia memiliki utang seribu pound dengan

tanpa jaminan, lalu dia berkata kepada si pemberi pinjaman,

"Pinjamilah aku seribu dan aku akan memberikan kendaraanku ini

kepadamu sebagai jaminan utang ini, dan juga jaminan utang yang

masih belum ada jaminannya itu." lalu dia meminjamkannya,

maka akad pinjaman ini msak, karena dia meminjamkan secara

komersial, dan akad mhn batal dalam kedua contoh tersebut,

karena akad mhn bisa sah sebagai jaminan utang, dan tidak ada

utang baginya dalam tanggungannya. Apabila dia (kreditor)

mengatakan, "Pinjamilah aku seribu dirham dan aku akan

memberikan rumahku kepadamu sebagai jaminannya, dan

manfaatnya juga sebagai jaminannya", maka tidak sah

menyaratkan penggadaian manfaat, karena manfaat ifu majhul
(udak diketahui), dan juga tidak memungkinkan menyerahkannya.

Apabila sSarat ini telah ditetapkan tidak sah, maka sesungguhnya

syamt itu memberi tambahan pada hak si penerima gadai, dan

apakah akad rahn bata,l disebabkan ini? Dalam masalah ini

terdapat dua pendapat Asy-S5nfi'i:

Cabang: Apabila si penggadai menggadaikan sesuafu, dan

dia menyaratkan kepada si penerima gadai unfuk menangflung

barang gadaian, maka sesungguhnya barang gadaian ini tidak

menjadi tanggungannya, menumt apa llang akan dijelaskan ini.

Dan adanya syarat ini adalah syarat yang fasid karena

bertentangan dengan tujuan akad rahn, dan apakah al<ad rahn

rusak disebabkan syarat ini? Diantara ulama fikih Asy-Syafi'i ada

yang berkata, "Akad nhn irn batal, karena syrarat itu dapat
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mengurangi hak si penerima gadai." Abu Ali mengatakan di dalam
Al lfshah Apakah akad rahn ini batal? Dalam masalah ini terdapat
dua pendapat Asy-Syafi'i, karena stafus syarat tanggungan adalah
hak-hak tambahan dalam akad nhn, karena syarat itu tidak
mengurangi hak si penggadai. hnu Ash-Shabbagh berkata,
"Pendapat yang pertama yang lebih shahih."

Cabang= Ibnu Ash-Shabbagh mengatakan: Apabila debitor
meminjamkannya seribu dengan barang jaminan (gadaian) dan
dengan syarat perkembangbiakan barang gadaian termasuk dalam
akad rahn, maka syarat ini batal menurut dua pendapat Asy-Syafi'i
yang lebih masyhur. Apakah akad nhnrrya batal? Dalam masalah
ini terdapat dua pendapat Asy-Syafi'i, karena syarat itu dapat
menambah hak si penerima gadai. Sedangkan akad pinjamannya
sah, karena akad ini tidak menarik manfaat (komersil), dan adapun
syarat itu hanya penambahan dalam hak jaminan, dan s5nrat ifu
tidak tetap.

Cabang: Apabila kreditor memiliki utang yang tetap dalam
tanggungannya, serta dia memberikan jaminan secara suka rela,

lalu dia berkata, "Aku menggadaikan pohon kurma ini kepadamu
dan jika bertuah, maka buahnya masuk ke dalamnya,', atau

"Binatang temak ini dan yang dilahirkan masuk ke dalamnya",
maka apakah sah penggadaian buah dan anak binatang? Dalam
masalah ini terdapat dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pertama: Akad nhn dalam keduanya sah, karena keduanya
keluar dari barang gadaian, maka boleh keduanya menjadi gadaian

se@ra bersamaan.
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Kdua: Akad nhn dalam keduanya tidak sah, dan ini
adalah pendapat yang shahih, karena penggadaiannya adalah
penggadaian barang yang belum ada dan tidak diketahui. oleh
karena ifu, apakah penggadaian pohon kurma dan binatang temak
batal? Dalam masalah ini terdapat dua pendapat Asy-Syafi'i,
berdasarkan kedua pendapat Asy-syaf i dalam pemetaan
seluruhnya. Apabila si penjual berkata, "Aku menjual kendaraanku
ini seharga seribu dirham dan kamu menggadaikan pohon
kurmamu ini kepadaku dan buah yang akan ada masuk ke dalam
gadaian ini." Maka jika kami mengatakan bahwa penggadaian
buah sah, maka penjualannya juga sah, dan walaupun kami
mengatakan bahwa penggadaian buah ini tidak sah. Apabila kami
mengatakan bahwa penggadaian pohon kurma tidak batal, maka
penjualan kendaraan juga tidak batal. Namun bagi si penjual
memiliki hak khi5ar, karena si pembeli belum menyerahkan semua
gadaian yang disyaratkan.

Apabila kami mengatakan bahwa penggadaian pohon
kurma batal, maka apakah penjualan kendaraan juga batal? Dalam
masalah ini terdapat dua pendapat Asy-Syafi'i. Apabila kami
mengatakan bahwa penjualan kendaraan tidak batal, maka bagi si
penjual memiliki hak khiwr, karena si pembeli belum
menyerahkan semua gadaian yang disyaratkan. Kesimpulan dari
masalah ini terdapat empat pendapat Asy-Syafi,i.

Pertama, akad mhn dalam semuanya sah dan akad jual
belinya juga sah.

Kedua, akad rahn batal sementara akad jual beli sah, dan
bagi si penjualmemiliki hak khgnr.
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Cabang: Apabila si pembeli membeli barang dagangan
dengan syarat dia menjadikan barang dagangan itu gadaian
sebagai jaminan harga nominalnya, maka al<ad rahn ini batal,
karena dia menggadaikan barang yang belum dia miliki, dan akad
jual belinya batal, karena ini sama halnya dengan menjual barang,
namun manfaatnya dikecualikan dari barang tersebut, sehingga
penjualan ini batal. Dan juga karena syarat ini dapat mencegah
kesempumaan pengggunaan si pembeli, karena orcmg yag
membeli sesuatu, maka dia boleh menjualnya dan memberikannya,
sedangkan akad nhn mencegah hal ifu, maka syarat ini
membatalkan akad jual beli, baik kedua belah pihak menyaratkan
si penjual menyerahkan barang ifu kepada si pernbeli, kemudian si
pembeli menggadaikannya, atau keduanya tidak menyaratkan
penyerahan tersebut, maka hukumnya adalah sanna, karena apa
yang telah kami sebutkan.

Apabila seseoftmg memberi utang kepada oftrng lain hingga
wakfu tertentu, lalu orang yang berutang berkata, *Aku

menggadaikan sepdaku ini kepadamu sebagai jaminan utangmu
agar kamu memperpanjang masa jatuh temponya kepadaku,,'
maka tambahan tempo ifu tidak tetap, karena pemberian tempo
tidak akan men5rusul utang, dan akad rahn batal, karena dia
memberikan gadaian agar mendapatkan tambahan tempo utang,
dan jika dia tidak menyerahkan waktu kepadanya, maka at<ad nhn
tidak sah.

Asy-Syirazi dS mengatakan: pasal: Boleh
meletakhan barang gadaian kepada si penerima gadai
dan juga kepada orang yang dapat dipercaya, karena si
penggadai dan si penerima gadai sarna-sama memiliki
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hak. Maka boleh meletakkan barang gadaian kepada
siapa saja yiang telah disepakati oleh keduanya. Apabila
barang gadaian berupa budak perempuan, maka dia
tidak boleh diletakkan kecuali kepada seorang
perempuan atau mahram budak tersebut. Berdasarkan
saMa Nabi $,

,€F.il ul yL, €Et
.1Wtv$C

" Janganlah salah seorzrng kalian berduaan dengan
seorzrng perempuan wng bukan mahram, karena
sesungguhnym Wng ketiga adalah gtetan."

Jika barang gadaian sudah berada di tangan
orang yang dapat dipercaya, kemudian salah safu dari
kedua belah pihak (si penggadai dan si penerima gadai)

ingin memindahkan barang tersebut, maka hal itu fidak
boleh dia lakukan, karena meletakkan barang gadaian
kepada orang yang adil sudah menjadi kesepakatan dari
keduanya, jadi salah satu dari keduan3n tidak boleh
memindahkan barang gadaian tersebut kepada orang
lain dengan sepihak. Namun jika keduaryn sepakat
untuk memindahkannya, maka hal itu diperbolehkan,
karena keduanya sama-sama memiliki hak dan
keduanya juga sama-sama rela.

Apabila orang yang adil itu mati atau berbuat
cur.rng, lalu keduan3n berselisih dalam masalah orang
yang akan dititipi barang gadaian. Atau orang yang

7t 1l et *4i^"'SloahAl Muhaddzab



menerima gadaian mati atau berbuat curang sedangkan
barang gadaian berada di tanganDg?, lalu orang yang
menggadaikan berselisih dengan orang yang menjadi
ganti or.rng yang menerima gadaian dalam masalah
orang yang alan dititipi barang gadaian, maka
permasalahan ini diajukan kepada hakim, lalu sang
hakim meletakkan barang gadai tersebut kepada o..rr!
yang dapat dipercaya.

Apabila orang yang menggadaikan dan orang
yang menerima gadaian meletakkan barang gadaian
kepada dua orang yang dapat dipercaya, lalu salah safu
dari keduanya ingin mengitmbil seturuh barang gadaian
ifu dari yang lainnya, maka dalam masarah ini terdapat
dua pendapat ulama fildh Aql-Syafi'i:

Pertama, pengambilan itu tidak diperbolehkan,
karena barang yang telah dititipkan kepada dua orang,
maka salah satu dari keduanya tidak boleh mengambil
bagian yang lainnya, seperti h.lnrc wasiat.

Kedua, pengambilan ifu diperbolehkan, karena
memadukan dua orang dalam menjaga barang gadaian
itu terdapat kesulitan. oleh karena itu, jika orang yang
menggadaikan dan orang yang menerima gadaian
sepakat unfuk menitipkan barang tersebut kepada salah
safu dari kedua orang yang jujur, maka hal itu
diperbolehkan.

Apabila masing-masing ingin men.rng sendiri,
maka dalam masalah perlu ditinjau ul-g. Jika barang
gadaian berupa benda yang fidak bisa dibagi, maka
barang tersebut diletakkan pada sebuah tempat
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penyimpanan lpng dapat dipantau oleh keduanya.
Apabila berupa benda yang bisa dibagi, maka boleh
dibagi kepada keduanya dengan separuh-separuh.
Apabila barang gadaian itu telah dibagi, lalu salah satu
dari keduanya menyerahkan bagiannya kepada yang
lainnya, maka dalam masalah ini terdapat dua pendapat
ulama fikih Aslrsyafi''-

Pertama, penyerahan ifu diperbolehkan, karena
jika salah satunSa menyerahkan barang gadaian
sebelum dibagikan kepada yang lainnya diperbolehkan,
begitu juga setelahnyra.

Kedua, penyerahan itu fidak diperbolehkan,
karena ketika barang gadaian ifu telah dibagikan, maka
masing-masing dari keduanSa telah mendapatkan
bagiannya. Jadi bagran itu fidak boleh diserahkan
kepada yang lain- Seperti hulryn barang gadaian itu
telah dibagikan kepada masing-masing dari keduanya
dengan separuh-

Penjelasan:

Hadits di atas telah disebutkan pada pembahasan shalat
dan sebelumnya, pifu pada pembahasan haid, dan juga pada
pembahasan haji dengan sernua jalur periwayatan. Adapun yang
paling shahih adalah riwayat dalam Ash shahihain, dari hnu
Abbas rS, dari Nabi $,

'€; €, e'"'tYigUffitt*'t
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"Janganlah s@rang lelaki berduaan dengan seorang
perempuan, kuuali diserki mahram. "

Hukum: Apabila orang lrang menggadaikan dan orang
yang menerima gadaian merryraratkan dalam jual beli unfuk
menggadaikan seorang budak yang telah diketahui atau telah
disifati, maka hal itu perlu ditinjau ulang. Apabila keduanya
menyaratkan barang gadaian dititipkan kepada orang yang dapat
dipercaya, maka akad rahnmya boleh. Apabila keduanya
menyaratkan barang gadaian diletakkan di tempat orcmg yang
menerima gadaian, maka akad mhnrtya sah. Dan apabila
keduanya memutlakkan (tidak menyebutkan se@ra khusus), maka
dalam masalah ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, al<ad rahn batal, karena adanya barang gadaian di
sisi keduanya (orang yang adil dan orang yang menerima gadaian)

tidaklah lebih utama daripada yang lain. Jadi jika hal itu tidak
disebutkan, maka al<ad rahnbatal.

Kedua, al<ad rahn sah, dan barang gadaiannya diserahkan
kepada hakim, agar hakim meletakkannSn kepada orang yang
dapat dipercaSa, jika penggadai dan penerima gadai berselisih
dalam masalah orcmg yang akan dititipinya.

Apabila yang digadaikan berupa budak perempuan dan
keduan5ra (penggadai dan penerima gadai) fidak menyramtkan

tentang penempatannya. Abu Hamid mengatakan: Akad rahn iru
sah, dengan satu pendapat ulama fikih AsySyafi'i, dan dia
diternpatkan pada wanita yang dapat diperca5ra, karena tidak ada
alasan untuk menempatkannya kepada selain wanita ifu. Apabila
penggadai dan penerima gadai menyaratkan unfuk menempatkan
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budak perempuan ifu di sisi penerima gadai atau seorang lelaki

yang dapat dipercaya, maka dalam masalah ini perlu ditinjau

ulang.

Apabila dia (penerima gadai atau seorang lelaki yang dapat
dipercaya) merupakan mahram dari budak perempuan tersebut,

maka hal itu diperbolehkan. Begitu pula jika budak perempuan itu

anak-anak yang masih belum memikat, maka boleh

memasrahkannya kepada penerima gadai atau seorang lelaki yang

dapat dipercaya, karena budak perempuan ifu tidak dikhawatirkan
jika berada di sisinya. Apabila budak perempuan ifu dewasa, lalu

keduanya (penggadai dan penerima gadai) menyaratkan unhrk

menempatkannya di tempat penerima gadai atau seorang lelaki

yang dapat dipercaya yang bukan mahramnya, maka boleh jika dia

sudah beristri atau memiliki budak perempuan.

Syaikh Abu Hamid mengatakan: Jika di dalam rumahnya

terdapat beberapa wanita dan budak perempuan ihr bersama

mereka, maka boleh menempatkan budak itu di sisinya, karena

tidak dikhawatirkan dia berduaan dengan budak perempuan itu.
Apabila dia belum beristui dan tidak merniliki budak perernpuan,

maka tidak boleh meletakkan budak perempuan ihr di tempahya,
karena adanya larangan dalam sebuah hadits. Apabila penggadai

dan penerima gadai menyaratkan demikian, maka slarah,ya batal,

narnun akad nhnrrya tidak, karena s5nrat ini fidak mempengaruhi

akad rahn Perincian tentang budak perempuan ini juga berlaku

kepada seorang l<huntsa musykil (banci yang alat kelaminnya

sama-sama dominan) atas perincian adanya khuntsa itu dewasa

atau masih kecil. Kita tidak usah memperpanjang pembahasan ini

karena sudah sangat jelas.
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Cabang: Apabila penggadai dan penerima gadai sepakat

untuk menempatkan barang gadaian di tangan orang yang dapat

dipercaya, kemudian dia (penerima gadai atau penggadai)

menyatakan bahwa orang yang adil ifu telah menerima barang

gadaian tersebut, sedangkan orang yang adil mengingkari adanya

hal itu, maka al<ad nhn tetap terselenggara, karena yang memiliki

hak adalah keduanya (penggadai dan penerima gadai)bukan orang

yang adil itu. Apabila salah sah.r dari penggadai atau penerima

gadai mencabut pengakuannya, kemudian dia membenarkan

pengakuan orang yang dapat dipercaya, bahwa dia tdak
menerima bamng gadaian, maka pencabutan pengakuan itu tidak

diterima, karena pengakuannya yang pertama mendustakan

pengakuannya yang kedua.

Apabila si penggadai dan orcmg yang adil mengakui telah

menerima, sedangkan penerima gadai mengingkarinya, maka

perkataan yang dibenarkan adalah perkataan si penerima gadai,

karena pada dasamya tidak ada penerimaan, dan perkataan orang

yang adil tidak diterima, karena dia bersaksi untuk pekerjaannya

sendiri. Apabila orang yang adil menerima barang gadaian atas

seizin penerima gadai, maka hal itu sah.

Dalam masalah ini Abu Hanifah dan hnu Abi laila
mengatakan: Tidak sah meruuakilkan kepada omng yang adil dalam

masalah penerimaan. Adapun dalil kami (ulama fikih Asy-SSrafi'i)

adalah orang yang membeli sesuafu boleh meunkilkan dalam

masalah penerimaannya, begitu pula dalam akad mhn Apabila

barang gadaian telah berada di tangan oftmg 5nng adil dengan

kesepakatan kedua belah pihak, lalu keduan5a ingin memindahkan

kepada orang lain, maka hal itu diperbolehkan. Namun jika salah

satunya ingin memindahkan barang gadaian kepada orang lain,
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maka hal itu tidak diperbolehkan tanpa ada ridha dari yang
lainnya, karena adanya barang gadaian di tangannya merupakan
kesepakatan dari keduanya, maka barang ifu tidak boleh
dikeluarkan darinya kecuali ada kesepakatan dari keduanya
(penggadai dan penerima gadai). Apabila salah satu dari keduanya
ingin memindahkan barang gadaian tersebut kepada yang lainnya,
maka permasalahan ini diajukan kepada hakim. Apabira orang
yang adil itu dapat dipercaya, maka hakim tidak boleh
memindahkan barang tersebut. Namun apabila dia berubah tidak
amanah atau timbul permusuhan diantara orang yang adil itu
dengan salah safu dari keduanya (penggadai dan penerima gadai),
maka boleh bagi sang hakim memindahkan barang tersebut
kepada yang lainnya.

Apabila barang gadaian berada di sisi penerima gadai, lalu
dia meninggal atau dia melakukan undak pidana atau bangkrut
atau di-mahjur (dicekal unfuk mengelola hartanya), maka barang
gadai ifu dipindahkan kepada orang lain. Tidak boreh bagi seorang
budak menjaganya atau menjualnya, baik dia mendapatkan upah
maupun tidak. Ini adalah pendapat kami (ulama fikih Asy-syafi'i)
dan ulama fikh Hanbali.

Apabila orang yang adil inEn mengembalikan barang
gadaian kepada si penggadai dan si penerima gadai. Jika keduanya
ada, maka dia harus mengembalikan kepada keduanya, dan wajib
bagi penggadai dan penerima gadai menerimanya, karena orang
adil itu hanyalah orang jujur yang melakukan dengan landasan
kepedulian sosial (bukan komersial), maka dia tidak harus
senantiasa melakukannya. Apabila si penggadai dan si penerima
gadai tidak mau menerimanya, maka permasalahan ini diajukan
kepada hakim, agar sang hakim memaksa keduanya untuk
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menerima penyerahan darinya. Apabila orang yang adil ihr

mengembalikan barang gadaian kepada seorang hakim, sebelum

mengembalikannya kepada orang yang menggadaikan dan orang
yang menerima gadaian, maka orang adil dan hakim itu memiliki
kev,rajiban unfuk mengganti atau mengembalikan, karena seorang

hakim tidak memiliki werr/enang atas sesuatu lang tidak
bermasalah. Begitu pula jika orang yang adil itu menitipkan barang
gadaian kepada orang yang dapat dipercaln. Ibnu Ash-Shabbagh

mengatakan bahwa penrtipan ifu dipertolehkan.

Apabila salah satu dari penggadai dan penerima gadai tidak
mau menerima, lalu orang png adil menyerahkan kepada yang

lainnya, maka dia memiliki kalajiban mengganti (ika ada sesuahr

yang tidak diinginkan). Apabila penggadai dan penerima gadai

tidak ada -sdangkan omng Srang adil itu mempunyai udzur,
seperti hendak bepergian atau sakit parah atau dia sudah tidak
mampu untuk menjaga barang gadaian-, maka boleh baginla
menyerahkan bamng ifu kepada hakim, dan hakim juga boleh
menerimanya atau sang hakim menunjuk salah seomng yang adil
untuk menjaganya. Apabila di sana tidak ada hakim, maka dia
boleh menyerahkannya kepada orang yang dapat dipercaya.

Sedangkan menyerahkan kepada omng yang dapat dipercaln
disamping adanya hakim, maka dalam hal ini terdapat dua
pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i ins5n Allahakan dipaparkan pada

pembahasan wadi'ah (penitipan). Apabila dalam pengembalian

barang itu dia tidak mempunyai udzur, maka apabila penggadai

dan penerima gadai sdang bepergian hingga mencapai jarak yang

diperbolehkan untuk mengaashar shalat, maka hakim boleh
menerimanya atau menunjuk salah seorang yang adil unfuk
menjaganya, karena sang hakim memiliki unfuk
memufuskan atas keduanya (orang 5ang adil dan kedua orang
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yang melakukan akad qaral dalam masalah hak-hak di antara

keduanya.

Apabila tidak ada seorang hakim, maka dia boleh

menitipkannya kepada orang yang dapat dipercaya. Apabila si

penggadai dan si penerima gadai sedang bepergian, namun tidak
mencapai batas jarak diperbolehkan unfuk meng-qashar shalat,

maka hukum masalah ini seperti halnya penggadai dan penerima
gadai ada dirumah (tidak bepergian). Apabila salah satu dari

keduanya ada di rumah, sedangkan yang lainnya bepergian, maka

tidak boleh menyerahkan barang gadaian ifu kepada orang yang

ada dirumah, dan ini sama halnya dengan keduaduanya sedang

bepergian. Apabila orang yang adil itu mengembalikan kepada

salah satu dari keduanya (penggadai dan penerima gadai) dalam

suafu tempat, maka hal ini tidak diperbolehkan. Syaikh Abu
Hamid mengatakan bahwa yang safunya memiliki tanggungan

harganya.

Al Mas'ud berkata, "Apabila orang yang adil

mengembalikan kepada si penggadai, maka si penggadai memiliki
tanggungan untuk mengganti lebih sedikit dari harga barang
gadaian dan kadar utang yang sebabnya dia melakukan akad rahn.

Dan apabila dia mengembalikan kepada si penerima gadai, maka

si penerima gadai memiliki tanggungan unfuk mengganti harga

barang gadaian." Al Imrani berkata, "Perincian ini hasan-" Ibnu

Ash-Shabbagh berkata, *Apabila si penerima gadai memarahi
orang yang adil tersebut, maka dia wajib mengembalikan barang
gadaian kepada si penerima gadai, dan jika dia mengembalikan

kepada si penerima gadai, maka ka,r,rajiban menggantinya hilang.

Apabila barang gadaian berada di tangan orang yang menerima
gadaian, lantas dia sembrono dalam menjaganSa, kemudian hal ifu
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hilang, maka ka*ajiban mengganti harga gadaian tetap berada

atas tanggungannya, karena permohonan perlindungan telah

batal."

Al Imrani mengatakan di dalam Al Bayan Apabila si

penggadai dan si penerima.gadai meninggalkan bamng gadaiannya

di tangan kedua orang yang adil, maka apakah boleh bagi salah

satu dari kedua orang yang adil itu memasrahkan kepada yang

lainnya untuk menjaga semua barang gadaian tersebut? Dalam

masalah ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, dia tidak boleh melakukan hal itu, karena si

penggadai dan si penerima gadai tidak rela kecuali penjagaan ifu

dilakukan oleh keduanya. Masalah ini sebagaimana halnya

seseorang yang merd/ariskan kepada dua orang, maka salah safu

dari kedua orang yang mendapatkan wasiat itu tidak boleh

menggunakan wasiat tersebut dengan sendirian. Oleh karena itu,

kedua orang adil tersebut berkalajiban menjaga barang gadaian

satu tempat penyimpanan yang berada di baunh pengawasatr

keduanya, baik penyimpanan barang ifu milik sendiri atau

meminjam atau menyeura- Apabila salah safu dari keduanya

menyerahkan kepada yang lainnya secara keseluruhan, maka dia

hams mengganti separuh harganya.

Kdua, dia boleh melakukannya, karena kedua orang yang

adil itu mendapatkan kesulitan unfuk menjaganya secara

bersamaan. Apabila barang gadaian ifu berupa barang yang tidak

dapat dibagi, maka boleh bagi salah satunya menyerahkan kepada

yang lainnya. Dan apabila barang gadaian ifu berupa barang yang

dapat dibagi, lalu barang gadaian itu telah dibagi, lantas

apakah boleh bag, salah safu dari keduanya menyerahkan
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bagiannya kepada yang lainnya? Dalam masalah ini terdapat dua
pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, hal itu diperbolehkan, karena jika dia
menyerahkan kepada yang lainnya sebelum adanya pembagian

diperbolehkan, begifu juga setelah adanya pembagian.

Kedua, hal ifu tidak diperbolehkan, karena ketika barang
telah dibagikan, maka seperti halnya kdua orang yang metakukan

akad gadai telah mernbagi diantara keduanya.

Cabang Pendapat Para Ulama

Abu Yusuf Muhammad mengatakan: Apabila salah safu dari
keduanya (kedua orang yang dititipi barang gadaian) rela dengan
pemq;angan yang lainnya dalam barang yang memungkinkan
pembagiannya, maka boleh-

Abu Hanifah mangatakan: Apabila barang gadaiannya

berupa barang yang dapat dibagi, maka keduanp membaginya,
jika tidak dibagi, maka bagi masing-masing dari keduanya memiliki
hak unfuk memElang semuanya, karena keduanya berkumpul
untuk menjaganya yang kesulitan atas kduanya.

Ulama fikih Hanbali mengatakan: Apabila kedua orang
yang melakukan akad nhn tidak rela kecuali dengan penjagaan

keduanya, maka tidak boleh bagi salah safunya sendirian dalam
penjagaan, sebagaimana kedua orang 5nng mendapatkan wasiat,
maka salah safun5ra tidak mengalokasikan dengan sendirian. Dan
mereka berkata tentang kesulitan menjaganya bahwa masih
memungkinkan bagi masing-masing dari keduanya meletakkan
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bagiannya dalam safu tempat penyimpanan, maka keduanya tidak

akan kesulitan dalam menjaganya. Maka pendapat ini
sebagaimana pendapat kami.

Adapun pendapat kami: Dalilnya adalah bahwa pemilik

harta tidak akan rela kecuali dengan sifat amanah dari keduanSa,

maka masing-masing dari keduanya tidak boleh menjaga

seluruhnya dengan sendirian, sebagaimana wasiat- Apabila si

penggadai dan si penerima gadai meletakkan barang gadaian di
tangan orang yang adil, dan keduanya merr/akilkan kepadanya

dalam penjualannya ketika jatuh tempo utang, maka perwakilan ini

sah. Dan perwakilan ini bukanlah menggantungkan wakalah atas

syarat, namun itu adalah pengganfungan penggunaan barang. Ibnu

Ash-Shabbagh mengatakan: Apabila utang telah jatuh tempo,

maka bagi orang adil itu tidak boleh menjualnya sehingga dia

meminta izin kepada si penerima gadai, karena kev.renangan

penjualan menjadi miliknSn, jadi jika si penerima gadai tidak

menuntut penjualannya, maka tidak boleh menjualnya. Apabila si

penerima gadai mengizinkan penjualannya, maka apakah masih

butuh terhadap izih si penggadai, agar dia mempertaharui izinnya?

Dalam masalah ini terdapat dua pendapat Asy-Syafi'it

Abu Ali Ibnu Abu Humirah berkata, "Wajib meminta izin si

penggadai, sebagaimana dia membufuhkan membaharui izin si

penerima gadai, karena terkadang si penggadai memiliki inisiatif

untuk melunasi utangnp dengan harta yang lainnya." Asy-Syirazi

berkata, "Orang yang adil ifu tidak bufuh meminta izin kepada si

penggadai, karena izin yang pertama sudah mencukupi, dan dia

berbeda dengan si penerima gadai, karena adanya penjualan

membutuhkan pada funfutan pelunasan utang. Adapun inisiatif si

penggadai tidak dianggap, karena selama dia tidak merubah izin

Al lulajmu'gtoahAlMfiodzdzab ll tt



yang pertama, berarti dia rela dengan penjualann5ra. Dan apabila si
penggadai mencopot orang yang adil, maka dia sudah terlepas dari
barang gadaian itu, dan dia tidak boleh menjualn5ra, dan dengan ini
Ahmad;g berpendapat."

Malik dan Abu Hanifah berkata, "Orang adil ifu tetap tidak
terlepas dari barang gadaian itu. Dalil kami adalah bahwa akad
wakalah adalah akad k'q maka dia bisa terlepas dengan
pelepasannya sendiri, sebagaimana akad v.nkalah lainnya. Apabila
si penerima gadai yang mencopotnya, maka dalam masalah ini
terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syaf i." Diantara ulama
fikih Asy-Syafi'i ada yang mengatakan bahura orang adil itu
terlepas, karena AsySyafi'i rg berkata: Dan bagi tiaptiap dari
keduanya (si penggadai dan si penerima Sadai) boleh melarang
oftrng adil ifu untuk menjualnya, dan karena si penerima gadai

termasuk dari salah satu pihak yang melakukan akad nhn, maka
dia memiliki otoritas unfuk mencopot omng yang adil,
sebagaimana si penggadai.

Abu Ishaq mengatakan: Si penggadai tidak dapat
mencopotnya, karena onmg adil itu adalah wakil dari si penggadai,

maka dia tidak akan terlepas dengan pencopotan selainnya. Dan
Abu Ishaq menjelaskan tentang perkataan AsySpfi'i, bahwa dia
memaksudkan dengan masing-masing dari si penggadai dan si
penerima gadai boleh melarang omng adil ifu unfuk menjualnya,
karena bagi si penerima gadai boleh melamng orang adil itu dari
penjualan, karena keberhakan penjualan dengan adanya tuntutan
si penerima gadai. Apabila dia tdak menuntutrya dan dia
melarang penjualannya, maka tidak boleh menjualnSra.

Syaikh Abu Hamid berkata dalam masalah
penggantungannlra, 'Apabila barang gadaian disyaratkan berada di
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tangan orang yang adil, dan orang adil itu diwakilkan dalam
penjualannya, dan si penggadai tidak menyerahkannya kepada si

penerima gadai, maka orang yang adil ifu tidak boleh menjualnya

dalam tempat utang, karena dia dijadikan wakil dalam
penjualannya sebagai gadaian, sedangkan ini adalah akad rahn
yang belum terselenggara, karena dia belum menyerahkannya.

Kecuali pada saat ifu si penggadai menyerahkannya, maka orang
adil itu boleh menjualnya."

Ath-Thabari mengatakan di dalam Al Uddah: Apabila si

penggadai mewakilkannya dalam penjualannya sebagai gadaian,

maka dia tidak boleh menjualnya, karena barang itu tidak akan
menjadi gadaian kecuali dengan adanya penyerahan. Apabila dia
memiliki izin penjualannya secara mutlak, maka dia boleh

menjualnya, karena boleh bagi si wakil unfuk menjual sesuatu yang

ada di tangan orang yang mewakilkan. Boleh dua omng muslim
melakukan akad rahn atas apa png ada di tangan l<alir dzimmi
atau kedua kafir dzimmi melakukan akad rahn atas apa yang ada
di tangan orang muslim, atau orang muslim dan dzimmi
melakukan ada rahn atas apa yang ada di tangan orang muslim
atau dzimmi, maka hal itu boleh. Apabila orang muslim meminjam
kepada kafir dzimmi dan si muslim menggadaikan khamer
kepadanya, dan dia meletakkannya di tangan llcifir dzimmi, lalu
keduanya me'u,rakilkan dalam penjualan khamer ifu, maka hal ini
tidak sah, karena ini adalah penjualan khamer yang dimiliki oleh
orang muslim. Apabila dua kafir dzimmi melakukan akad rahn,

dan keduanya meletakkan khamer pada orang muslim, lalu
keduanya mowakilkan si muslim ifu unfuk menjualnSa, lantas dia
pun menjualnya, maka penjualann5a tidak sah, karena hal ifu
merupakan penjualan khamer dari orang muslim. Apabila kafir
dzimmi meminjam kepada orcng muslim, lalu dia menggadaikan
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khamer kepadanya, dan keduanya meletakkan khamer itu di
tangan kafir dzimmi, lalu keduanya metr,rakilkannya untuk
menjualkannya, lantas dia pun menjualnya, maka apakah orang
muslim ifu dipaksa untuk mengambil haknya dari penjualan
tersebut? Dalam masalah ini terdapat dua pendapat ulama fikih
Asy-Syafi'i:

Pertama, dia tidak dipaksa, karena ifu adalah harga jual
khamer, sedangkan harga jual khamer diharamkan atas orang
muslim.

Kdua, dia dipaksa, lalu dikatakan kepadanya, ..Engkau

boleh mengambilnya, dan engkau boleh membebaskannya dari
kadar utangnya, karena ahli dzimmi ketika serah terima dalam
harga khamer dan semua akad-akad yang rusak, maka mereka
mengklaim atasnya, dan ifu menjadi harta dari harta-harta
mereka."

Cabang: Apabila orang adil diwakilkan dalam penjualan
barang gadaian, dan harga nominalnya berada di tangannya, maka
penanggungnya adalah si penggadai, hingga harga nominal itu
sampai ke tangan si penerima gadai. Dalil kami adalah bahwa
orang adil ifu adalah wakil si penggadai dalam penjualan, dan
harga nominalnya adalah milik si penggadai, serta harga ifu berada
dalam tanggungannya, sebagaimana mewakilkan dalam selain
gadaian. Apabila harga ifu rusak di tangannya dan barang
dagangan telah keluar dimiliki, maka kepada siapa si pembeli
menarik kembali? Kami melihat kepada orang yang adil. Apabila
penjualan itu dimuflakkan dan dia tidak menyebutkan bahwa
penjualannya berada dalam tanggungan si penggadai, maka si
pembeli menarik kembali atas orang yang adil, karena secara
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zhahir dia menjual barangnya sendiri, maka dia wajib
menanggungnya, ditinjau secara zhahir. Apabila orang adil ifu
menyebutkan ketika penjualan bahwa dia menjualnya berada
dalam tanggungan si penggadai atau si pembeli membenarkannya
atas hal ifu. Maka si pembeli menarik kembali dengan perjanjian
atas si penggadai bukan orang yang adil, karena sesungguhnya
akad adalah miliknya. Apabila orang yang adil telah menerima
harga barang dan dia menyerahkannya kepada si penerima gadai,
kemudian si pembeli menemukan aib pada barang dagangan itu,
maka apabila orang yang adil itu tidak menyebutkan bahwa dia
menjualnya untuk si penggadai, maka si pembeli menuntut kembali
harganya kepada orang yang adil ifu, dan orang yang adil ifu
menunfut kembali kepada si penggadai, karena dia adalah
wakilnya (si penggadai), dan dia tiak boleh meminta harga barang
tersebut kepada si penerima gadai, karena ketika barang gadaian
telah dijual, maka harganya adalah milik si penggadai, dan apa
yang ada di tangan si penerima gadai adalah pelunasan utang dari
si penggadai, maka pada saat itu kepernilikan si penggadai telah
hilang pada harga yang telah diberikan kepada si penerima gadai.
Apabila di sisi orang yang adil dan juga si penggadai tidak memiliki
harta selain barang gadaian ifu, maka barang itu dijual, dan hak si
pembeli dilunasi dari harga barang ifu, dan sisanya menjadi utang
atas orang yang adil bagi si pembeli, dan atas si penggadai bagi
orang yang adil. unfuk pembahasan yang sempuma terdapat
dalam akad jual beli, maka pelajarilah.

cabang: Apabila kedua belah pihak menyaratkan bahwa
si penerima gadai yang menjualnya, maka syarat ini batal. Apabila
telah jatuh tempo, maka tidak boleh bagi si penerima gadai
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menjual barang gadaian kecuali dengan keberadaan si penggadai.

Apakah akad rahn batal dengan syarat ini? Terdapat dua pendapat

Asy-Syafi'i, karena syarat ifu memberi tambahan terhadap hak si

penerima gadai, dan penjelasannya telah berlalu. Apabila si

penggadai menggadaikan kepada si penerima gadai dengan akad
yang shahih, kemudian dia menyerahkan barang gadaian kepada si

penerima gadai, lalu ketika utang telah jafuh tempo si penggadai

me',r,rakilkan kepada si penerima gadai perihal penjualan barang
gadaian, maka al<ad wakalah ini tidak sah, dan apabila si penerima
gadai menjualnya, maka akad jual belinya batal, dan dengan ini
Ahmad berpendapat. Sedangkan Malik dan Abu Hanifah berkata,
"Perwakilan dan jual belinya sah."

Dalil kami adalah bahwa perwakilan ihr mengumpulkan dua
tujuan yang saling bertentangan, karena si penggadai

menginginkan penundaan penjualan karena penyelidikan atau
penjajakan harga, sedangkan si penerima gadai ingin secepatnya

ada penjualan agar utang dapat dilunasi, maka hal ini tidak boleh.

Sebagaimana dia manrakilkannya unhrk menjual sesuafu dari
dirinSa sendiri. Apabila si penggadai hadir, maka apakah sah
penjualan si penerima gadai dengan adanya izin darin5n? Dalam
masalah ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Spfi'i:

Pertama: Penjualan ini sah, dan ini adalah pendapat Asy-
Syafi'i secara zhahir, dia berkata dalam Al (/mm, "Kecuali dengan
kehadiran si pernilik barang gadaian", dan karena dengan
kehadirannya dia dapat mendengarkan penetapan harga, maka hal
ifu dapat membuang kecurigaan dari si penerima gadai, maka sah
penjualannya.

Kdua: Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Ath-Thabari
dalam Al Uddah, bahwa penjualan ini tidak sah, karana ini adalah
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perwakilan kepada orang yang memiliki hak di dalamnya, maka

perwakilan ini tidak sah. Sebagaimana halnya jika dia tidak ada.

Dan dijawab dari pemyataan Asy-Syafi'i rg, "Kecuali dengan

kehadiran si pemilik barang gadaian", dengan perkataannya,

Maksudnya adalah lalu dia menjualnya sendiri. Ketahuilah bahwa

dia berkata: Apabila si penggadai tidak mau menjualnya, maka

seorang hakim memerintahnya unfuk menjualnya. Apabila ada

yang menanyakan, "Bagaimana kalian bisa mengatakan bahwa

jual beli ini sah walaupun al<ad wal<alah ini rusak, sebagaimana

yang telah kalian katakan dalam wakalah-wakalah yang rusak?

Maka jawabannya adalah bahwa wakalah yang rusak

sesungguhnya penjualan di dalamnya sah, karena kerusakan ini

tidak kembali kepada izin, namun kernbali kepada makna dalam

kompensasi. Sedangkan di sini, kerusakan kembali kepada izin

dirinya sendiri, maka hal ifu sebagaimana jika dia mer,r,rakilkan si

penerima gadai unfuk menjual dari dirinya sendiri, lalu dia pun

menjualnla. Wallahu alam.
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Bab: Sesuafu yang Masuk dan yang Tidak
Masuk dalam Gadai dan Sesuafu yang Bisa
Dimiliki dan yang Tidak Bisa Dimiliki OIeh

Rahin (Orang yang Menggadaikan).

Asy-Syirazi *u berkata: pasal: Sesuafu yang terjadi
dari barang gadai berupa perkembangan yang dapat di
bedakan seperti pohon, buah, susu, anak, kain wol dan
bulu tidak termasuk dalam gadaian, karena terdapat
hgdits yang diriwayatkan oleh sa'id bin Musayyib dari
Abu Hurairah rg bahwa Nabi S BersaMa:

;;1t,yjt}trv
u* *vs

"Pergadaian frdak dapat menufup barang gadaian
dari orang yang telah menggadaikan. Dia mendapat
keuntungannya dan wajib membayar ganti ruginya..
Perkembangan dari kambing menjadi miliknya.

DiriwaSntkan dari Ibn umar dan Abu Hurairah rg
secara marfu', +iyi +icn i4i "(Binatang) gadaian itu
dapat diperah susun!,a dan dapat di naiki..

Dan telah diketahui, bahwa fidak ada keterangan
yang menyatakan bahwa yang diperah susunya dan
lrang dapat dinaiki, kembali kepada penerima gadai.
Hal ifu menunjukkan bahwa yang diperah susunya dan

92 ll ,U Uoj*r'SyuahAl Muhadzdzab



yang dapat dinaiki, kembali kepada penggadai. Dan
karena akad itu tidak menghilangkan kepemilikan
sehingga tidak mempengaruhi pada perkembangan
yang dapat dibedakan, seperti alod sewa.

Apabila dia menggadaikan pohon kurma dengan
syarat sesuatu yang dapat dibedakan masuk dalam
gadai, atau menggadaikan binatang temak dengan
syarat anak yang dilahirkan masuk dalam gadai. Maka
yang ditetapkan dalam Al Umm persyaratan tersebut
batal.

Dikatakan dalam AI Amaly Al Qadimah apabila
seseorang berkata, 'Buah dan anak binatang itu
menjadi barang gadaian." Maka masih ada mazhab.
Jalannya adalah hal itu dianggap mengikuti asalnya,
sehingga boleh mengikutkannya seperti dasar rumah.

Madzhab yang pertama menegaskan pemyrataan
ifu diralat, karena merupakan gadaian yang tidak
diketahui dan tidak ada, sehingga tidak sah. Berbeda
dengan dasar rumah yang nyata-nyata ada. Akan tetapi
masalah ini susah dilihat, sehingga jika dilakukan
karena tidak tahu, dapat dimaafkan.

Sedangkan perkembangan yang sudah ada pada
saat akad dapat dilihat, jika berupa pohon, maka
madzhab yang pertama mengatakan dalam bab gadai
tidak masuk dalam gadai, sementara dikatakan dalam
bab jual beli masuk.

Dalam masalah ini ulama kita berselisih pendapat
atas tiga jdan yang kami jelaskan dalam pembahasan
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jual beli. Dan jika berupa buah, maka harus ditinjau
,l*g, jika buahnya nyata seperti mayang kurma yang
dirawat dan buah-buahan yang menyerupainya, maka
tidak masuk dalam gadaian. Karena apabila hal itu tidak
masuk dalam ju.l beli, yakni menghilangkan
kepemilikan, niscaya tidak masuknya ia dalam gadaian,
yakni tidak menghilangkan kepemilikan, itu lebih
utama.

Dan apabila buahnya tidak nyata seperti mayang
kurma yang tidak bagus dan buah-buahan yang
menyempainya maka ada dua jalan, diantara ulama kita
ada yang mengatakan ada dua pendapat:

Pertama: Masuk dalam gadai. Karena diqiyaskan
pada jual beli.

Kedua: Tidak masuk dalam gadaian. Dan ini
adalah pendapat yang benar, karena ketika sesuatu

!/ang terjadi setelah akad tidak masuk dalam gadai,
maka sesuafu lpng sudah ada, tidak masuk saat akad.

Dan diantara mereka ada yang berpendapat
bahwa tidak masuk dalam gadai dengan satu kata.
Berbeda dengan jual beli karena dalam jual beli, sesuatu
yang terjadi setelah akad menjadi milik pembeli,
sedangkan yang terjadi setelah akad, penerima gadai
fidak ada hak dalam gadai. Karena jual beli
menghilangkan kepemilikan sehingga
perkembangannya masuk dalam jual beli. Sedangkan
gadai tidak menghilangkan kepemilikan sehingga
perkembangannya tidak masuk dalam gadaian-
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Ulama kita berselisih pendapat pada daun Tut, As
dan ranting Khilaf- Diantara mereka ada yang

berpendapat bahwa ia seperti daun dan ranting pohon-
pohon lain sehingga masuk dalam gadaian- Dan

diantara mereka ada yang berpendapat bahwa ia seperti
buah-buahan pohon lainnya sehingga hukumnya sama

dengan hukum buah-buahan. Dan apabila jenis yang

tumbuh dan berkembang itu berupa wol atau susu,

maka yang ditetapkan bahwa ia tidak termasuk akad.

Ar-Rabi mengatakan bahwa dalam masalah wol
ada pendapat lain yang menyatakan bahwa ia masuk

dalam akad.

Diantara ulama kita ada yang mengatakan: Dalam

masalah ini ada dua pendapat. Dan diantara mereka

ada yang berpendapat bahwa ia tidak masuk dengan
safu pendapat, sedangkan yang dikatakan Ar-Rabi
termasuk pendapat yang dikeluarkan.

Penjelasan RedaksionaL Hadits yang dijadikan

landasan oleh penulis adalah haditsnya hn Umar.

Di dalamnya ada pertimbangan. Hal itu karena hadits ini

diriwayatkan oleh jamaah selain Muslim dan Nasa'i dari Abu

Hurairah rS,, dengan lafadzt
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Bahwa Nabi $ bersabda, 'Punggung binatang boteh dinilai
dengan nalkahnSn apabila binabng itu dlgadaikan. Dan susu tnng
banyak boleh diminum dengan nalkahn5n apbila digadaikan. Dan
kepada yang menaiki dan mqninum susuntn vnjib memberi
nafkah. "Dalam lafadz yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad:

l#L Gy":,

.1fr13 Jfr,s;frr *S Jfr 3'-tr ;eS

'Apabila binatang digadail<an, maka onrTg yang menerima
gadai harus memberin5m mal<an, susuntm boteh diminum dan bagi
5rang m ernin u mntn owfi b m em bqil<an na lkahnya. "

Pada hadits Ad-Daruquthni dan Al Hakim, dan telah di-
shahil>l<an dari jalur Al A'masy dari Abu shalih dari Abu Hurairah
secara mar{u':

+Sys+# #tl
'Gadaian ifu boleh difungargi dan dipenh susun5n.',

hnu Abu Hatim berkata "Alahku mengatakan bahwa
hadits ini pemah di-marfu'f<an sekali, kemudian ditinggarkan ke-
marfu'-arvrya (trakni) oleh Abu Muawi5nh."
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Al Baihaqi juga mengunggull<an mauqufnya hadits ini. Al
Hafidz hnu Hajar berkata dalam At-Talkhish. Ad-Daruquthni

kemudian Al Baihaqi mengunggulkan riwayatrya orang yang me-

mauqufkan hadits ini daripada omng yang me-mauqufkannya
yaitu riwayat Asy-Syafi'i dan Sufuan dari Al A'masy dari Abu
Shalih dari Abu Hurairah rS.

Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan

mayoritas ulama mengatakan: Hadits ini datang menyalahi qtyas

dalam dua segi; yang pertama, membolehkan orang yang bukan

pemilik menaiki atau meminum susu tanpa seizin pernilik. Yang

kedua; menggantinya dengan nafkah bukan dengan harga.

hnu Abdil Barr berkata, "Hadits ini menurut jumhur

Fuqaha ditolak oleh dasardasar yang telah disepakati. Sedangkan

atsar-atsar yang tidak ada diperselisihkan ke-shahibannya- Hadits

hnu Umar lrang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan lainnya

menunjukkan dihapusnya hadits ifu dengan lafa& "Tidak boleh

diperah susu binatang seseorang tanpa seDinnya."

Imam AsySyaukani mengatakan: Anggapan perselisihan

hadits shahih ini dengan dasar{asamln dapat dijawab, bahwa

hadits shahih termasuk dasar, maka tidak boleh ditolak kecuali

sebab adanya hadits yang men!/alahi dan lebih unggul setelah

susah dipadukan.

Dan dari hadits hn Umar dijelaskan, bahwasannya hadits

itu umum, sedangkan hadits yang berkaitan dengan bab ini,

khusus. Maka yang utnum dibangun di atas yang khusus.

Penghapusan tidak terjadi kectrali dengan dalil yang mengarah

pada akhimya yang dapat menghapus ketika susah untuk

dipadukan, bukan dengan sekdar kemungkinan serta

memungkinkan.

Al Mqjmu'SluahAl Muhadzdzab ll t



lJ cAq ,s;il

Al Auza'i, Al-laits, dan Abu Tsaur rg mengatakan,
"Sesungguhnya dapat ditentukan mengarahkan hadits tersebut
pada masalah, apabila penggadai tidak memberi nafkah kepada
binatang yang dia gadaikan, maka boleh dinaiki dan diminum
susunya oleh penerima gadai."

Hujjah yang sangat bagus bagi jumhur ulama adalah hadits
Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dan Ad-
Daraquthni, dan dia berkata, "Sanad hadits ini bagus dan
bersambung;

e\ b $lt #lt 3lrjv

u9 *SA-{3
'Pergadaian frdak dapat menufup bamng gadaian dari

orang Wng menggadaikan, dia mendapt keunfungannya dan
unfib membaSnr ganti ntgin5a'."

Dan dalam beberapa hadits bab ini terdapat penjelasan

dalam kitab-kitab hadits, dan ini yang aku sampaikan, dan dari
hadits-hadits itu aku menukilnya.

Adapun istilah-istilah secara bahasa pada pasal
ini:

ls adalah semacam tanaman, dikatakan juga hadas yang
mengeluarkan aroma hamm, seperti ifu juga ranting khilaf, kata
"khilaf' seperti kata "kitab", mentasydidkannya merupakan
kekeliruan. I{hilaf sejenis pohon shafshaf tapi tidak termasuk
shafshaf.
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Hukum-hukum pada pasal ini:

Jika seseorang menggadaikan tanah yang ada bangunan

atau pohonnya, maka apabila disyaratkan masuk dalam gadai atau

dia berkata, "Aku menggadaikan tanah ini dengan hak-haknya,

maka bangunan dan pohon tersebut masuk dalam gadai bersama

tanahnya." Demikian juga apabila dia berkata, "Aku gadaikan

kebun ini atau rumah ini," maka pohon dan bangunan masuk

dalam gadai. Dan jika dia berkata, "Aku gadaikan mmah ini," dan

dia memutlakkan (tidak membatasi) apakah bangunan dan pohon

termasuk gadaian? Dalam masalah ini ada tiga cara yang

disebutkan oleh pengarang seperti dalam bab jual beli.

Dan apabila dia menjual pohon atau menggadaikannya

kepada penerima gadai, maka jual beli atau gadai pada pohon itu

sah- Dan apabila menetapkannya, maka pohon tersebut masuk

dalam gadaian dan jual beli.

Syaikh Abu Hamid dan Ibnu Shabbagh menyebutkan

bahwa menetapnya pohon Udak masuk gadai dengan satu

pendapat. Dan apakah masuk pada jual beli? Dalam hal itu ada

dua pendapat.

Imam Thabari dalam Al Uddah menyebutkan bahwa jual

beli dan gadai ada dua pendapat.

Pertama: Tidak sah, karena yang disebutkan dalam akad

adalah pohonnya, sedangkan ini bukan pohon. Atas dasar

pendapat ini, jika pohon tercabut, maka pembeli tidak boleh

menanam pohon lain di tempatnya.

Kedua: Menetapnya pohon masuk dalam gadai, karena

tegaknya pohon dengan menetap, seperti akar-akar pohon yang
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dibawah tanah. Atas dasar pendapat ini maka pembeli boleh
menanam di tempatnya.

Adapun perkembangan gadai ada dua macam: Ada saat
menggadaikan dan terjadi setelah menggadaikan. sedangkan yang
ada ketika menggadaikan, apabila benrpa buah, maka sudah
dijelaskan.

Para sahabat kami berbeda pendapat pada daun fut, dan
ranting l<hilaf serta tanaman as. Diantara mereka ada yang
berpendapat bahwa ia sepefii ranting-ranting pohon lain pada
umumnya, maka masuk dalam gadai. Dan sebagian mereka ada
yang berpendapat bahwa ia seperti buah-buahan pohon lainnya,
dan sudah disebutkan penjelasannSn.

Apabila berupa binatang temak dan padanya ada susu atau
wol, maka png telah ditetapkan tidak masuk gadai.

fu-Rabi berkata, "Dalam masalah wol ada pendapat lain,
yaifu bahwa ia masuk dalam gadaian."

Diantara para sahabat kami juga ada yang mengatakan:
Dalam masalah wol ada dua pendapat, diantara mereka ada yang
berkata tidak masuk gadaian dengan safu pendapat. Sedangkan
yang dikatakan Ar-Rabi termasuk pendapat yang dikeluarkan.
Adapun perkembangan yang teriadi setelah gadai seperti anak,
buah, susu, dan manfaat-manfuat Iainnya maka terdapat
perbedaan di kalangan para ulama.

Menurut madzhab kami, bahwa kesemuanya menrpakan
milik penggadai dan tidak masuk dalam gadaian, dan boleh bagi
penggadai memanfaatkan barang gadaian.
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Sekelompok orang dari kalangan ahli hadits berkata,

"Perkembangan gadai dan manfaat-manfaatrya menjadi milik

orang yang menafkahinya, maka apabila penggadai yang

menafkahinya, perkembangannya menjadi miliknya. "

Imam Ahmad rg, berkata, "Manfaat gadai adalah milik

penerima gadai, sehingga dia boleh memerah susunla dan

meminumnya."

Imam Abu Hanifah & berkata, "Buah fumbuh, anak yang

terlahir, dan susu yang memancar setelah akad pegadaian adalah

milik penggadai. Hangn saia masuk dalam gadai." Dia juga

berkata, "Penggadai dan penerima gadai tidak boleh

memanfaatkan gadaian, bahkan manfaat-manfaatrya dibiarkan

rusak."

Imam Malik berkata, "Anak yang terlahir, masuk ke dalam

gadaian." Perkataannya seperti ucapan Abu Hanifah, Sedangkan

buahnya tidak termasuk gadaian, seperti pendapat yang kita

utarakan.

Dalil kami atas ahli hadits dan Imam Ahmad adalah hadits

yang diriwayatkan Abu Huraimh A$ bahwa Nabi $ bersabda:

I t o4 ,tl ,r,A;-e il trJj) ,slt g\ b Glt $lt 3t;:"'l

u?*s
'Pergadaian frdak dapat menufup banng gadaian dai

orang yang telah menggadaikan. Dia mendapat keunfungannSn

dan wajib membaSnrganti ntgin3n."
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Hadits ini telah diriwayatkan oleh Asy-Syafi,i, Ad-
Daruquthni, Al Hakim, Al Baihaqi, hnu Hibban, dan hn Majah.
sementara ifu Abu Daud, Al Bazzar, dan Ad-Daruquthni telah
menilai shahih murcalnya hadits ini dari sa'id bin Musya5ryib.
Maka dari ifu siapa saja yang mengatakan bahwa perkembangan
itu menjadi milik penerima gadai berarti telah menyalahi nash
hadits.

Al-Sya'bi meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Nabi $
bersabda:

.W6S ttfiL t:5 t{s; *i "z3.rs 3*, 3;
"Barangsiapa menggadaikan binatang, maka wajib

menafkahi4n dan dia berhak atas punggung dan hasirnya
(anaknya)."

Dan karena gadai ifu milik penggadai, maka
perkembangannya pun menjadi miliknya, sebagaimana ketika tidak
digadaikannya. Sementam landasan pendapat Imam Abu
Hanifah rs adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ar A'masy dari
Abu Hurairah secara mar{u',

'(Binatang) gadaian ifu bisa dipemh susunya dan
ditunggangi oleh penggadai. "

Dan berdasarkan ijma antara pendapat kami dan
pendapat Abu Hanifah menyatakan bahwasannya binatang
gadaian itu bisa diperah susunya dan bisa ditunggangi oreh

,rr)+fvs +Y #tl
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penerima gadai. Dan juga tetap dapat diperah dan ditunggangi

oleh penggadai.

Sedangkan hadits,

u* *S .-tL A) rJat, :f #1
"Gadaian itu milik orang yang menggadaikannya, dia

mendapat keuntungannya dan wajib membayar ganti ruginya."

Keuntungannya adalah perkembangannln. Barangsiapa

yang mengatakan bahwa keuntungannya itu termasuk gadai, maka

dia menyalahi beberapa nash hadits. Dan karena sesungguhnya

gadai itu adalah akad yang tidak menghilangkan kepemilikan

benda yang digadaikan, maka tidak menjalar pada anaknya

sebagaimana sewa. Begifu pula karena gadai adalah hak yang

berkaitan dengan benda yang dlgadaikan unfuk meminta hak dari

harganya, maka ia juga tidak menjalar pada anaknya seperti ganti

ru99 jinajnl (hukum pidana).

Asy-Syirazi & mengatakan: PasaL Penggadai

dapat mempergunakan manfaat-manfaat gadaian

dengan cara yang fidak membawa mudharat pada

penerima gadai, seperti pela5ranan budak, menempati
rumah, menunggang binatang, dan men.rnami sawah,
karena saMa Nabi $ t,,fr5 +irn 'oryt '(Binatang)

gadaian itu bisa diperah smung, dan ditunggangi-'

Dan karena manfaat ifu fidak masuk dalam akad

dan tidak mudharat pada sesuatu yang di akadkan,

maka ia tetap menjadi milik penggadai dan boleh
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dipergunakan seperti pelaSnnan budak perempuan yang
bersuami dan menyefubuhi budak perempuan yang
disewakan, dan dia boleh meminta haknya dengan
menyewakan dan meminjamkan.

Dan apakah penggadai boleh meminta hak untuk
diri sendiri?

Asy-Syafi'i dalam AI llmm berpendapat bahwa
dia boleh meminta hakryn, sementara dalam gadai kecil
dia mengatakan fidak boleh. Maka di antara sahabat
kami ada yang mengatakan bahwa daram permasalahan
ini ada dua pendapat.

Pertama-' Tidak boleh- Karena khawatir diingkari,
sehingga membatalkan hak penerima gadai.

Kedua: Boleh. Dan ini pendapat yang shahih.
Karena hak SEng boleh diminta untuk or.rng lain boleh
juga diminta untuk diri sendiri, seperti manfaat barang
yang fidak digadailon.

Dalil pendapat Asy-Slnfi'i lrang pertama batal
sebab alasan ini apabila dipalrsa oleh or.rng lain, karena
dikhawatirkan ingkar sehingga menjadi boleh.

Dan diantara sahabat l'rni ada png berpendapat
bahwa apabila penggadai dapat dipercaya, maka boreh.

Karena fidak dikhawatirkan inskar. Dan apabila
tidak dapat diperca3za, maka fidak boleh. Karena
dikhawatirkan ingkar. Dan kedua pendapat AsyrS5Tafi,i
ini dikembalikan pada dua keadaan ini.
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Penjelasan Redahsional: Beberapa hukumnya; apabila

menjadi ketetapan, bahwa rnanfaat-manfaat gadai adalah milik

penggadai, maka dia boleh meminta haknya selama tidak

merugikan penerima gadai.

Apabila gadai berupa binatang, maka dia boleh

meminjamkannya kepada orang yang dapat dipercaya- Dan juga

bisa menya.lakannyra kepada orang Srang dapat dipercaya sampai

masanya berakhir sebelum tiba masa pembayaran hak penerima

gadai.

Apakah penggadai bisa mempekedakannya atau

menunggangnya unfuk dirinln sendiri?

Asy-Syafi'i g berpendapat bahwa dia boleh melakukan itu-

Dan di lain tempat dia berpendapat tidak boleh. Maka di antara

ulama kita ada yang mengatakan bahwa dalam permasalahan ini

ada dua pendapat AsySyafi'i:

Pertama, tdak boleh. Karena khawatir dia ingkar-

Kedua, boleh. Dan ini adalah pendapat yang shahih-

Karena ketika penggadai boleh meminta haknya untuk orang lain

maka boleh juga dia meminta unfuk dirinya sendiri, seperti gadaian

lainnya. Dan diantara mereka ada yang berkata, "Apabila

penggadai dapat dipercaya maka boleh minta haknln untuk dirirya

sendiri. Dan apabila penggadai tidak dapat dipercaya, maka tidak

boleh meminta haknp unfuk dirin5ra sendiri, karena orang yang

dapat diperca5ra tidak dikhawatirkan berbuat ingkar-"

Dan kedua pendapat Asy-Syafi'i ini dikembalikan pada dua

keadaan ini. Sedangkan pendapat yang shahih adalah yang

pertama. Oleh karena itu dia boleh meminjamkan dan

menyeqrakan barang gadainya dan boleh meminta haknya untuk
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dirinya sendiri sekiranya tidak mengeluarkan gadai dari kekuasaan
penerima gadai- Misalnya dia melakukan hal ifu di negerinya
sendiri, sekiranya bisa mengembalikan gadai pada penerima gadai
atau kepada orang yang adir, sehingga tidak boleh menyauakan
pada musafir dan dia tidak mengembara membawa barang
gadaian tersebut.

Dan atas dua jalan ini juga pada penetapannSn di
negeringra, maka binatang ifu wajib dia serahkan pada penerima
gadai di malam hari- sedangkan apabila berupa rumah, maka dia
bisa menempatinya maram dan siang, setagi daram kekuasaan
penerima gadai.

Adapun apabila berupa pakaian, maka dia tidak boleh
memakainya, meminjamkann5ra, dan menyewakannya. Karena
bisa menyebabkan pada kerusakan pakaian tersebut.

Cabang Madzhab-Madzhab Ulama dalam
Memanfaatkan Barang yang Digadaikan

Menurut ma&hab kami, bahwa penggadai, yakni orang
yang punya hak pada manfaat barang yang digadaikan atas dasar
barang tersebut berada di bawah tangan penerima gadai. Tangan
penerima gadai tidak melepaskan barang gadaian kecuali karena
dimanfaatkan. Maka dari ifu penerima gadai mengembarikan
barang yang digadaikan kepada penggadai selama
dimanfaatkannya. Apabira barang tidak mungkin dikembalikan,
sementara barangnya masih di tangan penerima gadai, kemudian
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apabila penerima gadai tidak percaya kepada penggadai atas

pengembalian barang untuk kedua kalinya, maka hendaknya

penggadai bersaksi pada penerima gadai.

Penggadai diperkenankan memanfaatkan setiap sesuatu

yang tidak mengurangi barang yang digadaikan, seperti

menempati rumah dan mengendarai binatang tanpa seizin

penerima gadai berdasarkan hadits,

.$y'otg tiy yi;l, Sfi j:#r
"Punggung binabng dapat dinaiki dengan menalkahinya

jil<a digadaikan."

Apabila penerima gadai mensyaratkan agar manfaat barang

yang digadaikan untuknya kefika akad, maka menumt pendapat

yang rajih persyaratan ifu rusak.

Ada lang berpendapat bahwa lang rusak adalah

persyaratannya sedangkan akadtsa tetap sah. Dan dalam setiap

keadaan penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang yang

digadaikan apabila telah mensyamtkannya saat akad, sedangkan

apabila penggadai memperkenankan kepada penerima gadai

memanfaatkan barang gadaian yang akan digadaikan sebelum

akad, maka boleh memanfaatkannya setelah akad. Seperti

seseorang memberikan harta sebelum utang tanpa menyebutkan

utang, kemudian setelah itu dia melakukan akad utang, maka

hukumnya sah.

Kemudian tambahan yang berkaitan dengan barang

gadaian terbagi menjadi mutbsil (sarnbung) dan munfasil (terpisah).

Maka jika tambahan itu munfasil, tidak masuk pada barang

gadaian seperti telor, buah, anak yang sudah keluar. Sedangkan
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apabila seorang menggadaikan binatang yang hamil dan tidak
melahirkan pada saat di jual untuk menutupi gadai, maka dapat di
jual dengan induknya, yang berarti anaknya ikut pada ibunya
karena masih muttasil (sambung). Demikian juga apabila telah
melahirkan maka anaknya dapat dijual bersama induknya menurut
pendapat yang shahih.

sedangkan apabila binatang itu hamil setelah gadai maka
masuk pada gadai menurut pendapat Asy-Syafi,i adzhar.

Seperti ifu juga tambahan yang muttasil (sambung), seperti
gemuk dan besamya binatang dan pohon, maka termasuk barang
yang drgadaikan, karena ikut. Sementara ifu gadai menjadi batal
dengan mengembalikan barang pada penggadai atas pilihan
penerima gadaian. Maka apabila penggadai menggunakan barang
ifu dengan menjual atau lainnya, maka penggunaannya dan
pengalokasiannya sah.

Sedangkan apabila tidak dikelola oleh penggadai, maka
penerima gadai dapat mengambil unfuk kedua karinya setelah
bersumpah bahwa dia tidak tahu bahwa hal ifu mengurangi gadai.

Dan ketahuilah bahwa tambahan yang berkaitan dengan
barang yang digadaikan, apabila terpisah seperti susu, minyak
sapi, mentega, madu lebah, telor, ongkos rumah dan lainnya
adalah milik penggadai dan tidak masuk dalam gadai kecuali
dengan perjanjian. Kamu telah mengetahui apa yang sah bagi
penerima gadai unfuk dimanfaatkan dari apa-apa yang tidak sah,
sedangkan tambahan yang bersambung seperti janin yang ada di
dalam perut binatang baik hamil pada saat menggadaikan atau
sesudahnya. Dan kita katakan pohon kurma, maka masuk pada
barang yang digadaikan karena ikut.
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Adapun wol yang ada di punggung kambing maka apabila
sudah sempuma masuk pada gadai, karena membiarkannya pada
punggung kambing setelah sempuma tanpa dipotong
menunjukkan bahwa malsudn5ra digadaikan bersama kambing,
sedangkan apabila belum sempuma yang tidak bisa dipotong maka
seperti tambahan yang terpisah sehingga tidak ikut pada gadaian

dan penggadai boleh memotongnya setelah sempuma.

Adapun sahabat-sahabat Abi Hanifah, mereka fidak
membolehkan penggadai memanfaatkan barang gadaian dengan
berbagai macam cara kecuali dengan izin penerima gadai, maka
dia tidak sah mempekerjakan binatang, menempati mmah,
menyer,r.rakan mmah, memakai baju, dan meminjamkannya selama

masih digadaikan kecuali dengan izin murtahin. Dan tidak ada

bdanya antara penggunaan barang gadaian dapat mengurangi
harganya atau tidak. Apabila penerima gadai mengizinkan maka
hukumnya sah, atas dasar bahwa manfaat-manfaat gadai dan
buah-buahan yang tumbuh dari gadai termasuk hak penggadai,

maka apapun yang lahir dari gadai seperti anak, buah, susu, telor,
wol, bulu unta, dan sebagainya sampai lepasnya utang dianggap
bagian dari utang. Sedangkan sesuatu yang menjadi pengganti dari
manfaat, seperti ongkos binatang yang digadaikan maka tidak
termasuk hak rahn.

Sementara penerima gadai, diperbolehkannya

menggunakan manfaat dari barang gadaian terdapat
pertimbangan. Dan apabila mendapat izin dari penggadai, baik
sebabnya utang ifu jual beli atau utangpiutang karena untuk
meminta utangnya secara setnpuma, maka menjadi
hak penerima gadai sebagai tambahan tanpa imbalan. Dan
penerima gadai boleh memanfaatkan barang gadaian apabila
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mendapat izin dari penggadai dengan syarat tidak ada perjanjian
dalam akad, karena apabila ada perjanjian dalam akad maka akan
menjadi utang piutang yang menarik manfaat, yaifu riba.

Perbandingan ini adalah apabila meminjam harta kepada
seseorang, kemudian memberi hadiah kepada orang itu maka
apabila hadiah itu disyaratkan, menjadi makruh. Sedangkan
apabila hadiah ifu tanpa syarat maka boleh. Dan apabila
penggadai telah memberi izin kepada penerima gadai maka tidak
boleh dicabut kembali.

Apabila penerima gadai menggunakan barang gadaian

dengan persefujuan penggadai, dan barang ifu rusak ditengah
penggunaannya, maka barang ifu rusak sebagai amanat, sehingga
penerima gadai tdak wajib mengganti apa-apa, dan utang
penggadai masih tetap.

Sedangkan apabila barang itu rusak setelah digunakan
penerima gadai atau sebelumn5ra, maka rusak sebagai utang.
Apabila penggadai mempergunakan barang gadaian dengan cara
dijual tanpa seizin penerima gadai, maka penjualannya tdak
berlangsung kecuali telah melunasi utangnya. Dan apabila
penerima gadai tidak membolehkan menjual, maka penerima
gadai tidak punya we\ renang menggagalkan penjualan, akan tetapi
penjualan tetap dalam keadaan mauquf (tidak jelas setatusnya).

Dan pembeli boleh khitar (memilih) antara menunggu sampai
ditebus atau melapor kepada hakim supaya menggagalkan
penjualan. Dan dia punya hak khi5nr, baik dia tahu bahwa barang
ifu adalah barang gadaian sebelum dia membelinya atau tidak tahu
menunrt pendapat Asy-Syafi' i shahih.

Demikian juga, apabila penerima gadai menjualnya tanpa
seizin penggadai, maka apabila penggadai membolehkan,
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penjualan berlangsung (sah), kalau tidak, maka tidak. Dan

penggadai boleh membatalkan penjualan dan mengembalikannya

sebagai gadaian, ini adalah pendapat yang shahih.

Sebagian ulama berpendapat bahwa penjualan penerima

gadai tanpa seizin penggadai dapat berlangsung, maka apabila

penggadai mengizinkan kepada penerima gadai dalam peniualan

barang gadaian, harganya tehp menjadi gadaian sebagai ganti dari

barangnya, baik harganya sudah diterima dari pernbeli atau tidak.

Karena penerima gadai menempati tempat barang gadaian dan

harganya. Walaupun gadai tidak sah pada permulaannya, karena

gadai adalah utang, sedangkan utang tidak dapat digadaikan

sebagaimana keterangan yang lalu, akan tetapi dalam kondisi

seperti ini gadai tetap sah karena utang tidak dapat digadaikan

pada permulaannya.

Kesimpulan penggunaan-penggunaan pada barang gadaian

yang terjadi ada enam: l. AriSnh (pinfrman), 2. Wadiiah (titipan),

3. Rahn(gadaian), 4.Iiarah (seura). SemuanSra punln dua hal.

Pertama, musta'jir (1tang menyerrua) adalah penggadai

(yang menggadaikan). Sebagaimana apabila Muhammad

menggadaikan sawah kepada Khalid, kemudian Muhammad

menye\ ra sawah tersebut dari Khalid, hukum hal ini, sesungguhnya

Ijaralrnya batal. Dan barang yang digadaikan seperti barang

pinjaman atau titipan, maka tidak ada dhaman Ganti) dengan

rusaknya. Dan penerima gadai boleh meminta kembali kapan saja

dia mau.

Kedua, musta'jir (Sang menyarua) adalah penerima gadai

(yang menerima gadai). Dan dia memperbarui menerima barang

gadaian unhrk disetra. Abu musb'ib-nVa omng lain dengan seizin

keduanya. Dalam hal ini akad gadai batal sedangkan uangn!,a
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unfuk penggadai, dan dapat diambilnya oleh orang yang
melangsungkan akad dari keduanya apabila akad ser,r,ra melibatkan
orang lain, dan barang yang digadaikan tidak dapat digadaikan lagi
kecuali dengan akad baru.

5. Bai'(1ual beli) engkau telah tahu hukumnya.

6. Hibah (pernberian). Ia seperti jual beli, maka apabila
penggadai memberi izin kepada penerima gadai dalam
memberikan barang gadaian, maka menjadi batal gadaiannya.

Gadaian tidak menjadi batal sebab meninggalnya penggadai
atau penerima gadai. Tidak pula batal sebab sama-sama
meninggal, barang gadaian tetap berada pada ahli waris atas
keadaannya.

Adapun para sahabat lmam Ahmad bin Hanbal
mengatakan: Sesungguhnya barang gadaian ada kalanya berupa
binatang, maka dapat difunggangi dan diperah susunya. Dan ada
kalanya bukan binatang. Apabila binatang gadaian diperah susunya
atau difunggangi, maka penerima gadai boleh memanfaatkannya
dengan menaiki atau meminum susunya tanpa seizin penggadai
sebagai perbandingan infak atas binatang itu. Dan dia wajib
memperhatikan keadilan dalam hal ifu.

Sedangkan apabila gadaian itu tdak diperah atau
difunggangi, maka boleh bagi penerima gadai memanfaatkannya
dengan seizin penggadai s@ara cumaruma tanpa imbalan, selama
penyebab gadai tidak menjadi utang, karena tidak halal bagi
penerima gadai memanfaatkan penyebab gadai yang menjadi
utang walaupun dengan seizin penggadai.

Demikian juga tidak sah bagi penggadai mempergunakan
barang gadaian tanpa seizin penerima gadai, maka tidak sah
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apabila penggadai menjadikan barang gadaian sebagai waqaf,

memberikan kepada seseorang, menggadaikan unfuk kedua

kalinya atau menjualnya, sebagaimana fidak sah penggadai

memanfaatkan barang gadaian dengan menempati, menyeu.rakan,

meminjamkan dan lain sebagainya, tanpa ridha penerima gadai.

Dernikian juga penerima gadai tidak boleh rnemiliki

sedikitpun dari itu tanpa ridha penggadai. Maka apabila mereka

berdua tidak sepakat, manfaat-manfaat barang gadaian tidak

berfungsi, apabila gadaian berupa rumah harus dikunci, dan

apabila gadaian berupa tanah tidak boleh digunakan manfaatrya

sampai ditebus gadainya. Maka tidak sah melakukan sendiri

penggunaannya.

Dan sesuafu yang keluar dari barang gadaian baik sambung

atau terpisah seperti susu, telor, wol dan yang jahrh berupa serabut

pelepah pohon kurma, tandan anggur, dan sesuahr yang dipotong

dari pohon berupa kayr bakar dan rerunfuhan rumah. Masing-

masing ifu termasuk gadai di tangan penerima gadai atau wakilnya

atau orang yang disepakati oleh mereka berdua, maka boleh dijual

bersama pokoknya apabila dijual. Apabila berupa sesuatu yang

tidak tahan lama, maka boleh dijual dan uangnya dijadikan gadai

seperti ketemngan yang lalu.

Dan sah penerima gadai memberi izin dalam penjualan

barang gadaian dan ini ada tiga gambaran;

Pertama: Penerima gadai mengizinkannya sebelum masa

berakhimya utang, serta persSaratan menjadikan harganya sebagai

gadaian dalam keadaan ini penjualan sah.

Kedua: Penerima gadai mengizinkan penjualan setelah

tiba masa pernbayaran sebagian utang. Dalam keadaan ini,
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penjualan sah. Dan penerima gadai boleh mengambil uangnya
sebagai harga utang yang telah tiba masa pembayarannya dan
sisanya sebagai gadai apabila disyaratkan demikian.

Ketiga: Penerima gadai mengizinkan penjualan sebelum

tiba masa pembayaran utang tanpa sedikitpun ada persyaratan

sama sekali. Dalam keadaan ini akad pegadaian batal dan jual beli
berlangsung (sah). Sementara utang pada penerima gadai tetap
tanpa ada jaminan.

Aslr-Syirazi & mengatakan: Pasal Adapun
sesuafu yang di dalamn3la ada mudharat (merugikan)
pada penerima gadai maka fidak boleh dimilikinya.
Karena hadits Nabi $ menyebutlon,

.31J,15 j*\
'Tidak boleh melahinn perbuatan yang

berbaha5Ta dan membahaynl<an. "

Maka apabila barang gadaian termasuk yang bisa
dipindahkan, lalu hendak dimanfaatkan dalam
perjalanan, atau disewakan kepada orang yang akan
membawanya dalam perjalanan, maka ifu tidak boleh,
karena keamanan perjalanan tdak dapat dijamin,
sehingga bisa saja barang tersebut dirampas, dan pada
akhirnya mudharat masuk pada murtahin Apabila
bempa pakaian, maka penggadai tidak boleh
memakainya, karena mengurangi harganya.
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Apabila budak perempuan, maka fidak boleh
mengawinkannya, karena mengurangi harganya. Dan
apakah boleh menyetubuhinya? Maka ditiniau lebih
lanjut, apabila dia bisa hamil maka fidak boleh
disefubuhi, karena dikhawatirkan hamil sehingga
mengurangi hargan57a. Dan batallah perjaniian, sebab
menghamilinf- Apabila fidak bisa hamil karena kecil
atau tua maka ada dua pendapat ulama fihh Aq;-
Syafi'i.

Abu Ishaq berpendapat boleh menyetubuhinya
karena tidak khawatir pada mudharat sebab kehamilan-

Abu Ali bin Abu Hurairah ah berpendapat tidak
boleh, karena usia budak perempuan lpng bisa hamil
fidak bisa dibedakan dengan usia budak perempu.rn
yang fidak bisa hamil dengan karakter yang berbeda,
maka semua menolak- Sebagaimana lnng telah kami
katakan dalam masalah minum l<hamer (Arak). Karena
yang tidak memabukkan dan orang yang memabukkan
tidak dapat dibedakan, serta karakter yang berbeda
dalam mabuknya. Maka semua mengharamkan. Ketika
kami melarang menyefubuhinya, maka kami melarang
mempekerjakanryn sebagai pelayan karena khawatir
disetubuhi. Akan tetapi apabila dia fidak
menyefubuhinya, maka boleh menjadikannln sebagai
pelayan.

Apabila barang gadaian berupa tanah dan dia
ingin menanaminya atau membuat bangunan, maka
fidak boleh, karena yang dikehendaki adalah tetapqTa
tanah tersebut. Sedangkan harga tanah dengan
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ditanami atau dibangun dapat berkurang di hadapan
pengadilan. Apabila dia menyalahi ketentuan, dan
menanami tanah atau membangunnya, sedangkan
utangnya ditangguhkan, maka dia tidak boleh mencabut
sama sekali, karena dia boleh melunasi utangnya
dengan jaminan selain tanah. Dan ketika harga tanah
tidak berkurang serta adanya tanaman dan bangunan
dari utangngn, maka tdak boleh membuat kerugian
pada penggadai sama sekali, karena dugaan kerugian
(belum tentu terjadi) pada penerima gadai dalam
keadaan lrang kedua. Apabila sudah tiba waktun5Ta
membayar utang dia tidak membayar, dan harganya
tanah tidak bisa menufupi utang karena ada tanaman
dan bangunan, maka harus dicabut. Apabila hendak
menanam sesuafu yang mudharat pada tanah, maka
tidak boleh. Namun apabila ia fidak mudharat pada
tanah, maka ditinjau ularrg.

Apabila bisa dipanen sebelum masanya
pembayaran utang, maka boleh, dan apabila tidak bisa
p€u'len kecuali sudah datang masa pembayaran maka
ada dua pendapat AslrSyafi'i.

Pertama: Tidak boleh karena dapat mengurangi
harganya tanah sehingga penerima gadai rugi
karenanya.

Kedua: Boleh karena bisa jadi penggadai
melunasi utangnya dari selain tanah. Dan bisa jadi
penggadai menenfukan waktu akan harganya tanah
serta tanaman dengan utang. Maka hal ifu tidak dapat
dicegah- Apabila dia mau menyewakan sampai pada
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masa yang sebelum mas.r ifu habis, waktu pembayaran

utang datang, maka tidak boleh, karena mengurangi
harga tanah.

Abu Ali Ath-Thabari mengatakan: Dalam masalah

ini ada dua pendapat AgrSyafi'i seperti menanam
sesuafu lrang tidak dapat dipanen sebelum masa

pembagnran utang.

Apabila berupa pejantan dan akan dikawinkan
dengan binatang betina, maka boleh. Karena
merupakan pemanfaatan yang fidak merugikan
penerima gadai. Maka penerima gadai tidak boleh
melarangnya sebagaimana menaiki. Apabila berupa
binatang betina yang akan dikawinkan dengan
pejantan, maka ditinjau uLng terlebih dahulu. Apabila
sekiranya melahirkan sebelum masa pembaSTaran utang,
maka boleh. Karena fidak ada kerugian pada penerima
gadai.

Apabila masuk masa pembayaran utang sebelum

melahirkan dan sebelum tampak hamilnya, maka boleh.
Karena masih memungkinkan unfuk dijualnSn.

Apabila masuk masa pembalnran setelah tampak
hamilnya, maka apabila kami katakan bahwa hamil
tidak ada hukumnya, maka boleh. Karena dapat diiual
bersamanya.

Dan apabila kami katalon hamil ada hukumDg?,
maka tidak boleh, karena keluar dari gadai. Sehingga
fidak mungkin diiual bersama induknya. Dan tidak
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mungkin menjual induknya tanpa kandung.tnnlr:1, maka
hukumnya tdak boleh.

Penjelasan Redaksional: Hadits )Wl3 'nbt
diriwayatkan oleh imam Ahmad dan Ath-Thabrani dari Ibnu Abbas
dan Al Baihaqi dalam As-sunandari ubadah bin Ash-Shamit, Ath-
Thabrani dan Abu Nu'aim dari Tsa'labah bin Marik Al eurazhi.
sementara dalam redaksi lainnya disebutkan dalam riwayat Malik
dari umar bin Yahya Al Muzani secara mursal dan Ad-Daraquthni,
Al Hakim dan Al Baihaqi dari Abu Said Al Khudri dengan lafadz,

rw\5 jib\
.^1b int 'Ot:

"Tidak boleh melakukan perbuabn Wng berbahaya dan
membahaSml<an. Banngsiap tnng membahaSakan (merugikan

oftng lain) mal<a Allah metnbuah5n dalam kadaan bahaya
(merugi). Dan banngsiap merryrulitl<an, mal<a Allah membuatnya
sulit'

Imam Ahrnad dan AMurrazzaq dalam Mushannafrrya dari
hnu Abbas dengan lafa&,

'Oti uj ar 8A'jV A

,11 ,Yls ,iw ys Lrb Y

.a!
I
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"Tidak boleh melakukan perbuatan yang berbaha5n dan

membahayakan. Dan boleh bagi saonng melebkkan sepotong

kayt ditembok tetangganya dan jalan mafi sepanjang fujuh hasta."

AI Ajaluni dalam Kasyful l{hafa menyatakan bahwa hadits

)Wti i;,31 diriwayatkan oleh Imam Malik, Asy-S5rafi'i, darinln dan

Yah5ra Al Muzani secara mursal dan diriwayatkan oleh Ahmad,

AMul Rozaq, hnu Majah dan diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari

hnu Abbas. Dan di dalam sanadnya terdapat Jabir Al Ju'fi. Hadits

ini juga diriwayatkan oleh hnu Abi Slnibah dan Ad-Daruquthni,

darinya. Dan berkenaan bab ini diriwayatkan dari Abu Sa'id, Abu
Hurairah, Jabir, Aisyah dan lainnya. Selesai.

Hukum: Apabila gadai berupa tanah kemudian penggadai

ingin menanaminya, maka hams ditinjau ulang. Apabila tanaman

membahayakan tanah seperti menanam ward at-niP, maka tidak

boleh, karena Rasulullah $ bersabda, )W l5'i* | 'Tidah boleh

melakukan perbuatan yang dan membahayal<an-'

Apabila fidak membaha5akan tanah, maka

dipertimbangkan. Apabila penghasilannya sebelum masa

pembayaran utang maka fidak dilamng, tetapi apabila

penghasilann5ra setelah datang masa pembayaran, maka yang

ditetapkan adalah tidak boleh.

Syaikh Abu Hamid berkata, "Penggadai fidak boleh

menanami tanah dengan satu pendapat Asy-Syafi'i (pendapat)."

z Ward al-nil adalah tanaman yang dibabat orang kota karena
membahayakan sungai dan tanah. Dia adalah tanaman gnng berserabut, cepat
menjadi banyak dan cepat sekali saling berkaitan 5rang dapat menghilangkan
tanda-tanda pada tanah dan air, dapat membunuh penghasilan dan menghambat
jalannya ans air.
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Apabila sampai menanam atau mendirikan bangunan di
tanah ifu, maka tidak boleh dicabut atau dirobohkan, karena tidak
boleh membuat mudharat dengan hal itu, karena dia akan
membayar utang pada waktu yang dijanjikan.

Apabila telah tiba waktu pembayaran utang dan dia tidak
membayar dengan selain gadaian, maka dipertimbangkan. Apabila
dengan harga tanah saja dia bisa melunasi utangn5a, maka tanah
bisa dijual tanpa tanaman dan bangunan. penggadai pun boleh
melakukan khiyat antara mencabut dan merobohkan bangunan
yang ada di tanah, dan boleh menjual tanah berikut isinp.
Kemudian penerima gadai diberikan haknya apabila penggadai
menjadi mahjur alaih (dicel<al), dan tanahnya telah dijual berikut
isinya. Maka penerima gadai tidak boleh mengambil sernua
harganSn, akan tetapi boleh mengambil harga tanahnya,
sementara para pemberi utang mengambil harga tanaman dan
bangunan.

Maka apabila harga tanah berikut tanamannya dua rafus
dinar, sedangkan tanahnya serafus dinar, dan harga tanaman
sendiri lima puluh dinar, maka tanah hams dijual berikut isinya
untuk menambah pada lima puluh dinar lainnga. Maka hak
penerima gadai menunjang pada dua pertiganya lima puluh yang
ditambah, dan penggadai mendapat sepertiganya, sedangkan lima
puluh unfuk pemberi utang dan seratus unfuk penerima gadai-

Cabang: Apabila penggadai akan menyerpakan barang
gadaian sampai waktu yang tidak selesai kecuali setelah tiba masa
pembayamn utang, apabila kami katakan tidak boleh menjual
barang yang disarakan, maka ifu pun tidak boleh, karena hal itu
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mencegah untuk dijual. Dan apabila kami katakan menjual barang

yang disewakan boleh, maka ada dua riwayat pendapat.

Kebanyakan ulama kita berpendapat tidak boleh melakukan

hal itu, karena dapat mengurangi hargaqla ketika dilual.

Abu Ali Ath-Thabari berpendapat dalam masalah ini ada

dua pendapat Asy-Syaf i, seperti dua pendapat Asy-Syafi'i pada

penanaman sesuafu yang tidak dapat panen kecuali setelah datang

masa pembayaran utang.

Apabila gadai berupa pejantan, kemudian penggadai ingin

mengawinkannya dengan binatangn5a atau binatang orang lain,

Asy-Syafi'i & mengatakan: Boleh melakukan itu, karena ini adalah

manfaat dan tidak banyak berkurang karenanla. Apabila berupa

keledai betina dan akan dikawinkan dengan pejantan, maka

apabila melahirkan sebelum tiba masanya membaSar utang atau

bersamaan dengan masa pembagraran kepada penerima gadai,

maka dia boleh melakukan itu, dan perbuatan itu tidak

membahayakan si penerima gadai-

Apabila keledai betina itu Udak melahirkan kectrali setelah

tiba masa pembaSnran utang, maka apabila kami katakan

kehamilannya tidak memiliki hukum, hal itu boleh karena haknya

adalah ketika masuk masa pembayaran. Meski keledai itu hamil

maka tetap sah hukum penjualannla.

Dan apabila kami katakan kehamilan mempunyai hukum,

maka hal tersebut tidak boleh, karena kehamilannp tidak masuk

dalam gadai dan tidak mungkin menjualnya tanpa kandungannya.

Demikianlah yang disebutkan oleh SSaikh Abu Hamid dalam

Ta'liqatrrya dengan tanpa dirinci.
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Asy-Syirazi & mengatakan: Pasal: Penggadai
memiliki hak mempergunakan barang gadaian dengan
sesuafu yang tidak merugikan penerima gadai, seperti
memotong urat leher dan mengalirkan darah binatang,
dan membekam budak, karena hal ifu untuk
kemaslahatan harta tanpa merugikan penerima gadai.
Namun apabila hendak mengkhitan budak, jika budak
tersebut sudah besar, maka tidak boleh, karena
dikhawatirkan terjadi sesuatu. Dan apabila budaknya
masih kecil, maka ditinjau ,l.rrg terlebih dahulu.

Apabila pada waktu sembuhnya luka, sebelum
masuk masa pembayaran utang, maka boleh. Dan
apabila pada waktu pembayaran utang dan lukanya
belum sembuh, maka ifu tidak boleh karena dapat
menguftmgi harganya- Apabila terdapat penyakit yang
menggerogoti tubuh yang mengkhawatirkan jika
dibiarkan, narnun fidak mengkhawatirkan jika dipotoDg,
maka boleh dpotong. Dan apabila mengkhawatirkan
jika dibiarkan dan dipotong, maka tidak boleh dipotong
karena memotongnya adatah luka lpng dapat
mengkhawatirkan, sehingga tidak boleh dipotong.
Sebagaimana apabila dia mau melukainya bukan karena
penyakit yang menggerogoti tubuh.

Apabila berupa binatang ternak, lalu penggadai
hendak membawanya keluar untuk mencari rumput,
maka apabila tempatnya subur, maka tidak boleh,
karena itu dapat membahayakannya, padahal tidak.
Dan apabila tempatnya tidak subur, maka boleh karena
merupakan tempat darurat. Apabila mereka berdua
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berselisih berkenaan tempat unfuk padang rumput,
kemudian penggadai memilih safu arah sedangkan
penerima gadai arah yang lain, maka pilihan penggadai
di dahulukan, karena dia yang mempunyai barang dan
manfaat. Sedangkan penerima gadai hanya mempunyai
hak kepercayaan. Maka mendahulukan pilihan
penggadai lebih utama.

Apabila yang digadai berupa budak, lalu
penggadai ingin men-tadbir-l<arrnya (menjadikan budak
mudabbafl, maka boleh karena bisa menjualnya dalam
utang.

Apabila telah menjadikannya budak mudabbar
dan tiba masanya pembayaran utang, jika dia memiliki
harta lain maka dia tidak dipaksa menjual budak
mudabbarnya.

Apabila dia tidak memiliki harta lain, maka dapat
dijual seukuran utangnya, dan selebihnya tetap atas
tadbir-nya. Apabila utangnya menghabiskan harga
semua budak, maka dijual semuanya.

Penjelasan Redalsional:

Dalam pasal ini terdapat beberapa istilah bahasa

diantaranya : daraja addabbah dengan men-tasydidl<an huruI daal

dan men-takhfifkannya, Daraja Ad-Dabbah yang artinya seperti

bekam pada manusia. Masyarakat umum di negeri kita

menamakannya hijamah.
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Perkataan Asy-Syirazi: tabzhiighuha semisalnya (darajal.

Dalam Al Msbah bazagha al bautharu wal haajimu bazagha
(Dokter he'u,ran dan hrkang bekam benar-benar menggores kulit)"
dari bab qatala artinya mengeluarkan darah dan mengalirkannya.

Dan dalam Al Ahkam ada tambahan dari keterangan kami.

Hukum: Penggadai dapat menggunakan barang gadaian

dengan sesuatu Snng tidak memgikan penerima gadai seperti
menggores atau membedah pada binatang, mengisi jam, melumasi
mobil, mesin cetak atau lainnya dengan minyak atau memasang
kapur barus pada pakaian agar tidak didatangi ralpp sehingga
pakaian menjadi rusak, dan setiap sesuafu yang intinya unfuk
kebaikan barang yang digadaikan dan kesempumaannya, tidak
merugikan penerima gadai dengan satu pendapat Asy-Syafi'i. Dan
penerima gadai tidak boleh mencegahnya.

Apabila penggadai ingin memotong sebagian anggota
fubuh binatang, apabila memotongnla ada manfaatnla sedangkan
membiarkannya dikhawatirkan mernbahayakan heuan tersebut,
karena ada kemsakan yang menjalar pada anggota fubuhn1ra, dan
dikhawatirkan penSakitrya berkepanjangan sehingga memsak
anggota fubuh yang lain atau menimpa binatang lain disebabkan
terkena racunnya, maka penggadai boleh memotongnya tanpa
seizin dapat penerima gadai. Karena di dalamnya ada
kemaslahatan yang menghilangkan hal yang dikhawatirkan.

Apabila dia khawatir memotong anggota tubuhnya
sebagaimana khawatir membiarkan anggota tubuh ihr tetap ada,
maka dalam kasus ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:
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Apabila berupa binatang dan perlu dialirkan darahnya, yaifu

membuka dua urat panjang dari sebelah kanan percabangan

tempat sembelihan dan kirinya, dinamakan dua urat leher. Atau
perlu dibedah, yaitu dengan membuka telapak kaki binatang dari

bawah telapak kakinya, maka penggadai boleh melakukannya

tanpa seizin penerima gadai.

Asy-Syafi'i mengatakan: Setiap sesuahr yang memiliki suafu

maslahat dan tdak mengandung mudharat sama sekali bagi

penerima gadai, maka itu boleh dilakukan, seperti mengolesi

penyakit kurap dengan telur. Sedangkan sesuatu yang memiliki

manfaat namun terkadang membahayakan seperti minum obat,

hal tersebut sama seperti memberikan suntikan pada lengan besar

atau urat leher, maka penerima gadai tidak boleh melakukan itu

tanpa seizin penerima gadai-

Syaikh Abu Hamid menganggap pemyataan ini aneh dalam

At-Ta'liq.

Cabang: Penggadai boleh mengembalikan binatangnya

dan penerima gadai tdak boleh mencegahn5ra. Dernikian itu
karena binatangn5a kembali ke tempat penerima gadai di malam

hari. Apabila penggadai rnau mencari padang rumput dengan

binatang ifu, atau membawanya atau juga menunfunnya ke tempat

5nng jauh unhrk gernbala.

Apabila keduanya sepakat, maka hal ihr boleh dilakukan.

Dan apabila salah satunya menolak, maka perlu ditinjau.

Apabila tempatrya subur, maksudnya tempat penerima

gadai, maka dia boleh mencegahnya karena penggadai telah

menggadaikannya, maka dia tidak boleh memindahkannya tanpa

Al Majmu'SloahAl Muhadzdzab ll frS



adanya sesuatu yang membolehkan atau darurat. Apabila
tempatrnya tidak subur, maka apabila keduanya sepakat mencari
padang mmput dan berselisih tempatrya, Abu Hamid
mengatakan: Dan apabila adanln kedua tempat itu sama dalam
kesuburan dan keamanannya, maka pendapat penggadai di
dahulukan, karena dia pemilik barang Snng digadaikan. Apabila
berselisih dalam mencari padang mmput, maka yang menolak
boleh dipaksa, karena penerima gadai, apabila dia menolak, maka
dikatakan padanya, "Kamu tdak boleh menolak karena
penolakanmu membahayakan pada binatang, maka ada kalanya
kamu keluar bersamanya atau mengufus orang yang adil atau
diputuskan oleh hakim dengan adil."

Apabila yang menolak adalah penggadai, maka dikatakan
padanya, "Kamu tidak boleh menolaknya karena kamu menrgikan
penerima gadai, kamu bisa mengufus orang yang adil untuk
mengambil air susu, mengembalakan dan menjagan5ra."

Cabang: Apabila gadai benrpa pohon kurma, dan pohon
ifu telah fumbuh, maka penggadai boleh merawatrya tanpa seizin
penerima gadai, karena perbuatan tersebut merupakan
kemaslahatan dan bukan mudharat. segala sesuatu yang diambil
dari pohon kurma tersebut, seperti pelepahnya dan sabutnya
merupakan milik penggadai, sebagaimana buahnya, dan dia tidak
masuk ke dalam barang png digadaikan.

Apabila ada yang berkata, "lni benar-benar diperoleh dari
akad gadai, dan bukan sesuatu yang baru." Maka jawabannya

adalah bahwa sesuafu yang dia dapatkan dan yang tumbuh seperti
pelepah kurma dan sabut, ifu semua menempati posisinyra,
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sehingga ini menempati manfaat yang keluar dari pokok-

pokoknya.

Apabila keluar batang yang dapat dicangkok dari batang

pohon kurma, maka lbnu Ash-Shabbagh mengatakan: Menumtku,

bahwa itu milik penggadai, sedangkan penerima gadai tidak

memiliki hak, karena kedudukannya seperti anak binatang temak.

Demikian juga apabila tanah gadaian itu penuh dengan pohon

cangkokan dan penggadai mau memperbaiki pembagiannya dalam

gadaian.

Asy-Syafi'i berkata, "Boleh hal itu dilakukan tanpa seizin

penerima gadai selama ada kemaslahatan unfuk yang tersisa.

Demikian juga apabila tanah gadaian itu penuh dengan fumbuhan

dan ingin diringankan dengan dipotong atau dicabut. Hal itu
dilakukan unfuk kemaslahatan bertambahnya perkembangan

fumbuhan yang tersisa. Maka penggadai boleh melakukan tanpa

seizin penerima gadai, dimana kayr-kayunya termasuk barang

gadaian. Dan apabila penggadai ingin mernindahkan ke tanah lain

atau ingin memotong semuemlra, maka hal itu tidak boleh, karena

menimbulkan mudharat. "

Asy-Syafi'i berkata, "Apabila dia mau memindahkan tempat

pengairan, apabila perbuatan ifu mendatangkan mudharat pada

barang gadaian, maka perbuatan itu tdak boleh dilakukan."

Syaikh Abu Hamid berkata, "Apabila penerima gadai

melakukan hal itu, maka tidak boleh dilakukan."

Asy-Syirazi e mengatakan: Pasal: Penggadai

fidak dapat memiliki hak pengguna.rn pada barang yang
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digadaikan dengan sesuafu yang mudharat bagi
penerima gadai, karena Nabi Muhammad # bersabda,

-3W'lS ti+'l
'Tidak boleh melakukan perbuatan berbahalTa

dan membahaynkan."

Maka apabila barang gadaian dijual, dihibahkan,
dijadikan mahar dalam perkawinan, upah dalam sewa
atau berupa budak yang dt-mukatah,kan, hukumnya
tidak sah, karena gadai adalah penggunaan yang tidak
dapat menjalar pada milik orang lain, yang dapat
membatalkan haknya penerima gadai dari sebuah
kepercayaan fiaminan). Maka tidak sah dilakukan oleh
penggadai sendiri sebagaimana fasal<h (merusak akad).
Dan apabila budak ifu dimerdekakan maka terdapat tiga
pendapat Ary-S5;afi'i:

Pertama: Sah, karena gadai adalah akad yang
tidak menghilangkan kepemilikan, sehingga tidak
mencegah sahnya memerdekakan, seperti sewa.

Kedua: Tidak sah, karena merupakan ucapan
yang membatalkan kepercaSaan dari barang gadaian.
Sehingga tidak sah dilakukan oleh penggadai sendiri
seperti jual beli.

Ketiga: Ini merupakan pendapat yang shahih.
Apabila penggadainya kay., maka sah. Namun apabila
dia miskin, maka tidak sah. Karena dia memerdekakan
pada miliknya yang dapat membatalkan hak orang lain.
Maka diperselisihkan antara yang kaya dan yang miskin
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seperti memerdekakan budak gabungan antara dia dan
yang lain.

Apabila kami katakan bahwa memerdekakan
budak itu sah, maka apabila penggadai itu l*y.,
harganya bisa diambil dari penggadai dan dijadikan
gadaian di tempatnln. Karena penggadai telah merusak
perbudakannya, sehingga wajib menggantiDgd,
sebagaimana apabila dia membunuhnya. Harga budak
itu dianggap adalah pada waktu dimerdekakan, karena
waktu itu adalah waktu , dimana budak itu
dapat bebas dengan ucap.rn ifu sendiri.

Diantara ulama madzhab kami ada yang
mengatakan: Pada waktu memerdekakan ada tiga
pendapat AsgrSyafi'i:

Pertama: karena ucap.rn ifu sendiri.

Kedua: dengan menyerahkan hargan5Ta-

Ketiga, ditangguhkan. Apabila harga budak itu
diserahkan, maka kami menghukumi bahwa
kemerdekaan budak itu setelah dimerdekakan. Apabila
tidak diserahkan, maka kami menghukumi bahwa budak
itu tidak merdeka ketika dimerdekakan. Sebagaimana
yang kami katakan berkenaan orang yang
memerdekakan gabungannya pada budak bahwa hal itu
menjalar. Dan dalam waktu menjalamya ada tiga
pendapat Asy-Syafi'i, dan ini salah karena apabila
seperti memerdekakan budak gabungan, niscaya tidak
sah memerdekalnn dari orang yang miskin.
Sebagaimana tidak menjalar kemerdekaan dari yang
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dilakukan orang yang miskin pada budak gabungan.
Apabila miskin, maka wajib memberikan harga dalam
tanggungannya. Apabila menjadi kaya sebelum tiba
masa pembayaran utang, maka harga tersebut diminta
untuk dijadikan gadai yang menggantikannya- Apabila
menjadi kaya ketika datang masa pembayaran utang,
maka dipinta unfuk membayar utang. Apabila kami
katakan bahwa pemerdekaan budak ifu tidak sah, maka
dia dibebaskan, atau dijuat dalam utang, kemudian
dimilikinya dan tidak dapat dimerdekakannya-

Ulama madzhab kami, ada lpng mengatakan
bahwa budak tersebut boleh dimerdekakan seketika
unfuk haknya penerima gadai- Dan benar-benar telah
hilang haknya penerima gadai, pembebasan pun
berlangsung. Sebagaimana apabila seseorang
menghamilinya kemudian menebusnSra atau dijual
kemudian dimilikinya. Adapun pendapat madzhab
adalah yang pertama, karena hal ifu merupakan
pembebasan (memerdekakan) yang fidak berlangsung
seketika, sehingga tdak berlangsung setelah ifu
sebagaimana apabila mahjw alaih (Orang yang dicekal)
memerdekakan budak sehingga terbebas
pencekalannya- Hal tersebut berbeda dengan
menghamili, karena menghamili merupakan perbuatan-
Sedangkan hukum perbuatan lebih kuat daripada
hukum perkataan. Oleh karena ifu apabila orang gila
menghamili budak perempuannya, maka berlangsung
hukum menghamilinya dan budak perempuan itu
mempunyai hak pemerdekaan-
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Apabila budak itu dimerdekakan, maka tidak sah.
Apabila kami katakan bahwa sah memerdekakan
apabila dia kaya dan tidak sah apabila dia miskin. Maka
hukum orang yang k y. dan miskin sudah kami
jelaskan.

Apabila yang digadaikan itu berupa budak
perempuan, lalu dihamili apakah berlangsung hukum-
menghamilinya atau tidak? Ada tiga pendapat ulama
dalam kasus ini. Kami telah jelaskan pendapat ulama
fikih Asy-Syafi'i-nya dalam bab pemerdekakan budak.
Apabila kami katakan berlangsung, maka hukumnya
seperti hukum pada memerdekakan budak. Dan apabila
kami katakan berlangsung hukum menghamilinya, maka
dia menjadi ummul walad dalam haknya penggadai,
karena dia digantungkan dengan kemerdekaan dalam
miliknya, dan fidak berlangsung dalam haknya
penerima gadai. Maka apabila sudah tiba masa
pembayaran utang, sedangkan budak perempuan ifu
hamil, maka dia tidak boleh dijual, karena dia hamil
dengan kemerdekaan.

Apabila sang budak meninggal dunia karena
melahirkan, maka wajib dibayar harganya, karena dia
meninggal dengan sebab perbuatannya- Dan dari harga
yang wajib dibayarkan ada tiga pendapat ulama fikih
Asy-Syafi'i:

Pertama: Nilai harga yang harus dibayar adalah
saat menyetubuhinya, karena ifu merupakan waltu
sebabn5n terjadi kerusakan. Maka harganya dianggap
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pada waktu itu. Sebagaimana iika dilukai dan menderita
sampai meninggal dunia.

Kedua: Wajib membayar harganya melebihi harga
pada saat disetubuhi sampai meninggal. Sebagaimana
kami katakan berkenaan orang yang meng-ghasb
budak perempuan, kemudian sang budak meninggal
dunia saat ada padan3ra.

Ketiga: Bahwasanya wajib membayar harga saat
meninggalnya, karena kerusakan disebabkan kematian.

Pendapat madzhab adalah yang pertama, dan apa
yang ada pada pendapat kedua tidaklah sah. Karena
ghasab ada sejak sang budak itu di-gf, azab mengambil
hingga rusak, sedangkan menyefubuhi tidak ada sejak
terjadi penyefubuhan hingga rusak. Pendapat yang ada
pada pendapat Asy-Syafi'i ketiga batal yaitu apabila
seseorang ifu melukai sang budak, kemudian
meninggal, karena kerusakan terjadi akibat kematian,
kemudian dia wajib membayar harga sang budak sesuai
harga saat melukainya-

Apabila budak itu melahirkan, maka perlu ditinjau
kembali. Apabila harga sang budak berkurang
disebabkan melahirkan, malta wajib membayar ganti
rugi. Apabila orang tersebut waktu memba3nr utang
sudah jatuh tempo dan dia fidak membayarnya, maka
apabila memungkinkan membayar utang dengan harga
sebagian budak perempuannya harus menjual
sebagiannya dengan harga yang dapat menufup utang
itu. Apabila orang tersebut melepaskan sang budak dari
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gadai atau dijual dan kembali padanya dengan dijual
atau lainnya, maka dia menjadi ummul wala&nya.

Al Muzani berkata, 'Hal tersebut tidak dapat
diberlakukan, sebagaimana dia tidak dapat merdeka
apabila dimerdekakan, kemudian ditebus atau dimiliki."
Telah kami jelaskan perbedaan antara memerdekakan
dan menghamili, maka tidak perlu di ulangi.

Penjelasan: Takhrij hadits di atas telah dikemukakan, dia

merupakan hadits hasan. Kebanyakan jalurnya melalui Jabir Al
Ju'fi, akan tetapi hadis tersebut terangkat oleh jalur-jalur

selainnya. Hadits adalah pokok dari pokok-pokok hukum yang

dibutuhkan oleh seorang mufti (pemberi fatwa) dan mustafti
(peminta fatwa).

Penjelasan Redalsional Di dalam An-Niha5mh, kata
Adh-Dharr kembalikan An-Naf'u Dharrahu, W dhiruhu dhamran

wa dhiraran. Makna la dhamn yaitrt seseorang Udak boleh

memberi mudhamt (merugikan) kepada saudarangn, dengan

mengurangi sebagian haknya. Sedangkan lafadz dharam sama

dengan fi'ala dan l<ata dharara, Sraifu tidak boleh membalas atas

kemudharatan dari saudaranya dengan memasukkan mudharat lain

padanya.

Kata Dharar adalah perbuatan seseorang. Sedangkan

Dhirar perbuatan dua orang atau Adh-Dhirar adalah permulaan

perbuatan sedangkan Adh-Dhimradalah balasannya.
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Hukum: Apabila penggadai menghilangkan
kepemilikannya dari gadai tanpa seizin penerima gadai, maka
ditinjau kembali: apabila itu dilakukan dengan cara dijual,
dihibahkan atau yang menyerupainya dari beberapa benhrk
tashamtf (frndakan), maka tidak sah berdasarkan hadits (yang telah
disebutkan sebelumnya). Karena di dalamnya terdapat unsur
merugikan penerima gadai. Disamping ifu, karena gadai adalah
sebuah tindakan yang tidak menjalar pada kepemilikan orang lain
sebagai bentuk pemeliharaan dari memerdekakan budak.

Redaksi, "Perbuatan tersebut membatalkan hak penerima
gadai dari kepercayaan," yaifu berh.rjuan unfuk memelihara dari
menyaunkan dan meminjamkannya. Redaksi, "Tanpa penerima
gadai" adalah sebagai bentuk penjagaan darinya jika dia
mengizinkan.

Apabila barang gadaian berupa budak, lalu dimerdekakan
oleh penggadai tanpa seizin penerima gadai, maka AsySyafi'i
mengatakan dalam Al Umm: Apabila dia seorang 5rang kaya maka
dia boleh memerdekakannya. Namun apabila dia miskin, maka ada
dua pendapat Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i mengatakan dalam At
Qadim: Atha' berkata, "Tidak terlaksana pemerdekaan budak
terssebut, baik dia kaya maupun miskin," dan ada pula safu
pendapat ulama pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang juga

dinyatakan demikian. Kemudian dia berkata, "sebagian ulama
madzhab kami berpendapat bahwa pemerdekaan ifu terlaksana
apabila dia kaya dan tidak terlaksana apabila dia miskin."

Ulama madzhab kami berbeda pendapat dalam runutan
pendapat madzhab. Abu Ali Ath-Thabari dan hnu Qaththan
mengatakanr Dalam masalah ini ada tiga pendapat Asy-Syafi'i:
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Pertama: Berlangsung memerdekakannya baik dia kaya

maupun miskin.

Keduar Tidak berlangsung, baik dia kaya maupun miskin.

Ketiga: Berlangsung apabila dia miskin, dan cara inilah
yang dipilih oleh Asy-Syafi'i dan hnu Ash-Shabbagh.

Mengatakan: Pasal: Apabila dia meuraqafkan
barang gadaian, maka ada dua pendapat ulama fihh
Aql-Syafi'i.

Pertama: Dia seperti memerdekakan karena
menjadi hak Allah & yang tdak dapat digugurkan
setelah ketetapannlra, sehingga menjadi seperti
memerdekakan budak.

Kedua: ndak sah, karena merupakan
penggunaan yang fidak dapat menjadi milik or.rng lain.
Sehingga hal tersebut tidak sah, layaknya jual beli dan
hibah.

Penjelasan: Hulmm: Apabila penggadai memanfaatkan

sang budak dengan selain memerdekakan seperti menjual,

menyewakan, menghibahkan, mevuaqafkan dan lainnya, maka hal

itu bathil. Karena penggunaan tersebut membatalkan hak
penerima gadai dari perjanjian dimana hal tersebut tidak sah tanpa

didasari izin penerima gadai seperti men-fasal<h al<ad gadai.

Apabila izin penerima gadai memberi izin, maka pemanfaatannya

itu sah. Tetapi gadainya batal. Karena dia telah memberikan izin
yang meniadakan hak,la. Maka akad gadai ifu batal lantaran
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perbuatannya, seperti memerdekakan budak Apabila seseorang

mengawinkan ibu yang digadaikan maka itu tidak sah. Ini
merupakan ma&hab kami. Madzhab Malik dan Ahmad. Wallahu

a'lam.

AslrSyirazi *b berkata PasaL Diantara hal yang
dilarang dilakukan oleh seorang penggadai karena
hakngTa penerima gadai adalah seperti menyefubuhi
sang budak, mengawininya dan 57ang lainn37a. Apabila
diizinkan oleh penerima gadai maka penggadai boleh
melakukan ifu semua, karena pelarangan adalah hak
penerima gadai, sehingga hak itu hilang dikarenakan
izinnya- Diantara hal yang batal karena hak penerima
gadai adalah menjual, memerdekakan budak dan
lainngla. Namun apabila semua perbuatan ifu dilakukan
dengan seizin penerima gadai, maka hukumnya sah,
karena batalqn akad gadai lantaran adanya penerima
gadai, sehingga sah hukumngTa dengan seizinnln-
Apabila penerima gadai mengizinkan unfuk menjual
atau memerdekakan budak, kemudian mencabut
kembali ucap:lnnya sebelum penggadai menjual atau
sebelum memerdetafannf maka penggadai tidak
boleh menjualngn atau memerdelelnnnya, karena
dengan penerima gadai mencabut ucapannya berarti
izinnya telah gugur, dan seolah-olah penerima gadai
tidak mengizinkan. Apabila penggadai tidak mengetahui
pencabutan ucapan penerima gadai tersebut, lalu dia
menjual atau memerdekakan budak tersebut, maka
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dalam kasus ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-
Syafi'i:

Pendapat pertama: Izinnya gugur, dimana
menjadi seolah-olah meniual atau memerdekakan tanpa
izin.

Pendapat kedua: Izinnya fidak gugur berdasarkan
atas dua pendapat Ary-Spfi'i dalam permasalahan
wakil ketika dipecat oleh muwal*il (yang mewakilkan)
dan si wakil tidak mengetahui perihal pemecatan itu
sampai dia melakukan perbuatan berkaitan hal 1nng
diwakilkan tersebut.

Penjelasan RedalsionaL Pembahasan pada pasal

sebelumnya sudah cukup unhrk menjelaskan berbagai hal ini.

Aslrsyirazi *b mengatakan: Pasal: Apabila
penerima gadai memberi izin kepada penggadai dalam
memerdekakan budak, lalu penggadai merdekakan
budak tersebut, atau berkenaan hibah, lalu penggadai
menghibahkannya dan menyerahkannya, maka akad
gadainya batal, karena ifu merupakan perbuatan yang
meniadakan tunfutan adanya jaminan yang dilakukan
dengan seizin penerima gadai. Sehingga batallah
jaminan karena hal tersebut.

Apabila orang tersebut diberikan izrn untuk
meniualnya dalam jual beli, maka itu fidak lepas dari
dua hal, ada kalanya pada utang yang tiba masa
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pembayarannya atau utang yang ditangguhkan. Apabila
terjadi pada utang yang telah tiba masa
pembayaranDg?, maka hak penerima gadai bergantung
dengan harganln, dan dia wajib membalar utang
darinSa, karena tunfutan gadai adalah menjualnya dan
meminta hak darinya.

Apabila terjadi pada utang lpng ditangguhkan,
maka harus ditinjau kembali; Apabila izinnya mutlak
(bebas), lalu orang ifu menjual sang budak, maka
batallah gadainln dan gugur haknya dari penjaminan
tersebut. Karena ifu merupakan perbuatan pada barang
gadaian yang tidak berhak untuk penerima gadai
lakukan dengan seizinnya, sehingga akad gadai menjadi
batal. Sebagaimana apabila memerdekakan dengan
seizinnya. Dan apabila memberi izin dalam penjualan
dengan syarat harganya menjadi barang gadaian, maka
terdapat dua pendapat Asy-Syaf i.

Di dalam AI ImIa' dinyatakan bahwa itu sah.
Alasannya adalah, seandainyla dia mengizinkannya
untuk menjual budak (barang) tersebut setelah jatuh
tempo dengan qlarat bahwa harga penjualannya
sebagai gadaian sampai dia melunasi utangDgd, maka
boleh untuk dilakukan.

Di dalam Al Umm din3;atakan fidak sah. Karena
apa y.rng dijual dengannya fidak diketahui harganya.
Sedangkan menggadaikan barang yang fidak diketahui,
hukumnya tdak sah.

Apabila persyaratan batal, maka batal pula
menjualnya. Karena dia mengizinkan unfuk menjualnya

138 ll ,U Uoj*u'SyoahAl Muhadzdzab



dengan syarat ini, sedangkan syaratnya tidak tetap,
sehingga tidak sah penjualannya.

Apabila dia memberi izin dalam penjualan dengan
syarat utangnya ditangguhkan, lalu dia menjualnya,
maka penjualannya fidak sah.

Al Muzani mengatakan: Batal perqlaratannya dan
sah akadnya. Karena dia merupakan syarat rusak yang
mendahului jual beli, sehingga dia fidak menolak
keabsahannya. Sebagaimana apabila dikatakan pada
seseorerng, "Juallah barang ini dan bagimu
sepersepuluh dari harganya-" Ini adalah kelim, karena
pemberian iz:rn padanya itu dengan syarat agar
pembaSnran utang dapat disegerakan, sedangkan
menyegerakan utang itu fidak diserahkan padanSn.
Maka apabila perqlaratan fidak diserahkan padanln,
izinngra batal sehingga jual belinSp terjadi tanpa ada
izin. Berbeda dengan masalah wakil, karena dia tidak
menjadikan gantinya sebagai balasan izin. Hanya saja
dia menjadikannya sebagai balasan jual beli, sedangkan
disini dia menjadikan penyegera.rn utang sebagai
balasan izin.

Apabila batal penyegera:rn utang, maka batal pula
izinnya. Dan penjualan tanpa seizin penerima gadai
batal.

Diriwayatkan dari Abu Ishaq, bahwa dia berkata
dalam masalah ini, ada pendapat Asy-Syafi'i lain yang
menyatakan bahwa penjualannya sah, dan harganya
menjadi gadai, sebagaimana apabila memberinya izin
dalam menjual dengan qnrat harganya menjadi gadai.
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Penjelasan Redaksional:

Hukum: Penjelasannya telah dipaparkan dalam pasal-

pasal terdahulu.

Ary-Syrrazi e mengatakan: PasaL Hal-hal yang

dibufuhkan oleh gadaian seperti nafkah, pakaian,

makanan ternak dan lainnSn menjadi kewajiban
penggadai, karena hadits yang diriwayatkan Abu
Hurairah rg menyatakan bahwa Nabi $ bersabda,

,sit *s $y u< sy yili, 5r" )ALs

.Afr13 tfi Si
'(Punggang binatang) dapat ditunggangi dengan

pemberian nafkahnyn apabila digadail<an, dan waiib
bagt Wng menaiki dan minum flrflrnp unfuk
menaflahingn."

Orang yang menaiki dan meminum susun ta

adalah penggadai, sehingga dia wajib menafkahinya
lantaran barang dan manfaatnya atas kepemilikannya
itu, maka nafkahnln wajib ditanggung olehnya.

Apabila yang digadaikan itu perlu minum obat

atau dibuka uratnya, narnun terhalang, maka tidak
boleh dipaksa karena kesembuhan di tangan Allah &-
Dan terkadang kesembuhan datang tanpa dikeluarkan
darahnya dan tanpa obat. Berbeda dengan nafkah,

140 ll ,u u"i*rr'SyoaltAl Muhadzdzab



maka tidak bisa kekal tanpa nafkah, sehingga harus
dilaksanakan.

Penjelasan Redaksional: Hadits Abu Hurairah rg ini

diriwayatkan oleh Jamaah selain Muslim dan An-Nasa'i, dan dalam

salah satu riwayat disebutkan dengan redaksi,

llS& Gy;r &'rlyi3.rlst * .til

.^fri3 +fr6;it &s+.;.3!tt
"Apabila binatang digadaikan, mal<a penerima gadai wajib

menanggung . Dan air susunya boleh diminun. Dan
bagi yang meminumn5m wajib menall<ahin5n."

Al Hafi& mengatakan dalam Talkhish Al Habir "Dan ini
lebih sempuma." Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud

dengan lafa& 5njlibu (membawa) pada tempat ytsSr-abu (minum).

Hukum: Biaya (tanggungan) barang gadaian itu bempa

makanannya, pakaiannya, tempat tinggalnya, penjaganya, tempat
yang terjaga, gudangnya dan menyewakan (garasi) untuk mobil,
karena Nabi $ bersaMa,

u?*srtil yr[$gr
'Gadai itu milik penggadai, dia mendapat keunfungannya

dan wajib memba5nr ganti ruginya." Inilah pendapat yang

dipegang oleh Imam Malik, Ahmad Al Anbari dan Ishaq bin
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Rahawaih. Sementara Abu Hanifah berpendapat bahwa biaya

tempat tinggal dan penjaganya ditanggung oleh penerima gadai,

karena itu merupakan biaya penahanan dan penerimaan gadai.

Namun dalil kami adalah sabda Nabi $,

U? *S'^*ds,t^y:f bryl
"Omng 5nng menggadail<an ifu adakh tnng menggadail<an

bnng gadaiann5n, bagin5n kannfungann5n dan ganti rugntn
dibnggung olehn5n. " Dan karena gadai ifu milik penggadai, maka

dia wajib menanggung tempat tinggalnya dan menjaganya seperti

selain gadai.

Cabang: Apabila budak yang menjadi gadaian itu kabur,

maka upah bagi orang lrang mengembalikan ditanggung oleh
penggadai.

Inilah pendapat pdg dipegang oleh Ahrnad bin Hanbal dan

sahabatirya. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa adanya

sekedar amanat ditanggung oleh penggadai sementara adanya

sebagai jaminan ditanggung oleh penerima gadai. Apabila

dibutuhkan unfuk pengobatannya karena sakit atau luka, maka hal

itu wajib ditanggung penggadai.

Abu Hanifah barkata, "Hd ifu seperti upah oftmg yang

mengembalikan budak 1;ang kabur, dan hal ifu dibangun atas

asalnya bahwa tangan penerima gadai adalah tangan tanggungan

seukuran utang yang ada di dalamn5ra. Dan selebihn5a merupakan

amanat yang ada padan1n."
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Cabang: Apabila barang gadai itu butuh bekam atau

binatang yang menjadi gadaian membufuhkan taudij, yaitu

membuka urat darah di leher sampai berdarah, yaifu dua urat yang

tebal dari dua sisi lubang leher, atau tabzigh, yaifu membuka
telapak kaki binatang, maka hal itu hams seizin penerima gadai.

Apabila dia tidak mengizinkan atau mengizinkan tetapi penggadai

menolak bekam dan mengobatinya, maka salah satunya tidak

boleh memaksa, penggadai atas pengobatan dan penerima gadai

atas izinnya.

Demikianlah pendapat yang dianut oleh Imam Ahmad dan
sahabatrya kecuali Qadhi Abu Bakar, karena beliau berkata,
"Penggadai boleh melakukan ih-r tanpa seizin penerima gadai

karena dia boleh mengobati miliknya-" Dan dia berkata, "Apabila

penerima gadai ingin mengobatinya dengan sesuatu yang

bermanfaat dan tidak khawatir mernbahalnkan, maka tidak boleh
dicegah, karena di dalamnya terdapat perbaikan haknya dengan

sesuatu yang Udak mernbahayakan yang lain. Apabila
dikhawatirkan ada bahaya, maka tidak bisa, karena di dalamnyra

terdapat bahaya pada hak orcmg lain."

AsySyirazi & mengatakan: PasaL Apabila budak
yang digadaikan melakukan findal<an kriminal dengan
seizin tuannya, maka hanrs ditinjau kembali- Apabila
budak tersebut sudah baligh dan berakal, maka
hukumnya seperti hukum melakukan kriminal tanpa
seizin fuannya dalam masalah qishas dan ganti rugi.

Berdasarkan keterangan yang kami jelaskan, tidak
ada yang dikaitkan dengan fuannya kecuali dosa, akan
tetapi dia (tuannrc) berdosa telah mengizinkan
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perbuatan tersebut, karena hadits yang diriwayatkan
dari Nabi g menyebutkan,

.*rt*, b b,T #',i-6.v#ryqt&
'Elarangsiapa Wng menolong membunuh seorang

muslim walaupun dengan separuh lralimat, maka datang
di Hari Kiamat dalam keadaan tertulis di depanngn
sebagai orirng tnng terputus dari rahmat AIIah. "

Apabila budak tersebut belum baligh, maka harus
ditinjau kembali. Apabila dia sudah tamyiz (bisa
membedakan) bahwa fidak boleh patuh pada tuannya
dalam membunuh, maka hukumnS;a seperti orang yang
sudah baligh dalam semua hukum yang telah kami
sebutkan kecuali qishas, karena qishas fidak wajib atas
anak kecil. Apabila anak kecil yang fidak tamyiz atau
'ajami (non aiab) yang tidak mengerti bahwa patuh
pada tuannya dalam membunuh tidak boleh, maka
perbuatan kriminalnSla itu tidak berkaitan dengan
perbudakannya, tetapi hukum jinayalrnya (kriminal)
berkaitan dengan tuannya. Apabila dia kaya maka boleh
mengambil ganti rugi darirylia- Dan apabila dia miskin,
maka AslrSyafi'i ab berpendapat bahwa budak tersebut
hendaknya dijual untuk membagar ganti rugtr jinaya|
nlla.

Sementara sebagian ulama madzhab kami ada
yang membawa kasus itu pada zhahirnya, dan
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berpendapat bahwa budak tersebut harus diiual, karena

dia secara langsung melakukan iinayat, maka harus

dijual kala itu.

Sebagian mereka ada yang berpendapat, bahwa

budak tersebut tidak boleh diiual karena pembunuh

sebenamya adalah tuannya. Dia hanyalah alat, seperti
pedang dan lainnya, sehingga pendapat Asy-Syafi'i
Asy-Syafi'i & diarahkan, bahwa dia menghendaki jika

ada saksi bahwa dia telah membunuhnya, lalu fuannya
berkata, 'Aku yang menyrruhnya.'

Kemudian dia mengatakan bahwa ganti ruginya
diambil darinya apabila kaya dengan hukum
pengakuannya. Apabila dia miskin maka budaknya
dijual dengan zhahirnln sal$i. Wallahu a'lam.

Pasal: Apabila terjadi perbuatan kriminal atas

budak yang digadaikan, maka bantahan dalam iinayat
(kriminal) adalah penggadai, karena dialah pemilik
budak tersebut apabila wajib menggantinya. Sehingga
apabila seseor.rng dituduh, bahwa dia berbuat kriminal
pada budak tersebut, lalu dia mengingkarinln,
sementara tidak ada saksi, maka ucapan yang diterima
adalah ucap.rn terdalnpa disertai sumpahnya. Apabila
dia tidak mau bersumpah, maka sumpahnya

dikembalikan pada penggadai.

Apabila penggadai tidak mau bersumpah apakah
sumpah di kembalikan pada penerima gadai? Dalam

kasus ini ada dua pendapat AsySyafi'i, berdasarkan
dua pendapat Asy-Syafi'i dalam masalah muflis (orang

yang jatuh miskin).
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Apabila dikehendaki sumpahnya, lalu dia tidak
mau, maka apakah sumpahnya dikembalikan kepada
gharim (pemberi utang)? Maka dalam kasus ini ada dua
pendapat AqlSyafi'i:

Pertama: Tidak dikembalikan pada gharim karena
dia tidak menuduh

Kedua: Dikembalikan, karena ada hak baginya
pada sesuafu yang ada lantaran sulnpah itu, sehingga
dia seperti pemilik barang.

Apabila terdalnpa mengaku, atau ada saksi yang

memberatkan, atau dia tidak mau bersumpah dan
penggadai lnng bersumpah atau penerima gadai

menurut salah safu dua pendapat AslrSyafi'i, maka
apabila tindakan kriminal mengharuskan qawad (siksa)

maka penggadai boleh memilih antara membalas atau
memaafkan.

Apabila membalas, maka akad gadai batal.
Apabila dia berkata, 'Aku tdak membalas dan tidak
memaafkan." Maka ada dua pendapat ulama fikih Asy-
S3nfi'i-

Abu Ali bin Abu Hurairah berkata, 'Penerima
gadai boleh memaksa penggadai memilih qishas atau
mengambil uangnya, karena penerima gadai punya hak
mendapatkan gantinya, sehingga penerima gadai boleh
memaksanya untuk kepastianngta.'

Abu Al Qasim Ad-Daraki mengatakan: Apabila
kami katakan bahwa hal yang wajib dilakukan karena
pembunuhan berencana ifu adalah qawad (siksa) maka
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dia tidak memiliki hak memaksanya, karena apabila dia
memiliki hak menggugurkan qishas niscaya memiliki
hak mengakhirkannya lebih utama. Apabila kami
katakan bahwa lpng wajib adalah salah satu dua
perkara, maka dia boleh dipaksa untuk kepastiannp
karena dia memiliki hak, yaitu qishas. Sedangkan
penerima gadai memiliki hak, yaitu uang. Sehingga
harus ada kepastian.

Apabila dia memaafkan atas u.lngnlra atau
pembunuhan Uinayal yang terjadi karena
ketidaksengajaan, maka wajib diberikan ganti rugi. Dan
hak penerima gadai berkaitan dengan ifu karena ganti
rugi adalah pengganti barang gadaian. Maka hak
penerima gadai berkaitan dengannSn.

Apabila penerima gadai menggugurkan haknya
dari sebuah jaminan, maka itu bisa gugw, karena
seandainya gadai masih ada, lalu penerima gadai
menggugurkan haknya dari membalnr ganti rugi itu
sendiri, maka hak tersebut bisa gugur. Demikian juga

apabila menggugurkan dari gantinSn.

Apabila penerima gadai membebaskan pelaku
kriminal dari ganti rugr, maka pembebasannya tidak
sah, karena dia tidak memiliki sang budak tersebut
sehingga pembebasannya tidak terlaksana.
Sebagaimana apabila penggadai masih ada, lalu
menghibahkanq;a. Apabila dengan pembebasan ini,
lantas apakah berarti haknya gugur dari perjanjian
tersebut? Di sini ada dua pendapat ulama fikih As11

Syafi'i.
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Pendapat pertama: Batal, karena pembebasan

sang budak mengandung pembatalan haknya dari
perjanjian tersebut, sehingga apabila gugur pembebasan

tersebut, sesuafu yang terkandung berupa pembatalan
perjanjian tersebut tetap ada.

Pendapat kedua: Tidak batal, karena lpng
membatalkan adalah pembebasan, sedangkan
pembebasan sang budak tersebut tidak sah, sehingga
fidak batal apa yang terlrandung di dalam perjanjian
tersebut- Apabila penggadai membebaskan diri dari
ganti mgl, maka pembebasannya sang budak fidak sah,

karena membatalkan hak penerima gadai dari
perjaniian yang ada tanpa ridhanya. Sehingga hak itu
fidak sah. Sebagaimana apabila barang gadaian itu
masih ada, lalu ingin dihibahkan, maka apabila
penggadai membebaskan kemudian melunasi utang
pada penerima gadai, atau penerima gadai

membebaskan utangn3n apakah pembebasan penggadai

kepada pelaku kriminal dari ganti rugi dapat
berlangsung? Dalam kasus ini ada dua pendapat ulama
fikh AslrSyafi'it

Pendapat pertama: Dapat berlangsung, karena
menolak ganti rugi ihr mempakan haknS2a penerima
gadai, sedangkan haknya penerima gadai sudah hilang,
maka pembebasan penggadai ifu berlangsung.

Pendapat kedua: fidak dapat berlangsung, karena
kami menghukumi batalnp pembebasan itu, maka tidak
boleh menghukumi sah setelah menghukumi batalnya.
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Sebagaimana apabila menghibahkan harta orang lain
lalu dimilikinya.

Apabila penggadai dan pelaku kriminal berdamai

atas binatang atau benda yang lainnya tanpa ridha
penerima gadai, maka itu fidak boleh dilakukan, karena

hak penerima gadai itu berkaitan dengan harga budak,

sehingga tdak boleh menggugurkan hak penerima
gadai pada ganti binatang atau benda lain tanpa
ridhanya. Sebagaimana apabila barang gadai masih

ada, lalu ingin dijual oleh penggadai tanpa ridha
penerima gadai.

Apabila penerima gadai ridha dengan perdamaian

tersebut, lalu penggadai berdamai atas binatang yang

berkaitan dengan hak penerima gadai dan diserahkan
kepada or:rng lpng menerima gadai agar stafus

binatang tersebut menjadi barang gadaian

menggantikan budak; apabila binatang ifu termasuk
mempunyai manfaat, maka manfaat tersebut hanya

dimiliki oleh penggadai.

Apabila barang gadaian tersebut yang dapat
bertumbuh kembang, maka perkembangan tersebut

hanf dimiliki penggadai. Sebagaimana penggadai

memiliki sendiri manfaat dan perkembangan asat

gadaian. Apabila yang digadaikan itu berupa budak
perempuan, lalu terjadi tindakan kriminal pada dirinya,
sehingga menggugurkan ianin, maka dia waiib
membayar sepersepuluh harga ibtrnya dan sepersepuluh
ifu tidak termasuk gadai karena jumlah itu meniadi
pengganti dari anaknya. Sedangkan anaknSa fidak
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termasuk barang gadaian, sehingga penggantinya
keluar dari gadai.

Apabila yang digadaikan itu berupa binatang, lalu
dia melahirkan anaknSTa dalam keadaan mati, maka dia
wajib menggarrti kekurangan harga induknya dan dia
menjadi gadaian, karena menjadi pengganti dari bagian
barang lrang digadaikan. Apabila dia melahirkan dalam
keadaan hidup kemudian mati, maka ada dua pendapat
Asgl-SSrafi'i:

Pendapat Pertama: Dia wajib memberikan harga
anak binatang dalam keadaan hidup karena
memunghnkan unhrk diuangkan, sehingga menjadi hak
penggadai.

Apabila penggadai memaafkanngn, maka
pemberian maafnln itu sah.

Pendapat Kedua: Dia wajib memberikan paling
banpknSTa dua perkara, berupa harga anak binatang
dalam keadaan hidup atau apa !rurg kurang dari harga
indukqn. Apabila harga anak binatang dalam keadaan
hidup lebih mahal, maka hal ihr wajib ditanggung
penggadai dan baru pemberian maafqn menjadi sah.
Sementara apabila anak binatang tersebut melebihi dari
harga induknya lebih, maka dia menjadi gadaian.

Pasal: Apabila terjadi tindakan kriminal pada
budak lpng digadaikan, dan tidak diketahui siapa
pelakunya, lalu ada seseorang lrang mengaku sebagai
pelakun5ra, maka apabila penggadai membenarkannya
sedangkan penerima gadai tidak, maka ganti rugin5ra
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adalah hak penggadai, sedangkan penerima gadai tidak
memiliki hak.

Apabila penerima gadai membenarkanya
sedangkan penggadai fidak, maka ganti ruSinya menjadi
barang gadai pada penerima gadai- Apabila penggadai
tidak mau membayar utang, maka penerima gadai

boleh meminta hakry;a dari ganti rugi tersebut. Apabila
utangnya dilunasi atau dibebaskan oleh penerima gadai,
maka ganti rugrnF dikembalikan kepada orang yang
mengakui.

Penielasan RedaksionaL Hadits

ar i y",K n,/y ,y e6d t
.irrfr:yUl ia*'e.u.*

'Barangsiapa Wng mqnbanfu membunuh orang mukmin

dengan sebagian kalimat maka dia akan bertqnu Alkh dengan

bertulisan di anbn kdua mabnSn, 'Onng tang tidak pun5a

hanpan dari mhmat Allah'. " Driwayatkan oleh hnu Majah dari

hadits Az-Zuhn dari Said bin Musa3yib dari Abu Hurairah 4S, dan

juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi. Di dalam sanadnya ada Yazid

bin Ziyad, dia adalah periwaSnt yang lemah.

Hadits ini juga telah diriwayatkan dari Az-A)hn secara

mu'dhal yang diriwa5ntkan oleh Al Baihaqi dari jalur Faraj bin

Fudlalah dari Adh-Dhahhak dari Az-Zuhri yang meriwayatkannya

secara marfu'. Namun Faraj dianggap dha'rf Bahkan hnu Al Jauzi

berlebihan, kemudian dia menyebutkannya dalam Al Maudhu'at
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akan tetapi dalam masalah ini dia mengikuti Abu Hatim, dia

berkata dalam Al llal, 'Riwayat Faraj itu bathil dan palsu."

Abi Nu'aim dalam Al Hilyah meriwayatkan dari jalur Hakim

bin Nafi, dari Khalaf bin Hausyab dari Al Hakam bin Uyainah dari

Sa'id bin Al Musa3ryib, "Aku mendengar Umar ig menyebutkan

pemyataan ini, lalu dia menyebutkan kelanjutan hadits tersebut."

Dia berkata, "Hakim meriwayatkan hadits ini secara ghartb dari

Khalaf." Sementara itu Ath-Thabari meriwayatkan hadits ini dari

hnu Abbas ig dengan makna hadits yang sama. hnu Al Jauzi

menyampaikannya dari jalur lain, diantaranya dari Abu Sa'id Al

Khudri dengan lafa& yang di-mutab'alrl<an. Seperti inilah yang

disampaikan oleh AI Hafi& dalam At-Talkhish, kemudian dia

berkata, "Akan datang sang pembunuh di Hari Kiamat dalam

keadaan tertulis di antara kdua matanya '.orang yang pufus

harapan dari rahmat Allah &'."

Al Hafizh menilai hadits ini cacat karena Atyah Al Aufi

dan Muhammad bin Utsman bin Abu Syaibah. Muhammad tidak

berhak menghukumi atas hadits-haditsnya dengan hadits palsu.

Sedangkan Atiyah adalah periwa5nt yang lernah. Tetapi haditsnya

dianggap hasan oleh At-Tirmidzi.

Peringatan: Al-Khattahabi mengatakan: hnu Uyainah

berkata, "Separuh kalimat seperti berkata 'Bun' dari ucapan

'Bunuhlah'!" Al Munawi berkata, "Hadits tersebut adalah sindiran

bahwa dia seperti orang kafir, karena tidak ada Srang terputus

harapan dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Ini

merupakan teguran dan memperburukkan. Atau 5nng dimaksud

adalah keadaan seperti ini gnng akan terus berlangsung sampai dia

disucikan dengan api neraka, kemudian dia keluar darinya."
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Al Hifni berkata, "Apabila menganggap halal pada

pembunuhan, maka dia dihukum kafir." Menurutku: Apa yang

telah berlalu dari beberapa pasal, maka sesuai dengan pendapat

ulama fikih AsrSyafi'i-n5n.

AqrSyirazi ab mengatakan: PasaL Apabila barang
gadaian berupa jus, kemudian berubah menjadi khamer
di tangan penerima gadai, maka hilanglah milik
penggadai dari penerima gadai dan pergadaian batal
karena jus ifu sudah menjadi barang yang diharamkan,
yang tidak boleh dipergunaton. Sehingga
kepemilikannya menjadi hilang dan pergadaiannya pun
batd, seperti binatang apabila mati-

Apabila berubah menjadi cuka, maka kembali
menjadi milik penggadai. Karena kembali menjadi
barang mubah yang boleh dipergunakan, maka
kepemilikan kembali pada penggadai, seperti kulit
bangkai ketika sudah disamak. Dan kembali menjadi
gadaian, karena kembali kepada milik yang semula.
Dalam kepemilikan yang semula menjadi gadai,
sehingga kembali menjadi gadaian.

Apabila yang digadaikan berupa binatang, lalu
mati, dan penggadai mengambil kulitryp serta
menyamaknya, maka apahah gadainln kembali? Ada
dua pendapat ulama fikih Aq1S3;afi'i.

Abu Ali bin Khairan berkata, 'Kembali menjadi
barang gadaian, sebagaimana apabila menggadaikan
jus, lalu menjadi khamer, kemudian menjadi cuka.'
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Abu Ishaq berkata, "Gadai tidak dapat kembali.
Karena kepemilikan kembali padanya disebabkan
pengobatan dan sesuafu yang dilakukan oleh
penggadai, sehingga fidak kembali menjadi gadaian.
Lain halnya kharner, karena khamer menjadi cuka
tanpa ada makna dari arahnya."

Penjelasan Redalrsional

Hukum: Apabila penggadai menggadaikan jus, maka

gadaiannya sah seperti pakaian. Dan karena kebanyakan sesuafu

png ada padanya, bahwa dia khawatir rusaknya perasan tersebut.

Seperti berubahnSn menjadi khamer dan gadaiannya menjadi

rusak. Dan hal ihr tidak mencegah sahn3a gadai, seperti binatang

yang boleh digadaikan, dan ada kernungkinan bisa mati.

Apabila seseorang menggadaikan jus, lalu benrbah menjadi

cuka atau menjadi sesuafu yang ban5akn5ra tidak memabukkan,

maka gadaian tetap seperti keadaan semula. Karena perasan ifu

benrbah pada keadaan yang tdak mengeluarkannya dari

keberadaannln sebagai harta. Sehingga fidak dapat

mengeluarkannp dari gadaian. Sebagaimana apabila

menggadaikan budak muda kernudian menjadi fua.

Apabila seseorang menggadaikan jus (anggur), Ialu menjadi

l<haner, maka kepernilikan penggadai hil*g, dan gadainln batal.

Abu Hanifah & dan para ulama madzhab Hanafi; sahabat-

sahabatr5n berpendapat bahwa tdak hilang kepernilikan

penggadai darinln, dan gadai tidak batal. Karena bisa jadi masih

mempunyai harga.
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Dalil kami adalah keberadaannya sebagai khamer

mencegah sahnya penggunaan dan orang yang merusaknya harus

menggantinya, sehingga kepemilikan dan gadai batal seperti

matinya kambing. Apabila ini terjadi, maka wajib ditumpahkan,

apabila nrsak, sehingga tidak ada pembicaraan ulama tentang hal

ini. Dan penerima gadai tidak boleh melakukan l<h$ar (memilih)

dalam penjualan apabila mens5aratkan gadai di dalamnya -apabila

terjadinya penrbahan saat ada di tangannya-, karena kerusakan

terjadi di tangannya.

Dan apabila khamer berubah menjadi cuka dengan

sendirinya tanpa penanganan, maka kepemilikan adalah bagi

penggadai tanpa ada pertentangan, dan gadai kembali kepada

penerima gadai. Karena kami menghukumi hilangnya kepemilikan

penggadai dan batalnya gadai dikarenakan terjadinya sifat

memabukkan. Sedangkan sifat itu telah hilang tanpa meninggalkan

najis. Sehingga wajib kembali pada kepemilikan yang lalu seperti

semula.

Apabila dikatakan, "Tidakkah apabila akad ihr batal berarti

tidak sah sampai dimulai kernbali, sedangkan gadai telah batal,

bagaimana bisa kernbali tanpa ada akad lnng baru?"

Ada ulama Snng men5ntakan: Sesungguhnya hal itu terjadi

apabila akadnlra rusak. Apabila akadnya sah untuk pertama

kalinya, kemudian terjadi sesuafu yang mengeluarkan dari hukum

akad. Maka jika makna tersebut hilang, maka akad kembali sah.

Sebagaimana kami katakan bahwa apabila isfuinln orang kafir

masuk Islam, rnaka haram menyetubuhingn, tapi apabila suaminya

masuk Islam sebelum habis masa iddahnla, akadnya kembali

seperti semula. Demikian juga apabila suami istri atau salah

safun5n murtad.
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Apabila khamer berubah menjadi cuka karena perbuatan

manusia, maka dia bisa menjadi suci, bahkan sifat khamenya
hilang, dan menjadi cuka yang najis, maka tidak halal digunakan

unfuk penyedap makanan. Sementara kepemilikan serta gadainya

Udak kembali. Abu Hanifah berkata, *Cuka itu suci, halal diminum

dan gadainya tetap seperti keadaan sernula."

Dalil kami adalah, hadits yang diriunyatkan oleh Abu
Thalhah rg dia trerkata: Ketika ayat pengharaman khamer turun,

aku bertanga, "Wahai Rasulullah aku punln khamer milik anak

lratim yang met rarisinya." Rasulullah bersabda,'Buanglahl" Aku
berkata, "Tidakkah aku bisa membuatrSn cuka?" Rasulullah

bersaMa, "Tidak." Kemudian beliau melarang pembuatan cuka

dan ini berindikasi pada pengharaman. Apabila ada seseorang

punln khamu,lalu dibuang, kemudian diambil oleh orang lain dan
menjadi cuka saat di tangannya, atau diberikan kepada orang lain,

kernudian menjadi cuka di tangan orang tersebut, maka disini ada

dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i..

Pendapat Pertama: Dantara ulama kami ada yang

berpendapat bahwa dia menjadi milik orang yang menjualnya.

Karena kembali kepada kepemilikan lang terdahulu. Dimana

kepemilikan itu bagi lrang membuang. Hal ifu seperti orang yang

mug-ghashab l<hamer dari. seseorang dan menjadi cuka di

tangannya.

Pendapat Kedua: Menjadi milik orang lnng mengambilnya,

karena apabila, pemilik khamqtersebut menumpahkannya, maka

dia tidak mernilikinyra. K€fika dikumpulkan oleh orang lain, maka

dia 3nng menjadi pemiliknya. Pendapat pertama lebih shahih.

hnu Ash-Shabbagh berkata, "Apabila penggadai

menggadaikan jus, kemudian menjadi khamer saat di tangan
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penggadai sebelum diterima penerima gadai, maka gadaiannya

batal. Apabila kembali menjadi cuka, gadaiannya udak bisa

kembali, berbeda apabila gadaiannya telah diterima penerima

gadai, karena gadaian benar-benar teriadi dan menjadi perkara

yang mencegah untuk memiliki."

Demikian juga apabila seseorang membeli ius, lalu menjadi

khamer di tangan penjual, dan kembali menjadi anka, maka

akadn5a rusak dan tidak menjadi milik pembeli dengan kembalinya

menjadi cuka. Perbedaan antara jual beli dan gadai, bahwa gadai

dapat kembali karena ikut kepada kepemilikan penggadai.

Sedangkan disini kembali kepada kepemilikan penjual karena tidak

ada akad."

Cabang: Apabila seseorlng menggadaikan kambing pada

seseorang, dan menyerahkannya kepada penerima gadai, lalu

kambing itu mati, maka hilanglah milik penggadai dan akad

gadaiannya ifu batal. Karena kambing ifu sudah tidak termasuk

harta.

Apabila penggadai mengambil kulitnSra dan menSramaknya,

maka dia dapat memiliki kulit tersebut tanpa khilaf. l-antas apakah

kembali menjadi Sadai?

Ada dua pendapat ulama fikih Aqrsyafi'i.' Ibnu Khairan

mengatakan bahwa sesungguhnya bisa kembali sebab

penanganannya dan makna yang dibuatrya. Berbeda dengan

khamer.

Abu Ishaq ditan5ra tentang seseorang Snng karnbingrrya

mati, lalu datang orang lain gang mengambil kulitnyra kemudian

menyamaknla.
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Dia pun menjawab, "Apabila pemilik tidak membuang

kambingnya, maka kulitnya milik pernilik kambing, bukan milik
penyamak. Karena kepemilikan walaupun kembali dengan makna

yang dilakukan oleh penyamak, han5a saja tangan pemilik masih

tetap atas kulihp dan dibolehkan melakukan upala perdamaian.

Apabila kulit itu di-ghasab oleh seseorang, lalu disamak,

maka tidak berpindah kepernilikannya. Sebagaimana apabila dia

memiliki anak anjing yang ingin diaiari berburu lalu di-giasab oleh

orang dan diajarinya, maka orang yang dr-ghasab lebih berhak,

karena tangan orang yang di-ghasaD tetap atas anak anjing yang

di-ghasab;'

Dia berkata, "Sedangkan apabila kambingn5a dibuang ke

tempat sampah oleh pemilil,crya, lalu diambil oleh seseorang dan

disamak olehnya, maka dia dapat memilikinya karena sang pemilik

telah menghilangkan kepemilikannya."

Dia pemah ditanSa, "Bukankah orang lang memagari

tanah mati (tak bertuan) lebih berhak dengan menghidupkannya

(menanaminya) daripada yang lain. Kemudian datang orang lain,

dan menghidupkannlra, maka apakah dia dapat memilikinSa?"

Dia pun menjawab, "Perbedaan antara keduanya, bahwa

orang lrang memagari tanah mati menjadi berhak dengan makna

pengaruh di dalamnln, lnitu pemagaran tersebut. Sedangkan

tangan (kepernilikan)nya lernah karena dapat terjadi pergantian

milik.

Apabila terdapat sebab milik, yaifu menghidupkan tanah

maka batallah kekuasaann5a. Demikian juga orang yang

kambingryn mati, karena kepemilikannya bersifat tetap atas

kambing tersebut."
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Asy-Syirazi e mengatakan: Pasal: Apabila
gadaian rusak di tangan penerima gadai tanpa
kecerobohan, maka rusaklah jaminan penggadai dan
sedikit pun utangnya fidak gugu, karena ada hadits
yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Musayyib rg
menyatakan bahwa,

"Rasulullah ,S memutuskan agar gadai tidak

difufup dari orang yang menggadaikan." Hal tersebut
juga dikarenakan menjadi jaminan utang, bukan unfuk
membayar utang, sehingga utang tdak bisa gugur
dikarenakan rusaknSp iaminan tersebut- Sama seperti
orang yang meniamin, apabila seseorang mengghasab
barang, lalu digadaikan sebagai jaminan d*9,
sedangkan penerima gadai tidak mengetahuinya, dan
jaminan itu rusak di tangan penerima gadai tanpa
kecerobohan. Apakah pemiliknya boleh meminta ganti?

Dalam kasus ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-
S5nfi'i:

Pendapat Pertama: Tidak boleh meminta gmfi,
karena sudah termasuk datam amanat.

Pendapat Kedua: Boleh meminta ganti karena
penggadai mengambilnya dari tangan pemberi jaminan
(orang yang meng-giasa&).

Apabila kami katalon bahwa boleh meminta
ganti, dan kemudian telah diganti, apakah gantin!/a

.ry:*,.*lr 6EY il ,nr iy-: ,r5
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kembali pada penggadai? Dalam kasus ini ada dua
pendapat ulama fildh AsSrSrcfi'i:

Pendapat Pertama: Kembali kepada penggadai,
karena dia telah menipu penerima gadai.

Pendapat Kedua: Tidak kembali kepada
penggadai, karena akibat penggadailah timbulnya
kerusakan di tangan penerima gadai, sehingga ganti
rugrnp tetap ditanggrrng oleh penggadai-

Apabila penggadai memulai gadai dan telah
menggantiDg?, maka apabila kami katakan bahwa
sesungguhnln penerima gadai apabila mengganti,
kembali kepada penggadai, maka penggadai tidak boleh
mencabut kembali apa lnng telah diganti dari penerima
gadai itu-

Apabila kami katakan bahwa apabila penerima
gadai mengganti, fidak kembali kepada penggadai,
maka penggadai boleh mencabut kembali apa yang
telah diganti dari penerima gadai.

Apabila dia menggadaikan barang pada seseor.rng
dan berkata, 'Aku gadaikan barang ifu sampai safu
bulan. Apabila aku tidak memberikan uan(Imu, maka
barang ini menjadi milikmu dengan utang tersebut,'
maka akad gadain3Ta batal karena dia memberikan batas
waktu. Dan jual beli juga batal karena dia
menggantungkannlp dengan persyaratan.

Apabila barangryra rusak sebelum safu bulan,
maka tidak wajib diganti karena barang itu diterima
dengan hukum gadai, sehingga fidak wajib
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menggantinya sebagaimana barang yang diterima dari
gadai 37ang sah.

Apabila barang ifu rusak setelah safu bulan, maka
hams diganti karena barang itu diterima dengan hukum
jual beli, maka hams mengganti4p sebagaimana
barang lnng diterima dari jual beli yang satr.

Penjelasan Redalsional:

Takhrij hadits ini telah dipaparkan di banyak tempat.

Dalam pasal ini pengarang menyebutkannSra secara mutsal,

sementara diriwayatkan secara maushul dalam riwayat hnu Majah

dan Al Hakim dari berbagai jalur yang bersambung. Disamping ihr,

Abu Daud, Al Bazzar, Ad-Danrquthni, Yahf bin Sa'id Al

Qaththan menilai shahih periwayatannSn secara mutsal,

sedangkan hnu AMul Barr menilai shahih periwayatannlra secara

maushul.

Hukum: Apabila penerima gadai menerima gadai,

kemudian rusak di tanganqra tanpa kecerobohan, maka penerima

gadai udak wajib menggantinya dan Udak gugur utangnya

sedikitpun. Inilah pendapat yang dipegang oleh Al Auza'i, Atha',

Ahmad, dan Abu Ubaid. Ini juga mempakan salah sahr diantara

dua riwaSrat dari Ali bin Abu Thalib rg.

Ats-Tsauri, Abu Hanifah dan para ulama madzhab Hanafi

berpendapat, bahwa barang gadaian dijaminkan oleh penerima

gadai dengan hal yang paling kecil dari dua perkara dari harganya

atau seukuran utang. Apabila barang gadaian msak, lalu apabila
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utangnya seratus dirham, sedangkan harga barangnya sembilan

puluh dirham, penerima gadai harus mengganti sembilan puluh

dirham. Dan utang 5ang tersisa sepuluh.

Apabila utangnya sembilan puluh dirham, sedangkan harga

barang serafus dirham, kemudian barangnya msak, maka akad

gadai menjadi gugur dan gugur pula sanua utangnya. Dimana

penggadai tidak boleh meminta sedikit pun kepada penerima

gadai, karena gugumla utang. Hal ifu diriwayatkan dari Umar rg.

Ishaq bin Rahauaih berpendapat bahwa gadai harus diganti

oleh penerima gadai dengan harga sempuma, kemudian mereka

berdua saling mengembalikan. Ini adalah riqnsat kedua dari Ali rg.

Asy-Sya'bi dan Al Hasan Al Bashri berpendapat bahwa

apabila barang gadaian rusak di tangan penerima gadai maka

seluruh utang gugur, baik harga barang lebih banyak daripada

utang atau lebih sedikit, atau sama.

Imam Malik berpendapat bahwa apabila kerusakan barang

gadaian jelas, seperti berupa budak, lalu mati, atau rumah lalu

terbakar, maka tidak wajib diganti oleh penerima gadai. Dan

apabila kerusakannSa tidak jelas seperti penerima gadai mengaku

barang gadaian msak, maka harus diganti seperti yang dikatakan

oleh Ishaq bin Rahauaih.

Dalil kami hadits yang diriwayatkan oleh Sa'id bin
Musyalryib dari Abu Hurairah r{g bahwa Nabi $ bersaMa,

{ Aq ,s;it lytt) :y'fflt #1t ,*y
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*Pergadaian tidak dapat menutup banng gadaian dai
orang yang menggadaikan, dia mendapat keuntungannSn dan

wajib membaSnr ganti ruginya. "

Hadits ini menjadi dalil dalam tiga masalah:

Masalah Pertama: Sabda Rasulullah $, lilt ',&:

mempunyai tiga penakwilan;

Ta'wilan pertama: Barang gadaian tidak menjadi milik
penerima gadai dengan haknya, apabila hak ifu berhenti.

Ta'wil kedua,: Hak tidak gugur sebab rusaknya barang

gadaian.

Ta'wil ketiga: Yaitu barang gadaian tidak menjadi tertutup

sehingga menyebabkan penggadai tidak bisa menebus gadaian,

akan tetapi penggadai boleh menebusnya.

Apabila dikatakan bahwa ini adalah hujjah atas kalian

karena sabda Rasulullah &, #1t lfiii-f artinya tidak dapat dimiliki

tanpa iwadh(penukaran).

Zuhair berkata, "Aku meninggalkan gadaian kepadamu

yang tidak dapat ditebus di hari perpisahan, lalu gadaian ihr benar-

benar telah ditutup."

Maksudnln adalah, beliau menggadaikan hatinya, kemudian

hatinya tertarik untuk menebusnya di hari perpisahan, akan tetapi

gadaian ifu telah difutup. MaksudnSn gadain5ra rusak tanpa ada

ganti ruginya. Kami katakan bahwa ini salah, karena hati tidak bisa

rusak. Sesungguhnya maknanya adalah, hatinSa lnng semula

digadaikan kini benar-benar tertutup dan tidak dapat direbut.
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Masalah Kedua' Sabda Rasulullah & yt: c*, yakni dari

tanggungannlra. Asy-S5afi'i berkata, "lni adalah kalimat yang

paling hipertola bagi bangsa Amb, dimana mereka mengatakan

'Barang ini dari fulan'. Dengan maksud bahwa penjaminannya."

Masalah Ketiga: SaMa Rasulullah * U? *bi'r.t'ib'i,
Asy-Syafi'i ag berkata: lrang dimaksud nf @ann rugnya) adalah

rusak dan binasanln barang gadaian. Dan karena gadai diterima

dari akad apabila msak, maka tidak wajib mengganti sehingga

apabila akadnp sah, tidak wajib mengganti pokoknya, seperti

barang titipan, uang dagangan, penrakilan dan perserikatan.

Kebalikannp adalah bamng png diterima dari hasil jual beli dan

utang.

Apabila seseorcmg murg-gasln6 barang, lalu digadaikan

kepada orcmg lain dan diterima oleh penerima gadai, kemudian

penerima gadai merusaknya atau rusak tanpa kecerobohan, maka

apabila dia mengehhui bahwa bamng ihr hasil ghaab., pemilik

barang ihr boleh meminta kernbali harganp pada yang meng-

ghaab atau penerima gadai, karena penerima gadai telah

men$aknln dan mengetahui bahwa barar,g tersebut hasil ghasa\

sehingga keurajiban mengganti tetap pada penerima gadai, karena

kenrsakan ada di tangannya.

Apabila pemilik barang yang di-ghaab merninta barangnya

pada penerima gadai, maka penerima gadai tidak boleh meminta

kembali pada penggadai, karena dia wajib menanggung

jaminannya.

Apabila penerima gadai tidak mengetahui barang ifu hasil

ghasab, sementara barang gadaian ihr rusak di tangan penerima

gadai tanpa kecerobohan, maka pemilik bamng yang di-ghasab
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boleh memintanya kepada orang yang meng-ghasab. Karena dia

mengambil dari kepemilikannya dengan melampaui batas. Apakah

pemiliknya boleh meminta kepada penerima gadai? Dalam hal ini

ada dua pendapat ulama fikih AsySyafi'i.

Pendapat Pertama, tidak boleh, karena dia mengambilnya

dengan cara amanat.

Pendapat Kedua, boleh, karena dia mengambilnya dari

tangan orang Snng memberikan jaminan.

Apabila kami katakan boleh memintan5a kepada penerima

gadai; lantas apakah penerima gadai boleh meminta kembali

kepada penggadai?

Abu Al Abbas bin Suraij dari kalangan imam madzhab kami

berpendapat bahwa tidak boleh meminta kembali, karena bamng

itu rusak di tangannya, sehingga penggantiannya uajib ditanggung

olehnya, sementara ifu dalam masalah ini ada pendapat ulama

fikih Asy-Syafi'i lainnya. Syaikh Abu Hamid udak mengatakan

dalam At-Ta'liq selain ucapan itu, bahwa penerima gadai boleh

merninta kembali kepada penggadai, karena penerima gadai

adalah orang yang dipercaya, maka tidak wajib mengganti tanpa

kecerobohan sehingga kerusakan barang gadaian termasuk

tanggungan penggadai. Sehingga penerima gadai boleh meminta

harga barang gadaian pada penggadai, karena dia telah

menipunla.

Apabila pemilik barang yang dighasa6 menyatakan kepada

penerima gadai bahwa dia tidak akan meminta barangnya kepada

penggadai, maka disini penggadai bisa mernintanya kepada

penerima gadai.
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Dalam Al Umm denyatakan, bahwa apabila penggadai
menggadaikan gadaian dengan syarat seandainya haknya telah
dibayar dan dilunasi, maka barang gadaian bisa diambil. Dan
apabila tidak dilunasi, maka penerima gadai boleh menjualnya
untuk menufupi utang, oleh karena ifu gadai dan jual belinya
rusak. Ini pendapat yang shahih.

Al Imrani mengatakan: Sementara akad gadainya ifu batal,
karena dibatasi sampai waktu pembayaran utang, padahal
seharusnya mutlak (tidak terikat). Sedangkan jual beli juga batal
karena dikaitkan dengan wakhr 5ang akan datang, maka gadai ini
berada di tangan penerima gadai sampai mendapatkan haknya
tanpa mendapat jaminan, karena jaminan ifu diterima dari gadai
yang rusak (batal). sedangkan menerima jaminan dari akad msak,
sama dengan mengambil dari akad }nng sah. Apabila gadai rusak
tidak diganti. Apabila sudah masuk u/aktu pembayaran, maka
penerima gadai hams mengganti, karena barang ihr diterima dari
jual beli yang rusak, sehingga harus diganti sebagaimana yang
diterima dari jual beli yang sah berdasarkan keterangan ini, apabila
gadai rusak di tangan penerima gadai, maka hams diganti baik
karena kecerobohannya atau tidak.
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Bab: Perselisihan Dua Orang !/ang Berakad Gadai

Asy-syirazi & mengatakan: Apabila keduanya

berbeda pendapat, penggadai berkata, 'Aku tidak
menggadaikan barang ifu padamu-" Sedangkan
penerima gadai berkata, 'Engkau telah
menggadaikannga padaku-' Maka ucapan yang diterima
adalah ucapan penggadai yang disertai sumpahnSn,

karena asalnya tidak ada akad-

PasaL Apabila keduanya berbeda pendapat pada

barang gadaian. Penggadai berkata, "Aku
menggadaikan budak padamu!' Sementara penerima
gadai berkata, 'Engkau menggadaikan baju padaku."
maka ucapan yang diterima adalah ucap.rn penggadai

bahwa dia fidak menggadaikan baiu- Apabila dia
bersumpah, maka baju fidak termasuk barang yang

digadaikan dengan sumpahnya, sementara budak iuga
fidak termasuk barang yang digadaikan karena ditolak
oleh penerima gadai.

Penjelasan Hukum:

Pertama: Apabila terjadi peltedaan antara penggadai dan

penerima gadai, kemudian salah satunya berkata kepada 5rang lain,

"Engkau telah menggadaikan barang kepadaku karena piutangku

padamu!" sementara yang lain berkata, 'tfiku tidak menggadaikan

barang ini padamu." Dan di sana tidak ada saksi, maka ucapan
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yang diterima adalah ucapan orang yang berutang disertai
sumpahnya bahwa dia tidak menggadaikan karena asalnya tidak
ada gadai.

Kedua: Keduanya berselisih pada barang gadaian.
Penerima gadai mengaku menerima gadai berupa radio.
sedangkan penggadai berkata, "Aku tidak menggadaikan radio ini
padamu, yang aku gadaikan adalah N,,, maka penggadai
bersumpah bahwa dia tidak menggadaikan radio tetapi
menggadaikan TV. Maka radio tidak masuk gadai sebab
sumpahnya penggadai. Dan TV juga tidak termasuk gadai karena
ingkamya penerima gadai.

Ketiga: Kduanya berselisih pada kadar gadai, penerima
gadai berkata, 'Engkau telah menggadaikan dua sepda dengan
sepuluh pound," lalu penggadai berkata, ..Tetapi 

aku
menggadaikan salah safunya dengan sepuluh pound."

Keempat-- Keduanya berbeda pendapat pada kadar utang
dengan jaminan gadai. Penerima gadai berkata, "Engkau
menggadaikan mobil ini sebagai jaminan seratus pound dari
utangmu padaku," sedangkan penggadai berkata, "Tetapi aku
menggadaikannya dengan lima puluh pound." perkataan yang
diterima pada contoh ketiga dan keempat adalah perkataan
penggadai disertai sumpahnp dalam setiap dua contoh png ada.
Pendapat ini merupakan pendapat yang dianut oleh Imam Abu
Hanifah dan Imam Ahmad. sdangkan Imam Malik rg
mengatakan bahwa ucapan yang diterima adalah ucapan yang
s@ara dzahimya mernihak padanya. Apabila sepeda yang diakui
oleh penggadai nilainp sarna dengan sepuruh, atau kurang dan
menggadaikan yang sama dengan sepuluh, maka ucapan yang
diterima adalah ucapan penggadai. Apabila tidak sama dengan
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sepuluh, dan biasanya barang semacam ihr tidak dapat digadaikan

dengan sepuluh, maka yang diterima adalah ucapan penerima

gadai.

Demikian juga lang teriadi pada mobil, ucapan yang

diterima adalah ucapan penerima gadai pada kadar gadai apabila

harga mobil serafus dirham.

Apabila harga mobil itu lebih dari seratus, maka yang

diterima adalah ucapan penggadai.

Dalil kami adalah saMa Rasulullah ,$,

,lb &lar ;'tU6 &it i;,i*r
"Saksi itu wajib bagi onng tnng menuduh, sdangkan

sumpah vnjib bagi onng yang tqfuduh. "

Penggadai ini tidak mau kepada saksi dan sumpah. lagi
pula seandainla keduanSra berselisih dalam asalnya akad, maka

yang diterima adalah ucapan penggadai. Demikian juga apabila

keduanya berselisih dalam kadar barang yang dalam akad gadai.

Kelima: Apabila penggadai memiliki utang seribu yang

ditangguhkan dan seribu yang ditangguhkan pula, lalu penggadai

menggadaikan mobil dengan seribu, kemudian kduanya
berselisih, penerima gadai berkata, "Engkau menggadaikan mobil

ifu kepadaku dengan seribu s@ara kontan." Sementara penggadai

berkata, "Bahkan aku menggadaikannp dengan seribu yang

ditangguhkan!" maka 5nng diterima ucapan penggadai dengan

disertai sumpahnp, karena alasan Snng telah kami sebutkan pada

masalah-masalah sebelumnya.
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Asy-Syrrazi #g mengatakan: Apabila keduanya

berselisih dalam kadar gadaian, lalu penggadai berkata
'Aku menggadaikan seoftrng budak ini padamu!" dan
penerima gadai berkata, 'Tetapi engkau gadaikan dua
budak itu padaku!" maka lEng diterima adalah ucap.rn
penggadai, karena asaln3Ta fidak ada gadaian kecuali
yang diakui oleh penggadai. Dan karena setiap orang
yang ucapannla diterima saat ada perselisihan dalam
asal gadai, maka diterima pula saat ada perselisihan

dalam kadarnya, seperti suami dalam masalah thalak.
Apabila penggadai menggadaikan tanah dan telah
diteriman3p oleh penerima gadai, dan di tanah itu
terdapat pohon kurma kecil lpng bisa jadi tumbuh
setelah akad gadai atau sebelumnya. [-alu penggadai

berkata, 'Dia fumbuh setelah gadai, sehingga keluar
dari gadai." Sedangkan penerima gadai berkata,
'Tetapi terjadi sebelum gadai dan engkau gadaikan
padaku bersama tanahn5Ta-" Maka yang diterima adalah
ucapan penggadai.

Al Muzani berpendapat bahwa ucapan yang

diterima adalah ucapan penerima gadai, karena barang
gadaian ada pada tangannln ini keliru, karena alasan
yang telah kami sebutkan adalah masalah dua budak.
Ucapan beliau 9* A i5'! (karena gadai ada di tangannya)

fidak sah. Karena tangan didahulukan dalam
kepemilikan, bukan dalam akad. Oleh karena itu,
apabila keduanya berbeda pendapat dalam asalnya

akad, maka yang diterima adalah ucapan penggadai,

walaupun barangnya ada di tangan penerima gadai,
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maka apabila penggadai menggadaikan satu buah
pohon yang memuat dua buah, kemudian tumbuh satu

buah lagi, dan kami latakan bahwa akad itu sah lalu
terjadi peselisihan antara keduangTa dalam kadar buah

lpng pertama, maka lpng diterima adalah ucapan
penggadai.

Al Muzani berpendapat bahwa ucapan yang

diterima adalah ucapan penerima gadai, karena
barangngn ada ditangan penerima gadai. Dan ini fidak
sah karena asalnya tidak masuk dalam akad kecuali
yang telah diakui oleh penggadai. Sedangkan
penerimaan tangan benar-benar telah kami jelaskan

bahwa fidak dapat diunggulkan dalam akad.

Penjelasan:

Hukum: Apabila penggadai menggadaikan tanah dan

didapati di dalamnya phon kurma atau pohon lainnya di tanah

tersebut, jika penerima gadai berkata "Pohon ini sudah ada saat

menggadaikan,' berarti dia termasuk dalam akad gadai. Dan jika

penggadai berkata, "Tetapi adanya setelah gadai," berarti dia tidak

termasuk barang 5ang digadaikan.

Apabila apa yang dikatakan penerima gadai tidak mungkin,

seperti adan5ra pohon kurma rnasih kecil, sedangkan akad gadai

teriadi sejak waktu yrang tidak mernungkinkan pohon itu masih

kecil, karena ada sesuafu lpng menuniukkan hal ihr, maka tidak

mungkin pohon itu ada k€fika akad sehingga ucapan yang diterima

adalah ucapan penggadai tanpa sumpah, karena tidak mungkin

penerima gadai jujur.
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Apabila yang diucapkan penggadai itu tidak

memungkinkan, seperti akad gadai terjadi pada waktu yang tidak

memungkinkan adanya pohon kurma fumbuh setelah akad karena

besamya pohon kurma dan singkahya waktu akad, maka ucapan

yang diterima adalah ucapan penerima gadai tanpa sumpah,

karena apa lnng dikatakan penggadai mustahil, sehingga tidak

dapat diterima.

Apabila kebenaran keduaryn memungkinkan, seperti

kemungkinan adanSra pohon kurma sama, karena kemungkinan

adanya setelah akad, maka Asy-Sgrafi'i *S berpendapat bahwa

ucapan lrang diterima adalah ucapan penggadai disertai

sumpahnSp.

Al Muzani mengatakan perkataan yang lernah dalam

ma&hab, graifu ucapan lpng diterima adalah ucapan penerima

gadai, karena barang tersebut ada di tangannya-

Pendapat madzhab adalah pendapat yang pertama, karena

penerima gadai telah mengaku kepada penggadai dengan

kepemilikan pohon kurma, padahal dia mengaku kepada

penggadai adan5n akad gadai, sedangkan penggadai

mengingkarinya. Sehingga ucapan yang diterima adalah ucapan

tanpa tanah. Sedangkan tangan Snng dijadikan alasan oleh Al
Muzani, maka tidak dapat dalam akad. Tetapi dapat

diunggulkan dalam pengakuan kepernilikan. Sehingga apabila

penggadai bersumpah, maka ditinjau ulang terlebih dahulu.

Apabila gadai terjadi pada utang, atau gadai terjadi dengan suka

rela dalam harga png tidak diperqnratkan dalam lual beli, maka

gadai masih pada tanah tanpa ada pembicaraan.

Apabila gadai diperqnratkan dalam jual beli maka

perbedaan mengharuskan saling bersumpah, sedangkan penggadai
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sudah bersumpah dan gadai sudah keluar dari penggadai. Apabila

penerima gadai rela dengan ifu, maka tidak ada yang perlu lagi

untuk dibahas. Tetapi apabila tidak rela, maka penerima gadai

harus bersumpah bahwa pohon kurma masuk dalam gadai.

Apakah jual beli dan gadai menjadi nrsak hanya karena saling

bersumpah atau menjadi rusak dengan cara dirusak? Maka dalam

kasus ini berdasarkan dua pendapat ulama fikih fuy-Syafi'i

berkenaan saling bersumpah. Apabila kami katakan bahwa tidak

menjadi rusak, lalu penggadai dengan suka rela menyerahkan

pohon kurma sebagai gadai, maka penerima gadai tidak boleh

merusak jual beli.

Asy-Syirazi *B mengatakan: Pasal Apabila

keduanya berselisih dalam kadar utang, penggadai

berkata, 'Aku menggadaikan budak ini padamu dengan
seribu dirham." Sementara penerima gadai berkata,
"Akan tetapi engkau menggadaikannya padaku dengan
dua ribu dirham!" maka yang diterima adalah ucapan
penggadai, karena hukum asalnya adalah tidak adanya
seribu dirham. Apabila penggadai berkata, "Aku
menggadaikannya dengan seribu dirham dan dia
menambah lagi seribu padaku dengan syarat menjadi
gadai dengan dua ribu.' Sementara penerima gadai

berkata, 'Bahkan engkau menggadaikan padaku

dengan dua ribu dirham," dan kami katakan bahwa
tidak boleh menambah utang dalam safu gadai, maka
ada dua pendapat ulama fikih AslrSyaf it

Pendapat Pertama: Bahwa ucapan penggadai
yang diterima, karena keduanya apabila berselisih pada
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asal akad, maka ucapan penggadailah yang diterima,
demikian pula apabila berselisih dalam sifatnya.

Pendapat Kedua: Ucapan penerima gadai lpng
diterima, karena keduangla sepakat atas sahnya gadai
dan utang- sedangkan penggadai mengaku bahwa hal
ifu terjadi dalam alod lrang lain, padahal hukum asalnya
tidak ada akad lain- Sehingga ucapan yang diterima
adalah ucapan penerima gadai.

Apabila penggadai mengirim budaknya beserta
orang lain unfuk digadaikan pada seseorang dengan
sejumlah u.rng, dan hal itu dilakukan, kemudian terjadi
perselisihan antara penggadai dan penerima gadai.
Penggadai berkata, 'Aku mengizinkannSTa dalam gadai
dengan sepuluh dirham.' sementara penerima gadai
berkata, 'Tetapi dengan dua pul,h dirham!' maka hal
ini perlu ditinjau kembali.

Apabila seseorang diufus membenarkan
penggadai, maka utusan tersebut harus bersumpah
bahwa dia tidak menggadaikan kecuati dengan sumpah,
dan tidak ada sumpah buat penggadai, karena dia tidak
melakukan akad, dan apabila utusan ifu membenarkan
penerima gadai, maka lpng diterima tetap ucapan
penggadai disertai sumpahngTa apabila penggadai
bersumpah, sehingga gadai tetap dengan sepuluh
dirham- Ifu dan yang sepuluh lugl atas ufusannya,
karena mengakui telah menerimanla.
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Penjelasan Redaksional :

Apabila keduanya berselisih, lalu penggadai berkata, "Aku

menggadaikan sesuahr dengan serafus dirham dalam satu akad,

kemudian engkau tambahkan seratus dirham lagi untukku dan aku
jadikan sebagai gadai barang tersebut sebelum akad msak."

Apabila hal itu terjadi dan kami katakan tidak Sfr,
sedangkan penerima gadai berkata, "Tetapi engkau

menggadaikannya dengan dua rahs dirham dengan satu kali

akad," maka disini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Ucapan yang diterima adalah ucapan

penggadai dengan sumpahnya, karena apabila terjadi perselisihan

antam keduanya dalam asal gadai, yang diterima adalah ucapan

penggadai, dernikian juga jika terjadi perselisihan pada sifat gadai.

Pendapat Kdua: Yang diterima adalah ucapan penerima

gadai disertai sumpahnln, karena keduanya sepakat dalam akad

gadai. Dan penggadai mengakui makna yang mengarah kepada

batalnya gadai, padahal asalnln tdak ada perkara yang

membatalkannSra.

Cabang: Apabila dikatakan kepada orang lain, "Mobil
yang ada padaku ini adalah milikmu, yang telah engkau gadaikan

padaku dengan seribu dirham milikku padamu." Lalu orang ifu
berkata, "Mobil milikku ini sebagai titipanku padamu,

sesungguhnya aku menggadaikan padamu dari seribu dirham

dengan mobil lain png telah aku bakar, dan aku berhak mendapat

harga mobil ini darimu!" maka Snng diterima adalah ucapan oftmg
yang mengakui dengan sumpahnSn, bahwa dia telah membakar

mobilnya dan dia tidak punya hak sedikitpun atas harganln,
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karena asalnya bebas tanggungan baginya. Dan ucapan yang

diterima adalah ucapan orang yang mengakui dengan sumpahnya

bahwa dia tidak menggadaikan mobil ini, dan dia wajib

memberikan seribu dirham, karena dia telah mengakui

kalajibannya.

Cabang: Asy-Syafi'i mengatakan dalam Al Umm Apabila

dikatakan kepada orang lain, "Aku gadaikan budakku ini

kepadamu dengan seribu dirham sebagai utangku padamu!" lalu

penerima gadai berkata, "Tetapi engkau menggadaikannya

kepadaku dan Taid dengan dua ribu dirham. Seribu dirham

untukku dan seribu dirham untuk Taidl dan Zaid mengakui hal itu,

maka yang diterima adalah ucapan penggadai bahwa dia tidak

menggadaikan apapun kepada Zaid.

Apabila penggadai mau bersumpah, maka budak tersebut

menjadi barang gadaian unfuk orcmg yang diakuinya.

Syaikh Abu Hamid mengatakan: Keterangan ini tidak

datang berdasarkan asal dari Asy-Syafi'i & karena pemilik barang

mengaku kepada penerima gadai menggadaikan semua budak. Dia

tidak mengaku menggadaikan sebagiannya. Penerima gadai yang

mengaku, sedangkan pemiliknya telah bersumpah padanya. Maka

yang tersisa bagi orang yang diakuinya hanyalah separuh budak

sebagai barang gadaian.

Asy-Syafi'i & mengatakan: Sedangkan apabila dia berkata

kepada orang lain, "Aku menggadaikan budak ini padamu dengan

seribu dirham yang engkau pinjamkan padaku," lalu penerima

gadai berkata, 'Seribu dinar yang engkau akui itu adalah milikku

yang kemudian engkau gadaikan budak unhrkku dan untuk Zaid."
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Syaikh Abu Hamid mengatakan: Asy-Syafi'i *s tidak

menyebutkan hukum gadai disini, tetapi budak menjadi barang

gadaian dengan seribu dirham, karena penerima gadai mengakui

hak yang karenanya ada gadai untr.rknln dan unfuk yang lain.

Sehingga pengakuannya dapat diterima sebagaimana apabila dia

manpunlrai seribu dirham dengan gadai, lalu dia berkata, "Seribu

ini adalah unfuk 7aid," maka dia memiliki seribu dengan gadaian,

demikian juga sama dengan contoh ini.

Asy-Syirazi *g mengatakan: Pasat Dikatakan

dalam AI Umm apabila di tangan seseorang ada budak
milik orang lain, lalu dia berkata, "Engkau telah
menggadaikannya padaku dengan seribu dirham,"
sedangkan saylrd (pemilik budak)nya berkata, 'Aku iual
budak ini padamu dengan seribu dirham,' maka
tuannya hanrs bersumpah bahwa dia tidak
menggadaikannya dengan seribu dirham, karena
asalngn fidak ada pergadaian. Dan oftmg yang
menguasai budak iuga bersumpah bahwa dia fidak
membeliog?, karena hukum asalnya fidak ada
pembelian, dan fuannya dapat mengambil budaknya.

Apabila fuan budak tersebut berkata, 'Aku
menggadaikan budak ini padamu dengan seribu dirham
yang aku terima darimu sebagai utang.' Sementara
orang yang menguasai budak berkata 'Tetapi engkau
menjualnya kepadaku dengan seribu dirham yang

engkau terima dariku sebagai harga jual." Maka masing-
masing harus bersumpah atas tdak adanya apa yang

dituduhkan, karena hukum asalnya tidak ada akad, dan
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waiib atas tuan budak tersebut memberikan seribu
dirham, karena dia mengakui kewajibannya. Maka
apabila orang yang menguasai budak berkata, 'Engkau
telah menjualn3p padaku dengan seribu dirham,"
sedangkan tuan budak berkata, "Tetapi aku
menggadaikan padamu dengan seribu dirham,' fuan
budak ifu hartrs bersumpah bahwa dia tidak menjualnya.
Apabila tuannln telah bersumpah, maka budak tersebut
keluar dari orang yang menguasainya, karena jual beli
telah hilang sedangkan fuanngn telah mengakui bahwa
dia telah menggadaikanngra. Dan apabila penerima
gadai mengingkari gadai, maka hukum gadai hilang.

Penjelasan Redalsionat AsyS5nfi'i e menyebutkan

dalam empat masalah Ar-Risalah dari Al Umm.

Pertama, apabila seseorang menyerahkan pakaian pada

orang lain dan mengirim surat padanln agar pakaian tersebut

dijadikan gadai sebagai jaminan hak orang tersebut, lalu pakaian

itu digadaikan, kemudian terjadi perselisihan antara penggadai dan

penerima gadai. Penerima gadai berkata, "Telah datang kepadaku

seseorang yang membawa suratnu agar aku meminjamkan dua

puluh dirham padamu dan aku telah memberikannya padanya."

Kemudian ufusan ifu mendustakannln, maka yang diterima adalah

ucapan uhrsan dan orang Snng mengufus, dan aku tidak melihat

harga gadai.

Al Imrani berkata, "Ufusan tersebut harus bersumpah

bahwa dia tidak menggadaikan kecuali dengan sepuluh dirham dan

orang yang mengutus tidak perlu bersumpah, karena ufusan yang

telah melangsungkan akad."
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hnu Ash-Shabbagh berkata, "Menurutku, apabila penerima
gadai mengaku bahwa orang yang mengufus ifu telah memberikan
izin kepada utusannya melakukan hal itu dan telah menerima uang

dua puluh dirham dengan seizinnya, maka penerima gadai boleh
bersumpah, karena orang yang mengufus apabila mengakui hal

itu, maka hal tersebut tetap pada apa png diucapkan. Apabila dia

mengingkari, maka dia harus bersumpah."

Kedua, apabila ufusan membenarkannya, lalu dia berkata,
"Aku telah menerima darimu dua puluh dan aku telah serahkan

kepada orang yang mengutusku tetapi tidak dibenarkan oleh omng
yang mengufus, maka ucapan yang diterima adalah ucapan mursil
(orang yang mengutus) disertai sumpahnla, bahwa dia tidak
menyuruhnya kecuali dengan sepuluh dirham dan penerima gadai

tidak memberikan kecuali hanya sepuluh dirham, sementara gadai

tetap sepuluh, sedangkan uhrsannya mengganti sepuluh dirham
png dia akui telah diteriman5ra serta sepuluh dirham yang diakui
oleh mursil (orang yang mengutus) telah diterimanya.

Ibnu Ash-Shabbagh berkata, "Menumtku bahwa apabila
penerima gadai membenarkan ufusan bahwa penggadai telah

mengizinkan hal itu, maka dia tidak boleh mencatat kembali pada

utusan tersebut, karena dia mengakui bahvua yang menzhaliminya

adalah yang mengufus."

Ketiga, Asy-Syafi'i g mengatakan: Apabila seseorang

menyerahkan pakaian kepada utusan, lalu digadaikan pada

seseorang, lantas utusan itu berkata, "Engkau telah menyuruhku
menggadaikan baju ini kepada fulan dengan sepuluh dirham, maka

aku gadaikan!" sementara yang mengutus berkata, "Aku

menyrruhmu agar mengaku meminjam kepada fulan sepuluh

dirham tanpa gadai, dan aku tidak meng2inkanmu menggadaikan
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baju ini," maka yang diterima adalah ucapan pemilih baju,

sedangkan sepuluh dirham tetap dalam keadaannya.

Apabila permasalahan pada keadaan sepuluh dirham, lalu

yang mengutus berkata, "Aku mengUtusmu untuk mengambil uang

sepuluh dirham sebagai pinjaman dengan jaminan budakku, si

fulan." Sementara ufusan berkata, "Tetapi engkau menjamin

dengan bajumu yang ini," atau "Budakmu yang ini bukan budak

yang diakui oleh Amir (orang yang menyuruh)," maka yang

diterima adalah ucapan Amir, sedangkan sepuluh dirham tetap

dalam keadaannyra.

Al Imrani memaparkan masalah ini dalam Al Baya dengan

contoh lain, dengan mengatakan: Apabila dia menyerahkan baju

dan budak kepada utusannya, lalu menyuruhnya untuk

menggadaikan salah sahrnya kepada seseorang dengan sesuafu

yang dapat diambil darinya, kemudian utusan ifu menggadaikan

budak, kemudian yang mengufus berkata, "Yang aku izinkan untuk

digadaikan adalah baju, sedangkan budaknya unhrk dititipkan."

Sedangkan uhrsan atau penerirna gadai barkata, "sesungguhnya

engkau telah mengizinkan menggadaikan budak!" maka yang

mengufus bersumpah bahwa dia tidak mengizinkan menggadaikan

budak, dan budak keluar dari gadaian dengan sumpahnya' Baju

juga keluar dari gadaian karena tidak digadaikan.

Keempat, apabila yang mengufus berkata, 'Aku

menyerukan menggadaikan baju dan melarangmu menggadaikan

budak." Berkaitan dengan ifu yang mengufus mendatangkan saksi,

dan utusan tersebut juga mendatangkan saksi bahwa yang

mengufus telah mengizinkannya menggadaikan budak, maka sah

akad gadainya. Apabila terjadi kesempaan antara ini dan ini

sedangkan dari utusan didapatkan akad gadai dengan budak, dan
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secara zhahir akadnya sah, maka tidak dapat dihukumi batalnSn
perkara yang serupa.

Syaikh ArySyirazi a bekata: PasaL Apabila
disepakati bahwa suatu barang telah digadaikan,
kemudian ditemukan barang ifu di tangan penerima
gadai, lalu penggadai berkata, 'Engkau menggambil
barang ifu tanpa seizinku.' Sementara penerima gadai
berkata, 'Tetapi aku telah menerima barang ifu dengan
izinmu,' maka yang diterima adalah ucapan penggadai,
karena asalnya fidak ada ian dan karena apabila
keduanya berselisih dalam asal akad, sedangkan
barangnya di tangan penerima gadai, maka ucap.rn
yang diterima adalah ucapan penggadai-

Maka demikian juga apabila terjadi perselisihan
dalam izrn, apabila keduanya sepakat atas izifrr, lalu
penggadai berkata, *Aku mencabut idn sebelum
diterima," sementara penerima gadai berkata, 'Dia
fidak mencabut izinnya sampai aku terima,' maka yang
diterima adalah ucapan penerima gadai, karena hukum
asalnya adalah tetapnya izin-

Apabila keduanya sepakat dalam ian dan
berselisih dalam penerimaan, lalu penggadai berkata,
'Engkau fidak menerimanya,' sementara penerima
gadai berkata, 'Tetapi aku telah menerimanya,o maka
apabila barangnya ada di tangan penggadai, ucapannya
diterima karena hukum asalnya fidak ada penerimaan
dan apabila barangnya ada di tangan penerima gadai,
maka ucapannya diterima, karena dia telah
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mendapatkan izin dari penggadai dan barangnya ada

ditangan penerima gadai, sehingga zhahimya dia telah

menerimanya dengan benar sehingga ucapan yang

diterima adalah ucapannlra.

Apabila penggadai berkata, 'Aku menggadaikan
padanya dan aku telah menyerahkannya,' kemudian dia
mencabut ucapannln dan berkata, 'Aku tidak
menyerahkannya,' sedangkan penerima gadai

bersumpah bahwa dia telah menerimanya, maka yang

ditetapkan bahwa dia harus bersumpah.

Abu Ishaq mengatakan: Apabila dia berkata,
'Waldllru telah menyerahkan kepada penerima gadai,

ternyata jelas bagiku bahwa dia tidak menyerahkannya
pada penerima gadai,' maka dia harus bersumpah dan
atas dasar keterangan ifu, teriadi penalnrilan nash-

Apabila dia berkata, 'Aku telah menyerahkan pada

penerima gadai," kemudian dia mencabut

penyataanngd, maka dia tidak perlu bersumpah, karena

pengakuan yang terdahulu mendustakannya.

Abu Ali bin Ktrairan dan kebanyalran dari ulama

kita berpendapat bahwa penggadai harus bersumpah,

karena dia menyerahkan kemudian dia akui, padahal

penerima gadai tidak menerima.

Penjelasan RedaksionaL Apabila di tangan seseorang

ada barang milik omng lain, kernudian dia berkata kepada

pemiliknya, 'Engkau telah menggadaikan barang ini kepadaku

dengan seribu dirham dariku unhrkmu sebagai utang." Sementara
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pemiliknya berkata, "Tetapi aku menjualnya padamu dengan

seribu dirham dariku unfukmu sebagai utang." Dan perniliknya

berkata, "Tetapi aku menjualnya kepadamu dengan seribu dirham

sebagai harga 5nng harus engkau ba5ar padaku," maka pemiliknya

harus bersumpah bahwa dia tidak menggadaikan barang tersebut,

karena hukum asaln3n tidak ada gadai. Dan orang lang menerima

barang bersumpah bahwa dia tidak membelin5ra, karena hukum

asalnya tidak ada pembelian, maka batallah kedua akad tersebut,

dan kdua hartanyra gugur. Serta barangnya kembali kepada

perniliknya.

Apabila yang menerima barang berkata, "Engkau

menggadaikannlp padaku dengan seribu yang telah aku serahkan
padamu." Dan pernilik bamng berkata, "Bahkan aku

menggadaikan barang ini padamu dengan seribu dirham yang

belum aku terima, maka ucapan 5nng diterima adalah ucapan

pemilik barang dengan sumpahn5a, karena asalnya tidak ada

penerimaan-"

AI Imrani mengatakan dalam Al fu5rut Apabila orang lnng
menerima budak berkata fika gadainSn berupa budak) 'Engkau

telah menjualnya padaku dengan harga seribu dirham, sedangkan

fuanku menggadaikannp padamu dengan seribu," maka

hendaknya fuan budak bers,trmpah bahun dia tdak meniual budak

tersebut kepadanya.

Apabila sudah bersumpah, maka budak keluar dari orang

lnng telah men€riman!,a, karena barang lnng dijual hihng
dikarenakan tuan budak tersebut. Dan gadai batal,

karena pemiliknp mengakuinln, sedangkan penerirrn gadai

mengingkari4n.
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Ketika penerima gadai mengingkari gadai, maka gadai

hilang. Kemudian dia mengatakan: Syail*r Abu Ishaq disini .4/
Muhadzab dan Al Mahalli dalam Al Majmu'berkata: Apabila hran

berkata, "Aku menggdaikannya padamu dengan seribu dirham
yang telah engkau terima dariku sebagai harga," maka masing-

masing dari keduanya bersumpah atas tidak adanya sesuafu yang

dituduhkan, karena asalnya tidak ada akad. Dan wajib atas tuan

budak menyenhkan seribu dirham karena dia mengakui

katajibann5ra. Menurutku: Sesuahr 3rang menuntut qryas, bahwa

orang yang menerima budak tidak perlu bersumpah, karena dia

tidak menerima gadai bempa budak. Karena alasan yang telah

kami sampaikan sebelumn5a.

AslrSyirazi g mengatakan: PasaL Apabila
menggadaikan jus atau menyerahkan pada penerima
gadai, kemudian didapati jus itu telah menjadi khamer
di tangan penerima gadai, lalu dia berkata, 'Engkau
telah menyerahkan kepadaku sudah berupa khamer,
maka aku berhak memiliki dalam merusak jual beli-"
Sementara penggadai berkata, 'Tetapi aku telah
rnenyerahkan padamu berupa jus, lalu berubah menjadi
I<hamer di tanganmu, maka engkau fidak bim l<hi9nr
(memilih)." Dalam masalah itu ada dua pendapat Asy-
Syafi'i:

Pertama, ucapan lrang diterima adalah ucapan
penerima gadai, pendapat ini adalah yang dipilih oleh
Al Muzani, karena penggadai mengakui penerimaan
yang sah, dan keduanya berselisih dalam sifat yang
mungkin berubah, maka yang diterima ucapan yang
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menafikan sifat sebagaimana apabila penjual dan
pembeli berselisih dalam cacatqn barang setelah
diterima. Apabila mereka berdua berselisih dalam akad,
lalu penerima gadai berkata, 'Engkau menggadaikan
kepadaku sudah berupa Htamer," sedangkan penggadai
berkata, 'Tetapi aku menggadaikan padamu berupa
perasan, kemudian berubah menjadi khamer ketika ada
padamu." Dalam masalah ini para sahabat kami
berbeda pendapat, kebanyakan mereka mengatakan
bahwa masalah itu ada dua pendapat Aslrslnfi'i.

Abu Ali bin Abu Hurairah mengatakan: Ucapan
yang diterima adalah ucapan penerima gadai dengan
safu kata. Karena dia mengingkari akad yang hukum
asalryn fidak ada. Apabila penggadai menggadaikan
budak, lalu diserahkan di dalam beludm atau dibungkus
di dalam pakaian dan didapatkan dalam keadaan mati,
lalu penerima gadai berkata, 'Engkau menyerahkan
kepadaku dalam keadaan mati, maka aku boleh khiSnr
dalam menrsak jual beli," sementara penggadai berkata,
'Aku menyerahkannln padamu dalam keadaan hidup,
kemudian mati di tanganmu, maka engkau tidak bisa
khi5mr-" Dalam masalah ini ada dua jalan:

Pertama, dan ini pendapat lnng shahih bahwa
terdapat dua pendapat Aqr$nfi'i sebagaimana jus-

Kedua, !/aitu pendapat Abu Ali Ath-Thabari,
bahwa yang diterima adalah ucapan penerima gadai
karena berupa perselisihan dalam asal penerimaan dan
karena mayit tdak dapat diserahterimakan. Karena dia
tdak bisa diterima kecuali dalam keadaan yang jelas,
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berbeda dengan perasan, maka dapat diterima di dalam
wadah. Dan yang zhahir dari perasan ifu sah.

Penjelasan Hukum, Apabila menjual sesuatu dengan

syarat menggadaikan jus, lalu jtrs itu digadaikan. Dan penerima

gadai menerimanya, lalu mendapatkannya berupa l<hamer,

penerima gadai berkata, "Engkau rnenyerahkan kepadaku sudah

benrpa khamer, sehingga aku dapat lfiiWr dalam memsak jual

beli," sedangkan penggadai berkata, "Tetapi menjadi khamer

setelah engkau mengambilnya dariku dan di tanganmu, maka

engkau tidak dapat l<hi7an" Dalam masalah ini ada dua pendapat:

Pertama, bahwa ucapan yang diterima adalah ucapan

penerima gadai serta sumpahnya. Ini adalah pendapat Abu

Hanifah dan Al Muzani, karena penggadai mengakui penerimaan

yang sah sedangkan asalnS;a tidak ada.

Kedua, ucapan png diterima adalah ucapan penggadai.

Ini adalah pendapat tpng dnhih, karena sepakat atas

akad dan penyerahan, sementam bensdisih dalam pembahan sifat,

padahal asalnln tidak ada , dan sifatnSn masih tetap.

Sebagaimana apabila menjual sesuahr dan diterima oleh pernbeli,

lalu didapatkan cacat di tangan pernbeli lang mungkin terjadi pada

saat di tangannya, maka ucapan yang diterirna adalah ucapan

penjml.

Apabila penerima gadai berkata, "Engkau telah

menggadaikannp kepadaku dalam keadaan telah menjadi

khamer," sedangkan penggadai berkata, "Bahkan aku

menggadaikan kepadamu berupa jus, dan terjadnya l<hamer saat

ada di'tanganmu," maka ulama kita berselisih dalam hal ini.
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Abu Ali bin Abu Hurairah i{g mengatakan: Ucapan yang

diterima adalah ucapan penerima gadai dengan satu ucapan,

karena dia mengingkari asal akad, dan kebanyakan dari pam

sahabat kami berpendapat bahwa masalah ini adalah pendapat

Asy-Syafi'i seperti masalah sebelumnya. Ini adalah nash dalam

MukhtasharAl Muzani, Wallahu A'lam.

Cabang: Apabila seseorang menggadaikan barang, lalu

didapatkan sudah di tangan penerima gadai, penerima gadai

berkata, "Aku mengambilnya dengan seizinmu sebagai gadai."

Dan penggadai berkata, "Aku tidak mengizinkanmu untuk

mengambilnya, sesungguhnya engkau telah meng ghaaborsa atas

dasar se\,\,ra," maka lang diterima adalah ucapan penggadai,

karena hukum asalnya adalah tidak ada penerimaan- Sedangkan

yang menjadi tunfutan ma&hab menumtku, penggadai harus

bersumpah bahwa dia tidak tahu bahwa penerima gadai

menerima, tidak bersumpah unfuk menafikan perbuatan orang

lain.

Apabila barangnya ada di tangan penerima gadai, maka dia

hams bersumpah bahwa dia telah menerimanya, karena zhahimya

dia menerima dengan benar.

Cabang: Apabila seseotang mengaku bahwa dia telah

menggadaikan barang kepada otang lain dan dia telah

menyerahkannya padanya, kemudian penggadai berkata, "Dia

tidak menerimanya," dan penggadai bermaksud mencegah dari

penerimaan, maka dia tidak boleh mencabut kembali ucapan
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tentang pengakuan terhadap penerimaan, karena pengakuanrxTa

tetap lazim.

Cabang: Apabila seseorang menggadaikan barang, lalu

didapatkan sudah di tangan penerima gadai, penerima gadai

berkata, "Aku mengambilnya dengan seizinmu sebagai gadai," dan
penggadai berkata, "Aku tidak mengizinkanmu unfuk
mengambilnya, sesungguhnya engkau telah meng-ghasabnya

dariku," atau "Aku menya,uakannya padamu, maka engkau

mengambilnya atas dasar se\ ra." Maka yang diterima adalah

ucapan penggadai, karena hukum asalnya tdak ada penerimaan,

sedangkan yang menjadi funtutan ma&hab menumtku, penggadai

harus bersumpah bahwa dia tidak tahu bahwa penerima gadai

menerima- Tidak bersumpah unhrk menafikan pertuatan orang
lain.

Apabila barangnya ada di tangan pmerima gadai, maka dia

harus bersumpah bahwa dia telah menerimanya, karena zhahimya,

dia menerima dengan benar.

Cabang: Apabila seseorang mengaku bahwa dia telah

menggadaikan barang kepada omng lain dan dia telah

menyerahkannya padanya, kemudian penggadai berkata, "Dia

tidak menerimanya." Dan penggadai bermaksud mencegah dari
penerimaan, maka dia tidak boleh mencabut kembali ucapan

tentang pengakuan terhadap penerimaan, karena pengakuannya

tetap (lazim).
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Apabila penggadai berkata kepada penerima gadai,

"Bersumpahlah bahwa engkau telah menerimanya," kemudian

penerima gadai berkata, "Aku bersumpah."

Dikatakan dalam N hWn ulama kita berselisih pendapat

dalam hal ini.

Abu Ishaq mengatakan: Apabila barang png digadaikan

tidak ada, lalu penerima gadai, berkata, "Aku mengakui telah

menerima, karena wakilku mengabarkan bahwa dia telah

menyerahkanngd," kemudian temyata jelas bagiku bahwa dia tidak

menyerahkannya, maka penerima gadai bersumpah bahwa dia

tidak membohongi dirinya sendiri. Sesungguhnya dia mengakui

sesuatu yang tidak jelas, sedangkan apabila barangnya ada, atau

mengala.r bahwa dia telah menyerahkan sendiri, kemudian

mencabut pengakuannya dan berkata, "Dia tidak menerimanya,"

maka pengakuann5a tidak diterima dan penerima gadai tidak perlu

bersumpah karena penggadai membohongi dirinya sendiri.

Abu Ali bin Khairan dan kebanyakan ulama kita

berpendapat bahwa penerima gadai hams bersumpah dengan

segala hal, ini adalah zhahimya nash Asy-Syafi'i 4S sedangkan

serta tidak adan5a barang gadaian, karena keterangan yang

disebutkan oleh Syaikh Abu Ishaq bersama adanya bamng

gadaian, karena terkadang penggadai metuakilkan kepada orang

lain unfuk menyerahkannya sehingga penggadai memberitahukan

bahwa penerima gadai telah menerimanya. Kemudian dia

menjelaskan pada penerima gadai, bahwa dia mengkhianati

pemberitaannya, lag pula dia terkadang menjanjikan akan

menyerahkan pada penerima gadai, dan mengakui padanya

sesuatu yang belum dia lakukan, sehingga pengakuanngra tidak

jelas. Mereka berpendapat demikianlah apabila ada seseorang
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mengakui bahwa dia telah menyerahkan kepada orang lain seribu

dirham, kernudian setelah ifu dia berkata, "Aku tidak

menyerahkannya, sesungguhnya dia bedanji akan memberi utang

padaku sehingga aku rnelakukan itu, tetapi dia tidak menepati

janjinya." Maka pemberi utang boleh menunfut sumpah, karena

dia membohonE diri sendiri.

Adapun apabila dua orang bersaksi bahwa dia

menggadaikan budaknya dan telah menyerahkannya, kemudian

dia mengaku tidak menyerahkannya dan menunfut agar penerima

gadai bersumpah, maka funfutannp tidak diterima, dan orang

yang mengakui (penerima gadai)tidak perlu bersumpah karena hal

ifu merupakan celaan bagi saksi.

Ary-Syirazi & mengatakan: Pasal: Apabila
seseor.rng mempunSTai budak, dan dia memiliki utang
dua ribu dirham kepada dua orang, masing-masing dari
keduanya mernberi utang seribu dirham, dan mengaku
bahwa dia menggadaikan budak sebagai jaminan
utangnln, sedangkan budak tersebut ada di tangan
penggadai atau orang adil, maka ditinjau terlebih
dahulu. Apabila penggadai mendustakan keduanla,
maka ucapann!/a diterima disertai sumpah4;a, karena
hukum asalnya fidak ada gadai.

Dan apabila penggadai membenarkan keduanya,
dan mengaku tidak tahu siapa yang terdahulu dari
keduanya, maka ucapannya diterima disertai
sumpahnya-
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Apabila dia bersumpah, maka rusak gadainya
menurut keterangan yang ditetapkan, karena salah satu
diantara keduanya fidak ada yang lebih utama dari
lainnya, sehingga akad gadainya batal, sebagaimana
apabila menikahkan perempuan oleh dua orang wali
kepada seorang lald-lah.

Di antara ulama kita ada yang berpendapat
bahwa keduanya mendapatkan separuh-separuh dari
gadai, karena bisa jadi penggadai menggadaikan
kepada keduanlza.

Berbeda dengan istri, apabila salah safu dari
keduanya dibenarkan, sedangkan yang lain didustakan,
atau keduanya dibenarkan, dan penggadai menenfukan
penerima gadai yang pertama, maka barang gadai
tersebut unfuk orang yang dibenarkan- Apakah yang
lain perlu bersumpah? Dalam kasus ini ada dua
pendapat As1rSgraf i:

Pertama, perlu bersumpah.

Kedua, fidak perlu bersumpah. Berdasarkan dua
pendapat AsySyafi'i dalam permasalah.rn or.rng yang
mengakui rumah untuk Zaid, kemudian mengakuinya
untuk Amr. Apakah Amr mendapat sedikit bagiannS;a
atau tidak? Dalam hal ini ada dua pendapat Ag1.S5pfi'i.

Apabila kami katakan bahwa dia tidak mendapat
sebagiannya, maka dia tidak mendapat garrtinya,
sehingga fidak ada gunangn menunjukkan sumpahnya.

Dan apabila kami katakan bahwa dia mendapat
gantinya, maka dia boleh bersumpah, karena walaupun
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dia menolaknya, tetapi dia dapat mengganti oftmg yang
kedua dengan hargaqla.

Apabila kami katakan bahwa tidak perlu
bersumpah, maka fidak ada pembicaraan.

Dan apabila dia bersumpah, maka lrang lain
berpaling.

Dan apabila dia menolak, maka sumpah
ditawarkan pada orang lnng kedua.

Apabila lpng kedua tidak mau bersumpah, maka
dia berpaling.

Apabila dia mau bersumpah, maka kami dasarkan
atas dua pendapat Asy-Syaf i dalam sumpahnSn. Orang
yang mendakrpa ketika terdakrpa menolak. Apabila kami
katakan bahwa sesungguhnla sumpah itu seperti salsi,
maka budak ditarik dan diserahkan kepada lnng kedua.

Dan apabila kami mengatakan seperti ihrar
(pengakuan) maka ada tiga pendapat ulama fildh Asy-
Slnfi'i.

Pertama, gadai menjadi rusak. Karena penggadai
mengakui keduanya tetapi fidak tahu orang yang
pertama.

Kedua, kedua penerima gadai berhak atas gadai,
karena keduanSn sarna. Dan boleh barang gadaian ifu
ada pada keduanSn dan unhrk keduanp.

Ketiga, batal gadai diberikan pada orang yang
dibenarkan dan mengganti harga kepada yang lain,
agar menjadi gadai unfuknya. Karena dia menjadikan
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seolah-olah dia mengakui bahwa dia menghalangi
antara penerima gadai dan barang gadaian. Sehingga
waiib menggantingn.

Apabila budak ada pada salah satu penerima
gadai maka dipertimbangkan.

Apabila budak ada di tangan orang yang diakui,
maka dia hams mengakui juga, karena baginya
terkumpul bultti dan pengakrlan-

Dan apakah penerima gadai yang kedua boleh
bersumpah? Ada dua pendapat Asy-Syaf i. Apabila
budak ada di tangan or.rng yang fidak diakui, maka
budak ada pada salah satr:nya penerima gadai.
Sedangkan yang lain boleh mengakui. Dalam masalah
ini ada dua pendapat AgrSyafi'i.

Pertama, pengakuan didahuluton, karena
mempakan perkara lrang fidak jelm-

Kedua, yang didahulukan adalah tangan (bukti) ini
adalah pendapat Al Muzanni, karena yang zhahir ada
padanSn.

Pendapat lpng pertama lebih jelas, karena tangan
menuniukkan kepemilikan, bukan menunjukkan akad.

Apabila budak ada pada keduaryra, maka orang
yang diakui boleh berikrar. Dan menguasai pada
separuhnya, sedangkan separuh yang lain boleh diakui
sehingga yang lainpun dapat menguasainya. Dalam
masalah ini ada dua pendapat AqlS5nfi'i:
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Pertama, ikrar didahulukan, sehingga semua
budak menjadi gadai pada orang yang diakui.

Kedua, tangan didahulukan sehingga budak
menjadi gadai unfuk keduanya dengan separuh-
sepanrh.

Pasal: Apabila seseorang menggadaikan budak
dan menyerahkanngn, kemudian budak mengaku telah
melakukan tindakan kriminal pada seseorang sebelum
digadaikan dan dibenarkan oleh orang !/ang diakui
sedangkan penerima gadai mengingkari, maka ada dua
pendapat AsSrSSnfi'i:

Yang pertama: lnng dibenarkan adalah ucap.rn
murtahin. Ini adalah pilihan Al Muzanni, karena gadai
merupakan akad-Apabila sempurna, maka fidak boleh
dijual, sehingga ilrrarpun tidak boleh sebagaimana
menjualnya-

Y.ng kedua ucapan lpng diterima adalatr ucapan
penggadai, karena dia dapat mengakui milikqn dengan
apa-apa yang fidak menarik keuntungan untuk dirinln,
maka ikrarnS;a diterima sebagaimana apabila miliknya
tdak digadaikan-

Berbeda dengan keterangan ini apabila dia
menjualnya, karena disana, hilang kepemilikannSTa dari
budak, sehingga pengakuanngra terhadap budak
tersebut tidak diterima-Sedangkan yang ini masih
menjadi milik penerima gadai, sehingga ikramya
diterima.
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Apabila kami lratakan: Sesungguhnya ucapan
yang diterima adalah ucap:rn rahin. Apakah dia harus
bersumpah.-.? Ada dua pendapat AsySyafi'i .

Yar,g pertama: fidak harus bersumpah, karena
sumpah itu dilakukan supaya dia takut, sehingga dia
akan mencabut ucapilmya apabila dia berdusta.
Sedangkan penggadai apabila mencabut kembali maka
fidak dapat diterima pencabutannln, sehingga tidak
berarti unfuk melakulran sumpah, lagr pula karena dia
mengakui miliknya untuk orang lain, sehingga tidak
perlu bersumpah, seperti orang lpng sakit apabila
mengakui utangnyra.

Kedua, harus berzumpah. Karena ada
kemungkinan dia berdusta. Misalnp dia sepakat
dengan orang yang diakui supala haknya penerima
gadai gugur dikarenakan ikrar, maka hendaknya dia
bersumpah.

Apabila ditetapkan bahwa dia telah menggantikan
budak yang telah melakuhan perbuatan kriminal, maka
dalam masalah penggadaianng;a terdapat dua pendapat
AqrS17afi'i:

Pertarna, gadai tersebut batal.

Kedua, gadai tersebut sah. Dan telah kami

ielaskan di awal bab gadai, sehingga apabila kami
katakan bahwa pergadaian batal, sehingga budak
tersebut wajib dijual untuk ganti rugp jinayaf (kriminal ).

Apabila ganti rugi menghabiskan harga budak,
maka harus diiual semuanya. Dan apabila tidak
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menghabiskan harga budak, maka dijual sebagian,
sekedar menufupi ganti rugl, sedangkan unfuk
selebihnya ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i;

Pertama, sisanya digadaikan, karena hukum
perbuatannya berkaitan dengan hak majni alaih
(korban). Dan hak ini telah hilung.

Kedua, sisanya tidak dapat digadaikan, karena
kami telah menghukumi bataln3n gadai dari asalnya,
sehingga tidak menjadi barang gadaian tanpa akad.

Apabila kami katakan bahwa gadai itu sah, maka
apabila ganti ruginSn menghabiskan harganya, maka
dijual semuanlra-

Dan apabila tidak menghabiskan hargaryn, maka
dijual sebagiann3ra sekedar menufupi ganti mgi,
sedangkan sisanya digadaikan- Apabila pemilik budak
memilih menebusnya atas pendapat ini, berapakah dia
harus menebusnln? Dalam hal ini ada dua pendapat
Ary-Slnfi'i:

Pertama, dia menebusnyn dengan paling
sedikitnln dua perkara dari harganya atau ganti rugi
jina5nt-

Kedua, dia menebusnln dengan ganti nry;t jina5Tat

secukupnya atau menyerahkan barang lnng dijual.

Apabila kami katakan, bahwa ucap.rn yang
diterima adalah ucap.rn penerima gadai, maka
ucap.rnnya dapat diterima apabila disertai sumpah.
Karena apabila dia mencabut, pencabutannya dapat
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diterima, lalu dia bersumpah, bahwa budak itu tidak
melakukan perbuatan kriminal.

Apabila penggadai harus memberi ganti rugi
jinaSnt (krirninal)? Ada dua pendapat AqrSyafi'i
berdasarkan dua, pendapat AsySSnfi'i tentang orang
yang mengakui rumah unhrk 7aid, kemudian
mengetahui rumatr ifu unhrk Amr.

Pertama, harus memberi ganti rugi. Karena ada

hak korban pada budak lrang digadaikan-

Kedua, tdak harus memberi ganti rugi- Karena
apabila dia berdusta, maka korban fidak punya hak, dan
apabila dia jujur, maka waiib menyerahkan budak
tersebut-

Apabila kami katakan bahwa dia fidak harus
mengganti, lalu mencabut budak kembali, maka ganti
rugrnln berkaitan dengan budak itu sendiri.
Sebagaimana apabila mengakui pada seseoftrng bahwa
dia telah memerdekakan budaknp kemudian budak itu
dimiliki, maka budak itu menjadi merdeka.

Apabila kami katakan hams mengganti, maka
berapakah dia hanrs mengganti? Ada dua jdan.
Diantara ulama kita ada yang berkata: Ada dua
pendapat AslrSlnfi'i seperti sumpah sebelumnga.

Diantara mereka ada lpng berpendapat hams
mengganti dengan paling keciln3Ta dua perkara dengan
satu kata, karena ucapan yang kedua datang pada
tempat yang memungkinkan menjualn5p, maka fidak
boleh, sedanglran dalam masalah ini tidak mungkin
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menjualnya, maka masalahnya menjadi seperti
jinayafttya ummul walad-

Apabila penerima gadai tidak mau bersumpah,
maka kepada siapa sumpah dikembalikan? Maka ada
dua jalan, yang pertama sumpah dikembalikan pada
penggadai, apabila dia tidak mau bersumpah. Apakah
sumpah dikembalikan kepada korban? Dalam hal ini
ada dua pendapat A$r-Syafi'i. Sebagaimana yang telah
kami katakan dalam bab ghurama'ul ma5ryit (orang-
orang yang punya utang pada mayit).

Diantara ulama kita ada yang berpendapat bahwa
pertama kali sumpah dikembalikan kepada korban.
Apabila tidak mau, apakah dikembalikan kepada
penggadai? Dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i-
Karena koban menetapkan hak unfuk dirinya sendiri,
sedangkan or.rng-orang yang berutang kepada mayit
menetapkan hak unhrk mayit-

Penjelasan Hukum: Pada dua pasal ini walaupun
disarnakan dengan budak, dan perumpamaan itu fidak terjadi,

serta tidak diperbolehkan di masa kita, dikarenakan ada undang-

undang kemanusiaan untuk kebebasan budak-budak dari kalangan

manusia. Dan ini termasuk hrjuan syariat 5ang mudah sasaran dan
tujuan akhimya. Berdasarkan keterangan yang akan kami jelaskan

pada bab memerdekakan budak -insyn Allah-. Karena mungkin

hukum atas sesuatu yang lain yang dapat dimiliki dan digadaikan

akan tertutup, dan akan terjadi perselisihan yang serupa. Maka

kami katakan:
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Apabila ada dua orang memberi utang pada seseorang dua

rafus dinar, masing-masing memberikan serafus dinar. Dan dia

mempunyai sebuah mobil. Kemudian masing-masing mengaku

bahwa dia menggadaikan mobilnya kepadanya dan telah

menyerahkannya. Sedangkan mereka berdua tidak punya saksi.

Apabila mereka berdua tidak dibenarkan, maka hendaknya dia

bersumpah pada keduanla, karena asalnya tidak ada gadai, baik

mobil ada di tangan mereka berdua atau ada di tangannya, karena

keberadaan mobil di tangan tidak dapat mengembalikan akad.

Apabila penggadai membenarkan salah satunya dan

mendustakan lainnya, maka gadai dihukumi unfuk yang

dibqrarkan, baik mobil ada di tangan png dibanarkan atau di
tangan yang didustakan. Apakah penggadai bersumpah unh.rk

orang yang didustakan? Ada dua pendapat AsySyafi'i berdasarkan

pada permasalahan orang yang mengakui rumah unfuk Zaid,

kemudian mengakuinya untuk Amr. Apakah mengganti harganya

kepada Amr? Dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syaf i.

Apabila kami katakan harus mengganti, maka disini

penggadai harus bersumpah, karena bisa jadi dia takut kepada

sumpah sehingga mengakui orang yang didustakan, sehingga dia

harus memberikan harganya.

Apabila kami katakan tidak harus mengganti, maka tidak

harus bersumpah, karena apabila dia mengakuinya setelah

pengakuan pertama, maka tidak ada hukum sarna sekali, sehingga

tidak ada faidahnla bersumpah.

Apabila dia mengakui keduanya dan telah

menyerahkann5a, lalu masing-masing mengaku bahwa dialah

orang yang mendahului mendapat gadai dan meneriman5a, maka

ia kernbali kepada penggadai.
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Apabila penggadai berkata, "Aku tidak tahu orang yang

pertama diantara kalian berdua dengan hal ifu," maka apabila

keduanya membenarkan bahwa dia tidak tahu dan tidak ada saksi

bagi keduanya, dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-

Syafi'i:

Pertama, dan ini yang ditetapkan, bahwa gadai msak,

karena keduanya sama dalam hal ini. Unfuk menjelaskannya sulit,

sehingga dihukumi dengan rusakn5a dua akad, sebagaimana

engkau katakan dalam masalah perempuan yang dinikahkan oleh

walinya dengan dua orang laki-laki, dan susah mengetahui orang

yang pertama di antara keduaryn.

Kedua, dibagikan antara keduarya karena memungkinkan

mernbaginya pada keduanya. Dan ada kemungkinan dia

menggadaikan separuhnln pada masing-masing dari keduanya.

Apabila keduanya mendustakan penggadai, dan mereka berkata,

"Tetapi kami tahu orang yang pertama dari dua akad dan telah

diserahkan," maka yang diterima adalah ucapan penggadai dengan

sumpahnya karena hukum asalnya tidak tahu.

Spikh Abu Hamid berkata, "Maka penggadai bersumpah

untuk keduanya bahwa dia tdak tahu kalau dia adalah orang yang

p€trtarna."

Apabila penggadai berstrmpah, maka ada dua pendapat

ulama fikih AsySpfi'i 5nng telah disebutkan keduanya.

Sebagaimana kami katakan bahwa keterangan yang

ditetapkan menyatakan bahun kdua akad itu rusak.

Pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang kedua menyatakan

bahwa keduanya harus disumpah.
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Apabila salah satunya bersumpah sedangkan yang lain tidak

mau bersumpah, maka akad gadai dihukumi pada yang

bersumpah, bukan yang lain.

Apabila penggadai mengaku bahwa dia mengetahui orang

yang pertarna dari keduanya, dan dia berkata, "lni adalah orang

yang pertama" maka ada kalanya gadai ada di tangan penggadai,

di tangan orang lain atau di tangan orang yang diakui sebagai

orang yang pertama, sehingga akad gadai dihukumi untuk orang

yang diakui, karena terkumpul padanya tangan dan pengakuan.

Apakah penggadai harus bersumpah pada orang yang lain? Ada

dua pendapat AsySyafi'i dalam hal ini. Kedua pendapat Asy-

Syafi'i itu diceritakan oleh Syaikh Abu Hamid dengan dua

pendapat ulama fikih AsySyafi'i.

Keterangan png ditetapkan menyatakan bahwa penggadai

tidak harus bersumpah pada yang lain, karena bisa jadi dia takut
bersumpah dan mengakui orang yang kedua, unfuk orang yang

mencabut gadai, sehingga harga gadai diambil dan menjadikan

harga tersebut sebagai gadaian, menggantikan

Apabila kami katdkan bahwa tdak perlu bersumpah

unfuknya, maka tidak ada pembicaraan. Dan apabila kami katakan

bahwa dia harus bersumpah, maka gadai berpindah.

Dan apabila dia mengakui unhrk orang kdua, bahwa dia

telah menggadaikan padanya unfuk pertama kalinya, dan telah

menyerahkannlra sanentara dia takut unfuk bersumpah, maka

kami tinggalkan pengakuan untuk orang ],ang diakui dengan

mencabut gadai darinya. Akan tetapi harga gadai diambil dari

orang yang mengaku dan dijadikan gadai kepada orang kedua

yang diakui, karena antara perggadai dan orang kedua terhalang

oleh pengakuannlra Sang terdahulu.
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Dikatakan dalam Al Bajmn apabila dia tidak mau

bersumpah, rnaka dikembalikan pada orang kedua, apabila orang
yang kedua tidak mau bersumpah, maka kami katakan kepada dia,
"Pergilah, engkau tidak punp hak."

Apabila kami katakan bahwa sumpah orang yang menuduh

karena tertuduh tidak mau bersumpah seperti saksi, maka gadai

tercabut dari orang yang pertama dan diserahkan kepada orang

kedua.

Syaikh Abu Hamid dan Ibnu Ash-Shabbagh berkata,
"Hanya saja para sahabat kami tdak bercabang dalam pendapat

ini," dan ini menunjukkan kelernahann5ra-

Al Imran mengatakan: Apabila kami katakan bahwa

sumpahnya pendakrua serta enggannya terdakr,ra untuk
bersumpah itu seperti ikrar, maka Syaikh Abu Ishaq menuturkan
tiga pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i dalam Al Muhadzdah.

Pertama, dan hanya ifu Snng disebutkan dalam At-Ta'liq
dan AqrSyamil bahwa gadai tidak tercabut dari tangan orang

pertama. Dan penggadai yang rnengakui harus menyerahkan

harganya kepada orang kedua 3nng diakui, a[lar menjadi gadai

padanya, karena antam dia dan orang ketiga terhalang dengan

ilramya pada orang pertama.

Kedua, menjadikan gadai untuk keduanya, karena

keduanya sama-sama diakui. Dan boleh barangnya ada padanya

sebagai gadai unfuk mereka berdua.

Ketiga, dua gadai menjadi nrsak, karena dia mengakui

keduaduanya dan tidak mengetahui orang yang pertama dari

keduanya.
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Apabila gadai ada di tangan orang yang tidak diakui

sedangkan salah satunya sudah berikrar dan yang lain

menguasainya, maka ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pertama, orang yang menguasai lebih berhak, sehingga

ucapannya diterima disertai sumpahnla bahwa dia adalah orang

yang pertama sebagairnana apabila dia berkata, "Aku rnenjual

budak ini kepada salah satu dari kduanya" padahal budak ifu ada

di tangan salah safunya, sehingga ucapannya diterima beserta

sumpahnya.

Kedua, ucapan yang diterima adalah ucapan penggadai,

bahwa orang yang lain adalah orang grang pertama, karena ketika

dia mengakui bahwa orang yang lain adalah orang yang pertama,

berarti dia mengakui bahwa dia tidak pemah salna sekali

menggadaikan kepada orang yang menguasai dan orang yang

menguasai mengakuinya, sebagaimana apabila mengakui telah

menggadaikannSra.

Apabila kami berpendapat seperti ini. Apakah penggadai

harus bersumpah kepada orang yang menguasai? Ada dua

pendapat Asy-Syafi'i dalam hal ini, seperti pada masalah orang

yang mengakui menggadaikan rumah kepada Zaid, lalu dia

mengakui telah menggadaikannya kepada Amr, pada keterangan

yang lalu.

Apabila gadai ada pada dua penerima gadai, lalu salah

safunya mendapatkan pengakuan dan menguasai separuhnya,

sehingga dia lebih berhak, apakah yang lain boleh bersumpah?

Ada dua pendapat AsySyafi'i dalam hal ini. Sedangkan separuh

yang ada di tangan yang lain, apakah penguasaan yang lebih kuat

ataukah pengakuan? Ada dua pendapat Asy-Syafi'i dalam hal ini

seperti yang pertama. Apabila kami berpendapat bahwa apabila

L

Al Mqimt'Syarah,il Muhadzdzab ll Zog



penguasaan lebih kuat, rnaka orang yang menguasai harus

bersumpah dan barang gadaian unfuk keduanya.

Apakah orang yang diakui harus bersumpah unfuk separuh
barang gadaian yang ada ditangannya? Dalam hal ini ada dua
pendapat Asy-Syafi'i.

Apabila kami katakan, pengakuan lebih utama dari
penguasaan, sehingga gadai tercabut darinya, dan rnenjadi gadai

untuk orang yang diakui. Apakah yang lain boleh bersumpah
untuk semuanla? Ada dua pendapat Asy-Syafi'i dalam hal ini
sebagaimana masalah orang yang mengakui rumah untuk Zaid,
kemudian mengakuinya unfuk Amr, menurut keterangan lnng
ditetapkan, sesungguhnya dia tidak harus bersumpah.

Aslr-Syirazi & mengatakan: Pasal: Apabila
penggadai memerdekakan budak yang digadaikan,
kernudian keduanya berselisih pendapat, penggadai
berkata, "Aku memerdelolonnlp dengan seizinmu.'
Sedangkan penerima gadai mengingkari perizinannln,
maka ucap.rn lpng diterima adalah ucapann!,?I, karena
hukurn asalnga fidak ada izin.

Apabila penerima gadai fidak mau bersumpah,
maka penggadai yang bersumpah. Apabila penggadai
fdak mau bersumpah, apakah dikembalikan kepada
budak? Ada dua jdan dalam hal ini:

Pertama, masalah ifu ada dua pendapat Asgr-
Syafi'i berdasarkan pengembalian sumpah atas para
penerima utang dari mayit.
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Dalam Qaul Jadid dikatakan bahwa ia tidak
dikembalikan kepada budak karena budak bukanlah
or.rng yang melakukan akad gadai, maka sumpah fidak
dikembalikan padanya.

Dan dikatalon dalam QauI Qadim sumpah
dikembalikan kepada budak karena dengan sumpah dia
bisa menetapkan hak untuk dirinya. Ulama madzhab
kami, ada yang berpendapat bahwa sumpah
dikembalikan kepada budak dengan satu kata, karena
dengan sumpah budak dapat menetapkan haknya, yaitu
merdeka fidak seperti ghunma mayyit (orang yang
menerima utang dari mayit).

Pasal: Apabila gadai berupa budak perempuan,
lalu penggadai mengaku telah menyetubuhinya dengan
seizin penerima gadai, kemudian budak perempuan
tersebut datang dengan membawa anak karena
kehamilannya. Dan penerima gadai membenarkan,
maka nasabnya anak berlangsung dan budak
perempuan tersebut menjadi ufitmu umlad.

Apabila keduanya berselisih dalam izin atau dalam
unxi.rn m*, atau pada mas.r hamil, lalu penerima
gadai sama sekali tidak mengakui, maka lpng diterima
adalah ucapannya, karena asalnya semua ifu tidak ada.

Penjelasan Hukum: Apabila penggadai menggadaikan

budak yang digadaikan, maka apabila kami katakan, bahwa

penggadai tidak bisa memerdekakan budak yang digadaikan, dan
ini adalah salah safu diantara tiga pendapat Asy-Syafi'i &,
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Syafi'i **, maka apabila dia mempunyai uang dengan harga budak

yang dia merdekakan, dia dapat diambil dan dijadikan sebagai

gadai, dan memerdekakan budaknya terlaksana, baik dia kaya atau

susah.

Pendapat ini dikatakan oleh AI Hasan bin Shalih, Syuraih

bin Abdullah dan para pemilik pendapat. Ini juga nash dan Imam
Ahmad bin Hanbal rg.

Apabila kami katakan bahwa memerdekakan budak dapat
mengugurkan hak penerima gadai berupa kepercayaan dari barang

gadaian dan penggantinya, maka kami pufuskan agar
pemerdekaan budak ifu tidak berlangsung, karena ada sesuafu

yang merugikan penerima gadai. Disamping ifu karena merupakan
memerdekakannya dapat membatalkan hak selain pemilik,

sehingga hal itu bisa berlangsung apabila penggadai kaya dan tidak
miskin, seperti memerdekakan budak oleh teman sekufunya.

Atha dan Utsman Al Bitfi serta Abu Tsaur berpendapat

bahwa memerdekakan budak yang dilakukan penggadai tidak
berlangsung, baik dia kaya maupun miskin.

Ini adalah pendapat AsySpfi'i yang ketiga dari AsySyafi'i,
karena ia merupakan makna yang membatalkan batasan

kepacayaan dari sebuah gadaian, sehingga tidak dapat
berlangsung sebagaimana jual beli.

Abu Hanifah rg berkata, "Budak tersebut dibebani

pekerjaan yang dapat mendatangkan harganya, apabila orang
yang memerdekakannya susah."

Dari Imam Ahmad ada riwayat yang lain, yang

menyatakan, "Tidak dapat berlangsung pemerdekakan budak oleh
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orang yang susah." Dia menukilnya dari As-Syarif Abu Ja'far. Dan

ini adalah pendapat Imam Malik rg.

Apabila penggadai memerdekakan dengan seizin penerima

gadai, maka kami tidak mengetahui adanya perbedaan bahwa

pemerdekakan budak ifu terlaksana, karena ia merupakan

percegahan yang terjadi pada hak penerima gadai, sedangkan dia

telah mengizinkan, sehingga hak penerima gadai berupa jaminan

kepercayaan gugur, baik penggadai kaya atau susah. Apabila dia

mencabut izin sebelum budak dimerdekakan, maka itu salna

dengan tidak memb ei ian.

Apabila penggadai tidak mengetahui pencabutan izin dari

penerima gadai, lalu dia memerdekakan budak, maka ada dua

pendapat ulama fikih AsySpfi'i berdasarkan hal pemecatan wakil

tanpa sepengetahuannya.

Apabila mencabut izin setelah budak dimerdekakan, maka

tidak berlangsung pencabutan izinnya- Dan ucapan yang diterima

adalah ucapan penerima gadai serta sumpahnya, karena asalnya

tidak ada izin.

Cabang: Apabila terjadi perselisihan antara penggadai dan

ahli waris penerima gadai, maka yang diterima adalah ucapan ahli

waris juga. Hanya saja sumpahnya atas ketidaktahuannya, karena

sumpahn5n atas nama perbuatan orang lain.

Dan apabila berselisih antara penerima gadai dan ahli waris

penggadai, maka yang diterima adalah ucapan penerima gadai

serta sumpahnp.
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Apabila dia tidak bersumpah, maka dia diputuskan dengan
hukumnya orang lang enSlan bersumpah.

Cabang: Apabila yang digadaikan berupa budak
peranpuan, kemudian dihamili oleh penggadai hingga memiliki
anak, maka dia keluar dari gadai, dan penerima gadai tidak
mendapat apa-apa.

Apabila budak perempuan tersebut tidak hamil, maka dia
menjadi gadai dengan kondisinya. Apabila dikatakan bahwa
penerima gadai hanya membari izin menyetubuhinya dan tidak
memberi izrn menghamilinlra, maka kami katakan bahwa
menyetubuhinya adalah penyebab kehamilan dan hal ihr tidak
bufuh pada ikhtiamya, sehingga memberi izin terhadap penyebab

kehamilannya berarti memberi izin pada kehamilannya.

Apabila ada perselisihan dalam izin, maka png diterima
adalah ucapan penerima gadai.

Apabila penerima gadai mengaku telah memberi izin, dan
mengingkari keberadaan anak disebabkan penyetubuhannya yang

dia izini, atau dia berkata, "Anak ini hasil dari suaminya atau hasil

zina," maka lang diterima adalah ucapan penggadai dengan
empat slarat:

1. Penerima gadai mengaku memberi izin.

2. Penggadai mengaku telah menyetubuhinp.
3. Penggadai mengaku akan kelahiran anaknya.
4. Penggadai mengaku berakhimya waktu setelah

penyetubuhan yang memungkinkan budak wanita tersebut
melahirkan anak.
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Ketika irgfuamya penerirna gadai tidak diperhatikan, maka

yang diterima adalah ucapan penggadai tanpa disertai sumpah,

karena kami fidak menghubungkan hal itu dengan ddrrwaan, tetapi

dengan slrara'.

Apabila penerirna gadai mengingkari salah safu diantara

syarat-syarat tersebut, lalu dia berkata, "Aku tidak mernberi izin,"

atau dia berkata, "Aku mengizinkanmu, nalnun kamu tidak

menyetubuhinya," atau berkata, "Dia tidak pemah hamil dari

semenjak aku menyefubuhinya," atau dia berkata, "lni bukan

anaknya, tetapi dia telah meminjamnSla," maka ucapan yang

dibenarkan adalah ucapannya, karena asalnp selnua itu tidak ada,

dan ketetapan kepercayaan masih sah sehingga ada saksi.

Ini adalah pendapat yang disampaikan oleh Imam Ahmad

dan para sahabatrya. Dan Ibnu Qudamah mengambil faidah dari

keterangan ini dalam Al Mughni.

AsgrSyirazi e mengatakan: Pasal: Apabila
seseorang memiliki utang seribu dirham dengan

laminan gadai dan seribu dirham tanpa jaminan gadai,

lalu dia menyerahkan kembali seribu dirham kepada
penerima gadai, kemudian terjadi perselisihan antara
keduanya, maka harus ditinjau ulang. Apabila mereka
berselisih dalam lafadz, lalu penerima gadai mengaku
bahwa dia berkata. 'Seribu ini adalah pembayaran

utang yang fidak ada jaminan gadainya-" Sedanglran
penggadai berkata, 'Tetapi aku mengatakan bahwa
seribu ini adalah pembapran utang yang ada iaminan
gadaingn," maka yang diterima adalah ucapan
penggadai, karena dari penggadai barang ifu bisa
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berpindah kepada penerima gadai, sehingga ucapan
penggadai yang dapat diterima dalam sifat pindahnya.

Apabila mereka berbeda dalam niat, lalu
penggadai berkata, 'Aku niatkan seribu dirham ifu
untuk pembayaran utang yang ada jaminan gadaiDgd,'
sedangkan penerima gadai menyatakan, 'Tetapi
engkau niatkan unfuk pemba3Taran utang lnng tidak ada
jaminan gadainya," maka yang diterima adalah ucapan
penggadai, dengan alasan yang kami sebutkan dalam
masalah lafadz. Dan karena dia letih tahu kepada
niatnya sendiri. Apabila penggadai menyerahkan seribu
kepada penerima gadai tanpa ada lafadz dan niat, maka
ada dua pendapat ulama fildh AslrSyafi'i-' Abu Ishaq
berkata, 'Hal ifu diarahkan kepada apa yang mereka
kehendaki sebagaimana apabila suami menceraikan
salah safu dari dua istrinya-"

Abu Ali bin Abu Hurairah berkata, 'Dijadikan
antara keduanya sepanrh-separuh, karena keduanya
sama dalam kewajibann!,Er, sehingga pembayaran
utangnp pun kepada keduanya."

Pasal: Apabila penerima gadai membebaskan
penggadai dari seribu dirham, kemudian terjadi
perselisihan antara keduanSTa, maka harus ditinjau
ul*rg-

Apabila mereka berselisih dalam lafadznSn, lalu
penggadai mengaku bahwa dia berkata, 'Aku
membebaskannya kepadamu dari seribu dirham yang
fidak ada jaminan gadai,' maka yang diterima adalah
ucapan penerima gadai, karena dia membebaskan,
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sehingga ucapan yang diterima dari sifat pembebasan
adalah ucapannya.

Apabila keduanya berselisih dalam niat, lalu
penggadai berkata, 'Aku berniat membebaskan diri dari
seribu dirham yang dijamin dengan gadai," sedangkan
penerima gadai berkata, 'Engkau bemiat membebaskan
diri dari seribu dirham yang tidak ada jaminan
gadaingn,' maka ucapan penggadai yang diterima,
karena alasan yang telah kami sebutkan dalam masalah
lafa&. Dan karena dia lebih tahu kepada niatn3n.

Apabila dia memutlalen lafazh pembebasan itu,
maka ia diarahkan kepada apa yang dikehendatd dari
keduanya, menunrt pendapat Aq;-Syafi'i Abu Ishaq,
dan barang gadaiannSTa dijadikan antara keduarrya
menurut pendapat Ary-S3nfi'i Abu Ali bin Abu
Hurairah.

Penplasan Hukum: Apabila seseorcmg memiliki trtang

dua ribu dirham, salah safurya dengan jaminan gadai sedangkan

yang lain tidak ada jaminan gadai, lalu dia membatrnr seribu

dirham. Dan dia berkata, 'Aku membayar utang gadai," sementara

penerima gadai berkata, "Tetapi engkau memba3nr utang 5nng
lain," rnaka yang diterima adalah ucapan penggadai disertai

sumpahn5ra, baik mereka bers€lisih dalarn niat penggadai pada

masalah itu atau lafadznya. Karena dia lebih tahu niatrla sendiri

dan sifat nya. Dan karena dia berkata, bahwa utang

yang tersisa tanpa gadai, ucapannlra diterima dalam hukum asal

gadai.
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Demikian juga dalam sifatrya, apabila dia membebaskan

pembayaran dan tidak meniatkan apa pun, maka Abu Bakar

berkata, "Dia dapat mengarahkan pada yang mana saja yang

dikehendaki dari kedua utangnya." Sebagaimana apabila dia

mempunyai harta yang ada padanya dan harta yang jauh darinya,

lalu dia menunaikan zakat salah satunya, maka dia dapat

menentukan kedua harta yang mana yang dia kehendaki.

Abu Ali bin Abu Hurairah berkata, "Pembayaran terjadi

unfuk kedua utang s@ara bersamaan, masing-masing dari

keduanya mendapat sebagian-sebagian, karena keduanya salna

dalam pembayaran, sehingga sarla perihal te{adinya dari

keduanya."

Catrang: Apabila penerima gadai membebaskannya dari

salah sahr dua utang dan keduanya berselisih, maka ucapan

penerima gadai yang diterima berdasarkan keterangan yang kami

arahkan kepada penggadai.

Asy-Syirazi g mengatakan: Pasal: Apabila

penerima gadai mengaku rusaknya gadai, maka

ucapann!,a diterima dengan sumpahnS7a, karena dia
orang yang dapat diperca5Ta, sehingga ucapannya

diterima dalam masalah kenrsakan barang gadaian

seperti orang lpng menerima titipan-
Apabila dia mengalrui telah mengembalikannya,

maka ucapannlra fidak diterima, karena dia menerima
barang unfuk kemanfaatan diringa, sehingga ucapannya
fidak diterima dalam masalah pengembalian barang

seperti orang yang menyewa.
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Pasal: Apabila gadai ada di tangan orang yang
adil yang dijadikan wakil untuk menjualnya, lalu
keduanya berselisih pada uang hasil peniualannya yang
dia jual dengan uang negara, apabila di negara ifu ada
dua macarn uang yang satna, maka orang ifu hanrs
menjualnya dengan uang yang lebih bermanfaat bagl
penggadai. Karena uang ifu bermanfaat bagi penggadai
dan tdak mudharat pada penerima gadai, sehingga
wajib dijual dengan uang itu.

Apabila kedua macam uang ifu sama dalam
manfaatnya, maka apabila salah satunya termasuk jenis
utang, maka harus dijual dengan uang ifu. Karena lebih
dekat pada yang dimalsud, yaitu membagnr utang.

Apabila salah safunln fidak sama dengan jenis
utang, maka dijual dengan uang jenis apapun yang dia
kehendaki. Karena fidak ada lnng lebih istimewa untuk
salah satunya dibanding yang lain, kemudian harganya
diarahkan pada jenis utang.

Penjelasan RedaksionaL Seseomng itu adakalanya

pemegang amanat, ada kalanya penanggung jaminan, rrnka orang
yang menerima titipan adalah pemegang amanat, penerima gadai

adalah pemegang amanat, oftrng pelaku qimdh (hutang) adalah

pemqJang amanat, dan setiap oftmg dapat menguasai sesuahr

apabila hilang atau rusak tanpa tindakan ceroboh, maka dia adalah

pemegang amanat.

Apabila penerima gadai mengaku nrsakryra gadai, maka

ucapannya diterima disertai sumpahn5a, persis dengan orang lrang
menerima titipan. Lain halnya apabila dia mengalm telah

mengembalikannya, maka alasannya tdak didengarkan dan
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ucapannya tidak diterima. Karena peletakkannya dengan meninjau

barang gadaian, sebagaimana orang yang menyewa unhrk memiliki

manfaat kepercayaan dengan haknya.

Cabang: Apabila keduanya berselisih dalam masalah uang

hasil peniualan orang yang diiadikan wakil oleh penggadai untuk

menjualnya,sedangkan uang nElaranya adalah pound yang dijual

dengan uang neglara tersebut, 1nifu pound, maka apabila di negara

itu ada dua macam mata uang lang sarna, maka ia harus dijual

dengan uang yang lebih bermanfaat dan lebih mengunfungkan

bagi penggadai, selama tidak merugikan penerima gadai. Sehingga

harus menenfukan uang peniualannSa. Dan apabila tidak ada

perbedaan manfaat antara keduan5ra, dan tidak ada grang lebih

utama, maka apabila salah sahrnya termasuk jenis utang, maka ia

harus diiual dengan jenis itu. Karena lebih dekat pada hal png
difunfut penerima gadai, sedangkan dia memiliki hak pelunasan

ubng.
Apabila salah sahr dari jenis uang tidak sama dengan jenis

utang, maka salah safu dari keduanya tidak ditenhrkan. Dan

sesungguhnya dia dapat mernilih, karena tidak ada Snng lebih

istimeua dari grang lain. Kernudian harga gadai harus disamakan

dengan jenis utang. Wallahu A'lam.
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Bab: Taflis(Bangkrut)

Syaikh AslrSyirazi *g berkata: Apabila seseorang

mempunSni utang, maka apabila ditangguhkan, pemilik
piutang tidak boleh menunhrtnyn, karena apabila kami
membolehkan, maka gugur faidah penangguhan- Dan
apabila pemilik utang ingin bepergian sebelum
datangnya waktu pembayaran utang, maka pemilik
piutang tidak boleh mencegahngn.

Di antara ulama kita ada yang berpendapat
bahwa apabila bepergiannya dikhawatirkan, maka
pemberi utang boleh mencegahnya karena dia
dikhawatirkan mati sehingga dia menyia-nyiakan
utangnp. Pendapat yang shahih adalah lpng pertama,
karena dia belum memiliki hak sebelum datang m.rsa
pembayaran utang dan kemungkinan kematiannya fidak
menghalangi pexggunaan harta unfuk dirinya sebelum
datang m.rs.r pembayaran sebagaimana kemungkinan
orang yang ada di rumah melarikan diri, lalu tidak bisa
ditahan karena kemr-rngkinan melarikan dirinSn. Apabila
dia berkata, 'Datangkan kepadaku kafil (Orang yang
menjamin)!" maka hal itu belum wajib karena belum
datang masa pembagraran utang, sehingga yang
berutang memiliki hak untuk adanSTa kafil (Orang lrang
menjamin) sebagaimana apabila dia tidak mengiginkan
pergrnya. Apabila utang ifu harus dibaSTar segera, maka
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harus ditinjau ,l*g, apabila dia melarat, maka tidak
boleh dituntut karena firman Allah &:

ifr $L:,t*i#i 5(o;:
"Dan apabila (OranS trang puntra utang) itu dalam

kesukaran, mala tangguhkanlah sampai dia
berkelapangan " (Qs. Al Baqarah l2lz 28Ol-

Dan dia tidak memiliki hak untuk selalu
mengawasinga, karena tiap utang yang tidak punSn hak
untuk ditunhrt, maka tidak pula punya hak untuk selalu
diawasi sebagaimana utang lrang ditangguhkan. Apabila
dia pintar bekerja, lalu pemberi utang meminta agar dia
menyewakan dirinya unfuk mengeriakan sesuafu yang
dapat menghasilkan uang, maka dia tidak boleh dipalrsa
melakukan ifu, karena ifu merupakan paksaan untuk
bekerja, sehingga fidak boleh sebagaimana paksaan
unfuk berdagang. Namun apabila dia seor.rng yang
k y., maka dia boleh dituntut karena firman Allah &,

ifr6L:,t{ii&i 5*'v
uDan apabila (OnnS yang pultn utand itu dalam

kesul<aran, maka tanggrhl<anlah ampai dia
berkelapngan- " (Qs- Al Baqarah l2l: 28Ol-

Firman Allah & ini menunjukan bahwa apabila
or.rng yang berutang fidak melarat, maka tidak wajib
ditunggu. Apabila dia tidak mau membayar, maka
hakim harus memaksanya unfuk membayamya. Namun

Z:tG ll A Uoj*r'SyarahAl Muhadzdzab



apabila dia tidak mau, maka apabila dia memilih harta
yang jelas, maka harta tersebut harus dijual untuk
membayar utang, karena riwayat dari Umar rg
menyatakan bahwa Nabi S pemah bersabda:

31 yis b gJ1% A,"1 '&\t'"oi'\1

, G, it5

'&. iit\j
,j6-

ilJ,j
zl

.gu?
"Ingat, bahva Usaifa' ini adalah Usifa' Juhainah

Wng rela dari utangng, dilratakan: Haji telah
mendahului dan berpaling, dia telah berutang dan
mendapatkan maslah Wng serius, trang
memberikan utang padanya mal<a datanglah, l<arena
kami adalah penjual hartan5n dan kami Wng
membagikan kepada pan pemberi utangnyn-"

Apabila dia memiliH harta, namun dia
menyembunyikannya, maka dia ditahan sampai berterus
terang. Apabila dia mengaku melarat, maka harus
ditinjau d*9, apabila sebelumnya fidak diketahui dia
memiliki harta, maka ucapan dan sumpahnya diterima
karena hul{um asalnya fidak ada harta- Namun apabila
sebelumnya diketahui bahwa dia memiliki harta, maka
ucapannlra tidak diterima, karena dia melarat, kecuali
dengan adanya salsi, karena asalnya harta ifu ada.
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Apabila dia berkata 'Pemberi utang mengetahui bahwa
aku melarat" atau "Hartaku len3lap," maka dia harus
bersumpah karena sesuatu yang dia akui adalah hal
yang mungkin terjadi.

Apabila dia ingin mendatangkan saksi atas
rusaknya (lenyapnya) harta maka dapat diterima dengan
persaksian dua orang saksi.

Apabila dia ingrn mendatangkan saksi atas
kemelaratanDgd, maka kesalsian tersebut hanya bisa

diterima dengan persaksian dua saksi dari orang yang

tahu dan mengerti keadaannyra, karena kesusahan harta
dapat diketahui oleh siapapun, sedangkan kemelaratan
haqla diketahui oleh orang yang mengetahui batinnya.
Apabila dia mendatangkan sal$i atas kemelaratannya
dan orang yang memberi utang mengHaim bahwa dia
mempunyai harta lrang tersimpan, lalu dia dituntut
sumpahnya, maka dalam kasus ini ada dua pendapat
Aql-S57afi'i:

1- Tidak perlu bersumpah, karena dia
mendatangkan salsi berdasarkan
pengakuannln, sehingga tdak perlu
bersumpah, sebagaimana jika dia mengklaim
kepemilikan, lalu mendatangkan saksi.

Z.Dia hanrs bersumpah, karena harta yang
disimpan bisa saja disembunyikan dari dua
saksi, oleh karena itu boleh mengutarakan
sumpah ketika dia dituntut untuk melunasi
utangnya, sebagaimana halnya jika dia
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mendatangkan saksi dalam urusan utang dan
mengklaim bahwa utang tersebut telah
dibebaskan.

Apabila di tangannyn didapati harta, sementara
dia mengaku harta ifu milik orang lain, maka hanrs
ditinjau ,lurrg. Apabila orang yang dialili itu
mendustakan klaimnya maka harta tersebut hanrs diiual
unfuk membayar utang, karena secara zhahir harta itu
milikn5Ta. Namun apabila orang lrang diakui itu
membenarkan klaimnya, maka harta ifu diserahkan
padanya.

Apabila pemberi utang berkata, 'Suruhlah dia
bersumpah untuldm bahwa dia benar pada
pengakuannla,' maka ada dua rnjh;

1) Dia harus bersumpah karena mungkin dia
berdusta dalam pengakuannSp.

2) Tidak harus bersumpah, dan ini adalah
pendapat yang shahih, karena sumpah digelar
agar dia tahrt sehingga dia mencabut
pengahranqn.

Apabila dia mencabut pengakuarrn3Ta, maka
pencabutan pengakuannla fidak diterima, sehingga
penggelaran sumpah fidak bermakna.

Penjelasan: Hadits Umar 4ft, diriwaptkan oleh Malik

dalam Al Muunththa, Ad-Daruquthni, hnu Abi Syaibah, Al
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Baihaqi dan Abduffaz?aq dengan beberapa lafadz yang akan kami

sarnpaikan.

Bahasa: l-afadz ,..li diambil dari kata ,r* yang

merupakan paling jeleknSn uang seseorang, karena uang terkecil

adalah ,rli menurut saudara-saudara kita dari Irak dan Syam,

menyamai ple untuk penduduk Mesir dan Sudan, dan db unfuk

saudara kita penduduk Hijaz dan Najd, dan e.r.& unfuk saudara kita

penduduk Yaman. l-afadz rJi juga masuk dalam bahasa Eropa

dengan dialek bahasanya sendiri, mereka mengatakan.,rr dan !rr.

Dikatakan dalam At Misbahbahwa sebagian ulama berkata: #1
J4.r,ryakni eb5 ti ltE i;t '* q* ri :u "Seseorang telah

mempunyai fulus padahal sebelumnSa merrpunyai dirham."

Redaksi SSil 31i, maknanya dia adalah orang png jatuh miskin.

Jamakryra adalah j$,t'itt takni berpindah dari keadaan kaya

kepada keadaan melarat. Ihta 4 ,*i[t r4:-i4, yakni qadhi

memanggilnya dan menslumumkan pada orang lain bahura dia

telah menjadi omng miskin. Fals 5rang dibuat harsaksi adalah ;i5
dalam jamak qillatrruya dan !ii3 dahm jamak katsnl>nya. Dari

sini bemrti mullis adalah orang yang mempun5ai harta yang

kurang. Dalam hadits terdapat keterangan mullis adalah orang

lang tidak memiliki harta. Imam Muslim telah meriwa5ntkan

sebuah hadits yang isinla,
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Jt l ,7rZz. yqiit ff-
tiA bV r:r; ,iy :y ^*t5 

r"r; PS tlu'&
':fr 

VW" b ^ri U r1b # b9 c,tVe n
.r6t JtgbAi gb,i *

Bahwa Rasulullah $ telah bersabda, 'Tahul<ah kalian

siapakah mullis itu? Mereka menjawab, "Wahai Rasulullah

menunrt l<arni mullis adalah orcmg yang tidak mempunyai dirham

dan perhiasan (harta). Beliau bersaMa, "Muflis bukanlah ifu, akan

tetapi omng t/ang dabng di Had Kianat dan mqnbawa kebail<an

seperti gununggunung, dia dabng dengan pemah berbuat zhalim

kepada ini, menampar ini, dan mengambil banng oftng ini, mal<a

onng ini mengambil kebail<ann5a, dan yang ini mangambil

kebaikann5n. Apbila masih tetsin sauafu WdanW maka diambil
kebaikan merel<a dan di kemblil<an pdanlm, kernudian dipukul
dengan kms, dipukul dangan kqas menuju nqala. "

Ucapan para sahabat nabi ini menceritakan hakikat mullis,

sedangkan sabda nabi bukan berarti menafikan makna hakikatnln,
akan tetapi beliau memaksudkan bahwa muflis di akhirat lebih

,i6 ,'*'lS
oIclz O /

Gu,Yfr5 ;iti )vr
,;E:tr i.#s
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dahsyat dan lebih besar dibandingkan muflis di dunia yang

disandarkan terhadap orang kaya, hal ifu sama dengan sabda

beliau,

,S;it ',$-#l ,#S ab'L)L i:"rirrz J' , -.

'rf 'Urt ,#s ,,b;Jt "f u Uilt

* n dstGvr;a,# u ag'Jt c4

..*1r+in|t-
"Onng Wng kuat (hebat) itu bul<anlah tmng sanggup

membanting (bnqgah bergalat), tetapi onng hebat itu adalah

orang Jnng mengalahlan nafsurya ketila mamh. "

SaMa beliau,

-"at
'Bukankh orzng l<a9n itu l<arena bantlak harta, akan tetapi

onng kaSa a&hh onng tarTg l<a5a lnti"
Dan saMa beliau,

"Bul<anlah orzrng tang menang ifu oftrng tnng
mengalahkan onng lain, saungguhnSa oftng tnng mem,ng

adahh omng tnng mazdapt pengampuran (dad Allah)."

Dan ucapan penlrair:

.rj
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"Bukanlah omng 5nng mati ifu kemudian dapat berisfinhat dengan

kernatiann5n, alan teApi onng tlang mati adalah onng tnng
meninggalkan kehidupn (dunia). "

Mereka menamakan muflis karena hartanya dimiliki, dan

dalam istilah fuqaha adalah orang png utangnya lebih banyak dari

pada hartanya, dan pengeluamnnSa lebih besar daripada

pemasukannla, pembelanjaan dalam segi utangnya seolah-olah

tidak ada.

Ucapan Umar rft,: a41i uaufun bqhir dari kata gi:l,

muannatsnp adalah Lt;il 6vrriiL, hitam kemerah-merahan.

Syaikh hnu Hajar dalam Tuhkbnya mengatakan: Taflis

fiatuh miskin) secam bahasa adalah panggilan bagi orang 5nng
memiliki utang, dan kemasyhurannya karena sifat kemiskinannya

yang diambil dari kata fulus (uang) yang mempakan harta

terkecilnya. Sementara secara sSrara'adalah pencekalan hakim atas

omng yang memiliki utang dengan qnrat-syaratnla.

Hukum: Apabila seseomng memiliki utang, maka tdak
lepas, adakalanp utang ifu harus dibayar dengan kontan atau

diangsur, apabila kontan maka apabila dia melarat tidak boleh

dituntut karena firman Allah gt, ifr ,{t ',1# 'Maka

bngguhlranlah ampi dia bukehpngan. "

Dan pemberi utang tidak boleh mengawasinya, dan inilah

pendapat yang dip"gang oleh Malik. Abu Hanifah berkata,
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"Pemberi utang tidak boleh menunhrtnya, tapi boleh

mengawasinya, hingga berjalan bersamanya sekiranya dia berjalan,

duduk bersamanya sekiranya dia duduk, hanla saja dia tidak boleh

menghalangrnla bekerja. Apabila dia pulang ke rumahnya, maka

apabila pemberi utang diizinkan masuk maka boleh masuk, apabila

tdak diizinkan masuk, maka pemberi utang boleh mencegahnya

masuk."

Dalil kami adalah firman Allah &:

ifr 6':;yi3i;ri 5*):
*Maka Allah membqil<an terlndap onng

Sang m&mt'

Maka lnng berpendapat bahwa pemberi utang bol€h

mengawasinln berarti menlalahi zhahir ayat. DiriunSntkan bahwa

Mu'a& rS mernbeli buah, lalu dia tertimpa musibah, kernudian

Nabi $ bersaMa, "Betsdel<ahlah pdaryn!' maka mereka

bersedekah unfuknla, tetapi dia Udak memenuhi kalajibannya.

Kemudian beliau bersaMa, "Bersedekahlah padanp!" rnaka

mereka bersedekah unfukn3a, tetapi dia fidak memenuhi

ka,rnjibanryn, kemudian Nabi $ bersaMa kepada para pernberi

utang, "Ambitdh ap 5ang l<alian daptl<an, katian tidak pung hak
selain ifu.'

Ini adalah nash, dan karena orang 1;ang tidak boleh dihrntut

tidak boleh diavuasi sebagaimana apabila utangnlra ditangguhkan,

apabila orang png merniliki utang itu piawai dalam bekerja, maka

dia tidak boleh dipaksa bekerja agar dapat melunasi utangnya, ini

termasuk paling besamya tujuan syari'at yang elok, bahwa

kebebasan pribadi seseorang lebih berharga dari apapun sehingga
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tidak dapat dianggap harta atau utang. Dan dia tidak boleh dibatasi

oleh pemberi utang atau sulthan (penguasa), akan tetapi apabila

dia bakerja dan dapat menghasilkan harta lang lebih untuk
keperluan dirinya dan orang Sang unjib dia nafkahi, dia harus

mernba5rar utangn3n. Inilah pendapat yang dipegang oleh lrnam
Nlalik, Abu Hanifah dan umumnya para ularna selagi dia dalam

keadaan melarat.

Imam Atunad dan Ishaq bin Rahaunih berpendapat bahwa

Da boleh dipal$a bekefa untuk membaSar utang. Dengan inilah
Umar bin Abdul Aziz, Ubaidillah bin Al Hasan Al Anbari dan
Sawurar Al q"ani berpendapat.

Dalil kami adalah hadits Mu'a& bin Jabal & yang membeli

buah, lalu Nabi $ mernerintahkan para pemberi utang unfuk
mengambil harta lpng masih ada padanya, beliau berkata,
"Ambillah ap tnrg l<alian dapatl<an, l<alian Mak memiliki hak

5nng lain!"Nabi # udak Mu'a& bekerja unfuk mereka,

dan karena ini adalah paksaan untuk bekerja, maka tidak wajib
untrrk itu. Sebagaimana dia tidak boleh dipaksa menerima wasiat.
Demikian juga apabila seorang perempuatr kawin dengan mahar
yang besar, maka dia tidak boleh dipaksa unfuk menceraikanngn

sebelum digauli agar separuh mahar dapat kqnbali padanSra.

Namun apabila dia seorang lrang ka!n, maka dia boleh
dihrntut karena firman Allah S menyebutkan,

ifr $L:,t{r3;,r:Lr 5*,1
'Maka Allah mqnbqil<an paantgulnn tahadap o,z,ng

jang melaraf."(Qs. Al Baqarah 12]': 2801.
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Dalam ayat ini Allah @ mewajibkan memberi penangguhan

terhadap orang yang melarat untuk membayar utang, maka dari
ifu ini menunjukan bahwa omng yang kaya tidak wajib
ditangguhkan dalam pembayaran utang. Apabila dia tidak mau
mernbayar, maka hakim menyrrtrhnya membayar utang. Apabila
dia tidak mau melakukan, maka apabila dia merniliki harta 1x1ng

Apabila hakim melunasi sebagian utang dari harta orang
yang punya utang kepada pemberi utang, maka ifu boleh
dilakukan. Inilah pendapat Snng dipegang oleh Imam Malik, Abu
Yusuf dan Muhammad. Sementara Abu Hanifah berkata, "Hakim

tdak boleh menjual hartaqn unfuk membayar utang, akan tetapi
dia harus ditahan sampai dia mernba3ar utang sendiri."

Cabang: Apabila utangnya itu dibayar dengan terr,rpo,

maka yang benrtang tidak boleh ditunttrt sebelum jatuh tempo
pembayaran, karena hal ifu menggugurkan faedah penangguhan

utang. Apabila dia ingin bepergian sebelum masa jafuh tempo
pembayaran utang, lalu lama perjalanan tersebut melebihi wakfu
jafuh tempo pembayaran, maka harus ditinjau ulang. Apabila dia
bepergian bukan unfuk fujuan berperang, maka pemberi utang
tidak boleh mencegahnya dan menunfutrya unfuk segera

membayar utang, misalnya menunfut adanp orang yang dapat
menjamin utangnya dan menunfut agar dia memberikan gadai
padanya. Imam Asy-Syafiri rg& berkata, "Dan boleh dikatakan

padanya 'Hakmu menumt apa yang engkau tetapkan' yakni

sesur.rgguhnya engkau telah rela ketika akad hartamu ada padanya,

tanpa gadai dan jaminan." Sementam para sahabat kami
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menceritakan dari Imam Malik bahwa dia berkata, "Pemberi utang

boleh menuntutrya dengan mendatangkan orang yang dapat

menjamin dirin5a atau mengadakan akad gadai."

Dalil kami adalah bahua dia tidak boleh menunhrtnya

dengan hak, maka dia juga Sdak boleh menuntutnSra dengan

mendatangkan perrjirmin atau gadai, sebagaimana apabila dia tidak

menghandaki pergi.

Cabang: Apabila bepergiannya untuk berperang, maka

ada dua pendapat ulama fihh Ary$afi'i (pendapat):

Diantara ulama kita ada png berpendapat bahwa pemberi

utang boleh mencegahnlra sampai dia menjadikan seseorang yang

dapat menanggung utangnya (kafiltatau memberikan gadai unfuk
utangnya, karena Asy-Syafi'i:& mengatakan bahwa dia tdak
boleh ikut berperang keoali dengan seizin orang 5rang memberi

utang. Asy-Syafi'i tidak membedakan antara utang yang kontan

atau yang ditangguhkan. Dan karena seorang mujahid merelakan

dirinya terbunuh agar mati slnhid. Sehingga dia Udak harus

menjadikan seseorang sebagai penjamin utangnya atau

memberikan gadai, agar pemberi utang dapat meminta haknya

kepadanlra.

Apabila utang harus dibayar sedangkan dia mempunyai

harta yang jelas, maka harus dUual oleh hakim untuk membayar

utangn5ra. Dalil kami adalah bahura Umar 4b naik ke atas mimbar

dan berkata, "lngat!! batrua Usaifa' adalah Usaifa' Juhainah yang

rela dari utangnya, dia benrhng sambil berpaling, sampai

mendapat masalah 5rang serius, maka yang telah

memberi utang padanya datanglah, karena kami adalah peniual
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hadanya." Dan diriwayratkan "Dia rela dari utang dan amanah5ra,"
dikatakan, "Orang lang mendahului haji." Dan diriwayatkan,
"Telah mendahului haji, Ialu dia berutang dengan berpaling
sehingga mendapat masalah yang serius, barangsiapa yang telah
memberikan utang padanya, maka datanglah besok karena kami
akan menjual hartanla, dan kami bagikan pada pemberi
utangnya." Dan diriwayatkan "Barangsiapa yang mempunyai
piutang, maka kembalilah! Sehingga kami dapat membagi
hartanya kepada mereka dengan bagian-bagiannya," hal ini terjadi
saat berkumpulnya para sahabat, dan tidak seorang pun dari yang

mengingkarinlra, maka ini menunjukkan bahwa dalil ini adalah
merupakan ijma.

Redaksi 'W;i 3$A, maksudnya dia menghadapi orang,

kemudian berutang pada orang yang dapat dipinjami unfuk
membeli unta yang bagus, berangkat haji dan mendahului haji.

Ucapan , '4$ 6b$ dikatakan ,y.1 \ g4 apabila terjadi sesuatu

yang mana dia tidak dapat keluar darinya dan tidak ada jalan

unhrknyra. Dan dikatakan,

.Alb S\5 C4 ItV 3s !tL5 ey Gy

"Saunguhn3a absmu dan keluhumnmu telah tertufup
dengarunu dan abs dirimu."

Allah $ berftrman,

'b*-$fte.fitg'r6|;k
"Sekali kali ddak, bahkan aF 5nng mereka ushal<an akan

menutup hati mqel<a"(Qs. Al Muthaffifin [83]:14)
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Al Hasan berkata, "Yaihr dosa di atas dosa sehingga

menghitamkan hati." Apabila orang lang mempun]/ai utang tidak

mau membayar utang, dan menyimpan hartanya, rnaka dia diberi

sanksi dan dipenlua oleh hakim sampai dia mengeluarkan

hartanya, dalikrya adalah sabda Nabi $:

"Pqtundaan oftng yang mandaptl<an harb adalah zlnlim

5ru9 menghalall<an lnrsp dirirya dan hukurcnrya. "

Hadits ini diritmyatkan oleh Al Bukhari dan Muslim, Abu

Daud, An-Nasa'i, Al Baihaqi, Al Hakim dan Ibnu Hibban. Dan dia

mq-slnhibkan hadits ini dari Amr bin Syunid dari ayahnln, dari

Nabi $. Waki' berkata, "Harga dirinp adalah melaporkannSn

sedangkan hukumannla adalah pemenjaraannga. "

Menurutku: Beliau tidak menghendaki menuduh zina atau

mencela nasabn5n, hanya saja dia dikatakan telah berbuat zhalim

dan aniaya.

Redaksi Pt *'rt ol adalah;plir (menangguhkan).

Dikatakan 6 *51 - 'arj)'Aku menangguhkan dia dengan

sebenar-benamSa penangguhan. "

Sedangkan apabila dia tidak memiliki harta dan berkata,

"Aku adalah orang yang melarat," sementara hal itu didustakan

oleh pemberi utang, rnaka harus ditiniau ulang. Apabih utang

terjadi sebab penukamn bamng seperti utang dagangan. Dan ini

tidak sama dengan utang perdata di masa kita sekarang. Utang

penukaran ini menurut kebiasaan para firqaha seperti iml-beli,
*lam (titipan) dan qhard (utang), sehingga mencakup utang

dagangan dan utang perdata. Sdangkan utang yang bukan

u.#s^by,E-pb$,J
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penukaran, yaifu utang pidana dan mahar isfoi, maka aku katakan

bahwa apabila utang termasuk dari macam yang pertama, dan dia

telah mempergunakan hartanya sebelumnya, maka pengakuannya

yang men5atakan bahua dia melarat, tidak diterima, karena

kepemilikan harta tetap padan5a. Dan Snng asal adalah masih

adan5ra harta. Sehingga ucapan dalam pengakuannya tidak
diterima, tetapi harus ditahan oleh hakim, gafu dengan keputusan
yang berlaku dalam pengadilan-pengadilan resmi berupa hukum
penjara unfuk orang orang png berpura-pura jafuh miskin dalam

utang dagang yang mengambil harta orang lain dan barang-

bamngnya serta mengaku melarat, maka gugur penganggapannya

dan dipenjara sampai lima tahun.

Apabila dia berkata, "Pemberi utangku tahu bahwa aku

melarat" atau bahr,rn "hartaku rusak," maka apabila pemberi

utangnya membenarkan, dia dibebaskan dari penjara, dan apabila
pemberi utangn5a mendustakannya, maka pemberi utang harus

bersumpah bahwa dia tidak tahu kalau dia melarat dan yang punya

utang ditahan.

Apabila yang bm.rtang ingin mendatangkan saksi atas

kemelaratannya, maka tidak dapat diterima kecuali dengan dua

saksi yang cermat dan teliti, dan menceritakan jalan masuk dan

keluamya harta seperti oftmg yang ahli membuat perhifungan
yang terpercaya. Ini adalah nash mereka "dari kalangan orang

5rang cermat", maka apabila saksinya dari kalangan orang yang

cermat dalam masalah batin, maka ifu dapat didengar. Sementara
Imam Malik Ug berpendapat bahwa tidak dapat di dengar

persaksiann5ra, karena ia merupakan persaksian meniadakan,

sehingga tdak dapat diterima. Dalil kami adalah hadits Qabishah
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bin Al Mukhariq AI Hilali, pada riwayat Muslim bahwa Nabi 6$
bersaMa,

a:^l'1.'"'ll {z-;jt li Y u;6 ,l

'^2. lbl ,b:j,

1z o2- t.A-e?g tl

al.
(

I
t|i"'g- ,? *'uit {s e:f'a:u; ,P ,F:

't & Assit1
v

/t ol
k!)*3-

z 'o/ca;t; ,'if yF b ;Jt a:1 :yif$'{E
5 # b rl>r.t, qr3- & ii:*r i e:4

.Vtg,

"Wahai Qabislnh bin Mul<hariq, Mak lnkl minb-minb
kquali figa onng; oftng Wng menansgryg brgf.ngan, finka
halal baginSa mqninb-minb sampi dapt manunailanrya
kamudian mqtahan (frdak minb-minb lagi), dan oftng jang
tertimpa kerniskinan dan kebufuhan, sehingEa dia mau basumph
abu ada tiga onng pinbr dai laumrya tang mengabl<an bahwa

dia pun5a kebufuhan. Maka halal minb-minb sampai mandapt
dari kehidupn abu mandaptlan makanan Fng

mancukupi.'

Keterangan yang telah disebutkan bahwa persaksian adalah

persaksian menafikan (meniadakan) tidak benar, karena uralaupr-tn

persaksian itu mengandung nafial<an tetapi menetapkan keadaan

png jelas, yang difahami oleh saksi sebagaimana apabila dia

bersal$i tidak ada ahli waris kecuali orang ifu.
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Apabila dia mau mendatangkan saksi atas kerusakan

hartanya, maka persaksian dua orang Snng adil dapat diterima,

baik mereka berdua termasuk orang yang cerrnat ataupun tidak,

karena kerusakan dapat diketahui oleh siapa saja dari ternan

berkumpulnya, atau orang yang menyaksikannya langsung atau

orang yang dekat keberadaannya dengan hartanya, seperti

keberadaannya sebagai karyawan atau karyawan tetangganya atau

memiliki barang yang menjadi kesibukannya unfuk dikerjakan atau

didagangkan, atau orang yang menjadi karyawannya atau orang
yang sering mondar-mandir dan lainnln dari orang yang dapat

dihubungkan oleh sebab'sebabn5a dapat melihat kerusakannya.

Apabila pemberi utang menunfut sumpah orang yang

punya utang, padahal ada saksi maka tidak perlu bersumpah

karena hal itu berarti mendustakan saksi. Apabila ini jadi

ketetapan, maka saksi dalam dua keadaan ini dapat didengar

seketika dan orang yang bemtang dibebaskan jualannya dari
penahanan. Abu Hanifah berkata, "Persaksian dapat didengar

seketika dan orang yang punya utang ditahan selama dua bulan,"

dalam satu riwayat tiga bulan dan dalam safu riwayat, empat

bulan.

Al-Thahawi Ag berkata: "Ditahan dua bulan" maksud dari

penahanannya adalah ketika hakim mempunyai dugaan yang

besar bahwa kalau memang dia punya harta niscaya dia akan

menjelaskannya, ini tidak benar karena tiap salsi boleh didengar

dengan seketika sebagaimana saksi-saksi yang lainnya.

Ada berapa saksikah yang dapat diterima dalam masalah

kemelaratan? Ulama kita dari Baghdad berkata, 'Dalam masalah

ini dapat diterima persaksian dua orang laki-laki yang adil
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sebagaimana persaksian kemsakan harta ditambah kecermatan

dalam batin tentang keadaan orang yang jafuh miskin." Ini adalah

pendapat para sahabat Ahmad. Al Mas'udi berpendapat bahwa

tidak diterima persaksian orang yang kurang dari tiga orang laki-

laki, disamping menekan dia harus bersaksi. Dan bamngkali Al
Hilali berhujjah dengan khabar Qabishah bin Al Mukharik, apabila

dia mendatangkan saksi akan kemelamtannla, lalu dikatakan pada

pemberi utang, dia memiliki yang tidak jelas Sang tidak diketahui

oleh saksi dan dituntut sumpahnya itu, maka ada dua pendapat

Asy-Spfi'i:

1. ndak wajib bersumpah, ini adalah pendapat Imam Abu

Hanifah, karqra berarti mendustakan pada saksi.

2. Wajib bersumpah, kalau tidak mau maka ditahan.

Al l(hiraqi dari kalangan sahabat Ahmad berkata,

"Barangsiapa yang wajib membayrar hak, lalu dia menyebutkan

bahwa dia jafuh miskin, maka dia ditahan sampai mendatangkan

saksi yang bersaksi dengan kemelaratann5na." hnu Mundzir

berkata, "Keban3akan orang yang kami jaga dari para ulama kota

besar dan para qadhi, mereka berpendapat harus dihukum dalam

masalah utang, di antara mereka adalah Imam Malik, Imam Asy-

S5nfi'i, Abu Ubaid, An-Nu'man, Sawwar dan Ubaidillah bin Hasan.

SSraikh Abu Hamid dari kalangan ulama kita dalam .4/
Tha'hq tidak menyebutkan selain ini, bahwa dia wajib bersumpah,

apabila tidak mau bersumpah maka dipenjara karena boleh jadi dia

mempunyai harta yang Udak jelas bagi saksi, terkadang seseorang

mempunyai harta yang tidak diketahui oleh omng terdekatrya dan

terkadang salah satu suami isteri mernpunyai harta 1nng tidak

diketahui oleh yrang lainnln.

Al Mojmu'SyoahAl Muhadzdzab ll rg,



Faidah: Undang-undang hukum Mesir dalam bab 9 materi

ke 98 menyatakan: Setiap pedagang 5rang tidak dapat membayar

utangnya dalam keadaan bangkrut dianggap penipuan dengan

keadaan di bawah init

1. Apabila menyembunyrkan catatan atau menghilangkan

atau menrbah.

2. Apabila mengambil atau menyembunyikan sebagian

hartanya karena merugikan para pemberi utang.

3. Apabila mengaku menjadi pernberi utang dengan cara

menipu dengan beberapa jumlah yang sebenamya bukan

menjadi tans;unganrya. Hal ifu sama saja apakah timbul
dari catatannya, timbangannya atau lainnya berupa mata

uang atau timbul dari pengakuan lisan, atau dari
penolakan pemberian surat keterangan padahal dia tahu

akibat penolakan tersebut dari materi ke329, orang
yang berpura-pura miskin dengan cara menipu bersama

orang yang rnernbanfunln di penjara 3-5 tahun, dan

disana terdapat hukuman mentah yaifu pencabutan hak
berkansaksi selama 15 tahun.

Cabang: Apabila dia memiliki utang yang bukan

penukaran seperti pertuatan kriminal pada orang lain atau

merusak harta orang lain, dan sebelumnya tidak diketahui dia

mempunyai harta dan dia mengaku bahwa dia adalah orang yang

mdarat, maka ucapannla diterima disertai sumpahnya bahwa dia

melarat, karena asalnya fakir sampai diketahui kekayaannya,

dalam hadits yang mulia disebutkan:
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.*nt di
'Saunggunjn anak Adam adalah mahluk 5ang tidak ada

apa-aparym selain kdua kulib5n, kemudian Allah memforikan

rizqi kepadanja."

Apabila dia telah bersumpah, kemudian datang pemberi

utang yang lain, maka Ash-Shaimuri berkata: Dia tidak harus

bersumpah sama sekali, karena kemelaratannya sudah ditetapkan

dengan sumpah yang pertama. Dan apabila di tangannya di dapati

ada harta, lalu dia berkata, "ini milik Zaid sebagai titipan atau

dagangan," apabila orang png diakui tidak ada, maka yang

memiliki utang wajib bersumpah dan funfutan gugur darinya,

karena asalnya tidak adarrya kemelamtan. Apa png disampaikan

oleh Ash-Shaimuri sangat mungkin sekali.

Apabila orang yang diakui ada, maka sumpah itu

dikembalikan kepadanp, apabila dia mendustakannla maka

hartanya peminjam dibagikan kepada pemberi utangnya. Apabila

dia membenarkannya, maka dihukumi hartaqn kepada omng

yang diakui, apabila dia menunfut sumpahnlra orang yang

mengaku bahwa dia benar akan pengakuannp, apakah dia wajib

disumpah? Dalam hal ini Ada dua pendapat ulama fikih AsySpfi'i
yaitu:

1. Tidak wajib men!,umpahnln, karena apabila dia

mencabut pengakuannya, mail<a Udak dit€rima, sehingga

"tidak ada arti untuk sumpahnln
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2. Tidak wajib disumpah, apabila tidak mau bersumpah

maka dia ditahan, karena bisa jadi dia bersepakat dengan

orang yang diakui dalam masalah ini.

Apabila pemberi utang menunfut sumpahn5n orang yang

diakui, bahun harta itu miliknya maka hnu Ash-Shabbagh berkata,

"Menunrtku dia harus bersumpah karena apabila dia mendustakan

orang yang mengaku hartanya ditetapkan unhrk para pemberi

utang, apabila dia membenarkannla, maka dia harus bersumpah.

Apabila ini sudah ditetapkan, maka setiap orang lrang kami

hukumi kemelaratann5ra denga sal$i, tidak boleh ditahan. Dan

orang yang tidak kami hukumi kemelaratannSa, maka boleh

ditahan dan tidak ada batasan unh-rk penahanan menurut kami,

bahkan dia ditahan smpai tiga atau empat hari, apabila telah

ditetapkan kemelaratann5ra, maka dilepaskan dan tidak dicegah

untuk minta-minta. Abu Hanifah dalam Al Ushul berkata, "Dia

ditahan selama empat bulan," sementara di sahr tempat lainnya dia

berkata, "Tiga bulan." Dan di satu ternpat yang lain beliau berkata,

'30 hari."

Para sahabat Abu Hanifah berkata, 'Hal ini bukanlah atas

jalan pembatasan, tetapi atas kadar keadaan orang yang jatuh

miskin (MulftCt.Apabila dia termasuk orang png tidak diketahui

keadaannSa, maka ditahan 4 bulan, maka ditahan sekedar ifu.

Demikian juga apabila dia tidak diketahui keadaannSa kecuali

ditahan 3 bulan, maka ditahan sekedar ihr."

Dalil karni, bahwa tdak ada jalan untuk mengetahui

keadaannya dari jalan yang pasti. Sesungguhnya

dapat diketahui dari jalan yang n3ata, dernikian ihr dapat diketahui

dengan cara ditahan tiga atau empat hari, dan lain sebagainya.
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Apabila pemberi utang menahannya, maka tidak boleh

mencegahnya dari tidur dan makan.

Dalam masalah nafkah dengan penahanannya ada dua

otnjh. Diceritakan keduanya oleh AstrShaimuri dalam Al Uddah

(Al Madzhab) bahwa nafkahnya.dari hartanya sendiri. Yang kedua

nafkahnSn wajib ditanggung pemberi utang. Apabila yang ditahan

mempunyai pekerjaan, maka Ash-Shaimuri berkata: "Telah

dikatakan: dibiarkan dia dengan pekerjaannya karena dia dapat

membayar utang dengan apa yang dia hasilkan dari pekerjaan ifu,"

dan dikatakan, "Dilarang melakukan pekerjaan apabila diketahui

hal itu memperlambat urusannln dan tidak ada maksiat atasnya

dengan meninggalkan shalat Jum'at dan jamaah sekalipun dia

melarat." Dan dikatakan, "Dia hams meminta Din pada pemberi

utang ketika itu sehingga dia dapat mencegahnya sehingga

kalajiban datang gugur darinya."

Cabang: Apabila dia sakit dalam tahanan dan udak

mendapatkan orang lnng dapat melayaninln, maka dia

dikeluarkan dari penjaranga. Apabila dia mendapatkan orang yang

dapat melayaninya dan dapat menjalankan perawatann5a dan

pengobatannya dalam tahanan. Apakah wajib dikeluarkan? Dalam

hal ini ada pada pendapat ulama fikih AsySyafi'i yang diceritakan

oleh Ash-Shaidalani. Apabila dia'ditahan dengan tuntutan para

pemberi utang, maka salah safu diantara mereka tidak boleh

mengeluarkannya sampai mereka selnua benar-benar sepakat

unfuk mengeluarkannya. Apabila dia ditahan atas permintaan

seorang pemberi utang, kemudian ditahan oleh pernberi utang
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yang lain, lalu dia meminta agar dikeluarkan unfuk diperkarakan,

maka dia harus didatangkan.

Apabila ditetapkan bagn1n wajib menunaikan hak dan
menunfut agar ditahan, maka dia hanrs ditahan. Dan dia tidak
boleh dikeluarkan kecuali mereka berdua sepakat unfuk
mengeluarkann3a. Apabila ditetapkan kernelaratanngra, maka dia

dikeluarkan oleh hakim tanpa seizin pernberi utang.

Ash-Shaidalani mengatakan: Apabila orang yang melarat
tidak memiliki harta, maka apakah dia boleh bersumpah bahun
tidak ada hak lnng harus dia baSar? Dalam hal ini ada &n wajh

1. Dia boleh bersumpah dan berriat bahun tidak ada hari
baginp sehingga mengharuskannya keluar dari tahanan.

Z.Dia fidak boleh bersumpah karena hakim apabila adil

tdak boleh menahanngra kecuali setelah ielas
keadaanryn. (selesai)

Faidah: Bahrrn penahanan dalam masalah utang adalah
paksaan badan unfuk membayrar dan melaksanakan hak-hak orang

Snng mernbuat orang tidak mendahulukan peminjaman kecuali dia
tahu dapat memba5nm3n. Ini termastrk sesuatu 5nng menyebarkan

kepercagnan diantara manusia dan menpdikan setiap manusia

selalu siap unfuk mernbantr"r sebagian mereka. Bersikap baik pada

mereka dengan akad utang, karena pengetahuan masing-masing

rnereka pada ketalaman hukum s;ari'at dan percap hak-hak
mereka akan sampai pada mereka karena sesuafu Sang menjamin
maq,rarakat muslim dari tansaksi riba, sehingga jangan sampai

hukum 5rang baik ini tidak berfungsi, lalu riba dan perampasan

menyebar. Hukum-hr-il<um syariat telah dirancang pada masa
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Daulah Sudan, dan mereka menetapkan penahanan orang yang

berutang dan menunda pembayaran sampai dia mau membayar

utangnya. Allah $ telah memberi taufiq pada para hakim-hakim

negara tersebut untuk kembali kepada hukum dalam kitab Allah &
dan Sunnah Rasulullah $.

Mereka telah menuntut faidah hukum-hukum ini untuk

kestabilan keamanan dan ketetapan afuran dan keterangan kecuali

dari sebagian yang sedikit dan men5alahi orangotang Nasrahi

yang mangabaikan hidup di bawah naungan rahmat 5rang memberi
petunjuk dari syariat Allah &, karena mereka mementingkan

barang hamm dengan perdagangan minuman keras dan lainnya,

semoga Allah mempersulit unrsannla

Syaikh AsfSyirazi a berkata: Apabila seoftrng

memiliki tanggungan utang, lalu dia dilaporkan oleh
para pembri utang kepada hahm, mereka meminta
agar hakim mencekalnya, maka haldm harus
mempertimbangkan hartanya. Apabila dia cukup untuk
membayar utang maka fidak boleh dicekal. Karena
tidak ada perlunya pencekalan. Tetapi hakim harus
men!,uruh membayar utangnya sesuai dengan apa lnng
kami jelaskan. Apabila hartanya tdak cukup membayar
utang, maka hakim boleh mencekalnya dan menjual
hartanya atas nama dia, karena pada riwayat
AMurrahman bin Ka'ab bin Malik, disebutkan,
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Mtra'dz Bin jabal termasuk pemuda paling utama

dikalangan kaumnya- Dia fidak dapat menahan sesuafu
sehingga selalu benrtang sampai menghabiskan
hartanp dalam membalrar utang. Lalu Nabi g bersabda
kepada para pemberi ,t-g, 'seandainyTa seseorang
meninggalkan *suafu l<arena *seorirng, niscayn
merel<a meninggall<an Mu'adz lrarena Rasulullah fu-'
Malra Rasulullah $ meniual hartarrya untuk mereka
sehingga Mua'dz berdiri tanpa ada sesuafu apapun.

Ka'ab Bin Malik meriwayratlran,
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'Sesungguhnya Rasulull"h # Mencegah Mua'adz
dan menjual hartanya atas nama Mua'adz."

Apabila hartanSra cukup unfuk membayar utang,
tetapi tampak padanya tanda jatuh miskinryn, seperti
banSTaknya pengeluaran daripada pemasukanngm, maka
ada dua pendapat ulama fikih Ary-SSraf i dalam hal ini:

Pertama, tidak boleh dicekal, karena dia penuh
dengan utang, sehingga tidak boleh dicekal
sebagaimana apabila tidak nampak tanda jatuh
miskinnSn-

Kedua, boleh dicekal, karena apabila fidak dicekal
pengeluaran hartanSn akan terjadi dan pergl,
sedangkan kerugian masuk kepada para pemberi utang.

Penjelasan: Hadits Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik
diriwayatkan secara mutbshil. Diriwayatkan oleh Ad- Damquthni,
AI Baihaqi dan Al Hakim. Dan dia mq-shahih-kannya dari jalur

Ka'ab Bin Malik Abu AMurrahman. Sedangkan hadits

AMurrahman yang tertulis dalam pasal ini, telah diriwayatkan oleh
Abu Daud dan Abdurraz?aq. Abdul Haq berkata, 'Riwayat hadits

murallebih shahih." hnu Ath-Thila dalam Al Ahkam berkata, "lni
adalah hadits yang tsabitfletap)." Sementara Ath-Thabrani benar-

benar telah meriwayatkan hadits ini. Hadits ini diperkuat oleh

hadih Imam Muslim dan lainnya dalam hadits Abu Sa'id AI Khudri,

lang mana dia berkata,
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a.1. ..f)

"Telah ditimpa m,sibah seseorang pada rnasa
Razulullah $."

Adapun lafadz;,tr l^hi kaya dan banSrak hartan5ra, aren
tetapi dia bangrak harta mirik omng lain, maka dia dikatakan ka}la
utang (f-rJU o.,lr).

Hukum: Apabih utang dit€tapkan atas ses@mng,
adakalanyra dengan saksi, pengakuan, atau sumpah orang lang
menuduh, dan para pernberi utang meminta kepada hakim agar
mencekalnya, maka hakim harus melihat hartanya. Apabila
hartanya cukup unfuk membayar utang, maka dia tidak boleh
dicekal. Tetapi dia disuruh menrbayar utang, apabila dia tidak mau,
maka hakim merrjual hartanya atas nama dia, dan membayar
kepada para perrrberi utang. Berbeda dengan pendapat Abu
Hanifah, permasalahan ini sudah berraru pada pasal yang telah
Ier,rnt- Apakah hakim boleh mentarrsir barang-barang 5ang dapat
membayar utang dengan hargarya? Dalam hal ini ada dua
pendapat ulama ftkih Asy$nfi'i yang telah diceritakan oteh hnu
Ash-Shabbagh.

Tidak boleh mentaksimgra, karena bagi pemilik barang
boleh meminta kembali barangnya dan tidak kehilangan harganya,
sehingga hakim tidak boleh mentaksim5ra serta harta yang lain.
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Boleh mentaksimya, karena pemilik harta boleh khiyar
(memilih) antam merninta kembali, dan tidak meminta kembali

hartanla.

Pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang, pertama

menenfukan pada penerima gadaian agar mengarnbil harta bempa
barang, dan ini adalah madzhab Imam Ahmad ep dengan

i# cJ31 $ gdt ry *lbtl !s:;,'i

,)u

'Bamngsiap tnng mandapt*an banngnln pada onig
t/a!19 latuh miskin, mal<a dia lebih berhak dangan bamng itu-"
Hadits ini diriuraptkan oleh Al Bukhari.dan Muslim dari Abu

Imam Ahmad rg berkata, "Seandainya seorang hakim

menghukum bahwa dia menjadi panutan para pernberi utang,

yakni menyamamtakan antara para pemberi utang dalam harta

berupa benda atau dalam harganya setelah benda ifu dijual,

kemudian menyampaikan pada seseorang yang ingrn

mengamalkan hadits ini, maka hakim boleh merusak

kepufusannya."'

Menurutku: Kesimpulan pendapat dalarn masalah ini,

bahwa muflis (Orang lang jatuh miskin) ketika dicekal, lalu

sebagian pemberi utang mendapatkan barang miliknSn png telah

dijual, berupa barangnya dengan syarabsgrarat yang akan

disebutkan, maka dia memiliki hak menrsak penjualan dan
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mengambil barangnya. Hal ifu diriuaSratkan dari ushran, Ali dan
Abu Hurairah. Dan dengan ini, uru^h, Malik Al Auzai,, As-syafi'i,
AlAnbari, Ishaq, Abu Tsaur dan Ibnu Mundir berpendapat.

Al Hasan, An-Nakha'i, hnu spbramah dan Abu Hanifah
berkata, "Dia adalah panutan para pernberi utang. Apabila
hartanyra ditaksir, Ialu mereka mendapatkan trartanya fidak
mencukupi trnfuk mernba3rar utangrrtangnya, rnaka hakim tdak
boleh merrcekalnga sebelum ada permintaan para pernberi
utangnya, karena dia tdak punln ketnrasaan unfuk mencekalnln
dalam masalah itu. Apabila para penrberi utang atau sebagiannya
meminta pencekahn setelah ifu, maka harus dicekat, dan hartaqn
dijual atas namanga." Dan inirah pendapat yang diambil oleh
Malik, Umar dan Abu Yusuf.

Imam Abu Hanifah berkata, 'Dra tidak boleh dicekal dan
hartanya udak boleh dijual, tetapi harus ditahan sampai membayar
kanajibannya." Pendapat ini dipaparkan oleh Al Immni dalan Al
Bajan.

Dalil kami adalah sebuah riv,raSat,

o

,+Jr.'C
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yt lj-: # * U'' t$,F g;rit;t'i:1
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"sesungguhnya Mua'adz bin Jabal terbelit utang pada

zaman Rasulullah $, lalu para pemberi utangnya melaporkan

kepada Rasulullah #, maka Rasulullah $ mencekalnya dan

menjual hartanya atas namanya sehingga Muadz bin Jabal berdiri

tanpa sesuafu."

Dan dalam sebuah riuaSnt lainnp disebutkan,

4{'iu'.* *S ribh, -v'dt'iJ
.t'.VA

"sesungguhnya Nabi $ mencabut hartanya unfuk

mereka." Yakni unfuk para pernberi utangngra.

Dan ini berkemungkinan dua b'wil

Pertama, hartanya tidak cukup untuk membayar utang,

maka dia dicekal, sehingga makna ltlala 'a adalah mencekal.

Kedua, makna & no p adalah meniual hartanya untuk

mereka.

Abu Sa'id Al Khudri rtg meriurayatkan bahwa seseorang

mendapat musibah pada buah-buahan Snng telah dibelinya, maka

Rasulullah $ bersaMa, "Elqsdekahlah lalian padang!" l-alu

hartanya tidak cukup unfuk mernbayar utangnlp 0nng dulu dia

pinjam), lalu Rasulullah bersaMa, 'Ambillah harbnya, kalian tidak

punw hak selainiful"Diriwalntkan oleh jamaah selain Al Bukhari.

Rasulullah $ tdak menghendaki dengan saManya

"Ambillah hartanya!" dengan maksud "Rampaslah hartanya" tetapi

yang beliau maksud adalah "Ambillah dengan cam dibagi bagi."
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Abu Hanifah berkata, "Mereka tidak boleh mengambil
hartanya, kecuali dia memberikannya pada mereka." Namun
pendapat ini bertentangan dengan khabar yang shahih.

Apabila dia mernpunyai harta Srang cukup unfuk membayar
utangnya hanya saja tanda-tanda jafuh miskin sudah tampak, rnaka
apabila hartanya berhadapan dengan utangnya dan tidak ada jalan

untuk biayanya kecuali dari harta yang ada di tangannya, atau dia
mempunyai jalan unfuk bekerja tetapi dia perkirakan bia5anya
lebih besar dari apa lnng didapatkan dari pekerjaannya. Apakah
hakim boleh mencekalngn ketika diminta oleh para pemberi
utangnya? Berkenaan hal ini Asy-Syirazi mernaparkan dengan dua
qaul dan keduanp oleh Abu Hamid dan lbnu Ash-
Shabbagh dengan dua vajh

1. Tidak boleh dicekal, tetapi hakim menyuruhnya
membayar utang seperti apa lang telah kami jelaskan,

karena pencekalan dilakukan pada orang yang jafuh miskin,
sedangkan dalam kasus ini orcmg tersebut Udak jafuh
miskin, tetapi terjerat banyak utang.

2. Dicekal, karena keadaan secara zhahimya hartanya tidak
cukup unfuk melunasi utangnya, dan secam zhahir
pencekalan diperbolehkan. ndakkah engkau lihat bahwa
orang 5ang bodoh boleh dicekal, karena Sang zhahir dari
keadaann5a menghambur-hamburkan harta dan boros
walaupun bisa jadi dia fidak boros.

Syaikh AslrSyirazi e berkata: PasaL Dianjurkan
r,rnfuk mendatanglnn saksi atas pencekalanrryTa, supaya
orang tahu keadaarurya sehingga Udak mengadakan
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transaksi dangannya kecuali dengan cerdik. Apabila dia
dicekal, maka utangnya pada pemberi utang
bergantung pada hartan3Ta dan dia dilarang
mempergunakan hartaryn. Apabila dia benrtang atau
membeli sesuafu dalam tanggungannya, maka
hukumnya sah. Karena tidak merugikan para pemberi
utangnya dalam sesuafu yang ditetapkan dalam
tanggungann3Ta. Barangsiapa yang menjualnSTa atau
mengutangkannlp setelah pencekalan, maka ia tidak
bergabung dengan para pemberi utang dalam hartanya,
karena apabila dia tahu pencekalan maka dia masuk
dengan cerdik. Dan sesungguhnlp utang pada para
pemberi utang berganhmg pada hartarrS;a. Apabila
orang itu tidak tahu pencekalan, berarti dia telah
ceroboh ketika masuk dalam transalsi dengannSn tanpa
diteliti, maka dia hanrs bersabar sampai pencekalan
selesai. Apabila dia mempergunakan hartarrya dengan
menjual, memberikan atau memerdekalmn maka ada

dua pendapt AsyrSyrafi'i:

1- Sah dan matquf, karena merupakan pencekalan
yang ditetapkan pada hak para pemberi utang,
maka tidak mencegah sahn5Ta penggullaan harta
seperti pencekalan pada orang yang sakit.

2. Tidak sah, inilah pendapat lpng shahih, karena
mempakan pencekalan yang ditetapkan oleh
hakim, sehingga dicegah penggunaan hartanya,
seperti pencekalan tehadap orang lpng bodoh.

Berbeda dengan pencekalan terhadap orang yang
sakit, karena hak ahli warisnya fidak berkaitan dengan
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hartanya kecuali setelah kematiannya sedangkan di sini
ada hak para pemberi utang yang berkaitan dengan
hartanya dalam seketika, sehingga tidak sah
penggunaan hartanya, seperti barang yang digadaikan.
Apabila kami katakan bahwa sah penggunaan hartan3n,
maka hukumnSTa mauquf (belum jelas). Apabila dia
dapat melunasi utangn3a, rnaka sah penggunaan
hartanln. Dan apabila dia fidak dapat melunasi
utangn5n, maka menjadi rusak penggunaan hartangn
karena kami memperbolehkan menggunakan harta
dengan harapan agar hartangTa bertambah atau terbuka
jalan untuk membagnr utangngn- Apabila dia fidak
m.rmpu, maka rusak penggunaan hartangra
sebagaimana karni katalnn dalam bab pemberian orang
sakit-

Para sahabat kami berkata, 'Berdasarkan
pendapat ini, maka nrsaHah tasharnrt-nya (penggunaan
hartaqla) yang paling lemah, kemudian !/ang paling
lemah, maka paling lemahnyra adalah hibah (pemberian)
karena tidak ada timbal baliknya, kemudian jual-beli,
karena bertemu dengan fasalfi (1nng menrsak akad),
kemudian memerdekalnn budak karena mempakan
yang paling kuatnp tashamrt."

Menurutku, mungkin akad lnng lain menjadi
rusak kemudian lrcng lain juga rusak. Sebagaimana
kami katakan dalam bab sedekah orang yang sakit
apabila tdak mampu sepertiga.
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Penjelasan: Apabila hakim mencekal, maka dianjurkan

mendatangkan saksi atas pencekalannya. Dan melakukan

penyebaran berita pencekalan levuat iklan 5ang sesuai seperti

menyebarkan dalam surat kabar harian atau mengumumkan di

kantor polisi atau di tembok rurnah yang ditempati oleh orang

yang dicekal, yaitu media-media yang dipakai pada masa kita

sekarang. Sekiranya ada orang yang menyiarkan dari pihak hakim

di pasar-pasar dengan berkata "lngat! Sesungguhnya hakim telah

mencekal fulan bin fulan!" Karena apabila orang lain tidak

mengetahui hal ifu, mereka dapat tertipu dan mengadakan

transaksi dengannya sehingga dapat merugikan dirinya dan orang

banyak.

Apabila setelah keadaannya diumumkan, lalu mereka

mengadakan transaksi dengannSa, berart mereka berbansaksi di

atas bukti yang n5rata tentang keberadaannya, dan mereka

melakukannya sesuai dengan pertimbangan mereka. Dan karena

pengumurnan ini adalah catatan dan penyebaran hulmm yang

datang dari hakim lang mengambil benhrk keputusan.

Apabila ada hakim lain mengurus keputtrsanngn, maka

pendahulunya sudah diketahui, sebab perylumurnan dapat benrbah

dengan ketidakjelasan stafus orang yang dicekal dapat terjadi

padanya, maka kepufusan hukum yang datang dari pendahulunya

dapat berlangsung dan tidak perlu memulai pencekalan yang baru.

Apabila keputusan pencekalan terhadap mullis datang dari qadhi

(hakim), maka utang terhadap para pemberi utang berkaitan

dengan hartanla. Dan dia tidak boleh menggunakan harta ini.

Abu Hanifah.g berkata, "Utang:utangnya tidak berkaitan

dengan hartan5a. Dan tidak dilarang mempergunakan hartangn,
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tetapi hakim hendaknya menahannya sampai dia mau membayar

ko,ruajibannya, yang berupa utang tersebut."

Dalil kami adalah,

",upr W ,b iglr '6, ,y J)t \w'"ii
klv 69,; t'rx- ii * *S rf,^t Jv
e,^i<J *s $b^tJvirrr ;s,/_'ill 4

.2oilY,&j *vinr * $t iy-: {'U ,a3vp

* ie,\w(tt,*
"Sesungguhnla Mu'adz bin Jabal terbelit utang pada zaman

Nabi $. Dia selalu berutang sampai menghabiskan sanua
hartanya dalam utang. lahr dia datang kepada Nabi $, lalu

mengatakan sesuafu agar Nabi S$ menSrampaikan pada para

pernberi utangnya. Kemudian Rasulullah menjual hartanya unfuk
mereka sehingga Mu'adz berdiri tanpa sesuafu apapun." Hadits ini
diriunSratkan oleh Sa'id bin Manshur dalam Sunantya dari
AMurrahman bin Ka'ab.

Apabila ini telah ditetapkan, maka sesungguhnp mullis
apabila mempergunakan hartanya setelah dicekal, maka harus

ditinjau ulang. Apabila penspnaan harta dalam tanggungannya,

maka apabila dia benrtang atau membeli sesuafu dalam harga

tanggungann5a atau rnenyerahkan sesuafu pada hal ifu, maka

hukumnya sah. Karena pencekalannya pada hartanya ini
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sebanding dengan pencekalan secara hukum atau pemerintah

pada zaman kita terhadap pada barang-barang milik orang yang

masih berutang yang masih ada dan masih dimilik. Hal itu tidak

mempengaruhi pada keabsahan bansaksi, akad utang jual-beli dan

penyerahannya. Karena dia tidak dicekal dalam tanggungannya,

karena tidak merugikan pada para pemberi utang dalam sesuahr

yang ditetapkan dalam tanggungannya. Barangsiapa yang

mengadakan transaksi dengannya setelah itu, lalu dia menjualnya

atau mengutangkannya, maka dia tidak bergabung dengan para

pemberi utang pada hartanya, karena apabila dia mengetahui

pencekalannya, maka akan masuk dengan berfikir cerdas, apabila

tidak tahu maka dia telah ceroboh dengan tidak meneliti hal

tersebut.

Apakah benda-benda 3nng telah dia beli setelah dicekal

dibagikan kepada para pemberi utang yang pertama dengan harga

dalam tanggungannya? Atau para peniualnla lebih berhak

dengannya? Ada dua pendapat ulama fikih AsySpfi'i yang akan

kami sebutkan irs5a Allah.

Apabila muflis mempergunakan harta bendanya, misalnya

menjualnya, memberikann5ra, mengutangkan atau

memerdekakannya, apakah sah penggunaannya tersebut? Ada dua

qauldalam hal ini:

Pertama, bahwa penggunaannya belum jelas, apabila

harta yang tersisa cukup unfuk membayar utang, penggunaannya

berlangsung (sah). Sementara apabila fidak cukup, maka

penggunaannya tidak sah. Ini adalah qaulyang paling lemah dalam

madzhab. Karena orang lrang sah penrbeliannya dalam

tanggungannya, maka sah pula penjualan terhadap harta bendan5ra
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sabagaimana orang yang bukan muflis. Dan karena dia dicekal

oleh hak orang lain, maka penggunaan hartanya dihentikan,

sebagaimana pencekalan terhadap orang sakit. Dan dalam hal ini

ada pemeliharaan dari penggunaan harta orang yang dicekal

karena bodoh.

Kedua, bahwa penggunaan hartanya batal. Ini adalah

pendapat Ibnu Abi [-aila, Ats-Tsauri dan Malik r$. Ini juga

merupakan pendapat yang dipilih oleh Al Muzani dan ini adalah

pendapat yang shahih. Karena ia merupakan pencekalan lnng
ditetapkan oleh hakim, maka tdak sah penggunanya, sebagaimana

gadai yang tidak boleh digunakan oleh hakimn3n.

Apabila kami katakan, p€ng1rnaan hartanla batal pada

harta bendanya, maka sernua yang telah diiual, dihibahkan dan

dimerdekakan hams dikembalikan, dan hartanya dibagikan kepada

para pemberi utangnya? Apabila hartanya cukup unfuk membayar

utang, misalnya hartanp bertambah atau sebagian utangnya

dibebaskan dan harta yang dipergunakan dipisahkan dari utang,

maka kami tidak menghukumi sah pada penggunaannya yang

pertama, karena jafuh pada penggunaan yang batal. Maka

berdasarkan pendapat ini apabila dia menjual barang dari harta

bendan5a kepada pemberi utang dengan utangnya apakah

dihukumi sah? Ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang

diceritakan dalam Al Uddah

Pertama, dikatakan oleh penulis At-Talkhish, hukumnya

sah. Karena pencekalannln disebabkan utang, sehingga

penjualannya dengan utang tersebut menjadikan gugumya utang.

Kedua, tidak sah, ini adalah ucapan Syaikh Abu Zaid,

karena pencekalan terhadap mullis tidak terbatas pada pemberi
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utang ini, karena bisa jadi ada pernberi utang yang lain. Apabila

kami katakan, bahwa penggunaan hartanya sah dan belum jelas,

maka hartanya dibagi. Apabila hartanya cukup unfuk pembayaran

utang selain harta yang dia dipergunakan, maka penggunaannya

sah. Apabila hartanya tidak cukup kecuali dia menghasilkan semua

harta yang dia pergunakan, maka semuanla gugur apabila

hartanya tidak cukup mernba5nr utang, kecuali dangan sebagian

harta benda yang telah dia pergunakan, maka sedikit demi sdikit
penggunaannya ada yang gugur, dan apakah yang pertama kali
gugur? Dalam kasus ini ada dua pendapat AsyS5rafi'i.

Syaikh Abu Hamid dan umumnya para sahabat kami

berpendapat bahwa yang gugur adalah yang paling lemah,

kemudian yang paling lernah. Sekalipun dalam penggunaannln

didahulukan, maka atas pendapat dasar ini yang gugur pertama

kali adalah hibah (peniberiari). Karena ia merupakan 5nng paling

lemah dan tidak ada timbal baliknya, kernudian setelah hibah

adalah jual-beli, karena ia dapat dirusak (dibatalkan).

hnu Ash-Shabbagh berkata,'Kernudian memerdekakan

budak, kernudian wakaf." Al Imrani dalam Al hSan berkata,

"Sesuatu lnng menunfut qiyas menumtku berdasarkan pendapat

ini, wakaf yang pertama kali gugur sebelum memerdekakan,

karena memerdekakan lebih kuat dari wakaf, dengan dalil bahwa

memerdekakan dapat merambat pada kepemilikan orang lain,

sedangkan wakaf tidak dapat merambat pada orang lain."

Pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i Srang kedua, ini adalah

pendapat penulis, bahwa !,ang gugur adalah pendapat lang
terakhir, kerrudian yang akhir dari penggunaannya. Baik yang

memerdekakan, memberikan atau png lain, sebagaimana kami
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katakan dalarn masalah sedekahnya orang sakit yang ber{angsung

ketika dia tidak mampu memberikan sepertiga, maka yang gugur

adalah yang akhir kemudian yang akhir.

Syaikh Aslrsyirazi g berkata: Pasal: Imam Asy-

Syafi'i mengatakan: Apabila seseorang menjual dengan

syarat HtiSmr kemudian iafuh miskin, maka dia boleh
melangsungkan jual-beli dan boleh mengembalikannya.

Diantara para sahabat kami ada yang membawa
pendapat ini atas zhahirnya. Dia mengatakan bahwa dia

boleh melakukan apa yang dikehendakinya, karena
pencekalan hansn berpengaruh pada akad yang

dimulai. Ini adalah akad yang didahului oleh
pencekalan, maka fidak berpengaruh pada pencekalan

yang ini-

Abu Ishaq berpendapat bahwa apabila bagiannya

ada pada pengembalian, maka fidak boleh. Sedangkan

apabila bagiannya ada pada kelangsungan, maka fidak
boleh dikembalikan karena pembekalan dikehendaki
unfuk menunfirt bagtan- Apabila tiba-tiba datang

sesuatu dalam penjualan yang bersifat A:hiSnr maka ifu
mengharuskan menunfut bagtan. Sebagaimana apabila

menjual dengan syarat khi5nr kemudian dia meniadi
gila, rnaka walinya hanya melalnrkan sesuafu yang ada

pada bagtan mengembalikan atau melangsungkan.

Diantara para sahabat kami ada yang

berpendapat bahwa apabila kami katakan barang yang

dijual berpindah dengan akad, maka fidak waiib
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dikembalikan, walaupun mempalran bagtan untuk
dikembalikan, karena kepemililran sudah berpindah,
sehingga fidak boleh dipaksa untuk mengembalikan.
Pendapat Imam AslrSyafi'i & mengarah kepada

pendapat ini.

Apabila kami katakan bahwa barang yang diiual
fidak berpindah atau belum jelas, maka harus

dikembalilan apabila bagiann5p untuk dikembalikan,
karena barang lpng dijual atas dasar kepemilikannp,
sehingga fidak boleh dilakukan kecuali sesuai dengan
bagiannlp.

Penjelasan: Imam Asy-Syafi'i rg mengatakan: Apabila

mereka berdua melakukan jualteli &n khigrtiga hari. Kernudian

kduanp atau salah safunya jahrh miskin, maka rnasing-masing

boleh melangsungkan lual-beli dan mengembalikannnla selain para

pernberi utang, karena bukan perlora baru yang dibual

Menurutku, ini seperti 1nng dikatakan bahua apabila ada

dua omng png melakukan jual-beli. Antara kedtnnya ada khi5nr

tiga hari atau l<higrmailis. Kemudian keduan5n atau salah sahrnla

dicekal dan kedmnya dihukumi miskin. Dalam masalah ini ulama

kita berbeda pendapat dari beberapa jalan. Diantara mereka ada

yang membawa rnasalah ini pada zhahimSa. Dan mengatakan

bahwa salah safu dari kedr-rarqn bol€h menrsak bagiannya pada

sesuafu yang dilakukan atau pada lainnn5ra, karena pencelakaan

bukan ser,uaktu ynng telah leunt. Dan karena muflis tdak bol€h

dicekal untuk bekerja. Maka apabila dia harus melakukan apa yang

menjadi bagiann5a, niscaya kami harus lalnrkan.
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Abu Ishaq mengatakan: Apabila bagiannya unfuk faakh

(merusak akad) maka harus fasakh. Apabila ditemskan maka tidak

sah apabila bagiannp atau faidahnya diteruskan, maka celaka

tujuannya untuk menuntut bagian. Maka hal itu tidak dapat

dilakukan kecuali ada bagiannya. Sebagaimana apabila menjual

dengan syarat khiinr, kemudian dia gila, maka walinya tidak dapat

melakukan sesuafu kecuali sesuatu 5rang menjadi bagiannya. Dia

menalnr,rilkan pendapat Imam qnfii sebagaimana yang telah kami

jelaskan.

Diantara mereka ada yang berpendapat bahwa hal ini dia

dasarkan atas waktu pindahnya kepemilikan kepada pembeli.

gambarannya adalah apabila menjual dengan syarat khiyar dart

penjualnya jatuh miskin, maka apabila kami katakan sesungguhnya

kepentingan berpindah kepada pernbeli hanln dengan akad,

sehingga penjual boleh melangsungkan penjualannln. Apabila

bagiannya untuk fankh, maka boleh faskh. Dan apabila

bagiann5n unhrk melangzungkan, maka kami berpendapat bahwa

penjualannya tidak dapat berpindah kecuali dengan dua syarat.

Atau kami katakan bahwa hal itu belum ielas. Maka dia tidak dapat

melakukannnya kecuali apa lnng menjadi bagiannya bedasarkan

dua pendapat AqlS5nfi'i.

hnu Ash-Shabbagh mengatakan: Jalan 5rang pertarna lebih

berat menurut ulama kita. Karena penspnaan harta dari orang

png dicekal tidak sah, baik bagiannla unhrk dipergunakan atau

tidak. Abu Hamid dalam At-Ta7i'Q menyebutkan jalan keernpat.

Dia berhak merusak akadnya dan tidak sah dapat mempunlai hak

merusak akad dan tidak dapat melangsungkannya setelah di cekal

dalam keadaan apapun. Karena ketika penggunanya terputus

disebabkan pencekalan. Dengan bukti apabila dia menjual sesuatu,
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kemudian dicekal sebelum menerima harganya maka dia tidak
boleh menerima, 5a Allah hanya saja imam menyuruh orang yang

dapat melakukan urusannya dan dapat melihat kernaslahatan, lalu

melihat bagiannSra dalam fasakh, sehingga harus dilakukan.

Wallahu A'lam.

Syaikh A$rSyirazi * berkata: Pasa[ Apabila
seseorang memberilon hibah dengan mengharap
imbalan, dan karni katalon bahwa imbalan itu liami
ulnrr se$Ei dengan kerelaan si pernberi. Kernudian dia
jahfi miskin- Maka dia boleh melalnrkan apa yang dia
kehendaki. Karena apabila lorni tetaplan bahwa dia
boleh menunhrt lebihryTa (fadhilah), niscagn l<alni
tetapkan unfuk bekeria, sedanglnn muflis trdak
dibebankan turtuk bekeda.

Penielasan: Apabila mernbaikan hibah (p€rrberian)

dengan ryarat mendapatkan imbalan dari orang 3nng menrberi

hibah. Kernudian pernberi hibah iatuh miskin, lalu penerima hibah

mernberikan , rnaka ifu harus diterima, dan dia tidak

boleh menggugurkannla. Karena dia menganrbilnya atas jalan

penukaran dari barang, sehingga wajib di terima. Sebagaimana

dari barang !,ang d[ual. Dia tidak boleh menggugurkan sedikitpun

harta dari harga iual atau upah menyalakannp, alGn tehpi dia

boleh menerirnEurya berapapun Sang dia kehendaki. Sedikit atau

banyak.

Dan kami tidak menraksanla unhrk meminta imbalan lebih.

Karena apabila l<ami wajibkan menuntut lebih, niscaya kami
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mar.rajibkannya bekerja. Hal itu tidak boleh terjadi. Dia juga boleh

tidak menerirna barang png diserahkan. Tanpa sifat-sifatr:rya.

Dernikian juga menggugurkan sesuatu dari harga barang yang

dijual. Dan tidak boleh menerima barang yang buruk, kecuali

dengan izin pa.ra pemberi utang, Wallahu Alam.

Syaikh Aslrsyirazi *s berkata: Pasal: Apabila

seseorang mengaku mempunyai trtang sebelum dicekal,

maka dia harus mengakui haknya- Apail<ah dia

mengakui hak para pembri utangnSn? Ada dua

pendapat AslrSyafi'i.

Pertama, tdak harus karena dicurigai- Karena

terkadang dia sepakat dengan orang 1nng dial$i agar

dapat mengambil apa lpng alran dial$i dan

mengembalilran Padanf-
Kedua, hanrs mengakui, ini adaliah pendapat yang

shahih- Karena ia merupalran hal-hal yang

ketetapannya bersandar kepada sesuafu sebelum

dicekal, sehingga hanrs diakui dalam hak para pemberi

utang sebagaimana apabila ketetapannya dengan saksi.

Apabila ada seseorang mengakui bahwa dia mempunyai

tanggungan harta, tapi dia ingkar dan tidak mau

bersumpah sedangtran yang menuduh bersumpah, maka

apabila kami lratakan:

Seseungguhqp sumpahnya pendalnra serta

enggannya terdakrpa ifu seperti saksi yang bergabung

dengan para pemberi utang dalam harta- Dan apabila

kami katakan seperti ikrar, maka jawabannya seperti
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dua qaul dalam bab ikrar- Apabila dia mengakui
memiliki utang barang pada seseorang, maka dia hanrs
berikrar dalam hakryn. Apakah dia hanrs berikrar
dalam hak para pemberi utangnya? Dalam hal ini ada
dua pendapat Agr$nft't:

Pertama, Udak harus.

Kedua, hanrs. Dan barangnya diseratrkan pada
orang yang dialili. Pendapat ulama fihh Aslrs!,afi'i
dua qaul im adalah keterangan 1nng kami sebutkan
dalam bab pengakuan dengan utang.

Penjelasan Hukum: Apabila mahjw akih lorarry yarg
dicekal) mengakui utang 5nng harus diba3nr sebelum dicekal,

sedangkan orang 1nng diakui mernbenarkan dan para penrberi

utangnla tidak mernbenarkan, maka utangnya berkaitan dengan

tanggungannlp sebagai sattr pendapat AqrSlnfi'i. Apakah

ikraqn dapat dit€rirna dalam hak para pernberi utang agar orang

yang diakui dapat b€rgabung dengan para pernberi utang? Dalam

hal ini ada dua pendapatAqrSyafi'i:

Pertama, ikramSa dalam hak para pernberi utang tidak

diterima dan tdak dapat bergabung dengan mereka, karena

merupakan harta yang berkaitan dengan hak orang lain sehingga

ikrar orang yang waiib menrbayar hak pada harta tersebut tidak

diterima. Sebagaimana apabila penggadai berikrar dengan utang,

maka tidak menyebabkan batalnya hak penerima gadaian. Dan

karena tidak dapat diiarnin terjadinya kesepakatan muflis dengan

orang Snng diakui agar dapat bergabung dengan para penrberi
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utang, kemudian diserahkan kepada muflilorcng lrang jatuh

miskin).

Kedua, bahwa ikramya dalam hak para pernberi utang

diterima, sehingga orang yang diakui dapat bergabung dengan

mereka. Ini adalah pendapat yang shahih. Karena merupakan hak

yang ditetapkan dengan sebab yang dikaitkan dengan masalah

sebelum pencekalan. Sehingga pemilik hak dengan haknya harus

bergabung dengan para pemberi utang. Sebagaimana apabila

haknya ditetapkan dengan saksi. Dan karena orang yang sakit,

apabila mengakui utang kepada seseorang yang harus dibayar

pada waktu sehatrya, niscaya omng yang diakui dapat bergabung

pada saat sakitrya. Demikian iuga muflis ini, apabila mengakui

sebelum pencekalan, maka masaUfrqn seperti pengakuannya

sebelum pencekalan. Apabila di tangan muflis ada barang dan dia

berkata "Barang ini adalah barang fulan yang dipinjamkan

padaku," maka pengakuannlp dalam hak para pernberi utang

dapat diterima? Dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Slafi'i:

Pertama, tdak diterima sehingga apabila harta muflis

tidak cukup unhrk membayar utangnSn kecuali dengan menjual

barang itu maka harus dijual. Dan hasilnla dibagikan kepada para

pemberi utang. Dan harga ini menjadi utang muflis yang harus

ditanggungryra.

Kedua, dan ini yang shahih, ikram5n pada barang tersebut

diterima atas para pemberi utangnSra. Dan barangnya diserahkan

pada orang lrang diakui. Abu Hamid mengatakan: Imam Asy-

Syafi'i rS mencaci pendapat yang pertama dengan berkata,

"Barangsiapa berkata dengan ini, maka berarti menyatakan

seorang penjahit apabila menjadi miskin, sedangkan banyak
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pakaian orang yang ada padan5ra. lalu dia mengaku bahwa

pakaian ini milik fulan, dan yang ini milik fulan, maka
pengakuannya tidak diterima. Demikian juga h.rkang celup dan
tukang perhiasan (ernas) apabila mengaku barang-barang ini milik
orang lain dengan ketenfuannya, maka tidak diterima."

Keterangan ini tidak ada jalan, dernikian juga apabila dia
berkata, "Aku memiliki budak png kabur, dan tidak diterima

ucapannya." lalu kernudian budak yang kernbali dengan

tanggungannSa atas muflis unfuk dijual, mail{a budak itu kernbali

pada muflis dengan iaminan dengan ikramp muflis bahwa budak

itu telah kabur dan sudah dijualnSn dengan syarat ini, ini tidak ada
jalan. Karena menrpakan pernbatalan pada dasardasar syara'.

Oleh karena itu kami katakan p€ngakuannln diterima.

Catrang: Apabila seseorang menuduh mullis mempun5ni

utang dalam tanggungannya atau di tangann5a, lalu dia

mengingkari, maka apabila Snng mendatangkan saksi

dapat bergabung dengan para pernberi utang dalam utang dan

dapat mengambil barang, dan apabila tidak mendatangkan saksi,

maka yang dibenarkan adalah ucapan mullis serta sumpahnya.

Apabila dia bersumpah, rnaka pendakwa berpaling. Apabila mullis
tidak mau bersumpah, lalu pendakua bersumpah, maka apakah

bergabung dengan para pernberi utang dalam utang? Dan apakah

dapat mengambil barang? Ada dua ialan dalam hal ini, Syaikh Abu
Hamid dan Asy-Syirazi.S berpendapat bahwa apabila lorni
katakan bahwa ifu seperti ikrar, maka dasamya seperti dua qaul
yang pertama pada ikramln muflis, sebagaimana iika ditetapkan

dengan bukt (saksi).
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Sfikh AqlSyirazi e berkata: Pasal: Apabila

muflis melakukan perbuatan kriminal yang

mengharuskan dibayar dengan harta, maka dia wajib
memba3nr uang ganti mginya. Karena merupakan
kerugian yang harus dipenuhi dengan tanpa ridhanya
orang yang punya hak, sehingga wajib dibafr dengan
harta, walaupun melakukan perbuatan kriminal yang

hak para pemberi utang berkaitan dengan ganti
ruginyia. Sebagaimana berkaitan dengan seluruh
hartanya.

PasaL Apabila dia mengaku memilih harta pada

seseoftmg, dan dia memiliki salsi, malra apabila dia
mau bersumpah, dia punlra hak, dan hak para pemberi

utang berkaitan denganrya. Apabila dia tidak mau

bersumpah, apakah para pemberi utang harus
bersumpah atau fidak? Dikataton dengan bab taflis
bahwa mereka fidak utaiib Uersumpan. Dan dikatakan
datam masalah para pemberi trtangnp mayit, bahwa
apabila ahli unris tidak mau bersumpah disertai sal$i,
maka ada dua pendapat AgrSyafi'i:

Pertama, mereka tnrus bernrmpah.

Kedua, tidak uraiib bersrmpah. Diantara ulama
kita ada !/ang mengutip salah safu dua qaul dari para
pemberi utang mayit sampai para pemberi utang muflis.
Dia menJadikan dua hal ilu menjadi dua pendapat Asf
Syafi'i:
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Pertama, mereka berzumpah, karena apabila
hartanya sudah ditetapkan maka mereka dapat meminta
haknya.

Kedua, Udak harus bersumpah, karena mereka
bersumpah untuk menetapkan harta orang lain.
Demikian itu fidak boleh. Dan dari ulama kita
mengatakan berkenaan pam pembri utang, para
pemberi utang muflis fidak hanrs bersumpah,
sedangkan para pemberi utang mayit ada dua ead,
karena mayit fidak terhalang dari sumpah, sehingga
para pemberi utangnya yang bersumpah, sedangkan

iika muflis tercegah dari sumpah, maka pemberi
utangnlra fidak hanrs bersumpah- Dan karena para
pemberi utang mayit fidak dapat mengharap sumpatr
dari mayit, maka mereka lpng bersumpah. Sedanglon
para pemberi utang muflis bisa mengharap sumpah dari
muflis, maka mereka fidak perlu bersumpah. Apabita
dia dicekal, dan dia memitki uhng lnng ditangguhkan,
maka hanrs dibapr kontan. Sebagaimana apabila dia
meninggal.

Kedua, fidak jadi kontan. Ini 37ang shahih, karena
dia memiliki hak penggunaan dalam tanggrrng:rlnya,
sehingga utangqTa fidak menjadi kontan sebagaimana
apabila dia tidak dicekal.

Pentelasan:

Hukum: Apabila orang 3ang dicekal melakukan perbuatan

kriminal pada orang lain atau m€rusak hartanp, rnaka korban dan
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hartanya yang dirusak bergabung dengan para pemberi utang-

Karena hal itu terjadi dengan tanpa ridhanya yang mempunyai

hak. Apabila seseorang melakukan perbuatan kriminal terhadap

mullis dengan keliru, maka hak para pemberi utang berkaitan

dengan ganti rugi. Karena ganti rugi adalah hartanya, sehingga hak

para pemberi utang berkaitan dengan hartanya sebagaimana harta-

harta yang lain. Apabila ada seseorang melakukan perbuatan

kriminal pada muflis dengan disengaja yang meunjibkan qishash.

Maka muflis boleh l&itnr antara qishash atau memaafkan.

Sedangkan para pemberi utang tidak boleh menuntut pemberian

maaf unhrk mendapatkan harta. Karena hal itu adalah mencari

harta, yang telah kami katakan bahwa hal ifu tidak harus. Dan

karena apabila kami tetapkan itu niscaya hal itu menjadi perantara

perbuatan kriminal di lain waktu.

Maka tidak harus dernikian. Apabila dia mernaafkan untuk

mendapatkan harta, maka ada keterkaitan dengan hak para

pernberi utang. Apabila memaafkan se@ra mutlak, maka apabila

lGrni katakan bahwa kesengajaan mengharusl<an qislnsh bukan

yang lain tidak mendapatkan harta. Dan apabila kami katakan

bahwa kesengajaan mengharuskan salah satu diantara dua

perkara, sehingga harus mengganti dengan harta dan berhalangan

dengan hak para pemberi utang. Apabila dia mernaafkan tanpa

imbalan harta, maka apabila kami katakan bahwa kesengajaan itu

menghamskan qishas bukan yang lain, sah maafnya dan tidak

mendapatkan harta.

Dan apabila kami katakan bahwa kesengajaan itu

menhamskan dua perkara, maka masalahnya telah disebutkan

dalam At-Ta'liq dan ,4sySgmil bahwa hartanya ditetapkan dan

berhubungan dengan para pemberi utang, dan tidak sah maafnya.
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Cabang: Apabila muflis mengaku memiliki utang kepada

oftmg lain, tapi diingkari oleh orang yang diakui, kanudian muflis

mendatangkan saksi, maka apabila dia bersaksi bersama saksinya,

dia berhak mendapat apa yang diakui, dan membagi kepada para

pemberi utangnya, karena dia yang mempunyai harta. Apabila dia

tidak mau bersumpah, apakah para pernberi utang harus

bersumpah? Imam Syafi'i dalam Al Mul<hashar berkata, "Para

pemberi utang tidak harus bersumpah."

Shahib AsySgmil mengatakan: Apabila seseorang telah

meninggalkan atau meninggalkan ahli waris sedangkan dia

memiliki utang dan memiliki piutang pada orang lain. Dalam hal

ini dia mempunyai seorang saksi, tetapi ahli warisnya tidak mau

bersumpah, maka apakah para pemberi utang hams bersumpah?

Dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syaf i: Diantara mereka ada

yang berpendapat bahwa para pemberi utang muflis tidak harus

bersumpah dengan safu pendapat Asy-Syafi'i. Sedangkan pada

pemberi utang mayit ada dua pendapat AsyS5rafi'i. Pertedaan

antara keduanya adalah bahrrra mullis diharapkan merasa takut

sehingga pam pernberi utangnya tidak perlu bersumpah,

sedangkan mayit tidak dapat diharapkan sumpahnya, sehingga

para pemberi utangnya harus bersumpah. Menurut yarg shahih

bahwa kedua masalah itu terdapat dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pertama, mereka bersumpah, karena hak mereka

berkaitan dengan sesuafu 5nng ditetapkan pada muflis. Maka

mereka boleh bersumpah seperti ahli waris. Dan karena manusia

terkadang bersumpah unfuk menetapkan harta orang lain,

sebagaimana kami mengatakan dalam masalah wakil apabila

disurnpah oleh orang png berakad dengann5ra, sehingga unkil
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boleh bersumpah, dan ditetapkan untuk orang 5rang mau.rakilkan

seperti inilah perumpamaarmya

Kedua, mereka fidak bersumpah. Ini adalah yang shahih.

karena mereka menetapkan milik orang lain dengan sumpahnya.

Yang mana hak mereka berkaitan dengannSn setelah

ditetapkannya,' Dan ini tidak boleh. Sebagaimana seorang istri

tidak boleh bersumpah untuk menetapkan harta suaminya. Apabila

itu tedadi, mata nafkahnya berkaitan dengan hartanla. Sehingga

menyempai ahli waris. Karena mereka menetapkan kepernilikan

unhrk dirinla dengan sumpahnp sedangkan seorang u/akil boleh

bersumpah karena sumpahnya berkaitan dengan akad ketika dia

sebagai orang png berbansaksi, sehingga sumpahnya mengarah

padanlra.

Apabila seseorang mengaku merniliki pitrtang atau barang

atas orang lalfBernentara fldak ada saksi, maka png diterima

adalah ucafan terdakura disertai sumpahnla. Apabila dia

bersumpah, maka udak ada pembicaraan. Apabila terdakwa

enggan bersumpah, maka itu dikembalikan pada muflis. Apabila

dia bersumpah, maka hartanp ditetapkan unhrkn5a, dan

dibagikan kepada para pemberi utangn3ra.

Apabila mullis tidak mau bersumpah apakah para pemberi

utang boleh bersurnpah? hnu Ash-shabbagh berpendapat ada dua

qaul sebagaimarn sumpah disertai saksi. Apabila mereka

bersumpah, maka harta yang ditetapkan dengan sumpahnp

dibagikan kepada mereka sesuai kadar piutangnya.

Cabang: Apabila seseorrng merriliki utang yang

ditangguhkan, rxaka para pemberi utang tidak boleh meminta
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kepada hakim urfuk rnencekal utang-utangn5a, walaupun hartanya

lebih utama dari pada utang-utang kepada mereka. Karena mereka

tidak merniliki hak sebelum datang masa pemba3aran utangnya.

Apabila dia memiliki utang yang kontan dan utang yang

ditangguhkan, lalu orang-orang yang mempunSrai piutang kontan

melaporkannya kepada hakim, maka hakim harus melihat kepada

utangnya dan jumlah hartanp. Apabila dia mendapatkan harta

yang tidak cukup unfuk membayar utang yang kontan, maka

hakim harus mencegahnSn karena menjalankan pernrintaan

mereka. Dan apaloh utang 3nng ditangguhkan menjadi kontan?

Ada dtn pendapat AqrSyafi'i:

Pertama, menjadi kontan. Dengan ini Malik berpendapat.

Karena sesuatu yang berkaitan dengan pencekalan harta dapat

menggugrlrkan pencekalan 3ang ditangguhkan seperti kematian,

utang Sang ditangguhkan menjadi kontan.

Kedua, tidak meniadi kontan sebagaimana apabila dia

fidak dicekal, berbeda dengan rnayit, karena tanggungann!,a habis,

sedangkan dia menrilih tanggungan r,r,ang slahih.

Syaiktr A$r-Syirazi g berkata: PasaL Apabila
seseorang tidak memiliki pekerjaan, mal<a apa yang
dibutuhlon unhrk nafkahngTa dibiarkan hingga
melepaslen pencelolannlra dan kembali pada
pekerjaannya. I(arena Rasulullah $ bersabda,

.&x *? e-;;lt;t
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"Mulailah dari dirimu kemudian keluarga yang
kamu cukupi kebutuhannya. "

Maka hak dirinya harus didahulukan dari hak

keluarga dan ini adalah utang. Maka hadits ini
menunjukan bahwa dia hants mendahulukannya dari
segala utang, makanan lpng diberikan sesuai dengan

kebutuhan biasanya, dan membiarkan apa yang

dibuhfikan berup. pakaian dengan tanpa berlebihan

dan memikat, karena kebututran pada pakaian sama

dengan kebutuhan pokok. Apabila dia menriliki orang

lpng harus dinafkahi seperti istri ahu lrerabat, maka

dibiarkan untuk mereka apa lrang dibuhrhkan, bempa
nafkah dan pakaian dengan baik. Karena dari segi

nafkah dan palnian, mereka berlaku seperti dirinya,
dan fidak boleh dibiarkan rumatr dan pembantu

unhrknya, karena dia dapat menlrcwa rutnah unfuk
ditempati dan pembanfu lpng dapat membanturrya-

Apabila dia mempuryni pekerftran, maka nafkahqn
diambil dari pekerjaannyra- Karena fidak ada gunanya

mengeluarkan hartanSn untuk nafkahnS;a sedangkan dia
bekeria untuk mencari nafkah.

Penjelasan: Hadits,

.JFs *? a-,r;i.lx.r

"Mukilah dari dirimu, kqtudian keluarga tnng kamu

cukupi kebutulannSa.' Hadits ini dirilrnptkan oleh Ath-Thabrani

dari Hakm bin Hazm g.
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Hukum: Apabila hakim mencekal muflis dan melarangnya

mempergunakan hartan5ra, maka darimana nafkahnya hingga

hartanya dijual, dan dibagikan kepada para pernberi utangn5a?

Dipertimbangkan. Apabila tidak merniliki pekerjaan, maka hakim

mernberikan nafkah dari hartanya. Karena ada riwayat,

. Jlx *'"i W,l's.Y. : rti:-3)u. i'ov

Bahwa Nabi Muhammad $ bersaMa kepada seorang laki-

laki yang datang menrbawa dinar "Mukilah dangan dirimu

kqtudian keluarya Sang harus l<amu a*upi kebufulnnnyd

Nabi mernerintahkanqn untuk mernulai nafkahnya dari

pada keluarga 1Bng harus dia orkupi kebuhrhannya. Dan telah

maklum, bahwa ormg yang menjadi keluarganya adalah orang

5rang harus dinaflohinya, dan meniadi utang atasngn yaifu ishi.

Maka diketahui bahura naffannya didahului dari pada utangnp.

Makanannya sesuai dengan kebiasaannya dan nafkahnya

diserahkan tiap hari. Akhir naflohnln adalah dimana hakim

mernbagikan hartanya. Dan di hari ifu hakim masih mernkikan
nafkahn5n. Karena naflohqa wajib pada awaln3n. Sedangkan

kebutuhannla benpa pakaian harus ditinggalkan karerra harus

dialihkan. Apabila kami katakan: bahura dia fidak boleh mernbeli

paloian, niscaln fidak diperkenankan orang bertransalsi

dengann3p, demikianlah yang dikatakan oleh pengarang AI BaWn

dari nashnga dalam Al Umn dan dibia*an pal€ian unhrlr4p yang

menctrkupinya sesuai dengan kebiasaarurya, atau yang meniadi

k€butuhan zrnan 3png mendesalt.
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Apabila berupa musim panas atau rnusim dingin Imam

Syafi'i berkata, "Cukup baginya gamis, celana dan dua selendang.

Apabila dia termasuk orang png berselendang dan dua pasang

sepafu apabila musim panas. Apabila musim dingin maka

ditambah jubah yang berkelim tepinya untuk gamis dan sepatu

ringan sebagai ganti sandal. Apabila biasanya dia memakai toga,

maka diserahkan padanya dua toga. Sedangkan jenis pakaiannya

disesuaikan dengan keadaanryn. Apabila biasanya memakai kaos

kaki, maka hal itu dibiarkan, dan apabila kebiasaann5a memakai

pakaian tebal, maka dibiarkan."

Imam Asy-Syafi'i.g berkata, "Apabila dia mempunyai

pakaian yang mahal maka dilual." Para sahabat kami berpendapat

bahwa dia menghendaki apabila dia termasuk orang-orang pada

umumnla dan dia mempungai baju Snng rnahal5ang biasa dipakai
oleh orang-orang marnpu, maka tnms diiual, dan membelikann5a

pakaian Snng biasa dipakai oleh orang 3nng sepertinya. Sedangkan

selebihrya diserahkan pada pernberi utangnya.

Cabang: Apabila muflis mempunSni tanggungan kepada

orang yang wajib dinafkahi seperti isti, dua ormg tua dan anak-
il*, maka diberikan untuk mereka apa yang dibufuhkan berupa

nafkah dan pakaian sebagaimana l<ami katakan tentang muflis.

Karena mereka berlaku seperti dia. Karena kerabat dapat bebas

apabila dia merniliki mereka. Sebagairnana dia dapat
mernbebaskan diriqn apabila dia merniliki dirin5ra. Nafkah isti
lebih ditekankan daripada nafkah kerabat, karena nalkah ishi wajib

dengan hukum tmbal balik (mu'awdhall.
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Cabang: Apabila

perawatannya dan kafannya

yang menyebutkan,

muflis meninggal, maka biaya

dari harhnya, karena ada riwayat

W u)s *s 4b ar j, ';rpr '"01

fi/5 ;s-ava ,*:y :JG6 W ,;r4, i:rz.

.pk;w *t;r,i6.F,Va
"Bahwasannya Nabi S ketika mendatangkan jenazah pada

para sahabat unfuk dishalatkan. lalu nabi bertanlp, "Apakah

tenan kalian ini mqniliki tanggungpn ubnd" Mereka meniawab

"Ya." Nabi S bersabda, "Slnhfrlah alnbt l<alian!"

Sudah pasti mayit tersebut sudah dikafani, maka diketahui

bahwa kafan buat mayit didahulukan daripada para pernberi utang,

karena beliau tidak mencari tahu masalah kafan ifu. Apabila orang

yang menjadi tanggungan mullis untuk dinaflohi meninggal dunia,

maka apabila dia adalah istrirrya, apakah kafan <ian bialp
perawatannya wajib ditanggung olehryn? Atau diambil dari harta

istiqn? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Aqr$nfi'i
png telah disebutkan dalam bab j,anaiz oleh Imam An-Nawawi,

semoga keridhaan Allah tercurahkan atasnya dan berrnanfaat

ilmunga untuk kita. Amin.

Apabila yang meninggal dari kedtn orcng fuanln

atau anak-anaknya, maka biafra perauatannlp dan kafannln

dari mullis. Hal itu harus didahulukan dari pada para

pernberi utang. Sebagaimana kami katakan pada diri mullis.

Dan berapakah perkiraan yang wajib pada kafan satu baju,
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dua baju atau tiga baju? Asy-Syirazi berkata, "Sekedar yang

dapat menuhrp aurat, bukan lain."

Cabang: Apabila muflismernpunyai rumah yang ditempati

atau mobil yang dikendarai, maka keduanlra harus dijual, dan

harganya diberikan pada pernberi utang, karena dia bisa menyerdra

rurnah unfuk diternpati dan bisa naik angkutan urnurn dan alat

transportasi lairurSn 37ang keluar di setiap jalan dan bisa sampai

pada tujuan 1rang dikehendaki penumpangnlp, hal itu sudah biasa

dilakukan oleh orang, lain halnya dengan pakaian, biasan5ra tidak

biasa diseurakan. Oleh karena itu fidak boleh dijual kecuali dalam

contoh Sang terterrfu yang sudah selesai penjelasann5ra, Wallahu

Alam.

Syaikh AqrSyirazi e berkata: PasaL Apabila
haldm hendak menjual hartanya, maka dianjurkan
menghadirkan dia- Karena dia lebih mengetahui harga
barangnp. Apabila fidak ada orang yang bersedia
untuk menawarlsan barangnya, maka dapat menlrewa
orang untuk menawarkann3a dari saham kemaslahatan.
I(arena hal ifu termasrk kemaslatratan seperti upahnya
hrkang talor dan hrtrang timbang di pasar-pasr.
Apabila fidak ada saham kemastahatan, maka upahnfia
dari harta muflis karena muflis perlu dengannya untuk
membayar lreuaiibannya, rnaka itu menjadi
karnjibannya.

Dan semua rfrangnp didahululon, karena dalam
hal itu ada kernaslahatan. Dan setiap sesntu diiual di
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pasar. Karena orang pasar lebih mengetahui harga

barang. Dan orang yang mencari barang di pasar lebih

banyak. Barang yang cepat rusak didahulukan untuk
dijual, karena kalau diakhirkan ia akan rusak dan
merugikan, padahal Rasulullah,$ bersaMa,

.3Y*\i :;a\
'Tidak boleh melalrul<an petbuatan Wry

furbhaga dan aling membhagnlant.'

Kemudian meniual binatang. Karena binatang

memerlukan makanan dan dkhawatirlran mati-

Sedangkan tanah diiual belakangan, karena akan

barryTak orang yang mencarinSla. Dan tidak boleh

ditunda sampai melebihi tiga hari. I(arena apabila lebih

dari tiga hari dapat merugikan para pemberi utang

dalam penundaan haknya.

Apabila pada hartanya terdapat gadaian atau

budak lpng berkaitan dengan garrti nrgi denganryra,

maka ia harus diiual unhrk memenuhi hak penerima

qadai dan korban kriminal, karena hak keduanya khusus

dengan barangqn, maka hanrs didahululon- Apabila
telah dijual barangnya dan tidak diterima harganya-

Kemudian harga tersebut rusak dan barangnlra telah

menjadi haknSn, maka pembeli boteh mencabut lernbali
dengan tanggrrngan pada harta muflis, apalnh
didahululon dari pada para pemberi utang? Al Muzani

berkata bahwa ia harus didahuhkan. Sementara Ar-
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Rabi' meriwayatkan bahwa ia menjadi panutan para
pemberi utang.

Diantara ulama kita ada yang mengatakan bahwa
dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pertama, ia didahulukan, karena dalam
mendahululrannga terdapat kemaslahatan. Apabila tidak
didahulukan, maka orang menghindari membeli harta
karena takut fidak dapat memilikin5;a. Apabila
didahululon, maka mereka senang membeli barangnp.

IGdua, bahura dia menjadi panutan para pemberi
utang, karena ini mempalran utang !/ang berkaitan
dengan tanggungann5Ta tanpa ridha orang yang puya
hak. Maka disamakan dengan para pemberi utang
seperti ganti rugi iinalra(perbuatan kriminal). Diantara
mereka ada Spng berkata-leta apabila dia tidak dapat
melepaskan pencekalannya, maka pembeli harus
didahululon karena lemaslahatan di dalamnya. Apabita
dia melepaskan pencekalanrya, maka pembeli seperti
para pemberi ubng lrang lain.

Riwayat Ar-Rabi'mengarah kepada pendapat ini.

Penjelasan: Hadits:

jW'lS t;+'l
"Tidak bl& melakulan pabuatan bublag dan

manbahagalan."

Penjelasan hadib ini telah disampaikan.
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Hukurn: Bahwa muflis dianjurkan bersaksi di tempat

penjualan harta atau gadai karena:

Pertama, dia lebih mengetahui harga barang 5rang pernah

dia beli.

Kedua, dia dapat menghitung harganya dan

memeliharanya

Ketiga, apabila dia hadir, dia l€bih berhati-hati dari pada

orang lain karena dia ingin menjualnya dengan harta yang mugkin

lebih mahal.

Keempat, hal itu lebih menyenang[an hatinya.

Demikian juga para pernberi utang, sebaiknya dihadir"kan

karena:

Pertama, barangkali diantara mereka ada yang membeli

bamng si muflis.

Kedua, banlpknya pembeli, sehingga hal itu l€bih

mempermahal harga.

Ketiga, masing*nasing mereka mengetahui benfuk

barangnya, barangkali hakirn meniualnla dengan lalai sehingga

dapat diralatrp.

Keempat, lebih menenangkan hati mereka.

Apatila hakim menjual tanpa kehadiran mullis atau para

pernberi utang, maka penjualannya sah, karena nuflis tidak punln

hak penggunaan sedangkan para pernberi utang tidak punSra hak

milik.

Al tuIajrru'S)odtAt Mthaddzd ll tZS



cabang: Apabila hakim hendak menjual hana si murlis,
maka harus ada dallal yaifu orang lrang menawarkan barang
kepada orang yang mau. Dan hakim dianjurkan mengatakan
kepada muflis dan para pemberi utang, "Relakanlah orang ini
unfuk menjajakan barang ini!" karena mereka lebih mengetahui
ormg yang lebih latak untuk hal ini. Dan karena hal itu lebih
menyenangkan hati mereka. Apabila hakim tidak meminta izin
kepada mereka, dan menunjukan orang yang menjajakan barang
darinya, maka hal ifu boleh. Karena mullistelah terpufus tasharuF
nya dan para pernberi utang tidak punya hak milik. Imam Asy-
Syafi'i rg berkata, "Tidak dapat diterima kecrrali orang yang dapat
dipercaya." Dalam sebagian salinan Al Muzani, tidak dapat
diterima kecuali dari omng Spng dapat dipercaya.

Maka dari sqi kami tidak dapat menerima kecuali dari
oremg yang dapat diperca5ra maknanya adalah apabila muflis dan
para pemberi utang menunjuk orang yang menawarkan harga
bamng, tidak dapat diterima oleh hakim kecuali orang yang dapat
dipercaya.

Perbedaan antara masalah ini dan gadai adalah apabila
penggadai dan penerima gadai sepakat menaruh gadai pada orang
yang tidak dapat dipercaya, maka hakim tidak boleh mengikuti
kemauan keduan5ra. IGrena hak dalam gadai bagi penggadai dan
penerima gadai tdak melampaui keduanya. Disini, hakim harus
mernpertimbangkan, karena bisa jadi akan datang pemberi utang
lain sdangkan dari sqi -tidak dapat diterima kecuali orang lang
dapat dipercaSra- rrnknan5a adalah apabira harta mullis
ditawarkan, lalu ada orang yang menambahkan harganya, maka
muflis tidak boleh menerima tambahan tersebut karena khawatir
dia mernberi tambahan lalu meninggalkannya, sehingga tambahan
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tersebut gagal. Apabila orang yang menawarkan barang bekerja

dengan sukarela tanpa upah, maka hakim frdak boleh menlrewa

orang lain unfuk menawarkannya- Karena tidak diperlukan-

Apabila tidak ada orang yang sukarela, maka dapat diseura

dengan harga yang terkecil dari yang didapatkan. Apabila dalam

baitul mal ada kelebihan harta, maka pekerja tersebut. Diberikan

upah darinya karena di dalamnya ada kernaslahatan, yaitu seperti

upah tukang takar dan tukang timbang di pasar. Dan apabila di

baitul mal tidak ada kelebihan, maka diambilkan harta dan mullis

karena pekerjaan ifu unfuknp.

Abu Ali dalam Al lfshah mengatakan adapun upah pekerja

profesional harus dibapr oleh pernberi utang, bukan muflis-

Apabila muflis memilih orang lain, maka hakim mendahulukan

orang yang lebih dapat dipercaya diantara keduanya. Apabila

sarna-sama dapat dipercaya, maka mendahulukan yang mau

bekerja dengan sukarela, karena lebih merrpertanlnk harga-

Apabila keduan5n sama€alna bekerja sukarda, maka keduanp

digabung. Apabila dengan upah, maka didahulukan orang lrang

lebih dikenal dan lebih dipercaya diantara kedtranya.

Ulama dari kalangan lrnarn Ahrnad berpendapat bahwa

upah pekerja professional ditanggung muflis, dalam qaul lain dar5

mereka diambilkan dari Baitul Mal. Menurut kami ada dua qaul

dalam hal diberikan dari para pemberi utang atau Baitul Mal,

sebagaimana telah dijelaskan.

Cabang: Setiap barang yang dijual di beberapa pasar'

maka buku-bukunya dijual di pasar tukang kertas, pakaian

pakaiannya dijual di pasar tukang pakaian dan makanannya dijual
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di pasar pangan, ini apabila di tempat tersebut ada pasar-pasar
yang khusus lnng pemiliknya menekuni safu macarn barang
seperti pasar minyak wangi, pasar kalung dan pasar pasar aneka
ragam lainnya. Demikian ifu supaya terhindar barang-barangnln
dibeli oleh orang png tidak mengetahui harganya, sehingga dapat
menrgikan sernua ifu.

Apabila barang-barangnlra tidak dikhawatirkan rusak atau
hilang ketika dibawa, apabila ada ternpat yang layak untuk menjual
barang-barangnya, maka dijual disana, sedangkan tanah dan
lainnya bo,rpa barang-barang yang tidak bergerak, maka bisa

disebarkan leurat srrrat kabar harian, onuxg yang menawarkan
barang tidak perlu menawarkan di ternpat jualan sebagaimana
menawarkan barang-barang lainnSra, dia hanya mernberi isyarat
harga 5rang diajukan para pernbeli, dernikian ifu lebih meninggikan
harga tanah dan lebih menjaga hakqn mullis.

Pertama kuli 5ra rS harus dijual adalah yang mudah rusak
seperti kurma, bubur dan lainngra. Kernudian binatang, karena
mudah mati apabila tdak ada orang lang menanSpng biaya
perawatan dan rnakanannSn. Kernudian pakaian dan perabotan
rurnah tangga. S€e€rU inilah urutann!,a.

Imam Asy-Syafi'i rg berkata, "Apabila di dekat tempat itu
ada masyarakat png mernbeli tanah dalam kepernilikan mullis,
maka dapat dilaksanakan dan diumumkan kepada mereka agar
mereka dapat hadir sehingga mereka mau mernbeli, dan mullis
mendapat harga 37ang banyak."

C-atnng: Harta muflis dijual dengan uang negara,
walaupun bukan jenis uang yrang menjadi hak para penrberi utang
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seperti utang dengan uang lraq, atau pound Australia atau lira

Suriah, sedangkan muflis berada di lraq, maka dijual dengan

dirham walaupun utangnya menggunakan lira atau pound. Karena

hal itu lebih mudah dan lebih banyak, apabila hak para pemberi

utang dari uang negarcr, maka dapat diserahkan kepada mereka,

dan apabila bukan uang nEIaE maka apabila hak mereka

ditetapkan dari selain salam (Pesanan) diserahkan kepada mereka

gantinp apabila mereka rela. Apabila mereka tidak rela, maka

dibelikan barang dari jenis hak para pernberi utang, apabila hak

mereka ditetapkan dari arah salam, maka tdak boleh mengambil

ganti dari hal itu, akan tetapi mernbeli hak mereka unfuk mereka.

Catrang: Apabila pada harta mullis ada gadai, maka dijual

terlebih dahulu karena hak penerima gadai terterrhr pada barang,

sedangkan hak para pernberi utang tidak tert€nfu pada barang,

dan karena bisa pdi harga gadai melebihi hak penerirna gadai,

sehingga kelebihannlB bisa dibagikan kepada para pernberi utang,

dan bisa jadi harga gadai kurang dari hak penerima gadai,

sehingga penerima gadai bercampur dengan para pernberi utang

dengan harta 5nng tersisa, sehingga diperlukan unfuk dijual.

Cabang: Apabila sebagian harta mullis diiual, sehingga

apabila utangnSp kepada satu orang harus diserahkan ketika

barangnya dfual dan diseratrkan kepada pernberi utang, karena

tidak perlu unfuk menunda, apabila utang4n kepada banpk

orang, -maka dipertimbanglen terlebih dahulu. Apabila santra

hartanya muflis dfiual sekaligus, maka hargaryB diambil dan

Al Majmu'SyoattAt Muha&dzab ll ,rg



dibagikan kepada para pemberi utang dengan bagian sesuai
dengan kadar piutang mereka.

Apabila barang-barangnya tidak mungkin dijual kecuali
sedikit demi sedikit, maka dipertimbangkan barang grang akan
dijual terlebih dahulu, apabila harganya banyak yang
memungkinkan unfuk dibagikan kepada para pernberi utang, maka
dibagikan kepada mereka, karena tidak perlu difunda, apabila
harganya sedikit lang susah unfuk mernbagiryn atau
pembagiannya dikehqrdaki darin3ra, maka pernbagiann5n kepada
para pernberi utang ditunda.

Apabila hakim mendapatkan orang yang dipercaya dan
kaya, maka Imam AsySyafi'i 4g berkata "Hendaknln dia
meminjaminya dengan kontan." Apabila penjualan harta telah
sernpuma, maka oEmg yang telah mernberikan utang
mengambilnya dan likan kepada para pernberi utang.
Hal itu lebih baik daripada menitipkanqp, karena utang dijamin
dengan barang 3ang diterima, sedangkan titipan adarah barang

5rang dikhauatirkan rusaknln. Apabila hakim tidak mendapatkan
oftmg kaSa grang dapat dipercagra png dapat memberikan utang
padanyra, maka dittipkan pada orang Srang dapat dipercaya.

Apabila dikahkan: Mengapa lmam Asy-S5afi'i mengatakan
"Memberikan utang dengan kontan?" Padahal utang itu menurut
kalian tidak teriadi kecuali dengan kontan? Maka kebanyakan
ulama kita mengatakan: menyebutkan utang dengan kontan
tersebut karena menjadi qarat, dan hal ifu dimaksudkan unfuk
rnenolak pendapat Imam Malik Srang berkata, "Sah trtang dengan
tidak kontan."
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Al Imran berkata: Dan ulama-ulama kita berkata: Beliau

mengatakan kontan maksudnln mengutanglnya pada saat ifu, ini

tidak ada masalah. Apabila dikatakan Imam Asy-Safi'i

mengatakan: Tidak boleh mengutangkan harta anak 5ntim kecuali

dalam keadaan damrat, yaitu ketika ada di laut dan membawa

harta anak yatim yang khawatir tenggelam atau dirampas atau

dibakar, padahal dalam masalah itu bukan berarti mengutangkan

akan tetapi menitipkan, lalu bdanya antara dia dan mulliQ

Kami katakan: Perbdaan antara keduanya adalah, bahwa

harta anak kecil dipersiapkan untuk kemaslahatan yang jelas,

seperti membeli tanah atau daging, sedangkan mengutangkannya

(meminjamkan) menjadi susah untuk segera melakukan ifu-

Adapun harta mullis dipersiapkan untuk para pemberi utang- Jadi

keduanya berbeda.

Cabang: Apabila hakim meniual harta muflis, dan

penjualan terputus sebab berpisah dan berakhimya khipr,

kemudian dia dabng kepada hakim dan menambah harganln,

maka Al Imran mengatakan: Hakim dianjurkan untuk merninta

pengakuan pembeli agar dapat meminta lebih. Apabila pembeli

memberi pengakuan kepada hakim, maka hakim dapat meniual

kepada orang yang menuntut dengan harga lebih- Apabila dia

tidak melakukan itu, maka tidak boleh dipaksa, karena iual-beli

sudah terjadi.

Cabang: Apabila hakm

dipercaln unfuk meniual harta

hargan5a, lalu dia menjual dari

menuniuk orirng lang dapat

mullis dan telah menerima

harta muflis Mn menerima
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harganya, kemudian rusak di tanggungannya tanpa ceroboh, maka

kmrsakan tersebut ditanggung muflis, karena orang yang adil

adalah orang kepercapannp.

Apabila otang yang adil menjtnl sebagian harta muflis dan

menerima farganta, kerrudian datang sesoorang yang rnengaku

kepada pernMi balua barang Srang telah diberi adalah miliknya,

dan mendatangkan saksi unhrk itu, mal{a dia boleh mengambilnya

dari pernbeli terschft.

Apabila harganlp masih di tangan oftrng adil tersebut,

maka hendakrya ia dikernbalikan kepada pembeli. Apabila

harganya telah hilang di tangan onmg adil tanpa ceroboh, rnaka

pembeli mencahrt kenrbali dengan iaminan pada harta muflis-

Dalam hal ini Imarn Abu Hanifah sepenaapat dengan kami, dan

befteda pendapat dengan kami dalam rnasalah orang adil apabila

barang gadaian nsak di tangannln, dan dalarn rnasalah wakil dan

washiy (Orang Spng mendapat rrnsia$ apabila hartanya rusak di

tangan mereka tanpa adangra kecerobohan, bahwa mereka unjib

mengganti, maka l€rni mengqipskan masalah ifu dengan ini.

Dan kami leatal<an bahwa karena dia menjual harta orang

lain, sehingga apabila rus* di tangarurya tanpa ceroboh, maka dia

tidak wajib menggantiryra, karena mengqiyaskan dengan orang

kepercagaan hakim pada trarta muflis.

Apabila pernbeli didahulukan dari pada para pemberi utang,

atau dia menjadi acuan para pemberi utang? Al Muzani menplin
pendapat bahwa dia didahulukan dari mereka, sdangkan Ar-Rabi'

menyralin pendapat bahrrn dia meniadi panutan mereka, ulama-

ularna kita bersdtslh perrdapat atas dua jalan.
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Diantara mereka ada yang mengatakan bahwa dalam

masalah ifu ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pertama, Dia (musytari didahulukan dari pada mereka

(para ghorim), karena dalam hal itu ada kenraslahatan pada harta

muflis, karena para pembeli, apabila tahu bahwa mereka

didahulukan dengan hargan5n, apabila barang yang mereka beli

menjadi haknya maka mereka akan senang mernbelinya, sehingga

pembeli senrakin banSpk dan hargangra semakin bertambah.

Apabila mereka tahu bahwa mereka tidak didahulukan,

maka mereka akan menghindari pembelian, karena khawatir akan

haknya, sehingga harganya akan berkurang.

Kedua, tidak didahulukan. Tetapi menjadi panutan para

pernberi utang, karena dia berkaitan dengan muflis tanpa

ikhtiamya orang lang punlp hak, sehingga dia menjadi panutan

para pemberi utang sebagaimana apabila dia telah melakukan

pefruatan kriminal pada seseorang.

Diantara mereka ada yang mengatakan bahun ada dua hal

dalam masalah ifu, maka sasaran Fng dikatakan bahwa dia

menjadi panutan para pernberi utang dimaksudkan apabila hal itu

terjadi setelah pembagian dalam pencekalan png kedua, misalnSn

hartanya dibagikan pada para pemberi utang kernudian sebagian

harta bendanya telah dimiliki, kernudian dia dicekal lagi unhrk

kedua kalinya, maka pernbeli meniadi panutan para pemberi

utang, karena hakoya tetap dalam tanggungannya sebelum dicekal,

sebagaimana penrberi utang Snng lain.

Demikianlah Syaikh Abu Hamid menyebutkan rincian pada

jalan ini. Al Imrani berkata, "sedangkan pengarang Al
Muhadzdab berkata, 'Apabila pencekalan telah terlepas darinya,

Al Majmu'Syarah,U trnhadzdzab ll 283



maka didahulukan, karena di dalamnya terdapat kemaslahatan

unfuknya. Apabila pencekalan telah lepas, maka dia seperti para

pemberi utang yang lainnya'. Beliau ddak menyebutkan

pencekalan png kedua. Wallahu Atam.

***

C.abang-cabang menerangkan beberapa masalah

yang disebutkan oleh Syailr{r lbnu Haiar dalarn Tuhfah

N Muhtai

Multis (orang yang iituh miskin) harus dicekal berdasarkan

pendapat guru lorni dalam Sgrh Al Minlni. Sdangkan

keterangan yang dijelaskan oleh Al Adzra'i dan lnng lain,

hukumnya boleh, karena permintaan mullis atau unkilqn terjadi

setelah utang ditetapkan padanya, walaupun dengan

sepengetatruan qadhi.

Ketentuannla adahh pertrnya pen€tapan utang atas

dalcunan pernberi utang. Dan ini rnasih mempakan kennngkinan.

Kemudian aku mdihat As-Subki mengatalon: Gamtnran nrasalah

ini adalah penetapan utang densan dakwaan para pernberi utang

dan mendatangkan saksi. Misalnya mereka tdak mentrnfut

pencekalan, sedangkan dia sendiri yang menunfutrya. Apabila

tidak denrikian, maka muflis tidak boleh mentrntut pencekalan. Ini

jelas, seperti yang telah disebutkan dalam pendapat yang lebih

slnhih.lGrena fujuannya unfuk melunasi utang dan menyeratrkan

hartanya sudah jelas.

Apabila dia dicekal, baik karena hrnfutan atau tidak, maka

hak para pemberi utang berkaitan dengan hartanya. Baik berupa
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barang atau utang, walaupun ditangguhkan, menurut berbagai

pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Maka tidak boleh membebaskan

utang atau manfaat barang darinya. Agar fujuan yang dimaksud

dari pencekalan berhasil. Sehingga penggunaan harta yang dapat

memgikan mereka fidak terjadi, dan utang yang baru tidak

mengantri dengan utang-utang mereka. Memang demikian. Tetapi

orang yang menyev.ra manfaat, yang diserahkan sebelum jafuh

miskin, harus didahulukan. Dan orang lrang mengadakan fansaksi

dengan orang yang dicekal pada masa l<higarboleh menggagalkan

dan melangsungkan berdasarkan kernaslahatan lnng berbeda.

Karena tidak ada atau lemahnya keterkaitan hak mereka ketika ihr.

Dari keterangan ini dapat diartikan bahwa tdak diqnratkan

menerima barang sebelum jahrh miskin dalam masalah se\ /a. Akan

tetapi akadnya boleh mendahuluin5a. Berteda dengan hak para

pemberi utang, hak Allah &, yang sifatrya Udak hanrs

disegerakan, seperti zakat, kafarat dan nazar, maka tidak berkaitan

dengan harta muflis.

Seorang hakim hendakqn mendatangkan saksi -sebagai

anjuran- atas pencekalannya terhadap mutlis. Dan dianjurkan

memerintahkan seseorang yang dapat mengumumkan bahura

hakim telah mencekalnya, agar menjadi peringatan kepada siapa

saja yang akan bertransaksi dengan4B. Dengan pencekalan,

berarti dia tidak dapat mempergunakan harta bendanln, walaupun

diperoleh setelah pencekalan. Kefika demikian, apabila dia

menjual, menghibahkan, membebaskan piutangnya, walaupun

ditangguhkan, sebagaimana keterangan Srang lalu, merrerdekakan

budak, atau menyalakan, maka menurut safu qal,/ hukum

penggunaannya mauquf (dihentikan), sekalipun berdosa

melakukannya.
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Apabila hartanp melebihi uhngntrn, karena dibebaskan

atau naiknya hatga, rnaka penggunaannya sah seketika- Yakni

kelangsungan p€ng[lunaann]ra menjadi nyata. Apabila tidak

dernikian, maka penggunaannya sia-sia. Yakni penggunaannya

nlnta sia-sia. Menurut qaul yang paling jelas, batal seketika.

Karena keterkaitannp hak para pernberi utang dengan apa yang

dla grrnalon.

Mernang berar, tetapi pens[tnaan pada sesuafu yang

mendahului para pernberi utang adalah sah. Seperfi pakaian png
ada di badannya dan bsharruf yang diberikan oleh qadhi untuk

nafkah diriqn dan kduarganya dengBn menggunakannya pada

nafkah tersebut. Sebagairnana yang disampaikan oleh Al Adzra'i,

serta penggunaan pqlrrusan budak dan wasiatq2a. Karena

keduanSa berkaitan dengan hak setelah kernatian. Demikian juga

biafra unfuk kelahiran anakngra, sebagairnana pendapat yang

diunggulkan oleh hnu fu-Rif'ah. As-Subki fidak sependapat

dengan beliau, seperti kelahimn anak penggadai yang melamt.

Selain As-Subki mernbeilakan bahura penggadai adalah orang lang
menahan dirinya sendiri. Berbeda dengan mullis. Dan

sesungguhnya penahanan gadai lebih kuat. Karena harus

didahulukan dari biaya-biaya persiapan. Bertda dengan muflis

5rang nafkahnya didahulukan daripada para pernberi utang. Dan

muflis 5ang berutang dapat menerima utangnya yang diseratrkan

setelah pencekalan, walaupun dia tidak mengerti atau diizinkan

oleh hakim. Kecuali apabila pendapatrp demikian.

Apabila dia menitnl semua atau sebagian hartan5n kepada

para penrberi utang dengan setnua atau sebagian piutang mereka,

atau menjual kepada pernberi utang dengan piutangnya

sebagaimana aslinya, dan membtnngnya, karena keterangannya
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telah dimaklumi dari yang telah disebutkan, maka penjualannya

batal apabila tidak di2inkan oleh hakim, menumt pendapat yang

lebih sah. Walaupun syarat-syarat penjualan yang telah disebutkan

di atas telah didapatkan, karena tetapnla pencekalan. Sedangkan

apabila mendapat izin dari hakim, maka sah secara pasti.

Syaikh Asy-Syirazi ** berkata: Pasal: Apabila
diantara para pemberi utang ada 5nng menjual sebagian
harta muflis sebelum jafuh miskin, dan dia tidak
mengambil sebagian hartanlra sedikitpun, lalu
mendapatkan harta bendanya masih seperti sedia kala,
dan tidak ada sangkutan dengan orang lain, maka dia
boleh khi5nr antara membiarkan, lalu bergabung
dengan para pemberi utang dan rnenggagalkan
penjualan serta mengambil kembali harta bendanya.
Elerdasarkan hadits riwagnt Abu Hurairah q bahwa
Nabi $ bersaMa,

W,6'-G.9 W:? ;tfr ? "^ri, ,*U

.rvA Uw,|rt j6
'Barangsiapa Wng menjual brang, kemudian

pembelin5n jafuh miskin, dan banng tersbut
ditemul<an, maka dia lebih berhak dari pada para
pemberi utang-"

Apakah menggagalkan peniualan, dibufuhkan izin
dari hakim? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih
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A$rslpfi'i. Abu Ishaq berkata, 'Tidak boleh
menggagalkan kecuali mendapatkan izrn dari hakim.
Karena ia merupakan perkara yang diperselisihkan-
Maka tidak sah tarrpa seizin hakim, seperti merusak
nikah sebab fidak mampu memberi nafkah."

Abu Al Qasim Ad-Daraki berkata, "Tidak perlu
meminta izin kepada hakim. Karena penggagalannya

ditetapkan dengan dasar nash Sunnah. Sehingga tidak
perlu kepada haldm, seperti merusak nikah sebab
memerdekakan budak"

Apabila hahm melarang penggagalann3n, maka
Abu Said Al Isthalfiri berkata, 'Keputusan hakim itur

rusak- Karena keputusanqn menplahi Sunnah-"
Padahal bisa jadi keputusan hakim fidak menjadi rusak,
karena masalah itu diperselisihkan, sehingga
keputusannya tidak rusak. Apakah penggagalannya
hams dengan segera atau secar.r perlahan? Dalam
kasus ini ada dua perrdapat ulama fikih AslrSyafi'i:

Pertama, dengan cara perlahan. Karena ia
menrpakan Lhi5nr yang fidak bisa gugur karena
pergantian- Sehingga harus dengan cara perlahan
seperti khiglar ruju'dalam hibah.

Kedua, hanrs dengan segera- Karena mempakan
I<higTar yans ditetapkan untuk mengurangi irndh (ganti),

sehingga hanrs disegerakan seperti khiyar
mengembalikan barang sebab cacat. Apakah faskh
(penggagdan) sebab penyetubuhan pada budak
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perempuan sah? Dalam kasus ini ada dua pendapat
ulama fikih Asy-Srcf i:

Pertama, sah. Seperti sahnya faskh sebab
menyetubuhi pada khi5nr syarat.

Kedua, fidak sah: Karena merupakan milik yang
tetap. Sehingga fidak boleh dihilangkan disebabkan
menyetubuhinya.

Apabila pemberi utang berkata, 'Kami
memberikan harga kepadamu, dan kami tidak akan
rnenggagalkan,' maka hak menggagalkan tetap tidak
gugur bagi dia. Karena dia memiliki hak menggagalkan,
sehingga tidak gugur disebabkan memberikan iwadh
(ganti) seperti pembeli apabila mendapatkan cacat pada
barang !/ang dibeli, dan penjual memberikan ganti rugi.

Penjelasan: Hadits,

5t, GJ31 n gwt ry *'AAa lyii 3;
.* !a;l

"Barangsiapa mendapatkan banngnya pada seseoftng
yang jatuh miskin, maka dia lebih berhak dengan bmng tqsebut."
Hadits ini diriunyatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari Abu
Hurairah dari Nabi S.
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Hukum: A.pabila diantara pemberi utang ada orang yang

telah rnenjual barang kepada muflis sebelum jatuh miskin, dan

belum menerima harganya, lalu mendapatkan barangnya masih

utuh dan belum dimiliki orang lain, rnaka penjual barang tersebut

boleh khiyar antara bergabung dengan para pemberi utang dalam

harga atau meminta kembali barangnya. Ini yang dikatakan

Utsman, Ali dan Abu Hurairah r$. Sedangkan dari kalangan

tabi'in adalah Urwah bin Zubair, Malik, Al Auza'i, Asy-Syafi'i,

Muhammad bin Husain Al Anbari, Ishaq, Abu Tsaur, hnu Al

Mundzir dan Imam Ahmad.

Sedangkan lrang berselisih pendapat dengan kita adalah Al

Hasan, An-Nakha'i, Ibnu Syabmmah dan Imam Abu Hanifah.

Mereka berkata, "Penjual ifu menjadi panutan para pemberi

utang."

Dalil kami adalah riwayat Amr bin Khaldah Az-?atqi, qadhi

Madinah. Dia berkata: Aku telah mendatangl Abu Hurairah r$

membicarakan sahabat kami yang iatuh miskin. Dia mengatakan:

Ini adalah 5rang diputuskan Rasulullah #,

'bl rit +tbi *lv(- 3l av,H6
,

.*, t;.5 t;L ye,
"siapapun onng tpng meninggal dunia abu iafuh miskin,

maka pemilik barang lebih berhak mendaptl<an banngng
kembali, apabila ditqnukan. "

Dalam riwayat Abu Bakr bin Abdurmhman bin Al Harits

bin Hisyam 4& dari Abu Hurairah r$, bahwa Nabi $ bersabda,
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'? 
L,if.r' d3:ti ,y: e Gv'{ ,F,fr

:y , bl f':{Jt +t-.; * ;bt; 'eqt ,t;.5

.ruj)r q3

"Siapapun onng tnng manjual banng pada orzng lain, lalu
petnbeli jafuh miskin, kernudian panjual menqnukan banngn5m,

maka pemilik hnng lebih bqhak daipda pn panbqi ubng"

Imam Ahmad mengeluarkan hadits dari Al Hasan dari
Sumarah :g dengan lafadz,

,bl # *, # + ibtz -rei U
'*b

'Elanngsiap tnng mandaptlan pda muflis,

maka dia lebih bqhak mendaptl<an hmng itu dari pda tnng
lain.'

Enam orang ahli hadits meriwayatkan dari Abu Hurairah rS

dengan lafadz,

gu;t t ,,;,3t,y: *{v $'rl
aO
J:9

ot
.0i19

U
.lcg a.jJil "t,bv,i,'t *
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"Barangsiapa yang mendapatl<an hartanSa pada seseorang

tang tetah jatuh miskin, maka dia lebih bqhak dengan haftanya

daripda 5nng lain. "

Sementara Muslim dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu

Hurairah rS, dengan lafadz,

6

i<iJl o--l1o)
lz 2). ' .

.ibu.

'Apabila dia (peniual) mendapatl<an banngn5n padarya

(muflis), dan belum dibagi-bagil<an, mala banng tersebut meniadi

milik omng t/ang mer{ualn5a. "

Dan hadits Abu Hurairah rg pada riua1lat Ahmad dengan

lafa&,

t{s ilv t'J+ YJlrrt ,,r3l ,y:6J,

.il frrw rv;r4;afrr
"siapapun oftng Wng iafuh miskin, lalu ada s6@Izng

tnng mendapatkan hartanya pda o,zng ifu, dan belum Perrlah

menuntut ssuafu dari hartanlm, mal<a harta ifu menjadi miliknya-"

Malik dalam Al Muwattha'dan Abu Daud meriwayatkan

hadits yang pertama secara murcal, dan yang kedua secara

bersambung. Namun yang mursallebih shahih.

Dan hadits dari Abu Bakr bin Abdurrahman bin Al Harits

bin Hiqnm dengan lafadz,

fi*A{spti+*3tiy
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"Siapapun tlang menjual bamng, dan frdak mqtqima
sdikitpun dart harga banng Sang telah diluahln, kqtudian
mendaptkan banngn5a, maka dia lebih bqhak mendaptlan
bamng tercebut Dan apbila panbeli maninggal dunia, maka tnng
mempunSni bamng merjadi pnubn pn pqnbai ubng. "

Menurutku: Karena akad lual-beli berhubungan dengan

fasakh (pembatalan) ler,vat pengakuan, maka boleh fasakh. Karena

susahnya mengganti atau membayar harganga. Seperti

menggagalkan bamng pesanan karena susah. Dan karena apabila

mensyaratkan gadai dalam jual-beli, lalu tidak mampu

menyemhkannya, maka dia berhak menggagalkannya. Gadai ini

adalah jaminan harga, apalagi tidak mampu menyerahkan harga.

Barang yang diiual berbeda dengan gadai. Karana

penahanan gadai sekedar unfuk kepercayaan, sedangkan harga

barang disini adalah pengganti dari barang, sehingga apabila susah

mengambilnSn, maka boleh meminta kembali barang lnng sudah

dijual.

Apabila dilratalran: Sesungguhnya mereka (para pernberi

utang) sarna, antara yang mendapatkan barangnya dan 5nng tidak

mendapatkannya dalam hakn5ra, maka kami katakan:
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Tetapi rnereka tidak sama dalam syaratnla. Karena

tetapnya barang, meniadi syarat memiliki hak fasakh. Dan syarat

itu ada pada haknya orang yang mendapatkan barangnya, bukan

orang yang tidak mendapatkan barangn5ra.

Apabila ketentuan ini ada, maka penjual boleh khiyar.

Apabila dia mau, boleh rnengambil kembali barangnln atau tidak

mengambiltya, serta menjadi panutan para pemberi utang. Sama

saja apakah barangnya sesuai trrgu, atau lebih kecil, atau lebih

besar. Karena melarat menjadi sebab bolehqn fasal<h. Maka tidak

wajib fasakhdan tidak perlu pada keputusan hakim. Seperti fasakh

nikah sebab merdekanya budak perernpuan.

Apakah ldtilar ruiu' (minb kernbali) se@ra perlahan? Ada

dua pendapat ulama fikih Aslr-Slnfi'i, berdasarkan pada khiwr
pengernbalian barang sebab aib. Dalam hal ini ada dua rirurayat:

Pertama, Dengan perlahan. Karena berupa hak ruiu'yang

mensnrgurl<an ioradh Ganti). Sehingga dilakukan secara perlahan

seperti ruju' dalrrm hibah (pernberian).

Kedua, dengan segera. IGrena mempakan khiyar yang

ditetapkan dalam jual-beli karena kurang dalam iwadh. Sehingga

harus dilakukan dengan sq;era. Seperti mengembalikan barang

sebab cacat. Dan karena apabila diperbolehkan menunda, dapat

menirnbulkan kerugian pada para pemberi utang dikarenakan

terhrndanya hak+ak mereka. Hal itu menyerupai khilnr

mengambil barang dengan syttfah (hak mernbeli lebih dulu).

Qadhi dari kalangan Hanabilah (Ulama madzhab Hanbali)

mengambil pendapat ini. Sedangkan hnu Qudamah berpendapat

dengan dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i seperti dua

keterangan kami yang telah disebutkan.
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Cabangr Apabila seseorang membeli barang dengan

harga dalam tanggungan, sedangkan harga barangnya seperti

harga semula atau lebih banyak, dan pembeli hanya mempunyai

barang ini dan hanya memiliki utang dengan harganya barang ini,

apakah pembelinya dijadikan orang lang jatuh miskin, dan

penjualngra boleh meminta kernbali barangnya? Dalam hal ini ada

dua pendapat ulama fikih As!,-Syafi'i yang diceritakan dalam Al
Ifslnh oleh Abu Ali Ath-Thabari:

Pertama, dia menjadi muflis (orang 5ang jatuh miskin).

Sehingga penjual boleh mernilih menarik kernbali

Kedua, tidak menjadi muflis. Akan tetapi barangn5Ta dijual,

dan penjual diberikan haknSn, sementara selebihn5a unfuk
penrbeli.

Cabang: Apabila harfanya cukup untuk mernbayar utang,

tetapi tanda kaniskinannlp tampak jelas, dan kami mengatakan

boleh dicekal, sehingga dia dicekal, maka apakah orang png telah

menjual barang padarya dan belum menerima harganya, serta

mendapatkan barangnya boleh mencabut kernbali barangnya? Ada

dua pendapat ulama fikih Asy-$nfi'i gnng diceritakan oleh SSTaikh

Abu Hamid:

Pertama, boleh mencabut kernbali barangnla. Karena

Rasulullah *' b€rsabda,
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"siapapun oftng yang menjual banng Pda orang lain,

lalu penbeli jafuh miskin, kemudian penlual menemukan

barangnya, mal<a pernilik banng lebih berhak daipada para

panberi utang.'

Dan orang ini benar-benar jafuh miskin. Karena dia dicekal

disebabkan hak para pernberi utang, sehingga orang yang

mendapatkan barangnya boleh memintan5a kembali. Sebagaimana

apabila hartanln lebih kecil daripada utangqn.

Kedua, dia tdak boleh merninta kenrbali barangnya'

Karena kami menghukumi boleh bagi penjual meminta barangn5n

kembali, apabila berada di tempat png tidak memungkinkan

sampai ke tempat itu untuk mendapatkan hakqp dengan

sempuma. Sedangkan ini, memungkinkan seseorang yang akan

mengambil semua haknya, sehingga tidak diperbolehkan meminta

kembali barangnp.

Cabang: Apakah sah fasakbnya penjual tanpa seizin

hakim? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, dikatakan oleh pengarang, "Tidak sah kecuali

dengan izin hakim. Karena ia merupakan fasakh yang
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diperselisihkan. Sehingga tidak sah kecuali dengan izin hakim,
seperti fasakh nikah sebab tidak mampu memberikan nafkah."

Kedua, dikatakan oleh pengarang htab Al Bajan Sah
tanpa seizin hakim. Karena ia merupakan fasakh yang ditetapkan
dalam nash" Sunnah. Hal ifu seperti fasakh nikah pada budak
perempuan yang dimerdekakan dibawah budak laki-laki. Apabila
diputuskan oleh hakim, maka ada dua pendapat ulama fikih Asy-
Syafi'i:

Pertama,
diperselisihkan.

sah kepufusannya. Karena masih

Kedua, tdak sah. Karena kepufusannya berselisih dengan

nash Sunnah.

Apakah persyaratan fasakh harus dilakukan dengan segera?

Atau boleh dilakukan dengan perlahan? Ada dua pendapat ulama

fikih Asy-Syafi'i;

Pertarna, boleh dengan perlahan. Karena ia merupakan
khiWr yang tidak gugur pada pengganti. Sehingga boleh dengan
perlahan. Seperti mencabut pemberian yang dilakukan oleh bapak
kepada anakqa. Dalam masalah ini merupakan penjagaan dari
pengembalian sebab aib (cacafl. Karena terkadang gugur pada

pengganti, yaifu ganti rugi.

Kdua, diryaratkan dengan segera. Karena ia menrpakan

khiyar unfuk pengurangan pada pergantiannya. Sehingga harus

disegerakan, seperti pengembalian sebab cacat. Dalam masalah

id, ia mempakan penjagaan dari pencabutan pemberian dari
bapak kepada anaknya.
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Cabang: Apabila penjual menggadaikan barangnya lrang

ada ditangan muflis ketika telah ditetapkan hukurn bolehnya

rnencabut barangnya, apakah gadainya menjadikan fasakh untuk

penjualan? Ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i lang
diceritakan oleh hnu Ash-Shabbagh dalam bab gadai. Sedangkan

cerita penyetubuhan yang dilakukan oleh penjual terhadap budak

perempuan yang telah dijual, mereka menjadikan fasal<h terhadap

penjualan, ada dua pendapat ulama ftkih AqrSyafi'i.'

Pahm4 menjadi fasl<h. Seperti penjual lang
menyetubuhinp budak perempuan png dia jual dalam masa

khiyar.

Kdua, tdak menjadi fasl<h. Karena miliknya pernbeli

masih ada, maka tidak dapat hilang kecuali dengan ucapan.

Cabang: Apabila pam pemberi utang memberikan selnua

harta penjual kepada penjualnya, dengan syarat dia fidak meminta

barang yang telah dijualnSra, maka tidak boleh dipaksakan. Dan dia

tetap boleh meminta kernbali barangnya.

Imam Malik rg mengatakan: Dia tidak boleh minta kembali

barangnya. Sedangkan pendapat Imam Ahmad dan para

sahabatnya sama dengan pendapat kami.

Dalil kami adalah hadits yang telah disebutkan. Dan tidak

ada bedanSn antara memberikan harganln atau tidak. Karena hal

itu merupakan sedekah &ngan hak pada omng yang tidak

memiliki hak. Sehingga orang yang mempunyai hak /asa&h tidak

harus menggugurkan hak fankbnya. Seperti suami yang tidak

mampu memberi nafkah, lalu datang orang lain yang memberinya
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nafkah supaya meninggalkan hak fasl<h. Maka dia tidak harus

melakukan ifu. Wallahu A'lam.

***

Syaikh AslrSyirazi s berkata: Pasal: Apabila dia
menjualnya setelah jafuh miskin, maka ada dua
pendapat ulama fihh AgrSyafi'i..

Pertama, dia boleh fasakh
(menggagalkan/membatalkan). Karena dia menjualnya
sebelum waktu fasal<h, sehigga hak rmhrk fasakh fidak
gugur. Sebagaim:rna seorang perempuan yang menikah
dengan seorang laki-laki fakir, kemudian dia tdak
mampu memberi nafkah.

Kedua, dia tidak boleh fasakh- Karena dia telah
menjualnya serta mengetahui tidak punlra tanggungan.
Sehingga hhigarnya menjadi gugur. Sebagaimana
apabila dia membeli barang yang sudah diketahui
cacatnya.

Penjelasan Hukum: Apabila membeli barang setelah

dicekal dengan harga dalam tanggungann5ra, maka telah kami

sebutkan bahwa pembeliannya sah. Dan apakah penjualnya boleh

minta kembali harta bendanya? Dalam hal ini ada dua pendapat

ulama fikih AqNFfi'i;

Pertarna, tidak boleh meminta kembali harta bendanya.

Karena dia telah menjualnSa serta mengetahui tdak punya
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tanggungan. Sehingga tidak boleh fasakh. Sebagaimana apabila

dia membeli barang yang sudah diketahui cacatnya.

Kedua, boleh fasakh. Sebagaimana seorang perempuan

yang menikah dengan seorang laki-laki miskin yang sudah

diketahui keadaannya. Maka dia boleh menggagalkan nikahnya

apabila suaminla tidak mampu menafkahinya.

Syaikh Asy-Syirazi *s berkata: Pasal: Apabila dia

menemukan barang yang telah dijual dan telah
menerima sebagian harganln, maka dia boleh meminta
kembali bagran lpng tersisa dari harganya- Karena

apabila dia bisa meminta kembali semuanya, karena dia

tidak menerima semua harganp, maka dia juga bisa

meminta kembali sebagiannSn karena tidak menerima
sebagian harganya- Apabila yang dijual berupa dua

orang budak lpng sama harganya, dan menjualnya
dengan harga seratus dirham, sedangkan dia menerima
lima puluh dirham dari hargan5Ta, kemudian salah satu

budak tersebut meninggal, sementara pembelinya jatuh
miskin, maka yang telah ditetapkan dalam bab taflis

fiatuh miskin) bahwa dia boleh mengambil 37ang tersisa

dari harganln.

Dan telah ditetapkan dalam bab shadaq
(maskawin): Apabila wali telah menenhrkan maskawin
dengan dua budak laki-laki, lalu salah satunya
meninggal, kemudian terjadi perceraian sebelum

digauli, maka dalam kasus ini ada dua qaul:
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Pertama, dia dapat mengarnbil separuh shadaq
(maskawin) yang masih ada. Seperti keterangan dalam
bab taflis.

Kedua, dia dapat mengambil separutr yang ada
dan separuh harga barang yang rusak.

Diantara uilama kita ada yang menukil pendapat
ini pada bab jual-beli dan mengatakan bahwa dalam hal
ini ada dua gaul

Pertarna, Dia mengambil separuh yang ada dan
bergabung dengan para pemberi utang dengan separuh
harga barang lnng rusak. Ini adalah pendapat pilihan
Al Muzani rg. Karena penjual telah menerima lima
puluh dirham dari harganya. Dan sebagran harga yang
telah diterima tidak boleh dikembalikan.

Kedua, dia dapat mengambil sisa lpng masih ada-
Karena sesuafu l7ang dapat diambil semuanya unfuk
menolak mudharat apabila masih ada, maka dia juga
dapat mengambil yang tersisa apabila sebagiannSra
nrsak. Sebagaimana bagian dalam qluf'ah (hak membeli
dulu).

Diantara ulama kita ada lpng berpendapat bahwa
penjual dapat mengambil yang ada dari harga yang
tersisa dengan safu pendapat AqrSyafi'i. Sedangkan
dalam masalah shadaq (maskawin) ada dua qaul
Perbedaan keduanya adalah bahwa penjual apabila
minta kembali separuh barang lnng ada dan separuh
ganti barang yang rusak, maka fidak sampai pada hak
yang sempurna. Karena pemberi utangnya seoftmg
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muflis. Sedangkan suami apabila minta kembali separuh
yang ada dan separuh harga barang yang rusak,

sehingga dapat sampai pada hak yang sempuma.
Karena istrinya memiliki kecukupan, sehingga suami
tidak boleh minta kembali semua yang ada dengan
separuh mahar.

Penjelasan Hukum: Apabila seseorang menjual sebuah

barang atau dua barang kepada orang lain dengan harga seratus

dirham, lalu penjualnya menerima lima puluh dirham dari

hargan5a, sedangkan sebuah barang atau dua barang yang dijual

masih ada, baik hargan5n salna atau berbeda, maka apakah

penjual boleh minta kernbali sebagian barang png telah dijual

sesuai dengan harga yang tersisa?

Ibnu Ash-Shabbagh menceritakan dalam hal ini ada dua

pendapat ulama ftkih AsySyafi'i. Dalam Qaul Al Qadim dikratalran:

Hak minta kembali kepada orcng lain unfuk penjual gugur dan

bergabung dengan para pernberi utang dalam harga.

Sfikh Abu Hamid menceritakan bahwa ini adalah

pendapat Imarn Malik. Dia tidak mengatakan pendapat ini dari

Qaul Al Qadim.

hnu Ash-Shabbagh bqkata, "Madzhab Imarn Malik

menSratakan bahwa apabila dia (penjual) telah menerima sebagian

hargan5a, sedangkan barangnya masih ada, maka dia boleh khiyar

antara mengembalikan uang yang telah diterima serta

mengembalikan pada barang lang dijual dan tidak merninta

barangnya kernbali serta berggbung dengan para penrberi utang

pada harga 5ang masih tersisa."
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Dalil Qaul N Qadim adalah hadits Abu Bakr bin
Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam yang kami datangkan
ieruvat jalur dan lafadz{afadznya dalam keterangan terdahulu dari
beberapa pasal bab ini. Dan karena minta kembari sebagian

-bef_engJIr,ef ip_ek?np--e-rn_b.qgiaq-dala11rekad jual-belidanmerugikan
pembeli, maka hal itu tidak boleh dilakukan oleh penjual.

Dan dikatakan dalam Qaul Al Jadid Dia tetap boleh
meminta kembali harga yang masih tersisa. Ini adalah pendapat
yang shahih. Karena merupakan sebab yang membolehkan orang
yang melakukan akad mencabut semua hartanya. sehingga boreh
juga mencabut sebagiannya, sebagaimana perpisahan suami-istri
sebelum digauli. Demikian ifu, bahwa suami sesekali dapat
meminta kembali semua mahamya. Yaitu apabila istrinya murtad
atau salah safunya ditemukan ada aib (cacat)nya. Dan sesekali
dapat mengambil separuhnya. Yaifu apabila dia menceraikan
ishinya.

Dalam Al BaSan dikatakan: Riwa5at Abu Bakr bin
Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam adalah khabar mutal.
Karena Abu Bakr bukan sahabat. walaupun khabar itu shahih.
Maka makna ucapan 2ut\ l-l -ii! "maka dia menjadi panutan

para pemberi utang," terjadi apabila dia ridha.

Apabila dia menjual dua barang lnng harganya sama
dengan harga seratus dirham, lalu penjual menerima lima puruh
dirham dari harganya, dan salah safunya msak, sementara
pembelinya jatuh miskin, maka apabila panjual memilih bergabung
dengan para pemberi utang, tidak ada pembicaraan. Akan tetapi
apabila dia mernilih meminta kembali barangnya berdasarkan
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pendapat Qaul Al Jadid maka berapakah dia boleh meminta

kembali?

Irnam Asy-Syafi'i rg, berkata, "Disini dia boleh rneminta

kernbali barang yang tersisa dari sisa harga." Dan dia mengatakan

dalam bab shadaq. Apabila wali menentukan mahar dengan dua

budak, lalu salah safunya meninggal, dan dia mencerai istrinya

sebelum digauli, maka ada dua qaul

Pertama, dia boleh mengambil separuh harga budak Sang

meninggal.

Kedua, dia boleh mernilih antara mengambil separuh

budak yang ada sertia separuh harga budak yang meninggal dan

membiarkan budak yang ada serta mengambil separuh harganya.

Dia mengatakan dalam bab zakat: Apabila wali menentukan mahar

lima ekor unta, lalu masuk haul, kemudian sebagian untanya dijual

oleh istrinya senilai harga seekor kambing dan mengeluarkan

zakahya, lalu dicerai oleh suamin5a sebelum digauli, maka suami

boleh mengambil dua setengah untanya. Sehingga terdapat tiga

qaul dalam masalah mahamyat

Pertama, suami boleh mengambil setengah mahar dari

yang tersisa. Ini sesuai dengan yang dikatakan dalam masalahnya

muflis.

Kdua, dia mengambil sebagian yang ada dan sebagian

harga Snng rusak.

Ketiga, dia boleh khitnr antara mengambil yang ada

dengan sepanrh mahar dan membiarkan yang ada dan mengambil

s6paruh harganya.
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Para ularna kita berselisih pendapat dalam masalah muflis.
Diantara .mereka ada yang mengatakan bahwa dalam masalah
muflis ada dua qaul juga:

Pertama, boleh mengambil yang tersisa dari dua barang
dengan sesuafu yang tersisa dari harganya. Dan separuh yang

telah diambil menjadi bagian barang yang rusak. Karena
sesungguhnya penjual boleh mengambil semua barang yang dijual.
Apabila dia mendapatkan sernua barangnya, maka dia boleh
mengambil sebagiann5ra apabila susah unfuk mengambil
semuanya. Sebagaimana kami katakan dalam rnasalahnya sSafi'
(orang yang punla hak mernbeli lebih dulu).

Kedua, boleh mengambil separuh barang yang

dengan separuh sesuafu yang tersisa dan separuhnya

bergabung dengan para pernberi utang. Karena apabila
menjual dua barang yang harganya sama dengan harga seratus,

berarti masing-masing dia jual dengan harga lima puluh dirham.
Apabila dia menerima lima puluh dirham dari serahrs dirham,
berarti dia telah menerima harga Dengan dalil bahwa
apabila keduanya ada, maka dia dapat meminta kernbali

separuhnya. Apabila salah satunya nrsak, maka dia dapat meminta
kembali separuh yang tersisa dengan separuh yang masih ada.

Dan bergabung bersama para pemberi utang dengan bagian
barang lpng rusak dari lrang belum diterimanya. Yang
berpendapat ini berkata, "Disini tidak ada qaulyarg ketiga dalam
maskawin." Yaifu meninggalkan yang masih ada dan mengambil

separuh harganya. Karena tanggungan istri penuh, sedangkan

tanggungan muflis runtuh. Sehingga tidak mungkin membiarkan
semua dan meminta kernbali hargan5ra. Karena tidak akan sampai

kepada istrinya.

ada

lagr

dia
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Para ulama kita ada png mernbawa dua masalah ini pada

zhahimya. Dia rnengatakan dalam shadaqlnnskawin) terdapat tiga

pendapat Asy-Syafi'i. Sedangkan dalam permasalahan muflis,

penjual boleh mengarnbil barang 5nng tersisa dengan harga yang

tersisa dengan satu pendapat AsySyafi'i. Perbedaan antara

keduanya adalah bahwa kami katakan dalam shadaq. Seorang

suami boleh mengambil separuh yang ada dan separuh barang

yang rusak, sehingga tidak ada kerugian bagnSa. Karena dia bisa

sampai pada haknya. Dan tanggungan istri penuh.

Sedangkan dalam masalah mullis, apabila kami katakan

bahwa pembeli boleh mengambil separuh barang yang tersisa

dengan separuh sesuatu yang ada padanya, dan bergabung

bersama para pernberi utang dengan separuh barang yang ada

padanya, nisca5a dikhar,vatirkan haknya udak sampai padanya

dengan sanpuma. Karena tanggungan muflis runfuh.

Syaikh AslrSyirazi ds berkata: Pasal: Apabila

penjual mendapati barangnya, sedangkan barang
tersebut digadaikan, maka ia fidak boleh diambil
kembali. Karena hak penerima gadaian mendahului
haknya, sehingga dia tidak punya hak menggugurkan
hakpenerima gadaian. Apabila dia memunghnkan
membaSnr hak penerima gadaian dengan meniual

sebagian barangngra, maka barang tersebut hanrs dijual
seukuran haknya, dan peniual boleh meminta kembali
barang yang tersisa. Karena larangan tersebut
disebabkan oleh hak penerima gadaian, dan ifu sudah

hilang.
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Penjelasan Hukum: Apabila penjual menemukan

barangnya sedang digadaikan pada orang lain, maka dia tidak

boleh meminta bamngnyra kerrfuali. Karena pembeli telah

mdakukan akad atas barang yang telah dibeli dengan akad gnng

mencegah penjual untuk mentashamtA<anrrya, sehingga penjual

tidak dapat meminta kembali. Sebagaimana apabila pembeli telah

menjual atau menggadaikannya. Apabila ini telah ditetapkan, maka

hak penerima gpdaian harus didahulukan daripada hak penjual.

Karena dia yang lebih dulu. Apabila utang dengan jarninan gadai

nilainya sama dengan gadai atau lebih ban5ak, maka barangnya

harus dijual untuk hak penerima gadaian. Dan tidak ada

pembicaraan.

Apabila utang dengan jaminan gadai lebih kecil dari harga

barang, maka barang tersebut harus dijual sekedar menutupi hak

penerima gadaian. Dan penjual boleh meminta kernbali png
tersisa dari barang tersebut. Karena tidak ada orang lain png
berhak mendapatkan sisa barang tersebut. Apabila tidak mungkin

menjual sebagian gadai unfuk hak penerima gadaian dari harg3

gadai, sedangkan bagian haknya ada pada harganya, maka Sang

menjadi tuntutan ma&hab adalah bahwa penjual tidak lebih

berhak pada harga Sang tersisa. Akan tetapi dikembalikan pada

semua pemberi utang. Karena haknya tertentu pada barangn3la,

bukan hargarya.

Syaikh AslrSyirazi e, berkata: Pasal: Apabila

barang yang dijual berupa bagian yang tetap dalam

sryf'ah, maka ada tiga pendapat ulama fihtl Asr
Syaf i:
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Pertama: S5nfi' lebih berhak. Karena haknya
tetap- Dan ketetapan haknSla disebabkan akad,
sedangkan hak penjual ditetapkan oleh pencekalan.
Sehingga hak syafi' didahulukan.

Kedua: Penjual lebih berhak. Karena apabila
bagian itu diambil oleh sjmfi', mudharatnSra hilang dari
dirin5Ta saja. Sedangkan apabila diambil oleh penjual,
maka mudharatnya hilang dari mereka berdua. Karena
penjual boleh minta kembali harta bendanya,
sedangkan syafi' terhindar dari mudharatnya pembeli,
sehingga mudharat kduanSTa hilung.

Ketiga: Sebagiannya diserahkan kepada qafi' darr
dia mengambil harga darinSn, lalu diserahkan kepada
penjual. Karena hal ifu berarti mengumpulkan dua hak.
Apabila mungkin mengumpulkan dua hak, maka tidak
boleh menggugurkan satah satunya-

Penjelasan: Kalimat 'Cill adalah bagian dari sesuatu.

Jamaknya adalah jri@J seperti l[,ii dan jr;;t. Yaitu diambil dari

kalimat :-,rq yaitu anak panah png berrnata lebar. Atau kalimat

itu memang diambil dari kalimat ini.

Hukum: SesungguhnSa apabila seseorang membeli
sebagian dari rumah atau tanah dan telah ditetapkan sytf'ah,lalu
pernbeli jatuh miskin dan dicekal sebelum sgafi'mengambilnya,
maka apakah penjual ataru syafi'lnng lebih berhak mendapat
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bagian tersebut? Dalam hai ini ada tiga pendapat ulama fikih Asy-

Syafi'i:

Pertama: Syafi' lebih berhak dan harganya ada pada para

pernberi utang. Karena hak syafi'lebih dulu ditetapkan dengan

jual-beli. Sedangkan hak penjual ditetapkan dengan pencekalan.

Sehingga yang pertama didahulukan.

Kedua: Penjual lebih berhak dengan bagian itu. Karena

apabila dia meminta kembali bagian itu, maka mudharat bagi

dirinya dan s5afi'hilang. Karena barang itu kembali sebagaimana

sebelum dijual. Dan tidak terjadi pembaruan kerja sama dengan

orang lain.

Syaikh Abu Hamid berkata, "Keterangan ini masuk akal-

Karena orang yang menjual bagian dan syuf'ah telah ditetapkan,

kemudian dia meminta pengakuan dari penjual, dan dia mengakui

sebelurn s5nfi' mengambilnya, maka penjual kembali bergabung

dengan syafi' seperti semula. Dan walaupun dernikian sSafi' dapat

mengambilnya denga n s1ruf'ah."

Ketiga: Syafi'iebih berhak mendapatkan bagian- Dan

harganya diambil serta diserahkan pada penjual selain para

pemberi utang. Karena dengan demikian berarti mengumpulkan

dua hak dan menghilangkan mudhamt dari keduanya.

Syaitrh AslrSyirazi #b berkata: PasaL Apabila

barang yang diiual berupa binatang bunran, sedanglon
penjualnya adalah muhrim (orang yang ihram), maka

tidak boleh meminta kembali- Karena ia merupakan
kepemilikan binatang buruan yang fidak boleh
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dilakukan kefika berihrarn, sebagaimana membeli
binatang buruan.

Penjelasan:

Hukum, Apabila seseorang menjual binatang buruan,
kernudian dia melakukan ihram, dan pembelinya jafuh miskin,
maka pmjual tidak boleh meminta kembali barang buruannya.
Sebagaimana tidak boleh menjualn5ra. Dengan keterangan ini
semua ulama berpendapat. hnu Qudamah dalam Ar Mughni
berkata, "Apabila barang Srang dijual berupa binatang buruan, dan
pembelinya jahrh miskin, sedangkan penjualnya sedang
melaksanakan ihram, maka ia tidak boleh diminta kembaii. Karena
merupakan kepemilikan pada saat halal (tidak sedang ihram)
kernudian pembelinya jafuh miskin. Maka penjual dapat meminta
kembali pada saat halal. Karena Snng hamm ketika berburu di
tanpat haram. Sedangkan ini bukan buruan, sehingga fidak
haram. Apabila otang yang ihram jahrh miskin, sdangkan
diantara miliknya ada binatang buruan, dan peniualnya tidak
melakukan ihram, maka boleh mengambilnSn. Karena tidak ada
larangan dalam haknya."

Syaikh AsSnsyirazi e berkata: Apabila seseorang
mendapatkan harta benda dan utangnya ditangguhkan,
sementara kami katakan bahwa utang yang
ditangguhkan tidak dapat kontan, sedangkan piutang
para pernberi utang kontan, maka nash yang ditenfukan
bahwa barangnya dijual unfuk membayar utang-utang
yang kontan. Karena merupakan hak-hak lnng kontan.
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Sehingga harus didahulukan daripada utang yang

ditangguhkan.

Diantara para ulama kami ada lnng berpendapat
bahwa ia tidak boleh dijual. Tetapi dihentikan sampai

datang saatnya pembayaran. Kemudian penjual boleh
I<hiyar antara menggagalkan atau membiarkan.
Keterangan ini diiq;aratkan dalam N Imla'. Karena

dengan pencekalan, utang-utang berkaitan dengan

harta muflis. Sehingga barang lpng dijual seperti
barang yang digadaikan dalam haknya dengan utang

l7ang ditangguhkan. Dan ia tidak boleh diiuat untuk
utang-utang yang kontan.

Penjelasan Hulnrm: Apabila seseorang membeli barang-

barang dengan harga yang ditangguhkan. [-alu dia dicekal dengan

utang-utang yang kontan. Sernentara barang yang telah dibelinya

tidak kontan masih ada di tanganryTa, dan hak omng lain tidak

berkaitan dengannp, maka apabila kami katakan bahwa utang

yang ditangguhkan tidak menjadi kontan disebabkan pencekalan,

bagaimana hukum barang Sang telah dibelin5n dengan harga yang

ditangguhkan? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-

Syafi'i:

Pertama: Ini png ditetapkan, dan tdak dikatakan oleh

Syaikh Abu Hamid selain pendapat ini bahwa barang tersebut

harus dijual dan harganya dibagi-bagikan pada orang yang punln

piutang. Karena mempakan hak-hak png harus diba5ar kontan.

Sehingga harus didahulukan dari pada utangutang yang

ditanggutrkan.
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Sedangkan utang-utangnya masih tetap dalam

tanggungannya sampai wakfu pembayaran. Apabila dia sudah

mampu, maka mereka boleh mernintanya. Kalau tidak, maka

utang-utangnya tetap dalam tanggungannya sampai dia mampu.

Kdua: Diceritakan oleh perurlis bahwa barang.barangnya

tidak boleh dijual, tetapi dihentikan sampai saatnya pembayaran

utang-utang yang ditangguhkan. Maka para pembelinya boleh

mernilih antara menslagalkan penjualan dan membiarkan. Dia

mengatakan bahwa pendapat ini diisFratkan dalam bab ila'.

Karena dengan pencekalan, utang-utangnya berkaitan dengan

hartanya. Sehingga barang yang dijual seperti barang gadaian

dalam haknya dengan utang yang ditangguhkan. Maka dia tidak

boleh menjualn5ra untuk utang-utang yang kontan.

Sedangkan apabila kami katakan bahwa utang-utang yang

tidak kontan menjadi kontan sebab dicekal, maka bagaimana

hukumnya barang-barang yang telah dibeli dengan utang tersebut?

Ada safu pendapat ulama fikih ,{rySyafi'i yang diceritakan oleh

pengarang kitab Al Furu'. Yaifu pendapat Abu Ishaq bahwa

barang-barang tersebut tidak boleh dijual untuk hak para pamberi

utang yang ditangguhkan dan tidak boleh diserahkan pada

penjualnya juga, akan tetapi dihentikan.

Srcikh AslrSyirazi e berkata: Pasal: Apabila
seseoftrng menemukan barang yang telah dijual oleh
pembeli dan dia memintanya kembali, maka ada dua
pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i-.

Pertama-' Dia boleh memintanya kembali, karena
dia mendapatkan harta bendanlra tdak menjadi hak
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orang lain. Maka serupa dengan barang yang tidak dia
jual.

Kedua: Dia fidak boleh memintanya kembali.
Karena kepemilikan ini tidak berpindah kepadanya.
Sehingga dia tidak punya hak untuk menggagalkannya.

Penjelasan:

Hukum: Apabila seseorang mernbeli barang dengan harga

dalam tanggungannSa, lalu dia menjual barang tersebut kepada

orang lain atau dihibahkan dan telah diterima, kemudian

pembelinya jafuh miskin, maka tidak ada ialan bagi penjual kecuali

bergabung dengan para pemberi utang. Karena barang tercebut

keluar dari kepemilikan pembeli. Sehingga seperti barang yang

telah rusak.

Apabila barang tersebut kernbali kepada pernbeli

disebabkan warisan, hibah, atau wasiat, kemudian dia jahrh miskin,

apakah peniual boleh memintanya kernbali? Ada dua pendapat

ulama fikih ArySyrafi'i dalam hal ini.'

Pertama: ndak boleh. Karena barang ihr kerrbali

kepadanya tanpa pembeli.

Kedua: Pembeli boleh memintanya kembali. Karena dia

telah mendapatkan barangnya tidak ada kaitan dengan hak orang

lain. Sehingga seperti barang yang tidak keluar dari milik penrbeli.

Apabila kami sependapat dengan pendapat ulama ftkih

Asy-Syafi'i ini, sedangkan pemrbeli telah membelinya dari tangan

pemiliknya dengan harga dalam tanggungan, lalu dia jattrh miskin

dengan dua harga dan dicekal, maka dianhra dua pembeli, mana
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yang lebih berhak dengan barang ini? Dalam kasus ini ada tiga
pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang telah diceritakan oleh Al
Mas'udi.

Pertama: Peniual pertama yang hbih berhak. Karena
hakrya lebih dulu.

Kedua: Penjual kedua yang lebih berhak. Karena dia yang
lebih dekat.

Ketiga: Keduanya sama. Karena keduanya sama dalam
sebab mempungrai hak.

Syaikh Asy-Syirazi *g berkata: PasaL Apabila dia
mendapatkan barang yang telah dijual berkurang, maka
ditinjau ,lurrg. Apabila kekuranganngra berupa bagian
yang hargan5ra bisa dibagl seperti dua budak yang salah
safunya meninggal, atau pohon kurma yang berbuah
dan rusak buahnln, maka penjual boleh khiSTar antara
bergabung dengan para pemberi utang dalam harga
menggagalkan jual-beli dengan sisa harga yang masih
tersisa dengan bagiannya. Dan bergabung dengan para
pernberi utang dengan harga barang lrang telah rusak.
Karena penjual punya hak atas barang yang telah dijuat
di tangan muflis dengan harganya, sebagaimana
pembeli punya hak atas barang lpng dijual di tangan
penjual dengan harganya.

Kemudian apabila pembeli mendapatkan salah
safu barang di tangan penjual, sedangkan barang lpng
lain rusak, maka dia boleh melakulian lchiyar antara
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merrtbiarkan yang tersisa serta meminta sernua

harganya dan mengambil yang ada dengan harganya
serta meminta harga barang yang rusak. Demikian juga

dengan penjual.

Apabila barang yang dijual berupa pohon kurma
serta buah lnng dirawat, kemudian buahnya rusak,
maka pohon kurma ditenfukan harganya bersama
buahnya. Kemudian ditenfukan harganya tanpa buah-
Dan boleh minta kembali harga dari keduarrya.

Sedangkan yang dianggap adalah yang

terkecil, seiak pada saat akad sampai diterima.

Apabila harganya pada waktu akad lebih kecil,
maka yang dianggap adalah harga pada saat akad-

Karena kelebihannya terjadi pada saat dimiliki pembeli.

Sehingga hargangra fidak boleh dianggap pada saat ihr.
Apabila hargarrya pada saat diterima lebih kecil, maka
yang dianggap adalah harga pada saat barang diterima.
Karena sesuafu yang ktrrang, fidak diterima oleh
pembeli. Sehingga dia tidak harus menggantinSn.

Apabila kurangnya bagian fidak membuat
harganya dapat dibagi, seperti putusnSla tangan dan
rusaknya susunan rumah, maka dipertimbangkan:
Apabila tidak hanrs membagnr ganti rugi. Seperti
dirusak oleh pembeli atau rusak disebabkan bencana
alam, maka penjual boleh Lhi5Tar arrtara mengambilryn
dengan harganya, dan membiarkannya serta bergabung
dengan para pemberi utang dengan hargarrya. -\
Sebagaimana kami katakan dalam masalahfiya. orang
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yang membeli budak kemudian pufus tangannya. Atau
membeli rumah kemudian rusak susunann!/a di tangan
penjual. Sehingga pembeli boleh khiyur antara
mengambilnfr. dengan harga dan membiarkannya serta
meminta kembali harganya.

Apabila dia mesti mendapatkan ganti rugl,
misalnya barangnya dirusak oleh orang lain, maka
penjualnSTa boleh l<higr antara membiarkan serta
bergabung dengan para pemberi utang pada sisa
hargangTa. Karena ganti rugrqn pada bagran lnng
menjadi hak penjual, sehingga dia berhak
mendapatkanryra. Sebagaimana kami katakan dalam
masalahnp orang lrang membeli budak, latu dipotong
tangannya oleh orang lain. Bahwa dia boleh khiyar
antara membiarkan serta minta kembali harganSra dan
mengambiln5Ta serta minta ganti rugi kepada pelaku
kriminal. HunSn saja pembeli boteh meminta ganti rugi
dengan seharga tangan. Karena tangan ifu dipotong
pada saat budak menjadi miliknSn, sehingga dia berhak
mendapatkan gantinSn.

Sedangkan penjual boleh meminta kembali harga
dari bagian tangan. Karena budak lnng dijual
ditanggung muflisdengan harganSn.

Apabila barang lpng dijual ber.rpa pohon kurma
yang mayangnlra fidak dirawat, lalu buahnya rusak.
Kemudian dia iafuh miskin dengan harganya, sehingga
penjual meminta kembali pohon kurma tersebut, maka
ada dua pendapat ulama fihh Aglqph'i.
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Pertama: Boleh mengambil s€mua harganya-

Karena buahnSra ikut pada pokok pohon dalam

penjualannya, sehingga tidak bisa diukur dengan harga-

Kedua: Boleh mengambil pohonn3Ta berikut harga

buahrrya serta bergabung dengan para pemberi utang

dengan bagian buahryn- Karena dalam penjualan, buah

dan pohonnya dapat dipisahkan. Sehingga meniadi dua

barang yang dijual bersama pohonnya.

Penjelasan:

Hukum: Sesuatu yang telah kami sebutkan dalam pasal

sebelumnya, bahwa apabila penjual mendapatkan harga yang

dijual dengan keadaannln, maka tidak dapat dikumngi atau

ditambah. Sedangkan dalam pasal ini, apabila dia mendapatinya

telah berkurang, mqka tdak lepas, ada kalan5a kekurangan

bagiannp dapat dibagikan harganSp, dan sah dipisahkan untuk

dijual. Sehingga apabila kelmrangan bagiannya dapat dibagikan,

seperti menjual dua bamng dengan safu harga, lalu keduanya

diterima oleh pembeli. Kemudian salah safunya msak, dan pernbeli

jahrh miskin sebelum penjual menerima hargan5n. Atau berupa

pakaian, lalu rusak sebagiannya. Atau berupa pohon kurma yang

buahnya terawat, lalu buahnln rusak sebelum penjual menerima

harganya, maka dia boleh lfi$rarantara membiarkan barang lnng
tersisa serta bergabung dengan para pernberi utang pada semua

harganya, dan meminta kernbali bamng yang tersisa dengan

bagian harganya, serta bergabung dengan para pernberi utang

pada bagian harga barang yang rusak. Sama halnya jika rusaknya

disebabkan bencana alam, perbuatan pembeli, atau pe'ltuatan
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orang lain. Maka hukumnya sama dalam hal merninta kembali dari
penjual. Hal itu terjadi karena penjuarberhak atas barang yang ada
di tangan muflis dengan harganya. sebagaimana pembeli berhak
atas barang yang ada di tangan penjua! dengan harganya.

Kemudian, apabila pernbeli rnendapatkan barang yang
dijual, maka dia boleh mengambilnya dengan bagian harganya.
Dernikianlah perumparnaannla. Apabila barang yang dgual berupa
dua baju atau dua binatang, lalu salah safunln nrsak, dan dia ingin
menjumlah hurgu keduanSn, maka masing-masing diperkirakan
hargaryn dengan cara dipisahkan. Dan harga barang yang
disebutkan dibagikan pada harga keduanp. sehingga untuk harga
barang lrang rusak, dia bergabung dengan para pemberi utang,
dan unfuk harga barang lrang masih ada, dia dapat mernintan5a
kernbali.

Apabila dia menjual pohon kurma yang buahnSra dirawat,
dan pernbeli mensyaratkan buahn5a masuk dalam penjualan,
kernudian dia merusak buatmya atau rusak dengan sendirinya dan
dia iafuh miskin, sedangkan penjual rnemilih merninta kembali
pohon kurmanya, maka dia dapat merninh kernbali pohon
tersebut dengan bagian harganlra dan bergabung dengan para
pernberi utang pada harga buahnla.

Al Muhamili menceritakan dari sebagian para ulama kita
bahwa dia boleh merninta kernbali pohonnya dengan bagan
harganya.

Al Imrani berl.ta dalam N fugn pengarang kitab /4/
Muhadzdab mengatakan: Dalam rnasalah ini dia cutop menaksir
harga pohon kurma dengan buahqn, kernudian menaksir harga
pohon kurrna tanpa buah dan minta trarga diantara kedmn3n.
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Sedangkan Syaikh Abu Hamid dan hnu Ash-Shabbagh

mengatakan: Pohon kurma diperkirakan harganln se@ra terpisah.

Apablla dikatakan bahwa harga pohonnya enaln puluh dirham,

kemudian diperkirakan harga buahnya secara terpisah. Apabila

dikatakan harganya sepuluh, maka kita tahu bahwa harga buahnya

sepuluh. Sehingga diketahui bahwa yang sebanding dengan buah

adalah sepuluh dirham harga lang ditentukan. Sehingga dia

bergabung dengan para pemberi utang dan mengambil sembilan

per sepuluh harga.

Imam Asy-S5afi'i rg berkata, "Harga pohon ditaksir pada

saat diterimanSra."

Para ulama kita mengatakan: Ini bukan kepufusannSn

secara mutlak. Dan sesungguhnp perkiraanqn dengan paling

kecilnya dua perkam sejak saat akad. Karena kelebihannya teriadi

saat dimililro muflis. Sehingga penjual tidak merniliki hak atas

kelebihan tersebut.

Apabila harganya pada saat menerima lebih kecil, maka

diperkirakan pada saat menerimanla. Karena kelmrangan pada

saat di tangan penjual mer$adi tanggungannya. Sehingga penjual

tidak boleh merninta kembali sesuatu png kurang pada saat di

tanganngn kepada mullb.

Apabila dia membeli pohon kurma yang mayangnya tidak

dirawat, maka malang tersebut masuk dalarn peniualan. Kernudian

apabila pembeli merusak buahn5a atau rusak dengan sendirinya,

dan dia jatuh miskin, sedangkan penjual mernilih rneminta kernbali

pohon kurmanya, maka apakah dia bergabung bersama para

pemberi utang pada bagian harga buah, karena buahnp boleh

dipisahkan dengan akad, kernudian minta kembali bagian
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harganya, sebagairnana apabila buahnya dirawat? Maka atas dasar

ini, cara pembagiannln seperti yang terjadi pada buah yang

dirawat. Ini adalah salah satu pendapat ulama fikih Asy-Syrafi'i.

Yang kedua, dia flCak dapat bergabung dengan para pemberi

utang dalam bagian harga buahnya. Tetapi dia mengambil semua

harga pohon kurman3p dan bergabung dengan para pemberi

utang. Karena ma!,ang gang tidak diraunt berlaku sebagai bagian

dari pohon kurma tersebut. Dengan bukfi bahwa bagian ifu masuk

dalam akad secara mutlak. Sehingga menjadi seperti pelepahnya.

Apabila dia jatuh miskin, dan sebagian dari pelepah pohon
kurmanya ada png msak, maka tdak dimasukkan dalam bagian

harganya. Dernikianhh perumpamaan masalah ini. Dan asalnya

adalah ini. Apakah malnng kurma sebelum dirawat termasuk

sesuatu yang bisa dibdakan atau tidak? Ada dua pendapat ulama

fikih AsSrSyafi'i. Demikian yang disebutkan oleh Syaikh Abu
Hamid. Apabila harga kekurangannya Udak dapat dibagikan,

seperti pakaian yang ufuh, lalu didapatkan oleh penjual telah

robek, atau bot pa rumah yang benfuknSa rusak di tangan
pembeli, sehinqga fidak berafuran karena retak dan sunyi yang

tiba-tiba terjadi, sehingga apabila penjual memilih bergabung

dengan para pemberi utang dengan harganya, maka tidak ada
pernbahasan.

Dan apabila memilih dia meminta kembali harta bendanya,

maka dipertimbangkan; Apabila barang yang rusak tidak
mevuajibkan ganti rugi, misalnya rusak karena bencana alam, atau

karena dirusak pernbeli, maka penjual boleh mancabut penjualan

dengan jumlah yang lurang dari seluruh harganya. Sebagaimana

telah kami katakan dalam masalahn5n orang yang membeli
binatang, kemudian mati karena bencana alam saat di tangan
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penjual, sehingga apabila pembeli mernilih melangsungkan

penjualan, maka boleh mengambil semua harganya.

Apabila kekurangannya marajibkan ganti rugr, maka

apabila rusaknya karena perbuatan orang lain, pembeli boleh

mencabut kembali penjualannya dengan bagian harganya, dan

bergabung dengan para pernberi utang dengan bagian harga

barang yang rusak. Dan pembeli boleh merninta ganti rugi kepada

orang lain yang merusakqn. Hal itu boleh dilakukan, karena ganti

rugt yang diambil penrbeli dari orung lain yang merusakn5a

menjadi pengganti bagian lang hnang dari barang lnng
dijual.Apabila bagian itu ada, maka p€rfual boleh memintanla

kembali. Tapi apabila tidak ada, maka dapat meminta harganya-

Apabila dikatakan bahura fidakkah anda katakan bahun

penjual boleh mangambil ganti rugi?

Kami katakan, karni Udak mengatakan demikian- Karena

penjual tidak berhak atas ganti rugi. Tetapi dia pun5a hak atas

harga bagian barang tersebut. Sebagairnara apabila orang lain

merusak semua barang yang dijual, maka penjual tidak boleh

meminta kernbali barang png wajib diganti oleh orang 5nng

berbuat salah atau meminta hatgattya.

Penjelasan sestrafu yang boleh diminta kembali, seperti

dikatakan: Berapa harga barang ini sebelum rusak? Apabila

dikatakan, serafus, maka dikatakan: Berapa hargangra setelah

rusak? Apabila dikatakan, sernbilan puluh, maka kita tahu, bahua

kekumngannya sepuluh dirham. Sehingga dia bergabung dengan

para pemberi utang dengan harga sepuluh itu. Sedangkan mullis

boleh minta ganti rugi kepada orang lBng menrsak- Apabila

barang yang dijual bukan budak, maka boleh minta ganti harga
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sesuatu lang kumng karena dirusak. Apabila berupa budak -zaman
sekarang tidak ada- maka dapat dilihat apa yang dirusak dari
budak tersebut. Apabila dia ditanggung orang yang merdeka
dengan diyat, maka yang ditanggung dari budak tersebut adalah
harganya. Dan apabila yang ditanggung adalah hukumannya,
maka yang ditanggung adalah harga dari kekurangan dari budak
tersebut. Hal itu membuat harga yang diminta kembali oleh
pembeli satrrr dengan para pernberi utang, baik nilainya lebih
besar atau lebih kecil.

Cabang: Apabila penjual mendapatkan barangnya telah
diser,yakan oleh pernbeli, sedangkan masa penyeuaan belum
berakhir, dan penjualn5n memilih mencabut kernbali barangngn,
maka hal itu diperbolehkan. Dan orang yang menyeua mengambil
haknya selama menye\ ra, sementara peniual fidak boleh
mengambil seuaan dan sebagianngra. Karena pernbeli mernilikiqn
dengan akad. sehingga hal itu seperti cacat. Demikian juga apabila
yang diiual menjadi budak mul<abbnya pembeli, maka penjual
tidak boleh mencabut penjualannSra kembali. Karena merupakan
akad yang lazim dari sisi pernbeli.

Apabila budak tersebut tidak mampu mernba5ar, maka
penjual boleh mencabutroln kembali. sebagaimana apabila pembeli
manggadaikan barang png telah dibeli, kemudian hak penerima
gadaian hilang darin3n. Walhhu a'bm.

Slrail& AslrSyirazi ds berkata: Pasa} Apabila
barang yang telah diiual didapati telah bertambah,
maka dipertimbangkan. Apabila tambahannln fidak
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dapat dipisahkan, seperti tambah gemuk dan tambah
besar, sedangkan peniualnya memilih menggagalkan
jual-beli, maka dia boleh meminta barang yang telah
dijual beserta tambahannya. Karena ia merupakan
tambahan yang fidak dapat dibedakan. Sehingga ikut
kepada pokoknya pada saat dikembalikan.
Sebagaimana kami katalon dalam masalah
mengembalikan sebab cacat. Apabila barang lpng dijual
berupa biji, lalu menjadi tanaman,atau berupa tanaman
lalu menjadi bili, atau berupa telur lalu menjadi anak
ayam, maka ada dua pendapat ulama fikih Aq1S37afi'i:

Pertama: Tidak boleh diminta kembali. Karena
anak ayam bukan telur, dan tanaman bukan biii.

Kedua: Boleh diminta kembali. Dan ini adalah
yang ditetapkan karena anak a!/am dan tanaman adalah
berasal dari benda lnng dijual. Sedanglon perubahan
sifatnya terjadi seperti biji kurma yang meniadi pohon
kurma dan anak kambing yang menjadi kambing-
Apabila tambahannya dapat dibedakan, maka
dipertimbangkan. Apabila tambahannya jelas, seperti
mayang dan buah kurma yang dirawat, maka dapat
diminta kembali tanpa tambahannya.

Karena ia menrpalran perkembangan yang ielas
yang dapat dibedalran, lrang teriadi saat dimiliki
pembeli. Sehingga fidak ikut pada pokoknya pada saat
dikembalikan. Sebagaimana l<ani katakan dalam
masalah mengembalikan barang sebab cacat.
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Apabila muflis dan para pemberi utang sepakat

unfuk memutuskan tambahan tersebut,maka dapat
diputuskan. Apabila mereka sepakat membiarkan
tambahan tersebut pada potongan kurma, maka dapat
dibiarkan. Karena ia merupakan milik salah satunya dan
hak orang lain-

Apabila salah satu dari keduanSra mengaku
memufuskan tambahanngd, sedangkan yang lain
rnengaku membiarkannya, maka harus dipufuskan.
Karena orang yang mengaku memufuskan, ingin segera

mendapatkan haknya. Sehingga tidak dapat diakhirkan
tanpa ridhanya. Apabila tambahan tersebut tidak jelas,

seperti mayang dan buah Slang fidak teratur, maka
terdapat dua pendapat Asy-Syafi'i. Ar-Rabi'
meriwayatkan bahwa dia boleh meminta kembali pohon
kurma tanpa malnrrgnya. Karena buahnya butran
miliknya. Sehingga dia tidak boleh memintanSn-

Al-Muzanni meriwayatkan bahwa dia boleh minta
mayangnya, karena ikut kepada pokoknya dalam
penjualan, sehingga ikut kepada pokoknSn dalam
penggagalannya, sebagaimana tambah gemuk dan
tambah besar. Apabila kami mengikuti keterangan ini,
kemudian pembelinya jafuh miskin, dan mayangnya
tidak terawat, sehingga penjual tidak mernintanya
sampai mayang tersebut menjadi baik, maka dia tidak
dapat meminta buahnya. Karena baiknp buah itu
terjadi ketika dimiliki oleh muflis- Apabila terjadi
perselisihan antara penlual dan muflis, lalu penjual

berkata, 'Aku telah mencabut ini sebelum dirawat,

gz4 ll ,q.t uoj*u'SyuahAl rtuhadzdzab



berarti buahnSn menjadi milikku." Sedangkan muflis
berkata, 'Engkau mencabutn3n setelah aku rawat,
berarti buahnya milikku." Maka yang dibenarkan adalah
ucapan muflis dengan sumpahnya. Karena asalnya buah
itu ada pada saat dimiliki muflis- Apabila muflis tidak
mau bersumpah apakah para pemberi utang
bersumpah? Ada dua pendapat Aqr-Syafi'i. Dan kedua
dalilnfn telah disampaikan.

Apabila mereln mendustakannya, lalu dia mau
bersumpah, dan berhak mendapatkann5,a serta ingrn
membagikan kepada para pemberi utang,maka terdapat
dua pendapat ulama fikh AgrSyafi'i.'

Pertama: Mereka fidak hanrs menerimanya.
Karena mereka mengakui bahwa dia mengambil tanpa
hak.

Kedua: Mereka hanrs menerimanSn atau
membebaslran utang darinSTa- Berdasarkan pendapat
ini, telah ditetapkan dalarn masalahn5la budak mul<atab
apabila membawa uang angsuran kepada fuannya, lalu
fuannya berkata, 'Ini haram.' Mal€ dia hanrs
mengambiln5n atau membebaskannyn. Apabila
sebagtan mereka membenarkan, sedanglran grang lain
mendustalran, maka Imam Aqfsyafi'i rg mengatakan:

dibagikan kepada lpng membenarlran, bulon kepada
yang mendustakan. Diarrtara ulama kita ada !/ang
mengatakan: tidak boleh membagikan kecnali kepada
orang yang membenarkan. Karena fidak ada perlunya
memberikan kepada orang lpng mendustakan. Abu
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Ishaq mengatalran: Apabila muflis memilih membagikan

kepada mereka semu.l, maka diperbolehkan-

Sebagaimana boleh memberikan ketika mereka
mendustalrannp. Pendapat Imam Asy-Syafi'i ;g- ini

diarahkan apabila muflis memilih membagikan kepada

orang yang membenarkan. Apabila peniual berkata,
'Aku telah mencabut penjualan pohon sebelum dirawat,

sehingga buahnSTa menjadi milikku." Kemudian muflis
membenarkan dan para pemberi utang mendustakan,

maka ada dua qaul

Pertama: Ucapan muflis diterima. Karena fidak
mencurigalan.

Kedua: Ucapannya fidat( diterima. Karena ada

kaitannya dengan hak para pemberi utang. Sehingga
pengakuanngra dalam hal ini tidak diterima- Apabila

kami sependapat dengan keterangan ini, apakah para

pemberi utang bersumpah? Dalam hat ini ada dua idan-
Sebagian ulama kita ada lpng mengatalran: Masalah itu
ada dua qaul sebagaimana lnmi katalon dalam baglan
sebelumnya. Diantara mereka ada yang mengatakan:

Mereka bersumpah dengan satu pendapat AqrSyafi'i-
I(arena sumpah disini datang dari mereka seiak

pertama kali. Sedangkan dalarn baglan sebelumn3a,

sumpahnya datang dari muflis. Sehingga apabila dia
enggan, srrnpahn3ra berpindah lrepada mereka.

Penjelasan: Kalimat grlrtf dengan dibaca lLathah huruf

waw dan kasmh daalnya, setelahnln huruf ya' yang bertasydid, ia
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adalah anak pohon kurma. Mufnd mubnnat*nya adalah

vvadiyl,ah.

Adapun beberapa hukumn5a: Apabila penjual

rnandapatkan barangnSra bertambah, maka dipertimbangkan.
Apabila tambahannSn tdak dapat dipisahkan seperti tambah
gemuk, tarnbah besar dan lain sebagainya, sedangkan penjual

mernilih unfuk mencabut , maka boleh mencabuhga
berikut tambahann3p. Karena ia mempakan tambahan grang tidak
dapat dipisahkan. Sehingga tarnbahan tersebnrt ikut pada

pokoknln dalam pencabutanngra. Sebagairnana mengenrbalikan

barang disebabkan cacat. Apabila meniual pohon kurma 5ang
mayangrya dirawat, sedanglon pernbeli menq;aratkan buahnla
masuk dalam penjualan, kernudian buahnSa didapatkan haryn di
tangan pernbeli, kemudian dia rnenjenrumya, kernudian dia iafuh
miskin. Sedanglon sernu.r png ada dalam mitikryp tidak berkaitan
dengan hak orang lain, maka p€niual boleh merninta kernbali
pohon dan buahnSa, wahuprn dikeringkan. IGrena ini mempakan
tambahan 5ang tidak dapat dibedakan. Maka tambahan ihr seperti
gernuknya binatang.

Apabila meniual pohon kurma lpng rnalrangnla tdak
dirawat, lalu dirawat oleh pernbeli, kernudian jatuh miskin, apakah
penjualqn bol€h menrintanSa kernbali? Al Mas'udi mengatakan

dalam hal ini ada dua pendapat Asy-$nfi'i, berdasarkan.apakah
perawatan bmh dapat diketahui? Dan dalam masalah ihr ada dua
pendapat AqrSyafi'i. Dikatakan dalarn Al hgn Dan hal ini
menyempai metode beberapa ulama kita dari Baghdad, 3ang
menyatakan dua pendapat ulama fikih Asy$nfi'i. Berdasarkan

bahwa buah sebelum dirawat ada kalaqn dapat dibedakan dan
tidak dapat dibedakan.
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Apabila dia menjual tanah, dan di dalamnya terdapat benih

yang dititipkan, dan mensyaratkan benih masuk dalam penjualan,

apakah penjualan benih itu sah? Syaikh Abu Hamid mengatakan

bahwa dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i. Dan yang lain

dari ulama kita juga mengatakan: Ada dua pendapat ulama fikih

Asy-Syafi'i, yang telah dijelaskan dalam bab jual-beli s*ati
terperinci.

Apabila kami katakan: Sah iual-beli dalarn benih. Kemudian

pembeli jatuh miskin. Apabila jatuh miskinnln sebelum benih

keluar dari tanah, maka penjual boleh meminta kembali tanah dan

benihn5n. Dan tidak ada pernbicaraan. Apabila benih sudah

menjadi tanaman, maka penjual boleh minta kernbali tarnhnln.

Apakah boleh merninta tanamannln, atau bagian harga benihnya

bergabung dengan para pemberi utang? Ada dua pendapat ulama

fikih Asy-Syafi'i. Diantara ulama kita ada png berpendapat bahwa

penjual hanp boleh merrinta tanahnya saja- Dan bergabung

dengan para pemberi utang unhrk harga benihnya. Karena penjual

hanya dapat minta harta bendanya ketika masih seperti sedia kala.

sedangkan tanaman ini ditumbuhkan oleh Allah & dan belum ada

saat penjualan.

Kedua: Boleh minta kembali tarnman bersama tanahnya.

Ini adalah png dinashkan dalam Al umm. Karena tanaman ini

adalah benih itu sendiri. Hanya saja Allah & 1;ang merubah dari

satu keadaan kepada keadaan lrang lain. Maka dia dapat

memintanya kembali seperti bfi hrma apabila meniadi pohon

kurma. Apabila dia membeli tanah Sang terdapat tanaman hijau di

dalamnln, dan mensyaratkan tanaman masuk dalam penjualan,

maka penjualan sah dengan safu kata. Apabila pembeli jatuh

miskin setelah tiba masa panen, dan bijinya telah mengeras, atau
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dia telah memanennla dan diikat serta dibersihkan, maka apakah

penjual boleh meminta tanah kernbali beserta tanamannya?

Umumnya ulama fiqh kita mengatakan ada dua pendapat ulama

fikih Asy-Syafi'i. Sebagaimana pada masalah sebelumn5a.

Syaikh Abu Hamid mengatakan: Apabila kami mengatakan

sesuai 5ang di-nasrlkan pada masalah sebelumn5ra, maka penjual

disini dapat mencabut kernbali tanah berikut taffrmannya. Dan

apabila kami mengatakan s€suai wajah 5rang kedua dari pendapat

sebagian ularna kita, male disini ada dua pendapat ularna ftkih

Astrspfi'i.

Pertama: ndak bol€h rnenrintanya kenrbali.

Kduar Boleh memintanya kembali. Karena dia dapat

membdakan hartanSa. Sedangkan png berubah adalah sifatr5ra,

sehingga menjadi bertambah. Mereka mengatakan: Dernikianlah,

apabila tanaman b€rubah dari hijau manldi kuning. Keterangan

ini tendapat dalam Ar-Ratdlph AI Hawi dan Al hyan.

Apabila meni,ual tanah Snng di dalamnyra terrdapat biji

kurma 1nng terpendam, dan menrhrat persSraratan biji tersebut

masuk dalam penjualan, rnaka ada dua pendapat ularna fikih Aqr
Spfi'i. Menurut madzhab AqrSlafi'i, masrk dalam di dalamnSra.

Apabila penrbeli iatuh rnisldn, sernentara biji tersebut telah menjadi

pohon kurna, apakah perfual boleh merninta kernbali tanah

berikut pohon kurrnaqTa? Ada dua pendapat ulama fikih Aqr
Syrafi'i. Seperti b€nih apabila menjadi tanarnan. Apabila dia

mernbeli telur, lalu dieramkan pada ayam sehing51a menjadi anak

olED, kernudian pernbeli htuh mbkin, apalah penjml boleh

meminta anak ayam tersehrt? Ivlaka dalam hal ini ada dua

pendapat ulama fikih AqrSyafi'i. Sebagairnana benih apabila
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meniadi tanaman. Alasan keduaqla berdasarkan keterangan yang

telah disebutkan. Wallahu A'lam.

Cabang: Apabila tambahannya dapat dibedakan, seperti

susu dan anak binatang, maka penjual boleh meminta kembali

barang yang telah dijual tanpa tambahannya. Karena ia

merupakan tambahan yang dapat dibedakan. sehingga tidak ikut

pada pokoknya dalam pengembaliannya. Sebagaimana kami

katakan dalam hal pengembalian disebabkan cacat. Apabila barang

yang dijual berupa tanah kosong, kemudian ditanami oleh pembeli,

atau bempa pohon kurma yang belum berbuah, kemudian berbuah

saat ada di tangan pernbeli, atau pohon tersebut dirawat,

kemudian pembeli jatuh miskin, dan pembeli memilih meminta

kembali barang yang telah driualnSp, maka dia boleh meminta

tanah tanpa pohonnya. Dan boleh meminta pohon tanpa

buahnya. Karena tambahan yang taiadi saat ada pada pernbeli

dapat dibedakan. Sehingga peniual tidak punya hak pada

tambahan tersebut.

Apabila ini telah ditetapkan, maka peniual tidak dapat

menunfut pernbeli dan para pemberi utang unfuk memanen

tanaman, dan memetik buah sebelum wakfunya. Karena pembeli

menanarn di tanahnya tidak.dengan cara zhalim. Sedangkan

buahnya keluar dalam miliknya. Hal ini seperti menjual tanah yang

ada tanamann5a atau pohon kurma png ada mayangnya. Maka

dia tidak dapat memaksa memotongnya sebelum wakfunya, dan

penjual tidak wajib membayar biaya pengolahan tanah. Begitu juga

pohon kurma, sampai datang masa memetik atau panen.

Sebagaimana hal itu tidak wajib untuk pembeli atas penjual apabila
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menjual tanah gang ada tanamann5a atau pohon kurma Sang ada

mayangnya. Kemudian dipertimbangkan dalam permasalahan

mullis dan para pernberi utang. Apabila disepakati memetik buah

dan memotong pohon sebelum waktun5a, maka boleh. Karena

mereka yang memiliki hak.

Apabila mereka sepakat membiarkan sampai u,aktu panql

dan wakttr memetik, maka boleh. Apabila sebagian pernberi utang

ada yang meminta memotong sebelum waktunSa, sdangkan 5ang

lain merninta unhrk membiarkan, maka ada dtra pendapat ulama

fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, adalah pendapat mayoritas ulama kita, dan ini

adalah yang menjadi rna&hab, lang dipenuhi adalah orang lrang
minta agar dipotong. Karena apabila para pemberi utang

menunfut pemotongan maka diperruhi- lGrena mereka berkata,

"Hak-hak kami disegerakan, sehingga kami tdak hanrs

menangguhkan." Apabila lang menunhrt pemotongan adalah

muflis, maka dipenuhi. IGrena hal ifu berarti menrbebaskan

tanggungarmya. Dan karena penetapann5a terrnasuk penipuan.

Karena pohon ittr terkadang bisa rusak. Sehingga permintaan

orang yang menginginkan pemotongan harus dikabulkan.

Kedua, adalah pendapat Abu Ishaq bahwa yang dihkukan

adalah keinginan orang yang punlra bagian. Baik memotong atau

menetapkan. hnu Ash-Shabbagh berkata, 'lni tidak apa-apa.

Karena terkadang buah dan tanaman menghasilkan harga yang

tidak berarti atau tidak berharga sarn sekali. Walaupun secara

zhahimya selarnat dari hal itu."
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Cabang: Apabila dia menlual potron kurrna 5rang tidak

berbuah, kemudian buahnya keluar saat di tangan pembeli, dan dia

jatuh miskin sebelum merawat buahnya, apakah penjual boleh

meminta kernbali buah beserta pohonnya? Dalam hal ini ada dua

qaul

Pertama, diriwayatkan oleh Al Mtrzani: Dia boleh meminta

kembali buah beserh pohonnya. Karena apabila dia menjual

pohon kurma lang rnayangnya fidak dirawat, maka buah ikut pada

pohonnln datam penjualan. Sehingga dalam fankbnya iuga ikut-

Seperti harga pada budak pet€mpuan.

Kedua, diriwaptkan oleh Ar-Rabi', 'Dia tdak boleh

merninta buahnSn. Karena bisa dipisahkan dalam penjualan.

Sehingga tidak bisa ikut pada pohonnya dalam fasakh, seperti

malrang yang dirawat. Berbda dengan iual-beli yang

rnenghilangkan kepernitikan pohonnp karena ikhtiamya sendiri.

Sedangkan disini, hilang bulon karena ikhtiamSra."

Para sahabat kami mengatakan: Setiap sesuatu 5ang telah

hilang dari kepemilikan seseorang dari 6al pohon kurma 5ang

mayangnlp tidak teratur sebab ikhtiamya orang yang punya,

sedangkan hilangnl/a tanpa iwndhGanti ), maka buah tersebut ikut

pada pokoknya. Hal ifu seperti iual-beli, alod damai, upah seura,

mahar dan lain sebagainlp.

Dan setiap sesuahr yang telah hilang dari kepernilikan dari

asal pohon kurma tanpa sebab ikhtiarnSra oriang lnng memiliki,

apakah buahnya ikut pada pokoknya? Dalarn hal ini ada dua

pendapat Asfsyafi'i. Seperti masalah kita pada muflis (orang yang

jafuh miskin ). Dan seperti masalahnya orang yang'membeli pohon

kurma yang tidak berbuah dengan harga yang ditentukan,
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kemudian pohon itu berbuah pada saat ada di tangan pembeli, dan

penjual mendapatkan cacat pada harganya sehingga dikembalikan

sebelum dirawat, apakah penjual boleh minta kembali buah beserta

pohonnya? Ada dua pendapat AsySyafi'i.

Demikian juga apabila membeli sebagian tanah yang ada

pohon kurmanya, lalu pohon ihr be6uah pada saat ada di tangan

pembeli, kemudian qafi' (orang yang memiliki hak mernbeli lebih

dulu) mengetahuinSp sebelum buahnya dirawat, sehingga dia

menggnrakan hak sytfalrnya. apakah boleh mengambil buah

beserta pohonnSa? Dalam hal ini ada dua pendapat AqrSffi'i.

Begitu juga setiap sesuatu yang telah hilang dari

kepemilikannSn dari asalnya kepada ormg lain dengan ikhtiamya

sendiri tanpa iwadh, apakah buah yang keluar tanpa dirawat ikut
pada pokok.rrsa? Dalam hal ini pun ada dua qaul juga. Hal itu
seperti seseoftrng yang menghibahkan pohon kurma kepada oring
lain,Snng mayangnya tidak diraurat.

Dernikian iuga apabila kepernilikannya hilang dari asalnya

dengan ikhtiamya sendiri tanpa iwadh, seperti seorang ayah

menghibahkan pohon kurma kepada arnkngra, lalu beftuah saat

ada di tangan anakrya dan ayahnSa minta kembali hibah tersebut

sebelum buahnya dirawat, apakah buah ikut pada pohonn5n?

Dalam hal ini ada dua pendapat AsySyafi'i.

Apabila lnng telah lorni sebutkan telah

ditetapkan, rnaka menjual pohon 5rang tidak berbuah, lalu keluar

buahrya saat ada di tangan pernbeli dan jatuh misldn sebelum

merawat buahSn, sehingga penjualnya mencabut barangnya, maka

apabila kami katakan: buah tidak ikut pada pohonnln dalam

faal<h, maka buah tersebut meniadi milik mullis.
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Apabila muflis dan para pemberi utang sepakat

menetapkan buah sampai wakhrnya memetik, maka boleh bagi

mereka melakukan itu. Dan penjual pohon tidak boleh menunfut

mereka unfuk rnemetiknya sebelum wakfunya. Apabila mereka

sepakat untuk memetiknya, maka boleh dilakukan. Apabila

sebagian mereka meminta unfuk memetiknya, sedangkan sebagian

yang lain meminta menetapkannya, maka ada dua pendapat

ulama fikih Asy-Spfi'i.

Kebanyakan ulama kita berkata: Yang dipenuhi adalah

permintaan orang Sang merninta memetiknya.

Sedangkan Asy-Syirazi berkata, "Yang dipenuhi adalah

hak orang yang punya bagian. Dan dalil kedua pendapat ulama

fikih Asy-S5rafi'i tersebut telah disebutkan. "

Apabila kami katakan bahwa buah menjadi milik penjual

pohon, tetapi penjual tidak meminta kernbali sampai buahnla

dirawat, maka buahnya menjadi milik mullis dan para pemberi

utang menurut safu pendapat AsySyafi'i. Karena menjadi

perkembangan yang dapat dibdakan. Sehingga hukum memetik

dan menetapkannlra sesuai keterangan yang lalu.

Apabila penjual pohon kurma berkata, "Aku telah meminta

kembali sebelum buahnya dimwat." Apabila muflis dan para

pemberi utang membenarkan perkataannya, atau tidak

membenarkannya tetapi dia mendatangkan saksi, maka buahnya

dihukurni untuknya. Dan apabila mu{lis dan para pemberi utang

mendustakan, dan tidak ada saksi, maka 5rang diterima adalah

ucapan muflis dengan sumpahngra. Karena asalnya tidak ada

permintaan kernbali. Apabila muflis mau bersumpah, maka
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buahnya menjadi miliknya dan dibagi-bagikan kepada para

pemberi utang.

Apabila muflis frdak mau bersumpah, apakah pemberi

utang hams bersumpah? Ada dua qaul dahm hal ini, yang telah

dijelaskan diatas.

Apabila kami katakan: Mereka harus bersumpah, dan

merekapun bersumpah, maka buahn5a dibagikan kepada para

pemberi utang. Dan apabila mereka tidak mau bersumpah, atau

kami katakan mereka tidak harus bersumpah, maka sumpahnya

diarahkan pada penjual. Sehingga apabila dia mau bersumpah,

maka mayangnla milikrya. Dan apabila dia tidak mau bersumpah,

hnu Ash-Shabbagh berkata, "Berart gugur hakn5ra." Dan btnhqa
menjadi hak mullisdan dibagikan kepada para pernberi uhng.

Apabila para panberi utang mernbenarkan penjul dan

mendustakan penrbeli, rnaka dipertimbangkan pada para penerima

utangnya. Apabila diantara mereka ada dua orang yang adil, dan

keduanya bersaksi untuk penjual, bahwa perfual telah merninta

sebelum dirawat, maka persaksiannSn diterima, dan

buahnya dihukumi menjadi milik penjual. Karena kedua salsi tdak
menarik manfaat unfuk dirinln sendiri dengan persaksian ini dan

tidak menolak mudharat. Demikian juga apabila ada seoremg lnng
adil diantara para penrberi utang, yang bersumpah bersama

penjual, maka buahnya dihukumi menjadi miliknya. Demikian

dalam Ar-Raudlah, At-Tuhkh dan Al Hawi dari

beberapa kitab rnadzhab. Apabila mereka otang-otang fasiq, atau

ormg 1nng p€rsal$iannya fidak diterima unfuk penjual, karena ada

sebab lrang mencegah, maka png diterima adalah ucapan mullis

dengan sumpahnya.
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Al Imrani mengatakan: Menurutrya, sesungguhnya yang

menjadi ketenfuan madzhab, muflis harus bersumpah bahwa dia

tidak tahu penjual minta kernbali pohonnya sebelum dirawat.

Dernikian juga para pemberi utang apabila mereka bersumpah.

Karena muflis bersumpah unfuk menafikan perbuatan orang lain.

Sehingga apabila muflis mau bersumpah, dia memiliki buahnya.

Apabila dia tidak mernilih menyerahkan buah pada para pernberi

utang, dan tidak mau menjualnln kepada mereka, maka tidak

boleh dipaksa melakukan ifu. Dan para pernberi utangpun tidak

boleh menuntut hal ifu. Karena mereka mengakui bahwa pohon

itu milik penjual. Bukan milfl< muflis. Tetapi harhnya diberikan

pada mereka, dan pencekalanrya dilepas, serta dapat

mempergunakan buahnya sebagaimana png dia kehendaki.

Apabila mullis memilih menyerahkan buah pada para

pemberi utang, apakah mereka dipaksa unfuk menerirnanla? Ada

dua pendapat ulama fikih A+r$nfi'i.'

Pertarna, adalah pendapat madzhab, dan Abu Hamid tidak

menyebutkan selainnya, lpifu bahwa mereka dipaksa. Dan

dikatakan pada mereka, "Ada kalanya kalian menerima buah itu

atau mernbebaskan seukuran harganya dari utang kalian."

Sebagaimana Imam Asy-Spfi'i r{g mengatakan dalam masalah

budak mukabb apabila membawa uang cicilannya kepada

fuannya. Dia berkata kepada fuann1a, "lni uang haram." Maka dia

harus menerimanya atau mernbebaskanrya dari nilai uang yang

menjadi tanggungannln.

Kdua, mereka tidak boleh dipaksa. Karena mereka

mengakui bahwa muflis tidak memiliki buah itu. Berbeda dengan

fuan dari budak mukatab. Karena dia bermaksud unfuk merugikan

336 ll,at Uoj*u'SlmahAl Muhadzdzab



budak dan mengembalikan dia menjadi budak. Sehingga

pemyataannya tidak diterima. Sdangkan pada mullis tidak ada

mudharat dalam hal itu.

Apabila kami katakan dengan pendapat png pertama, dan

para pemberi utang berkata, "Karni tidak mengambil buah, tetapi

melepaskan pencekalann5n dan melemahkann3n dari hak-hak

kami," apakah mullis boleh menolak? Ada dua pendapat ulama

fikih AsySSafi'i 5rang diceritakan oleh Al Mas'udi. Apabila para

pemberi utang mau mernbebaskan utang mutlis dari nilai buah dan

menderrnakannya, maka tidak ada pernbicaraan. Apabila mereka

tidak mernilih untuk mendernrakannSn, maka apabila piutangnla

dari jenis buah, mereka wajib mengambilnya. Dernikian juga

apabila piutangnla bukan jenis buah, dan mernilih mengambil

buah menggantikan piutangnp, maka apabila piutang mereka

bukan salam (pesanan) boleh. Dan muflis bebas tanggungannSa

untuk hal ifu. Apabila mereka mengambitn5ra, rnaka tidak boleh

memilikinya, tetapi mengernbalikann3a kepada p€r$ual. Karena

mereka telah mengakui bahura buah itu milik peniual.

Dan sesungguhnp kami fidak menerina pengaluan

mereka unhrk llrrk muflis. Sehingga apabila halsr3;a sudah tidak

ada, maka hukum ikramSra 5ang pertama berlaku. Sebagaimana

apabila ada dua orang yang bersaksi atas seseorang bahwa dia

telah mernerdekakan budakn3n, rnaka tidak terima persaksian

mereka atasnSra, kenrudian kepernilikan budak tersebut pindah

pada keduanya atau salah sahrnya sebab waris atau jual-beli. Maka

budak itu merdeka disebabkan pengal$an lang p€rtama.
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Apabila hak mereka tidak termasuk jenis buah, maka

mereka tidak harus menerima buah tersebut. Tetapi dijual dan

diserahkan harganya.

Ibnu Ash-Shabbagh berkata, "Dan penjual tidak punya hak

dari harga buah."

Apabila sebagian dari pemberi utang membenarkan

penjual, sedangkan yang lain bersama mullis mendustakannya'

maka apabila diantara orang yang membenarkan ada dua orang

adil, atau safu orang adil dan mullis mau bersumpah serta

saksinya, buah tersebut dihukumi menjadi milik penjual, dan tidak

ada pembicaraan. Dan apabila diantara mereka tidak ada orang

yang dapat diterima persaksiannya, maka yang dibenarkan adalah

ucapan muflis serta sumpahryra. Karena alasan yang telah kami

sebutkan.

Apabila dia bersumpah memiliki buah, dan dia mau

memberikannya kepada orang yang membenarkan, bukan orang

yang mendustakan, maka ifu boleh. Dan apabila dia mau

membagikan kepada selnuanya, maka Imam Asy-Syafi'i berkata,

"Diserahkan kepada orang-orang yang membenarkan, bukan

kepada orang yang mendustakan."

Ulama kita berbeda pendapat dalam masalah ini atas dua

pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.'Abu Ishaq berkata, "lni seperti

yang pertama." Dan sesungguhnya muflis boleh membagikan

kepada semuanya, atau antara orang yang mendustakannya dari

buah yang ditenfukan unfuk utangnya. Karena keterangan yang

telah kami sebutkan dalam masalah sebelumnya, dan yang

disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i r$ artinya adalah apabila dia rela
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membagikan kepada orang png membenarkan, bukan kepada

orang yang mendustakann5a.

Diantara mereka ada yang mengatakan: Orang yang

mendustakan Udak boleh dipaksa menerima sebagian dari

buahnya. Dan tidak boleh dipaksa membebaskan sebagian dari

piutangnya, dengan satu pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Berbeda

dengan masalah yang pertama, karena mereka mendustakan

pada dirinya, dan dengan ini, diperlukan menrbalnr utangnya,

sehingga dipaksa unhrk men€rinxm!,a.

Dalam masalah kita, menrungkinkan kepada mullis

menyerahkan kepada para pernberi utang lang mernbenarkann5n,

bukan kepada pemberi utang yang mendustakannya. Apabila kami

mengatakan sesuai pandapat yang pertama, maka orang-orang

5ang mernbenarkan penlnl dapat dipastikan mendapatkan buah.

Sedangkan ormlforang lrang mendusbkan fidak. Menurut

ketentuan madzhab, perfual apabila minta kepada

orcmg Snng mendustakan diantara para pernberi utang unhrk

, bahura dia tdak tahu lohu penjtnl merninta

barangnyra kernbali sebdum dirawat, rnaka orang 1rang

mendustakan tarus bersumpah. IGrena apabila dia takut

bersumpah, sehingga dia mengakui, maka pengaluannSa

dit€tapkan. Ini t€riadi apabila muflismendustakan penjual.

S€dangkan apabila muflis mqrrbata*an penjual, bahua dia

menrintan5ra sebdum diraunt, sernentara para pernberi utang

mengatakan, "Tetapi peniual mernintanln setelah hnhnya
dirawat," apakah pengal$En muflis diterima? Ada dua pendapat

Aqr$nf i. Seperti dikatalen, 'Barang ini telah di-glnshab dari si

fulan," atau 'Aku menrbelinya kepada firlan dengan harga dalam
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tanggunganku." Apakah barangn3ra dapat diterima? Dalam hal ini

ada dua pendapat AsySyafi'i.

Apabila kami katakan: Dapat diterima, maka buahnya

menjadi milik penjual, dan tidak ada pembicaraan. Dan apabila

kami katakan: Tidak dapat diterima, maka Imam As5r-'Syafi'i rg
mengatakan: Para pemberi utang bersumpah unhrk penjual bahwa

dia telah meminta kembali sebelum buahnya dirawat. Diantara

ulama kita ada yang mengatakan bahwa masalah itu ada dua

pendapat Asy-Syafi'i. Sebagairnana apabila muflis mengakui harta,

dan mendatangkan saksi yang tidak bersumpah bersamanya,

apakah para pemberi utang bersumpah? Dalam hal ini ada dua

pendapat Asy-Syafi'i. Dan apa yang telah disebutkan oleh Imam

Asy-Syafi'i disini adalah salah satunya. Dan diantara mereka ada

yang mengatakanr Mereka harus bersumpah dengan satu

pendapat Asy-Syafi'i. Dan disara terdapat dua pendapat Asy-

Syafi'i. Karena sumpah disana mengarah pada selain pemberi

utang, kernudian pada pemberi utang. Sedangkan disini sumpah

mengarah kepada pemberi utang unfuk pertama kalinya. Wallahu

Atam.

Syaikh AslrSyirazi e berkata: Apabila barang

yang dijual bempa budak perempuan, lalu hamil saat
dimiliki oleh pembeli, maka ditinjau ul.ttg. Apabila dia
jatuh miskin setelah melahirkan, maka dia boleh
meminta kembali budak tersebut tanpa anaknya.
Sebagaimana kami katalran dalam hal pengembalian

barang dikarenakan adanya cacat. Dan tidak boleh
memisahkan antara ibu dan anakn3;a- Maka ada kalanya
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penjual menambah harga untuk anaknya, sehingga
dapat mengambilnya bersama ibunya, atau ibu dan
anaknSn dijual, sehingga penjual mengambil harga
ibunya dan muflis mengambil harga anakngn.

Diarrtara ulama kita ada yang mengatakan:
Adakalanya dia menimbang harganya anak, sehingga
bisa mengambilnya bersama ibunya, dan ada kalat 37a

menggugurkan hakq;a unhrk minta kembali.

Pendapat madzhab adalah yang pertama. Karena
dia mendapatkan harta bendanya fidak berkaitan denga
hak orang lain. Sehingga dia tetap boleh minta
kembali.

Apabila dia jatuh miskin sebelum budak tersebut
melahirkan, rnaka apabila kami katalon fidak ada

hut$rn brnt kandungann3n, dia dapat meminta kembali
ibu dan kandr-rngannya. Karena kandungan seperti
gemuk. Dan apabila lorni lotalran bahwa kandungan ifu
ada hukurnq;a, maka dia dapat meminta kembali
ibunp tanpa lrandungannSp. Karena seperti kandungan
yang dapat dipisahkan.

Apabila budak tersebnt dijual dalam keadaan
hamil, kemudian pembelinya jafuh miskin, maka
ditinjau ulang. Apabila jahrh miskinnSn sebelum
melahirkan, maka boleh minta kembali keduanya.
Apabila iatutr miskinnya setelah melahirkan, maka
apabila kami katalon bahwa kandungan ada hukumnya,
dia boleh meminta kembali keduanya. I(arena seperti
dua barang yang diiual. Dan apabila kami katakan
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bahwa tidak ada hukum untuk kandungan, maka dia
harrf boleh minta kembali ibunya tanpa
kandungannla. Karena merupakan perkembangan lrang
dapat dibedakan dari milik pembeli. Sehingga penjual
tidak boleh memintanya. Dan fidak boleh memisahkan
ibu dengan anaknya, sebagaimana keterangan yang
telah kami sebutkan.

Penjelasan:

Hukum: Apabila seseoreng menjual binatang yang tidak

hamil, lalu hamil saat ada di tangan pembeli, kemudian pembelinya

iafuh miskin setelah binatang itu melahirkan, maka penjual boleh

menarik kembali binatang yang telah dijual. Karena memang

binatang itu miliknya, dan dia tidak punln hak pada anaknya.

Karena merupakan perkernbangan lrang dapat dibedakan. Hukum
budak perempuan sama dengan hukum binatang. HanSn saja

antara budak perempuan dan anaknSa tidak boleh dipisahkan

apabila masih kecil.

Apabila penjual budak perempuan berkata, "Aku akan

memberikan hargangn anak, dan aku miliki bersama ibunya," hal

itu boleh dia lakukan, dan berlaku baik dengan tidak memisahkan

antam ibu dan anaknSn. Seperti membagikan kepada para

gharimn5ra.

Ucapan Slnikh Abu Hamid, Ibnu Ash-Shabbagh, Abu Ishaq

Asy-Syirazi, dan Al Imrani: Kami mengutamakan isyarat padanya

karena berjalan di atas jalan kami dalam mengambil kepufusan

ketika menjelaskan hukum, bukan amaliyah. Sedangkan dalam
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perkataan Asy-Syirazi dapat dirnanfaatkan oleh orang

menghend al<. Wallahu A'lam.

Syaikh Asy-Syirazi ds berkata' Pasal: Apabila
barang yang dijual berupa makanan, lalu digrling oleh
pembeli. Atau berupa pakaian, Ialu dia dipendekkan,
kemudian pembeli tersebut jahrh miskin, maka
dipertimbangkan. Apabila hargarrya fidak bertambah
dengan hal itu, dan penjual memilih meminta kembali,
maka boleh meminta kembali. Dan pembeli tidak dapat
bergabung dengan penjual dalam kadar pekerjaannya.
Karena pekerjaann5n sudah dilakukan, dan tidak ada
pengaruhnya. Apabila harganya bertambah, misalnyla
harganya sepuluh, lalu menjadi lima belas, maka ada
&n qaul

Pertama: Penjual boleh memintangn kembali, dan
pembeli fidak dapat bergabung dengannya dalam kadar
pekerjaannSTa. Ini adalah pendapat Al Mr:zani. Karena
dia tidak mengrandarkan barang pada barang yang
dijual. berbeda dengan tepung, beberapa bagian yang
terkumpul. Dan dengan alat penafu lebih nlpta
putihnya lpng terpendam pada pakaian, sehingga dia
tidak dapat bergabung dengan peniud pada

barangnya,sebagaimana apabila menjual buah pala, lalu
dikupas. IGrena tambahannya fidak dapat dibedalran.
Sehingga hak muflis fidak berkaitan dengan tambahan
tersebut. Sebagaimana apabila barang yang dijual
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berupa budak kecil, lalu diajarkan ilmu. Atau berupa
binatang, lalu digemukkan.

Kedua: Pembeli bergabung dengan penjual dalam
kadar tambahan yang dihasilkan dari pekerjaannya.

Dan hukum pekerjaan salna dengan hukum barangqla.
Ini pendapat yang benar. Karena merupakan tambahan
yang dihasilkan dari pekerjaanqn. Sehingga dia dapat
bergabung dengan penjual- Sebagaimana apabila
barang lpng dijual berupa pakaian, lalu dicelup (diberi

warna). Dan karena fukang penahr mempun3ni hak
menahan barang untuk mendapatkan upah
sebagaimana penjual mempun3ai hak menahan barang
yang dijual unhrk menerima harganya. Maka ini
menunjukkan bahwa pekerjaanngTa sama dengan
barangn3;a. L-ain h.lnfra dengan mengupas buah pala,

memberi pengajaran kepada budak kecil dan
menggemukkan binatang- Karena pekerja barang-
barang tersebut fidak mempunSni hak menahan barang
unhrk mendapatlran upah. Berdasarkan keterangan ini,
pakaian hanrs diiual, dan sepertiga harganya dibagil{an
kepada para pemberi utang dan dua pertiganya
diberilon kepada penjual-

Apabila pembeli menyewa orang yang dapat
mencuci pakaian dan menggiling makanan, dan belum
memberikan upahqn, maka upahnSTa diberilran kepada
pekerjanya dari harga pakaian. Karena tambahannya
terjadi sebab pekerjaannya. Sehingga haknSp diberilan
sebagai gantinlra-
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PasaL Apabila seseorang membeli pakaian
kepaCa seseorang dengan harga sepuluh dirham, dan
dia membeli pewarna pakaian kepada lnng lain dengan
harga lima dirham, kemudian pakaian tersebut dicelup
dengan pewarna tersebut, dan dia jatuh miskin, maka
dipertimbangkan. Apabila hargan3n tidak bertambah
atau berkurang,misalnya harga pakaian tersebut lima
belas, dan masing-masing dari kedua penjual
mendapatkan barangnSn, maka apabila memilih
meminta barangnya kembali, pakaian tersebut milik
keduaqn. Untuk pemilik pakaian dua pertiga dan untuk
pemilik pewarna pakaian sepertiga. Dan apabila
berkurang, misalnSra harga pakaian dua belas dirham,
sedangkan penjual pakaian mendapatkan barangnyra,
dan penjual pewarna pakaian mendapatkan sebagian
barangnSra- Karena kekurangannya masuk @a
sebagiannSn 1nng rusak ,maka apabila memihh
meminta kembali, penjual pakaian mendapatlran
sepuluh dirham, dan penjual perrnma mendapat dua
dirham- Sedangkan harta lpng rusak yaitu tiga dirham
digabungkan dengan para pemberi utang-

Apabila hargan5n lebih, misalnya hargaryn
menjadi dua puluh dirham, maka lrami ilrutkan pada dua
qaul bahwa tambahqTa harga sebab pekerjaan sarna
dengan barangnya atau tidak?

Apabila kami katakan bahrpa fidak seperti
barangnya, maka tambahan yang terjadi adalah pada
harta keduan5n. Sehingga antara mereka berdua ada
yang mendapat bagran sepertiga dan dua pertiga. Yurg
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mempunyai pakaian mendapat dua pertiga, dan yang

mempunSrai pewarna sepertiga.

Apabila kami katakan bahwa tambahan itu sama

dengan barangn5n, maka tambahan tersebut meniadi
milik muflis. Sehingga dia bergabung dengan kedua
penjual tersebut, dengan bagran seperempat.

Penielasan: Apabila seseorang menrbeli gandum atau

paloian yang behrrn ,adi atau pintalan ktang, kernudian

tepungn5n digiling dan palaiannya diiahit atau dipenatu. Atau

pintalan benang ditenun, lalu penrbeli iafuh miskin, maka penjual

boleh meminta tepung, pakaian yang dipenahr atau dilahit dan

pintalan benang lnng ditenun tanpa khilaf menurut ma&hab.

Karena dia mendapatkan barangnya tanpa ada kaitan hak orang

lairL

Apabih dengur cara ihr tErga pal€ian dan gandum fidak

berambah, maka ,nnb fidak merniliki hak apa-apa. Karena

pekerlrannga telah habis. Sehingga apabih muflis melakukan

pekeriaan itu sendiri, rnaka pekeriaannf gugur. Apabila dia

menyqrra oriang untuk mengeriakann3n dan belum memberiqn

upah, maka pekeriaanrqra fidak dapat bergabung dengan peniual

palaian sedikitpun. Dan sesungilhn!,a dia dapat bergabung

dengan para pemberi utang pada selain pakaian dad harta mullis.

Karena pekeriaannp b€lum ielas menarnbah tErga. Dernikianlah

hukumrya, apabila harga pakaian dan Sandurn berkurang karena

pek€rraan ihr, dan peniual rnernilih menrinta kernbali, maka mullis

tdak merniliki b€ban karena kelnrnnganntn. Karena dia

mengurargi hartanSaa dengnn tangann3ra, sehingga apabila peniual
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memilih rneminta kembalinya, dia tidak mendapatkan apa-apa

karena kekurangannya. Sebagaimana apabila mendapati

binatangnya yang sakit. Muflis juga tidak apa-apa- Dan orang yang

bekerja tidak dapat bergabung dengan penjual pakaian sedikitpun.

Karena pekerjaannya telah selesai. Akan tetapi upahnya dapat

bergabung dengan para pemberi utang.

Sedangkan apabila harga pakaian atau gandum bertambah

karenanya, maka ada &n qaul

Pertama: Penjual boleh meminta kembali pakaian atau

tepungnya, sementara muflis tidak dapat bergabung dengannya

sedikitpun. Ini adalah pendapat pilihan Al Muzani. Karena pembeli

tidak menyandarkan barang pada barang png dijual- berteda

dengan tepung, beberapa bagian 5ang terkumpul, memutihkan

pakaian dengan alat penatu dan menenun pakaian, sehingga dia

tdak dapat bergabung dengan penjual- Sebagaimana apabila

membeli binatang lrang kums, kemudian menjadi gemuk di

tangannya.

Kedua: Sesungguhnya pengaruh-pengaruh ini berlakru

sebagaimana barangnya. Sehingga muflis dapat bergabung dengan

penjual dalam kadar tambahannya. Ini yang benar. Karena Imam

Asy-Syafi'i r$, mengatakan: Dengan ini, ak'r rnengatakan bahwa

tambahan ifu teriadi karena perbuatan pembdi pada barang 5rang

dijual. Sehingga dia dapat bergabung dangan penjual-

Sebagaimana apabila pakaian dicelup. Dan karena penggilingan

gandum dan pemutihan pakaian diberlalarkan seperti barangn5n,

dengan dalil bahwa tukang $ling, hrkang penatu, tukang jahit dan

fukang tenun, berhak menahan barangtarang yang telah

dikerjakan unfuk mendapatkan upahnya- Sehingga semuanya
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diberlakukan seperti barangngra seperti keterangan yang telah kami

sebutkan.

Apabila hal ini telah ditetapkan, maka apabila kami

mengikuti pendapat yang p€rtama, lalu penjual memilih unfuk

merninta kernbali barangnSra, maka dapat mernintanya kembali

berikut tarnbahannya. Apabila mullis menyevra orang yang dapat

mengeriakannya, dan pekeria belum mendapatkan upahnya, maka

pekerh tdak boleh bergabung dengan penjual barang sedikitpun.

Akan tetapi bergabung dengan para pernberi utang dengan kadar

upahnya.

Apabila kami berpendapat seperti yang dipilih oleh Imam

Asy$nfi'i ap bahwa beberapa penganrhnSn berlaku sebagaimana

barangnp, maka apabila muflis mengeriakan sendiri, atau minta

tolong kepada orang lain tanpa upah, atau menyala orang yang

yang dapat mengeriakan, dan telah diba5rar upahryra, maka dia

dapat beryabung dengan perfual dengan kadar kelebihannya

barang disebabkan pekerjaannln. S€e€ffi hutga paloian sebelum

dipenafu sepuluh dirham, dan setdah dipenafu mencapai lima

belas dirtnm. Maka muflis mendapatkan lima dirham dari harga

pakaian.

hnu Ash-Shabbagh mengatakan: Apabila penjual pakaian

memilih mernberikan lima dirham kepada mullis dan para penrberi

utang, rnaka muflis Mn para pernberi utang dipaksa unhrk

menerimanla. Sebagaimarn pernbeli meng6larap tanah yang

dibelinSn atau mernbelinln, maka p€rfual tanah boletr mernberikan

upah p€n11Frapannla atau pernbangunann5ra, dan dia dapat

menrilikinya beserta tarnhnya. Apabila peniual pal€ian Udak

memilih menrberikan lima dirham tersebut, malo pakaian tersebut
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dijual. Dua pertiga hartanya untuk penjual dan sepertiganya untuk

muflis.

Apabila muflis telah menyeun orcmg yang dapat

mengerjakan itu, dan belum memberikan upah4a sarn sekali,

maka hak pekerja berkaitan dengan tambahannya. Karena kami

menjadikannya seperti bamng.

Apabila nilai harga tambahannya sarxr dengan upahnSla,

seperti upahnya lima dirham, maka tambahan tersebut tertenfu

unhrk pekerja, dan dapat bergabung dengan peniual.

Apabila tambahanqa lebih banlak daripada upahryra,

misalnya tambahannya sepuluh dirham, sedangkan upahrya lima

dirham, maka tambahannya sekedar upahnya dari hak muflis. Darr

selebihnp diberikan kepada para penrberi utang.

Apabila tambahanqn lebih sedikit daripada upahnyra,

misalnla harga pakaian sebelum dipenatu (usata) sepuluh dirham,

kemudian hargan5a meniadi tiga belas dirham setelah dipenahr,

sedangkan upah fukang penaturyn lirna dirham, maka tulong
penahr bergabung dengan peniual pakaian dengan tiga dirham,

dan bergabung dengan para pernberi utang dengan dua dirham.

Cabang: Apabila seseorang mernbeli budak kecil, lalu

diajarkan pekeriaan lang mubah, atau diaiarkan Al Qur'an,

kemudian pembeli jatuh miskin, sedangkan harta budak bertambah

karena hal itu, maka ularna kita be6eda pendapat dalam masalah

ifu atas dua qaul sebagaimana masalahnya tukang penafu. Karena

boleh menye\r/a unfuk ifu. $aikh Abu Hamid dan umumn5a

ulama kita berbeda pendapat. Sebagaimana bertambah gemuk
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pada binatang. Karena merupakan hasil dari makanannya. Dan ini

adalah perkara lrang hams, untuk kelangsungan hidupnya.

Sedangkan bertambah gemuknya setelah ihr dikernbalikan kepada

Allah &.

Syaikh Aslrsyirazi #B berkata: Pasal: Apabila

barang yang dijual berupa tanah, lalu dibangun atau

ditanami, maka apabila muflis dan para pemberi utang
sepakat unfuk memsak bangunan atau mencabut
tanaman, penjual boleh meminta kembali tanahnya-

I(arena dia mendapatkan barangnya tidak berkaitan
dengan hak orang lain- Sehingga dia boleh memintarrya
kembali-

Apabila peniual telah meminta kernbali, kemudian
mereka merusak bangtrnan dan tanaman, nraka muflis
harus meratakan tanah dan menggarrti rugi dari
kekurangan yang teriadi disebabkan perusakan tersebut.
Karena ia merupalran ketrurangan lrang teriadi karena
menyelamatkan hartarrSn- Hal itu didahulukan dari
seluruh utang-utangnya. I(arena hal ifu waiib unfuk
kebaikan hartarryTa, sehingga hanrs didahulukan seperti
malranan binatang dan ongkos hrkang anglnrt.

Apabila mereka tidak nuru merusak, maka fidak
boleh dipaksa. Karena sabda Nabi $ ',f d.b ,tfJ. d
"Tidak ada hak bagi keringabga orirng Wry zhalim-'
Sedangkan penaniunan dan pembangunan ini dilakukan
dengan hak.

3S0 ll,q,t Uoj*u'SfuahAl Muhadzdz.ab



Apabila penjual berkata, 'Aku akan memberikan
harga tanaman dan bangunan, dan aku akan
mengambilnya beserta tanahnya," atau 'Aku akan
mencabutnSla dan akan memberikan ganti rugi
kekurangannya," maka dia tetap dapat memintanln
kembali. Karena dia meminta kembali hartanya tanpa
merugikan orang lain.

Apabila muflis dan para pemberi utang menolak
pencabutan tanaman atau rumah, sedangkan penjual
menolak memberikan iwadh dan ganti rugi
kekurangannln, maka Imam Al Muzani meriwalntkan
drn qauldalam hd ini.

Pertama: Dia boleh memintanlra kembali.

Kedua: Tidak boleh memintanSn kembali.

Diantara ulama kita ada lpng mengatakan apabila
harga tanaman dan bangunan lebih sedildt dari pada
harga tanah, maka dia boleh meminta kembali. Karena
tanaman dan bangunan ikut kepada tanah, sehingga
pengembaliannya fidak dapat dicegah.

Sementara apabila harga tanaman dan bangunan
lebih banyak daripada harga tanah, maka tidak boleh
memintanya kembali. Karena tanahnSn menjadi seolah-
olah ikut kepada tanaman dan bangunan tersebut- Dua
qaul ini diarahkan pada dua keadaan ini.

Al Muzanni, Abu Al Abbas, dan Abu Ishaq
berpendapat bahwa masalah itu ada dua pendapat Aslr
Syafi'i.
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Pertama: Penjual boleh memintanya kembali.
IGrena dia mendapatkan hartanya terbebani dengan
harta muflis. Sehingga dia dapat memintanya kembali,
sebagaimana apabila barang yang dijual berupa
pakaian, kemudian dicelup oleh muflis dengan pewarna
milikn5Ta sendiri.

Kedua: Tidak boleh memintanga kembali. Karena
apabila dia meminta kembali, maka yang terjadi
bangunannln fidak punya jalan dan tanamannlp fidak
punlra pengairan. Sehingga mudharat masuk muflis.
Padahal mudharat fidak bisa hilang dengan mudharat.

Apabila l<atmi katal€n bahwa penjual boleh
meminta tanahnSla kembali, sedangkan dia tidak mau
memberikan ivadh dan ganti rugi kekurangannya, .dan
muflis serta para pemberi utang menolak unfuk
mencabutryn, maka apakah penjual boleh dipaksa
urrtuk menjualrya? Ada dua pendapat AslrSSnfi'i.

Pertama: Boleh dipalsa. Karena kebuhrhanngTa

mengharuskan penjualan urrhrk melnnasi utangnya-
Sehingga harus diiual, sebagaimana pewama pakaian

!/ang hams diiual beserta pakaiannSla, sekalipun
pewarna pakaian itu bukan milikqTa. Anak dari budak
perempuiln lnng digadaikan pun hanrs diiual bersama
gadainya, sekalipun dia tidak masuk dalam gadai.

Kedua: Tidak boleh dipalsa. Karena masing-
masing dari keduarrp bisa dipisahlon untuk dijual. Dan
fidak boleh dipaksa meniual tanahnya bersama
penjualan tanarnan dan bangunannp.
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Penjelasan: Hadits ,y C.$ o.?. b-t diriwayatkan oleh Abu

Dar.rd, Ad-Daruquthni dan Asy-Syafi'i dari Unvah bin AzZubair
dari Nabi $ secara murcaL Juga diriwayatkan oleh lmam Ahrnad

dan At-Tirmidzi, dan dia menilai shahih hadits ini serta

menganggap ada illat dalam ka-"murlalarrnp. An-Nasa'i dan Abu

Daud juga meriwayratkan hadits ini dari jalur Sa'id bin Zaid.

Sementam Ad-Daraquthni men- brjih (mengunggulkanl kemurcal
annlE.

Dalam ma-tarjih kemurse,lanrtrsa diperselisihkan

keberadaan sahabat yrang diambil riun5atrp dari jalum5a. Ada
yang mengatakan: Jabir. Ada png mengatakan: AiqTah. Dan ada

5ang mengatakan: AMulah bin Umar r$.

hnu Hajar Al Asqalani mengunggulkan pendapat 5ang
pertama. Sedangkan His5am bin Urwah di dalamnp, banSak

diperselisihkan.

Abu Daud Ath-Thaga;alisi meriwayatkan dari hadits AisSnh,

batnra dalam sanadnya terdapat Zam'ah. Dia adalah periwa5at

yarry dha'if.

Muslim meriwayakan hadits tersebut darinp disehkan
dengan yang lain.

Sedangkan lrnam Ahmad dan hnu Ma'in men-dlnif
kannln, dan Abu 7ar'ah berkata, "Apakah riuayat dariqn ini

adalah Hadits?"

Imam Al Bulttrari berkata, "HaditsnSa diperselisihkan, dan

akhimya hnu Al Mahdi meninggalkannln."

Al-Nasa'i berkata, "Hadibnya fidak kuat serta banyak

kekeliruan yang datang dari Az-Zuh,ri."
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Abu Daud berkata, "Haditsnln dha'if."

hnu Abi Slnibah dan lshaq bin Rahawaih dalam kedua

Musnadnyameriwa5atkan dari hadits Katsir bin AMullah bin Amr

bin Auf dari aphnSn dari kakeknya. Sedangkan Al Bukhari

meriwayatkannln secata mu allaq.

l-afadz Hadits:

ir, tv,tA*5il G93'^*v)f Vl U
"Elanngsiap trurg menghidupl<an bmh png mati, mal<a

ia menjadi miliknln, dan frdak ada hak hgi kqingatn5m onng

Sang zhalim. "

Dan dalam hadits lang diriwayatkan oleh Ja'far Ash-

Shadiq rS,, dari agahnya, dari Samurah bin Jundub 4$, bahwa dia

mempunlai pohon kurrna png salah sattr rantingnSra ada pada

ternbok seseomng dari sahabat Anstrar. Dikatakan bahwa orang

ifu bersama keluarganp. Samurah rnasuk pada pohon tersebut

Sang membuat orang tersebut tidak nSnman dan merasa repot-

Dia meminta kepada Samurah unhlk memindahkannya, tapi dia

menolaknSn. Sehingga dia datang kepada Nabi $, dan

menceritakann5a. Lalu Nabi $ mernintan5n agar menjualnya, tapi

dia menolak. Kernudian Nabi $ merninta agar memindahkannya.

Dia juga menolak Nabi db berkata, "Bqilanlah kepadaku, dan

unfukmu mendapat sekian dan sekian, sehgai upaq unfuk

menyenangkannSa.' Dia pun menolak. Lantas Nabi $ berkata,

"Ini maugilan.' Kernudian Nabi $ bersabda kepada orang

Arshar tersebut, "Pergilah dan potonglah pohonnya!"
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Yang didengar oleh Muhammad Al Baqir Abu Ja'far dari

Samurah dipertimbangl<an. Wallahu a'lant

Apabila ini ditetapkan, maka sesungguhn5a apabila

membeli tanah kepada seseorang dengan harga dalam

tanggr.rngarunya. Lalu dia menanaminya atau mendirikan bangunan

dengan memakai biaya dan alatnya sendiri, kernudian dia jafuh

miskin sebelum menyemhkan hargangra. Dan penjual merninta

kembali tanahnSra. Apabila muflis dan para pemberi utang sepakat

unfuk mencabut tanaman dan bangunan, maka hal itu boleh bagi

mereka. Dan pemilik tanah boleh merninta kembali tanahn5ra.

Karena merupakan harta bendanya png berkaitan dengan hak

orang lain.

Apabila penjualn5a meminta kernbali, kernudian mereka

mencabut tanaman atau bangunannSa, maka mereka harus

memtakan dan memberi ganti rugi dari kekumngan yang

disebabkan oleh pencabutan tersebut. Karena hal itu dilakukan

unfuk menyelamatkan harta mereka. Sebagairnana apabila ada

anak unta png mazuk rumafi seseorang, dan anak unta tersebut

tidak dapat keluar kecuali dengan merusak pintunla. Maka pemilik

anak unta boleh menrsak pinfu rumah dan mengeluarkan anak

untanya. Dan dia harus mernpertaiki pintu tersebut. Hal ifu harus

didahulukan daripada para pernberi utang.

Apabila dikatakan, "Bukankah kalian telah rnengatakan

bahwa apabila penjual yang mendapatkan harta bendanya

berkurang,lalu meminta kernbali barangnln, maka tidak apa-apa?"

Kami katakan bahwa pertedaan antara keduanSn adalah, bahwa

kekurangan yang terjadi adalah pada milik pembeli, sehingga tidak

harus mengganti. Sedangkan disini, terjadi setelah

At Majmu'SluattAl Mutudz.dzab ll ,O



pembeli meminta tanahnya kernbali, dan kekurangan ini terjadi

karena mereka menyelamatkan rniliknSn, sehingga mereka harus

menggantin5n.

Apabila muflisdan para pernberi utang tidak rela mencabut

tanaman dan bangunan, maka tidak boleh dipaksa unfuk

merrcabutrya. Karena hadits :g dO 6.f. A1. Dan orang ini bukan

orang zhalim. Karena menanam atau mernbangun di tanah

miliknya.

Apabila ini tdah ditetapkan, maka mereka tdak boletr

dipaksa.

Apabila panjual mernberikan harga tanaman atau bangunan

unfuk memilikinSn beserta tanahnln, atau dia berkata, "Aku akan

mencabutnya dan akan mernberikan ganti rugi kekurangan sebab

pencabtrtan," maka muflis dan para pernberi utang dipaksa r.rnhrk

menerimanya. Dan peqtual boleh merninta tarnhnya kernbali.

IGrena mudarat hilang s€bab sennra ihr.

Apabih per$ual tanah berkata, 'Al$r akan menarik

tanatrnp dan menetapkan tarnman atau bangunann5ra, dan aku

akan mengambil upah tanahnya," maka Al Mas'udi mengatakan,

"Hal itu boleh dilakukan."

Apabila mullis dan para penrberi utang menolak unhrk

mencabutrSa, dan pafual menohk menrberi harga tanaman dan

bangunann3a, dan ganti rugi yang disebabkan

pencabutan, truaka apatoh dia boleh merninta kernbali tanahnp?
Imam Asy-Syafi'i 4g mengatakan di-satu tempat bahwa dia boleh

meminta kembali tarahqla. Diternpat 3png lain dia mengatakan

bahwa hak dia merninta kernbali tanahnln gu$r.
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Ulama kita berselisih pendapat dalam hal ini. Diantara

mereka ada yang mengatakan bahwa adadua qaul

Pertama: Penjual boleh meminta tanahnSa,walaupun tidak
memberi harga tanaman dan bangunan. Karena hadits Nabi $,
* *S r3t y\'sf gr;;;lr +v;L Maka tidak dapat dibedakan. Dan

karena yang sering terjadi dalam hal ifu, peniual mendapatkan

beban dari milik orang lain. Hal itu tidak menggugurkan hak
pengembaliannya, sebagaimana apabila menjual pakaian, lalu

dicelup oleh pembeli dengan modalnyra sendiri.

Kdua: Penjual tidak boleh merninta kembali tanahnya.

Karena tanahrya sudah teltebani dengan hak omng lain.

Sehingga hak minta kernbalinp gugur. Sebagaimana apabila

membeli paku kepada seseorang, dan dibuat memaku pintu,

kemudian penjual jatuh miskin, mal<a peniual fidak boleh meminta
paku ihr kernbali. Dan karena rujuLnya (minta kembali) penjual

pada harta bendanya hanp untuk menghilangkan mudhamt

darin5ra. Sehingga apabila kami membolehkannya ruju' (merrlrnta

kembali) disini, niscaln kami menghilangkan mudharat darinya.

Dan kami menghubungkannya dengan mullis dan para pemberi

utang. Karena jalan keduanya unhrk tanaman dan bangunannya

tidak tetap.

Diantara mereka ada yang mengatakan: Masalah ifu bukan

mengikuti dua pendapat AsySyafi'i, al<an tetapi dua keadaan.

Sehingga sasaran yang dikatakan "Penjual boleh merninta kembali

tanahnya dan tidak harus memberikan harga tanaman dan
bangunan," diarahkan pada keadaan, apabila harga tanah lebih

mahal daripada harga tanaman dan bangunan. Karena tanaman

dan bangunan ikut pada tanah. Sedangkan sasaran lnng
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dikatakan, 'Penjual tdak boleh meminta kembali tanahn5la,"

diarahkan pada keadaan, apabila harga tanaman dan bangunan

lebih mahal daripada harga tanah. Karena tanah ikut pada

tanaman dan bangunan.

Pendapat yang shahih adalah masalah itu ada dua

pendapat Ary-Sffi'i. Karena penjual apabila memberikan harga

tanaman dan bangunan, niscaSa dia dapat merninta kenrbali

tanahnp. Baik harga tanah lebih mahal daripada harga tanaman

dan bangunan atau lebih murah.

Apabila kami katakan: Dia fidak boleh merninta kernbali

tanahnya, rnaka fidak ada pernbicaraan. Dan apabila kami

katakan: Dia boleh merninta kernbali tanahn5a, dan dia tidak

memberi harga tanarnan dan bangunan, lalu merninta kembali

tanahnla, maka dipertimbangkan.

Apabila para pernberi utang, mutlis dan peniual sepakat

unhrk menjtnl tanah, bnarnq dan bangunan, maka keduanSa

harus diiual, dan harganya dibagikan kepada mereka berdua senilai

harga keduanya. Caranp, ditanlnlon, rBerapa harga tarnh png
ada tanaman dan Uangunanrya?" Apabila dikatakan, "Lima

puluh," lalu dihn!,alon lagi, "Berapa harga tanaman dan

bangunan tersendiri?" Apabila dikatalon, "Dua prluh," maka

pernilik tanah mendapatkan tiga perlirna harga, sedangkan mullis

dan para pernberi utang mendapat dua perlima harga.

Apabila tidak mau menjual tanahnla, maka ada dua

pendapat AEAnfi'i.

Pertama: Dipaksa agar mau menjual tanah dan

bangunan, dan harganya dibagikan kepada keduanya sesuai harga

keduanya sesuai apa !,ang telah kami sebutkan dalam hal
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pernbagiaannya. Karena keperluan mendorong unfuk dijual,

sehingga sernuanya harus dijual. Sebagairnana, apabila barang

yang dijual berupa pakaian, lalu dicelup oleh muflis dengan biaya

sendiri, kemudian diminta kernbali oleh penjual tanpa memberikan

biaya pencelupan, maka pakaian tersebut harus diiual berikut

celupannya.

Demikian juga apabila barang yang dijual berupa budak
perempuan, lalu rnelahirkan saat ada di tangan pembeli, dan
penjualnya rneminta kembali, maka harus dijual berikut anaknya.

Demikian juga, apabila budak perempuan tersebut

digadaikan, lalu melahirkan saat berada di tangan penerima

gadaian, maka anakrya harus diiual bersama ibunya.

Kedua: Tidak boleh dipaksa menlral tanahnya. Ini
pendapat yang masyhur. Karena peniualan tanaman dan
bangunan masih bisa dipisahkan. Sehingga penjul tidak boleh

dipaksa menjual tanahn5n.

Dikatakan dalam Al hyan, ,*-Raudhah &n Al Hawi,
'Berbeda dengan celup. Karena tidak bisa diiual secar€r terpisah."

Demikian juga dengan anak budak, sesungphnya dia harus

dijual, karena tdak boleh memisahkan antara ibu dan anaknSra

5ang masih kecil. Karena sabda Nabi $,

"Tidak bleh sanng ibu dihnt sdih karqn atnlm5m."

Syaikh Abu Hamid menceritakan, bahura diantara ulama

kita ada yang mengatakan bahun tanah dan tanamannln

digadaikan. Kemudian upah dari hasil tanahnya unfuk penjualnla,

t^{ii4rs{f.t
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sedangkan upah Snng dihasilkan dari tanamannln unfuk muflis dan

para pernberi utangnya.

S!,aikh Abu Hamid berkata, "lni pendapat yang salah.

Karena menyannkan pohon tidak boleh. Karena ifu, apabila

mr*:rggllrrrsha6 pohon, dan tumbuh saat di tangannya, maka tidak

wajib mernberikan upahn3n. "

St ailfi Aslrsyirazi e berkata: Pasal: Apabila

barang lpng dijual bempa tanah, lalu ditanami oleh
pembeli, kemudian dia iahrh mishn, sedangkan
penjualngra memilih minta kembali pohon tersebut,

maka hal ihr boleh. Karena dia mendapatkan harta
bendanya terbebani dengan barang lpng dapat
dipindah. Sehingga dia boleh rneminta kembali.
Sebagaimana apabila barang lpng diirnl berupa rumatr,
yang di dalamngp terdapat barang milik pembeli.

Apabila peniual menarik kembali tanahnya, maka
dipertimbangkan pada tanaman. Apabila masuk
waktunSTa panen, maka hanrs dipindahkan. Dan apabila

belum masanlra p.rnen, maka dibiarkan sampai tiba
waktunga pErnen tanpa upah. Sebagaimana apabila
menanami tanahnya kemudian menjualnSa.

Penjelasan: Ucapan Asy-Syirazi dalam pasal ini sudah

dijelaskan pada pasal sebelumnya. Pasal ini dengan sendirinya

sudah jelas. Dan ditambatrkan beberapa hukum darinya. [-alu kami

katakan:
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Apabila mernbeli tanah kepada seseorang dengan harga
dalam tanggungannya, dan mernbeli tanaman pada orang lain
dalam tanggungannya, lalu ditanam pada tanah tersebut dan
pernbeli jatuh miskin sebelum menyerahkan harga keduanya, maka
masing-masing dari dua penjual boleh merninta kernbali harta
bendanyra.

Apabila merda berdua merninta kernbali, rnaka
dip€rtmbanglon

Apabila pernilik tanarnan merghendaki mencabut
tanarnannta, rnala hal itu boleh dan penjual tanah fidak boletr
mencqahngn.

Apabila dia mencabutrya, maka harus meratakan tanah
dan menrberi ganti rugi kekurangan yang terjadi
Karena hal ifu t€riadi untuk menyeJarnatkan miliknSa.

Apabila p€rnilik tanah ingin mencabut taruunan, dan
mernberi ganti ru$ kektrrangan atau menrbagrar harga tanarnan
supaya di dapat merniliki beserta tanahnya, maka hal itu boleh.
Karena tanaman tersebut tidak terpisah dengan miliknya. sehingga
dia boleh menggugurkan haknya dengan harganya.

Apabila pernilik tanah rnau mencabut tanaman tanpa
mernberi gmfi, maka apaloh penjr.El tanarnan dapat dipaksa
unfuk menjual tanamannla? Ada dna pendapat ularna fikih Asy
$nfi'i dalam hal ini:

Pertama: Hal itu fidak boleh dilakukan. IGrena tanaman itu
bukan disebablon keringatrla ormg yang zhalim. Dan karena
apabila barang ihr rrnsih menjadi milik mullis, p€rnilik tanah fidak
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boleh menunfut unfuk mencabut tanpa adanya ganti. Maka

dernikian juga tanaman Sang berpindah dari penjual kepada muflis.

Kedua, boleh memaksan5n. Karena yang dapat dijual

adalah tanaman yang dicabut. Sehingga dia dapat mengambil

tanamannya dalam keadaan tercabut. Berbeda dengan muflis.

Karena dia menanamnya pada miliknya. Sehingga haknya tetap

unfuk itu.

hnu Ash-Shabbagh berkata, "Apabila mernbeli biji kepada

seseorang, lalu ditanam di tanahnya, dan membeli air kepada

orang lain, lalu disiramkan pada benih tersebut sehingga fumbuh,

kernudian dia jafuh miskin, maka keduanya bergabung dengan

para pemberi utang dalam harga biji dan air. Dan dia tidak boleh

meminta tanamann5ra. Karena harta dia yang sebenamya tidak

didapatkan. Hal ifu seperti apabila mernbeli makanan, lalu

diberikan pada budaknya hingga dewasa. Maka dia tidak punya

hak pada budak tersebut. Dan karena bagian aimya tidak diketahui

oleh seorangpun dari mahluk."

Al Imrani berkata, "Kami katakan: telah disampaikan dalam

masalah benih pada pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang lain,

lnifu, bahwa dia boleh meminta kembali tanaman dan aimya."

Sehingga Ibn Shabbagh kernungkinan mempunyai pilihan dari

salah safun3n.

A$rsyirazi xs berkata: Pasal: Jika barang yang

akan dijual merupakan barang yang seienis seperti biji-
bijian dan minyak, lalu dicampur menjadi sfu, maka

dalam hal ini ada beberapa pendapat ulama fikih Asy-
Syafi'i. Jika barang ifu dicampur dengan ienis yang
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stna, maka penjual boleh memintanya kembali, karena
wujud harta tersebut memang ada dipandang dari sisi

, dan benda tersebut bisa diambil unfuk
dimiliki, iika salah seorang meminta kembali
dan keduanya sepakat unhrk dibagi dua, maka barang
itu harus dibagilan dan diserahkan sejumlah takaran
lnng menjadi hakn3p.

Jika penjual menunhrt barang dagang tersebut
untuk dijual apakah orang lpng mengalami
kebangkrutan (mufliCl harus dipaksa unhrk menjualnSTa?

Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fihh A$rS!Efi'i;

Pertama, bahwa orang yang mengaliami
kebangkrutan itu tidal( boleh dipaksa karena barang
tersebut memr.rngkinlran unhrk dibagi dua sehingga
fidak menghanrskan penjualan dengan paksa, ini sama
seperti harta lpng dimilild oleh dua orang.

Kedua, bahwa orang lpng bangkrut ini boleh
dipaksa, karena iika barang itu diiual maka harta
pengganti milik penjual alran kembali seperti semula,
namun jika 3nng dibagilen berupa barang dagangan,
maka semua harta milikqTa ataupun harta penggantiq;a
fidak bisa kembali seperti semula. Jika barang tersebut
dicampur dengan ienis barang yang sarna, namun
dengan kualitas lpng lebih rendah, sehingga penjual
barang tersebut berhak meminta dikembalikan
barangn5ra karena wujud memang nampak
secara hukum dan ia berhak memiliki barangn!/a
dengan cara dibagi. Dan bagaimana cara
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mengembalikannya? Dalam hal ini ada dua pendapat

ulama fildh Asy-Spfi'i:

Abu Ishaq mengatakan kedua jenis minyak
tersebut dijual, kemudian hasil penjualan dibagi untuk
mereka berdua sesuai dengan harga masing-masing dari

minyak tersebut, karena jika dia mengambil barangnya

dalam benhrk minyak dengan cara ditakar, maka ifu
akan mengurangi haknya, dan iika dia mengambil

minyak tersebut lebih banyak dari yang seharusnya,

maka itu menjadi riba, sehingga dengan demikian

barang tersebut harus dijual.

Pendapat kedua dan pendapat ini sebagaimana

sesuai dengan nash, lnifu pemilik barang ifu mengambil

bagran mingraknya dengan c.ra ditakar karena memang

dia mendapatkan bagiannya dalam keadaan kurang,

maka harus dikembalikan iuga dalam keadaan kurang,

sebagaimana jika barang miliknya berupa pakaian lalu

terjadi penunrn.rn kualitas ketika barang ifu ada di
tangan pembeli, iika ia mencamptrrkan pakaian ifu
dengan pakaian lain yang kualitasnlE lebih baik maka

dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama, pendapat Al Muzani, yaitu bahwa

barang itu harus dikembalikan, karena inti dari barang

itu telah bercampur dengan barang yang tidak dapat

dibedakan, kemudian barang itu almn meniadi mirip jika

dicampur dengan barang lnng sejenis atau seperti
pakaian yang telah diwamai.
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Kedua, mengatakan bahwa barang itu tidak perlu
dikembalikan karena sec.ra hakikat inti dari harta
tersebut tidak ada, karena barang ifu telah bercampur
dengan sesuatu yang tidak mungkin dapat dibedalon,
baik secara wujud nyatanya maupun secara hukumnya,
karena merupakan sesuafu yang mtrstahil meminta
sesuafu yang sesuai dengan takaran tersebut, dan tenfu
akan berbeda jika ia mencampur dengan benda yang
semisal, sehingga memungldnkan unfuk meminta
takaran yang semisal dan ini berbeda dengan baju gnng
telah diwarnai, karena sebuah baju akan tetap ada,
namun hanya warnanln saja gnng berubah- Jika lmmi
berpendapat bahwa barang itu hams dikembalikan,
maka bagaimana cara pengembalian barang tersebut?
Dalam hal ini ada dua pendapat, salah satunyra
mengatakan bahwa kedua jenis minlpk ihr diiual,
kemudian harga hasil penjualan dibagi dua sesuai
dengan masing-masing harga dari min5;ak tersebut,
karena memang fidak mungkin mengambil minyak lpng
semisal dengan cara ditalar, karena dia akan
mengambil lebih banyak dari hak yang seharusnya dia
miliki, dan tidak mungkin juga dia mengambil bagian
min57akn57a lebih sedikit dengan cara ditalor karena itu
akan menjadi riba, sehingga dengan demikian minpk
itu harus dijual terlebih dahulu.

Kedua, minyak tersebut harus dikembalikan
dengan nilai takaran minyak tersebut, dan bisa jadi dia
akan mengambil sebagian haknya dan meninggalkan
sebagran haknya yang lain atas kemauannya sendiri.
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Penjelasan:

Hukum: Jika seseorang menjual sesuafu barang yang

memiliki kemiripan, lalu dia menggabungkan barang tersebut dan

barang itu tidak bisa dibedakan, maka dalam hal ini ada tiga

permasalahan,

Permasalahan pertarna: Dia mencampurkan barang

tersebut dengan jenis yang lebih baik, umpamanya dia membeli

satu kilo minSnk dari biji kapas yang setara dengan 10 Qirsy, lalu

dia mencampumya dengan sekilo minyak zaifun yang setara

dengan 40 Qirsy, kemudian penjual minyak ifu mengalami

kebangkrutan sebelum membayar harga minyak tersebut, apakah

si penjual boleh meminta kembali barang asli dari barang tersebut?

Dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama, dia boleh meminta kembali barangnya dan ini

adalah pendapat Al Muzani, karena memang ukuran dari kedua

barang tersebut tidak ada png lebih banyak meskipun barang

tersebut telah bercampur dengan bamngnya orang yang telah

bangkrut, namun hal itu tidak menghalangi untuk dibagikannya

barang tersebut, sebagaimana jika dia membeli baju, kemudian

manramainya dengan wama dari miliknya, sehingga penjual

pakaian boleh meminta kembali baju tersebut.

Keduar Penjual tidak boleh meminta kembali asal barang

tersebut. Asy-Syafi'i rg, berkata, "Dan ini adalah pendapat yang

lebih shahih dan demikianlah pendapatku." Karena pembeli tidak

boleh meminta kembali barang semisal yang dia miliki dengan cara

ditakar, karena nilai barang tersebut melebihi nilai barang yang dia

miliki, juga tidak sebanding dengan satu gantang yang dia miliki,

karena ifu akan mengumngi haknya. Jika kami berpendapat
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seperti ini maka harta itu dibagi kepada para kreditor dari hasil
penjualan barang tersebut.

Dan jika kami berpendapat dengan pendapat yang perhma
bagaimana meminta kembali barang yang telah tercampur? Pada

masalah ini ada dua pendapat dan keduanya telah dijelaskan
pen!^rsun kitab ini dan hnu Ash-Shabbagh. Spikh Abu Hamid
pun menjelaskan kedua pendapat tersebut, salah safunya yaitu
pendapat dari penyusun kitab ini dan pilihan pendapat hnu Ash-
Shabbagh, yaihr kedua minyak tersebut dijual dan empat perlima

dari harga minyak tersebut diambil Saitu 40 Qirsy, karena jika

kami berpendapat bahwa pemilik miryrak boleh merninta kembali
empat perlima minyak, maka ifu menjadi riba, dan pendapat

kedua yaitu pilihan pendapat Syaikh Abu Hamid, dan pendapat ini
terdapat dalam kitab Al Umm bahwa pemilik min5rak boleh
meminta kembali empat perlima min!,ak, karena transaksi ihr

bukanlah jual-beli. Dan minpk tersebut diposisikan dengan

timbangan min5rak dan takarannlp.

Permasalahan kedua: Jika penjual mencampur kedua

barang dengan jenis png sma, umpamanla dia mernbeli satu kilo
minyak senilai 10 Qirsy seperti min5rak bfii kapas, lalu dia
mencampump dengan safu kilo minSak sayur senilai 10 Qirsy,
kemudian penjualn5ra mengalami kebangkrutan sebelum membayar

harga minyak tersebut, maka dalam hal ini pembeli boleh meminta

kembali barangnya tersebut, karena memang barang ifu tetap ada

secara hukum. Jika pernbeli menunfut ada pernbaglan minyak

tersebut, maka orang yang bangkrut dan dan orang-orang lnng
berutang boleh dipaksa untuk melakukan pembagian, seperti

misalnya ada sekelompok orang yang mendapatkan warisan

berupa minyak, lalu salah safu dari mereka menunfut adanya
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pembagian minlnk itu, maka harus dilakukan pernbagian dan

orang yang menolak pembagian tersebut boleh dipaksa.

Dan jika pembeli menuntut penjualan dan pembagian

minyak, maka harus dilakukan pembagian dan orang yang

menghalangrnla boleh dipaksa. Jika peniual menuntut penjualan

minyak dan pembagian hasil penjualan tersebut, maka apakah

orang yang telah bangkrut (muflid boleh dipaksa? Dalam hal ini

ada dua pendapat:

Pertama, orang tersebut tidak boleh dipaksa untuk

menjualnya, karena penjual bisa mendapatkan haknya dengan

pembagian barang dagang Snng ada. Maka dengan demikian dia

tidak harus menunfut penjualan minyak tersebut, sebagaimana jika

sekelompok orang menerima warisan berupa minyak dan salah

satu dari mereka menuntut untuk dijual, maka pihak-pihak yang

Iainnya tidak boleh memaksanln untuk menjual.

Kedua, orang Snng jatuh bangkrut lmullid boleh dipaksa

unfuk melakukan penjualan, karena dengan cara pembagian

barang tidak akan mengembalikan barang seperti semula dan

mungkin saja dia mempunyai fujuan agar dia tidak memakan

minyak yang menjadi hak dari pembeli.

Permasalahan ketiga, Jika dia mencampurkan barang

dagangannya dengan minyak yang kualitasnya lebih rendah, yaifu

dengan cara membeli satu takaran minfk zaitun yang setara

dengan 40 Qirsy, lalu dia mencampumya dengan minyak yang

setara dengan 20 Qirsy, kemudian terladi kebangkrutan. Maka si

penjual boleh meminta kembali barang intinya dengan safu

perkataan, karena memang harta tersebut berlaku secara

hukumnSa, dan jika penjual tersebut rela unhrk mengambil takaran
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minyaknya tersebut, maka orang yang mengalami kebangkrutan
boleh dipaksa unfuk pernbagian minyak tersebut, karena nilai
barangnya lebih rendah daripada haknya, dan jika penjual tidak
rela dengan pembagian tersebut, maka dalam hal ini ada tiga
pandangan sebagaimana yang telah dijelaskan Syaikh Abu Hamid.

Pertama, orang yang mengalami kebangkrutan hanya

mendapatkan seukuran timbangann5n, karena memang wujud
barangnya telah berkurang, jika dia merninta barangnya

dikernbalikan, maka dia tidak lagi merniliki barang yang lainnla,
sebagaimana jika barang Sang dijual tersebut bempa pakaian, lalu

dipakai oleh orang yang mernbelinSra, maka nilai baju ifu telah

berkurang.

Kedua, dan ini adalah pendapat dari pengrsun kitab ini
dan hnu Ash-Shabbagh tidak menyebutkan yang lainnya bahwa

kedua minyak tersebut dijual dan telah diserahkan kepada penjual

senilai satu kilo yang khusus menjadi bagiannSn, lraitu senilai 40

Qirsy, sebagaimana lnng telah dia kemukakan pada permasalahan

yang pertama. Karena jika dia mengambil minyak senilai satu kilo,
maka itu masih dibawah haknya, dan jika dia mengambil lebih

banyak dari timbangan minyak tersebut, maka hal ifu menrpakan

riba.

Permasalahan lretiga: Dan ini sebagaimana yang

dijelaskan oleh hnu Al Marzaban, bahwa dia boleh saja mengambil

satu pertiga takaran dengan ukuran takaran . Dan ini
sebagaimana yang dijelaskan Asy-Spfi'i pada permasalahan yang

pertama dan pendapat png pertama adalah yang lebih shahih.

Wallahu'Alam.
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AslrSyirazi *u berkata: Pasal: Jilra seseorang

memesan sesuatu barang, lalu orang yang menerima
barang itu mengalami kebangknrtan dan dia masuk
kategori orang yang dicekal melakukan transalsi, iika
harta modal tersebut masih tersisa, maka orang yang

menyerahkan harta tersebut boleh membatalkan akad,

dan meminta kembali hartanya yang masih ufuh,
karena harta miliknya tersebut tidak tercampur dengan
hak orang lainnya. Sehingga harta itu kembali lugr

kepadanya seperti barang dagangan, dan jika modalnya
telah hilang, maka modal tersebut dibagi kepada orang-
orang yang mengutangl/fieditor seukuran harta yang

telah diserahkan kepada mereka. Dan iika pada

hartanya fidak terdapat jenis barang yang dipesan,
maka dia harus membeli barang tersebut dan
menyerahkann5Ta kepada pemes.rn karena mengambil
pengganti dari barang lrang telah dipesan itu fidak
boleh.

Dan Abu Ishaq mengatakan: Jika penerima pesan

mengalami kebangkrutan, maka bagr pemesan boleh
membatalkan akad tersebut dan ikut pembagtan dengan
para kreditor (orang yang memberi pinjaman dengan
harta modal tersebut), karena penerima pesan tidak
mampu lagl menyerahkan barang yang telah
dipesankan kepadan5n, dan pembatdan menjadi tetap,
sebagaimana jika dia seseorang memesan kurma yang

basah, kemudian kurma itu berhenti (berbuah).

Sementara menurut pendapat ma&hab bahwa
transaksi ifu fidak langsung batal, karena memang
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wujud barangngn tidak ada, maka fidak terjadi
pembatalan dengan adanya kebangkrutan, seperti jika
dia menjualkan suahr barang untuk pemilik barang, lalu
orang yang membeli barang ihr mengaliami
kebangknrtan untuk membaSnar barang tersebut
sementara barang tersebut telah hil*g, dan ini berbeda
jika seseorang memes:rn barang, kemudian kurnra
basah tersebut terhenti, maka pembatalan akad disini
karena adanya lesulitan barang 3lang dialodkan
sebelurn diterima. Senrentara losus di atas terpdiqTa
penrbatalan karqra daqTa kebangknftan. Dan
pembatalan akad karena adaryn pailit (kebangknftan)
itu terjadi bagi orang lpng masih mendapa:tkan
barangnln dalam keadaan utuh, sementara pada
masalah pemesanan kurma ini karena memang
barangnln tdak didapatkan, maka dengan demikian
akad ini fidak dapat dibatallon.

Peniehsan:

Hukum: Jika seseorang mernesan barang kepada Snng
lainnya dengan suatu sifat, kernudian pernesan tersebut bangkrut
sebelum mengambil barang pesanannya dengan sifat yang berbeda

dengan barang Sang dipesan sebelumnla, maka dia tidak bol€h
mengambil barang ihr tanpa adanya kerelaan dari orang png
mernberikan pinjaman, karena hak mereka terganfung dengan

hartanyra.

Jika orang 5rang bangkrut dan orang yang mernberilon
pinjaman ifu rela, rnaka dibolehkan mernbatalkan akad tersebut,
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karena hak tersebut milik mereka dan bukan pihak di luar mereka.

Jika dikatakan: Apa perbedaan akad yang semacam ini dengan

akad mukabb ketika fuannya mengizinkan kepadanya untuk

mernbebaskan utangnya, dan pembebasan utang semacam ini

tidak sah menuntt dua pendapat?

Menurut kami: Perbedaan di antara keduanya berdasarkan

pendapat ini bahwa oftmg yang banglmi (muflilt memiliki hak

milik yang penuh, han5n saia dia dicegah unfuk mengelola

hartanya karena adanya kaitan hak orang lain pada hartanya, jika

orang lain tersebut mengizinkannya unfuk mengelola hartanya,

sehingga pengelolaan harta itu sah hukumnya seperti harta yang

digadaikan ketika orang yang menerima gdai mengizinkan

pengelolaan harta tersebut, dan ini tidak berlaku hal Snng sama

pada mukabb, karena terlarangnya pengelolaan harta tersebut

disebabkan kurangnSa hak kepernilikan harta tersebut. Jika

fuann5a mengizinkan kepadanSa, kepemilikannln tetap belum

sempuma.

Dan jika yang bangkrut ihr adalah penerima pesanan, lalu

dia dibatasi untuk mengelola hartaryn sebelum panesan menerima

barang pesanannya, jika memang barang png dipesan ifu ada

pada orang yang menerima pesanan, maka panesan boleh

mengambil barangnya ifu dari penerima pesan. Dan jika barang

yang dipesan ifu fidak ada, maka penerima pesan mernbelikan

barang yang dipesan dari hartanya sesuai dengan ukuran hak dari

pemesan karena memberikan barang pengganti yang lain dari

barang yang telah dipesan merupakan hal yang tidak

diperbolehkan.
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Abu Ishaq mengatakan: Pernesan merniliki hak unfuk
memilih antara menga.raluasi akad dan ikut pembagian dengan
para kreditor dengan seukuran bamng yang telah dipesanqp atau

dia membatalkan akad tersebut, dan ikut bersama para kreditor
unfuk pembagian bagian dari modal pernesanan, sebagaimana

lrang dikatakan Asy-Syafi'i rg dan yang terdapat dalam nash,

bahwa pemesan tidak dapat mernbatalkan akad, akan tetapi ikut
dalam pernbagian harta bersama dengan para l<reditor sesuai

dengan ukuran barang Snng dipesan, sebagaimarn orang lpng
menjual bararrg jika dia mendapatkan barang jualannya dalam

keadaan rusak. Sehingga dia tidak berhak mernbatalkan akad iual-
beli dan merninta ganti dengan nilai bamng yang dijual, dan ini
berbda jika memang barang Snng dipesannya tidak ada, karena

memang pemesan memiliki maksud dari pernbatalan akad ini,
yaitu dia ingin menninta kernbali dengan segen -dan dia
akan mendapatkan kesulitan jika pengernbalian modalnla difunda-
hingga adanya barang yang dipesarrnln.

Jika perrnasalahan ini telah tetap, maka harta tereebut

dibagi kepada para laeditor dengan nilai sebesar barang

pesanannya dan sebagian dari harta 37ang menjadi hak pernesan

harus dipisahkan untuk dibelikan barang pesanannlra. Jika dia
mernesan serafus ukuran besar jagung dan harganya 200 Pound

Mesr) pada saat pernbagian, maka haknp disisihkan terlebih
dahulu, kemudian harganln difurunkan agar menjadi mumh
sehingga harga serafus jagung dalam ukuran besar tersebut

sebelum dilakukan pernbelian hargan5a sama dengan 100 Pound,

kemudian dia membeli serafus jagung dalam ukuran besar dan
membagi 100 Pound lnng ada kepada orang yang masih

benrtang, jika memang mereka masih memiliki utang, atau harta
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tersebut dikernbalikan kepada orang yang bangkrut lmufliCl iil<a

orang-orang lnng berutang telah memenuhi hak-hak mereka.

Dan ketika harga makanan naik menjadi mahal pada saat

pembelian sehingga harga 100 Pound sama dengan harg 300

Pound, maka dia menggunakan 200 Pound yang telah disisihkan

untuk mernbeli jagung sesuai dengan ukuran yang ada. Syaikh Abu

Hamid mengatakan: Dan pembelian yang tersisa menjadi

tanggung jawab orang yang telah menerima pesanan tersebut.

Sementara hnu Ash-Shabbagh mengatakan: Kalajiban itu
dikembalikan kepada orang lang berutang diambil dari bagian

mereka karena hal ini jelas bahwa haknya ada pada barang yang

akan diserahkan, bukan pada harga yang ada. Wallahu 'Alam.

Asy-Syirazi *g berkata: Pasal: Jika seseorang

menyewakan sebidang tanah, kemudian orang lnng
menyewa mengalami kebangkrutan untuk membaSnr

sewanlra, jika ifu terjadi sebelum terpenuhinya unsur
pemanfaatan, maka pemilik tanah ifu boleh
membatalkan akad sewa ifu, karena mendapatkan
manfaat dalam sewa-menyewa sama seperti barang
yang dijual dalam transaksi jual-beli- Sehingga ketika
pembelinp mengalami kebangkrutan sementara
barangngra masih tetap ada, maka akad tersebut boleh
dibatalkan. Begitu juga jika orang lrang menyewa
mengalami kebanglrrutan sementara pemanfaat itu
masih ada, maka harus ditetapkan adanln pembatalan

akad tersebut. Dan jika dia banghrut dan telah
mendapatkan beberapa manfaat dan masih tersisa
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sebagian yang lain, maka itu harus dibagi kepada orang
yang berutang dengan bagran sebagaimana yang telah
lalu, dan sisa yang ada dibatalkan, sebagaimana jika ada
seseor.rng yang membeli dua budak dan salah safu
budak tersebut ada yang hilang, kemudian dia jahrh
bangkrut (muflid maka harga budak yang telatr hilang
itu harus dibagi kepada or.rng-oftrng yang berutang dan
sisa penjualan yang ada dibatalkan.

Dan iika dibatalkannya sntu akad dan di atas
tanah tersebut masih terdapat tanaman lrang belum
dipanen, maka dalam hat ini ada beberapa pandangan;
jika orang-orang lpng memiliki utang dan orang lpng
banglaut bersepakat unfuk mempertahankanngTa
dengan mengeluarlran biagra hingga datang waldu
Ixlnen, maka orang lpng menyewakan tanah tersebut
wajib menerimanyra, karena tanaman tersebut
merupalran hak, dan penyewa telah mengeluarlan
biaya r.rnhrk mengunrs tanaman yang tersisa, maka dia
hanrs menerima kelaniutan al<ad tersebut-

Dan jika pen!,eura tanah itu fidak mengeluarkan
biaya, maka pemilik tanah ifu boleh menunhrt
dihentikan akad tersebut karena mempertahankan alod
tersebut hingga datangnya panen unfuk menghilangkan
mudharat bagi orang lpng bangknft dan orang lnng
berutang, dan suatu mudharat fidak boleh dihilangkan
dengan mendatangkan mudharat yang lain, dan
mempertahankan akad tersebut tanpa biagn pengganti
akan merugikan orang lrang menyewakan
tersebut.
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Jika sebagian mereka menghendaki pemufusan
akad dan sebagian yang lainnyra ingin melanjutkan akad
tersebut, maka dalam hal ini ada beberapa pandangan.
Jika tanaman tersebut tidak memiliki nilai dalam waktu
cepat seperti bahan makanan yang baru saja tumbuh
dari muka bumi, maka akad ini tidak boleh dihentikan,
karena jika ini dihentikan, maka tidak akan menghasil
nilai jual, dan jika terus ditanam akan menghasilkan
nilai, dengan demikian pendapat orang yang
menginginkan tanaman ifu terus dibiarkan hingga
menghasilkan nilai harus terlebih dahulu diutamakan.

Jika barang itu memiliki nilai seperti tanaman
sejenis rumput (untuk pakan temak) yang telah bisa
dipanen (meskipun masih muda), dalam hal ini ada dua
pendapat ulama fildh Ary-Sffi'i:

Pertama, pendapat yang mengajak untuk
memotong (memanen) fumbuhan tersebut harus
didahulukan , karena orang lrang mengajak unfuk
memotong tanaman tersebut akan mempercepat dirinya
memperoleh haknya, maka tidak boleh ditangguhkan.

Kedua, yaitu pendapat Abu Ishaq yaitu lebih
mendahulukan pendapat yang lebih menguntungkan,
dan pendapat pertama lebih jelas.

Penjelasan: Dan hukum yang berkaitan dengan
pemutusan akad 5nifu jika seseorang menyewa kepada yang

lainnya sebidang tanah dengan biaya lnng ada pada tanggungan
penye'{/a, kamudian penyerwa mengalami kebangkrutan unfuk
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membayar se\ ra lnng menjadi tanggungannya sebelum

dibayarkan. Jika masa seu,anya telah dipenuhi, maka penyeu/a

membayar biaya seura kepada pemberi utang, dan jika masa se\ ra

belum berlalu sama sekali, maka orang yang menye\ rakan boleh

melakukan pilihan antara menrbagi biaya sala kepada pemberi

utang dan akad tetap berlangsung, atau dia mernbatalkan akad

serr,ra dan kernbali mensfatap tanah miliknya r.rnfuk dimanfaatkan,

karena pernanfaatan tanah sama seperti barang yang diperjual-

belikan, rnalo dengan dernikian diperbolehkan untuk diminta

kernbali.

Jika kebangkrutan teriadi setelah rrasa penyeunan tanah

tersebut telah berlalu, maka orang lrang menye\ /akan boleh

mernilih antara melanjutkan akad dan mernbagi uang seura

tersebut kepada pemberi utang sebagaimana Snng telah lalu,

sebagaimana 37ang kami jelaskan seperti orang 3nng mernbeli dua

budak dengan harga tertenfu, lalu salah safu dari budak tersebut

hilang k€trlo berada pada kelmasaan pernbeli sernentara budak

Fng lain rnasih tetap ada.

Jika hal ini tdah tetap, jika orang yang menye\ lakan

memilih pernbatalan akad seura dan pada tanah tersebut terdapat

tanaman, jika tanaman telah dipanen -maksudn5ra adalah telah

siap unfuk dipanen- maka dia boleh menunfut orang lnng
bangkrut dan yang bemtang unfuk mernanen tanaman tersebut

dan mengosongkan tanah tersebut meskipun tanaman tersebut

belum bisa dipanen, jika mernang ada kesepakatan antara orcmg

yang bangkrut dan para pernberi utang unfuk mernutuskan akad

ifu, maka hal itu diperbolehkan, baik tanaman itu merniliki nilai

rnaupun tidak merniliki nilai, dan hakim tidak dapat menolak

kepufusan mereka, karena merekalah 5rang menriliki hak.
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Jika orang lang menyewa sepakat melaniutkan se',r,ra tanah

tersebut dan membayar uang set ua kepada pemilik tanah sampai

tiba waktu panen, maka pemilik tanah harus menerima hal

tersebut dan mereka tidak boleh menuntut untuk mencabut

kembali akad tersebut.

Jika orang Snng bangkrut dan para pemberi utang enggan

unfuk membayar uang ssd/a maka pemilik tanah boleh menunhrt

mereka menunaikan kewajibann5ra, yaifu memanen hasil tanaman

mereka karena kami telah membolehkan kepada pemilik tanah

untuk meminta kembali wujud barangnya, dan wujud barang

tersebut yaitu memanfaatkan kembali tanah mereka maka

penyerrua tanah tidak boleh menunda hak pemilik tanah tanpa

memberi ganti, dan ini berbeda jika dia menjual sebidang tanah

dan ditanami oleh pembeli tanah, lalu pembeli itu jatuh bangkrut,

kemudian pemilik tanah meminta kembali tanah tersebut, maka

pemilik tanah hams membiarkan keberadaan tanaman tersebut

hingga datang waktr: panen tanah menerima bayaran, karena yang

menjadi akad dalam jual-beli itu adalah wujud tanah tersebut dan

pemanfaatan tanah hanya bersifat mengikuti yang tidak perlu

adanya pengganti, dan seorang pembeli hanlra masuk dalam akad

dan tidak mengharuskan adanya pengganti berbeda dengan sewa-

menyewa yang menjadi obyek akad adalah pemanfaatan dan tidak

boleh memanfaatkan sesuafu barang tanpa adanya pengganti.

Jika orang yang bangkrut dan yang berutang berbeda

pendapat, kemudian sebagian mereka berkata: akad tanah tersebut

harus dibatalkan dan sebagian yang lain mengatakan akad itu tetap

dipertahankan hingga datangnya waktu panen, karena memang

tanaman tersebut belum memiliki nilai unfuk dijual, seperti

tanaman yang baru tumbuh, maka dalam hal ini yang harus
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didahulukan adalah pendapat yang mengatakan bahwa tanaman

tersebut harus dipertahankan hingga datangnya wakfu panen,

karena pendapat yang mengajak unfuk mengakhiri akad akan

menyebabkan kerugian dan kehancuran tanaman tersebut, maka

pendapat seperti itu tidak boleh direspon meskipun tanaman itu

telah memiliki nilai jual seperti tumbuhan sejenis rumput (untuk

pakan temak)dan dalam hal ini ada dua pandangan;

Abu Ishaq berpendapat bahwa lnng harus dilakukan adalah

pendapat yang lebih menguntungkan karena adanya pencekalan

menunfut adangn bagian.

Dan kebanyakan sahabat-sahabat kami mengatakan bahwa

pendapat yang mengajak untuk mernbatalkan akad harus lebih

dahulu direspon, dan telah kami kernukakan dalil kami

sebelumnya. Jika ada pertanlaan: Apa perbedaan masalah ini

dengan orang 3ang membeli tanah, lalu dia menanarni tanah

tersebut kemudian dia mengalami kebangkrutan, kerrudian penjual

tersebut mengambil kembali wujud barangnya, yaifu bempa tanah

dan tanaman tersebut tetap menjadi milik orang yang bangkrut

dan orang-orang yang berutang, kemudian sebagian dari mereka

berkata bahwa akad ini hams dicabut kembali, dan sebagian dari

mereka berkata akad ini tetap dipertahankan, maka dalam

keadaan seperti ini ucapan yang mengatakan bahwa akad ini tetap

dipertahankan harus lebih diutamakan.

Dan menurut kami perbedaan dua akad ini Sraitu bahwa

pihak yang mengajak untuk membatalkan akad dan mencabut

tanaman tersebut menghendaki ada kenrgian bagi pihak yang

lainnya, karena menjual tanaman yang masih tumbuh di tanah

akan lebih mengunhrngkan dirinya, maka dengan demikian
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pendapat yang mengajak untuk membatalkan akad, dan mencabut

tanaman tersebut tidak harus diikut dan tidak dernikian dengan

tanamannya, karena orcmg yang mengajak untuk mencabut

tanaman tersebut akan memberikan manfaat dan tidak

menyebabkan mudharat. Karena sebuah tanaman, jika tetap

dipertahankan terkadang bisa tumbuh dengan baik dan terkadang

tidak bisa tumbuh dengan baik.

Jika hal ini tdah tetap, dan mereka bersepakat

mernpertahankan tanaman tersebut sampai datang wakhr panen

dan mernbufuhkan tanaman dan biaya, iika orang Sang benrtang

dan orang png bangkrut bersepakat untuk mernbiayai dari harta

orang 5rang bangkrut gnng belum dibagikan, maka dalam hal ini

ada dua pandangan:

Pertama: Tidak ada seomng pun di antara mereka yang

boleh mengeluarkan bialn, karena hasil tanaman ini masih belum

pasti, dan tidak sel4nknya iika harta lnng masih ada meniadi

hilang kernbali.

Kedua: Dan ini adalah pendapat ma&hab yaihr mereka

boleh membia5ai tanaman tersebut, karena ifu menrpakan

kernaslahatan bagi harta tersebut, dan bertrrjuan unttrk

mengembangkan harta sebagaimana biasanya.

Jika orang yang berutang mengajak orang yang bangkrut

unfuk membelanjakan hartanya, kemudian orcmg yang bangkrut ihr

menolaknla, maka dia tidak boleh dipaksa karena mernang orang

5nng bangkrut itu tdak wajib unfuk mengembangkan hartanya

unfuk orang-omng 1lang benrtang. Jika diantara omng lrang
berutang atau sebagian dari mereka ada Sang sukarela untuk

mernbiayai tanaman tersebut tanpa izin dari orang yang bangkrut
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(mulliCtdan hakim tidak meminta kembali kepada mereka dari apa
yang telah mereka biayai karena mereka melakukannya secara

sukarela.

Jika sebagian mereka membiayai dengan izin hakim atau
orang yang mullisuntuk mengembalikan kepada orang yang muflis
dari apa yang telah dia biayai, maka hal itu diperbolehkan, dan itu
merupakan utang yang menjadi tanggungan orang yang bangkrut,

dimana orang yang berutang tidak ikut bertanggung jawab, karena
ifu menjadi ka,vajibannya setelah adanya pencegahan unfuk
mengelola hartanya. Dan jika sebagian orang yang berutang

membiayai tanaman tersebut dengan izin sebagian orang yang

berutang dengan syarat agar dikembalikan kepada mereka, maka
itu diperbolehkan dengan mengembalikan biaya 5rang telah mereka
keluarkan-

Cabang: Asy-Syafi'i {g mengatakan dalam kitab.4/ Llmrn
Jika seseorang menyevua binatang pengangkut unfuk
membawakan makanan unfuknya ke suafu negeri, lalu ia

membawanya, kemudian penyewa mengalami kebangkrutan

sebelurn menyerahkan biaya tersebut, maka omng Sang menerima

sewa hendaknya membagikan biaya ser,r.ra ifu kepada orang-orang
yang berutang. Dan jika dia bangkrut sebelum sampai ke negeri
yang dituju, maka dalam hal ini ada beberapa pendapat; jika

tempat yang drtuju ifu dalam keadaan aman, maka dia boleh
membatalkan serr/a dari sisa perjalanan yang telah ditempuh, dan
menyerahkan makanan tersebut kepada hakim.

hnu Ash-Shabbagh mengatakan: Jika orang yang

menerima sewa menyimpan makanan tersebut di tangan orang
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lrang adil tanpa izin dari hakim, maka dalam hal ini ada dua

pandangan, seperti orang png menitipkan barang, jika dia hendak

bepergian, kemudian dia menitipkan barang titipan tanpa izin

hakim, apakah dia akan menanggungng;a? Dalam hal ini ada dua

pandangan, dan pendapat png benar ada dua pandangan; jika

ternpat yang dihrju ihr menakutkan, maka dia wajib membawa

makanan tersebut ke ternpat yang telah disepakati dalam akad

seura tersebut unfuk dibawarqn atau ke tempat lain yang aman,

karena dia berhak mernanfaatkannSp dengan hak serpa sebelum

adanp penahanan unfuk mengelola hartanya.

Dan jika seseorang menye\l,"a angkutan yang berada pada

jaminannya, kernudian orcrrg yang menyeuakan angkutan tersebut

mengalamai kebangkrubn, maka orang ltang menyalua hendaknya

mernbagi harga perranfaatan kepada para pernberi utang jika

memang dia belum menunaikarungn sarna sekali atau dengan sisa

harga yang ada jika dia telah menunaikan setengah dari se',ruanya,

karena haL-f berkaitan dengan tanggungannya, sebagaimana jika

dia menjual sebuah barang 3png ada dalam pertanggungannya.

Dan jika bagian harta dari orang 3,rang bangkrut tdak
mencukupi biaya pengganti dari seura, dan biaya se',r,ra tersebut

masih tersisa, maka p€nye\ln boleh mernbatalkan akad set,rra dan

meminta kembali barangqa s@am ufuh jika memang dia belum

menggunakan jasa tersebut sarna sekali atau dia telah

menggunakan sebagian jasa tersebut- Karena biaya se\ ra itu
seperti wujud barang 1;ang diperiual-belikan. Wallahu A alam.

Penyusun htab ini e trerkata: Pasal: Jika harta
orang lpng bangknfi (muflid dibagilnn kepada orang-
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orang yang berutang, maka ketika dia dicegah untuk
melakukan pengelolaan hartanya, dalam hal ini ada dua
pandangan, graifu:

Pertama: l-arangan pengelolaan harta menjadi
hilang karena makna yang dituju ketika dilakukan
larangan pengelolaan harta ifu adalah melindungi harta
dari orang-orang yang berutang, sementara harta ifu
telah hilang, maka hilang pula larangan pengelolaan
tersebut, seperti orang lnng gila, lalu dia menjadi waras
kembali.

Kedua: l-arangan pengelolaan itu tdak hilang
kecuali dengan keputusan hakim, karena keputusan
larangan pengelolaan harta itu dengan keputusan
hakim, maka larangan ifu tetap akan ada kecuali telah
dipufuskan hakim, seperti larangan pengelolaan harta
kepada oftmg lpng melakukan perbuatan yang mubazir
atau boros.

Penjelasan:

Hukum: Jika harta orang yang bangkrut dibagikan kepada

orang-orang yang berutang, maka kefika dilakukan larangan

pengelolaan harta ada dua (pendapat ulama fikih Asy
Syafi'i);

Pertama, lamngan pengelolaan harta itu menjadi hilang

tanpa harus ada keputusan hakim, karena adanya larangan

pengelolaan harb karena adanya harh, karena harta ifu telah

hilang maka larangan pengelolaan harta tersebut/hajru hilang
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dengan hilangnlp harta tersebut sebagaimana orang gila yang

dilarang mengeloh harta karena grlanla, maka ketika penyakit

gilanya hilang maka hilang pula larangan tersebut. Pendapat kedua

mengatakan bahwa larangan pengelolaan harta ifu tidak akan

hilang kecuali dengan keputusan hakim karena larangan ifu

menjadi tetap atas keputusan hakim, maka larangan ifu akan tems

ada kecuali dengan kepufusan hakim, sebagaimana larangan

pengelolaan harta kepada oftmg 3ang kurang akalnya.

Ary,Syirazi g berkata: Pasa[ Jika ada orang yang

wafat dan memiliki utang !/ang masing berkaitan
dengan hartarr5Ta sebagaimana utang tersebut
berhubungan dengan larangan pengelolaan hartanya
ketika ia masih hidup, iika ia memiliki utang yang
ditempo maka utang itu harus diba5nr karena
kematiannya itu, sebagaimana yang diriwa3Tatkan dari
Ibnu Umar 4p bahwa Nabi €r bersabda,

.iHt'i ei5je
,b ,siti ,,y.t Jt Us {S itr}t dv tiL,

I

'Jika weonang rnfat dan dia memiliki pfutang

trang ditempo dan juga utang, maka tnng hans segera
difinaikan adalah utangnya dan yang ditempokan
adalah piutangnga-' Karena memberi tempo kepada
orang yang berutang akan menjadi keringanan
unfuknya, dan memberi keringan kepada orang yang
telah wafat, lnitu dilunasi utangnSn dan dibebaskan

384 ll et Uoi*u'SyarahAt Muhodzdzab



segala pertanggungjawabannya. Dan yang rnenjadi dalil
yaitu apa lpng diriwayatkan Abu Hurairah bahwa
Nabi ,$ bersabda,

,;e.bl JL*, O.F
to,

.4:9

'Jiwa seonang mukmin tergadai di dalam
lruburngTa karena adangn utang ampai utang ifu
dilunasi.'

Penjelasan: Hadits yang pertama adalah hadits hnu
Umar dan aku tidak menemukan hadits tersebut dari kitab-kitab

hadits yang aku milih, dan adapun hadits kedua yaitu hadits Abu

Hurairah, dan telah diriwa5ntkan oleh Ahnnd dalam Musnadnya,

dan diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi, hnu Majah, dan Hakim

dalam Al Musbdmkdengan lafadz

,F lqYrr#l

,.21
L5'?$- ,? er rF e\fu'r#t ar

to.
.4J9

'Uiwa s@mng mulmtin tqikat dangan ubngnp sehiltgla

ubng tercebut diba5nr."

Hadits ini memiliki bebempa dalil penguat dari hadits Al
Barra yang diriwaSntkan Ath-Thabrani dalam N Austh.
Diriwayatkan pula oleh hnu An-Najjar dengan lafadz,
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Jt t*rF 4 ,yltt +v

4.i*t,y-St +v?

*t 3Y*'v

.;e1i ,nt

"Penilik ubng akan terburan dqtgw ubngnta di dalam
kubur dan dia akan mangadu kepda Alhh Yang Maha Ba. "

Hadits ini juga diriunyatkan dari Abu Sa'id Al Khudri dalam
Musnad Firdarrg yang dikarang oleh Ad-Daihmi dengan lafadz,

?t:b|'oy*\ i3
oa

.4;l_)

"Pqnilik ubng akan te"rbelazgu di dalam kuburrya dan
frdak ada jarg bis mqnbul<an5n kq.tali iil<a ubngnya dibagnn "
Dari fuias Fng diriu/alratkan Abu Ya'la dengan lafadz,

,frs r{b,F jb ,kl:r g |}-b
P- & rF euY,yStt +.v

a
oL.

'"Y 'jlj
.^!s ib

"Saunguhrya Jibril melanngku unfuk menshalati
saeotiE ng yang masih mqniliki ubng, dan dia bal<ata,
Saungguhngra pqrrilik utug itu tqgadai di dalarn kubum5a

sehingga utangrya dibgar'."Begitu iuga hadits yang diriunSntkan

386 ll et *aj^r'SyoahAl Muhadzdzab



oleh Asy-Syafi'i dengan lafadz yang disebutkan oleh penyusun

kitab ini.

Hukum: Asy-Syafi'i rg, mengatakan pada bab pelunasan

utang orang yang sudah meninggal dan dia masih memiliki utang

dalam Al Umrn Jika seseorang meninggal dunia dan dia masih

memiliki utang yang ditentukan waktunp oleh orang lain, maka

utang tersebut tidak perlu dilunasi terlebih dahulu ketika dia

meninggal. Jika orang yang wafat itu memiliki utang yang

ditempo, aku belum mengetahui dalil yang berbeda dari yang aku

hapal dari orang png pemah aku jumpai, yaitu bahwa utang itu
harus dilunasi dan mmjadi bagian unfuk orang-orang yang

memberikan pinjaman.

Jika masih ada kelebihan harta dari pembalaEm utang;

maka ifu menjadi hak ahli waris dan penerima wasiat jika memang

ada Snng menerimanya. Dan ini mirip dengan dalil orang-omng
yang mengatakan bahwa ketika para pemberi prnjaman lebih

berhak terhadap hartanya orang yang wafat k€fika dia masih

hidup, maka tentu mereka lebih berhak terhadap harta
peninggalan orang yang wafat tersebut. Jika kami membiarkan

utang mereka unfuk tidak dilunasi sebagaimana yang dia akui

ketika masih hidup, maka kami pun melarang si mayit tersebut

unfuk dibebaskan tanggungannya dan kami melarang ahli warisnya

mengambil kelebihan harta dari orang 3nng berutang kepada

aSnhnya tersebut.

Mungkin lnng menjadi alasan mereka adalah bahwa

Rasulullah S bersaMa,
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.AsAb ;bil-,? eriiru,frFt bx
"Jiwa s@ftng mukmin al<an terganfung dengan utangnya

xhinga ukng tqsebut dilunasi. " lbrahim bin Sa'ad menceritakan

kepada kami, dari a3Bhnya, dari Amr bin Abu Salamah dari
Aphnya, dari Abu Hurairah rg bahwa dia berkata: Rasulullah

bersaMa,

.^!-;Ab ,;bZ- & =tiifu,yf,i bil
"Jiwa seoftrng mukmin terganfung dengan utangnp

sehinga ubngtta itu dilutnsi.'

Asy-Syafi'i rg mengatakan: Jika kain kafan si mayit diambil

dari harta modalnya dan Udak unfuk orang-oftrng pemberi utang,

sernentam jiwa si maylt akan terganfung dengan utangnya dan

harta ihr tetap menjadi miliknSa, padahal ini lebih utama untuk

menyegerakan pembayaran utangnSa, karena jiwanya akan

terganfung dengan utangnya. Dan harta si mayit tidak hilang

percurna, tidak digunakan untuk membayar para pemberi

pinjaman dan tidak pula unhrk ahli warisnya, oleh karena itu ahli

waris si mayit tidak boleh mengambil harta peninggalannya kecuali

para pemberi utang.

Dan jika pembayaran utangnlp difunda, maka jiwa si mayit

akan terganfung dengan utangnln ifu, dan harta si mayit

berpotensi akan habis, sehingga tidak bisa digunakan untuk

menunaikan tanggungannya dan Udak pula unfuk ahli warisnya,

sehingga pada kondisi seperti ini fidak ada yang lebih utama
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kecuali harta si mayit digunakan untuk melunasi utangnya, dan sisa

dari harta ihr diberikan kepada ahli warisryra.

Kita kembali kepada ucapan penpsun kitab ini -semoga

Allah menganugerahkan rahmat kepadanya- dan kami

mengatakan bahwa hanya dari Allah-lah segala pertolongan dan

anugerah; Barangsiapa lrang wafat, sementara dia merniliki utang
yang masih berkaitan dengan hartanya, dernikianlah yang

dikatakan oleh Usman, Ali dan Abu Hurairah -semoga Allah

merahmati mereka-. Sementara Malik dan Abu Hanifah

berpendapat, bahwa tidak terkait dengan hartanya.

Pedoman kami, bahwa hadits riwayat hnu Umar tidak

menunjukan ketetapan untrk menunda pelunasan utang, karena

utang itu bisa jadi akan menjadi tanggungan si mayit atau ahli

warisnya atau berkaitan dengan keufuhan harta lnng ada. Dan

tanggung jawab si mayit menjadi batal karena tanggung jaunbnya

telah hilang dengan kematiannlra, dan tanggung iaunb ahli r*nris

batal karena para pernberi utang belum tentu merelakan

pertanggungjawaban mereka, karena jika ahli waris yang

bertanggung jawab -jika si mayit memiliki harta- maka mereka

yang harus membayar utangnya meskipun si mayit tidak memiliki

harta, dan menjadi batal jika dikatakan utang tersebut tetap akan

ditempo karena berkaitan dengan keberadaan harta yang ditinggal

si mayit. Karena jika dernikian itu akan menrgikan para pemberi

utang ketika temyata kebemdaan harta si mayit telah habis, dan ini
juga akan menrgikan si mayit karena dia Udak akan lepas dari

tanggung jawab utang hingga dilurasi sebagaimana llang
diterangkan dalam hadits Abu Huraimh yang dilampirkan pada

pasal sebelumnya dan pada pendapat AsySSafi'i. Jika semua
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analogi ini telah batal, maka tidak ada cara lain kecuali melunasi
utangnp si mayit.

AqlSyirazi a berkata: Pasal: Jika ahli waris
mengelola harta peninggalan sebelum berlalunya utang,
maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-
S57afi'i:

Pertama, pengelolaan harta itu fidak sah karena
harta tersebut masih terkait dengan utang-piutang,
dengan demikian fidak sah mengelola harta tersebut
tanpa adanSn kerelaan orang lpng memiliki hak, seperti
benda lrang sedang digadaikan.

Kedua, sah melakukan pengelolaan harta ifu,
karena harta ifu merupakan hakn5Ta yang masih
berkaitan dengan harta yang fidak hanrs adanya ridho
dari pemilik harta tersebut dan pemilik harta itu tidak
dapat mencegah pengelolaan harta ifu, dan itu seperti
hartanlp orcng lrang saldt.

Kami berpendapat bahwa harta itu sah dikelola
jika pewaris harta tersebut membalar utang orang yang
mewariskan, sehingga pengelolaan harta ifu bisa
dilakukan- Jika utang itu fidak dibaSnr, maka hak
pengelolaan menjadi batal. Dan jika pewaris menjual
seorang budak kemudian pewaris ifu mati, kemudian
ahli warisnya mengelola harta peninggalanngra, lalu
pembeli budak tersebut menemukan aib pada budak
lnng telah dibeli, lalu dia mengembalikan budak
tersebut, atau terdapat hewan yang terjafuh di sumur
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yang dia gali, maka dalam pengelolaan harta warisan
tersebut ada dua pendapat:

Pertama, pengelolaan harta tersebut sah, karena
mereka mengelola harta yang menjadi milik mereka dan
tidak berkaitan dengan siapa pun.

Kedua, pengelolaan harta ifu batal karena telah
jelas bagi kami bahwa mereka telah mengelola harta
ifu, sementara harta peninggalannya masih terkait
dengan utang. Dan jika di antara para pemberi utang
kepada orang lnng telah meninggal ada yang menjual
sesuatu barang dan dia mendapatkan barangnya dalam
keadaan utuh -iilm harta peninggalannya tidak cukup
unfuk membayar utang- maka dia boleh melakukan
khi5nr (pilihan), yaitu dengan membagi hasil penjualan
kepada para pemberi irtang yang lain atau
membatalkan akad tersebut, dan meminta kembali
barang miliknya secarer ufuh, sebagaimana lpng
diriwayatkan Abu Hurairah rg bahwa dia pernah
berkata kepada seseorang yang telah jafuh banghrut,
'Ini adalah perkara yang telah diputuskan Rasulullah $,
siapa saja orang yang meninggal atau dia jatuh
bangkrut, maka pemilik barang lebih berhak terhadap
barangnya ifu, iika memang dia mendapatkan
barangnya itu masih dalam keadaan uhth.'

Jika harta peninggalannya dapat melunasi utang
maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-
Syafi'i:
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Pertama, yaitu pendapat dari Abu Sa'id Al
Isthakhri &, bahwa pemberi pinjaman boleh meminta
kembali dengan utuh sesuai dengan hadits yang
diriwayatkan Abu Hurairah.

Kedua, yaitu pemberi pinjaman tidak boleh
meminta kembali barang, dan ini adalah pendapat
madzhab kami, karena hartanya si mayit cukup unfuk
membayar utangnya, sehingga dia fidak boleh meminta
kembali barangnya dari si mayit sebagaimana ketika dia
masih hidup. Dan hadits Abu Hurairah ini telah
diriwagntkan juga oleh Abu Bakar An-Naysaburi dengan
lafazlr, "Jika (si maytt) meninggallan harta dan
menculrupi (unfuk memba5nr utang), mal<a harta itu
menjadi rebutan- '

Penjelasan: Hadits Abu Hurairah rg diriwaptkan Asy-

Syafi'i, Abu Daud, hnu Majah dan Hakim. Dan riwayat yang

paling shahih menjelaskan bahwa dia berkata kepada orang yang
jafuh bangkrut yang datang kepadanla, "Aku akan putuskan

sebuah kepufusan di antara kalian dengan kepufusan yang

dilakukan Rasulullah $; siapa yang jatuh bangkrut atau wafat

kemudian seseorcng mendapatkan harta miliknln maka orang
tersebut lebih berhak terhadap harta tersebut." Dalam sanad ini
terdapat Abu Al Mu'tamir. Abu Daud, At-Thahawi dan hnu Al
Mundzir mengatakan bahwa orang ini fidak dikenal, sementam itu
Abu Hatim tidak menceritakan tentang dirinp kecuali hanya sahr

riwayat saja. Demikianlah yang dijelaskan AsySyaukani dalam

Nailul Authar. Muharnmad Najib Al Muthi'i mengatakan: Aku telah
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melihatnya dalam llal bin Abu Hatim sebagai berikut: Aku bertanya

kepada ayahku tentang hadits yang diriwayatkan Amr bin Utsman

bin Sa'id bin Katsir bin Dinar dari Al Yaman bin Adi Al Hadhrami,

dari Az-Zubaidi, dari AzZuhn, dari Abu Salmah dari Abu
Hurairah, dia berkata: Rasulullah S bersaMa,

io./ 4:-n
\ .'- ) .u./t iv i'oS ;t;1 ,6/t (i

ffi ()t{:)ti ,rv ,*,?ri 56 W + Jbii-

i'l.-: dv .l,/t 6S ,ruiri*l # W +
i6"e{ iW+;:zsr*2g,/tiu

.rYiit t*i
"Siapa saja onng jang mengalami kebangkrutan dan masih

memiliki harta onng lain 3ang ada di bngannSa tnng belum

dipqang oleh pemilikrya sarna sekali, maka dia lebih berhak

terhadap hartanya yang ufuh itu. Jika dia telah mengwasai suafu

harta, maka harA fursebut menjadi milik bernma pan pembai
ubng. Dan siapa saja png wafat, semenbn padan5n ada harb
milik omng lain secara ufuh, kemudian orzng ifu menunfut hafu
ifu akupun frdak, maka harb itu manjadi milik bercarna pan
pantbei ubng 5nng lain.'

hnu Abi Hatim berkata: Ayahku berkata, 'lni merupakan

kesalahan, akan tetapi ia adalah Az-Zuhri dari Abu Bakar bin

Abdurrahman, dan periwa5nt hadits ini dianggap lemah."
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Menurutlu: Sebagaimana yang diceritakan lbnu Hibban

dalam l<tab Ab-Tbiqaf yang disusun Ad-Daruquthni dan Al Baihaqi

dari jalur Abu Daud Ath-Thayalisi, dari hnu Abi Dzi'b, dan hadits

dari Abu Bakar bin AMurrahman dan ini merupakan hadits

mursal karena Abu Bakar seorang tabi'in dan belum pemah

bertemu Nabi $. Hadits ini juga diriwayatkan secara maushul oleh

Abu Daud dari iahr yang lain, dan telah kami jelaskan sebelumnya.

Hukurn: Jika pa,varis mengelola harta peninggalan atau

sebagian dari harta tersebut sebelum difunaikannya utang, maka

apakah pengelolaan harta itu sah? Dalam hal ini ada dua pendapat

ulama fikih Aqr$nfi'i:

Pertama, pengelolaan itu Udak sah, sama saja apakah

harta ifu sisa dari harta peninggalan yang telah dibayarkan

utangnya atau pun tdak tersisa, karena harta seorang yang telah

wafat terkait dengan utang 37ang dia miliki, maka tidak sah bagi

panraris untuk mengelolaqn, seperti orcung yang menggadaikan

hartan5ra k€fika dia mengelola harta gadaian tersebut sebelum

melunasi utangnla.

Kedua, pengelolaan harta tersebut sah, karena harta ihl
terkait dengan harta yang telah mendapat kerelaan dari

pemiliknya, dan ifu tdak menjadi penghalang sahnya pengelolaan

harta tersebut seperti orang sakit png mengelola hartanya. Kami

berpendapat tentang hal ini, jika uhngpya telah dilunasi, maka

pengelolaan harta tersebut dipertolehkan, dan jika utang tersebut

belum dilunasi maka tidak boleh dilakukan pengelolaan terhadap

harta tersebut, karena kami menggangap, sahn5ra pengelolaan

harta tersebut dengan keabsahan yang terganfung atas pelunasan
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utang, sehingga keabsahan pengelolaan tersebut kami anggap

sebagai keabsahan yang bersifat kondisional-

Jika seseorang membeli budak, kemudian pembeli budak

itu wafat atau pernbeli budak itu mendapatkan aib pada budak

yang dia beli, lalu dia mengembalikanqp. Jika wujud harta

pembelian budak itu masih tersisa, rnaka dia boleh meminta

kembali harta pembelian tersebut, dan jika harta itu telah habis,

maka pembeli bisa meminta kembali dari harta yang ditinggalkan si

mayit.

Jika ahli waris telah mengelola harta peninggalan tersebut

sebelum adanSa pengembalian budak tersebut, atau seperti orang

yang menggali sumur di jalan gang dilarati orang-orang Islam,

kemudian orang ifu r,vafat dan ahli warisnla mengelola harta
peninggalannln, kemudian di dalam $rnur ifu terdapat hewan

atau orang Snng terjatuh, maka kecelakaan ifu harus dijamin dari

harta peninggalan si mayit. Selanjutrp apakah pengelolaan harta

oleh pa,uaris menjadi sah sebelum penjaminan ifu dilakukan?

Sebagaimana lnng kami katakan pada masalah sebelumn5ra,

bahwa pengelolaan harta itu sah dan bahkan pada masalah ini dia

merniliki hak yang lebih. Dan jika kami berpendapat bahwa hal ini
tidak sah, maka pada masalah ini ada dua pendapat ulama fikih

Asy-Syafi'i;

Pertama, pengelolaan ifu sah, karena dia mengelola harta
yang tidak berkaitan dengan hak orang lain.

Kedua, Udak sah, sebagaimana Spng telah kami jelaskan,

yaitu karena dia telah mengelola harta lrang sementara harta
peninggalan tersebut masih terkait dengan utang.
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Cabang: Jika diantara orang Snng berutang kepada orang

yang sudah wafat ada png menjual wujud barang dari orang yang

wafat, dan dia telah menernukan wujud barangnSa narnun belum

menerima balnran dari barang tersebut, maka iika harta

peninggalan tidak mencukupi utangnya, maka bagi penjual barang

tersebut bisa merninta kernbali wuiud barangnlra. Malik dan Abu

Hanifah Uerpenaapat bahura barang tersebut fidak bisa diminta

kernbali, akan tetapi dibagi kepada orang-orang yang benrtang

dengan utangrura tersch.rt-

Dalil kami dari apa yang diriuralBtkan Amr bin Khaldah Az-

Zarrqi dan telah katni idaslon sebelumnp bkhrii hadits ini- dia

berkata: I{arni datang kepada Abu Hurainh {h di tempat tenran

kami frang iafuh bangkrut, lalu dia berkata, "lni adalah perkara

yang telah ditetapkan Rasulullah $ bahwa siapa saia orang yang

waht atau jahrh banglwt, rnaka p€rnilik suahr barang lebih berhak

dengan barangnya jika menrang dia mendapatkan wuiud dari

barang tersebut.' Nash ini b€rada pada posisi peltdaan
pendapat, jika memang hartanla cukup unfuk mernbaSar utang

maka dalam hal ini ada dua pendapat ularna fikih AqrSyafi'i:

Pertama, Abu Sa'id Al Isthakhrri berpendapat bahwa bagi

penjual boleh meminta kenrbali uruiud dari hartan5a berdasarkan

hadits Abu Hurairah {*, dan dalam hadits ini tidak adanSn

perbedaan.

I(edua, bahua penrbeli tidak dapat merninta kernbali

barangnla dan ini adalah pendapat rnadzhab, karena harta yang

dimiliki dapat melurnsi utangn5ra, sehingga pernbeli tidak boleh

merninta kernbali u liud barangnya sebagaimana k€fika dia masih

hidup. Dan adapun berdasarkan khabar, rnalo pada masalah ini
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dapat disertakan dengan hadits ini, yaifu ketika seseorang mati

dalam keadaan bangkrut padahal telah diriwaSratkan dari Abu
Bakar An-Naisaburi dengan sanad dari dirinya yang bersumber dari

Abu Hurairah, "Dan jika si mayrt meninggalkan harta dan cukup

unfuk memba5ar utang, maka harta ifu menjadi milik bersama

para pemberi utang." Dan hadits ini dapat menjadi dalil untuk
kami.

Dan sebagian sahabat kami mqpkini bahwa Nabi $ telah

mencegah pengelolaan harta kepada Muadz dengan menuntut

kepadanya dan bukan menunfut kepada para pemberi utang
sebagaimana pendapat Al Hafidz dalam Talkhisul Habirdari Imam

Al Hammain, dan dia telah menolak pendapat ini dengan berkata,
"lni adalah pendapat yang diakui oleh Imam Al Haramain," lalu

dia berkata dalam An-NihaSnh Pam ulama mengatakan:

Rasulullah mencegah pengelolaan harta kepada Mua& dari
permintaan orang-orang Snng benrtang dan Sang samar dalam
permasalahan ini, bahwa pelarangan ini berasal dari permintaan

orang:omng yang berutang dan Al Ghazali pun mengikuti
pendapat ini, dan ini befteda dengan riwapt masyhur yang

shahih.

Sementara dalam Al Mansil karla Abu Daud terdapat
penjelasan bahwa orcmg-orang yang berutang dapat menuntut
adanya pencekalan. Dan adapun yang diriwaptkan Ad-Daruquthni
bahwa Muadz mendatangi Rasulullah $, lalu dia berbicara

kepadaqn agar Rasulullah berbicara kepada orang-orang lang
berutang. Maka pada hadits ini tidak ada dalil bahwa hal itu berupa

tunfutan pencekalan, namun ini adalah hanln funfutan agar dia

bersikap lembut kepada mereka.
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Asy-syirazi *B berkata: Pasal: Jika harta orang

yang jatuh bangkrut atau harta orang yang wafat

dibagikan kepada orang-or.rng yang memberi utang,

kemurdian datang kreditor yang lain, maka dia boleh

meminta kembali hartanSra kepada para hreditor

tersebut, dan ikut bersama dalam pembagian harta

dengan jumlah yang sarna dengan besaran piutangnya'

Alasan kami karena pembagian harta tersebut

berdasarkan hukum yang nampak, karena dia tidak

berutang kepada yang lainnya, iika kemudian teriadi

perbedaan, maka pembagran itu harus dibatalkan,

seperti hakim ketika memutuskan suahr hul$m
kemudian dia mendapatlran nash atau dalil yang

bertolak belakang dengan keputusannya-

Dan iika seseor.rng menyewakan rumahnya

selama safu tahun, lalu dia menerima uang sewa

tersebut, kemudian dia membelaniakan uang sewa

tersebut, lalu dia jatuh bangkrut dan membagikan harta

tersebut kepada orang-orang yang meminjamkan harta,

kemudian rumah yang disewa tersebut roboh pada

mas:r sewa tersebut, maka orang lrang menye\[a boleh

meminta kembali uang sewa tersebut kepada penyewa

dari sisa harta yang ada, dan selaniutnya apakah orang-

orang yang meminiamkan harta kepadanp ikut pula

dalam pembagian harta tersebut atau fidak? Dalam hal

ini ada dua pendapat ulama fikih Ary-Syafi'i
(pandangan):

Pertama, para kreditor tidak ikut bersama dalam

pembagian harta tersebut, karena harta ifu telah
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menjadi utang wajib setelah adanya pembagran, maka
para kreditor tidak dalam pembagian tersebut
sebagaimana, jika mereka meminta permodalan harta
setelah adanya pembagian.

Kedua, para hreditor ikut dalam pembagian harta
tersebut, karena ifu merupakan utang yang wajib
sebelum adanya pencegahan pengelolaan harta.
Dengan demikian para kreditor ikut dalam pembagian,
sebagaimana jika rumah itu roboh sebelum pembagian,
dan ini berbeda dengan permodal karena utangngn itu
fidak dapat disandarkan kepastiannya sehingga sebelum
adanya larangan pengelolaan harta, dan sandaran ini
terjadi sebelum adanya larangan pengelolaan harta,
sementara ifu orang yang memberi permodalan tidak
boleh ikut bersama dengan para pemberi utang sebelum
adanya pembagian harta, dan omng lrang menyewa
hendaknya ikut bersama para pemberi utang dalam
pembagian harta sebelum adan3n pembaglan dan ikut
kembali bersama mereka setelah adaryn pembagian
harta.

Penjelasan:

Hukum: Jika harta ormg png bangkrut atau orang yang

wafat dibagikan kepada pam pernberi utang, kemudian datang

kreditor yang lain, maka dia berhak mendapatkan baSaran atas

piutangnya sebelum adan3n pembatasan pengelolaan harta.

Kreditor tersebut boleh meminta kembali kepada setnua kreditor
yang adanya harta 3nng menjadi bagiannyra, Malik {g mengatakan:
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Orang yang berpiutang kepada orang yang wafat boleh meminta

kembali hartanya, namun tidak boleh meminta kembali hartanya

kepada orang yang jatuh bangkrut.

Pedoman kami ada bahwa hakim harus memisahkan di

antara para kreditor dan dia harus yakin bahwa tidak ada lagi

kreditor yang lain selain mereka, jika kemudian datang kreditor

yang lain, maka hakim membatalkan hukum tersebut, seperti

hakim yang menetapkan suafu hukum kemudian dia mendapatkan

nash (dalil) lain yang berbeda dengan keputusannya. Sebagaimana

keputusan ini berlaku kepada kreditor lnng menuntut piutangnya

kepada orang png wafat dari harta yang tersisa, maka begitu iuga

ini berlalm kepada kreditor lnng menuntut piutangrun kepada

orang yang jafuh bangkrut.

Cabang: Jika larangan pengelolaan harta telah lepas dari

orang yang jafuh bangkrut dan dia masing memiliki utang yang

tersisa, sementara para kreditor mengaku bahwa dia telah

memakai sejumlah harta setelah terlepas dari larangan pengelolaan

harta, maka hakim harus mempertanyakan hal tersebut, jika dia

mernungkiri kejadian itu dan para laeditor tidak merniliki bukt,

maka ucapan yang diterima adalah ucapan orang yang berutang

disertai dengan sumpah, karena pada asalnp rnasih adanya

kesulitan 5nng mernbelit.

Jika ternyata orang png benrtang ifu memiliki harta baik

dengan adanya bukti atau berdasarkan pengakuannya, dan para

kreditor menunfut dilakukannya pelarangan pengelolaan harta,

maka hakim hams mernpertimbangkan masalah ini, yaitu dari

utang yang menjadi kewajibannya. Jika hartanya dapat membayar
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utangnya, maka dia tidak perlu dicegah dalam pengelolaan

hartanya, akan tetapi hakim memerintahkan kepadanya unfuk

membayar utang.

Jika hartanya tidak menorkupi, maka hakim melarangnya

unfuk mengelola harta dan membagikan harta png ada kepada

para kreditor. Jika dia merniliki utang baru setelah dilakukan

pelarangan pengelolaan harta yang pertama, kemudian nampak

dia memiliki harta, dan jika memang temyata dia memiliki harta

sebelum adanya lamngan pengelolaan yang pertama, dalam hal ini

Abu Muhammad Al Juwaini berpendapat bahwa para kreditor

yang pertama lebih dahulu mendapatkan bagian dan bukan yang

lain. Karena memang harta ifu telah ada ketika adanya pelarangan

pengelolaan harta yang pertama, dan jika orang yang berutang itu

memperoleh harh setelah terlepasnln dia dari lamngan

pengelolaan yang perlama, maka dalam hal ini para kreditor yang

pertama dan yang datang terakhir bersama-sama mendapatkan

bagiannya sesuai dengan jurnlah piutang mereka. Dan Malik

6erkata, "Hanya para kreditor Snng terakhir yang mendapatkan

bagian dari piutang mereka."

Cabang: Jika seseorang menye'u/akan rumahnla kepada

seseorang pada wakfu 5nng singkat, kemudian dia jafuh bangkrut

sebelum masa sewanya bemkhir, maka orang yang menyann lebih

berhak memanfaatkan harta tersebut dibanding para kreditor,

karena dia telah memiliki manfaat barang tersebut dengan akad

serdJa-menys,va sebelum adanln larangan pengelolaan harta. Maka

dengan demikian dia lebih berhak menggunakan rumah tersebut,

sebagaimana jika dia menjual sesuafu dari hartaqa, kemudian dia
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jatuh bangkrut, jika penyewa ingin membatalkan akad sew-

menye\rra tersebut, maka hal ifu tidak boleh dia lakukan, karena

pembatalan akad tersebut hanya terjadi pada tempat yang

memungkinkan terjadi kerugian dan dia belum mencapai kepada

haknya secara sempuma, sertentara pemilik rumah ifu mencapai

kesempumaan kepemilikannya. Maka dia tidak berhak

membatalkan akad tersebut.

Jika rumah tersebut roboh sebelum selesainya masa se\ Ia,

maka sisa wakfu 3nng ada menjadi batal, jika uang sanra tersebut

telah dia pegang -jika memang masih tersisa- maka dia harus

mengembalikan bagian uang sevua tersebut sesuai dengan sisa

wakfu png ada setelah adan5a pembagian harta. Namun para

kreditor tidak ikut dalam pembagian tersebut, sebagaimana jika dia

berutang setelah adanSa larangan mengelola harta-

Dan pendapat kedua mengatakan bahwa orang yang

menyerrr/a ikut dalam pembagian harta, dan ini adalah pendapat

yang shahih, karena sebab ka,vajibannya ifu telah ada sebelum

adanya pelarangan pengelolaan harta, maka orang lrang menyetdra

ikut sertia dengan para kreditor dalam pembagian harta,

sebagaimana iika rumah ihr roboh sebelum adanya pembagian dan

ini berbeda jika ia bemtang setelah adanp larangan pengelolaan

harta, karena hal ini fidak bersandar kepada sesuafu yang

menghalalkan adanSn larangan pengelolaan harta maka dengan

dernikian orang lpng menye\ ;a tidak ikut bersama para kreditor

dalam pembagian. Wallahu 'Alam.
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Kebangkrutan dalam Pandangan Undang-Undang
Konvensional

Seseorang tidak dianggap bangkrut kecuali jika dia seorang

pedagang, maka tidak ada istilah bangkrut kecuali jika dia seorang

pedagang atau seorang produsen, baik s@ara individu Inaupun

kelompok, dan mereka diatur oleh perseroan dari beberapa

perseroan sebagaimana yang akan kami jelaskan secara rinci

dalam pembahasan s5nrikah/perseroan. Dan tidak berlaku stafus

hukum kebangkrutan kepada seorang pedagang atau perseroan

kecuali setelah adanya audit dari tenaga ahli terhadap buku besar

perusahaan ataupun catatan-catatan khusus 5rang dimiliki seorang

pedagang atau perusahaan.

Dan penempatan tenaga ahli unfuk mengaudit buku besar

ketika terjadi pailit itu unhrk menentukan hak-hak kapailitan,

mengetahui utang-utangnya dan unfuk mengetahui stafus yang

akan ditetapkan bagi setiap orung yang berutang dalam pernbagian

kepada para pemberi utang, dan dalam keadaan seperti ini audit

tidak boleh dilakukan kecuali setelah keluamyia hukum kapailitan,

dan tidak ditetapkan hak untuk mengaudit orang-omng lnng
berutang, narnun mereka diwakilkan oleh tenaga ahli dalam hal

tersebut.Karena adanln larangan bagi omng Srang berutang unhrk

mengajukan hrnfutan dan melakukan kepufusan secam rnandiri

setelah keluamla staturs pailit.

Dan permasalahan yang dipe6olehkan oleh undang-

undang konvensional unhrk melakukan audit terdapat pada pasal

16 tentang pemiagaan yang terdapat pada pernbatasan tertenfu,

maka tidak diperkenankan adanya penambahan atau analogi dari

Al Majmu'SyoahAl Muhadzdzab ll UO,



-]

pasal tersebut. Dan permasalah-permasalahan ini, yaitu gugatan

pemiagaan, materi perseroan, materi tentang harta bersama,

pembagian perseroan dan stafus kepailitan.

Dernikianlah undang-undang pasal 81 no. 14 tahun 1939

telah membolehkan penetapan pajak atas pemasukan modal yang

dipindahkan, keunfungan pemiagaan, indusbi dan penyedian jasa,

dan kansaksi inilah yang akan memberikan insentif perpajakan.

Sebagaimana juga undang-undang sipil no. 69 marajibkan kepada

pemilik usaha unfuk mengizinkan kepada pekerja atau seseorang

yang dipercaya unfuk membanfunya unfuk mengaudit buku besar,

jika memang akad sebelumnya mencanfumkan bahwa pekerja

akan mendapatkan upah lebih sebagaimana yang telah disepakati,

atau sebagai penggantinya dia akan memperoleh keunh.rngan dari

pemilik usaha, atau memperoleh prosentase dari barang yang

didatangkan atau dari besaran produksi, atau dari nilai-nilai yang

diperoleh kelebihan usaha, atau yang sejenis dengan itu.

Dan segala ma@In findakan ini dinamakan dalam undang-

undang pidana sebagai kepailitan yang palsu, karena ingin

mengambil harta dengan cara yang salah, namun undang-undang

konvensional dalam benfuk ini belum rnampu unfuk mencegah

findakan ini.
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Pasal: Pencekalan yang Keliru atas Orang yang
Jatuh Miskin dan yang Melakukan Tabdzir

Diambil dari paparan Al Kashaf dan Dijelaskan oleh Al
Jashshash

Diantara'Adab Seorang Qadhi (Hakim) untuk
Memahami Bab Ini

Dengan mengucapkan semoga Allah memberikan taufiq -
kepada kita- Al l(hashaf memaparkan perkahan Abr-r

Hanifah *s dalam bab ini, yaitu (diantaranya) "Pencekalan

terhadap orang lrang merdeka adalah bathil," Al Khashaf

mengatakan: Pendapat ini benar, berasal dari ma&habnya, kami

tidak mengetahui adanSra pertentangan berkenaan hal ini. Baik

pencekalan tersebut dilakukan karena lemahnya akal pemilik harta,

melakukan hal tabdzir atau karena jatuh miskin- Namun menurut

Abu Yusuf dan Muhammad dibolehkan meneOkal har.ta orang yang

merdeka berkaitan dengan tiga hat ini.

Al Jashshash mengatakan: Adapun berkenaan orang yang

jah:h miskin, maka hukumnya sebagaimana perbedaan pendapat

dan pendapat ulama fikih Asy-Sffi'i mereka 5ang telah kami
jelaskan.

Sedangkan tabdzir (y-*J[ adalah seseorang tidak

rnengetahui penggunaan hartan5a, lalu menetapkan penggunaan

di dalamya. Adapun lemah akal (d-J|, ses@rang menghabiskan

hartanya dan berlebihan dalam hal itu, juga menyia-nyiakannla

dengan hal yag tidak layak dia lakukan padahal dia mengetahui

penggunaan (secara baik) harta tersebut dan mampu unfuk
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mengahrmya dengan baik. Maka hendaknya seorang hakim

mencekalnyla, melarangnya unfuk menggunakannya. Sementara

hal itu pencekalan itu tidak boleh dilakukan menumt Abu Hanifah.

Alasan pendapatnya adalah sebagaimana yang telah kami jelaskan

dalam permasalahan iflas A<ebangkrutan), baik berdasarkan Al

Qur'an dan pandangan. Sedangkan landasan pendapat kami

adalah firman Allah &,

W-{51U"5Wfi*t",s$( i'( t'$

J-L$fli:Y;*';Us
"Jika omng lnng berubng ifu omng tnng kunng akaln5n

atau lemah (kadaannyn), abu tidak manpu mendiktel<an sendiri,

maka hendak4m o+ralin5a mendiktel<an dengan benar--.-" (Qs. Al
Baqarah l2l:2821.

Allah menjelaskan melalui ayat ini bahwa orang yang lemah

akalnya dan lemah (keadaannya), lalu tidak mempunyai

kemampuan yang baik dalam mendiktekan, maka walinyalah yang

melakukan hal itu. Dan wali tersebut tidak boleh berperan

melakukan ifu sementam sebenam5ra dia (orang yang lemah akal)

mampu melakukan itu.

Maka ketika Allah membolehkan wali untuk berkuasa

penuh atas penggunaan harta orcmg lemah akal dan lemah

keadaan ini, maka ini menunjukkan bahwa dia (yang lemah akal)

tidak berkuasa menggunakan hartanla. Dan ini tidak berlaku

kecuali dia merupakan orang Sang dicekal dari menggunakan

hartanya. Dan hukum ini dikuatkan dengan sebuah hadits yang

diriwayatkan dari Nabi $, bahwa seseorcmg memiliki keadaan
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yang lemah dalam akadnya, lalu para sahabat membawanya

menghadap Rasulullah #, mereka berkata, "Wahai Rasulullah,

cekallah dia, karena dia lemah dalam berakad." Maka

Rasulullah $ mencekalnyra (dalam harta). [-alu orang tersebut

berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak bersabar dari berjual-beli."

Maka Nabi $ bersaMa, 'Uika kamu hqdak berjual-beli, maka

kabkanlah, 'Tidak a& panipran'!'

Ahmad meriwayatkan hadits ini dalam Musnadtsa, dan

Abu Daud dalam Sunarnya, di dalam riuraptrya disebutkan,

'Uil<a kamu tidak dapt meninggall{an jual-beli, nbka kabl<anlah,

'Ha, dan ha, dan laa khilaabah'. " Maksudnya tidak ada penipuan.

Maka ketika Nabi $ marcekalnp menggunakan hartanlp

dikarenakan tabdzir, maka kita boleh mencekal penspnaan harta

orang Snng melakukan tabdzir.

Jawaban tentang ayat ini, bahwa ayat ini sendiri

sebagaimana yang dikatakan oleh Al Jashash menuniukkan

slnhibnya madzhab Abu Hanifah, maka dari itu Allah

membolehkan berakad utangpiutang dengan orang gnng lemah

akalnya dan lernah keadaannya, lang tidak mampu mendikte,

berdasarkan firman Allah &,

.iZJ,Fr dy i* p.i riy$3{. <}51 q|d-

lfu'6
"Wahai oftng-omng Wry berfumn! Apbila lamu

melakukan ukng-piutang unfuk rmkfu yang ditenful<an, hendaknSn

kamu menuliskann5a." (Qs. Al Baqarah l2l 282). Kernudian

disambungkan kepadanya firman Allah &,
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"Jika onng tnng berutang itu orang Jnng kurang akalnya

atau lernah (kadaannjm), atau tidak mampu mendiktekan sendiri,

maka hendakn5n walin5n mendiktel<an dengan benar.... " (Qs. Al

Baqamh 121:2821.

Seandainya lemah akal ihr mengharuskan orang yang

merdeka untuk dicekal, maka pasti Dia tidak akan membolehkan

akad utang-piutang orang yang lemah akalnln, sebagaimana tidak

bolehnyra akad utang-piutang bagi orang gila. Oleh karena itu,

ketika Allah S menetapkan (bolehnya) akad utang-piutang orang

yang lemah akalnya, maka Dia menunjukkan bahwa ayat tersebut

tidak mengharuskan adangn pencekalan harta.

Selain itu juga, di dalam ayat tersebut Allah menghimpun

lemah akal, lernah keadaan dan orang lnng tdak mampu

mendikte, kemudian nya dengan firman Allah &,

l-i1jf\ 4; W "Maka hendakng walirym mendiktekan dengan

benar.... "(Qs. Al Baqarah l2l.2821.

Berkenaan dengan ini, maka kami berpendapat bahwa

yang di-athafl<an (disambungkan) itu, disambungkan kepada

"Ketidakmampuan mendikte" tanpa orang yang lemah akalnya

dan orang yang lemah keadaannya. Dan yang dimaksud

dengannya adalah bahwa jika orang yang berutang itu tidak

mampu unfuk mendikte syarat, maka yang mendikte syarat

tersebut adalah walinya.
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Namun orang yang berbeda pendapat dengan Abu Hanifah

dalam hal ini menyatakan, bahwa ia disambungkan kepada orang

yang lemah akaln5ra dan lemah keadaannya, semuanya. Namun

dia harus mendatangkan dalil 3nng menguatkan klaimnya yang

meqntakan bahwa y'arg &-athafl<an itu kembali kepada sernua

yang disebutkan dalam a3at, padahal jika memang benar bahua

maksud dari yang di-athafl<an tersebut adalah sernua ]rang

disebutkan dalam a5rat, maka tidak akan ada biaSn (petunjuk) yang

bertentangan dengan pendapat Abu Hanifah. Ifu karena huruf ia'
dalam hIadz "'4;" memungkin sebagai bentuk kinatnh(kiasan) dari

sebuah akad, atau benfuk kinayah dari urali orang Sang merniliki

utang.

Jika kata ini memiliki dua kemungkinan, maka otomatis

tidak mernilh biaga (petunjuk) berdasarkan zhahir ayat

ini. Keduanla udak lebih utama untuk diarahkan kepada wali

orang yang memiliki utang daripada pendapat Abu Hanifah 1nng
mengarahkann5la kepada wali akad. Sehingga seolah-olah dia

berkata, "Jika orang png berubng orang png lernah akalnSa dan

lemah keadaannya, juga tidak merniliki kernampuan mendikte,

maka hendakn5a wali akadnya telah mendiktekannya dengan

benar." Jika seperti ini maksudnya, maka gugurlah pendapat yang

dikemukakan oleh Abu Yusuf dan Muharnrnad. Sehingga zhahir

ayat ini sebagaimana Spng dipaparkan oleh Abu Hanifah.

Sedangkan jawaban berkenaan hadits di atas, bahwa hadits

tersebut juga menunjukkan bathilnya melakukan pencekalan

terhadap seomng merdeka png sudah baligh. Itu karena kefika

seoftmg lelaki berkata kepada Nabi $, "Aku tidak dapat bersabar

dari jual-beli." Beliau pun tidak melarangnya dari jual-beli, dan

beliau membolehkannyra melakukan jual-beli meski beliau berkata
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kepadanya, "I{atal<anlah,'Tidak ada penipuan'!" seandainya

penggunaan harta lelaki tersebut tidak dibolehkan, maka

Rasulullah # tidak akan membebaskannya menggunakan

hartianya dengan alasan dia tidak bersabar dari melakukan jual-beli,

sebagaimana beliau tidak membebaskan orang gila dan anak kecil

yang tidak baik dahm penggunaan harta.

Oleh karena ifu, ketika beliau membolehkannya melakukan

jual-beli, maka itu menunjukkan bahwa dia tidak dicekal dan

dilarang untuk mempergunakan hartanya. Akan tetapi beliau

berkata kepada lelaki tersebut, "Jangan berjual-beli

dengan msa l<asihan dan iba, dan tidak pula dengan anggapan dia

dikmng menggunalan harbn5n. "

Abu Hanifah berkata, 'Jika seseorang bukanlah orang lnng
cerdas (mengurus harta) dan belum sampai usia 25 tahun, maka

hartanya Udak diseratrkan kepadanSa hingga dia sampai usia 25

tahun- Begitu pula berkenaan dua orang tersebut (orang yang

lemah akalnya dan lemah keadaannya), maka tidak diserahkan

harta mereka berdua kepada mereka berdua hingga benar-benar

dianggap cerdas memelihara harta-"

Pendapat Abu Hanifah berkenaan dilarangnya harta bagi

seseoftrng 5nng belum mencapai usia 25 tahun berdasarkan firman
Allah Sf,

'Kemudian jila menurut pendapafutu merel<a telah cerdas

(pandai memeliham harb), mal<a semhkanlah kepada mereka

harbn5a. "(Qs. An-Nisaa' [4]: 6). Ihr dikarenakan sebelum usia 25
tahun seseorang belum memperoleh kecerdasan (pandai

-{54 
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memelihara harta), sehingga dia tidak berhak mengambil hartanya.

Keumuman ini berlaku bagi seluruh keadaannya kecuali pada

tempat yang telah dikuatkan oleh sebuah dalalah. Dan inilah

landasan Abu Yusuf dan Muhammad, dan hujjah mereka berdua

atas Abu Hanifah setelah usia 25 tahun.

Adapun setelah usia 25 tahun, maka dibolehkan bagi

seseorang mengarnbil hartanya meski dia belum pandai

memelihara harta, berdasarkan firrnan Allah El,

r fr:.&_ fi i:4 e,{u$ t 4i J(, \fii 7t
"Dan janganhh l<amu madekati Inrb anak 3atim, kauali

dengan @m tnng bqmanhat ampi dia manapi (usia)

deuma. "(Qs. Al An'aam [6]: 152].

Devuasa menurut Abu Hanifah usia 25 tahun, meski ada

Snng berpendapat 40 tahun, dan ada yang mengatakan dibawah

usia 25 tahun. Akan tetapi Snng lebih slnhih menurut pendapat

Abu Hanifah bahwa usia deunsa adalah 25 tahun. Jika demikian,

maka dia wajib berhak mengambil hartanp sendiri jika telah

sampai batasan umur ini berdasarkan ayat ini, meskipun dia belum

pandai memelihara harta.

Jika dia telah dianggap pandai memelihara harta, lalu dia

berhak mengelola hartanln sendiri sebelum sampai babsan urnur

ini berdasarkan firman Allah &,

'Kemudian jil<a manurut pandapbnu merela telah cqdas
(pandai merneliham harb), mal<a semhlanlah kryda merel<a

'{iA dyrii::6 
(8'# Ft; 6y
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hartanya. " (Qs. An-Nisaa' l4l: 61, sehingga kita menggunakan dua

ayat ini. talu jika ada yang mengatakan, "Maka apa dalil yang

menguatkan bahwa sampainya usia der,tasa itu 25 tahun sehingga

permasalahan ini dapat selesai?"

Maka jawabannya, pembahasan dalam hal ini keluar dari

permasalahan kita, karena dia belum berhak mengelola hartanya

setelah usia 25 tahun, sedangkan masalah ini bahwa dia belum

sampai usia detr.rasa padahal sudah berusia 25 tahun. Jika

demikian adan5la, maka orang-orang yang berdalil dalam

permasalahan pertama menerima pendapat kami. Dalil

menunjukkan bahwa terkadang seseorang sudah menjadi seorang

kakek pada usia 25 tahun, padahal tidak boleh seorang kakek

sedang dia belum danrasa, sehingga dia berada dalam batasan

anak kecil, karena mustahil terhimpunnln batasan usia tua dengan

usia anak kecil.

Akan tetapi menurut kami, dimungkinkan seseorang

menjadi seorang kakek pada usia 25 tahun, karena batasan usia

minimal seseomng mencapai usia baligh adalah 12 tahun, dan

masa minimal wanita mengandung adalah 6 bulan. Jika demikian,

maka kemungkinan seseorang baligh ketika sampai usia 12 tahun,

lalu dia menikahi seorang wanita, lalu menggaulinya, kemudian

isfuinya melahirkan pada usia kehamilan enarn bulan, lalu anaknya
juga baligh pada usia 12 tahun, menikahi seorang wanita dan

menggaulinya, lalu isbin5n melahirkan anak pada usia kehamilan

enarn bulan, dan saat itu usianlra (5ang menjadi kakek) 25 tahun.

Maka tampak jelaslah permasalahan ini.
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Pasal: Jika orang yang dicekal pengelolaan hartanya

melakukan penjualan atau membeli sesuafu, maka hendaknya

hakim meninjau ulang. Apabila pembolehan melakukan itu

memang baik bagr dirinya, maka hakim hendaknyra

membolehkannya melakukan penggunaan hartanya sendiri, jika

dalam penggunaan tersebut dapat mernperbanyak dan

memberikan tambahan pada kuantitas hartanSa. Namun, jika

mencekalnya untuk mengelola hartanya lebih baik, maka

hendaknya hakim melakukan pencekalan tersebut. Inilah pendapat

keduanya -dua sahabat tersebut-. Karena pada hakikatnya,

seorang hakim mencekal harta seseorang agar hartanya tidak

rusak. Sehingga jika pengelolaan hartanya olehnya itu baik

unfukn5ra, maka pengelolaan dan pen(fpnaannla tidak dibatalkan,

narnun sebaliknya, jika mendatangkan kerugian untuknla, hakim

hendaknya membatalkan pengelolaan harta olehn5n.

Dia mengatakan: Orang lrang merusak hartanyra dan orang

yang belum baligh merniliki kedudukan lnng sama, kecuali dalam

beberapa hal. PerbedaannSra, orerng yang telah baligh, keluar dari

perwalian orang yang diberikan wasiat, sehingga Srang diberi wasiat

tidak boleh mernerintahkannya dalam hal apapun. Jika yang telah

baligh itu memerdekakan budak, rnaka dia boleh

memerdekakannya, dan png memerdekakannlp hams mencari

beban harga yang harus dibaprkan unhrkn5a. Begifu pula halnya,

jika yang baligh itu menjadikan budak tersebut sebagai budak

mudabbar, maka sah purbdbir-arvrya itu. Lalu iika lang
memerdekakan meninggal sebelum danasa, maka budak tersebut

disebut budak mudabbar di seluruh harganya. Sernentara berbagai

wasiat kebaikan orang yang telah baligh ihr dibolehkan. Berbeda

dengan orang yang harus dicekal dalam pengelolaan harta, karena
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dia merusak hartanya, maka dia dicekalagar tidak menjadi seorang

yang bangkrut, lalu pada akhimya menjadi pengemis.

Sedangkan makna pengemsakan terhadap harta dan

mengemis itu tidak ada setelah kematiannla, sehingga dibolehkan

menggunakan sepertiga hartanya, dan itulah ukuran yang

ditetapkan sebagai kepemilikannya setelah meninggaln5a.

Adapun budak mudabbar, maka hendaknya dia mencari

biaya unfuk melunasi harganya, jika pen-tadbirannya itu
merupakan wasiat. Karena hukum tadbirtersebut sudah ditetapkan

sebelum meninggalnya orang yang dicekal pengelolaan hartanya.

Tidakkah kamu melihat bahwa tdak sah hukumnya

menarik kembali ketetapan tersebut? Jika dernikian keadaannya,

maka ia seperti pemerdekaan, maka budak tersebut harus

berusaha mencari biaya unfuk memenuhi harganya, 5raitu biaya

harga sebagai mudabbar bukan biaya harga sebagai budak yang

Udak mudabbr. Karena mudabbar tdak dapat sampai pada

kekuasaannya sendiri hingga meninggalnya orang yang me.

mudabbar-nya. Jika dernikian ketetapannya, maka mudabbar
mencapai kepemilikan dirin5a sendiri, sementara nilai harganya

berkumng dengan posisi sebagai mudabhr. Sehingga dia tidak

wajib melunasi pembayaran nilai harganln sebagai budak yang

trdak mudabbr.

Pasal Jika dia (orang 5rang sudah baligh) itu menthalak

istinSra, maka jatuhlah thalak tersebut. Karena ini adalah
pembebanan lrang masih berlaku bagin5ra unfuk dicekal, sehingga

diharuskan baginya ketetapan hukum dalam seluruh akad ini.
Kecuali akad-akad dan lainnya yang dia batalkan, yang diikuti
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dengan fasakh dengan iqalah sebagai orang yang dicekal
pengelolaan hartanya.

Sehingga hakim seolah-olah membatalkannya setelah

menetapkannya. Dan tidak membatalkan segala sesuafu yang tidak
disertai dengan fasakh. Karena seorang hakim, jika dia bermaksud

unfuk membatalkannya setelah menetapkannya, maka dia tidak
boleh membatalkannya. Oleh karena ifu, hukumnya tidak batal.

Dan ifu seperti permasalahan thalak, pemerdekaan budak, tadbir
nasab dan nikah serta permasalahan seperti ini sebagai bentuk
qiyas atas berbagai akad ini. Meski itu semua masuk ke dalam hal

yang di-fasakh oleh hakim, maka semuanya tidak dapat di-fasakh

dengan iqalah, sehingga dia menjadi seperti yang kami paparkan

dari berbagai makna yang disertai dengan adangn fasakh. Dan
alasan dilarangngp fasakh di dalamnya karena iqalah dan
pengembalian barang karena adanya aib.

PasaL Dia mengatakan: Jika dia melanggar sumpah, maka

dia boleh berpuasa, dan dia tidak boleh membaSar kafarat dengan

hartanya. Seandainya dia melakukan zhihar, maka dia wajib
melaksanakan puasa. Dan seandainya dia mernerdekakan budak

untuk membayar zhihar, maka dia boleh melakukan itu, dan tidak

membayamya dengan kafamt. Begitu pula berkenaan kafamt (qaf,

pembunuhan. Ifu karena orang ini dihukumi dengan pembatalan

dalam pengelolaan hartanya, sehingga perkataan Malik berkenaan

hal yang diharuskan pada dirinya sendiri seperti pengakuan

dengan harta orang lain -sesungguhnfra itu tidak boleh, karena

pendapakrya mengharuskan penetapannlra, maka begifu pula

halnya kafamt dan juga nadzar. Sebagaimana apa yang kami

Al Majmu'SJtarahAl Muhadzdzab ll nrt



paparkan berkaitan hibah dan sedekah- maka pada hakikatnya itu

tidak boleh. Begitu pula halnya tidak boleh memerdekakan budak

dan memberi makan, akan tetapi yang diwajibkan atas dirinya

adalah berpuasa dalam sanua hal ifu. Seperti seorang hamba

sahaya yang diizin menunaikan ibadah haji oleh tuannya, maka dia

harus membayar fidyah, baik berupa makanan atau pun berpuasa

-jika dia memilih berpuasa, maka ifu tanpa memberi makan,

seperti seorang budak yang melanggar sumpahnya atau menzhihar

istrinSn- jika diwajibkan atasnya berpuasa, dan tidak boleh

menggantinya dengan memerdekakan budak, demikian pula

permasalahan ini seperti ifu.

Ketika orang ini dilarang unhrk mengelola hartanya, rnaka

kedudukan hartanya seperti harta yang tidak ada, maka hendaknya

dia berpuasa sebagai kafarat, seperti oftmg lnng dalam perjalanan

kefika hartanya tidak ada padanln, maka dia boleh berpuasa

sebagai kafarat sumpahnya.

Adapun memerdekakan budak, maka hal itu tidak boleh

dilakukan dalam permasalahan zhihar dan kafarat. Karena seorang

budak diharuskan unhrk bemsaha (memenuhi nilai harganya),

maka dia seperti memerdekakan budak atas harta. Jika dia

memerdekakan budak atas harta, maka ifu tdak dapat membayar

kafarat. Demikian pula dalam hal ini. Adapun menunaikan ibadah

haji dan zakat mal, tidak gugur ketenfuannya dari dirinya. Bahkan

diharuskan unfukn1a, karena keharusannya tidak datang dari
dirin5a, akan tetapi ia datang dari sisi Allah &. Sehingga

hukumnya tidak batal karena pencekalan dirinya atas hartanya.

Adapun hal-hal yang diharuskan dalam ibadah haji, baik berupa

kafarat dan jinayat, maka tdak boleh membayamya kecuali

dengan berpuasa, seperti seorang budak. Karena keharusan akan
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hal tersebut datang dari arahn5a sendiri, sehingga stahrsnya seperti

hibah yang telah dia hibahkan.

Sedangkan stafus wanita yang merusak hartanya dalam

permasalahan ini, maka statusnya seperti lelaki tersebut. Karena

makna yang dir,uaiibkan untuk dicekalnya harta lelaki tersebut ada

pada diri si wanita tersebut. Yaifu, berlebihan dan melakukan

tabdzir. Sehingga tidak ada perbedaan antara keduanya.

Syaikh berkata, "Seorang hakim melakukan pencekalan

pengelolaan harta seseoftrng berdasarkan mudharat Sang akan

muncul seandainya tidak dilakukan pencekalan. Agar dia tidak fakir

dan tidak mengemis kepada orang lain, sehingga orang lain

merasa risih karena perilakunya yang meminta-minta kepada

dirinya. Dan kemungkinan, pencekalan ihr juga dilakukan agar

seandainya dia fakir, tidak mampu untuk bekeria, dan tidak ada

seorang pun yang memberikan nafkah pada dirinya, yang

mengharuskannya dinafkahi dari harta baihrl mal, maka hendaknya

sang imam mencegah hal ifu, agar tidak berlebihan dalam

mengambil hak nafkah dari harta baitul mal."

Al Khashaf mengatakan: Muhammad -yaitu Ibnu Al Hasan

AsySyaibani- mengatakan, "Jika seoftmg remaja telah sampai

pada usia dannsa, sementara kondisinya masih menrsak hartanSn

dengan tdak memperlakukannya dengan baik, rnaka dia

hendaknya dicekal dari mengelola hartanln sendiri, baik seorang

hakim mencekalnya atau pun tdak." Dan dia tdak
mengemukakan pendapat Abu Yusuf.

Dalam permasalahan ini Abu Yusuf berpendapat bahwa

lelaki itu udak dicekal dari mengelola hartanln sendiri sampai

hakim benar-benar mencekalnya. Hukum asal dalam
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permasalahan ini, bahwa Abu Yusuf dan Muhammad telah

menyepakati bahwa orang yang bangkrut itu tidak dicekal dari

mengelola harta karena han5n alasan bangkrut. Sementara orang

yang sakit, dia dicekal dari mengelola hartanya karena sakifiya ifu

menunrt seluruh para ularna.

Kemudian Abu Yusuf mengqi5nskan perrnasahhan kami

pada pencekalan karena kebangkrutan, karena keduan5a terbebani

hak-hak Allah &.

Sernentara Muhammad mengqgaskann5a pada pencekalan

harta terhadap orcng-orang yang sakit, dikarenakan adanya sebab

]1ang mengharuskan unfuk dicekal hartanya, pifu melakukan

pengerusakan terhadap harta.

Jawaban berkenaan hal ini adalah dengan pendapat Abu
Yusuf yang meryratakan bahwa orang png sakit tidak dicekal

hartaryn pada saat dia sakit, akan tetapi pengelolaan hartanya

dicekal karena kematian. Tidakkah kamu melihat, jika omng itu
sembuh dari berbagai penyakitrp, dia dibolehkan untuk

menggunakan kembali hartanp? Kamu telah mengetahui bahwa

sakit itu tidak menghanrskannya unhrk dicekal dalam mengelola

hartangn dan tidak tercekal, akan tetapi pengelolaan

dan penggunaan harta yang dia lakukan terhenti dengan

datangnla kematian. Jika dia meninggal, maka pengelolaan yang

dia lakukan sebagairnana wasiat maytt berkenaan wasiatrya yang

dia ucapkan. Jika demikian, maka Muhammad tdak boleh

mengqiyaskan permasalahan kami dengan masalah orang yang

sakit. Sementara Abu Yusuf boleh mengqilnskannya pada

permasalahan pencekalaan harta karena kebangkrutan.
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Adapun perbedaan (masalah

Muhammad antara permasalahan kami

diungkapkan)

permasalahan

kebangkrutan, bahwa kebangkrutan itu merupakan salah satu

putusan dari seorang hakim. Tidakkah kamu melihat bahwa dia
memerintahkannya (orang yang bangkrut) unfuk melunasi hak
penaEh, lalu jika dia enggan membayamya, maka dia dicekal dan

dilarang unfuk menggunakan hartanya, dan ditetapkan sebagai

seorang yang bangkrut fiatuh miskin)jika hartanya digelimangi oleh

utang?

Berbeda halnya dengan pencekalan terhadap orang yang

merusak (menghambur-hambur) hartanya. Karena pengerusakan

terhadap harta itu merupakan sebuah hasil, baik diputuskan oleh

hakim maupun tdak. Maka dari itu, artin5a lang mengharuskan

untuk dicekal itu adalah terjadinya pengerusakan, sehingga dia

harus dicekal dengan pengerusakan harta tersebut. Dan be6agai
kabar Sang dirir,rayatkan sesuai dengan pendapat Abu Yusuf dan

bertentangan dengan pendapat Muhammad, jika kami tdak
membawanya pada sikap-sikap madzhab Abu Hanifah...

Diantaran5ra adalah hadits 5nng menyatakan bahwa seorcrng

lelaki dihadapkan kepada Rasulullah sementara dia merniliki
kelemahan dalam akad, lalu dikatakan kepada Nabi $ agar dia

hendaknya dicekal dalam mengelola harhanlp, lalu Rasulullah pun

mencekaln5ra untuk mengelola hartan5a. Maka jika seandainya

pengenrsakan terhadap harta ifu sendiri yang membuat dia
tercekal, maka Rasulullah I tdak akan mencekal orang tersebut.

Artinyra, bahkan dia berkata, 'Kamu tercekal dalam mengelola

harta karena sikapmu yang berlebihan dan menghambur-

hamburkan harta." Sama halnp dengan hadits yang diriuayatkan

oleh Ali dan Abdullah bin Ja'far, seandainya sikap berlebihan

yang

dan
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(menghamburkan) harta ihr yang mencekal seseorang dari

mengelola hartangn, maka Ali & tdak akan meminta Umar r$

untuk mencekal AMullah dari menggunakan dan mengelola

hartanya.

Masalah: Dia berkata, "seandain5a seorang hakim

memerintahkan orang yang telah dicekal dari penggunaan

hartanya unfuk menjual beberapa barang dari hartanya dan

membeli sesuafu, lalu yang dicekal ihr menjual barangnya dan

membeli sesuatu dan mendapatkan harganya, maka dia boleh

melakukan semua ifu. Karena perintah sang hakim telah

mengeluarkannln dari pencekalan -natnun jika dia menghibahkan

dan bersedekah, maka dia tetap tidak boleh melakukannSla-."

Jika pembebasan orang png dicekal ifu dengan perintah

hakim, yaitu dengan memerinhhkannSp unfuk melakukan

penjualan dan pembelian, maka ifu sebagaimana pendapat kami

berkaitan dengan seorang budak dan anak kecil yang diizinkan,

jika keduanya diperintahkan oleh hran dan ayahnya untuk

melakukan penjualan dan pernbelian, lrang mana itu merupakan

izin unfuk melakukan pengelolaan harta, sarna halnya dalam

masalah ini.

Adapun pembatalan hibahnp dan sedekahnya, ifu karena

pembebasannya dari pecekalan disebabkan dibolehkannya dia

unfuk berbansaksi dalam jual-beli, sementara diizinkannya

melakukan hibah dan sedekah oleh hakim tidak membawanlra

terbebas dari pencekalan, sebagaimana pendapat kami berkenaan

izin terhadap seomng budak dan anak kecil.
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Jika ada yang mengatakan: Jika yang menghalangi hibah

dan sedekah dalam permasalahan kami adalah pencekalan

pengelolaan harta, padahal pencekalan tersebut telah terangkat

ketetapannya dengan keumuman perintah hakim tersebut, lalu

mengapa tidak berlaku dalam hibah dan sedekah?

Maka dikatakan padan5a: Sebelumn5ra, bahwa pembebasan

yang ditetapkan oleh hakim adalah untuk kepentigann5a, lalu

seandainya pembebasan ifu secara otomatis membolehkannya

unhrk melakukan hibah dan sedekah, maka ifu sama dengan tidak

memberikan penjagaan Srang maksimal terhadap hartanya.

Dia berkata, "Jika sang hakim memerintahkannya (yang

dicekal) menjual budak dengan pengawasannya, atau menjual

sesuafu dengan pengawasannya, maka ini tidak

mengindikasikannya keluar dari pencekalan." Sebagaimana

pendapat kami berkenaan orang lrang diizinkan, "lhr

mengindikasikan bahwa dia tidak diberikan izin untuk melakukan

pengelolaan harta."

Masalah: Dia berkata, "Jika hakim berkata kepadanya,

'Aku telah mengizinkanmu bertransaksi dalam pemiagaan di

hadapan orang-omng lnng hadir di pasar, dan aku tidak

mengizinkanmu melakukann5n kecuali dengan adanya

pengawasaan orang-orang lang bersaksi. Namun jika hanya

dengan pengakuan saja, maka aku tidak membolehkannln'. Maka

yang berlaku adalah sebagaimana yang ditetapkan oleh hakim."

Oleh karena itu tdak boleh hanla dengan pengakuannlra

dan tidak boleh mempergunakan hartanya bnpa adanya

pengawasan dari saksi-saksi. Hal ini tdak sarna dengan
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pernasalahan orang yang diberikan izin, dikarenakan sang hakim

mencekalnya disebabkan perbuatannya yang sering

menghamburkan hartanya. Tidak unfuk yang lainnya, sehingga

hakim boleh melarangnya dari segala yang dapat merusak

hartanya, yaifu seperti hanya pengakuan dan Snng lainnya- Dan

dia tidak melarang dari segala sesuafu yang dapat membawa

kebaikan bagi hartarya.

Adapun budak dan anak kecil ittt fidak dikenakan

pencekalan kecuali karena perbuatannya png dapat menrsak

hartanya. Akan tetapi, anak kecil dicekal karena dia belum

mukallaf, sehingga pendapatr5a tidak dapat dijadikan acuan dalam

berbagai hal yang berkaitan dengan hukum- Sama halnya dengan

budak, perkataannSn udak dapat dijadikan actlan berkenaan hal

yang diharuskan oleh fuanngn. Jika tuannya mengizinkan dalam

sebagian bansaksi pemiagaan, maka perkataanSn dalam hal itu

dapat dibenarkan, lalu dia tdak mengkhususkan sebagian

pemiagaan dari benfuk pemiagaan lainn5n.

Dia berkata, "Jika seorang remaja sudah baligh, dan saat

ih.r dia mengelola hartanya dengan baik. lalu dia bemiaga dan

mengakui beberapa utang, melakukan hibah dan bersedekah,

kemudian dia memsak hartanSa setelah ihr. Kemudian kondisinln

berubah menjadi seorang lang berhak unfuk dicekal dalam

mengelola harta. Maka dia boleh melakukan apa yang dia lakukan

saat dia baik."

Adapun tindakann5a dalam keadaan dapat menrsak

hartanya -yaitu bahwa jika urusannya diangkat kepada hakim,

maka dia hendaknp mernbolehkan apa yang dia perbuat saat

dalam keadaan baik dan membatalkan yang dia lakukan saat
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dalam keadaan dapat mengmsak harta-, karena pengelolaan harta
yang dilakukan dalam keadaannya dapat merusak harta tidak sah

menumt pendapat Abu Yusuf. Al<an tetapi penggunaan hartanya
telah terjadi, hanya saja sang hakim hendaknp meninjau ulang hal
tersebut. Jika penolakannya lebih baik, maka hendakn5ra dia
menolaknya, dan jika mengesahkannya lebih baik, maka
hendaknya dia mengesahkannya.

Sedangkan apa yang dia lakukan saat dalam keadaan dapat
mengelola hartanya dengan baik, maka itu telah berlalu, tidak ada

seoftrng pun lang menentangnya- Dan adapun berdasarkan
pendapat Muhammad, maka apa lpng dia peltuat dalam keadaan

dia dapat merusak hartanSra, hukumnya bathil. Karena dia menjadi
orang yang dicekal disebabkan pengerusakan hartan5a sendiri ifu,
sehingga dia tidak boleh mengelolanya setelah itu.

Dia berkata, "Kemsakan yang marajibkan seseorcmg

dicekal dari mengelola hartanya, adalah setiap orang yang merusak

hartanya, menyia-nyiakann5ra dan tidak peduli dengan apa yang

dia perbuat. Baik sikap berlebih-lebihan itu dalam harta, dalam

kemaksiatan, dan hal-hal yang melalaikan dan lainnya, dari
berbagai hal yang melampaui batas dan mubadzir."

Adapun orang yang rusak dalam agamanlra, seorang yang

fajir dalam dirinln, akan tetapi dia dapat m€rfaga hartanln, maka

dia tdak berhak dicekal dalam mengelola hartanSra. Karena

pencekalan ini diunjibkan karena perbuatan yang dapat merusak

harta, tidak karena yang lainnya. Sehingga pencekalan ifu tdak
diberlakukan atas orang yang tdak mertrsak hartan5a jika

berdasarkan (sebab) lemah akal dan pertuatan taMzir.
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Dia berkata, "seandainlE seorang hakim mencekal seorang

lelaki muslim karena dia merusak hartanya, lalu datang hakim

lainnya, lalu membebaskannya dari pencekalan tersebut, dan

membolehkan apa yang dia lakukan berkaitan hartanya sebelum

pembebasan tersebut, maka itu bole.h dilakukan. Hanya saja, akad-

akad yang diangkat permasalahannya kepada hakim yang telah

diturunkan itu, lalu dia membatalkan akad-akad tersebut, maka

hakim yang kedua tidak boleh membolehkannya, dan

membatalkan ketetapan yang ditetapkan oleh hakim pertama."

Ihr karena, berbagai macam pengelolaan harta yang belum

dibatalkan oleh hakim yang pertama, maka statr.rsnya terhenti,

belum ditetapkan unhrk diboletrkan atau pun dibatalkan. Maka

hakim yang kedua, hendaknSn dia membolehkannya jika mernang

berdasarkan ijtihadnya sendiri, dan ijtihadnya mengarahkannya

pada pembolehan omng yang dicekal mengelola hartanya sendiri

dan tidak ada pembatalan hukum di dalamnya-

Adapun berbagai pengelolaan harha yang dibatalkan oleh

hakim yang pertama, maka hakim lnng kdua boleh

melaksarnkan ketetapannya. Karena hakim yang perhama telah

memutuskan batalnya berbagai ma@m pengelolaan harta (orang

yang dicekal) berdasarkan ijtihadnp dalam hal tersebut. Karena

masalah pencekalan ifu berdasarkan ijtihad, maka tidak boleh

seorang pun membatalkan ketetapan tersebut berdasarkan ijtihad

pula. Sebagaimana shalat, iika dilaksanakan dengan ijtihad, maka

tidak boleh seorang pun mernbatalkannya dengan ijtihad pula.

Dia berkata, "Jika hakim lrang kedua ini tidak

melaksanakan pufusan hakim !,ang pertama yang membatalkan

pengelolaan harta yang dilakukan oleh yang dicekal, sementara dia
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malah membolehkannya melakukan pengelolaan harta sendiri,

kemudian datang hakim yang ketrga. Maka hakim yang ketiga ini
harus melaksanakan puhrsan hakim yang pertama, yaitu dengan

mernbatalkan berbagai akad Sang telah dia batalkan. Sementara

pufusan hakim yang kedua dibatalkan." Karena pufusan hakim

5ang pertama ditetapkan dengan ijtihadnya pada tempat yang

diperkenankan untuk masuknla ijtihad di dalamnya, sehingga

putusannya ifu benar. Sdangkan putusan hakim yang kedua,

hukumnya batal, karena dia memufuskan hukum dengan sesuafu

yang tidak diperkenankan ijtihad di dalamngra. Dimana tidak ada

perbedaan pendapat bahwa pufusan seorang hakim, jika itu
berdasarkan ijtihadnya dan pada tempat yang diperkenankan

untuk adanya ijtihad di dalamnya, maka ketetapan itu fidak dapat
dibatalkan selamanya.

Dia berkata, "Jika oftrng yang memsak harta dan dicekal ini
menjual sebagian dari hartanya, dan dia memegang harga jualnya,

maka orang yang telah memberikan pembayaran kepadanla tidak
dapat menunfut kembali hartianya."

Demikianlah yang dikatakan oleh Al Khashaf, dia tidak

menjelaskan bahwa penjualan ifu ada di tangan pembeli atau di
tangan penjual yang memsak hartanya, apakah harga penjualan

ifu terjadi atau rusak, dan bahwa harga penjualan tersebut berada

di tangan penjual atau tidak?

Muhammad memaparkan dalam pernbahasan pencekalan

terhadap orang lnng merusak hartarqn, jika dia menjtnl barang

dengan menghadirkan bukfi, kernudian hal tersebut diangkat

kepada hakim, maka hakim hendakqn meninjau ulang. Jika dia

melihat yang dijual itu baik, maka hendaknSn dia membolehkan
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penjualan tersebut, jika harga jualnya sudah terjadi. Namun jika

harga jual itu hilang di tangannya, maka hendaknya hakim tidak

membolehkannya. Dia berkata, "Karena jika dia membolehkannya

melakukan penjualan, maka dibolehkan pula dia manegang harga

jual tersebut."

Dia berkata, "Begihr pula, jika pemq3angan harga jual iht

dengan penyerahan nilai jual oleh pernbeli kepadanya, dan dia

menggunakannya di hadapan para saksi, maka penjualannya

dibatalkan. Dan orang yrang dicekal tidak harus memiliki nilai

penjualan tersebut.' Dia berkata, "Jika ketika orang yang dicekal

itu memegang harga jual itu, dia menafkahkannya pada dirinya

sendiri seperti nafkah saat ifu, atau berhaji dengannya, atau

darinya dia menunaikan kalajiban zakat malnya. Kernudian

permasalahan tersebut diangkat kepada hakim, maka hakim harus

meninjau ulang. Jika penjualan itu baik (disukai), atau nilainya

sarna dengan harga yang dia ambil, maka hakim hendaknya

mernbolehkan jual-beli tersebut. Disamping itu hendakn5ra dia

mernbebaskan pernbeli dari harga jual barang. Jika di dalamnya

terdapat akad muhabah, lalu hakim membatalkannya, maka

ketentuan harga iual dari orang yang dicekal tidak batal. Akan

tetapi hendakn5n hakim, melunasinya hartanya-"

Maka dengan ini Muhammad menjelaskan bahwa jika harga

jual ihr habis dengan perbuatan png boleh dilakukan oleh orang

yang dicekal, maka ia seperti menafkahi dirinp sendiri dengan

nafkah lrang semisalnSn. Seperti menunaikan ibadah haji dan

merrbayar zakat dengannla. Dan juga seperti mernbayar mahar

wanita jika dia memqlang harga jual tersebut dengan benar. Dan

hakim harus mengembalikan semisalnya kepada pembeli dengan

menggunakan harta orang yang dicekal, jika dia membatalkan jual-
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beli karena adanya muhabah. Jika dia membolehkan jual-beli

tersebut karena adanya kesukaan (kebaikan) di dalamnya, maka

pembeli tidak harus membayar dengan harga jual lainnya, selain

yang telah dia bayar secaftr kontan kepada orang yang dicekal itu.

Dan inilah perbedaan atas apa yang dia katakan, karena di
dalamnya tidak ada pengerusakan terhadap hartanya, karena haji

memang diharuskan kepadanya. Begifu pula zakat dan mahar

wanita dan nafkah semisalnya.

[-alu jika melakukan apa yang mana dia berhak

melakukannya, dan hakim tidak mencegah perbuatan ifu, maka

keadaanya seperti omng yang tdak dicekal. Dan dia boleh

meminjamkannya untuknya. Karena dia boleh mengambil harga
jual barang tersebut dan menafkahkannln berdasarkan pendapat

tersebut. Adapun jika dia tdak menafkahkanrya berdmarkan

pendapat yang telah kami paparkan, narnun dia menghabiskannya

dengan merusaknla, maka dia berpendapat hendaknya hakim

membatalkan jual-belinya. Jika di dalamnln tidak ada muhabah

untuk pembeli, dia berpendapat bahun hendaknya hakim

membatalkan jual-belinya meski jika fidak ada muhabah di

dalamnya. Dan dia berpendapat karena, seandainya hakim

membolehkannya melakukan jual-beli, maka dia boleh mengambil

nilai jual tersebut, karena dia tidak harus mengganti sesuah.r

dengan sesuafu.

Dia mengatakan: Begifu pula halngn jika dia mengambil

harga tersebut dan menghabiskannya di hadapan saksi-saksi, maka

dia tdak harus menggantinSn. Jika harga itu sudah terjadi,

sementara dalam iual-beli tersebut ada hal Fng disukai (keinginan),

maka hakim hendaknya mernbolehkannSa melakukan transaksi ifu
tanpa mengharuskannya mengganti nilai iual tersebut lnng rnana
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ia merupakan nilai jual yang dihasilkan di tangannya. Sementara

itu, jika dia tidak menyebutkan di dalamnya terdapat muhabahbagi

pembeli sedangkan nilai jual ifu habis dengan sikap pengemsakan

terhadap harta, bagaimana hukumnya?

Maka hendaknya dia tidak mengganti sediki$un jika sang

hakim membatalkan penjualan yang dia lakukan, sebagaimana

pendapat kami dalam jual-beli yang tidak ada muhabah di

dalamnya. Maka yang dihasilkan dari ini, bahwa jika orang yang

dicekal itu mengambil nilai harga jual dan menghabiskannya

berdasarkan cara-cara yang dibolehkan untuk dilakukan olehnya,

seperti untuk biaya haji, zakat dan mahar, maka pengambilan

harga yang dia lakukan ihr adalah sah. Jika hakim membolehkan

penjualan tersebut, maka pernbeli tidak harus membayar kecuali

apa yang dia balnr secara kontan dari harga tersebut kepada

orang yang dicekal. Dan iika hakim membatalkan peniualan, maka

di dalam hartanln seperti Snng dia pegang dari harga jual tersebut.

Dan kami telah menjelaskan pendapat ini.

Jika penghabisan harta itu tidak berdasarkan apa yang kami

paparkan, baik di dalamnya ada muha6a6 maupun tidak, maka

pengambilan harga jual tersebut hukumnya bathil. Dan dia tidak

memiliki kauajiban dari nilai iual yl3ns dia habiskan, sementara

sang hakim tidak berhak membolehkan jual-beli tersebut, baik di

dalamnya ada muha6arl maupun tidak.

Hendakn5n ini berdasarkan pendapat Muhammad secara

khusus. Adapun berdasarkan Abu Yusuf, maka hendaknya dia

mengambil seperti yang dia ambil dari harga jual tersebut.

sebagaimana yang dia katakan dalam hal peminiaman yang

dilakukan anak kecil dari seorang baligh yang merdeka-
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Sesungguhnya seorang anak kecil tidak menjamin apa yang

dia habiskan dari pinjaman tersebut menurut Muhammad. Dan ifu
pun mempakan pendapat Abu Hanifah. Sementara menurut Abu
Yusuf, bahwa dia menjaminnya. Begitu pula ini hendaknya berlaku

atas perbedaan pendapat yang terjadi antara Abu Yusuf dan

Muhammad. Sdangkan berdasarkan pendapat Abu Hanifah,

maka dia seperti orang yang tidak dicekal yang boleh mengelola

hartanya sendiri. Karena pencekalan atas dirinya bathil, dan alasan

pendapat Muhammad dalam permasalatan qindh (peminjaman) -
ini merupakan pendapat Abu Hanifah- bahwa perkataan anak

kecil seperti tidak berkata, jika dia dicekal dalam mengelola

hartanSra.

Maka seolah-olah dia mengambil harta pemberi pinjaman,

sementara dia tidak menjamin mengembalikan seperti keadaann5ra

semula. Sehingga dia tidak diwajibkan untuk menggantin5ra, karena

pinjaman ifu telah menguasain5ra atas pengenrsakan (penghabisan)

yang dia lakukan. Karena qardh (peminjaman) itu ma,vajibkan

adanya kepemilikan dan bolehnya penggunaan dan pengelolaan

harta di dalamnp.

Jika qardh telah menguasai anak kecil untuk

menghabiskannya, dan tidak ada perkataan anak kcil ifu yang

mengharuskan menjamin sepertinlra. Yang mana perkataannya

seperti tidak ada perkataan. Maka anak kecil itu fidak diwaiibkan

sesuatu, seperti seorang lelaki 3ang memberi harta kepada anak

kecil. Sementara penafkahan png dia lakukan atas dirinya sendiri

tanpa diwajibkan atas dirirya unfuk menjaminnlp, maka tdak
diwajibkan atas orang lang diserahkan padanp untuk

memberikan sesuahr kepada orang yang telah mernberikannSa.

Jika sah hukum ini dalam masalah qatdh, maka Muhamrnad
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membangun perrnasalahan ini berdasarkan hal tersebut- Karena

perkataan orang yang dicekal seperti perkataan yang tidak

dikatakan, berkenaan segala hal yang diwajibkan padanya untuk

menjaminnya dalam hartanya, sementara telah ditemukan dari

pembeli, penguasaannya atas harga jual tersebut.

Jika dia menghabiskannya dengan perintahnya sendiri,

tanpa rjab (perpajiban) perkataan yang mewajibkannya untuk

menjamin, maka dia tidak diharuskan unfuk melakukan ifu.

Sedangkan menumt Abu Yusuf, ketika anak kecil menjamin segala

hal yang dia habiskan berdasarkan pendapat dalam permasalahan

qardh, demikian pula haln5a dalam permasalahan ini. Segala hal

yang dia habiskan dalam hal jual-beli, maka dia pun menjadi

penjamin, karena lrang menyerahkan fidak mengharuskan

penguasaan terhadapnya kecuali atas adanya pengganti. Jika tidak

tedadi penggantian tersebut untuk dirinya, maka dia berhak

menuntut kepada orang yang diserahkan harta tersebut. Adapun
jika harga jual itu telah terjadi dengan barang tersebut, maka

pembeli berhak mengambiln5a kapan saja hakim membatalkan

jual-beli tersebut.

Jika hakim mernbolehkan bansaksi jual-beli tersebut, maka

hakim hendaknSn menyerahkan barang ]/ang dijual tersebut

kepada pembeli. Dan menyerahkan harga jual kepada penjual

yang dicekal tersebut. lhrena jika akad itu terangkat, maka

kepemilikan masing-masing keduanya kembali pada keduanln,

masing-masing menuntut lnng lainnya berdasarkan lang dia

pegang darinya. Semua pendapat ini masuk ke dalam

permasalahan dalam pernbahasan ini. Dan Al l(hashaf telah

menjelaskan jawabannya dengan berkata, "Tidak ada penjaminan

atas dirinya berkenaan harga jual yang telah dia ambil." Namun
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pendapat ini keliru secara umum. Dan jawabannya sebagaimana

yang telah kami jelaskan.

Masalah: Muhammad berpendapat dalam permasalahan

orang yang dicekal mengelola hartanla, menikahkan anak
perempuannya atau saudaranya sementara keduanya masih kecil.
Dia mengatakan bahwa perwalian Srang dia lakukan itu bathil. Ihr

karena menurut kami seseomng yang tidak memiliki perwalian

terhadap dirinya sendiri dalam pengelolaan (harta), maka otomatis
dia tidak dapat menjadi r,vali bagi 5rang lainnya. Berdasarkan dalil

orang gila dan anak kecil, ketika keduanya tidak dapat menjadi

wali dalam pengelolaan harta dalam harta keduanya masing-

masing, maka keduanya juga tidak dapat menjadi wali atas yang

lainnya.

Jika ada yang mengatakan, bahwa orang (frang dicekal) ini
boleh menjadi wali akad nikah dengan dalil bahwa dia berhak
untuk menikah. Sehingga dengan itu, dia layak untuk menikahkan
orang lain.

Maka dikatakan padanya: Jika akadnya untuk nikah
dibolehkan, maka itu bukan karena dia menjadi wali nikah.
Tidakkah kamu melihat bahwa seandainSa dia menikah dengan
lebih dari satu mahar standar, maka tidak dibolehkan atasnya

kelebihan itu?

Jika demikian keadaannya, maka kami berpendapat bahwa
bolehnya akad nikah dengan mahar standar sarna kedudukannSra

dengan pembelian sesuatu dengan nilai harga standar-

Sesungguhnya hakim berhak membolehkannln, meskipun itu tdak
menjadi dalil bagi bolehnla penggunaan (pengelolaan) hartanya.
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Begitu pula dalam permasalahan bolehnya menikah unfuk dirinya

sendiri dengan mahar standar, tidak menunjukkan bahwa dia

menjadi wali bagi yang lainnya dalam pemikahan.

Dia berkata, "Jika orang Srang dicekal berselisih pendapat

dengan pembeli dalam transalsi jual-beli, lalu yang dicekal berkata,

'Kamu telah membeli dariku saat aku dicekal', sedangkan pembeli

berkata, 'Aku telah membelinya saat kamu masih baik dalam

mengelola harta' maka perkataan yang dijadikan acuan adalah

perkataan orang lang dicekal." Karena pendakv.ra mengklaim

penanggalan ada terlebih dahulu, dan hal itu tidak dapat diketahui

kecuali dengan perkataannya. Sementara orang yang dicekal

mengklaim masa saat ini, sehingga perkataan yang dijadikan

pegangan adalah perkataanngn, disebabkan makna s@ara zhahir

yang ada pada klaimnp.

Dia berkata, *Jika keduanp mendatangkan bukti atas

masing-masing klaim tersebut, maka bukti png diterima adalah

bukt si pembeli," karena dia telah menetapkan penanggalan

terlebih dahulu dengan bukti Snng mengingkari bukt oremg yang

dicekal, sehingga bukt penetapan itu lebih diutamakan.

Jika onmg 3nng dicekal itu tertebas dari pencekalan

tersebut, kemudian keduanp berselisih, orang yang dicekal

berkata, "Kamu telah mernbelinln dariku saat aku dalam keadaan

dicekal," sementara pembeli berkata, 'Aku membelinya darimu

sebelum kamu dicekal," maka perkataan Snng diterima adalah

perkataan omng yang dicekal. Dikarenakan alasan yang telah kami

paparkan, yaitu bahwa pembeli mengklaim tetapnSa penanggalan

lebih dahulu daripada pencekalan, narnun omng yang dicekal
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mengingkari itu, maka perkataan yang diterima adalah
perkataannya.

Pasal: Jika keduanya berselisih, orang lrang dicekal
berkata, "Kamu telah membelinyra dariku saat aku dalam keadaan
dicekal," sementara pernbeli berkata, 'Aku telah membelinya
darimu setelah kamu te$ebas dari pencekalan." Maka perkataan
yang dijadikan pegangan adahh perkataan pernbeli.

Hal ini tidak sama dengan perrnasaUfran lang pertama,

dikarenakan pembeli dalam kasus ini tidak mengklaim tetapnya
penanggalan sebelum pencekalan. Akan tetapi dia mengklaim
bahwa adanSa pembelian itu terjadi setelah pembebasan
pencekalan dari dirinya, sedangkan lnng dicekal mengklaim
penetapan tanggal terjadi pernbelian sebelum dirinla terbebas dari
pencekalan, sementara dia tidak mengetahui tanggal terjadiryra
pembelian ini. Sehingga s@a:a zhahir dalam kasus ini pendapat
png diterima ada pada pemMi, dan orang yang dicekal menjadi
pendalnua (pengklaim) yang bertentangan dengan zhahir. Sehingga
dia harus menghadirkan bukti atas klaimnya tersebut. Sedangkan
pendapat png diterima adalah pendapat pembeli atas penafian
sejarah (penanggalan) lrang strdah berlalu dalam pernbebasan
pencekalan.

Adapun dalam permasalahan yang pertama, pernbeli

mengklaim terjadinya pembelian tersebut sebelum adaqn
pencekalan. Dan dengan ifu dia mengklaim tetapryra penanggalan

terjadi lebih dahulu dari pencekalan. Sedangkan ormg lrang
dicekal menlrangkalnya, dan mengklaim bahua akad itu udak
terjadi kecuali dia masih dalam keadaan dicekal. Dan perkataan
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yang diterima adalah perkataannya, karena secara zhahir kasus ini

ada bersamanya. Wallahu Atam.

Alhandulillah

i
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PENCEI(AIAN (AL HIJR,

AsySyirazi &, berkata: Jil<a seorang anak atau
orang gila memiliki harta, maka dia hanrs dicekal r.rnfuk
melakukan perbuatan hul$rn yang berhubungan dengan
hartanya-

Dasar hukumnln adalah firman Allah Ta'ala,

($'fr Ft; oy'd$i ri* 6y# {r{ji ;trr;

"tA;1Yr#::6
nDant ujilah anak 5ntim ifu ampi merel<a cuktp

umw unfuk kawin- Kemudian jilsa menurut pendapabnu
merelm telah cerdas (pndai memelihara hafta), mal<a
serahl<anlah kepada merel<a harta-harbn57a-.-" (Qs. An-
Nisaa' [al: 5).

Jadi, firman Allah tersebut menuniukkan bahwa
hartanya fidak boleh diserahlran kepadanya sebelum
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cukup urnur (baligh) dan cerdas (pandai memelihara
harta)-

Penjelasan:

Menurut bahasa, pencekalan (al hiil adalah mencegah dan

membatasi kebebasan (tadhyiq). Berawal dari makna bahasa itulah,

tanah suci Makkah (Al Hamnltdisebut Hijr. Nlah Ta'ala berfirman,

t;;L}-3lij "Merel{a berkata: 'Hiiman mahiuund." (Qs. Al

Furqaan l25l:221, maksudnya adalah suci dan disucikan.

Akal disebut Hijr{yar$ mencegah). Allah Ta'ala berfirman,

* Pada tnng demikian itu tudapt sumpah (5nng dapat

ditqima) oleh omng-onng JEng berakal (Dzii Hijr)." (Qs. Al Fajr

[89], 5), karena akal mampu mencegah pemiliknya melakukan

berbagai keburukan serta segala hal yang mendatangkan kerugian

di kemudian hari. Hijnn.&aff disebut Hiir,l<arena thawaf dilarang

dilakukan di lokasi tersebut.

Sedangkan menumt istilah sglam', pencekalan adalah

proses mencegah seseorcng unfuk melakukan tndakan yang

berhubungan dengan harta mihknp dengan sebab tertenfu.

Pencekalan dilakukan adakalanya demi kepentingan orang lain,

antam lain adalah pencekalan seorang yang jatuh pailrt lmuflia
bangkrut), derni kepentingan (hak) para pemberi pinjaman. Orang

lang menggadai barang demi kepentingan yang menerima

gadaian. Dan orang yang sakit demi kepentingan ahli waris sebab

hol'ia:te,f,
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nasab. Karena, melakukan amal kebajikan (tabarrul yang

jumlahnya melebihi sepertiga harta peninggalannya. Atau demi

kepentingan ahli waris dan sekaligus para pemberi pinjaman.

Atau adakalanya derni kepentingan dirin5ra sendiri, yakni

pokok pembahasan yang diangkat dalam bab ini.

Hukum permasalahan ini:

Pihak-pihak yang dicekal jumlahnya ada delapan criteria;

tiga orang yang dicekal demi kepentingan diri mereka sendiri, dan

lima orang dicekal demi kepentingan diri orang lain. Orang-orang

yang dicekal demi kepentingan diri mereka sendiri adalah anak-

anak, orang gtla dan orarng ideot flernah alolnld.

Sedangkan orang-oremg yang dicekal demi kepentingan

orang lain adalah seorang muflis (orang yang jafuh pailit), yang

dicekal derni kepentingan (hak) para pemberi pinjaman; orcmg

yang sakit derni kepentingan ahli waris, budak mumi, budak

mukatab (yang sedang mengadakan akad cicilan dengan tuannya)

demi kepentingan tmnnya (mul<afiA, dan orang murtad demi

kepentingan kaum muslimin.

Dasar hukum pernberlakuan cekal pada diri seorang anak

adalah firman Allah Ta'ak,

(8"# Ft; bg U$iti$6t& &qil$fi

b;K- 6 sr41 6fr;(8v ItW dybx
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ii

4g8 ll et U"i-u'SloahAl Muhadzdzab

"Dan ujilah anak yatim ifu sampai mereka cukup umur

untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah

cerdas (pandai merneliham hath), maka serahkanlah kepada

mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak

yatim lebih dai batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergaagaa
(membelanjakann5a) sebelum mereka dewae." (Qs. An-Nisaa' [4]:

6).

Kata pengujian ('iX)t) maknanya adalah mengukur kualitas

6q+It). Allah Ta'ala berfirman,

" Yang menjadilan mati dan hidup, supalm dia mengaji

kamu, siapa di antan kamu yang lebih bik amalnta...." (Qs. Al
Mulk 167l: 2l maksudnya adalah karena Allah hendak mengukur

kualitas kalian.

Yatim adalah anak Sang ditinggal mati ayahnya, dan dia

bemmur kurang dari usia baligh. Nabi $ bersabda, dzl' Si d I
" Tidak ada istilah anak Satim setekh mencapai usia baligh,," dan

firman Allah Ta'ala, '&Wft& "Sarnpai merel<a cukup wnur

untuk lawin." (Qs. An-Nisaa' [4]' 6).

Kata "menurut pendapatnu" (,i,i:-!l) diletakkan unfuk

menunjukkan arti mengetahui secaftt mqpkinkan, sebagaimana

l€ta fu,q)r) diletakkan untuk menunjukkan arti melihat (rlr| aau-

firman Allah Ta'ala, tV ,rili uF ,t -23( " Dilihabtyalah api di
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lereng gunung...." (Qs. Al Qashash [28]: 29). Makna kata (g"I'l)

bermakna (s'fj) melihat.

Menurut sebuah riwayat bahwasan5ra ayat tersebut

berhubungan dengan masalah Tsabit bin Rifa'ah dan berhubungan

dengan pamannya dari jalur ayah, bahwa "Tatkala Rifa'ah

meninggal dunia, dan meninggalkan seorang anak laki-laki yang

masih belia, paman Tsabit datang menemui Nabi $, lalu dia

berkata, 'Bahwasanya anak laki-laki dari saudara laki-laki itu adalah

Yatim di bawah penjagaanku, apakah hartanya halal bagiku? Dan

kapankah aku menyerahkan hartanSa kepadanya?' lalu Allah

Tabla menurunkan a5rat ini-"

Asy-Syafi'i p, berkata: Tatkala Allah Ta'ala menangguhkan

penyerahan harta dengan s5pmt cukup urnur (usia baligh) dan

kq,rakinan telah memiliki kecerdasan (kecakapan memelihara

harta) tersebut, maka bisa diketahui bahwa sebelum mencapai

cukup umur, anak tersebut dicegah serta dicekal unfuk melakukan

tindakan terkait hartanya tersebut.

Dalil pemberlakuan pencekalan atas omng yang lemah akal,

anak-anak dan orang gila adalah firrnan Allah Ta'ala,

'#-{5tU,5WUfi*{; i( o$
7t

.r/ll

J.t3fu,\j:#';-aS
" Jika tnng buhubng ifu onng tnng lqnah al<ahgn abu

lernah (keadaannW) atau dia sendii frdak rrampu mengimlakl<an,

maka hendalqn walin5n mengimlaklan dengan jujun.." (Qs. Al
Baqarah 121:2821.
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Redaksi "Orang yang lemah akalnya (safiihl" memasukkan

orang yang memakai hartanya secara sia-sia dan orang yang

dicekal karena faktor usia yang masih belia. Sedang redaksi "orang

yang lanah (keadaannya)," memasukkan orang dalasa yang telah

lanjut usia, anak Srang belum cukup umur dan orang gila.

[-alu Allah Ta'ala mengabarkan bahwa mereka ihl
semuanla posisin5la digantikan oleh walinya dalam mengurus

segala umsannlra, baik lang men n mereka maupun

lang merugikan mereka, sehingga Allah menjelaskan tentang

pencekalan tersebut atas diri mereka.

Para ulama berbeda pendapat seputar hukum pencekalan

orang yang tidak mengetahui dan memahami berbagai ketentuan

hukum halal dan haram. Sebagian mereka lebih mengunggulkan

wajib mencekaln5ra.

Dalam Jami' Al Ahl<am, Al Qurthubi berkata: Adapun

oftrng yang tidak mengetahui berbagai ketentuan hukum tersebut,

sekalipun dia bukan orang yang dicekal, karena dia mampu

mengembangkan dan tidak menyia-nyiakan hartanya, harhnya
tersebut tetap tidak boleh diserahkan kepadanya, karena dia tidak

mengetahui berbagai jenis jual-beli yang fasid dan sah, jual-beli

Sang halal dan yang haram dari sekian banyak jenis jual-beli

tersebut.

Demikian juga, orang 5rang memiliki kualitas yang sama

dalam hal ketidaktahuann5ra tentang berbagai jenis jual-beli, dan

karena sesuafu Sang ditakutkan (menimpanya) yakni muamalah

dengan cam riba dan lainnya. Wallahu a'lam. Perkataan Al

Qurthubi telah selesai.
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Pelajaran penting: Mengenai kecakapan bertindak
(Ahlijryatul Adaa ), kecakapan bertindak adalah kepatutan yang

dimiliki seseorang yang mukallaf karena perbuatan yang muncul

dari dirinya dianggap sesuai dengan ketenfuan syara' dan berbagai
jenis kontrak menjadi sempuma dengan pertuatan tersebut.

Qanun Al Madani telah menlntakan dalam materi No. 36,
"Setiap orang yang telah mencapai usia lamyiz, namun belum

mencapai usia cakap bertindak, dan dia seorang yang lemah

akalnla atau mempunyai sifat lupa, maka dia adalah seorang yang

kurang cakap dalam bertndak, sesuai dengan alasan Sang telah

ditetapkan oleh undang-undang tersebut. "

DR. As-Sanhuri dalam Al Wasith halaman 268 membagi

berbagai jenis akad ditinjau dari segi kecakapan bertindak menjadi

empat kelompok.

Pertama: Akad lghtinaa '(memberi kecukupan; perikatan

tanpa disertai imbalan), seperti hibah bila dikaitkan pada pihak

penerima hibah.

Kedua, Akad ldanh, yaitu akad 5nng diadakan pada suahr

objek karena hedak diambil , seperti akad seun bila

dikaitkan pada pihak yang menyer,rakan.

Ketiga: Akad Tashanuf, seperti jual-beli.

Keempat: Akad Tabartt', seperti hibah bila dikaitkan

pada pihak pernberi hibah.

Jadi, apabila seseorang memiliki kecakapan bertindak 1nng
sempuma, maka dia memiliki kepatutan unfuk melakukanrrya

sendiri secara langsung al<ad ightinaa ' dan idanh, dan Udak

memiliki kepafutan unfuk melakukan al<ad bshamtf seorang diri
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secara langsung, dan sama sekali tidak memiliki kepafutan unfuk

melakukan al<ad tabamt' secara langsung.

Adapun bila kecakapan tersebut tidak ada sama sekali,

seperti anak yang belum tamy2, maka dia Udak memiliki

kepatutan untuk melakukan satu dari keempat kelompok akad ini.

Demihanlah 5nng dikatakan oleh DR. As-Sanhuri.

Asfsyirazi g berkata: Harta miliknya (anak dan

orang glla) diunrs oleh ayah kemudian kakeknSn,

karena proses pengumsan harta ifu adalah benfuk
peruralian, sehingga dalam perwalian tersebut ayah dan

kakek lebih didahulukan dibanding selain mereka

berdua, sarna seperti perwalian dalam masalah nikah.

Apabila ayah maupun kakek sarna sekali fidak
ada, maka hartanga diurus oleh pihak penerima wasiat,
karena dia statusnya sebagai pengganti (wakil) ayah dan
kakek, sehingga dia lebih didahulukan dibanding yang

lainngn.

Apabila fidak ada pihak yang menerima wasiat

sama sekali, maka (hartanSd diums oleh penguasa,

sarna halnya peruralian dalam masalah nikah, karena
perwalian dari jdur kerabat telah habis, sehingga
peruralian tersebut diserahkan pada penguasa tersebut.

Abu Sa'id Al Isthakhri berkata: Apabila ayah
maupun kakek sama sekali fidak ditemukan, maka
(hartaryra) diurus oleh ibunp, sehingga dalam perwalian
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masalah harta tersebut berhak dimilih oleh ibu tersebut
sama halnya ayah.

Pendapat lpng diunggulkan di kalangan para
pengikut madztrab AqlSyaf i generasi pertama, ibu
s.!ma. sekali fidak memiliki hak peruralian, karena
perwalian tersebut adalah peruralian yang ditetapkan
berdasarkan S!Iil?', sehingga hak penralian tersebut
tidak dimiliki oleh ibu, sarna halnya dengan hak
perwalian dalam masalah nikah-

Penielasan:

Beragam ketenfuan hukum: Apabila seorang anak merniliki

harta, maka orang !/ang berhak mengurus hartanla adalah

ayahnya, bila dia seorang png adil fujur). I-alu, bila aphnya tidak

ada, atau a5nhnSa termasuk orcmg lnng tidak pafut untuk

melakukan pengurusn harta tersebut dengan baik, maka proses

penslurusan harta tersebut diserahkan kepada kakeknya alnh dari

ayah si anak tersebut, bila dia seoftmg png adil (jujur).

Karena, pengurusan harta tersebut adalah jenis penualian

png berhubungan dengan hak anak png belum cukup umur,

sehingga dalam hal perunlian tersebut ayah dan kakeknya lebih

didahulukan dibanding selain mereka berdua, sama halnya dengan

perwalian dalam masalah nikah.

lalu apabila aphnya tersebut meninggal dunia, dan dia

telah mernberi wasiat kepada seseorcmg unfuk mengurus harta

anak laki-lakinSn tersebut, dan dalam kasus tersebut rnasih

diternukan kakek 1rang lalnk unfuk mengunrs hartanla, maka ada
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dua pendapat yang berbeda dari para pengikut madzhab Asy-

Syafi'i generasi pertama.

Pertama: Pendapat yang diunggulkan adalah bahwa

wasiat tersebut tidak pahrt diberikan kepadanSa, bahkan soal

pengurusan harta ifu diserahkan kepada kakeknlra.

Kedua' Penulis Al lbaanah (Abu Al Qasim Abdurrahman

bin Muhammad bin Ahmad bin Furan Al Furaini Al Maruuazi) telah

menlnmpaikannya dalam Al lbaanah, bahwasanya pengurusan

harta tersebut diserahkan kepada pihak penerima wasiat tersebut,

karena dia seseorang yang menggantikan posisi aSah tersebut.

Namun, pendapat ini tdak layak dibuat pegangan, karena

kakek mempunyai hak penrralian berdasarkan sgtara', sehingga dia

lebih berhak mengurus harta anak tersebut daripada pihak

penerima wasiat tersebut.

[-alu apabila ayah maupun kakek sarta sekali tidak ada,

maka (hartanya) diurus oleh pihak penerima wasiat dari sisi

keduanya. lalu bila keduanSn sarna sekali tidak ada, dan tidak ada

pula pihak yang menerima wasiat dari keduanya, apakah ibu

mernpunyai hak mengurus harta anak tersebut? Ada dua pendapat

png berbda (Wajhaani).

Pertama: Abu Sa'id Al Ishthakhri berkata, hu mempunyai

hak mengurus harta anaknSra, karena dia adalah salah sah: dari

kedua orang tuan5ra. Ahmad bin Hanbal berkata bahwasanya

Umar pemah memberi wasiat kepada Hafshah.

Kedua, Yaitu pendapat png diunggulkan (N Madzhab),

bahwasanlra ibu tidak mernpunlni hak menerima wasiat sama
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sekali, bahkan soal pengurusan harta tersebut diserahkan kepada

penguasa.

Telah diriwayatkan dari Atha' bin Abi Rabah, bahwasanya

dia bekomentar mengenai seseorang 5rang memberi wasiat kepada

istinya, dia berkata, "kffi tidak bisa menempati posisi sebagai

penerima unsiat (soal pengurusan harh anak tersebut). Jadi,

apabila dia tetap melakukan hal tersebut, maka hak perwalian ihr

dialitrkan kepada seorcmg lelaki dari kaumqn." Riwalat Atha'
telah selesai.

Menurutlmt Alasan lain, hak perunlian tersebut adalah

hak perwalian 5nng ditetapkan berdasarkan sgrara', sehingga ibu

tersebut tidak merrrpunpi hak pemalian tersebut, sarna halnya

dengan hak perunlian dalam urusan nikah. Alasan lain, kembat

dekat ibu itu tidak menyimpan hak waris ashabah, sehingga

kerabat ibu tidak pula menyimpan hak perunlian kerabat Vakni
paman dari jalur ayah.

Apabila kita berpegang pada pendapat Ahmad dan Al
Ishthakh'ri, apakah alnh dan ibun5ra ibu (nenek si anak) ifu
mernpunlni hak peruralian kefika ibu anak tersebut tidak ada? Ada

dua pendapat png berteda, 3nng telah oleh Ash-

Shaimuri. Wallahu a'hm.

Aqrsyirazi as berkata: Pengunrs harta anak (kecil)

atau orang gila tersebut fidak boleh melalnrkan tindalmn
terkait hartanp kecuali dilandasi konsep pengelolaan

lpng baik dan kehati-hatian. Dia fidak boleh melalnrkan
findalmn kecrrali hal 57ang mengandung manfaat dan
keuntungan.
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Adapun tindakan yang fidak mengandung

manfaat dan keuntungan, contohnya seperti
memerdekakan budak, hibah, dan muhaabah
(mengeluarkan hartan5n dari kepemilikannya dengan

nilai hrkar yang lebih rendah), dia tidak memiliki
kewenangan melakukan tindakan tersebut.

Hal ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala,

- Dan janganlah kamu mendekati harta anak
jlatifii, kecuali dengan cara yang lebih baik

hermanfaat)--.-" (Qs. Al Israa' [17]: 34), dan sesuai

dengan saMa Nabi Muhammad *, :W 13'r* | "Tidak

boleh memfuha5nl<an diri sendiri dan tidak boleh pula

membahayalran orirng lain -"

Kesemua tindakan ini mengandung bahaya yang

merugikan anak tersebut, sehingga dia tidak memiliki
kewenangan melakukanrya.

Pengunrs harta anak tersebut boleh
memanfaatkan hartanSra r.rnhrk usaha dagang, hal ini
sesuai dengan hadits lrang telah diriwaptlran oleh
Abdullah bin Amr bin Al Ash,{&, bahwasarrSTa Nabi $
bersaMa,

LA'c€r,Jy$\\i\;#S')

**,tS 1,9il';X3 iv{SW jS US

.{stbstkU &
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" Siapa Wng mengan s (menjadi wali) anak gatifit,
dan dia memiliki harta, hendakn5n dia memanfaatl<an
hartan5m ifu unfuk usaha dagang, dan frdak
membiarkann5n sampai akat menghabislrannya."

Penjelasan:

Hadits Abdullah bin Amr bin Al Ash &, ,Sv ii q. jS US

'oiblr '^t-?b & '&F- li ,q i ?# " Siapa tnng mengurus (menjadi

wali) anak latim, dan dia memiliki harh, hendakryn dia

memanfaatl<an hamnjn ifu unfuk usln dagang, dan tidak

membiarkanryn sampai zal<at menghabisl<ann5m," Abdurrazaq dan

hnu Jarir telah meriwayatkann5a dengan sanad yang shahih,

sebelumnya Al Imam An-Nawawi telah membahasnya secara

mendalam sejurnlah riwayat Amr bin Al Ash tersebut dalam kitab

7:r]roit.

Hukum:

Pengurus harta anak tersebut tidak memiliki kawenangan

memerdekakan budak dari harta tersebut, tidak melakukan akad

cicilan, tidak menghibahkan dan tdak melakukan praktek

muhaabah dalam jual-beli. Hal ini sesuai dengan firman Allah

Ta'ala,

iA c,lu,Jy$\tivj{t
"Dan l<amu mendel<ati harb anak latim, kecuali

dengan cara tnng lebih baik hermanfaar...." (Qs. Al Israa' [17]:
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24). Sedangkan satu dari sekian ban5ak tindakan ini bukanlah cara

yang lebih baik (mengandung manfaat).

Cabangt Asy-Syafi'i & berkata, 'Lebih dianjurkan pihak

yang menerima wasiat memanfaatkan harta anak yang berada

dibawah perwaliannya untuk usaha dagang, dan tidak ada resiko

yang harus ditanggungnya sama sekali."

Pemyataan Asy-Syafi'i tersebut secara garis besar

menjelaskan bahwa pengwus harta anak tersebut memiliki

kewenangan memanfaatkan hartanya untuk berdagang, baik si

pedagang itu adalah ayahnyra sendiri, kakeknla, penerima

wasiatnya, atau orang yang telah meninggal Srang diangkat oleh

hakm.

Hal ini sesuai dengan hadits yang telah diriwayatkan oleh

AMullah bin Amr bin Al Ash ,&, bahwa Nabi S bersabda,

^?*,tS 
tqi'-JXJ ivilSW js ns

titbsrkU &
"Siapa tang mengurus (meniadi utali) anak Jatim, dan dia

memiliki harta, hendaknya dia mqnanfaatkan harbn5n itu unfuk

usaha dagang dan frdak membiarkannya satnpai akat
menghabislannga."

Menunrtkut Alasan lain, berdagang tersebut lebih

bermanfaat bagi anak png berada dibawah asuhannya, supaya
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nafkah biaya hidupnya diambil dari laba tersebut. Demikian

mayaoritas para penglkut ma&hab kami berpendapat kecuali Ash-

Shaimuri.

Karena dia berpendapat Pada masa sekarang ini, pengums

harta anak tersebut tidak merniliki kar,renangan unfuk melakukan

usaha dagang tersebut, karena rusaknya kondisi masa sekarang ini
dan kesa,ruenang-wenangan penguasa atas para pedagang

tersebut, bahkan dia lebih baik mernbeli lahan tanah atau apa saja

yang bermanfaat.

Apabila pengurus harta anak tersebut memilih berdagang,

maka dia sarna sekali tidak boleh berdagang kecuali di jalur

perdagangan yang aman, dia tidak boleh melakukan pemiagaan di
jalur lautan, karena jalur lautan adalah jalur yang mengkhawatirkan
(mernbahayakan harta anak tersebut).

Apabila dikatakan: Sesungguhnla Aiqnh # pemah

mengubah harta Bani Muhammad bin Abi Bakar g menjadi

barang dagangan, menurut pendapat kami, bahwa ada

kemungkinan pemiagaan ifu dilakukan di lokasi lnng aman serta di
pinggr pantai, atau ada kemungkinan bahwa Aisyah melakukan

hal tersebut itu dan Aisph memuhrskan dirinya siap menanggung

resikonya, bila harta tersebut mengalami kemsakan.

Ash-Shaimuri berkata: Pengurus harta anak tersebut tidak

merniliki ko,ruenangan melakukan akad jual-beli kecuali secara tunai

atau secara kredit kepada orang yang kaya yang tepercagn.

Demikian Snng dikatakan oleh Ash-Shaimuri. Wallahu a'lam.
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Asy-Syirazi ** berkata: Pasal: Pengurus harta

anak tersebut boleh membeli barang yang tidak

bergerak ('Aqaar; tanah, rumah, pohon kurma dan lain-

lain) unfuk anak tersebut, karena barang yang tidak
bergerak itu sifatnya tetap dan bisa diambil hasilnya-

Dia tidak boleh membelinya kecuali dari penjual

yang tepercagn, karena bila penjual tersebut bukan

orang yang tepercaya, maka dimungkinkan dia menjual

barang yang bukan miliknln-

Dia tidak boleh membelinya di lokasi yang hampir
msak, atau lokasi tersebut ditakutkan akan mengalami

kerusakan. Karena pembelian lahan tanah di lokasi

tersebut mengandung unsur menyia-nyiakan harta. Dia

boleh memanfaatkan barang yang tak bergerak flahan
tanah) unfuk mendirikan bangunan bagi anak tersebut-

Dia fidak boleh mendirikan bangunan kecuali dari
bahan bangunan berupa bafu bata merah (bata matang)

dan tanah liat.

Dia fidak boleh mendirikan bangunan dengan

bahan bata mentah dan batu kaput, karena bata merah
(matang) akan tetap ufuh, sementara bata mentah akan

msak, sedangkan bafu kapur dianggap pemborosan dan

tanah liat tidak memiliki harga jual, batu kapur akan

rontok dan harga jualnya H*g, sementara tanah liat
tidak akan rontok, dan jika tanah liat ifu rontok, maka

fidak memiliki nilai jual-

Alasan lain, batu bata mentah tidak akan bersih
dari batu kapur tersebut bila pengums harta anak
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tersebut berniat merusak bangunan tersebut, dan bafu
bata merah bisa bersih dari tanah liat, sehingga tanah
liat tersebut tidak merusak bafu bata merah tersebut-

Pengurus harta anak tersebut fidak boleh menjual
barang yang tak bergerak tersebut unfuk anak tersebut
kecuali dalam dua kasus.

Pertama: Kondisi darurat mendorong unfuk
menjualnSn, misalnya dia memerlukan biaya hidup anak
tersebut, dan dia tidak memiliki harta kecuali barang
yang tak bergerak tersebut, serta dia tidak mendapati
seseorang yang memberi pinjaman utang kepada anak
tersebut-

Kedua: Anak atau or.rng Slla tersebut
memperoleh keuntungan dalam penjualan barang tak
bergerak tersebut, caranlra dia menawarkan barang
yang tak begerak itu dengan harga lebih tinggi dari
harga beli semula, dan dia membeli kembali barang tak
bergerak yang sejenis dengan sebagian uang hasil
penjualan tersebut, karena juat-beli dalam kedua kondisi
ini mengandung manfaat, sedangkan selain kedua
kondisi tersebut tidak mengandung manfaat sama
sekali, sehingga jual-beli selain dalam kedua kondisi
tersebut tidak boleh dilakulon.

Apabila pengurus harta anak tersebut menjual
barang yang tak bergerak tersebut, dan dia memohon
kepada hakim agar mencatat bukfi penjualan barang tak
bergerak tersebut unfuk anak tersebut, maka harus
dilakukan analisis. Bila a57ah atau kakekn5Ta menjualnya,
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maka hakim boleh mencatat bukti penjualan barang

yang tak bergerak tersebut (misalnf lahan tanah) untuk
anak tersebut, karena keduanya tidak dicurigai (akan

menyia-nyialon) hak milik anak tersebut.

Sedangkan bila peniualnya selain aSnh atau

kakeknya, maka bukti penjualan lahan tanah itu tidak
boleh dicatat kecuali dia mengaiukan alat bukti saksi

mengenai kondisi darurat atau keuntungan (dalam

penjualan lahan tanah tersebut), karena kecurigaan itu
fidak dilepaskan dari selain aph dan kakek tersebut,

sehingga buld penjualan lahan tanah tersebut untuk
anak tersebut tdak boleh dicatat tanpa disertai alat
buld salsi.

Apabila anak tersebut telah cukup umur
(mencapai usia baligh), dan dia mela5nngkan gugatan

bahwasanya pengurus diriqTa itu menjualnya bukan

karena kondisi danrrat dan bukan pula karena

memperoleh keuntungan, maka jika pihak yang

bertindak sebagai walinSn itu adalah agnh atau kakek,

maka pernyataan yang dibenarkan adalah pernyataan

wali tersebut, sedangkan bila waliryn selain a37ah dan
kakek, maka pernyataannlra fidak bisa dibenarkan
kecuali disertai dengan alat bul*i salsi. Hal ini sesuai

dengan alasan lpng telah kami sebutlran, yakni
perbedaan kondisi pengunrs tersebut.

Apabila separuh lahan tanah itu diiual dalam

bentuk hubungan kemitraan (st/irlah; tanpa bisa
dibedakan bagian satu dengan bagian yang lainnSTa),
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maka iika manfaat tersebut terletak dalam
pengambilalihan separuh lahan tersebut secara paksa
melalui akad syuf'ah tersebut, maka separuh lahan
tersebut tidak boleh meninggalkan syruf'ah.

Sedangkan bila manfaat itu terletak dalam
meninggalkan syuf'ah tersebut, maka dia tidak boleh
mengambil alih separuh lahan tanah tersebut secara
palsa melalui syuf'ah tersebut, karena kami telah
menjelaskan bahwa tindakan yang diambil oleh
pengurus harta anak tersebut harus dilandasi aspek
pertimbangan yang baik dan kehati-hatian. Jadi, dia
tidak boleh melakukan kecuali tindalran yang sesuai
dengan tunfutan aspek pertimbangan 37ang baik dan
kehati-hatian tersebut-

Apabila pengurus harta anak tersebut
mengabaikan hak syufah, sementara manfaat
(keuntungan) itu terletak dalam mengabaikan hak
syuf'ah tersebut, kemudian anak tersebut telah cukup
umur (mencapai usia baligh), dan dia berkeinginan
mengambil alihnya secara paksa, maka menurut
jawaban yang ditetapkan oleh Astrst af i bahwasanya
dia tidak memiliki }rak stn f'all tersebut-

Karena, tindakan yang telah dilakulmn oleh wali
tersebut termasuk findalmn yang mengandung
pertimbangan yang baih lpng mana anak tersebut fidak
memiliki kekuasaan untuk membatalkanngn,
sebagaimana kalau dia mengarrbil alihnSTa siecaftr paksa,
dan manfaat itu terletak dalam pengambilalihan
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tersebut, lalu anak tersebut telah cukup urnur, dan dia
berkeingin.rn mengembalikannya.

Di antara para pengikut madzhab kami generasi
pertama ada yang berpendapat Anak tersebut memiliki
hak mengambil alih secara paksa melalui syuf'ah
tersebut, karena dia memiliki kebebasan bertindak
setelah mencapai usia baligh, baik dalam tindakan yang

mengandung manfaat maupun findakan yang fidak
mengandung manfaat sama sekali, dan anak tersebut
benar-benar telah cukup umur (mencapai usia baligh),
sehingga pengambilalihan hak milikqn sec.ra paksa itu
boleh dilakukannya, sekalipun fidak mengandung
manfaat sama sekali-

Pendapat ini tidak benar, karena dia tidak boleh
melakukan findakan terkait suatu hal yang fidak
mengandung manfaat jika hal tersebut masih ada, dan
dalam kasus ini, sesuafu lrang fidak mengandung
manfaat ini telah gugur melalui pengampunan dari wali
tersebut, sehingga gugur pula kerrenanganngn unhrk
memilih yang lain.

Apabila anak tersebut telah cukup urnur, dan dia
melayangkan gugatan bahwa walinya mengabaikan
syrf'ah tersebut tanpa disertai keuntungan, maka
ketentuan hulrum dalam masalatr barang yang diarrbil
alih secara paksa melalui st uf'ah ifu sama seperti
ketenfuan hukum dalam penjualan lahan tanah, dan
l€rni telah menjelaskannga-
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Penielasan hukum, Pengurus harta anak tersebut boleh

membeli barang tak bergerak (Aqaal untuk anak tersebut, karena

pembelian barang tak bergerak lebih merninimalisir terjadinya

ghanr (penyia-nyiaan harta), karena dia bisa memanfaatkan

hasilnya disamping modal pokok tetap masih utuh.

Abu Ali dalam Al lfshaah berkata: Pengurus harta anak

tersebut tidak boleh membelin5ra kecuali dari penjual 5rang jujur,

tepercaya, yang terhindar dari bentuk pengingkarannya dalam soal

harga jual, dan tipu dayanya yang membawanya pada pembatalan

jual-beli tersebut, karena dia rnembelinSa di suatu lokasi lahan

tanah yang hampir rusak dengan tingkat kenrsakan yang melebfi
apa lang terjadi di antara kedua lahan tanah lrang sarna. Karena

pembelian lahan tanah selnacarn itu adalah bentuk penyia-nyiaan

hartan5ra.

Barang tak bergerak (Aqaal boleh dimanfaatkan unhrk

bangunan rumah baE anak tersebut bila dibufuhkan, kecuali

pembelian bangunan itu lebih menguntungkan bagi anak tersebut,

maka dia boleh membeli bangunan itu untuk anak tejrsebut.

Apabila dia memang membufuhkan unfuk mendirikan
bangunan, Asy-Syafi'i g berkata, "Pengurus harta anak tersebut

hendaknya mendirikan bangunan unhrknln dengan bahan batu

bata matang (bata merah) dan tanah liat, dan tidak mendirikan

bangunan unfuknya dengan bahan bata mentah dan bafu kuput,

karena bata mentah akan lebur, sedangkan bafu bata matang tetap

utuh, adapun bafu kapur akan mudah runfuh."

Terkadang sesuatu dari bafu bata merah itu perlu

dihilangkan, sehingga bahr bata merah itu tdak bisa bersih dari
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batu kapur tersebut. Alasan lain, bahr kapur itu dianggap

pemborosan, sedangkan tanah liat tidak dianggap pemborosan.

Al lmrani dalam Al Bayaan berkata dengan memberi

catatan pada pendapat Asy-Syafi'i tersebut, "Pendirian bangunan

ini lebih utama daripada menye\l/a, karena bangunan itu lebih

tahan lama, dan ongkosryra sangat murah."

Menurutku: Apabila pen[lurus harta anak tersebut

seorang png adil (iujur), lang mempunyai kecakapan dan menurut

pertimbangannya akan lebih baik mernbuat properti benrpa

bangunan dengan bahan sernen, bafu kali dan pasir serta ditambah

besi sebagai rangka bangunan, dan perrbuatan properti bangunan

itu mengandung keunfungan yang kembali pada si anak tersebut di
samping asekrln tetap terjaga kanfuhannya -apalagr pada masa

sekarang hi-, lnng rnana pengembangan lahan tanah dan

bangunan itu memiliki fungsi pemelihaman dan pengembangan

aset, maka dia boleh melakukan hal tersebut, bahkan hal ifu
dipandang lebih baik (untuk masa sekarang funl. Wallahu a'lam.

Catlang' Apabila anak tersebut merniliki properti (lahan

tanah, bangunan rumah), maka tidak boleh menjualnya kecuali

penjualan properti tersebut kannfungan bagi anak

tersebut, misalnln dia memilih hubungan kernitraan dengan orzrng

lain dalam kepemilikan properti tersebut, ahu bertetangga dengan

orang lain, lalu dia menyerahkan properti ihr kepada orang lain

tersebut dengan harga lebih tinggi dari harga awal, dan dia

menemukan properti yang seienis dengan harga lebih rendah

daripada harga properti grang dia jual, maka dia boleh menjual
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properti tersebut atas nama anak tersebut unhrk memperoleh
keunfungan tersebut.

Demikian pula apabila dia memiliki properti yang hampir
rusak, sebab kebanjiran atau sudah lapuk, maka dia boleh

menjualnya atas nama anak tersebut, karena pertimbangan yang

baik bagi anak tersebut terletak dalam penjualan aset properti

tersebut.

Apabila alnh atau kakeknya menjual aset properti (tanah

dan bangunan) atas nama anak tersebut, lalu dia melaporkan
penjualan aset properti tersebut kepada hakirn, dan dia

memintangra

mencatatnya

agar

atas

mengesahkan penjualan aset tersebut dan

nama anak tersebut, maka hakim boleh
mengabulkan permintaannya dan mencatatrya unfuk anak

tersebut, karena secara lahir dari kondisi keduanyra bahwa

keduanya tidak akan menjual kecuali sesuafu yang mengandung

manfaat (keunfungan) bagi anak tersebut.

Apakah hakim perlu menetapkan sifat adil keduan5n di
hadapannya? Ibnu Ash-Shabbagh berkata, Aku pemah mendengar

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata: Dalam masalah ini ada dua
pendapat 5ang berbeda.

Pertama: Hakim tdak perlu melakukan hal tersebut,

bahkan hakim harus menganggap cukup dengan sifat adil yang

jelas-jelas terlihat dengan n!Eh, seperti penetapan sifat adil 5ang
kami sampaikan dalam saksi pemikahan.

Keduat Hakim perlu menetapkan hal tersebut karena

stafus mereka berdua yang menjadi u,ali di hadapannp,
sebagaimana dia perlu menehpkan sifat adilnln para saksi (5lang

memberi kesaksian) di hadapannya.
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Adapun bila penerima wasiat harta anak tersebut atau
orang kepercaSaan hakim melaporkan penjualan aset properti
milik anak tersebut kepadanya, dan mencatat bukti penjualan

tersebut atas nama anak tersebut, dan meminta mengeksekusi
penjualan tersebut, maka dalam penjualan aset properti milik anak
tersebut oleh penerima wasiat atau kepercayaan hakim ifu ada dua
pendapat yang berbeda.

Pertama: Yaitu pendapat yang unggul (Masyhul dari
madzhab Asy-Syafi'I, bahwa Hakim tidak bisa mengeksekusi
penjualan aset properti milik anak tersebut sampai ada alat bukti
saksi di hadapann5ra yang membuktikan bahwa penjualan tersebut
dilandasi manfaat atau keunfungan yang diperoleh anak tersebut.
Karena, selain a5rah dan kakek anak tercebut masih melekat
adanln kecurigaan menyia-nyiakan harta anak tersebut, lain halnya
dengan ayah atau kakek.

Kedua' Di dalam Al Mujarrud, Al eadhi Abu Ath-Thayyib
menyebutkan bahwasangn pern5rataan penerima wasiat dan orang
keperca5raan hakim ifu bisa diterima tanpa disertai alat bukti sal$i,
sama seperti aSah dan kakek.

hnu Ash-Shabbagh berkata: Masalah ini menumtku
merniliki jawaban lain, karena apabila keduangra boleh
memanfaatkan hartanp unfuk berdagang, lalu keduanya
mengadakan akad penjualan sekaligus mengadakan pembelian,
dan hakim tidak menghalangi mereka, maka jual-beli properti
(barang tak bergerak lAqaall tersebut juga boleh.

Apabila anak tersebut telah cukup umur (mencapai usia
baligh), dan dia menggugat bahwasan5n ayah atau kakeknya
tersebut menjual properti tersebut atas nama dirinya tanpa
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dilandasi keuntungan dan tidak pula adanya kebutuhan yang

mendesak, maka jika dia bisa mengajukan alat bukti saksi yang

membenarkan gugatannya tersebut, maka hakim bisa langsung

mengambil kepufusan baginya dengan mengabulkan gugatannya

tersebut.

Sedangkan bila dia tidak bisa mengajukan alat bukt saksi,

maka jika orang yang bertindak sebagai walinln itu adalah agah

atau kakeknla, maka p-emyataan yang dibenarkan adalah

pemyataan keduanya disertai sumpah dari mereka berdua, dan bila

alat bukti saksi sama sekali tidak ada, maka pemptaan yang

dibenarkan adalah pemyataan ayah atau kakek tersebut disertai

sumpah darinp.

Apabila selain aph dan kakek itu menjual aset properti atas

nama anak tersebut, seperti penerima wasiat dan orcilng

kepercayaan hakim, maka tatkala dia telah cukup urnur, dia boleh

menggugat bahwasanya dia menjual atas narna dirinp tanpa

disertai alat bukt saksi, karena kecrrigaan menyia-nyiakan

hartanya itur tetap melekat pada dirinp.

Oleh sebab ifu, dia tidak boleh membeli harta wali tersebut

dengan mengatasnamakan anak tersebut yang dipemnfukan bagi

dirinya, sehingga pem5ntaannya fidak bisa dibenarkan tanpa

disertai alat bukti saksi, lain halngp dengan a5nh dan kakek.

Cabang' Apabila separuh lahan tanah yang berada di
bawah kepemilikan bersama anak tereebut, maka jika anak

tersebut memperoleh manfaat dalam pengambilalihan aset tersebut

secara paksa, misalnSa dia mernpunyai aset yang mana pengurus

harta anak berkeinginan mernbeli properti tersebut dengan aset

t
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tersebut unfuk anak tersebut, maka dia boleh mengambil alihnya

secara paksa melalui syufahunfuk anak tersebut.

Sedangkan bila manfaat yang diperolehnya dengan cara

mengabaikannya, misaln5n dia tidak memiliki aset, yrang mana
pengums harta anak tersebut berkeinginan membeli properti
tersebut dengan aset tersebut unfuk anak tersebut, atau lokasi
properti ifu terletak di lokasi png hampir msak, atau dijual dengan

harga lebih tinggr dari harga jualn5ra, maka dia tidak boleh

mengambil alihnya secaftr paksa melalui syltf'ah.

Apabila wali tersebut mengambil alihnya s@ara paksa

properti yang terletak di lokasi yang menurut pertimbangannya

bermanfaat bag, anak tersebut dalam pengambilalihan aset
properti tersebut, lalu anak tersebut telah cukup umur, dan dia
berkeinginan mengembalikan properti yang telah diambil alih oleh
wali tersebut, maka dia tidak memiliki hak mengembalikan properti
tersebut, karena kepufusan pengambilalihan Sang dilakukan oleh

wali tersebut yakni tindakan yrang mengandung manfaat tersebut,

anak tersebut setelah oftup umur tdak memiliki hak
mengembalikannya.

Apabila rnrali tersebut tidak mengambil alih properti tersebut
yang terletak di lokasi lnng menurut pertimbangannya

mengandung manfaat bag anak tersebut dalam membiarkan
properti tersebut dalam kepemilikan bersama orang lain, lalu anak
tersebut setelah cukup umur berkeinginan mengambil alihnya,
maka dalam pengambilalihan aset properti tersebut ada dua
pendapat png berbeda.

Sebagian para pengikut madzhab kami generasi pertama

ada Snng berpendapat anak tersebut boleh melakukan tindakan
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tersebut, karena dia setelah cukup umur memiliki kebebasan

bertindak, baik tindakan yang mengandung manfaat maupun
tindakan yang tidak mengandung manfaat (keuntungan) baginya.

Sedangkan pendapat yang telah dinyatakan secara tegas

oleh Asy-Syafi'i (Al Manshushl anak tersebut tidak memiliki hak
tersebut, karena wali tersebut telah memilih tidak mengambil alih
properti tersebut secara paksa sesuai dengan pertimbangannya

yang baik.

Jadi, anak tersebut tidak mernilik hak menganulir (merusak)

pilihan wali tersebut, sebagaimana kalau urali tersebut mengambil

alihnSra unfuk anak tersebut, dan manfaat ifu terletak dalam
pengambilalihan secant paksa separuh lahan tanah tersebut, maka
anak tersebut setelah culmp umur tdak memiliki hak
mengembalikannya.

Apabila anak tersebut menggugat bahwasanya walinya
tersebut telah mengambil alih separuh lahan tanah tersebut secara
paksa, -padahal manfaat itu jusbu terletak ketika membiarkannya

tetap dalam kepemilikan bersama, atau (unli tersebut) memilih
fidak mengambilalihnya, padahal manfaat itu terletak dalam
pengambialihannya secara paksa, maka jika dia bisa mengajukan

alat bukti saksi tentang gugatannya ifu, maka hakim bisa langsung

mengambil keputusan hukum bagrnf derrgan mengabulkan
gugatann5n sesuai dengan alat bukti saksi tersebut.

Apabila wali tersebut selain ayah dan kakek, yakni mereka
yang bisa menetnpati posisi sebagai unli anak tersebut, maka
pernyataann5n tidak bisa diterima tanpa disertai alat bukti saksi.

Seperti.perbdaan png telah kami sebutkan sebelum pembahasan
'trn. Wallahu a'lam.
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Ali bin Abdul Kafi As-Subuki dalam fatwan5n berkata: Di

antara berbagai kemaslahatan bag anak tersebut adalah

bahwasanya wali tersebut agar menjaganya dari asupan makanan

yang mengandung syubhat (tidak jelas halal haramnya), dan
(menjaga) dari pembauran hartanya dengan harta yang

mengandung syubhat, dan gemar memberinya asupan makanan

yang halal mumi, dan tetap (menjaga) hartanya seluruhnya dari

harta lnng mengandung syubhat.

Itu semua adalah kemaslahatan ukhmwi dan duniawi.

Adapun kemaslahatan ukhrawi ifu sudah sangat jelas, karena anak

tersebut sekalipun belum memikul tanggung jawab hukum
(mukalafl, tetapi badan yang tumbuh berkembang dari asupan

lang halal lagi baik lebih suci di sisi Allah dan lebih tingg
derajatn3Ta di akhirat kelak daripada selain tubuh tersebut.

Adapun kemaslahatan duniawi, karena badan yang fumbuh
berkembang dari asupan yang halal itu membangktkan semangat

unfuk selalu berbuat kebaikan, sehingga anak tersebut

memperoleh kemaslahatan dunia dan akhimt.

Dan terkadang dengan mernbiarkan anak tersebut menjauhi

hal-hal yang syrbhat itu, Allah menurunkan keberkahan-N3n pada

anak tersebut dalam harta kekapan 3nng sedikit ynng halal,

sehingga Allah mencukupinla dan memberiryn re;r:elil- tanpa
diduga. Berbagai kemaslahatan ini bisa dibukfikan secarr faktual.

Keunfungan duniawi 3nng diperolehn3n melalui muamalah

adalah keunfungan duniawi mumi, lalu kedua kemasalahatan ifu
yakni ukhrawi dan duniawi saling bertentangan, dan memelihara

kemasalahatan akhirat lebih diprioritaskan daripada memelihara

kemaslahatan duniawi.
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Jadi, tindakan yang paling hati-hati dan lebih

mendatangkan maslahat bagi anak yatim adalah meninggalkan

muamalah duniawi ini, bahkan menurut sebuah pendapat tindakan
sunah Srang dianjurkan adalah meninggalkan muamalah duniawi
ini, dan kadang terlalu berlebihan dangan mengatakan wajib
meninggall**!., sesuai dengan firman Allah Ta'ala,

iAa,1u,1#J6'gjtj
" Dan janganlah l<amu mendel<ati harta anak 3ntim, kecuali

dengan cam tang lebih bik ftermanfaa6l...." (Qs. Al Israa' [17]:
34).

Jadi, yang lebih baik di dunia maupun akhirat adalah
perkara yang dipastikan halal. Sdangkan selain 1lang lebih baik itu
dipastikan dilarang. Dan yang lebih baik itu (kemaslahatan) di
akhirat bukan di dunia, apabila kita memelihara kemaslahatan

akhirat dan lebih mendahulukannya dibanding dunia, maka
perkara yrang halal menjadi lebih baik daripada (kemasalahafan)

akhirat, karena perkam 5rang halal itu lebih baik secara mutlak.

Apabila seorang pdagang memperoleh kemudahan dalam

berdagang, maka dia boleh melakukann5ra, jika tidak demikian
maka Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan

kesanggupannya, dan memberi asupan rnakanan yang menjadi
miliknya sendiri lebih baik daripada dia memberi anak tersebut

asupan makanan selain harta miliknya. Wallahu alan.

AqlSyirazi au berkata: PasaL Pengunrs harta
anak (nazhii tdak boleh menjual aset milik anak

t_
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tersebut dengan pembayaran yang dilakukan kemudian
(nasi'ahl tanpa disertai keuntungan. Jadi, apabila
barang tersebut nilainya seharga seratus secara tunai
dan seratus dua puluh secara kredit, lalu dia menjualnya
seharga seratus secara kredit, maka jual-beli tersebut
batal, karena dia menjualn3Ta di bawah standar harga
jualqTa.

Sedangkan bila dia menjualqTa seharga seratus
dua puluh secara kredit tanpa disertai jaminan atas
utang pembelian barang tersebut (gadai), maka iual-beli
tersebut tidak sah, karena jual-beli tersebut
mengandur:rg unsur gharar (ketidakpastian pembayaran)
nilai fukar aset tersebut.

Apabila dia menjualnln dengan harga serafus
secara tunai dan dua puluh dibayar kemudian setelah
jatuh tempo, dan dia menerima jaminan atas utang
setara dengan harga dua puluh tersebut, maka jual-beli
tersebut hukumn5Ta boleh. Karena, kalau dia menjualnya
dengan harga seratus secara tunai, maka jual-beli
tersebut hukumnya boleh, sehingga jual-beli itu pun
lebih dibolehkan lagl kalau dia menjualn3n dengan
tambahan harga dua pulutr.

Apabila dia menjualqn seharga seratus dua puluh
secara hredit, dan dia menerima jaminan yans nilain5n
setara dengan harga barang tersebut, maka dalam iual-
beli seperti ini ada dua pendapat yang berbeda.

Pertama: Jual-beli tersebut fidak boleh, karena dia
mengeluarkan aset milik anak tersebut tanpa diimbangi
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nilai tukar. Kedua: jual-beli tersebut hukumnya boleh.
Yaitu kesimpulan yang nampak dari nash Asy-Syafi'i.
Argumen Abu Ishaq karena dia menjualnya dengan
disertai tambahan sebagai laba dan meminta jaminan
dengan gadai tersebut, maka jual-beli tersebut
hukumnya boleh.

Pasal: Pengurus harta anak tersebut fidak boleh
mengadakan akad kitabah (kemerdekaan seorerng budak
dengan membaSar tebusan dengan cara mencicil)
dengan budak milik anak tersebut, sekalipun harganya
berlipat{ipat, karena dia menerima nilai fukar tersebut
dari hasil kerjanya, padahal hasil kerjangra itu adalah
aset milik budak tersebut, sehingga sarna haln3n dia
memerdekakan budak tersebut tanpa diimbangi nilai
fukar sama sekali.

Penjelasan Hukum: Sebaiknya pengurus harta anak

tersebut tidak menjual aset milik anak tersebut dengan
pembayaran kredit, tanpa disertai keunfungan, maksudnya yang

melegakan hati.

Apabila anak tersebut memiliki aset berharga, gmg mana

pengurus harta anak bemiat menjualnya, dan aset berharga ifu

nilainya setara dengan harga serafus secara funai, atau semfus dua

puluh s@ara kredit, maka jika dia menjualnya seharga serafus

secara kredit, maka penjualan aset berharga ifu hukumnya tidak

sah, baik dia menerima jaminan yang setam dengan harga tersebut

atau tidak. Karena penjualan aset berharga tersebut di bawah

standar harga umum.
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Apabila dia menjualnya seharga serafus secara tunai
ditambah dua puluh dibayar kredit, dan dia menerima jaminan

yrang nilainya setara dengan dua puluh tersebut, maka jual-beli

tersebut hularmryp boleh. Karena dia telah mernberikan harga
yang lebih baik sekaligus iaminan.

Apabila dia menjmlnya seharga serafus dua puluh secara

kredit, dan dia tidak menerima jaminan yang nilainya setara

dengan harga aset tersebut, maka jual-beli tersebut tidak boleh,

karena jual-beli tersebut mengandung unsur glnnr yang

berkenaan dengan nilai fukar aset tersebut.

Sedangkan bila dia menjualnla seharga serafus dua puluh
secara kredit, dan dia menerima jaminan yang nilainln setara

dengan harga setnua aset tersebut, maka dalam penjualan aset

tersebut ada dua pendapat 3nng be6eda.

Pertama: Tidak boleh. Karena jual-beli tersebut
mengandung ketidakpastian berkenaan dengan pernbayaran aset

tersebut. Dan terkadang jaminan tersebut rusak.

Kedua, Jual-beli tersebut sah. Yaifu pendapat

Abu Ishaq dan mayoritas para pengikut madzhab kami generasi

pertama, karena pengurus harta anak tersebut seorang yang

diperintah melakukan pemiagaan dan mencari laba hasil penjualan

aset tersebut, dan hal ifu udak bisa diperoleh kecuali dengan
melakukan jual-beli model tersebut.

Atas dasar inilah, dis5raratkan pernbeli ifu harus seormg

5rang memiliki aset yang cukup serta tepercap (ujur), karena kalau
dia bukan seorang yang jujur, bisa jadi dia menyerahkan barang
sebagai jaminan pembayaran tersebut yang bukan miliknya, dan
bila dia bukan seorang yang memiliki aset yang cukup, lalu
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terkadang barang jaminan tersebut mengalami kerusakan, maka
tidak bisa meminta haknya tersebut dari pernbeli tersebut.

Apakah di samping syarat tersebut, disyaratkan pula

mempersaksikan jual-beli tersebut? Ada dua pendapat lang
berbeda, yang telah disampaikan oleh Ash-shaimuri,

Ash-Shaimuri berkata: Pengunrs harta anak tersebut tidak
boleh melakukan pernbelian barang dengan cara utang dan
menyerahkan aset milik anak tersebut sebagai jaminan atas

utangnya, karena utang itu adalah resiko png harus ditanggung,

dan jaminan itu adalah amanah (kepercayaan), sehingga bila dia
melakukan pembehan model ihr, maka dialah seormg yang harus

menangre;ung resiko tersebut. Wallahu a'lam.

AslrSyirazi g berkata: PasaL Pengunrs harta
anak tersebut fidak boleh beperglan membawa aset
milik anak tersebut, tanpa dilatarbelalonsi kondisi
darurat, karena bepergian membaura aset anak tersebut
mengandung ketidakpastian ahbat berkenaan dengan
aset milik anak tersebut.

Diritrayatkan, * dn'ivi')u-i, ii' *onng mulrrfir
dan ast trang dihwan5a iht akan rmghadapi kotf,isi
qalaf yalsri kehancuran. Senada dengan hadits ini
ungkapan seorang penynir:

Bwung Bughats adabh ienis bmng trurg a ngat
banwk amktSp

Bunng alayalap anahga frdal* pda hidup, tpng
sdildt analmSm
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Pasal: Apabila situasi darurat memaksanya unfuk
membawa pergl aset milik anak tersebut, misalnya dia
takut asetngn mengalami kerusakan ketika ditinggal di
rumah, karena kebakaran atau dirampok, maka dia
boleh bepergian membawa aset milik anak tersebut,
karena bepergian dalam sifuasi seperti ini adalah
bentuk sikap kehati-hatian (dalam menjaga aset milik
anak tersebut).

Penielasan:

Perkataan Nabi, &j3, bila kamu mengucapkannya dengan

membaca fathah pada huruf qaf Mn membaca sukun pada laan
(qatturl, maknanya adalah lubang kecil png berbentuk lingkaran di

puncak gunung. Adapun bila kamu mengucapkannSra dengan

membaca fathah pada qaaf dan mernbaca kasnh kam (qalitt

makrnn5n adalah kehancuran (rIr.).

14u6 i;iiiit arti harftahnSn adalah 
2^{li;lr (tempat yang

ditakuti mendatangkan kerusakan). Makna cdiiir adalah unta

betina yang beranak satu, kemudian udak hamil lagl. Bait s5nir ini

milik Abbas bin Mirdas.

Ibnu Manzhur dalam UsaanulAm6berkata, "ltu merupakan

ungkapan kebanyakan oftmg atau selain Abbas bin Mirdas." Dan

dia menolak Asy-Syirazi lnng mengambil bait s5air ini sebagai dalil

unfuk membenarkan makna lrang dikehendakinya, karena

maknanya adalah burung Bughats, Saitrr jenis burung selain burung

Rakhamah, yang lamban terbangnya, yaifu burung yang tidak bisa
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berburu, dan tidak ada seorang pun menrburunln karena nilainp
Spng rendah.

Berawal dari makna ifulah muncul lolimat perunparxaan,

lrqlt :,;.itjilt untuk menunjukkan seseormg lang mengenakan

atibut Snng tidak layak dikenalonnSn, g?rtrg mernpertontonkan
sikap pernberani, padahal dia seorang yang penakut. Atas dasar

rnakna ifulah, ungkapan seseorang yang berkata:

Satrrgalntn (onngomng jang mqrpttryi) Bugtnb di
l<atnsan ta npat &lgal lani ma rypgka dirinya manjadi onng

gng hnt
MaksudnSn batrura otarg Snng lemah di kawasan tenrpat

tinggal kami berubah menjadi orang SBng kuat karena banlpk
anaknya kefilo burung alafahp anak-arnkrya frdak hidup, dan
sedikit anaknrc.

Adapun ditinltu dari arti balrasa: l<^h')i, artinla adahh

png amat sedikit anaknya. Perbandirgan dan kesarnaan benfuk
kata antara l<ab, Bughab AtlyTlnirQurung Bughats) yang banlrak

anaknln dan burtng alafahp, 3nifu burung yang sedikit anaknla,
sudah sangat jelas, dan di dalam p€rbardingan ifu tdak diternukan

rnakna bahwa kata c-r)U.lt arti harfiahnfa adahh i(a.Jt (ternpat

Sang ditakuti mendatangkan kenrsakan).

Hutnrm: Pengurus harta anak tersebut tdak boleh
bepergian mernbarrra aset milik anak tersebut tanpa
dilatartelakangi kondisi danrat, karena bepergian sambil

membawa aset milik anak tersebut mengandung ketidakpastian
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akibat berkenaan dengan aset tersebut, dan membawa aset

tersebut pada kenrsakan.

Menurut sebuah pendapat (u!+r), *$ ,P 'iv3 flt*l L1

"Bahwasann5n seorang musafir dan harla Wng dibawanin ifu akan

menghadapi kondisi qalat" yakni kehancuran.

Pernyiataan ini mgnentang perkataan Asy-Sytrazi lrang

mengungkapkannya dengan t utu tg;i) diriwaSratkan, yaitu kata

yang bisa memberikan persepsi yang salah bahwasannya

pemyataan tersebut adalah hadits nabi atau hadits sahabat,

padahal yang benar pemyataan tersebut bukanlah hadits yang

shahih atau hadits 5ang tidak shahih, kectrali keterangan yang

diriwayatkan oleh As-Salafi dari berbagai hadits milik Abu Al Ala

Al Ma'riy, begitu pula Ad-Dailami dalam Musnad Al Firdaus,

ditinjau dari segi makna ini.

Yang benar adalah pemlptaan hnu Manzhur penulis

Lisanul Anb dalam materi pernbahasan kata tersebut, "Orang

Arab badui berkata, 'sesungguhnya seorang musafir dan barang

bawaannya akan menghadapi kehancuran'."

Apabila situasi darurat mendorongnya unfuk membawa

bepergian aset tersebut, misalnya dia takut aset tersebut dimmpok,

terendam banjir atau terbakar, maka boleh bepergian membawa

aset milik anak tersebut hingga dia tiba di tempat yang aman untuk

menyimpan aset tersebut, karena bepergian sambil membawa aset

itu adalah perkara yang mana situasi darurat membolehkannya dan

memaksa untuk melakukannln. Wallahu a'lam.
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AqrSyirazi * berkata: PasaL Pengurus harta
anak tersebut (Na^il tidak boleh menitipkan aset milik
anak tersebut, dan tidak pula meminjamkannSTa tanpa
dilandasi kebutuhan lang mendesak (Hajall- Karena dia
mengeluarkannla dari pengu:Eaannln, sehingga
findalon tersebut fidak boleh.

Apabila dia taht dirampok, terbakar atau
terendam baniir, atau dia berniat bepergian, dan dia
mengkhawatirkan keselamatan aset tersebut, maka
boleh baglnya unfuk menitipkan atau meminjamlranqTa.

Apabila dia hanya bisa menitipkan, fidak bisa
meminiamlrannga, maka dia boleh menitiplranrryTa, dan
dia tidak boleh menitipkannga kecuali kepada orang
lrang tepercaya (iurur)-

Apabila dia bisa meminiamlranqTa fidak bisa
menitipkanqTa, maka dia boleh meminjamkannSTa, dan
dia fidak boleh meminjamkanrryra lrecuali diberilon
kepada pihak lrang adit fiuiur) serh kaya, karena orang
lpng fidak adil (iujur) bisa mengingkari piniaman !/ang
diberilnn kepadanSn tersebut- Sedangkan orang lpng
fidak loya, fidaHah mungkin meminta pengganti
dariqTa secara palsa.

Apabila dia meminjamlranryra, dan menunrt
pertimbanganrya akan lebih baik menrinta iaminan atas
pinjaman tersebut, maka dia boleh meminta iaminan
tersebut. Sedangkan bila menunrt pertimbangannga
attan lebih baik fidak meminta jaminan, maln dia tidak
perlu meminta jaminan tersebut.
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Apabila dia bisa menitipkan sekaligus
meminjamkannya, maka meminjamkanryTa lebih
diprioritaskan, karena pinjaman (Qardhl adalah hal
yang ditanggung dengan pengganti. Sehingga pinjaman
itu adalah pilihan sikap yang sangat hati-hati.

Apabila dia tidak meminjamkanngTa, tetapi
memilih menitipkannya, maka dalam masalah
menitipkan aset ini ada dua pendapat yang berbeda.

Pertama-' Boleh menitipkann3n, karena masing-

masing dari kedua hal tersebut hukumnsn boleh.
Apabila dia bisa melakukan kedua hal tersebut, maka

boleh memilih di antara kedua hal tersebut

Kedua: Tidak boleh, hal ini sesuai dengan firman
Allah Ta'ala,

6tt,flv$y#3tivi13
" Dan jangankh kamu mendelrati

Wtim, kecuali dengan carz, tnng
hermanfaat).-.." (Qs. Al Israa' [17]: 34).

MeminiamkannSTa dalam kasus ini (bisa melalnrkan

kedua hal tersebut) adalah tindakan lnng lebih baik
(bermanfaat), sehingga fidak boleh meninggalkannS;a.

Boleh bagl wali mencari piniaman karena anak
tersebut, bila kebutuhan mendesak memerlukannya,
dan menyerahkan aset milik anak tersebut sebagai
jaminan atas utang tersebut, karena mencari pinjaman

harta anak
Iebih baik

l
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itu mengandung kebaikan bagi anak tersebut, sehingga
hukumnya boleh.

Penielasan:

Apabila wali anak tersebut mengkhawatirkan keselamatan

aset milik anak tersebut, misaln5a takut dirampok, terendam banjir

atau terbakar, sedang wali tersebut tidak bisa bepergian sambil

membawa aset milik anak tersebut, atau wali tersebut bemiat

melakukan bepergian ke suatu lokasi, yang mana tdak
memungkinkan ba$nya memindahkan aset tersebut ke lokasi

tersebut, atau dalam memindahkannya mernerlukan ongkos yang

mahal, maka dalam sifuasi sernacarn ini dia boleh menitipkannln

atau meminjamkannt/a.

Apabila dia bisa menitipkannp, tidak bisa

meminjamkann5ra, maka dia boleh menitipkannya kepada orang

yang tepercaya fiujur adil). Sedangkan bila dia bisa

meminjamkannya, tidak bisa menitipkannp, maka dia boleh

meminjamkannya kepada orang yang tepercaSn fiujur adil) serta

kaya, dan dia harus mernpersaksikannp, karena oftrng Snng tidak

tepercaya bisa saja mengingkari (pinjarnan tersebut), sedangkan

orang yang tidak l*yu, tdaklah mungkin meminta aset tersebut

darinya secara paksa atau penggantinya bila aset tersebut rusak.

Apabila menurut pertimbanganrqn kemaslahatan dan

manfaat ifu terletak dalam meminta jaminan atas pinjaman

tersebut, maka dia boleh meminta jaminan tersebut. Sedangkan

bila dia melihat cara lrang lebih baik itu terlehk dalam

meninggalkan jaminan tersebut, maka dia boleh meninggalkan

jaminan tersebut, dan dia tidak perlu meminta jaminan tersebut,
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misalnya lokasi tersebut adalah tempat yang dikhawatirkan

mendatangkan kerusakan, sedangkan wali tersebut termasuk orang

yang mempunyai pendapat gugumya hak menunfut pengembalian

pinjaman tersebut menghilangkan jaminan tersebut, sehingga tidak

ada manfaat sama sekali baginya dalam menerima jaminan

tersebut disertai gugumya hak menunhrt pengembalian pinjaman

tersebut.

Apabila dia memilih menitipkannya, maka ada dua

pendapat yang berbeda.

Pertama: Hukumnya boleh, karena masing-masing dari

kedua hal itu hukumnya boleh, sehingga dia bisa memilah antara

kedua hal tersebut.

Kedua, Tidak boleh, karena meminiamkan adalah cara

yang lebih bermanfaat baginya. Jadi, apabila dia mengabaikan hal

yang lebih bermanfaat, maka dia harus menanggung resikonya.

Cabang, Adapun mencari pinjaman hanya dibolehkan

selama kebufuhan mendesak mernerlukannya untuk biaya hidup

anak tersebut, pakaian, atau biaya renovasi propertinya (rumah,

bangunan) yang rusak, bila dia merniliki aset Sang jauh dari tempat

tinggalnya, sehingga kedatangan aset 5rang jauh ihr bisa diharapkan

atau buah yang dia funggu (masa panennya), maka dia bisa

melunasi pinjaman ifu menggunakan aset atau buah tersebut.

Apabila anak tersebut fidak merniliki apapun yang difunggu-

tunggu kedatangannya, maka tidak ada manfaat sama sekali

baginya dalam mencari pinjaman tersebut, bahkan dia boleh

rneniual atas nama anak tersebut safu dari sekian banyak
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pepohonan miliknya, dan mengalokasikan hasilnSa unfuk

menutupi biaya hidupnya.

AqrSyirazi g berkata: Pasal: Wali tersebut harus
membelanjakan aset milik anak tersebut unfuk
keperluan hidup anak tersebut dengan celra yang baik,
tdak berlebihan dan tidak (pula) terlampau kikir. Hd ini
sesuai dengan firman Allah Ta'ak,

<;.i(4)W.{3 6*F:g;r
tl$dtyi

'Dan orirng-oftrng Wng apabila membelanjalnn
(hafta), mereka frdak berlebihan, dan tidak (pula) ldldr,
dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara
Wng demikian-' (Qs- Al Furqaan 1251: 671-

Apabila dia memandang baik membaurkan aset
milik anak tersebut dengan aset miliknya dalam belanja
keperluan hidup tersebut, maka pembauran ifu

boleh, hal ini sesuai dengan firman Allah
Ta'ala,

/*sirL;$i'#KG'&ES
'Dan merel<a bertanyn kepadamu tentang anak

!ftrtim, katal<anlah, 'Mengunts un sirn merel<a secara

rsy65b

i,k-6 ob'& i "d,*y S ",;eii *,i6Je'-$
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patut adalah baik, dan iil<a kamu bergaul dengan
merel<a, maka mereka adalah saudaramu; dan AIIah
mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang
mengadakan perbaikan'." (Qs. Al Baqarah l2l: 22O1.

Apabila anak tersebut telah cukup umur
(mencapai usia baligh), dan terjadi perselisihan di
antara keduanya dalam soal nafkah belanja keperluan
hidup yang diberikan kepadanSn, maka iika wali
tersebut adalah alnh atau kakek, maka pernlntaan yang

dibenarkan adalah perrylataan wali tersebut.

Sedangkan jika walinya selain aSph atau kakek,

maka dalam perselisihan ini ada dua pendapat yang
berbeda (Wajhaani).

Pertama.' Pernyataan wali tersebut bisa diterima,
karena ada kesukaran dalam mengajukan alat buld
saksi atas belanja keperluan hidup anak tersebut.

Kedua: Pernyataannya fidak bisa diterima,
sebagaimana halnya fidak diterimangTa pernyataannlra
dalam soal kemgian dan keuntungan dalam penjualan

aset properti (tanah; bangunan).

Penjelasan:

Wali anak tersebut harus membelanjakan (aset milik anak

tersebut) unfuk keperluan hidupnya, dan memenuhi kebufuhan

sandangnya, Udak secara berlebihan dan tidak (pula) terlampau

kikir. Hal ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala,
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l1G<uy-*s

"Dan orang-oftng tmng apabila membelaniakan (harb),

merel<a b'dak berlebihan, dan frdak (pula) kikir dan adalah

(pembelanjaan itu) di tengah-tengah antam tnng demikian." (Qs.

Al Furqaan I25l:67l-

Apabila anak tersebut seorang yang pandai bekerja, Abu

Ishaq Al Manuazi berkata, 'Wali tersebut boleh memaksanln

bekerja untuk menutupi belanja keperluan hidupn5ra, dan

mengunrs aset miliknya unfuk diserahkan kepadanya, karena

tndakan seperti itu lebih bermanfaat baginya."

Cabangr Apabila wali tersebut mempunlni pertimbangan

bahwa hal 1nng bermanfaat bagi anak asuhannSra itu adahh

mencampurkan behnja keperluan anak tersebut beserta belania

keperluan hidupnln, misalqn dia mencampurkan tepung gandum

milik anak tersebut dengan tepung gandum milikn5a, maka hal ihl

lebih meringankan biaya dan lebih adonan roti, maka

penciunpuan tersebut boleh baginln.

Hal itu sesuai dengan hadits Spng diriwayatkan bahwasanp

tatkala firman Allah Ta'akdihrrunkan,

e 
",;gu 

fiy (& 6g TtA 6Ht-',"51 iL

@qr 6{t;;;\:e Ch

W;r36*{g;l
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" Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak
yatim secara zhalim, sebenamya mereka itu menelan api sepenuh
perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-
nyala (neraka)." (Qs. An-Nisaa' [4], 10), maka para sahabat
Nabi S berusaha menjaga jarak dengan anak-anak yatim, dan

mereka memisahkan anak-anak yatim jauh dari mereka.

lalu turun firman Allah Ta'ala,

J,f,-e ,Lipi '*y[",;eiicri(je 
-$

xi:;3,5; LtAt q L;5i &Krr"&;S
)2. r.4<

i}u.reY
" Dan mereka bertan5n kepadamu tentang anak yatim,

katakanlah, 'Mengurus urusen merela sqaft, pafut adalah baik,

dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah
saudaramu; dan Allah mengebhui siapa yang membuat kerusakan
dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki,
nisca5n dia dapat mendabngl<an kaulitan kepadamu'." (Qs. Al
Baqarah 121 2201. Maksudnya Allah akan mendatangkan kesulitan
kepadamu, karena kata (g3i| artinya adalah (rqrjr) kesulitan.

Apabila keuntungan dan kemaslahatan itu terletak dalam
memisahkannya, maka pembauran belanja keperluan ifu tidak
boleh. Halini sesuai dengan firman Allah Ta'ala,

LAe3u,14i3(Vt\71
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" Dan janganlah karnu mendekati harb anak Jntim, kecuali

dengan ara Jpng lebih baik ftermanfaaf/...." (Qs. Al Israa' t17]:
34).

Cabangt Apabila anak tersebut telah cukup umur, dan
terjadi perselisihan di antara dia dan walinSa tersebut dalam soal

estimasi belanja keperluan hidupnya, maka jika wali tersebut

adalah ayah atau kakek -maka bila dia menggugat bahwa dia
membelanjakan asetrya untuk keperluan hidupnya melebihi

manfaat (pemberian nafkah) dengan canr lang baik-, maka
keduanya harus menanSpng tambahan belanja tersebut, karena

dia seomng Srang berlebihan.

Apabila kduanya mengklaim telah menafkahinya dengan

cartr yang baik, maka pemyataan yang diterima adalah pemyataan

keduanya disertai sumpah dari keduan5ra, karena keduanya bukan
orang yang dicurigai menghambur-hamburkan aset milik anak
tersebut.

Apabila unli tersebut selain a5rah atau kakek, contohnya
seperti penerima wasiat dan oremg kepercayaan hakim. Dan
keduanya mengklaim telah membelanjakan asetrSa dengan cara
yang baik, maka apakah pemyataan keduan5a bisa diterima tanpa
disertai alat bukti sal<si? Ada dua pendapat Srang berbeda.

Pertamar Pemyataan keduanyra tidak bisa diterima tanpa
disertai alat bukti saksi. Sebagaimana pemyataannya itu tdak bisa

diterima dari keduanya dalam klaim penjualan aset properti
tersebut.
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Kedua, Pemyataan keduanya bisa diterima tanpa disertai

alat bukti saksi disertai sumpah dari keduanya. hnu Ash-Shabbagh

berkata: Jawaban kedua ini adalah pendapat yang lebih

diunggulkan, karena pengajuan alat bukti saksi atas belanja

keperluan hidup itu sulit direalisasikan, berbeda dengan jual-beli

tersebut, karena baginya tidaklah sulit mendatangkan alat bukti

saksi atas penjualan aset properti tersebut.

Menurutku: Wajib bagi wali tersebut, bila di suatu daerah

itu terdapat dev.ran kurator yang memiliki tugas resmi

mengeluarkan bukti pembayaran dan mencatatnya. Dan di antara

hal yang memudahkan wali adalah membawa sejumlah bukti

pengeluaran biaya dan beragam pembelian barang, seperti

sejumlah l$.,itansi yang dikeluarkan dari sisi para penjual, sehingga

jika seperti ini dia wajib mengikuti nota pembelian barang sesuai

dengan buhi-bukti pengeluaran yang menunjukkan atas pembelian

tersebut, yang mana aset miliknya tidak berbaur dengan aset milik

anak tersebut, dan dia tidak akan lupa sedikitpun apa yang telah

dia belanjakan untuk keperluan hidupnya, atau dia tidak mengingat

persoalan pengadaan barang png dia beli unhrk anak tersebut,

lalu dimasukkan ke dalam sejumlah pembelian secara borongan

yang tidak jelas estimasinya, sehingga dia mendekati harta anak

yatim dengan selain cara lnng lebih baik.

Firman Allah Ta'ala,tA a rit,fi "Kecuali dengan ara

tmng lebih baik (bermanfaat)...." (Qs. Al Israa' [17]: 34),

menjelaskan -dan tidak ada keraguan sedikitpun- untuk mengikuti

detvan kumtor dengan cara yang lebih baik, lebih detail (rinci)

sarananya dan faktor-faktomp lebih bisa diketahui.
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Oleh karena ihl, ayat tersebut adalah nash yang

menegaskan mengenai pengambilan der,r,ran kurator yang berhrgas

mencatat sejumlah bukti pembayaran yang terfulis, karena itulah

cara yang lebih baik. Wallahu a'lam.

Asy-Syirazi *B berkata: Pasal: Apabila wali anak
tersebut berkeinginan menjual aset milik anak tersebut
dengan aset miliknlra, maka jika wali tersebut adalah
ayah atau kakek, maka jual-beli tersebut boleh
hukumnya, karena keduanSn tidak dicurigai mencari
keunfungan dalam jual-beli tersebut, karena
kesempurnaan kasih salpng keduanya.

Apabila wali tersebut selain keduanya, maha jual-
beli tersebut hukumnya fidak boleh- Sesuai hadits 51ang
diriwayatkan, bahwasanya Nabi $ bersaMa, t*i, o;AJl

#t 4v :y 'Penerima wasiat (mengurus anak ter*but)
tidak boleh membeli harta anak Wtim tersebrft-" Alasan
lain, dia seorang yang dicurigai mencari keuntungan
bagrnya dalam penjualan harta anak !/atim tersebut oleh
dirinya, sehingga keuntungan ifu tdak diserahkan
kepada anak 57atim tersebut-

Penjelasan:

Hadits, ;41 Jt, ;y ,fi, ,sft 1 " Penqima onsiat

(mengurus anak tersebut) tidak boleh membeli harta anak 5atim
tersebut" redaksinya yang dimuat dalam Sunan Ad-Dammi
bersumber dari perkataan Makhul: Muhammad bin Al Mubarak
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menceritakan kepada kami, Yahya bin Hamzah menceritakan

kepada kami dari hnu Wahab dari Makhul, dia berkata, "(Seluruh)

inisiatif penerima wasiat hukumn5n boleh dalam segala hal, kecuali

dalam soal pembelian (harta anak yatim oleh dirinp), dan apabila

dia menjual dengan akad jual-beli, maka jual-beli tersebut tidak bisa

diterima," Ad-Darimi berkata, "Pemyiataan tersebut adalah

pendapat pribadi Yahf bin Hamzah."

Apabila benar ketenfuannya terbukti seperti ini, maka bagi

ayah dan kakek boleh menjual harta milik keduanSa kepada anak

tersebut, dan membeli harta milik anak tersebut kepada diri
mereka berdua, selama mereka berdua melihat ada manfaat di

balik jual-beli tersebut, karena keduanya tidak dicurigai mencari

keuntungan dalam jual=beli tersebut.

Ash-shaimuri berkata: Seorang r,rnli perlu mengucapkan

secara lisan, 'Aku telah mernbeli harta ini unfuk diriku dari anakku

ini dengan harga sekian, dan aku telah menjual hartaku itu
kepadan5ra," jadi dia harus menggabungkan antara ungkapan jual

dan ungkapan beli.

Ash-Shaimuri berkata: Kesalahan sebagian para pengikut

madzhab kami, dia berkata, "Dalam jual-beli tersebut hanSra cukup

dengan niat saja, tidak mengucapkannya secara lisan, karena dia

tidak sedang berbicara pada dirinya sendiri."

Al Imrani berkata: Pendapat Ash-Shaimuri ini seharusnya

tidak dijadikan pegangan, karena kami telah memposisikan wali

tersebut pada posisi pembeli dalam shighatbeli tersebut dan pada

posisi penjual dalam shighat1rnl.

Kalau r*rali tersebut memang perlu mengadakan akad Qardh
(meminjamkan harta arnk tersebut), lalu ayah atau kakeknSn
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merninjamkannya, dan dia meminta jaminan dari harta milik anak
tersebut yang dipinjamkan tersebut, Ash-Shaimuri berkata: Ada
dua pendapat yang berbeda. Pendapat yang lebih diunggulkan
menegaskan bahwa meminjamkan harta milik anak tersebut

dengan meminta jaminan hukumnya boleh, kecuali dia
meminjamkannya secara sukarela (tanpa meminta jaminan),

kemudian dia berkeinginan meminta jaminan dari harta anak
tersebut setelah dipinjamkan, maka sebaiknya dia tidak boleh
meminta jaminan tersebut.

Adapun selain afrah dan kakek, takni mereka yang

menepati posisi sebagai wali anak yatim, contohnya seperti
penerima wasiat dan orang kepercalraan hakim (penjaga atau
pengwus harta anak yatim), tidak boleh menjual harta miliknya
kepada anak tersebut, dan (dia tidak boleh) melakukan kedua sisi

akad tersebut (ijab kabul) seorang diri. Wali selain ayah dan kakek
tersebut tidak boleh mernbeli harta milik anak tersebut oleh dirinp
sendiri.

Asy-Syimzi mengambil kesimpulan hukum berdasarkan

hadits,

"Penerima waskt anak tercebut) frdak boleh

membeli harh anak 5atim tercebut" Alasan lain, selain aph dan
kakek dicurigai (mencari n) dalam pembelian harta anak
tersebut oleh dirin5a sendiri, sehingga pernbelian ifu tidak boleh.

,)v:y @t6j$l

At tuIajmu'Syoah,ql Uuhodzdzab ll 483



Asy-Syirazi xu berkata: Pasal: Apabila wali anak
tersebut berkeinginan memakan sebagian harta milik
anak tersebut, maka kamu harus menganalisisnya unfuk
mendapatkan jawaban yang benar, jadi bila dia seorang
yang marnpu, maka tidak boleh memakan dari harta
milik anak tersebut, sesuai dengan firman Allah Ta'ala,

rrlIfiw {,(d,
" Barangsiapa (di antara pemelihara ifu) mampu,

maka hendalm5p dia menahan diri (dafi memal<an harta
anak Wtim itu)----" (Qs- An-Nisaa' [al: 6)-

Dan bila pemelihara anak yatim ifu seorang yang
fakir, maka boleh dia memakan (dari harta anak yatim
tersebut), sesuai dengan firman Allah Ta'ala,

*ifii,'sw6:* 6w{,
" Dan barangsiapa tlang miskin, mala bolehlah dia

malan harta ifu mqrurut Wng patut----" (Qs. An-Nisaa'

[4]' 6).

Apakah dia harus meffmggung pengganti harta
yang dimalon tersebut? Ada dua pendapat yang
berbeda (Qaulaantl;

Pertama: Dia fidak harus menanggung pengganti
harta lrang dimakanngn tersebut, karena dia dibolehkan
makan ifu sebab adaqn hak peruralian tersebut
(pekerjaan memelihara anak tersebut), satna seperti gaji
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yang dimakan oleh Imam dari harta-harta kaum
muslimin.

Kedua: Dia harus menanggung pengganti harta
llang dimakannya tersebut, karena harta tersebut adalah
harta milik orang lain, dia dibolehkan memakannga
karena ada kebutuhan lrang mendesak, sehingga dia
wajib menanggung penggantiryn, seperti seseorang

lpng terpaksa makan harta orang lain.

Penjelasan:

Diriuraptkan dari Aisyah 6 seputar firrnan Allah Ta'ak,

*; i,( J-' #lc 6'
' '"Sl'

" Elarangsiap (di anbn panelilnm ifu) mampu, nnka
dia menahan diri (dad mqrnkan harb anak 5ntim ifu)

dan banngsiapa tnng miskin, mal<a blehlah dia mal<an harb itu
menurut 5mng pfut...." (Qs. An-Nisaa' [4]: 6), "Bahwasanla aynt

ini diturunkan berhubungan dengan masalah unli anak yatim, yang

apabila dia fakir, dia boleh mernakan dari harta anak yatim

tersebut sebagai pengganti pekerlaannya memelihara anak yatim

tersebut, dengan cara yang pafut."

Dalam redaksi lain disebutkan, "A!Et tereebut difurunkan
berhubungan dengan masahh u/ali anak yatim, yang

memeliharanlp, dan menflunrs hartanla dengan baik, bila dia
seorang yang fakir (fidak mampu), rnaka dia boleh makan dari
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harta anak yatim tersebut dengan cara yang pahrt." (HR. Muttafaq

'Alaih).

Diriwayatkan dari Amr bin Syu'aib, dari a5rahnya dari

kakeknya, "Bahwasanya seseorang datang menemui Nabi,$, lalu

dia mengadu, 'Sesunggutrrya aku adalah seorcmg yang fakir (tidak

mampu) dan aku memelihara seorang anak yatim'.

[-alu Nabi bersabda, 'Malanlah dai harta anak 5ntim kamu,

tidak secara berlebihan, tidak boros dan tidak pula menyimpann5a

agar menghasillan keunfungan'." Hadits Riwayat Al Bukhari,

muslim, Ahmad dalam Musnadtya. An-Nasa'i, dan Abu Daud,

dan Abu Daud tdak mengomentari hadits ini. hnu Hajar dalam

Fathil hnberkata, "sanadn5ra sangat kuat."

Jumhur ulama berbeda pendapat seputar makan dengan

cara yang pahrt (Ma'ruufi, apa berrtuk kongkritnSra? Sekelompok

ulama berkatar Yaitu dengan cara meminjam bila dia perlu, dan

membayamln bila dia sudah mampu. Umar bin Al Khaththab,

hnu Abbas, Ubaidah, Ibnu Jubair, AsySya'bi, mujahid dan Abu Al

Aliyah, pihr pendapat Al Auza'i. Dan dia fidak meminjam

melebihi hajat keperluannya.

Umar bin Al Khaththab rg berkata, "lngatlah, aku

sesungguhn5a memposisikan diriku dari harta Allah, seperti posisi

pemelihara (wali) dari harta anak yatim, apabila aku merasa

mampu, maka aku menahan diri (dari memakan harta anak yatim

itu), apabila aku sangat membutuhkannSn, maka aku memakann5a

dengan cara lnng pafut. lalu bila aku telah marnpu, maka aku

melunasin5a (menggantinya). "

AMullah bin Al Mubarak telah meriwagzatkan dari Ashim Al

Ahwal dari Abi Al Alilah,
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"Dan tnng miskin, maka bolehlah dia mal<an

harta itu mqturut tnng patut....' (Qs. An-Nisaa' 141, 6),

maksudnya adalah dengan meminjam.

Kemudian dia mernbaca ftrman Alhh selanjutnya,

" Kemudian apabik l<amu menymhl<an hafu kepda
merela, mal<a hendakrya l<amu adal<an sl<si-sal<si (tqbng
penyerahan itu) bagi merel<a.... "(Qs. An-Nisaa' [4]: 5).

Pendapat kedua, Diriwaptkan dari hrahim, Atha', AI
Hasan Al Bash,ri, An-Nakha'i, dan Qatadah bahwa "Tidak ada

keurajiban memba5ar bagi penerirna wasiat yang tidak mampu
(fakir) atas harta yang dimakann5n, karena makan harta anak
yatim itu adalah hak 3ang diperoleh disebabkan tugas mernelihara

anak tersebut."

Al Qurthubi berkata, "Para fuqaha' berpqang pada

pendapat ini." Al Hasan berkata, "Harta ihr adalah suguhan dari

Allah unhrknla (penerima wasiat). Sehingga dia boleh makan

unfuk menutupi rasa lapamSn, dan (mengenakan pakaian) unhrk

menufupi aumtrla, tapi tidak diperkenankan mengenakan pakaian

yang meril/ah (mahal dari bahan suta, dan tidak pula

mernakai perhiasan."

T:iid bin Aslam mengatakan bahura keringanan boleh

memakan harta anak ptim ini telah dihapus dengan firman Alhh
Ta'ala,

;#'t'ryt'$tfr;,Fl#36$
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@9,;"5i;;";\e ;gfi
" Saunggwhn5n onng-orzng tnng memakan harb anak

tmtim se@ft, zhalim, sebenatn5n mqel<a ifu menelan api sepenuh

peruh5n dan merel<a akan masuk ke dalam api Sang men5ala-

n5mla (neml<a)." (Qs. An-Nisaa' [4]: 10).

Sedangkan Abu Yusuf berpendapat bahwa ayat tersebut

telah dihapus dengan firman Allah Ta'ala,

:JLU{G;(arf\W_
)qViPiP.-O.6e'op.-6?s${l*rliIJ!'l!

" Hai oftnganng tnng bainnn, finganhh l<amu saling

memal<an harb s&rrailnu dengan jakn Jnng btil, kquali dengan

jalan pemiagaan jnng berlaku dengan sul<a sama sul<a di anbn
l<amu.... "(Qs. An-Nisaa' [4]: 10), sementara mernakan harta anak

yatim ini Udak dengan jalan pemiagaan.

Sesuai dengan pendapat Abu Yusuf, ulama sebelumnya,

yaihr Mujahid, telah menyampaikan pendapat serupa, dan ulama

setelahnya, lnitu Al Kubn Ath-Thabari juga telah menlrampaikan

pendapat lnng serupa.

Berdasarkan pendapat kedua ini, bila wali tersebut

berkeinginan memakan harta anak yatim tersebut atau orang yang

dipeliharanya, maka jika wali tersebut seorang ltang mampu, maka

dia tidak dibolehkan makan dari harta tersebut.
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Sedangkan bila dia seorang yang tidak mampu (fakir), dan

dia benar-benar kehabisan cara unfuk menutupi keperluannya

kecuali menggantungkan pada harta milik orang yang

dipeliharanya, dan dia tdak memiliki peluang untuk mencari
penghasilan bagi dirinya, maka AsSr'Syafi'i & berkata: Dia boleh

mengambil dari harta milik anak yatim tersebut kadar minimum
dua perkara yang bisa mencukupi keperluannya.

Atau mengambil upah pekerjaannSa memeliham anak
tersebut, sesuai dengan firman Allah Ta'ala,

(6'# Ft; oy'dgitfuritii e{ji;$s
{'(6rY;3- J $* 6i-+6itg7;w dyr#::6

+ifii, 3W 6+ S( ;S',-+:SS t#
"Dan ujilah anak 5atim ifu.....Janganlah l<amu malan harb

anak gntim lebih dai bks keptutan dan (ianganlah kamu)
tagaagm (manbelanjalanrya) s&elum mqela dewas.
hmngsiap (di anbm petnelihara ifu) manpu, mal<a hendakng
dia menahan din @art memal<an han anak Sntim itu) dan
banngsiap tnng miskin, nah bolehlah dia makan harta ifu
menurut5ang patut... "(Qs.An-Nisaa' [4]: 6).

Makna firman Allah Ta'ala, k of $(4', "Dan (iansantah

kamu) tergaga (mantbelanjal<anng) sebelum merel<a

datasa..--" maksudn5ra janganlah kamu tergesagesa memakan
harta anak yatim itu agar mereka tidak tumbuh deunsa, lalu

mereka menerfunanya. Alasan lain, u/ali memiliki hak memakan
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harta anak yatim ifu karena pekerjaan memelihara anak yatim

tersebut dan kebutuhan yang mendesak- Demikian mayoritas para

pengikut madzhab kami menyebutkan secara rinci.

Asy-Syirazi menyebutkan bahwasanya apabila wali itu
seorang yang tidak mampu (fakir), boleh baginya memakan (harta

anak yatim rfu) -tanpa memberi batasan yang rinci-. Mungkin
maksud pemyataannya secara mutlak (SanS masih umum) itu
adalah seperti pendapat yang disebutkan oleh ulama selain Asy-

Sylrazi.

Apakah wali tersebut harus menanggung harta lnng
dimakannln dengan mengganti harta tersebut? Di dalam Al
Ba5nan, Al Imrani berkata: Ada dua pendapat dalam hal ini.

Pertama: Wali tersebut wajib menanggung harta png
dimakannya tersebut yang dibayar kemudian (dzinmalt.

Keduar Tidak wajib menanggungnya, karena Allah
membolehkan bagrnya makan harta anak yatim tersebut, dan tidak

marajibkan menanggung pengganti harta anak ptim tersebut.

Alasan lain, memakan harta anak Sntim ifu telah menjadi hakn5ra

sebab pekerjaannya memelihara harta anak yatim tersebut, jadi dia

tidak wajib mengembalikan penggantinSa, sarna seperti penyevua.

Wallahu a'lam.

AslrSyirazi ag berkata: PasaL Pencekalan harta ifu
tidak dicabut dari anak tersebut sampai dia cukup umur
untuk kawin (mencapai usia baligh) dan diketahui
dirinya telah cerdas (pandai memelihara hartanya),
sesuai dengan firman Allah Ta'ala,

4gO ll,et Uoi*r'SyarahAl Muhadzdzab



6r, fr iJ,, o9'L41 W,iL& &i{;il;t5

" Dan ujilah anak yatim itu ampai mereka cuhtp
umw unfuk kawin. Kemudian iil<a menurut pendapabnu
merel<a telah cerdas (pandai memelihara harta), maka
serahlanlah kepada mereka harta-hartan5n...-" (Qs.

An-Nisaa' [4]: 6).

Adapun cukup umur unfuk kawin (mencapai usia
baligh), bisa terpenuhi dengan lima perkara; tiga di
antaranya, lald-lald dan perempuan memiliH kesamaan
di dalamnSra, yaifu mengeluarkan (sperma), usia dan
fumbuhqTa rambut kemaluanngn, sedang dua perhara
menjadi tanda baligh khusus bag[ perempuan, lraitu
haid dan hamil-

Adapun maksud mengeluarlon tersebut adalah
mengeluarkan sperrna, jadi kapan saja seorang anak
telah mengeluarkan sperna, maka dia telah berubah
statusnyra menjadi seor.rng lpng baligh (cukup umur
nntuk kawin). DalitngTa adalah firman Allah Ta'ala,

'tb/:;$ Aril61 Sttii & W
"Dan apabik anak-anakmu telah nnpi usia

baligh, maka hendalm5n merelra meminta izin.---" (Qs.

An-Nunr l2ah 591-

"54 

fiyrli::6
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Allah men!ruruh mereka meminta izrn setelah
baligh (ihtilaml. Maka hal itu membuktikan
mengeluarkan sperma (ihtilanl adalah tanda telah
sampai usia baligh (cukup umur unhrk kawin).

Athitnh Al Quraztri meriwayatkan, dia berkata,
'Kami diserahkan kepada Rasulullah g (sebagai

tahanan) pada mas.r perang Quraizhah, lalu orang yang
telah baligh (muhtalinl atau bulu kemaluann3ra telah
tumbuh, maka dia dibunuh." Jadi, kalau saja dia
seorang yang belum sampai usia baligh, maka tentunya
dia tidak dibunuh.

Adapun batasan usia, seseorang dikatakan baligh
bila telah genap berusia lima belas tahun. DalilnSla
adalah hadits yang telah diriwayatkan oleh Ibnu
Umar ig, dia berkata, "Aku menawarkan diri kepada
Rasulullah S untuk ikut berperang pada masa perang
Uhud, saat ifu aku seorang anak berusia empat belas
tahun, lalu beliau fidak pernah memperkenankanku
(unhrk ikut berperang) pada saat beliau tidak melihatku
telah mencapai usia baligh-

Dan Aku kembali menawarkan diri kepada
Rasulullah # unfuk ikut berper.rng, saat ifu aku seorang
anak bemsia lima belas tahun, Ialu beliau melihatku
telah sampai usia baligh, lalu beliau pun
memperkenankanku (unfuk ikut berperang)."

Adapun timbulnya rambut kemaluan, adalah
rambut yang kasar, lrang tumbuh di sekitar kemaluan,
dan itulah tanda telah mencapai baligh bagi orang kafir.
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Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Athiyah
Al Qurazhi, dia berkata, 'Aku termasuk orang yang
m:rna Sa'ad bin Mu'adz;g akan mengambil keputusan

hukuman mati terkait mereka, lalu para sahabat ragu
mengenai diriku, apakah aku termasuk anak kefurunan
atau prajurit perang.

Lalu Rasulullah # bersabda, 'Uhatlah apabila
rambut kemaluan Athitnh benar-benar telah tumbuh,
(malra bunuhlah dia), jila frdak, mal<a janganlah lannu
membunuhn5Ta! Tiba-tiba tern3rata rambut kemaluanku
belum turnbuh, lalu mereka meletakkanku termasuk
golongan.anak-anak, dan alru fidak dibunuh."

Apakah timbulnSTa rambut kemaluan itu sendiri
menjadi tanda telah mencapai usia baligh, atau indikasi
yang menggambarkan telah sampai usia baligh? Ada
dua pendapat lnng berbeda dalam hal ini.

Pertama: Timbulnya rambut kemaluan ifu sendiri
menjadi tanda tahh mencapai usia baligh. Sehingga
bila berpegang dengan pendapat pertama ini, timbulngra
rambut itu juga meniadi tanda telah sampai usia baligh
bagl seorang muslim, karena sesuafu yang menjadi
tanda usia baligh bagl orang kafir, juga meniadi tanda
usia baligh bagl seorang muslim. Sama seperti
bermimpi mengeluarkan spenna dan usia anak.

Kedua: TimbulnlTa rambut kemaluan ifu adalah
indikasi lnng menggambarkan telah mencapai usia
baligh- Jadi, bila berpedoman pada pendapat lnng
kedua ini, apakah timbuln5n rambut kemaluan itu
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merupakan indikasi lrang menggambarkan telah
mencapai usia baligh bagi seorang muslim? Ada dua
pendapat yang berbeda dalam hd ini-

Pertama.- Timbulnya rambut kemaluan itu
merupakan indikasi yang menggambarkan telah
mencapai usia baligh b.gr seoftrng muslim, sesuai
dengan hadits yang diriwayatkan oleh Muhammad bin
Yahya bin Hibban, 'Elahwa seorang anak laki-laki dari
kaum Anshar menufurkan dalam ryairnp tentang
seor.rng wanita, lalu dia dilaporkan kepada Umar rgg,

lalu Umar fidak mendapatinSa telah tumbuh rambut
kemaluannSn.

Lalu Umar berkata, 'Kalau saja anak lah-latd ifu
telah fumbuh rambut kemaluanryra, tentunyra aku sudah
menjafuhkan hukuman kepadamu'."

Kedua: fimbulnya rambut kemaluan ifu bukanlah
indikasi yang menggambarkan telah mencapai usia
baligh bagi seorang muslim. Dan inilah hasil kesimpulan
yang nampak dari nash Asy-Sffi'i. Karena kaum
muslimin bisa bertanya tentang berbagai informasi
seputar mereka, sehingga timbulnya rambut ifu tidak
diposisikan sebagai tanda lrang menggambarkan telah
mencapai usia baligh bagi kaum muslimin.

Sedangkan orang-orzrng kafir, tidak mungkin
bertanya tentang informasi seputar mereka, sehingga
timbulnya rambut kemaluan itu diletakkan sebagai
indikasi !/ang menggambarkan telah mencapai usia
baligh bagi mereka. Alasan lain, orang kafir itu tidak
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mengambil keuntungan dengan usia baligh itu kecuali
kewajiban dimerdekakan dan kewajiban dibunuh, jadi
dia tidak diduga berbuat keburukan dalam mengobati
rambut kemaluannya dengan obat penumbuh rambut-

Sedangkan seorang muslim, dia mengambil
keuntungan dengan usia baligh itu berupa kebebasan
bertindak dan sempurnErnya sejumlah tindakan hukum
yang diperbuatnya, sehingga dia tidak bisa menghindar
unfuk mengobati rambut kemaluannya dengan obat
penumbuh rambut, oleh karena ifu timbulnya rambut
kemaluan itu tidak bisa diletakkan sebagai indikasi yang
menggambarkan telah mencapai usia baligh bagl
seorang muslim.

Adapun haid menjadi tanda telah sampai cukup
umur untuk nikah (baligh) bagl perempuan. Sesuai
dengan hadits yang diriwayatkan, bahwasanya Nabi $
berkata pada Al Asma' binti Abi BaIGr Ash-Shiddiq &,

.tr65 t-r;'Y! w
,si::1 21e,t e>At +4 tiy.lipt '"oL

" Bahwasan5n seorang wanita bila telah sampai
usia mengeluarkan danh haid, frdak patut terlihat dari
dirinya kecuali ini dan rnr," dan beliau memberi isyarat
pada muka dan telapak tangan.

Jadi, Nabi menggantungkan kewajiban menufupi
aurat dengan syarat mengeluarkan darah haid, dan
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kewajiban menutupi aurat itu adalah hukum taldif
(penyerahan beban melaksanakan perintah hukum),
sehingga kewajiban menufupi aurat ifu menunjukkan
bahwa haid itu adalah tanda telah mencapai usia baligh,
yang mana hukum taHif tersebut berhubungan erat
dengann3n.

Adapun kehamilan, itu adalah bukti yang

membenarkan (seorang wanita) telah mencapai usia
baligh. Jadi, bila seorang wanita ifu hamil, maka kami
menghukumi bahwa wanita ifu adalah seoftmg yang

telah baligh, karena hamil itu tidak terjadi kecuali
diawali proses mengeluarkan sperna, sehingga
kehamilan itu membukfikan telah mencapai usia baligh-

Apabila wanita ifu adalah seseorang yang

bersuami, lalu dia melahirkan, maka kami menghulnrmi
bahwa dia seorang lrang telah baligh terhitung sejak
enam bulan sebelum melahirkan, karena enam bulan
adalah batas minimum usia (kandungan) yang

dilahirkan.

Apabila dia seorang wanita lpng dijatuhi talak,
dan dia melahirkan seorang anak lrang nasabnya
mengikuti suami, maka kami menghukumi dia seorang
wanita yang telah baligh sejak talak itu dijatuhkan.

Apabila seseorang berkelamin ganda (khunstal,
apabila sperna keluar dari dzalor atau darah keluar
dari farjFnya, maka dia tidak dihukumi telah mencapai
usia baligh, karena boleh jadi sperma atau darah yang

keluar itu berasal dari anggota tubuh tambahan-

f-
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Sedangkan bila sperma itu keluar dari dzakar dan
darah keluar dari farjtsnya, maka dia benar-benar telah
mencapai usia baligh- Karena jika dia berjenis kelamin
laki-laki, maka dia telah mengeluarkan spenna, dan jika
dia seorang wanita, maka dia benar-benar telah
mengeluarkan darah haid.

Penjelasan:

Firman Allah Tabla, 'Lqi W 6t € "fumpi me.rela

cukup umur unfuk l<awin.... "(Qs. An-Nisaa' [4]: 6), artinya setelah

anak yatim itu mencapai usia baligh. Sesuai dengan firman Allah

Ta'ala, lbZ::;!'i3;fr'6.fut:ii {gfly, " Dan apbila anak-anahnu

telah sampi usia baligh, maka merel<a mqninta
izin.... "(Qs. An-Nuur 1241 59l,.

Cukup urnur unhrk kawin dan mencapai usia baligh ifu bisa

diketahui dengan lima perkara, tiga diantamnya Sdrnd-Sdrn? dimiliki
oleh laki-laki dan perempuan, sedang dua sisanya khusus dimiliki
oleh perempuan. Yaitu haid dan hamil.

Adapun soal haid dan hamil, para ulama tidak be6eda
pendapat bahwa masing-masing dari kedua hal itu adalah nursa

dimana seorang perernpuan telah mencapai usia baligh, dan

bahwasanya beragam jenis ka,rnjiban dan pertuatan hukum

lainnya sudah wajib dikerjakan sebab adan5a kedua hal tersebut.

Adapun hadits hnu Umar, "Aku menawarkan diri kepada

Rasulullah # ,r,tuk ikut berperang pada perang Uhud, saat ittr

aku seorang anak png masih bemsia ernpat belas tahun....," Al
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Bukhari telah meriwayatkann5a dalam pembahasan kesaksian dan
peperangan; Muslim dalam pembahasan pemerintahan; Abu Daud
dalam pernbahasan hudud; hnu Maiah dalam pembahasan hudud
dan Ahmad dalam Musnad fiu 3 tal. 294.

Adapun hadits Athi!,ah Al Qurarni, akan dijelaskan setelah
penjelasan ini. Adapun hadits, J*>it *. til 'it;t 

3y

"BahwasannSa s@fiing utanita bila telah sanpi usia baligh
mengeluarl<an danh haid.... " maka Abu Daud telah
meriwayatkannla. Ya'qub bin Ka'ab Al Inthaki dan Mu'ammal bin
Al Fadhal Al Harani menceritakan kepada kami, keduanla
berkata: Al Walid menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Basyir,
d*i Qatuaah dari Khalid.

Ya'qub berkata: Ibnu Duraid dari Aiqph 6,, "Elahwa

Asma' pemah menemui Nabi $, dan dia mengenakan pakaian

Snng tipis (tansparan; terlihat wama kulitqp), lalu beliau berpaling
dari Asma' dan berkata padan5ra,

.lrilj li,6'Y! W

!r

ci'rt d.oi-\ :ib4t *,v. r\y,*y,st "oL

'Hai ,4sma', snungphntm s@ftrrlg ulanita bila telah
sampai usia mangeluarkan danh haid, frdak pfut darinSa terlihat
kecuali ini (telapk tangan) dan ini (mula), sambil memberi isyarat
pada telapak tangan dan muka.."

Abu Daud berkata: Ini adalah hadits murcal Khalid bin
Duraid, karena dia tidak pemah berjumpa dengan Ais5rah g.
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Adapun Muhammad bin Yahya bin Hibban bin Munqid Al Anshari

Al Madani, wafat pada tahunL2L H. dalam usia 74 tahun.

Ifu artinya antara dia dan masa Umar ada jarak empat

puluh tahun. Oleh karena itu, hadits itu muncul dalam kondisi

tidak bebas dari kecacatan sehab tdak mengandung penjelasan

yang detail dan mendalam. Karena anak laki-laki itu bukanlah dari

kaum Anshar, tetapi dia adalah Urnar bin Abi Rabi'ah Al
Makhzumi, dia adalah seorang ketururnn suku Quraisy serta

penduduk Makkah. Masa mudanya lebih banyak dihabiskan di
Makkah dan termasuk penduduk Makkah. Jadi, dia bukan dari

kalangan Muhajirin bukan pula dari Anshar, maksudnya dia adalah

seorang anak kecil 5nng rendah deraiatrp.

Pam ulama berbeda pendapat mengenai tiga perkara Sang
menjadi tanda mencapai usia baligh. Adapun timbulnya mmbut
kemaluan dan umur, Al Auzai, AsySpfi'i dan hnu Hanbal

mengatakan: Lima belas tahun adalah usia baligh bagi omng yang

tidak pemah bermimpi mengeluarkan sperma. Yaitr pendapat

Ibnu Wahb, Ashbagh, AMul Malik bin Al Majisyun, Umar bin
Abdul Azu dan segolongan ulama dari kalangan penduduk

Madinah. Ibnu Al Arabi dalam Al Ahl<aam Al Qur 'an memilih

pendapat ini.

Menurut mereka, hukuman wajib ditegakkan dan berbagai

karajiban wajib dikeriakan bagi seseorang lang telah mencapai

urnrr lirna belas tahun ini.

Mereka mengggunakan hadits Ibnu Umar lrang telah

diriwaptkan oleh Al Bukhari, Muslim, Ahmad, dan para penulis

Sunan Al Arba'ai, sebagai pendukung pendapat mereka. Sebab,

hnu Umar menawarkan diri pada rnsa perang Khandaq, png
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saat ifu dia masih bemmur lima belas tahun, lalu diluluskan unfuk
mengikuti perang tersebut, dan tidak diluluskan pada masa perang

Uhud, karena dia masih bemmur ernpat belas tahun.

Abu Umar bin Abdul Barr berkata: Faktor umur lima belas

ini khusus bagi seseorang lang tanggal kelahiranryp diketahui.

Adapun seseorang Spng tidak diketahui tanggal kelahirannya, tidak
ada catatan tahun kelahirannya atau dia mengingkari tahun

kelahimnnya, maka tindakan png dilakukan terkait kasus ini

adalah sesuai dengan hadits yang telah diriwayatkan oleh Nafi' dari
Aslam dari Umar bin Al l(haththab, "Bahvvasnnya dia pemah

berkirim surat kepada para panglima pasukan, 'Jangan kamu

memungut pajak kecuali atas orang lrang mana pisau cukur perlu

digerakkan kepadanya (unhrk memangkas rambut kernaluannya)'."

Utsman.g berkata mengenai seorcmg anak laki{aki SEng

mencuri, "Uhaflah oleh kalian bila perbuatan yang

diperlihatkann5n itu kerap dilakukanqn, maka potonglah dia."

Athiyah Al Qurazhi mengatakan, dan dia termasuk sahabat

dari kalangan anak-anak, dia tidak mengenali nasabnya sendiri,
dan dia tidak memiliki kecuali hadits ini, "Flasulullah S memeriksa

Bani Quraizhah, lalu setiap omng dari mereka yang telah tumbuh

rambut kemaluannya, beliau membunuhnya melalui kepufusan

hukum Sa'ad bin Mu'adz, dan siapa yang belum fumbuh rambut

kernaluannya, maka beliau membiarkannya hidup, sementara aku

termasuk orang yang belum fumbuh rambut kemaluannya,

sehingga beliau mernbiarkanku hidup."

Dalam kesempatan lain, Malik berkata, "(Jmur balighnya

ditandai dengan keras suaranla, dan jalur hidungnya telah

membuka." Sedang dari Abu Hanifah ada riwayat lain, usia baligh
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ifu adalah sembilan tahun. Yaitu pendapat yang lebih masyhur.

Sedangkan dalam soal anak perempuan, Abu Hanifah berkata,

"(Jmur balighnya adalah fujuh belas tahun. Namun, usia bahgh

tujuh belas tahun itu perlu ditelit kembali."

Daud Azh-Zhahiri berkata, "Seorang anak tidak akan

mencapai usia baligh dengan faktor usia selama dia belum

bermimpi mengeluarkan sperrna, walaupun dia telah mencapai

umur empat belas tahun."

Adapun fumbuhn5a rambut kemaluan, sebagian mereka

ada yang berpendapat bahwa fumbuhnya rambut kemaluan

menjadi tanda yang membuktikan usia baligh. Pendapat tersebut

diriwaptkan dari hnu At Qasim dan Salim. Dalam kesempatan

lain, Malik juga berpendapat demikian, dan Asy-Spfi'i dalam salah

safu dari kedua pendapatnla, seperti ini pula Ahmad, Ishaq dan

Abu Tsaur berpendapat.

Menurut sebuah pendapat: Tumbuhnya rambut kemaluan

ifu adalah usia baligh, kecrrali fumbuhnya rambut kemaluan ifu
dijadikan landasan unfuk memufuskan hukuman bagi omng-orang

kafir, sehingga anak png telah tumbuh rambut kernaluannSn

dihukum mati, dan anak yang belum fumbuh rambut kemaluannya

diletakkan dalam kelompok anak-anak.

Asy-Syafi'i telah menyampaikannya dalam pendapatn3n

yang lain, sesuai hadits Athiyah Al Qurazhi, dan tidak

mempertimbangkan soal wamanya yang hitam, lebat maupun
panjangnya, tetapi ketenfuan usia baligh ifu berganfung pada

(tumbuhnya) rambut kemaluan tersebut.

Malik mengatakan: Menunrtku yang harus diamalkan

adalah hadits Umar bin Al l(haththab, "Kalau pisau ctrkur perlu
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digemkkan kepadanya (unfuk mernangkas rambut kernaluannya),
tenfunln aku telah menjafuhkan hukuman kepadanya."

Ashbagh berkata: Ibnu Al Qasim berkata kepadaku, "Aku
lebih mengrkai kalau hukuman ifu udak ditegakkan atas dirinya
kecuali dengan s5arat berkumpulnln tumbuhnya rambut kemaluan
dan usia baligh."

hnu Al Arabi berkata: Bila hadits Ibnu Umar itu tidak
diposisikan sebagai dalil dalam rnasahh usia baligh, maka setiap
bihngan tahun 5ang mereka sebutkan ihr adalah pernlntaan tanpa
dilandasi dalil.

Batasan usia baligh lnng marn Nabi $ meluluskann3a

sebagai qprat mengikuti peran5l lebih tepat dibuat pqlangan
daripada batasan usia gnng mma beliau tidak menenfukann5a
sebagai qprat mengikuti p€ftrrg, dan tdak ada dalil slara' !,ang
menegaskannSra.

Dernikian pula, Radulhh $ menenfukan tumbuhn5ra

rambut kernaluan sebagai pertimbangan keputusan hukum terkait
Bani Quraizhah. Di antara orang yang mendulnmgku, yakni orang

lrang tdak mengamalkan dtra perkara llang ditentukan oleh
Nabi $ (sebagai pertimbangan dalam pengarnbilan kepuhrsan

hukum), lalu dia mental$ililnya dengan tafsir 3nng lain, dan
menenfukan sesuafu Spng tidak p€rnah ditentukan oleh Nabi $
dalam segi rdalsi sebagai bahan pertimbangan pengambilan

kepufusan hukum, dan dalam $Eriat Allah tidak mernberi peluang

bagi Nabi untuk berpendapat.

Hanya saja Ibnu Arabi, mengikuti jeiak Amirul Mukminin
Umar bin Abdul Aziz, mentalsruil hadits hnu Umar dalam soal

harta rampasan perang. Dan faktor yang menetapkan perolehan
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harta rampasan perang ifu menuntut pembdaan antara seorang

yang mampu berperang dan memperoleh bagian harta rampasan

perang, yaifu prajurit yang usianya minimal lima belas tahun, dan

orang yang Udak marnpu berperang, sehingga dia Udak

memperoleh bagian harta rampasan perang, karena dia diletakkan

dalam kelompok anggota keluarga yang biaya hidupnSp

ditanggung kepala keluarga. Itulah makna yang dipahami oleh

Umar bin Abdul Aziz dari lpdits tersebut. Wallahlt a'lam.

Adapun Sa'ad bin Mu'a&, 5nng mana Rasulullah $
menunjukannya sebagai hakim dalam memufuskan perkara Bani

Quraizhah, dan mereka menerima kepufusan hukumnya, adalah

Abu Umar Sa'ad bin Mu'adz bin An-Nu'man bin Imri'il Qais bin
Yazid bin Abdil Asyhal bin jasyrn bin Al Harits bin Khazraj bin Amr
bin Malik bin Al Aus Al Anshari Al Asyhali Al Madani, 5ang juga

kepala suku Aus. hunlra adalah Kabasph binti Rafi', yang telah

memeluk Islam dan memiliki status sebagai sahabat dari kalangan

perempuan.

Sa'ad bin Mu'a& masuk Islam di hngan Mush'ab bin
Umair rg pada saat Rasulullah $ mengutusnya bethijrah ke

Madinah, dalam rangka mengajar kaum muslimin di sana tentang

segala urusan agamanya.

Tatkala Sa'ad masuk Islam, dia berkata pada Bani Abdil
Asyhal: Pemlntaan kaum laki-laki dan kaum perempuan di antara

kalian haram bagiku sampai kalian memeluk Islam, lalu mereka

memeluk Islam.

Sa'ad termasuk orang lang paling besar membawa

keberhakan dalam Islam dan termasuk orang lang paling

bermanfaat bagi kaumn5a. Dia pemah mengikuti pemng Badar,
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Uhud, Khandaq dan Quraizhah. Dan mereka bersedia

menyerahkan hul$rn kepadanya, lalu dia mengambil

keputusan hukum di tengah-tengah mereka (Bani Quraizhah),
dengan menghukum mati kaum laki-laki deurasa dan menjadikan

anak-anak sebagai tahanan perarg.

Nabi $ lantas bersaMa,

.ii"&&c&
" Sunguh l<amu telah me.ngarnbil hukum di

tqgeh-teryBh mqeka squai dagan ketqtwnt hukwt Allah

Ta'ak." Dia rnati st/ahid pada masa p€raryl Khandak akibat luka-

luka yang menimpan3n setelah p€raql l$randaq.

Di dalam Stnhih At Buktnri dan Stnhih Muslim
diriurayatkan dari Jabir &, dari l{abi *r, beliau b€rsabda,

tw i ru;" ?j.,gr*l| 3? $r
",Arcy Allah 5ang ma niliki siht Ar-Ralumn Mgebr l<arqn

kqrntian Sabd bin Mu'adz-"

Di dalam Slnhih Mudim pun telah diritmptkan dari
Anas & hadits serupa. Para ularna menafsirkan bahwa tergetamya

Arsy itu adalah bentuk k€bahagian para rnalaikat, tatkala mereka

mengetahui kedudukan Sa'ad bin Mu'adz png sangat tinggi.

Di dalam Shahih N Buldnn dan Shahih Muslim disebutkan

dari Al Barra' bin Azib, dia berkata: Rasulullah $ menerima

hadiah kain sutra, lalu kami segera menyenfuh kain itu dan

membuat kami terkagum-kagum. Nabi $ lantas bersaMa,
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4,wq#ih:ag*4efiU
litstr^:y f* *t

'Dqni Dzat 5nng mana jimku bmda dakm gengpman-

N3a, sungguh sapu bngan Sabd bin Mubdz di swga lebih bik
dan l<ain s)h-a ini'."

Di dalam Slnhih Al Buklnri dan Slnhih Muslim disebutkan

dari Anas diriuaptkan hadits serupa. Di dalam riunSnt lain,

Rasulullah bersaMa,

>w j. ,G;" [bt J e* 4,sirs
.ri-6 b Fl a1*r

"Dqri Dat gang mana jiwnku ba-ada dalan gqgganan-
Ngn, sunguh sapu bngan Sabd bin Mubdz di surya lebih bik
dart kain stth-a ini..."

Di dalam Shahih Al Bukhari dan Shahih Muslim,
diriwayatkan dari Abi Sa'id rg, bahwasanya Rasulullah # pada

saat mengirim utrsan kepada Sa'ad Mu'adz, lalu dia datang

menaiki keledai, setelah dia hampir tiba di masjid, beliau menyeru,

'Bqdirilah unfuk menyambut kdabngan pnubn kaliad ,

atau beliau berkata, i$g'Onng terbaik l<alian'."

i$?" Jl,vst
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Di dalam At-Tirmidzi dari Anas, dia berkata: Ta&ala
jenazah Sa'ad bin Mu'adz dipikul, kaum munafik berkata:

Alangkah ringannya jenazahnya, hal ifu karena kepufusan
hukumnya di tengah-tengah Bani Quraizhah, Nabi,$ lantas

bersabda, 'Saunggwhn5m para malaikat furut memikuhya'." At-
Tirmidzi berkata, "lni adalah hadits shahih." Berbagai

keistimeru.raan Sa'ad sangat banyak sekali serta terkenal. Mereka
mengabadikannya dalam sebuah syair:

ArsyAllah yang memiliki sif'atAr-Rahman tidak panah tergebr
l<arena kematian s*eoftrng Sang mati

Yang pemah kani mendengamya kecuali karena Sabd Abi Umar

Al Bukhari telah merir,vayatkan hadits kematian Sa'ad ini
dari riwayat lbnu Mas'ud. Hadits ini (kematian Sa'ad) mengandung
mukjizat dari sekian banyak mukjizat yang dimiliki Nabi $.

, Cabang: Dalam Al Ek5nan, Al Imrani berkata: Adapun
mengeluarkan sperrna (Inal, kapan saja sperma itu telah keluar

dari anak tersebut, pitu berupa lendir png berunma putih yang

menjadi benih terciptanS2a anak ketika bersefubuh, baik dalam

keadaan tidur maupun ketika terjaga, maka dia telah mencapai

usia baligh. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala,

'C, 
rZ:$, Nt'iQ StBn g f,b

"Dan apabila anak-anakmu telah sampai usia baligh, maka

hendaknSn mqel<a meminh izin.... "(Qs.An-Nuur l24l:59ll.

Jadi, tatkala Allah memerintahkan anak-anak yang telah
sampai usia baligh meminta izin ketika mereka telah mengeluarkan
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sperma, maka perintah ifu menunjukkan bahwa mereka telah

sampai usia baligh, karena mereka sebelum sampai usia baligh ifu

tidak diperintahkan meminta izin.

Telah diriwayatkan, bahwasan5n Nabi $ bersabda,

c'.bifiii- & eA ,f ,*); * Pt'ej
'e,""c#r *s,1fr9 p,'Jlt *s

" Pqintah (menjalankan hukum qaiat ifu) telah ;r*
dari tiga oftng, dai omng tidur hinga dk tajaga, dai onng tlang
tertimpa musibah (gH hnga dia santbuh, dan dari anak laki-laki

hingga dia bamimpi (basah; mangeluarl<an sperma)." (HR. Ahmad

dalam Musnadnya. Abu Daud dalam Sunarnrsa dan Al Hakim
dari Ali dan Umar €p).

Apakah bermimpi (hingga mengeluarkan sperrna itu)

mempakan tanda telah sampainlla usia baligh dari anak

perempuan? Ada dua pendapat 5rang berbeda.

Pertama: Bermimpi (hingga mengeluarkan sperma)

bukanlah tanda bahwa seorang anak perempuan telah sampai usia

baligh. Dalam sabda Nabi $ disebutkan , '#- ,;* t4, ,f3 " Dan

dai anak laki-laki (Shabi) ampai dia mengeluarkan sperma

(larena mimpi bqsefubuff, beliau hanp mengkhususkan anak

laki-laki saja dengan mengeluarkan sperrna (ihdlanll.

Kedua, Aliran para pengikut madzhab kami kelompok

ulama Bagdad, menyatakan bahwasangn mengeluarkan sperma

merupakan tanda seorang mencapai usia baligh. Sebagaimana

Ummu Salamah Ummul Mukminin @ telah meriwaSatkan, dia
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berkata: Aku pemah bertianya kepada Nabi $ tentang seorang

wanita yang bermimpi dalam tidumya seperti mimpi yang dialami

seorang lelaki.

[-alu Aisyah g berkata: Kaum perempuan banyak

mengalami ifu atau bermimpi mengeluarkan sperrna seperti laki-

laki itu kerap terjadi? lalu Nabi $ bertaqn, "Apa penyebabryn

anaknya menyentpainya?' Dalam sebuah riwayat, "Apa sebab

perceilnaan tersebut?'

Kemudian beliau $ bersabda, "Apbik seorang wanita

bermimpi seperti itu, mal<a hendalmSn dia mandi jinabat"

Segolongan ulama ahli hadits telah meriwaptkannp. Jadi, beliau

memerintahkannya unfuk mandi jinabat, dengan dernikian hal itu
menetapkan bahwa dia adalah seorang wanita png diperintahkan

mengerjakan hukum slrar'i (mandi jinabat).

Adapun batasan usia baligh, 5raifu seomng anak laki-laki

dan perempuan genap bemsia lima belas tahun. AI Masu'di

menlnmpaikan pendapat lain milik sebagian para pengrkut

madzhab Asy-Syrafi'i generasi pertama, bahurasan5ra usia baligh ifu
terpenuhi dengan mulai mernasuki awal tahun ke usia lima belas.

Namun pendapat pertama pendapat lnng lebih diunggulkan.

Seperti ini pulalah, Abu Yusuf dan Muhammad bin Al Hasan

Rahimahu mallah berpendapat.

Abu Hanifah berkata, "Anak laki-laki tidak mencapai usia

baligh kecuali setelah melerrrati usia 19 tahun." Itu riwayat
Muhammad:$,, sedangkan dalam riwayat Al Hasan Al Lu'lu'i
dari Abu Hanifah disebutkan, "(Jsia baligh itu tercapai bila anak

laki-laki itu telah meler,r,rati usia 18 tahun."
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Malik berpendapat seperti Daud, bahwa baligh dilihat dari

faktor usia tidak ada batasan pastinya. Dalil Kami adalah hadits
hnu Umar @, "Aku menawarkan diri kepada Rasulullah $ pada

masa perang Uhud, saat itu aku seorang anak berumur empat

belas tahun, lalu beliau menolak (pengajuan) diriku, dan alnr

kembali menawarkan diri kepada beliau pada rnsa perang

Khandaq, saat ihr aku seomng anak yang berumur lima belas

tahun, lalu beliau memperkenankanku unfuk mengikuti perang."

Dalam hadits ini bahwa seseorang tidak diperkenankan

unfuk mengikuti perang kecuali telah mencapai usia baligh,

sehingga hadits tersebut mernbenarkan pendapat kami. Anas g
meriwayiatkan bahwasanSra Nabi $ bersaMa,

{s v G'z?" i# A* i>r:Jr 
-15**,t tiL

.i3.r-Lr \ uA:5,#vs
"Apabila anak laki-kki telah genap foaunur lima Ms

tahun, segala hal 5nng mangunfungl<an dan ma ugikan amk
tercebut wajib dibqlakul<an, dan sqala jmis hukuman (Al Hudud)
bisa ditenpkan padantn." tIR. Al Baihaqi). Di di dalam z4f-

Talkhish, Al Baihaqi berkata, "Sanadnln dha'if."

Adapun perkara fumbuhnSa rambut kemaluan, adalah

fumbuhnln mmbut kemaluan png kuat, lang memerlukan pisau

cukur (untuk mernangkasnf), bukan rambut 3png baru fumbuh
yang berwama kuning di sekitar kernaluan dan sekitar farji.

Madzhab Ary-Sdi'i tdak be6eda pendapat bahura bila

rambut kemaluan itLr te6ukfi dimiliki orang kafir, maka dia
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dianggap telah sampai usia bal[h. Apakah tumbuhnya rambut

kemaluan ifu dengan sendirinya merupakan usia baligh? Atau tidak

merniliki indikasi yang menunjukkan usia balig? Ada dua pendapat

yang berbeda dalam hal ini.

Pertama: Tumbuhnya rambut kemaluan itu dengan

sendirinya menrpakan usia baligh, karena ifu adalah faktor yang

menyebabkan (seorang anak) dihukumi baligh, maka secara

otomatis faktor tersebut adalah usia baligh dengan sendirinya,

sarna seperti mengeluarkan sperma.

Keduar Tumbuhnln rambut kemaluan ifu tidak dengan

sendirin5ra mempakan usia baligh, tetapi indikasi ]lang

menunjukkan telah sampar usia baligh, karena fumbuhnya rambut

itu membuktikan bahwa rambut kemaluan itu tidak tampak kecuali

pada waktu usia baligh.

Apabila kita katakan: Tumbuhnya rambut kemaluan itu

adalah mempakan usia baligh bagi orang kafir, maka turnbuhnla

rambut kemaluan ifu juga usia baligh bagi seorang muslim, karena

faktor yang menyebabkan adanla usia baligh bagi orang kafir,

tentunya demikian pula bag seorang muslim, salna seperti

mengeluarkan sperrna.

Apabila kita katakan: Tumbuhnyra rambut kemaluan itu

bukanlah usia baligh, tetapi indikasi lang menunjukkan usia baligh,

apakah h-rmbuhn5a rambut kemaluan itu bisa diposisikan sebagai

indikasi yang menunjukkan usia baligh bagi seorang muslim.

Sebagian mereka ada yang mengatakan: Ada dua pendapat

yang berbeda (Wajhaani). Dan sebagian yang lain ada yang

mengatakan: Ada dua pendapat Snng berbeda (Qaulaanl.
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Pertama, Tumbuhnya rambut kemaluan ifu merupakan

indikasi usia baligh bagi seorang muslim. Karena, ia faktor yang

menjadi indikasi atas usia baligh bagi orang kafir, maka menjadi

indikasi dan keyakinarl yang menunjukkan usia baligh bagi orang

muslim juga, sama seperti kehamilan.

Kedua, Tumbuhnya rambut kemaluan itu bukanlah indikasi

5ang menunjukkan usia baligh bagi seorang muslim. Karena masih

ada kemungkinan untuk mencari tahu usia seorang anak muslim,

karena dia terlahir di tengahtengah kaum muslimin. Sedangkan

mencari tahun usia anak kafir tidak mungkin. Demikian penulis l/
hgan mengatakan.

Menurutlm: Hal ihr menjadi bukt bahwa sistem tersebut

telah berjalan di kalangan kaum muslimin pada aual-awal rffrsa

keemasan mereka, lrang mana para ahli sejarah telah mencatat

kelahiran mereka pada masa, !,ang mana dunia 5rang masih kacau

balau dan masa kegelapan masih menguasai, hingga (mereka

mencatat) soal batasan utnur di selain kaum

muslimin.

Lalu kefika masa keemasan kaum muslimin temlang

kembali, melalui sistem lrang mereka terapkan, keiknuuran,

kekuatan dan keimanan mereka, mereka kembali mampu

melampaui umat-umat lain 5ang ada di bumi. Itulah (derni umurku)

tonggak keemasan yang rnana melalui itulah, dunia berhasil

mereka tundukkan, Ya Allah perlihatkanlah kepada kami, dan
bukakanlah hati kami (unfuk menerima) keimanan ifu.

Aku telah melihat sendiri ban5rak sekali suku bangsa dan
kabilah dari kaum muslimin, yang mana satu orang dari mereka
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tidak mengetahui kapan dia dilahirkan, dan tidak mengetahui

berapa tahun usia yang telah dia lo,rrati, dan ketika dia bemiat

bepergian, maka sisa umumya baru ditambahkan. Bahkan

terkadang dia memutuskan unfuk melebihkan beberapa tahun dari

usia yang sebenamya, yang ditambahkan ke dalam utnur anak-

anaknya.

Abu Hanifah berkata, "Tumbuhnya rambut kemaluan itu

bukanlah usia baligh dan bukan pula indikasi yang menunjukkan

usia baligh bagi seorang anak png kafir dan muslim."

Dalil (pendapat) kami adalah hadits 5ang telah diriwayatkan

oleh Athiyah Al Aufi, "Bahwasanya Rasulullah,$ mengangkat

Sa'ad bin Mu'adz sebagai hakim dalam perkara Bani Quraizhah,

lalu dia mernufuskan dengan menjadikan anak-anak dan kaum

wanita sebagai tahanan perang, dan membagi-bagikan harta benda

mereka, dan menghukum mati orang yang mana pisau cukur perlu

digerakkan kepadanya (unfuk memangkas rambut kemaluannya).

I-alu dia menyrruh membuka kain sarung lnng menufupi

badan mereka, lalu siapa saja di antara mereka yang telah tumbuh

rambut kennluannya maka digolongkan ke dalam kelompok

prajurit, sedangkan orang yang belum tumbuh rambut

kemaluannya digolongkan ke dalam kelompok anak-anak.

lalu kepufusan Sa'ad bin Mu'adz itu beritanya sampai

kepada Nabi $, beliau lantas bersaMa, 'Sunguh l<amu telah

mqnufuskan perkam kni Qumiah sauai dengan ketenfuan

hukum Allah t/ang dabng dari abs tuiuh lapis langit';'

Ash-Shaimuri berkata: Bagaimana cara mengetahui telah

tumbuhryn ralrrbut kemaluan?
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Menurut sebuah pendapat: Malam atau tanah liat Sang
basah diserahkan kepada mereka, lalu mereka menempelkanrrlra

pada tempat fumbuhnSn rambut kemaluan tersebut. Sedang

menunrt pendapat lain: Tempat tumbuhnSra rambut kemaluan ifu

diraba dari bagian luar permukaan kain yang tipis.

Dan menumt pendapat lain: Mernbuka penutup fubuh

setelah penutup 5ang lain. Inilah pendapat 5ang diunggu[{an.
Karena, sa'ad bin Mu'adz 4S menyrruh membuka kain penufup

badan Bani Quraizhah.

Adapun lebakrya kumis, furunnya godeg, fumbuhn5a

jenggot, kasamya tenggorokan, kekuatan berbicara, dan

mengembangnlra uiung hidr:ng, dan naik (mengencangn3a)

payudara, maka sahr dari kesemua perkara ihr bukanlah masuk

usia baligh. Karena, perkara tersebut terkadang mendahului rrrasa

baligh, dan terkadang muncul belakangan setelah meleuati usia

baligh.

Adapun haid, mengindikasilon masuk usia baligh. Sesuai

sabda Nabi $,

. )wu'ruy :e,iVt i<t:,* 11 I J#i- y

" Allah frdak menerima slnkt wanib tnng telah

mengeluarkan damh haid kquali dengan mengenal<an k*udung
(khimar)." Jadi, Allah meletakkan shalat tersebut sebagai perintah

yang wajib dikerjalon dengan telah didapatinp darah haid

tersebut, sehingga perintah shalat dengan mengenakan kenrdung

itu menunjukkan bahwa haid adalah rnasuk usia baligh.
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Adapun kehamilan, adalah bukan masuk usia baligh dengan

sendirinya, tetapi kehamilan itu adalah indikasi yang menunjukkan

telah masuk usia baligh. Jadi, bila seorang wanita itu tengah hamil,

maka kami meyakini bahwa sperma telah keluar dari dirinya,
sesuai dengan firman Allah Tabla,

"Maka hendala5n manusia manperhatilan dari apakah dia
diciptakan?', "Dia diciptakan dari air t/ang dipancarkan" (Ath-

Thaariq [86]: 5-6).

Jadi, apabila seorang wanita ifu telah melahirkan

kandungannp, maka kami menghukumi bahwa dia telah masuk

usia baligh sejak enarn bulan sebelum melahirkan, tatkala dia
seorang wanita yang bersuami, karena enam bulan itu batas

minimal masa kehamilan menurut kami-

Apabila dia uranita lrang tertalak, lalu dia tiba-tiba

melahirkan seorang il*, png nasabnla batemu dengan suami

tersebut, maka kami menghukumi bahwa dia adalah seorang

wanita yang sudah masuk usia baligh seiak sebelum dicerai.

Adapun anak laki-laki yang menuturkan (sSabbabl dalam

syaimya (tentang keindahan wanita), adalah Umar bin Abi Rabi'ah,

dan dia memiliki banyak puisi yang menceritakan tema tentang

wanita dan ketertarikan pada wanita pada masa pemerintahan

Umar dan pemerintah setelahn5ra.

Perkataan periwayat, "Dia menufurkan (syabbabal tentang
(keindahan)rwanita dalam puisinya", l<aa Asybiib (kata benda kerja

dan sSnbb6a) maknanyra adalah An-Nasiib (mengangkat), bisa

'&'b'*iiH
i,); rt u&L
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diungkapkan: W *- $, dia menuturkan (mengangkat) tema

tentang wanita dalam puisinya. Asal kata ((+SJt) terdiri dari dua

bentuk asal kata.

Pertama: Berasal dari kata e#l) makna asalnya adalah

beranjak meninggalkan masa kanak-kanak (puber).

Kedua, Berasal dari kata (tXti| berkara yang sangat jelas

dan konkrit), diungkapkan, (fgt#t lbj *l maksudnya ketika dia

menjelaskan secara konkrit muka seorang wanita muda dan

menampakkan segala kebaikan gnng disembunyikan.

Cabang, Adapun seorcmg banci png sulit mernbedakan

jenis kelaminryn (fidak laki-laki tidak pula perempuan), maka bila

dia genap bemmur lima belas tahun, atau telah fumbuh rambutrya
yang kasar di atas kernaluannln, maka dia dihukurni telah ma$k
usia baligh. Karena laki-laki dan perernpr.ran sarna dalam masahh

masuknya usia baligh berdasarkan usia tersebut.

Apabila seorang banci itu bisa hamil, maka kesulitan

mernbedakan jenis kelaminnln itu telah hilang, dan dia jelas

seorang perempuan, kernudian dihukumi bahwa dia telah masuk

usia baligh sebelum melahirkan.

Apabila sperma tersebut keltnr dari seorang banci dari

salah safu dari dua kernaluannya, maka dia tidak dihukumi telah

masuk usia baligh, karena bisa jadi sperma ifu keluar dari dirinSn

dari farji yang tambahan.

Apabila damh keluar dari kemaluan perernpuan, maka dia

Udak dihukumi telah masuk usia baligh, karena bisa jadi dia
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seorang laki-laki, sedangkan kemaluan perempuan ini adalah

anggota tubuh tambahan.

Apabila sperrna tersebut keluar dari kedua kemaluan

tersebut, maka dia dihukumi telah masuk usia baligh, karena

keluamya sperrna dari kemaluan laki-laki dan kemaluan

perempuan adalah masuk usia baligh.

Asy-Syafi'i *g berkata, "Apabila seorang banci ifu
mengeluarkan darah haid dan mengeluarkan sperrna, maka dia

tidak dihukumi baligh."

Para pengikut ma&hab kami generasi pertama memiliki

komentar yang bemgam mengenai pemSntaan Asy-Syafi'i ini. Ash-

Shaimuri mengatakan: Apabila dia mengeluarkan damh haid dari

kernaluan perempuan dan mengeluarkan sperrna dari kemaluan

laki-laki, maka dia tidak dihukumi telah masuk usia baligh.

As5rSSraikh Abu Hamid dan mayoritas para pengikut

ma&hab kami generasi pertama berpendapat bahwa dia dihukumi
telah masukr'rsi6 $aligh. Karena, bila dia ifu seorang laki-laki, maka

dia telah mengeluarkan sperrna, sedangkan bila dia seorang

perernpuan, maka dia benar-benar telah mengeluarkan darah haid.

Pemyataan yang telah disebutkan oleh AsfSyafi'i ifu
merniliki dua penafsiran. Pertamat Bahwasanya Asy-Syafi'i

menghendaki dia mengeluarkan sperrna dan mengeluarkan darah

haid dari safu kemaluan yang sama. Keduat Asy-Syafi'i

menghendaki dia mengeluarkan darah haid dan mengeluarkan

sperrna (dari kedua kernaluan).

Apabila muncul pertanyaan: Mengapa kamu tidak

menetapkan keluamya sperma dari seorang banci yang sulit

516 ll et Uoi-u'SloahAl Muhaddzab



dibedakan jenis kelaminnya itu dari salah satu dari kedua

kernaluannSa sebagai bukti yang menunjukkan dia telah masuk

umur baligh? Sebagaimana kalian meletakkan keluamya air
kencing sebagai dalil 3ang membuktikan dia berjenis kelamin laki-

laki dan perernpuan.

Jawabannya bahunsanya air kencing ifu tidak keluar kecuali

dari kernaluan (lubang) Snng sudah urnurn menjadi saluran air
kencing, sedangkan sperrna kadang keluar dari kemaluan (lubang)

yang sudah umum dan png tidak umum menjadi saluran sperma.

AqlSyirazi ds berkata: PasaL Adapun cara
mengetahui kecakapan bertindakn5Ta seorang anak,
yaifu kecakapan memelihara agama dan harta
bendanya. Kecakapan memelihara agamanya adalah dia
tidak melakuan perbuatan maksiat dari sekian banyak
perbuatan maksiat !,ang menggugr.ukan sifat adilnya.
Sedangkan kecakapan memelihara agamanya adalah
dia seor.rng yang mampu memelihara hartanya serta
seorang lrang fdak menyia-nyiakan hartanya.

Wali bisa mengujinya dengan ujian untuk anak
seusianya seperti berdagang, jika dia seorang
pedagang, atau bertani bila dia seorang petani, atau
kecakapan mengerjakan ums.rn rumah tangga, bila dia
seorang perempuan-

Para pengilnrt madzhab lomi generasi pertama
berbeda pendapat seputar wakfu pengujian tersebut.
Sebagian mereka ada yang mengatakan: Seorang anak
tidak diuii dalam hal berdagang kecuali setelah masuk
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usia baligh, karena sebelum masuk usia baligh,
tindakannya tidak sah, sehingga pengujiannln ifu tidak
sah.

Dan sebagian mereka ada 37ang mengatakan: Dia
diuji sebelum masuk usia baligh, sesuai dengan firman
Allah Ta'ala,

'L<riw$t& &iiji'ttr;$
*Dan ujilah anak yatim ifu annpai merel<a cukup

umur untuk kawin-" (Qs. An-Nisaa' [4], 5). Jadi, Allah
memerintahkan menguji anak yatim saat mereka masih
belum cukup umur unhrk menikah.

Jadi, berdasarlran pendapat rc"g terakhir ini,
bagaimana cara mengujin3ra? Ada dua pendapat yang
berbeda (Wajhaani)-

Pertama-- CaranSTa harta diserahkan kepadanln,
lalu ketika dia melakukan proses tawar-menawar dan
menetapkan harga beli, maka wali mengambil atih almd
tersebut. Karena akad yang dilalnrkan anak lpng belum
baligh fidak sah.

Kdua: Wali membiarkann3n hingga dia
mengadalran akad jual-beli tersebut, karena pengujian
ini adalah kondisi darurat-

PasaL Apabila dia telah masuk usia baligh dalam
kondisi suka menlna-nlnalnn harta (mengeluarkan harta
fidak sesuai peruntukkannSfl, maka pencekalan harta
atas anak tersebut tetap terus diberlalnrlnn. Karena,

S18 ll et A"i^r'S)oahAl Muhadzdzab



pencekalan atas anak itu haq2a diberlakukan karena
tunfutan kebufuhan yang mendesak unfuk memelihara
harta tersebut. Dan kebutuhan mendesak terhadap
pencekalan itu tetap ada bila disertai penyia-nyiaan
harta, sehingga pencekalan ifu hanrs tetap
diberlalnrkan.

Apabila dia masuk usia baligh dalam kondisi
cakap memelihara hartanljrEl, !/ang fasik (fidak cakap)
dalam memelihara agamanya, maka pencekalannya
tetap terus diberlalnrkan, sesuai dengan firman Allah
Ta'ala,

"Kemtdian iila mqnrtrt pndapfutu merela
telah cerdas (pandai memelihan hatA), nnka
*nlilranlah kepda mereka hart*Inrhng7a...-o (as.
An-Nisaa'[4]: 6).

Seorang yang fasik, kecerdasan (p*d.i
memelihara harta) itu tidak bisa diketahui dari diriqp.
Alasan lain, kecakapan memelihara harta orang fasfrk
itu fidak bisa diperca3n disertai kefasikan tersebut.
Karena, fidak ada jaminan dia terbebas dari kefasikan
!/ang mendorongnlra menyia-nyialGn harta ifu.
Sehingga pencekalan itu tidak dicabut dari dirinya.

Oleh karena pencekalan ifu tdak dicabut, maka
kesalsiann5Ta tdak bisa diterima sekalipun dia dikenal
seorang yang jujur, karena kami fidak menjamin dia

"54 
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terbebas dari kefasikan !/ang mendorong melakukan
kebohongan.

Sedangkan pengurusan hartanya dilakukan oleh
orang yang telah mengumsnln di waktu kecil, grattu

ag&, kakek, penerima wasiat dan haldm, karena
pencekalan ifu adalah jenis pencekalan yang
diberlakukan tanpa dilandasi keputusan hukum dari
hakim, sehingga pensJunrsan harta ifu diserahkan
kembali kepada orang lnng telah lomi sebutkan, sarna
halnya dengan pencekalan atas diri anak !/ang belum
cukup umur (belum baligh) dan orang grla.

Penjelasan:

Kata "p:-sT" (menunrt pendapatnu), sebagian maknan3n

telah kamu k€hhui. Al Aztrari mengatakan: Orang arab berkata,

64 ,s? i,'i ,i.rtii6 q53r, adalah kamu melihat. An-.

Nabighah berkata:

S@laholah pekrnh4 dan siang ln i itu bqnr-funar telah

bagaamantbrn l<ami,

Pada hari gng agung ada di aras seekor kqhu lkr
(musta'nis).

Maksudn5n adalah kerbau liar sambil merenungkan

pendapatrp, apakah ia melihat seorang pernburu, sehingga dia

akan bemsaha menghindarinln. Menurut sebuah pendapat {;:JT

(menurut pendapatku), *1 (aku merasakan) dan &.r-.3 (aku

mendapati), mempun5ni makna ]lang sarna.
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Bacaan mayoritas ulama ahli qiraat, liii dengan membaca

dhammah huruf na' dan sukun huruf gaia. As-Sulami, Isa Ats-

Tsaqafi dan hnu Mas'ud membaca r3ii dengan membaca fathah

raa' dan syiin. Merurut sebuah pendapat Kata t.rri adalah kata

benda kerla lMashdal i6i babnya mengikuti kata keria tt;,i-ti:.

W:,FI Sedangkan r.[ri dengan mernbaca fathah adalah kata

benda kerp'S:dan babnya adatah '&'P. Dernikian pula dengan

kata benda ker;a 3t3jtt.

Para ularna be6eda pendapat mengenai tal$ril (interpretasi)

kata l!u3, Al Hasan, Qatadah dan selain keduarya berpendapat,

bahwa rnaksudnp adalah cerdas (cakap) dalam segi agama dan

akal. Ibnu Abbas, As-Sudi dan Ats-Tsauri mengatakan bahwa yang

dirnaksud adalah cakap (cerdas) akal dan cakap dalam mernelihara

harta.

Sernentara Sa'id bin ifubair dan AslrSyra'bi berkata,

"seseorang sungguh-sungguh mernegang ienggoqp, dan behm

mencapai kecerdasanqp." Muiahid b€rkata, "Maksud tii3 pkni

kecerdasan khusus dalam akakr1a."

Adh-Dhahak berkata, "Anak yatim, hartanp tdak
diserahkan sekalipun dia telah mencapai usia seratus tahun, hingga

dia diketahui menrpun5ni kcakapan mernelihara hartanla.'

Mapritas uhma menafsirkan bahua tii3 itu tidak ada

kecuali setelah sampai usia baligh, apabila dia belum cakap

(cerdas) setelah sampai usia baligh, sekalipun dia telah menjadi

lansia, pencekalan tidak dicabut darin5n. Itulah pendapat madzhab

Malik.
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Abu Hanifah berkata, "seorang anak yang merdeka serta

baligh tidak boleh dicekal hartanSn bila telah mencapai umur
seperti laki-laki danrasa, sekalipun dia seorang yang paling fasik di
antara sekian banyak orang dan seorang yang sangat menyia-

nyiakan harta bila dia telah berakal sempuma." Demikian AzZutr
bin Al Hudzail berpendapat. Dan inilah ma&hab An-Nakha'i.

Mereka menyampaikan argumen mengenai pendapat ifu
dengan hadits 5ang telah diriwaSatkan oleh Qatadah dari Anas,

bahwasan5a Hibban bin Murqi& selalu melakukan pernbelian,

padahal dia berakal lemah. lalu disampaikan, "Wahai Rasulullah,

celakalah dia, karena dia selalu melakukan pembelian, sementara

dia berakal lemah."

lalu Rasulullah $ memanggilnp, beliau lantas berkata,

"Janganlah l<amu mengadal<an jual-beli." Lalu Hibban menjawab,
"Aku tidak bisa bersabar." Lalu beliau bersabda, 1 ,Jii tii-g tsy

6ti 3r;*l' Jlti ,is.'X+ "Apabila kanu mengadakan j@l-beli, mal<a

kabkanlah, 'Tidak ada penipuan' (dengan fufur kab tang lernah

lembut), dan l<amu mempungai lnk l<hi5nr tiga hari."

Mereka berpendapat bahwa tatkala sekelompok orang
meminta Rasulullah agar menetapkan status cekal atas Hibban,
karena tindakannSn yang selalu mendatangkan kerugian, dan

beliau tdak melakukan (pencekalan tersebut), maka hal ini
membuktikan bahwa pencekalan ifu tdak boleh. Namun, hadie ini
tidak bisa dibuat argumen yang mendukung pendapat mereka,

karena hadits sifatnya spesialis berkenaan dengan kasus tersebut,

seperti bemgam alasan yang telah dikernukakan Syaikh kami An-
Nawawi dalam permulaan pernbahasan jual-beli.
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Al Imam Asy-Spfi'i & mengatakan: Apabila dia seomng

yang selalu mmlsak harta dan agamanya, atau merusak hartanya

tidak (merusak) agamanya, maka hartanya boleh dicekal.

Apabila dia seorang lrang selalu merusak hartanya, rnaka

ada dua pendapat 1nng be6eda (Waihaani).

Pertama: Yaitu pendapat hasil ijtihad Abu AI Abbas lbnu

Suraij: Dia boleh dicekal.

Keduar Tidak ada pencekalan atas dirinya. Yaitu pendapat

hasil ijtihad Abu Ishaq Al Marwazi, dan pendapat lnng l€bih

diunggulkan dari madzhab AqrSlrafi'i.

Ats-Tsa'labi mengatakan: Pendapat yang telah kami

sebutkan, yakni boleh menetapkan stafus cekal atas sorang yang

berakal l€rnah (saffi, adalah pendapat Ubman, Ali, Az-Zubair,

Airyah, hnu Abbas, dan AMullah bin Ja'far &. Sedang dari

kalangan tabiin ada Syuraih.

Seperti ini pula pendapat dari fuqaha' seperti Malik,

kelompok ulama Madinah, Al Auza'i, kelompok ulama Syam, Abu

Yusuf, Muhammad, Ahmad, Ishaq dan Abu Tsaur. Ats.Tsa'hbi

berkata, "Para pengikut madzhab kami generasi pertama telah

menlntakan ijma' dalam masalah ini."

Penulis At hgan mengatakan: Adapun lata ;$t 3,U;,

adalah dalam mernelitrara agama dan

harta. Cara mengetahui kecakapan dalarn beragama adahh

misalnya seorang anak tidak melakukan safu dari sekian ban!,ak

kemaksiatan lrang mengakibatkan kesaksiannya tertolak.

Sedangkan carcr mengetahui kecakapan dalam mernelihara harta
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adalah dia tidak menyia-nyiakan harta (tdak mernbelanjakan harta

sesuai peruntukannya).

Malik dan Abu Hanifah Rahimahumallah Ta'ala

berpendapat bahwa apabila seseorang telah masuk usia baligh

dalam kondisi cakap memelihara hartanya, maka hartanya bisa

diserahkan kepadanya, walaupun dia seorang png kerap men sak

agamanya. Demikianlah komentar Malik dan Abu Hanifah telah

selesai.

Landasan hukum pendapat lorni adalah firnran Allah

Ta'ala, 6:i 'ri1 F;t;, i$ "Kanudian iika menurut padaptnu
merela telah cqdas (pndai mqnelilnm harb)-..- "(Qs. An-Nisaa'

[4]' 5). hnu Abbas mengatakan bahwa kata 3i]t tafsimya adalah

biiaksarn, bemkal dan teguh pendiriannya (Waqafi. Sifat

biiaksana dan teguh pendirian itu fidak dirniliki kecuali oleh

seseorirng yang cakap memelitrara harta dan agarnanlp. Dernikian

Al Hasan Al Bashri berpandapat.

Alasan lain, tndalon dia menrsak agarnanln menutupi

kecerdasannln dan dalam m€rnelitnra hartanla,
sebagaimana silat hsik menggugurkan sifat adilnp dan mencegah

unfuk menerirna (mernbenarkan) ucapannlra, sekaliptrn dia dikenal
juiur dahm bertutur kata.

Apabila mernang penafsirannya benar seperti ini, Ialu dia

masuk usia baligh dalam kondisi tidak cakap dalam memelihara

harta dan agamanln, maka stafus cekal atas dirinf tehp
berlanjut, sekalipun dia telah menjadi orang yang lanjut usia.

Derrikian Malik, Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat.
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Abu Hanifah mengatakan' Apabila seomng anak telah

masuk usia baligh dalam kondisi udak cakap dalam memelihara

hartanya, maka hartanya tidak boleh diserahkan kepadanya, akan

tetapi tindakann5ra dalam kondisi seperti ini misalnya dengan

melakukan jual-beli, memerdekakan atau tindakan lainnya,

tindakannSra itu bisa berlanjut (sah).

Lalu bila dia telah mencapai usia 25 tahun, maka status

cekal dari dirinSa tercabut dengan sendirinya, dan hartanya

diserahkan kepadanla, walaupun dia seorang yang kerap merusak

agama dan hartanya. Karena, status dia kini telah bertrbah menjadi

seorang kakek, karena dia telah melebihi usia 12 tahun, lalu dia

menikah dan mempunyai anak, dan anaknp berusia dua belas

tahun, dan berkata, 'Aku merasa malu menahan kakek

(menrbelaniakan) hartanla. "

landasan hukum pendapat kami adalah firman Allah

Tb'ah,

it^
"sampai mqeka cukup urnur unfuk kawin- Karudian iil<a

menurut pendapbnu mqel<a telah cedas (pndai mqndilnn
harh), maka senhkanlah kepda mqd<a lnrb-lnrbrya.... " (Qs.

An-Nisaa' [4]: 5).

Kami telah menerangkan apa lrang dirnakzud cerdas itu

(ii,|, sedang anak yrang seperti ini belum terlihat mempun5ni

kecerdasan (cakap memelihaara hartan!,a), sehingga stafus cekal

dy'9;:6(8'#Ftoye'*rW$Y6
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belum bisa dicabut dari dirinya dan hartanya tidak boleh
diserahkan kepadanln. sebagaimana kalau dia adalah seseorang
yang benrsia24 tahun.

Adapun pemyataan Abu Hanifah, "Bahwasanya dia kini
telah berubah statusnya menjadi seorang kakek," apakah kamu
fidak mengetahui bahwa orang gila itu stafus cekalnya tetap
berlanjut selama dia tetap tems-menerus dalam kondisi gila
sekalipun dia berstafus seorang kakek.

Apabila penafsirannln benar seperti ini, maka yang
bertindak mengums hartanSa adalah oftrlg yang mengumsi
harhngra sebelum dia baligh, karena pencekatan ifu adalah
pencekalan yang diberlakukan atas dirinrra dari seorang hakim,
sehingga pengurusan hahqp ihr diserahkan kepada pengurus
hartaqn sebelum dia baligh, sarn r seperti p€ngurusan harta anak

Snng belum baligh.

Cabangr Adapun kecakapan dalam mernelihara harta itu,
tdak bisa diketahui kecuali melalui proses pengujian. Dalam
masalah wakfu pengujian ini ada dua pendapat png berbeda
(Wajhaani).

Pertama: Pengujian tmebut tdak sah kec,ali setelah
masuk usia baligh, karena pengujian ifu dilakukan dengan cara
menyerahkan hanaryn kepadan3n agar dia mempergunakan
hartanya unfuk menjual dan membeli serta mengeluarku*! .

Pengujian seperti ini (jual-beli) tdak sah kcuali setelah sampai usia
baligh. Adapun pengujian sebelum sampai usia baligh ini, maka dia
masih berstafus orang yang dicekal, karena belum cukup umur
(shishal.
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Keduar Pengujian tersebut sah, sesuai firman Allah Ta'ala,

"Dan ujilah anak Wtim itu...." (Qs. An-Nisaa' [4]: 6). Ayat ini

memberi kepastian hukum bahwa pengujian itu dilakukan sebelum

cukup urnur unfuk kawin-

- Alasan lain, penundaan pengujian sampai cukup umur
unfuk kawin ifu mernbawa akibat pencekalan atas seorang yang

cakap, karena dia kadang masuk usia baligh dalam kondisi cakap

memelihara harta dan agamanya. Jadi, kalau karni

mengasunsikan: Bahunsanya pengujian itu fidak boleh dilakul{an

kecuali setelah cukup urnur unfuk kawin, tenfurya stafus cekal atas

seorang anak yang telah cakap (pandai memeliham hartanp)tetap
terus berlanjut dan hartanp tercegah unfuk diserahkan, karena

hartanya tidak boleh diserahkan kepadanln kecuali setelah

pengujian dilaksanakan.

Apabila kita berpendapat sesuai dengan jawaban ini, maka

bagaimanakah caranln menguji anak tersebut dengan melakukan
jual-beli? Ada tiga pendapat png berMa.

Pertama: Wali menSnrruhnln agar melakukan penawaran

bamng dan menenfukan harga belinSra, dan dia tidak mengadakan

akad secara langsung. Karena, akad Snng diadakan oleh anak

tersebut tidak sah, tetapi wali ifulah yang mengadakan akad.

Sebagian mereka ada yang berpendapat bahwa unli
tersebut membeli bamng, lalu dia menitipkannya di tangan penitnl
tersebut, dan keduanya sepakat atas penjualan barang tersebut

dari anak tersebut, lalu bila dia mernbeliryn dari penjual tersebut

sesuai dengan harga beli barang tersebut, maka kecerdasannya

bisa diketahui.
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Sebagian mereka ada yang berpendapat, akad llang
diadakan oleh anak tersebut hukumn5a boleh, karena pengujian
tersebut adalah kondisi darurat.

Adapun benfuk pengujian tersebut, bira dia berasal dari
kefurunan anak saudagar dan orang-orang yang memiliki
pekerjaan, yang selalu pergr ke pasar, maka pengujiannya adalah
menyerahkan sebagian hartaqn kepadanyra agar dia melakukan
tansaksi jual-beli di pasar, atau dibiarkan berbuat Sang sesuai
baginya, di mana dia mengerjakannln langsung sendiri pekerjaan
a5nhn5a di baunh pengawasan dan bimbingan wali tersebut.

Apabila dia seo*mg lang mempu menyeresaikan dan
mengambil kepufusan yang tegas dalam hal penjualan, pembelian
dan pekerjaan tersebut, maka hal ifu telah membuktikan
kecerdasannln (kecakapann5a memerihara harta). sedangkan jika
dia kesulitan (tdak mampu) unfuk berbuat sesuafu !,ang mana
omng-orang tidak mengalami kerugian dengan tindakan lang
sempa, maka dia bukan seorang Snng cerdas (cakap memelihara
harta).

Apabila anak tersebut dari kefurunan hakim dan kefurunan
orang-orang yang menghindari pasar, Asy-syaikh Abu Hamid
berpendapat, pengujian mereka lebih sulit dari profesi l.ng
pertama- Pengujian safu omng dari mereka adalah dengan cara
menyerahkan sebagian harta kepadan5a, dan memberikan
kepadanya angsJarcn belanja keluarga selama sebulan misalngra,
atau cara l,ng serupa lainnSra, untuk memberi segala keperruan
rumah tangga.

Apabila dia seorang l'ng mampu menyelesaikan pekerjaan
tersebut, serta mampu memelihara (hartanya), dan dapat
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membelanjakan harta tersebut dengan baik, maka kecerdasannya

sudah bisa diketahui. Apabila dia bukan seorang lnng mampu

menyelesaikan pekerjaan tersebut, maka kecerdasannya belum

diketahui, atau seperti yang dia sampaikan.

Ash-Shaidalani berkata, "Sedangkan anak perancang

bangunan, dia diuji dengan melakukan pengukuran. Ini bila anak

yang diuji ihr adalah seorang anak laki-laki."

Apabila anak yang diuli itu seorang perempuan, Asy-SSaikh

Abu Hamid dan hnu Ash-Shabbagh mengabkan: Dia tidak diuji

dengan melakukan jual-beli, karena adat yang umum dilakukan

adalah perempuan tidak melakukan hal ifu secara langsung.

Tetapi anak perempuan ifu diuji dalam mengurus rumah

tangga, misalnya sebagian harta tersebut diserahkan kepadanya,

dan perempuan der,r,rasa lnng tepercaya melakukan tugas

mernbimbing pekerjaannya, mernbelanjakan harta ifu

untuk mernbuat adonan roti, garam, daging, sa!ruran, korek api,

mempertaiki peralatan masak, memelihara perkakas rumah

tangga, dan lain sebagainln.

Atau seperti cara yang disampaikan oleh Ash-Shaimuri,

bahwa apabila anak perempuan ifu seorang buruh, yang bekerja

membuat roti dan mencelup kain dengan parrarna pakaian, maka

dia diuji dengan melakukan jual-beli.

Ash-Shaimuri mengabkan: Kecakapannla ifu tdak bisa

diketahui hingga pengujian itu dilakukann5a s@ara benrlang-ulang,

yang dilnkini pekerjaann5n ihr sudah sesuai dan tepat.

Asy-Syafi'i dalam Al Umm mengatakan: Aku telah melihat

sebagian orang 3ang berprofesi sebagai hakim ada yang mengrruh
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menguji seomng anak, yang mana dia tidak mempercayai
prilakunya itu mampu menyelesaikan kepercayaan tersebut,
misalnya dengan menyemhkan sedikit dari hartanya, apabila dia
cakap memelihara sedikit harta tersebut, maka harta yang tersisa
diserahkan kepadanya.

sdangkan jika dia membuat kerusakan dalam sedikit harta
tersebut, maka perusakan dalam sedikit harta lebih mudah
menrsak keseluruhan harta daripada merusak sedikit harta.
Menurut kami, pemyataan Asy-syafi'i ini termasuk cara pengujian
yang baik. Walkhu a'latn.

Cabangr Seputar anak lang rnna alat bukfi sal$i
mengatakannya telah pandai memelihara harta, kemudian muncul
alat bukti saksi lain menyatakan lernah akalnya (tdak pandai
memelihara hartanya).

As-Subuki Ali bin Abdul Kafi menulis jawaban atas
pertanyaan dari putranya AI Imam Tajuddin penulis Thabaqat Asy-
S5aliljyah mengenai seorang anak perempuan yang lemah
akalnya (udak pandai memelihara tnrtanva) yang berada dibawah
pengasuhan, padahal alat bukti saksi menyatakannya telah pandai
memelihara hartanSa, kemudian datang penerima wasiat png
mengumsnya, lalu dia mendatangkan alat bukti saksi yang
menyatakannya lernah akalnya (bodoh; tidak pandai memeliham
hartanya), apakah alat bukti saksin3a itu bisa diterima, dan status
cekal atas dirinya ifu kembali temlang? Putranya ifu berbeda
pendapat dengan ulama lain dari kalangan fuqaha.

ll ,at uoj*u'SyoahAl Muhodzdzab



Ali e berkata, "Adapun alat bukti saksi yang menyatakan

kebodohan ifu tidak bisa diterima kecuali disertai keterangan Sang
menjelaskan kebodohannya tersebut. "

Jadi, hal ifu sehamsnya dilakukan, karena para ulama
berbeda pendapat mengenai berbagai faktor kebodohan dan

kepandaian memeliham harta tersebut.

Sebagian ulama ada yang berpendapat mengalokasikan

uang unfuk (pernbelian) makanan yang lezat, yang tidak pafut

dengan kondisi dirinya kebodohan. Inilah pendapat lang
diunggulkan dari para pengikut Ma&hab Asy-$nfi'i, hal itu
bukanlah kebodohan, tetapi mengalokasikannya unfuk pernbelian

barang haram ifu adalah kebodohan.

Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwasanya

seorang anak tatkala dia telah sampai usia baligh dan dia
terlampau berlebihan dalam mengeluarkan hartanya untuk
beragam jenis kebajikan seperti sedekah dan sejenisnln, maka dia
seorang yang bodoh (Udak cakap memelihara harta) karena

tindakannya 5nng berlebihan ifu. Pendapat png diunggulkan dari
para pengikut Madzhab AsySpfi'i, dengan pertuatannya ifu dia
tidak bisa diposisikan sebagai orang yang bodoh (afuh.

Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa .rrlt (cerdas)

ifu artinya adalah cakap dalam memelihara harta saja. Sedangkan

menunrt kami, Udaklah demikian, bahkan.:1r hu*r cakap dalam

memelihara agama dan harta. Sebagian para pengikut ma&hab
kami dan segolongan ulama dari madzhab lain berbeda pendapat

dalam masalah kebodohan ini.
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Sebagian kebodohan ifu ada yang sifatrya muncul secara

tiba-tiba, dan ada pula yang sifatrya kontinyr. Seorang saksi

terkadang seorang yang bodoh (tidak mengerti hukum), dan
terkadang seorang pakar fikih, lalu dia mempunyai pandangan

tentang kebodohan adalah sesuatu yang berbeda dengan
kebodohan menumt hakim. Demikian pula soal kecerdasan
tersebut. Jadi, bagaimana kesaksian seorang saksi ifu bisa diterima
secata mutlak?

Kesaksian tentang kebodohan ifu seharusnya tidak diterima
sampai faktor penyebabnya bisa dibuktikan kebenarannya. Tidak
pula tentang kecerdasan tersebut sampai salsi ifu bisa

mernbuktikan bahwa anak tersebut seorang lang cakap
mernelihara agama dan hartanya, sebagaimana adat kebiasaan

lnng dilakukan oleh kantor panitera yang menulis tentang
kecerdasan tersebut-

Al Mawardi mengatakan: Apabila Rahin (pih* yang
menyerahkan barang sebagai jaminan atas utang) dan Murtahin
(penerima barang) telah menyatakan di hadapan kedua saksi agar
keduanSa memberikan ketelangan yang telah mereka dengar
dalam bentuk penjelasan, lalu bila Rahin berkeinginan agar kedua
saksi tidak merrberi penjelasan, tetapi bersaksi bahwa dia telah

merninjam uang sebesar dua ribu, maka jika keduanya bukan ahli
ijthad, maka kesaksian itu tdak boleh, dernikian juga bila
keduanya termasuk ahli iifihad, menurut pendapat png lebih
diunggulkan. Karena saksi ifu adalah seorang yang menlampaikan
informasi yang dia ketahui, sedangkan ijtihad ifu diserahkan

kepada hakim.
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hnu Abi Ad-Dam mengatakan: Keterangan yang telah

kupelajari, yakni pemyataan ulama Marwaz, dan yang telah

kupahami, yakni berbagai tahapan pembahasan mereka yang

berhubungan dengan persoalan madzhab, adalah bahwa saksi ifu

sehamsnya tidak memiliki kapasitas unfuk men!rusun berbagai

kepuh.rsan hukum sesuai dengan berbagai faktor yang

melandasinya, bahkan hrgasnya hanplah menyampaikan

informasi tentang suafu kejadian yang mana dia telah mendengar

atau melihatrya secam langsung. Jadi, dia adalah seorang pemberi

ketemngan kepada hakim terkait kejadian png diinformasikannya,

yakni ucapan yang mana dia telah mendengamya atau perbuatan

lrang mana dia telah melihatrp.

Para pengikut madzhab kami generasi pertama berbeda

pendapat seputar kesaksian tentang keluar dari agama semula

(Riddah; murtaQ, apakah kesaksian tersebut bisa diterima secarer

muflak, atau harus ada penjelasan (secara rinci mengenai faktor
penyebabnya)?

Pendapat 5nng lebih diunggulkan dalam madzhab Ary-

SSnfi'i menurutku, hams ada penjelasan (secara rinci merrgenai

faktor penyebabn5n). Sesuai pendapat Al Ghazali, karena berbagai

madzhab memiliki pendapat yang beragam dalam mengafirkan

seseorang, dan karena kebaqnkan orang tidak mengetahuinln.

Sekalipun Ar-Rafi'i lebih mengunsplkan menerima kesaksian

tentang soal tersebut secara muflak, karena sejumlah faktor

kekafiran itu bisa diketahui dengan jelas.

Namun alasan seperti ini fidak mudah digunalen sebagai

landasan hukum unfuk memufuskan kebodohan dan kecerdasan

(seorang anak) tersebut, sehingga glang diunggulkan harus ada
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penjelasan (secara rinci mengenai faktor penyebabnyra), sama

halnya menghukumi cacat seorang saksi, dan kecerdasan itu tidak

sarna seperti menghukumi adil seorang saksi, sampai bisa diterima

secara mutlak.

Benar kecerdasan itu seperti menghukumi adil seorang

saksi dalam segi dianggap cukup memberikan penjelasan secara

mutlak dalam soal kecakapan dalam memelihara agama, dan

penjelasan secam mutlak dalam soal kecakapan dalam memelihara

harta, karena sulitr5n memberikan penjelasan se@ra rinci dalam

soal tersebut.

Adapun penjelasan mutlak seputar kecerdasan tersebut,

tanpa memberi penjelasan secara rinci soal kcerdasan dalam

memelihara agama atau harta, ifu tidaklah cukup.

Setelah Al Allamah As-Subuki & menjelaskan pendapatrya

tentang masalah mendahulukan alat bukti saksi tentang kecerdasan

dibanding alat bukti sal$i tentang kebodohan, lang dibatasi

dengan kejadian yang telah lewat, dia mengatakan: Adapun bila

kita menerima kesaksian soal ifu se@ra mutlak, maka pendapat

png telah dikaji oleh anak tersebut -yakni putranya Taqiyuddin

As-Subuki- pendapat Sang diunggulkan.

Pendapat tersebut mendapat dukungan dari pendapat yang

telah disampaikan oleh S5aikh Taqi5yuddin Abu Amr bin Ash-

Shalah, yang dimuat dalam Fabwtnya tentang tiga masalah png
saling berkaitan safu sama lain, dalam permulaan pembahasan

Tadlis.

Salah satunya, mengenai seseorcmg (sal<si) lrang mengetahui

kondisi seseomng png kaya pada rnasa lalu, apakah saat ini dia

boleh memberi kesaksian terkait kondisi seseorang yang kaya pada
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masa lalu tersebut? Apakah hakim boleh menan5akan kepadanya

tentang kondisinya yang kaya pada saat memberikan kesaksian

tersebut, dan dia harus memberikan kesaksian tersebut?

Demikian juga hnu Ash-Shalah rg menjawab, 'Dia boleh

memberikan kesaksian saat ini tentang kondisinya yang kaya,

karena berpedoman pada istishhab (mempertahankan kondisi

pada masa lalu). Kecuali, tiba-tiba muncul faktor lnng mana

ke5rakinannya menlptakan kondisinSn tersebut telah berubah atau

paling tidak kondisi tersebut bemda pada posisi Snng meragukan

antara apakah masih tetap seperti dulu atau kondisi tersebut telah

berubah."

Pedoman dalam masalah ini berdasarkan istishhab yang

bersih dari faktor 5ang baru muncul Sang mengubah kondisi rnasa

lalu. Jadi, kemunculan fakfor Snng mengubah kondisi masa lalu

tersebut sama seperti berpedoman pada faktor sempa dalam

kepemilikan harta. Di dalam kepernilikan harta ifu tdak
harus menSnksikan (tahu akan sesuafu) png bersifat

batin (tersembunyi), seperti dalam kasus benrbahnya kondisi rnasa

lalu tersebut.

Argumen yang digunakan unfuk mendukung iaunban
bolehnla memberi kesaksian saat ini, !,akni tidak ada cara baginya

kecuali memperbhankan kondisi lang samar tersebut, tdak
memiliki dalil Snng bersumber dari isfrshha4 yang ada dalam kasus

ini.

As-Subuki mengatakan: Di antara keterangan !,ang

menunjukkan, Snkni pemyataan mereka, pernberlakuannln dalam

berbagai kasus lnng serupa, adalah pendapat mereka mengenai

alat bukti saksi png menyampaikan infomasi mengenai agama
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dalam masalah dua orang anak laki-laki yang muslim dan

Nashrani, serta masalah selain keduanya, bahwasanya alat bukti
saksi yang menetapkan itu lebih diunggulkan dibanding alat bukti
saksi yang meniadakan perkara tersebut. Karena alat bukti saksi

yang menetapkan tersebut berpedoman pada pengetahuan lebih,
sedangkan alat bukti saksi yang lain (yang meniadakan) kerap
berpedoman pada istishhab (mempertahankan kondisi masa lalu).

Ini adalah benfuk pembolehan dari mereka karena alasan

tersebut. Dan jika bukan pembolehan dari mereka, tenfunSa

istishhab ifu telah ada dalam masalah tersebut, bukan dilihat dari
sisi pengunggulan tersebut. Bahkan cukup bagi hakim dengan

kesaksian bahwa dia seorang yang kaya, karena kondisi tersebut

telah mencakup istishlnb tersebut.

Jadi, apabila haldm memerlukan keterangan seputar kondisi

saat berlangsungnya penyerahan barang sebagai jaminan utang,

maka salsi boleh memberi kesaksian mengenai hal tersebut

dengan tetap berpedoman pada istishlnb yang telah disebutkan.

Bahkan dia tidak perlu menjelaskan hal ifu dalam kesaksiannla,

karena utang ifu harus sesuai dengan jaminan yang memuat
kondisi lrang ada saat ini. Demikian, As-Subuki mengutip
pemyataan hnu Ash-Shalah. Wallahu a'lam.

Al Mas'udi berkata, "Wali tersebut tidak uajib menanslung
pengganti harta yang dia serahkan karena pengujian

tersebut. Karena pengujian tersebut adalah kondisi yang memang

membufuhkan harta tersebut. "

Cabangr Apabila seorang anak perempuan telah sampai

pada safu tahapan, yakni kemampuan memahami sesuah.r dan
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kemampuan melindungi dirinya dari segala kesulitan, yang

memposisikannya sebagai seorang perempuan yang cakap

memelihara harta dan agamanya, maka status cekal dicabut dari

dirinya, dan hartanya diserahkan kepadanya. Baik dia sudah nikah

atau belum nikah. Kemudian dia merniliki kebebasan mengambil

tindakan terkait semua hartanln tersebut tanpa seizin suaminya-

Demikian, Abu Hanifah Ag berpendapat.

Malik rg mengatakan: Status cekal tersebut tidak dicabut

dari dirinya sampai dia menikah dan suaminya berhubungan intim

dengannla.

Apabila dia telah menikah, maka dia tidak boleh

mengeluarkan lebih dari sepertiga hartan5ra tanpa disertai

perimbangan nilai tukar, kecuali seizin suaminya.

Dalil yang mendukung pendapat kami adalah hadits yang

telah diriwayatkan dari Nabi $, bahuasanya Nabi $ pernah

berkhutbah pada hari raya, lalu tatkala beliau telah selesai khutbah,

maka beliau menemui kaum perempuan, dan bersaMa,

'b<i, ,v \s:j""6
" Elersdelahlah l<alian, walaupun dari perhiaan l<alian."

Lalu mereka bersedekah dengan perhiasan mereka. FIR. Al
Bukhari dan Muslim).

Hadits ini mengindikasikan, kalau findakan mereka itu Udak

bisa dilanjutkan tanpa seizin suami mereka, tenhrnya Nabi $ tdak
akan pemah memerintahkan mereka bersedekah. Dan pastinln di
tengah-tengah mereka itu ada perempuan yang bersuami dan ada

pula png tidak bersuami.
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Kalau anak perempuan ifu adalah seorang perempuan

merdeka, telah cukup umur unfuk kawin (baligh), serta cerdas

(pandai memelihara agama dan hartan5a), maka dia tidak patut

dicegah unfuk menerima hartanya, sebagaimana kalau dia telah

kawin.

Aslrsyirazi e berkata: PasaL Apabila anak

tersebut telah masuk usia baligh dalam kondisi yang

cakap memelihara agama dan hartan5p tersebut, maka

status cekal dicabut darinSra- Sesuai firman Allah Ta'ala,

'Kemudian iika menurut pendapafrnu merel<a

telah cerdas (rendai memelihara harta), mal<a

serahlsanlah kepada merelra harta-hartan5n--.-" (Qs.

An-Nisaa'[4], 6).

Apakah pencabutan stafus cekal ifu memerlukan
(keputusan) hakim? Ada dua pendapat llang berbeda
(Wajhaani)-

Pertama: Tidak memerlukan (keputusarr) hakim.
Karena pencekalan ifu adalah jenis pencekalan tanpa
melalui kepuhrsan hakim, sehingga pencekalan itu
hilang dengan sendirinya tanpa melalui keputusan
(hakim), sarna haltf dengan pencekalan atas orang

sila-

Kedua: Pencabutan status cekal ifu memerlukan
(keputusan) hakim. Alasannln pencabutan status cekal

-#54 
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dari anak tersebut masih membufuhkan pertimbangan
dan pengujian, sehingga hal ifu memerlukan
(keputusan) hakim, sarna halrrf dengan pencabutan
stafus cekal dari orang yang lemah akalnya (safiih;

orirng bodoh).

Penjelasan Hukum: Apabila seorang anak itu telah

masuk usia baligh dalam kondisi cakap memelihara harta dan

agamanya, maka stafus cekal tersebut dicabut darinya. Apakah

pencabutannya itu memerlukan (keputusan) hakim? Ada dua

pendapat yang berteda (Wajhaani).

Pertama: Tidak memerlukan (keputusan) hakim. Karena

pencekalan ifu adalah jenis pencekalan 5rang penetapannya tidak

memerlukan kepuhrsan hakim, sehingga pencabutannla pun tidak

memerlukan hakirn, srna halnSra penetapan stafus cekal atas

ormg gila. Di dalam perkara pencabutan stafus cekal ini terdapat

pengecualian yakni pencekalan orang Srang bodoh.

Kedua, Status cekal itu udak tercabut kcuali berdasarkan

keputusan hakim. Alasann3n pencabutan status cekal ifu
membufuhkan pertimbangan dan Utihad, sehingga memerlukan

hakim. Sama halnp dengan penetapan status cekal

atas orang yang bodoh. Pendapat kedua ini adalah pendapat png
masyhu r dari madzhab AqrSSafi'i.

Ash-Shaimuri mengatakan: Apabila pengurus harta anak

tersebut adalah ayah atau kakek, maka pencabutan stattrs cekal ittr

tidak memerlukan keputusan hakim. Sedangkan bila pengurus

hartanya ihr adalah orang kepercayaan haldrn png juga sebagai

pelindungnya, maka status cekal ifu tidak tercabut kecuali melalui
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hakim. Apabila pensJurus hartanya itu adalah hakim, maka ada dua

pendapat yang berbda Waihaani)-

Pertama: Pencabutan stafus cekal ifu fidak rnemerlukan

hakim, sebagaimana kalau pengurus hartaryra ihr adalah alnh atau

kakek.

Kedua, Pencabutan stattrs cekal itu mernerlukan hakim.

Sebagaimana kalau pengurus hartarya ifu adalah orang

kepercapan hakim.

Aslrsyirazi g berkata: PasaL Apabila status cekal

itu telah dicabut dari anak tersebut, kemudian dia

berubah menjadi seorang anak yang suka menyia-

nyiakan hartan3ra (membelaniakan harta fidak sesuai

penrrrtukannfn), maka dia kembali dicekal-

Hal ini sesuai dengan sebuah riwaSrat,

bahwasaryra Abdullah bin Ja'far r& membli lahan tanah

yang keras serta *ig (sflbil&ahl seharga enaln ribu

dirham. L-alu utsman berkata, '(Bila) lahan tanah itu

menjadi milikh seharga dengan sepas.ulg sandalku,

fidak almn pernah membuatku senang-'

Lalu komentar Utsrnan itu sampai pada Ali

Itanamallahu waihah, dan dia berniat memohon

kepada utsman agar menetapkan status cekal atas

AMullah bin Ja'far. Abdullah bin Ja'far lantas pergt

menemui Az-Zubatr, dan dia menuturkan bahwasanya

Ali hendak memohon kepada Utsman g agar dia

menetapkan status cekal atas dirinp-

ll
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Lalu Az-Zubar berkata, 'Aku adalfi mitramu.'
[^alu Ali per$ menemui Utsman rg dan memohon
kepadanya agar Utsman menetapkan status cekal atas
Abdullah bin Ja'far. L-alu Utsman bertanya, 'Bagaimana
aku menjafuhkan stafus cekal atas seseor:rng lpng
mana mitra dirin3;a adalah Az-Zubatr?"

Jadi, hadits tersebut menunjukkan bolehnya
pencekalan tersebut. Alasan lain, setiap faktor lpng
menjadi landasan hukum penetapan pencekalan
tersebut, bila tiba-tiba muncul bersamaaq dengan mulai
memasuki usia baligh, maka faktor tersebut menjadi
landasan hul$m penetapan pence[<alan tersebut bila
tiba-tiba muncul sesudah baligh, satna h.lnf dengan
orang gila.

Jadi, bila stafus cekal dari anak tersebut telah
dicabut, lalu kondisingp berubah menjadi oftmg llang
fasik, maka ada dua pendapat lrang berbeda (Wajhaani).

Abu Al Abbas berkata, 'Status cekal tersebut bisa
dikembalikan pada anak tersebut. Karena kefasikan itu
adalah faktor lpng menjadi landasan hukum penetapan
status cekal tersebut pada saat awal memasuki usia
baligh, sehingga kefasikan ifu menjadi landasan hul$rn
penetapan status cekal sesudah melewati usia baligh.
Sama halnf dengan perbuatan menyia-nyiakan harta
(TaMziill."

Abu Ishaq berkata: Status cekal tersebut fidak bisa
dikembalikan pada anak tersebut. Alasannya
pencekalan karena kefasikan ifu karena takut
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memunculkan tindakan menyia-nyiakan harta, padahal

tindakan menyia-nyiakan harta oleh seorang yang fasik

itu tidak bisa dibuktikan secara meyakinkan, sehingga

sesuafu yang telah kita ketahui sec.ra meyakinkan,

yakni kecakapan memelihara harta, fidak bisa

dihilangkan begitu saia sebab adanya ketakutan

munculn3n tindakan menyia-nyiakan harta tersebut.

Status cekal tersebut fidak bisa dikembalilran pada

anak tersebut sebab adanSn tindalran menyia-nyiakan

harta kecuali melalui (keputusan) hakim- Karena, Ali
I{anamallahu Wajhah mendatangi Utsman rg dan

memohon kepadanya agar menetaplran status cekal

atas Abdullah bin Ja'far.

Alasan lain, untuk membuktikan adarrya tndakan
penyia-nyiaan harta secar.r meyakinkan ifu
membuhrhkan pertimbangan (haldm), karena kerugian

itu kadang terjadi karena tindakan penyia-nyiaan harta

dan kadang bukan karena tindakan penyia-nyiaan

harta.

Alasan lain, pencekalan karena tindakan penyia-

nyiaan harta itu adatah masalah yang masih

diperselisitrkan stahrs hukumnya, sehingga pencekalan

itu tidak boleh ditetapkan kecuali melalui hakim-

Apabila dia telah dicekal, maka fidak ada yang

mengurusi hartanSn kecuali hakim. Karena, pencekalan

itu adalah pencekalan yang diberlalnrkan melalui

keputusan hakim. Sehingga hanya hakimlah, pihak

lpng berhrgas mengunrs hartarryTa, salna halnSn dengan
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pencekalan atas seorang yang jatuh pailit (Mufliq
banglrrut).

Dianjurkan bagl hakim unfuk mengumumkan
pencekalan (orang yang menyia-nyiakan harta tersebnt),
agar orang-or€rng mengetahqi stafus hul$m orang yang
menyia-nyiakan harta tersebut. Dan pada hakikatnya
orang yang bermuamalah dengannya, dia telah menyia-
nyiakan hartanya.

Apabila seseorang meminjamlran harta (uang)
kepadanya, atau menjual barang berharga kepadan3n,
maka orang yang menyia-nyiakan harta itu fidak bisa
memilikinga, karena dia seorang !/ang dicekal
disebabkan fidak adanya kecakapan (kepandaian
memelihara harta)- Sehingga dia Udak bisa memiliki
(harta atau barang berharga tersebut) melalui jual-beli
dan akad Qardh (pinjarn)- Sama halnya dengan anak
yang belum cukup umur dan orang gila.

Apabila barang yang dibelinSTa itu masih ada,
maka harus dikembalikan. Apabila barang tersebut telah
terpakai sampai habis, fidak wajib menanggung resiko
pemakai.rnnya- Karena pemilik barang tersebut, bila dia
mengetahui status hukum orang yang menyia-nyiakan
harta tersebut, tentunga dia benar-benar terlibat (dalam
muamalah tersebut) dengan didasari pengetahuan dan
kewaspadaan, dan hartangTa ifu adalah barang yang sia-
sia.

Apabila pemilik bdrang itu fidak mengetahui
status hukumnya, m4ka dia telah berfindak sembrono
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ketika dia tidak berusaha mencari tahu (status hukum

orang yang menyia-nyiakan harta tersebut), dan dia

terlibat datam muamalah dengannya tanpa didasari

pengetahuan apapun.

Apabila dia men g-gashab (merampas) harta dan

memakainya sampai habis, maka dia waiib

menanggungnlE, karena stahrs pencekalan budak laki-

laki dan anak lnng belum cukup umur (belum balig),

lebih lnrat daripada status pencekalannya-

Kemudian status pencekalan budak laH-laki dan

anak yang belum cukup umur itu tidak menghilangkan

kewajiban menanggung barang l,ang dipakainlTa sampai

habis, maka tebih{ebih pencekalan seseor.rng yang

menyia-nyiakan hartanga (tidak menghilangkan

kewajiban menanggung barang yang dipakain5Ta sampai

habis).

Apabila seseorang menitipkan hartanya

kepadan3n, lalu dia memakaingra sampai habis, maka

ada dua pendapat yang berbeda (Waihaani)'

Pertama.' Tidak waiib menanggungnya' Karena,

pihak yang menitipkan itu telah bertindak sembrono

dalam menyerahkan harta tersebut kepadanSla'

Kedtn: Waiib menanggungnlp. Karena, penitip

fidak rela dengan pemakaian hartanya sampai habis

tersebut.

Apabila dia berikrar (menyatakan dirinya sebagai

pemilik) harta, maka ikrarnSTa fidak bisa diterima'
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Karena, dia dicekal untuk kemanfaatan diring;a.

Sehingga ikramSTa (pengakuan ditit 31a) sebagai pemilik
harta tidak sah, sama h.lt gla dengan anak yang belum
cukup umur.

Alasan lain, andaikan kita mengatalran: Ikramya
itu dihukumi sah, maka keputusan kita itu al<an

mengantarkan ilrar ifu pada pembatalan maksud l7ang
terkandung dibalik pencekalan tersebut. Sesuahr yang
fidak memiliki kekuatan hukum mengikat (fidak sah)

bagr"lra dengan ilnar dan akad jual-beli, maka tetap
fidak memiliki kekuatan hukum mengikat bagiryn, bila
status cekal ifu telah dicabut dari diriqp. Karena lorni
telah menggugurkan hukum ilsar dan iual-beli tersebut
unhrk memelihara hartarryTa.

Jadi, kalau kita mengatalon: Hukum ll$ar dan
jual-beli itu tetap mengikatn3n, bila status cekal itu telah
dicabut dari dirin57a, maka pencekalan tersebut tidak
memiliki akibat hukum apapun dalarn memelihara harta
tersebut.

Apabila dia menjatuhkan talak pada istringra,
maka tdak tersebut hukumn5Ta sah. Karena pencekalan
ifu bertuluan memelihara harta. Sedangkan talak
tersebut fidak menyia-nyialran harta tersebut- Bahkan
harta tersebut bisa digunalran sepenuhn3n unfuk
kepentingan diriryTa-

Apabila dia melalnrlran khulu' (perceraian atas
permintaan pihak perempuan dengan mengembalilan
maskawin yang diterimarrya; tebus talak), maka boleh,
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karena talak (perceraian) tanpa disertai pengembalian

harta (maskawin) itu saia boleh, maka lebih-lebih bila
perceraian ifu disertai dengan pengembalian harta-

Bagr si istri tersebut fidak boleh menyerahkan

harta itu kepadanya. Jadi, apabila dia menyerahkannya
(kepadanSn), maka penerimaan harta tersebut Udak sah,

dan si istri tersebut belum terbebas dari tanggungan

harta tersebut. Sehingga apabila harta itu terpakai

sampai habis, maka pemakaian harta ifu sampai habis

termasuk resiko yang harus ditanggungnya-

Apabila seseor.rng yang menyia-nyiakan harta
yang dicekal itu melangsungkan perkawinan tanpa

*ian walinSn tersebut, maka status perkawinannya

batal- I(arena, dengan perkawinan ihr fimbul keuraiiban

(membelaniakarr) harta.

Apabila Hta mengatakan sah perkawinannlp

tersebut tanpa seizin wali serta tanpa dilandasi

kebutuhan mendesak, lalu ihr berdampak
pada pemakaian hartanya sampai habis, maka bila dia

melangsunglran perkawinan dengan seizin walinya,

maka perkawinan ifu sah, karena wali itu Udak

mengizinkan kecuali dalam sifuasi yang mendesak,

sehingga perkawinan itu tdak berdampak pada

pemakaian hartanya sampai habis-

Apabila dia mengadakan alnd jual-beli dengan

seizin walinya, maka ada dua pendapat yang berbeda

OVaihaani).
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Pertama.' Jual-beli tersebut hukumnya sah, karena
jual-beli tersebut adalah ienis akad tukar-menukar
(mu'aawadhahl harta, sehingga dengan izan wali
tersebut, dia memiliki kekuasaan melakukannya. Sama
halnya dengan perkawinan tersebut-

Kedua: Jual-belinya fidak sah, karena tujuan
daripada jual-beli itu adalah (memperoleh keuntungan)
harta. Padahal dia adalah seor.rng yang dicekal dalam
pemakaian harta tersebut.

Apabila dia bersumpah, maka sumpahnya ifu
memiliki kekuatan hulrum mengikat (fidak bisa bebas
dari strmpahnSTa)- Apabila dia melanggar sumpahngra,
maka dia hanrs memba3nr kafarat dengan berpuasa,
karena dia seorang mukallaf lpng dicegah unfuk
memakai harta tersebut. Jadi, sumpahnya sah dan dia
wajib membalrar kafarat dengan berpuasa, sarna seperti
budak.

Apabila dia menunaikan ihram dengan niat
ibadah haji, maka ihmmnln sah, karena dia termasuk
orang yang patut menunaikan beragam ibadah. Apabila
haji itu haii fardhu, maka fidak boleh dihalangi unhrk
menunaikannSTa sampai selesai dengan sempurna, dan
wajib mengeluarlon untuk biagTa haiinrc
sampai dia selesai dari ibadah hajinln, karena harta
miliknya itu adalah harta !/ang dibutuhkanryTa unhrk
menr-rnaikan haji fardhu tersebut, sehingga
mengeluarlran hartanS2a ifu juga wajib.
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Apabila hajinya itu haji sunnah, -maka jika biaya

yang dibutuhkannya selama haji itu tidak melebihi biaya

hidup yang dipakainya sehari-hari- maka dia terikat
kewajiban menunaikannln sampai selesai dengan

sempurna.

Apabila biagn selama haji itu melebihi biaya hidup
yang dipakainSn sehari-hari, maka iika dia memiliki
penghasilan, yang ditambahlran pada biap hidup
sehari-hari tersebut, yang mana ada kemungkinan dia

mampu menunaikan haii tersebut, maka dia terikat
kewajiban menunaikan haii tersebut sampai selesai

dengan sempurna-

Apabila fidak ada kemungkinan mampu

menenrskan ibadah hajinp, maka wali tersebut
memintan5n agar keluar dari ihram haji sunah tersebut,

dan statusnlra seperti oftmg !/ang terhalang
menyelesaikan ibadah haii, dan dia melakukan tahallul
dengan berpuasa bukan dengan menyembelih hewan

kurban (hadyl, karena dia seorans yang dicekal dalam

pemakaian harta tersebut- Sehingga dia bertahallul

dengan berpuasa, bukan dengan menyembelih kurban
(hadyu), sarna h.ltryn dengan budak.

Apabila dia (Mubaddzir N Mahiur 'alaihl

menyatakan diringTa memiliki hubungan nasab dengan

seorang anak, maka hubungan nasab tersebut sudah

pasti bisa diterima, karena hubungan nasab ifu adalah

hak yang tdak berkaitan dengan harta, sehingga

pengakuannSn memiliki hubungan nasab itu bisa
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diterima, dan dia wajib menafkahi anak tersebut dari
Baitul Mal- Karena pihak yang mengaku orang tuanya
adalah seor:rng yang dicekal dalam pemakaian harta
tersebut. Sehingga dia fidak menafkahinya dari
hartanya sendiri, sama h.lqn dengan budak.

Apabila dia memilih hak qishah, maka dia boleh
memilih unhrk menuntut qishah atau memberi
pengampun.rn. Karena, fujuan dari qishash ifu adalah
memuaskan hati dan menghilangkan kemarahan.

Apabila dia memberi pengampunan dengan gTarat
(pih* lpng diampuni) memberi kompensasi berupa
harta, maka harta tersebut wajib dipenuhi. Apabila dia
memberi pengampunan secara mutlak, atau memberi
pengampunan dengan qrarat (pih* yang diampuni)
memberi kompensasi selain harta, maka jika kita
mengatakan bahwa pembunuhan itu menetapkan aldbat
hukum salah safu dari dua perkara, lnkni qishagh atau
di5pt, maka di5nt tersebut irajib dipenuhi, dan
pengampunan dari d[7at tersebut hukumn3Ta fidak sah.

Sedangkan bila kita mengatakan bahwa
pembunuhan itu tdak menetapkan akibat hulum
kecuali qishash, maka qishash tersebut gugur dan harta
tersebut fidak wajib dipenutri.

Penjelasan Hulnrm:

IGah tentang AMullah bin Ja'far, telah diriwaptkan oleh

fuir-Sffi'i dalam Musnadnya dari Muharnrnad bin Al Hasan, dari
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Abu Yusuf Al Qadhi, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya' Al

Baihaqi juga telah meriwayatkannya. Dan dia berkata, "Menuntt

sebuah riwayat bahwa Abu Yusuf meriwayatkannya seorang diri,

namun yang benar tidaklah demikian."

Kemudian dia meriwayatkannya melalui jalur Az-Zuhri Al

Madini Al Qadhi, dari Hisyam, dengan redaksi yang sama. Abu

Ubaidah telah meriwayatkannya dalam pembahasan harta dari

Affan bin Muslim, dari Hammad bin Zaid, dari Hisyam bin Hisan,

dari hnu sirin, dia berkata: utsman bin Affan berkata pada Ali rs,,

'Mengapa kamu tidak memegang tangan saudaramu -yakni

Abdullah bin Ja'far- dan mencekalnln, karena dia telah membeli

sabikhah -yakni lahan tanah yang tidak bisa ditumbuhi tanaman-

seharga enam puluh ribu dirham, tidak akan perrah membuatku

senang (bila) lahan tanah ihr jadi milikku png dibeli dengan seekor

bagal milikku."

Al Baihaqi melaniutkan kisah tersebut, dia berkata'

Abdullah bin Ja'far mernbeli lahan tanah yang keras serta asin

(sabikhatil,lalu kabar pernbelian lahan tanah itu terdengar sampai

ke Ali:g. I-alu Ali bertekad mernohon kepada Utsman agar

menetapkan stafus cekal atas dirinya-

lalu Auullah bin Ja'far pergl menemui Az-Zubair, lantas

dia menuhrkan _niat Ali tersebut kepadanya. lalu Az-zubai

berkata, "Aku adalah mitamu." Lalu tatkala Ali memohon kepada

Utsman agar menetapkan stahrs cekal atas Affiullah bin Ja'far,

Utsman bertanyra, "Bagaimana aku menetapkan stafus cekal atas

seseorang yang mana orang yang menjadi mitranp adalah Az-

Zubair?"
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Dalam riwayat lain milik Al Baihaqi, "Bahwasanya harga

beli lahan tanah tersebut adalah enam ratus ribu dirham."

Ar-Rafi'i berkata, "Harga beli lahan tanah itu tiga puluh ribu
dirham." Al Hafizh berkata, "Mungkin itu kesalahan penulisan dari
penulis naskah, dan png tepat dan benar enaln puluh ribu
dirham." Komentar Al Hafizh telah selesai.

Menurutku: Kesalahan penulisan juga terjadi dalam
pernyataan Utsman 4b, "Tidak akan pemah mernbuatku senang

(bila) lahan tanah ihr menjadi milikku 5ang dibeli dengan seekor

bagal milikku," sedang riwaSrat lain menyebutkan dengan sandalku.

hnu Hazm telah meriunyatkan kisah tersebut dalam Al Muhalla,

dia berkata, "Enam puluh ribu dirham."

Hukumt Ulama !,ang mernbolehkan pencekalan atas

seseomng lang buruk pernakaian harhnSa mengambil fakta
peristiwa ini sebagai landasan hukum tersebut. Seperti ini pula, Ali,
Ustnan, AMullah bin Az-Zubair, AMullah bin Ja'far, Syuraih, Asy-

Syafi'i, Malik, Abu Yusuf dan Abu Muhammad berpendapat.

Al Hafizh hnu Hajar, dalam Fathul hri, berkata, "Jumhur

ulama sepakat menyatakan boleh mencekal oftrng deuasa.

Sedangkan Abu Hanifah dan sebagian pengikut madzhab

Zhahiriah berbeda pendapat. Adapun Abu Yusuf dan Muharnmad

sependapat."

Ath-Thahawi berkata, "Sepengetahuanku tdak pemah

diriwa5atkan dari seorangpun dari kalangan sahabat tentang
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pelarangan mencekal orang dewasa, tidak pula dari kalangan tabiin

kecuali dari hrahim dan hnu Sirin.

Penulis Al Bahr Az-hkhar telah meriwayatkan dari Al

Atrah: Secara mutlak, pencekalan atas orang dqr,rasa hukumnya

tidak boleh. Sedangkan dari Abu Hanifah disebutkan bahwa tidak

boleh menyerahkan hartanya kepadanya kecuali setelah 25 tahun,

dan pencekalan atas dirinp tidak boleh diulang kembali bila

hartanya telah diserahkan kepadanya sesudah umur 25 tahun.

Baik dia memsak agama dan hartanya atau salah satun5a.

Al Imrani dalam Al BaSaan mengatakan: Apabila seorang

anak telah memasuki usia baligh dalam kondisi cakap memelihara

harta dan agamanya, lalu stafus cekalqn dicabut, dan hartanya

sudah diserahkan kepadanSn, kemudian berubah

menjadi orang yang merusak agama dan hartanya atau (hanya

merusak) hartanya. Maka pencekalan atas dirinSn boleh diulang

kembali, tanpa ada perbdaan pendapat menufur madzhab AsSr

Syaf i.

Adapun perusakan agama tersebut, sudah bisa diketahui

(dengan berbuat sesuafu yang meniadakan sifat adilnya [perbuatan

fasikD. Adapun pemsakan harta tersebut, Asy-Syaikh Abu Hamid

berpendapat bisa dengan salah satu dari kdua cara.

Pertama: Adakalanya dia memakai hartanya sampai habis

unfuk beragam kemaksiatan, seperti berzina, minum khamr dan

lain sebagainya.

Keduar Dia memakai hartanya sampai habis unh.rk

mendapatkan sesuafu lnng sama sekali tidak mengandung

kebaikan bagr dirinyra dan Udak pula mengandung tujuan
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(kanntungan), misaln5n dia membeli barang yang standar harganya

safu dirham seharga serafus dirham.

Sedangkan bila dia memakan makanan yang enak-enak,
mengenakan pakaian yang halus, dan mengeluarkan infak unfuk
biaya keperluan fuqaha' dan orang-omng fakir, maka pemakaian

harta seperti ini tidak mengandung pengrusakan harta tersebut.
Demikianlah komentar As5r-Syaikh Abu Hamid.

Adapun bila dia kembali menjadi seorang yang melusak
agamanya, dan dia tetap seorang yang cakap memelihara

hartianya, apakah pencekalan atas dirinya boleh diulang kernbali?

Ada dua pendapat yang berbeda (Wajhaani).

Pertama: Abu Al Abbas berkata: Pencekalan atas dirinya
boleh diulang kernbali. Sesuai firman Allah Ta'ala,

6.
.r;llW{fW"fWW,*{' i'( o{

J.33r'u,Xl;:M';U6
"Jika yan7 berhubng ifu onng t/ang lqtnh al<ah3a aku

lenah (kadaannW) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakl<an,

maka hendaknya waling mengimlakl<an dengan jujur. ..." (Qs. Al
Baqamh l2l:282).

Jadi, Allah mernberlakukan fugas perualian atas orang yang

lemah ak lnS (sfiifil, dan orang Sang merusak agamanya ini
adalah orcmg Srang lemah akalr,la. Alasan lain, kelemahan akal itu
adalah sebuah faktor ltang marn kalau tahu-tahu muncul
bersamaan dengan usia baligh, tenfunya faktor tersebut bisa
mencegah pencabutan stafus cekal dari diriryra.
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Jadi, bila faktor tersebut tiba-tiba muncul sesudah stafus

cekal darinya dicabut, maka faktor tersebut bisa dijadikan landasan

hukum unfuk mengembalikan stafus cekal atas dirinya, sama

halnya dengan pemakaian harta secara sia-sia (TaMzd.

Abu Ishaq Al Marwazi mengatakan: Stafus cekal atas

dirinya tidak boleh diulang kembali, karena h.rjuan pencekalan itu

adalah unfuk memelihara hartanya. Jadi, bila dia seorang yang

cakap memelihara hartanya, maka pencekalan atas dirinya tidak

boleh diulang kembali. Lain halnya bila perusakan agama itu tiba-

tiba muncul bersamaan dengan usia baligh, karena status cekal ihr

bila telah diberlakukan, maka status cekal itu tidak bisa hilang dari

dirinya kecuali dengan sebab yang kuat. Maka dernikian pula, bila

stafus cekal ifu telah dicabut darinya, maka pencekalan ifu tidak

bisa diberlakukan kembali kecuali dengan sebab 5ang kuat.

Ini adalah pendapat madzhab kami. Dan bila dia kernbali

menjadi seomng yang merusak harta dan agamanla, maka stahrs

cekal itu boleh diberlakukan kembali atas dirinSn. Demikian pula,

Utsman, Ali, AzZubair. Abdullah bin Ja'far, Aisyah Ummul

Mukminin, s5ruraih, Malik, Abu Ishaq Yusuf dan Muhammad

berpendapat. Penjelasan tentang perbedaan pendapat dari Abu

Hanifah dengan mereka setnua telah dikemukakan.

l-andasan pendapat kami adalah keterangan yang telah

dikemukakan dalam lirman Allah Ta'ala,

'8 { 5 \it 5 W'6;rt *{",s ifr i'( o{

J.iifu,{i:#';Ui
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"Jika yang berhutang ifu orang tmng lemah akahya atau

lemah (kadaannya) aku dia sendiri ddak manpu mengimlakkan,

maka hendaknya walinya mengimlakkan dengan jujur. ..." (Qs. Al
Baqarah I2l:2821.

Asy-Syafi'i &, mengatakan: Tafsir oreng yang lemah

akalnya (Safiih) adalah orang yang merusak harta dan agamanya.

Orang yang lemah (keadaannya) (dha'il adalah anak yang belum

cukup umur dan orang lanjut usia. Sedangkan orang yang tidak
mampu mengimlakkan sendiri adalah orang gila.

Orang png lemah akaln5ra (Safiihl adalah istilah yang

mengandung arti kecdman (Dzannl yang mencakup orang yang

memakai hartanya sampai habis secara sia-sia. Adapun firman

Allah Ta'ala, nUli A '.Q5 3;{J * " Omng-orang trang kunng

akalnya dianbra manusia akan berkab:.--." (Qs. Al Baqarah [2]:
742). Maksud orang-orang yang kurang akalnya (sufahaa ) yang

dikehendaki Allah adalah Yahudi. Menurut sebuah riwaSat adalah

kaum munafik- Dan menumt sebuah riwayat lain, maksud yang

dikehendaki Allah adalah Yahudi dan Nasrani.

Firman Allah Ta'ak,

isy^xii,{rGii;
"Dan janganlah lamu semhl<an kepada oftng-onng tang

belum sempuffn al<ah5a, harA (merel<a tnng ada dalam

kel<uasaanrnu)...." (Qs. An-Nisaa' [4]: 5). Menurut sebuah riwayat,
maksud orang-orang yang belum sempurna akalnya (sufahaa)
adalah perempuan-perempuan. Inilah pendapat Mujahid.
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Namun penafsiran ini tidak tepat, karena orang arab hanya

mengatakan istilah safaa'ih atau safiihaat unhrk sifat perempuan

yang belum sempuma akalnya. Karena l<ata safaa'irl adalah jamak

taksir untuk kata tunggal yang mengikuti bab ii#.

Diriwa5ratkan dari Umar i$: 3u6e6 i#Jt adalah orang

yang tidak memahami hukum fikih, sehingga dia tidak bisa

mengadakan aktifitas perdagangan di pasar kami. Al Qurthubi

mengatakan: Demikian pula dengan firman Allah Ta'ala, Wi 13

,#t;l 4i1!i " Dan knspnlah l<amu semhlan kepada oftng-omng

tnng belum sempuma al<ah5n, harta (mereka tnng ada dalam

kekuasaanmu)...." (Qs. An-Nisaa' [4]: 5), harta mereka, yakni

oftmg-orang yang tidak mengerti hukum-

Firman Allah Ta'ala, '#Et " Harb (mqel<a png ada dalam

kekuasaanmu/, satrta seperti ffrrnan Allah Ta'ala,

"Dan ianganlah sebagian l<amu memakan harh sebagian

tang lain di anbn l<amu dengan jalan tnng bathil-..-" (Qs- Al

Baqarah t2l: 188). Ivlaksudnya harta sebagian kamu-

Pendapat yang telah kami sebutkan itu didukung oleh dalil

bahwa Hibban bin Munqi& menderita kelemahan akalnya, lalu

keluarganya datang menemui Nabi s dan mereka memohon

kepada beliau agar memberlakukan status cekal atas dirinya, lalu

Nabi $ bersaMa, "Jangankh l<amu melakul<aniual-beli-"

,M\',fi.6i5^r3G<r3
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Hibban lantas berkata, "Aku tidak bisa bersabar." lalu
beliau bersabda, "Apabila s*eorzrng dan l<amu terlibat

kaepal<atan jual-bell' ,lalu beliau bersaMa, " Tidak ada penipuan -

dengan tutur kata tnng lenah lembut-, dan l<amu mempun5ai hak
l<hi5ar tiga hari."

Kalau saja pencekalan itu tdak boleh diberlakukan atas

oftrng yang sudah baligh, tentunya Nabi $ sudah menolak

permohonan mereka. Tetapi beliau tidak memenuhi permohonan

mereka unfuk memberlakukan pencekalan itu karena ada

kernungkinan faktor yang menyebabkan dia menrgi, terrnasuk

faktor lang mana oftrng lain iuga menderita kenrgian akibat faktor

lrarE sarna.

Pendapat Sang telah kami sebutkan itu didukung dalil Urnak
shahabat mengenai kisah Abdullah bin Ja'far di saat Utsrnan g
berlata, "Bagairnana aku menpfuhkan stafus cekal atas seseorang

lnng rnana orang yang menjadi mitraryn adahh Az-Zubair?."

Tetapi Utsman mengatakan ini karena Az-Zuban bin Al
Awam *g adalah seorang 3Bng dikenal memiliki pengetahuan dan

kehati-hatian dalam dunia perdagangan tersebut. Hal ifu menjadi

dalil bahwa pencekalan (atas orang 1ang sudah baligh) itu boleh

menunrt mereka berdasarkan irrnak tersebut.

Telah diriun3ntkan bahura Aiqph p pernah

membelanjakan harAqp dengan rumlah yang sangat ban5rak. I-alu

hnu Az-Zubair berkata, "(Demi Allah, ahr bersumpah) Aislrah

harus benar-benar dilarang atau aku akan benar-benar

menjafuhkan stafus cekal atas dirinln Galam pernalaian

hartanya)."
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lalu kabar tentang keinginan [bnu Az-zubair itu terdengar

sampai kepadanya, lalu Aisyah bersumpah kecuali dia

menjawabnya.

L-alu Ibnu Az-Zubait menemui Aisyah, dan menyampaikan

alasan kepadanya (mengenai keinginannya tersebut), lalu Aisyah

membayar kafarat sumpahngra dan menjawab keinginan Ibnu Az-

Zubair tersebut, namun tidak ada seorang pun yang menolak

keputusan Ibnu Az-Zubair tersebut.

hnu Az-Zubair berkata, "sesungguhnya Aisyah 'g adalah

seorang perempuan yang sudah baligh serta pandai memelihara

harta, bagaimana stafus cekal dijafutrkan atas dirinya?

Alasan lain, setiap faktor Snng (menetapkan pencekalan)

kalau tiba-tiba muncul bersamaan dengan usia baligh, bisa

mencegah penyerahan hartanya kepadanya. Dan bila faktor itu

tiba-tiba muncul sesudah usia baligh, maka faktor tersebut bisa

digunakan sebagai landasan hukum untuk mengembalikan stafus

cekal atas diringra, sama halnya dengan orang gila'

Cabang, Sebagian manusia sangat pelit sekali pada

dirinya, sekalipun dia seorang yang mampu dan berkecukupan,

apakah dia boleh dicekal?

Ada dua pendapat Snng berbda (waihaani), Ash-shaimuri

telah menceritakannya. Pendapat yang diunggulkan dari para

pengikut Madzhab Asy-syafi'i manlntakan bahwa dia tidak boleh

dicekal.
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Cabangt Adapun dalam keadaan pemakaian harta sampai

habis secara sia-sia dan berlebihan, yang mana sifat tersebut ifu

muncul darinya sesudah pencabutan stafus cekal dari dirinp, maka

tidak ada yang berhak mengembalikan pencekalan tersebut kecuali

hakim. Demikian, Abu Yusuf berpendapat.

Muhammad mengatakan: Dia stafusnya otomatis benrbah

menjadi seorang yang dicekal akibat munculnya kondisi tersebut.

Yaifu pendapat sebagian para pengikut madzhab kami generasi

pertama yang berasal dari kelompok ulama Khurasan.

Dalil kami adalah riwayat yang menyatakan bahwasanya

Ali & memohon kepada Utsman ;g agar mencekal Abdullah bin

Ja'far bin Abi Thalib. Jadi, keterangan tersebut menegaskan

bahwa stafus hukumnSn tidak berubah menjadi seorang yang

dicekal hartanp (Mahjuur'Akilil kecuali melalui hakim.

Alasan lain, pencekalan sebab pemakaian harta secara sia-

sia adalah masalah yang masih diperdebatkan stafus hukumnln,

sehingga penetapan pencekalan ifu memerlukan hakim. Sama

halnya kepuhrsan cerai sebab impoten, fidak bisa ditetapkan

kecuali melalui hakim. Karena status hukumn5a masih

diperdebatkan.

Apabila pencekalan seorang png memakai harta s@ara

sia-sia itu ifu telah ditetapkan, maka dalam soal pengurusan

hartianya, tidak ada Snng berhak mengurusnSra kecuali hakim.

Karena pencekalan tersebut adalah pencekalan yang ditetapkan

melalui hakim. Sehingga hakimlah pihak lnng bertugas mengurus

hartanya. Sama halnya pencekalan atas seorang yang Ftuh pailit

lMuflia bangkru$.
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Hakim dianjurkan mengumumkan secara terbuka mengenai

status pencekalan tersebut. Jadi, pencekalan ini diumumkan

melalui berbagai media yang urnurn digunakan unfuk

mennyampaikan pengumuman, sesuai dengan kondisi wakfu dan

tempat.

Jadi, bila di desa misalnSp atau daerah pedahman,

pengumtunan dilakukan dengan menugaskan seseorang yang

menyeru pengumuman tersebut atau pernberitahuan yang

dilakukan secara langsung. Sedanglon di kota-kota besar,

pengumururn dilakukan melalui media cetak sehingga orang-orang

tidak tertipu berrnuamalah dengannSB.

Cabang' Apabila dra lMuMdzi) melalnrkan peniualan

atau pernbelian setelah dicekal, rnaka iual-beli ifu batal. Apabila

harta milikrya telah bemda di tangan orang lain, maka hakim

berhak mernintanSn kembali dari orang lain tersebut jika masih

ada, atau meminta penggantinlra iika telah habis terpakai.

Apabila harta milik orang lain b€rada di tangan seotang

png dicekal tersebut melalui iual-beli atau akad lainnya, maka

hakim meratnpasnlra darinya dan mengernbalikannlp kepada

pernititmtta.

Apabila selain orang ];ang dicekal itu menjual kepada

seorang yang dicekal suafu barang, atau dia memberi pinjarnan

kepadanSn seiumlah uilg, kernudian barang ifu rusak di tangan

orang yang dicekal tersebut, atau dia mernakai uang hasil piniaman

ihr sampai habis, maka dia tdak uniib mernn(Knrngn!8. Baik dia

mengetahui stafus pencekalannln atau titlak.
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Karena, jika dia mengetahui stafus pencekalannya, maka

dia terlibat bermuamalah dengannya dalam kondisi mengetahui

perkara tersebut dan penuh kehati-hatian. Sedangkan jika dia tidak

mengetahui stafus pencekalannya tersebut, maka dia telah

bertindak lalai dan semberono di rnana dia mengadakan

kesepakatan jual-beli dengan orang png tidak diketahui stafus

hukumnya.

Jual-beli itu tdak mengikatrya bila pencekalan tersebut

telah dicabut darinya. Karena pencekalan ifu ditetapkan kepadanya

berh.rjuan unfuk memelihara hartanga. Jadi, kalau kami

menetapkan jual-beli itu kepadanya dengan kekuatan hukum

mengikat sesudah pencekalan itu dicabut, maka maksud Snng
terkandung dalam pencekalan tersebut hilang. Ketentuan ini hanya

berlaku dalam hukum zhahir.

Apakah dia harus menanggung hak antam dia dan Allah?

Ada dua pendapat lrang bertda (Wajhaani)- Abu Ali telah

menceritakan kedua pendapat itu dalam Al lfshaah.

Pertama: Dia terikat kewajiban menanggung hak Allah
tersebut. Demikian, Ash-Shaidalani dan Al Imrani berpendapat.

Karena pencekalan itu tdak membuat harta milik orang lain itu
menjadi mubah (halal) baginyra.

Kedua, Dia tidak terikat kamjiban menanggung hak Allah

tersebut. Abu AIi dalam Al lfshaah berkata, "ltu pendapat 5rang

lebih diunggulkan di kalangan para pengikut madzhab Asy$nfi'i
generasi pertama."

Apabila dia meng-ghashaD suahr barang yang ada dalam

penguasaan pemilikn5n, lalu barang ifu rusak di tangannya, ahu
dia memakainSa sampai habis di tangannya atau di tangan
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pemiliknya, maka dia wajib menanggungnya. Karena, seorang

yang lemah akalnya (safiihl keadaannya lebih baik daripada anak

yang belum cukup umur dan orang gila, karena dia seorang

mukallaf, yang mana apabila anak yang belum cukup umur dan

orang gila itu memakai harta selain mereka sampai habis, maka

keduanya wajib menanggungnya, maka demikian juga dengan

orang yang lemah akalnya ini, dia memiliki kalajiban yang sama.

Apabila seseorang menitipkan suafu bamng kepada orang

5rang dicekal tersebut, lalu dia memakain5ra sampai habis, maka

apakah dia wajib menanggungnya? Ada dua pendapat yang

berbeda (Wajhaani)dalam kasus ini.

Pertama: Dia tidak wajib menang[lung penggantinya,

karena pemiliknya membiarkan barang ifu unfuk dihabiskan

dengan menyerahkannln kepadanlra.

Keduar Dia wajib menanggung penggantin5a, karena

pemiliknya tidak rela dengan pemakaian barang itu sampai habis-

Karena selain orang yang dicekal saja tidak berhak memakai

barang titipan ihr sampai habis, lebih-lebih orang 5ang dicekal.

Apabila dia menyatakan (berikrar) tentang suatu barang

yang ada di tangannya atau utang yrang pembayarannln dilakukan

kemudian sebagai milik orang lain, maka ikramya ifu tidak bersifat

mengikat seketika ihr juga, dan tidak pula setelah stafus cekalnya

dicabut. Karena, kalau kita menerima ikramSa, tentunya faidah

pencekalan itu hilang, padahal pencekalan itu berfujuan unfuk

memastikan hartan5ra tetap terpelihara.
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Cabang' Apabila seorang 5ang lemah akalnya (Safiihl

menjatuhkan talak atau melakukan khulu' (perceraian atas

permintaan pihak perempuan dengan mengembalikan maskawin

yang diterimanya; tebus talak), maka talak dan khulu'-ngn sah.

Hanya saja istri tersebut tidak boleh menyerahkan harta tersebut

(tebusan) itu kepadanya, bahkan dia harus menyerahkan kepada

walinya.

Jadi, bila dia menyerahkannln kepadanya, lalu harh

tebusan ifu rusak di tangannya, atau dia mernakainya sampai

habis, maka si isti wajib menanggung pengganfulra, sebagaimana

telah kami sampaikan dalam soal jual-beli.

Kalau wali orang lnng lemah akaln5a ifu mengizinkan

(mantan) ishinya tersebut menyerahkan harta ifu kepadanya, lalu

dia menyerahkannla kepadanSn, apakah dia terbebas dari

tanggungan tersebut?

Ada dua pendapat png bertda (Wajhaani) dalam kazus

ini.

Pertama: Dia (isti) terbebas dari tanggungan tersebut.

Sebagaimana kasus kalau isti tersebut menyerahkan hartanp
kepada seomng budak laki-laki dengan seizin pemiliknya.

Kedua, Dia (isti) tidak terbebas dari tanggungan tersebut.

Karena, orang yang lemah akalnya itu bukanlah dari golongan

orang png cakap menerimanya. Ini adalah ma&hab kami. Dan

seperti ini pula, mayoritas ulama berpendapat.

hnu Abi Laila dan Abu Yusuf mengatakan: Talak dan

khululnSn tdak sah. Dalil kami adalah firman Allah Ta'ala,
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*v'Uifo,'Tutc,W'';'d!gi
" Talak (WnS dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh ruiuk

lagi dengan an Jnng mafuf abu mencenil<an dengan an lang
baik;' (Qs. Al Baqarah lZh 2291 Allah tidak pemah membeda-

bedakan antam orang yang lemah akalnya dan lainnya.

Alasan lain, orang yang lemah akalnya itu memperoleh

keunfungan sebab talak tersebut. Karena, bila talak ifu teriadi

sebelum hubungan intim (bersenggama dengan istrinya), maka

separuh maskawin kembali kepadanya, dan bila setelah melakukan

hubungan intim, biaya nafkah, sandang dan berbagai kepentingan

lainnya gugur dari dirinya. Dan dia mernperoleh itu melalui khulu'

dan dia memperoleh tebusan gang dise'tahkan kepadanya.

Cabangt Perkawinannya (orang png safiih) tdak sah

tanpa seizin uralinp. Karena, perkawinan ifu mengandung

karajiban pemakaian harta, sehingga fidak sah tanpa seizin

walinln tersebut.

Apabila dia memerlukan perkawinan tersebut, maka wali

tersebut diperkenankan memilih, jika wali menghendaki, maka dia

mengawinkannya dengan perantam dari wali tersebut, dan

melakukan akad nikah tersebut. Bila dia menghendaki, maka dia

boleh mengizinkann5n untuk melakukan akad nikah langsung oleh

dirinya sendiri.

Karena, orang yang lemah akalnla, seorang png cakap

perbuatannya serta mukallaf. Dan hartanp dicekal hanln
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bertujuan unfuk memelihara hartan5a. l-ainnya halnya dengan
(pencekalan)anak 5ang belum cukup umur (baligh).

Apabila orang yang lemah akalnya ifu telah melangsungkan

perkawinan tanpa seizin walinya tersebut, apa karuajiban yang

mengikatnya? Al Mas'udi mengatakan: Ada tiga pendapat Sang
berbeda dalam kasus ini.

Pertamat Tidak ada kalajiban apapun lrang mengikatrla.
Sebagaimana kalau dia membeli suafu barang tanpa seizin walinSn

dan memakaiqa sampai habis.

Keduat Dia terikat kauajiban membayar mahar standar

urnun. Sebagaimana kalau dia melakukan jinayat terhadap orang
lain.

Ketigat Dia terikat katajiban paling minimum dari sesuatu

yang dengannya kemaluan menjadi mubah, karena kemaluan ifu
tidak menjadi mubah dengan memubahkannya.

Adapun kelompok ulama BagMad dari para pengikut

madzhab kami generasi pertama, berkata: Masalah tersebut ada

dua pendapat yang berteda (Wajhaani)- Pertama: Tidak ada
kalajiban apapun yang mengikatnya- Kedua: Dia terikat
karajiban memba5rar mahar standar utnurn.

Cabangt Apabila wali tersebut mengizinkan dalam

melakukan penjualan atau pernbelian, lalu omng Fng lernah

akalnya ifu menjual atau membeli, apakah jual-beli itu sah? Ada
dua pendapat yang berbeda (Wajhaani)dalam kasus ini.
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Pertama: Jual-beli tersebut hukumnya sah, sebagaimana

perkawinannya itu hukumnSra sah bila wali tersebut

mengizinkannya dalam melangsungkan perkawinan tersebut.

Kedua, Jual-beli tersebut hukr.rmnya tidak sah. Jual-beli itu

hukumnya ser,ruakfu-wakfu bisa benrbah. Karena harga pasar itu

bersifat fluktuatif (naik-turun). Sehingga jual-beli itu mernerlukan

akad yang dilakukan langsung oleh walin5a tersebut. Alasan lain,

jual-beli itu mengandung (pemakaian) harta tersebut, tidak ada

llang lain, padahal dia adalah orang yang dicekal dalam pernakaian

harh tersebut, lain halnp dengan perkawinan.

Apabila'orang lnng lemah akalnp itu bersumpah, maka

sumpahnya bersifat mengikat (tdak bisa bebas dari sumpahnla).

Jadi, bila dia melanggar sumpahn3ra, maka dia harus membalnr

kafarat dengan cara berpuasa, dan tdak boleh mernbayar kafarat

dengan harta. Karena dia orang yang dicekal dalam pernakaian

harta tersebut.

Apabila dia menunaikan ihram dengan niat haii, maka

ihmmnlE sah. Karena dia dari golongan yang cakap menjalankan

perintah hukum (Ahti raw. Apabila haii tersebut haii fardhu,

maka tidak boleh mencqahnln unfuk menunaikannln sampai

selesai dengan sempuma. seluruh biaya perialanan haji yang

dibutuhkannya dikeluarkan dari hartanp-

Apabila haii surnh, maka jika bia5ra unfuk menunaikannya

sampai selesai dengan sempuma ifu tidak melebihi braya hidup

saat berada di rumah, maka tidah boleh memintanln melakukan

tahallul.

Sedangkan bila biaya perialanan haii sunah ihr sampai

selesai melebihi biaya hidupnya saat berada di rumah, maka jika
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dia memiliki penghasilan, dan dia berkata, *Aku akan menufupi

biaya perjalanan haji sunah itu dengan penghasilan tersebut, maka

tidak boleh diminta melakukan tahallul."

Sernentara bila dia tidak merniliki penghasilan tambahan
sama sekali, maka wali tersebut harus menlruruhnya melakukan

tahallul, dan stafusnya seperti orang yang terhalang menemskan

ibadah haji (Muhshil. Sehingga dia harus melakukan tahallul

dengan berpuasa, tidak dengan menyembelih kurban (hady).
Karena, dia orang yang dicekal dalam pemakaian harta tersebut,

sehingga kasusnya menyerupai orang yang jatuh pailit (Muflift

dalam segala persoalan tersebut. Seperti inilah, para pengikut

madzhab Ahmad rg berpendapat.

Cabangr Apabila dia menyatakan memiliki hubungan

nasab, yang secara zhahir mengikutiryn, maka ikrar tentang nasab

tersebut tenfunya bisa dit€rirna, karena ikrar tersebut ifu Udak

mengandung pemakaian harta sampai habis.

Apabila dia menptakan merniliki nasab seorang

anak yang wajib dinafkahin5ra, maka dia tidak wajib menafkahingp

dari hartanSa tersebut, bahkan dia menafkahinya dari Baiful Mal.

Apabila dia merniliki hak qishash, maka dia boleh menerirnir
hak qishash tersebut (menjafuhkan qishash), karena fujuan dari
qishash ifu adalah unfuk mernuaskan hati (meredam kemarahan).

Apabila dia memberi pengampunan dari hak qishash

tersebut dengan syarat memberi kompensasi benrpa harta, maka
persoalan tersebut menjadi halmya. Sedangkan bila dia mernberi
pengampunan secara mutlak, atau dengan qprat mernberi
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kompensasi selain harta, maka jika kita katakakan bahwa tunfutan

yang wajib adalah qishash bukan yang lain, maka

pengampunannya sah.

Sedangkan bila kita katakan tunhrtan yang wajib adalah

salah satu dari kedua perkara tersebut (Qishash atau pemberian

kompensasi berupa harta), maka pengampunan dari pembayaran

kompensasi bempa harta itu tdak sah.

Apabila dia berikrar (mengaku) telah melakukan jinayat

s@ara terencana (sengaja), maka ilaamya sah (bisa diterima),

karena dia tidak patut diduga melakukan kebohongan dalam ikrar

tersebut.

Apabila pihak korban (Muqar /a/i berkeinginan memberi

pengampunan dengan syarat merrbaSAr kompensasi berupa harta,

Ath-Thabari mengatakan: Apabila kita katakan bahwasan5ra akibat

hukum jinayat secara terencana ifu adalah qishash, maka

kompensasi berupa harta tersebut tenfunla bisa diberlakukan.

Karena, sesuafu yang ditetapkan berdasarkan ikramya adalah

hukuman mati dan pemotongan anggoh hrbuh bukan harta.

Apabila kita katakan bahunsanSra akibat hukum jinayat

secara terencana ifu adalah salah safu dari kedua perkara tersebut,

maka apakah itu bisa diberlakukan? Para pengikut madzhab

generasi pertama berteda pendapat dalam kasus ini.

Sebagian mereka ada yang mengatakan: Ada dua pendapat

!/ang berbeda (Qaulaantt, satna seperti budak laki-lak yang

mengaku telah melakukan tindak penanrian, maka pengakuan ifu

bisa diterima dalam hal hukuman potong tangan.
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Apakah bisa diterima dalam hal pemberian kompensasi

berupa harta? Ada dua pendapat yang berbeda (Qaulaanlt.
Sebagian mereka ada yang mengatakan: Han5ra ada satu pendapat
pihak korban boleh menuntut harta tersebut, karena yang wajib
adalah salah satu dari kedua perkara tersebut, tanpa ditenfukan
bentuknya, dan setiap perkara dari kedua perkara tersebut adalah
pengganti dari yang lain, dan keterkaitan keduanya disebabkan

oleh faktor yang sama.

Adapun soal tindak pencurian tersebut, mengandung dua
hukuman yang berbda.

Pertama: Hukuman potong tangan 5ang menjadi hak
Allah Ta'ala, karena hukuman potong tangan ifu adalah hak Allah
Tabaamla wa Ta'ala. Dan hukuman png lain yang menjadi hak
manusia. Sehingga boleh memberlakukan salah safu dari kdua
hukuman tersebut, tidak mernberlakukan hukuman yang lain.

Oleh karena ifu, kalau safu orang laki-laki dan dua otang
perempuan bersaksi atas kasus pencurian tersebut, rnaka hukurnan
denda (harta) itulah yang diberlakukan, bukan hukurnan potong
tangan. IGlau kedua sal$i itu bersaksi atas pemotongan anggota

ttrbuh, maka hukuman pemotongan anggota dan hukuman denda

harta) tidak bisa diberlakukan.

Apabila orang yang lemah akalnya (safiilt png berurasiat

hendak memerdekakan budak sepeninggal dirinya, sebagairnana

keterangan yang kami jelaskan secara detail dalam pembahasan

berbagai ketenhran hukum yang berhubungan dengan budak
Mudabbar (budak yang merdeka sepeninggal pernilikn5n), para
pengikut madzhab kami generasi pertama berbeda pendapat

dalam kasus ini.
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Sebagian mereka ada yang mengatakan, Ada dua pendapat

yang berbeAa (Qaulaan4 dalam kasus ini, sama seperti anak yang

bplum cukup umur (balish). Dan sebagian mereka ada yang

mengatakan: Hanya ada satu pendapat wasiat memerdekakan

budak itu hukumnya sah.

Ath-Thabari mengatakan: Pendapat kedua adalah pendapat

yang diunggulkan (shahih) dari pam pengikut Madzhab Asy-syafi'i,

karena anak yang belum cukup umur, perkataannya tidak memiliki

akibat hukum apapun, dan suatu perkara yang diikrarkannya tidak

sah, lainnya halnya dengan orang yang lemah akalnSn, karena

ikramya mengenai kepemilikan hubungan nasab hukum sah (bisa

diterima).

Cabang, Orang murtad (orang yang melepaskan

keislamannya), bila kita katakan bahwasanya hak kepemilikannya

atas harhanya tetap dialmi, apakah memerlukan pencekalan dari

hakim? Ada dua pendapat png bertda (Qaulaant dalarn kasus

ini.

Apabila sifat lemah akal ifu telah hilang, maka status cekal

itu tidak tercabut dari dirinya kecuali melalui keputusan hakim.

Karena pencekalannya itu ditetapkan melalui hakim. sehingga

status cekal itu tidak bisa hilang tanpa kepuhrsan hakim. Wallahu

a'lam.

Cabang' hnu Hajar dalam Tuhktul Muhbai

menyebutkan: Anak latim menghilang, lalu dia telah memasuki

usia baligh, narnun tdak diketahui kondisi kecerdasannya
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(kecakapannya memelihara harta), walinya tidak boleh membuat

kepufusan unfuk memakai hartanya, dengan berpdoman tetap

mempertahankan stafus pencekalan tersebut yang terjadi

sebelumnya, karena stafus perwaliannya ketika mengadakan akad

ifu masih meragukan, padahal perwalian itu adalah syarat, dan

syarat ifu harus benar-benar terpenuhi secara mq;akinkan.

Jadi, bila dia memakai hartanya tersebut, maka dia berbuat

dosa. Kemudian jika temyata anak yatim itu seorang yang belum

cakap memelihara harta, maka pemakaian harta tersebut bisa

dilanjutkan, jika tidak maka tdak. Dan hal itu kadang bertentangan

dengan kepufusan yang datang dari wali dalam menetapkan stafus

cekal untuk selamanya, karena pencekalan itu adalah hukum

asaln5ra. Kecuali dikatakan: Ketenhran hukum ifu konteksn3Ta

ketika anak ifu berada tempat tinggalnya, karena keadaannln

secara umum bisa diketahui, berbda dengan anak 5ntim yang

menghilang.

Perkataan anak yang berada dibawah pengasuhan wali,
'Aku menerima mahar perempuan tereebut dengan seizin

darinya," dan perkataannya, "Tanggunglah olehmu (kamu

perempuan)" bukanlah ikrar tentang kecakapannln, sehingga

pencekalannya tidak tercabut akibat perkataan ini.

Umur baligh bagi anak laki-laki dan perempuan benar-benar

terbukti menumt salah safu dari kdua perkam.

Pertama: Yaifu disebut memasuki usia baligh berdasarkan

usia, yaifu genap 15 tahun Qamariah sejak rnasa kelahiran seluruh

tubuh anak tersebut dengan kesaksian dua orang laki-laki yang

adil, yang ahli di bidang tersebut. Seseorang yang berpendapat

selain itu dianggap menyimpang (dari dalilnld.
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Asy-Syafi'i & mengatakan: Nabi pemah menolak tujuh

belas orang sahabat unfuk turut serta berperang, mereka adalah

anak-anak yang berumur empat belas tahun, karena beliau tidak

melihat mereka sudah memasuki usia baligh, dan mereka

menawarkan diri kembali kepada beliau (unttrk berperang) pada

saat mereka telah berusia 15 tahun, lalu beliau merrperkenankan

mereka. Mereka ihr antam lain Zaid bin Tsabit, Rafi' bin Khudaij,

dan hnu Umar. Kisah Ibnu Umar dinilai shahih oleh hnu Hibban,

dan semula kisah tersebut diternukan dalam Shahih Al Bul<han darr

Shahih Muslim.

Kedua' Disebut usia baligh karena ihb'brn, lnlmi keluar

sperrna (karena bermimpi). Sebagaimana komentar An-Nawawi,

"Atau keluar sperma," dari anak laki-laki atau perempuan. Sesuai

firman Allah Ta'ala,

'C,ri:$ N,:iQJgtri &$t
" Dan apbila anak-anahnu telah ampi usia bligh, mala

hendalmSa mqel<a maninb izin...."(Qs. An-Nuur l24l:591.

Disamping hadits tentang penghapusan tanggung iaurab

melaksanakan hul$m dari ketiga kelompok ofttng, & igd, rt
'QCi6- "Dai seorang anak png belum cukup utnur sampai dia

bermimpi mengeluarkan spexrna (ihfrtaml." frata $iir (umur balig)

artin5a adalah ihfrlam (keluar sperma), yaihr sperma yang terlihat

keluar oleh seorang png sedang tidur, dan dalam masalah ini kata

tersebut memiliki arti tambahan yakni keluar sperma walaupun

dalam kondisi terjaga melalui hubungan intim atau lainnya.
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Disyaratkan keluar sperrna tersebut harus benar-benar

terbukti. Jadi, kalau istri seorang anak yang telah sampai umur

sembilan tahun melahirkan seorang anak karena wakfu tersebut

memungkinkan untuk melahirkan, maka nasabnya mengikuti anak

tersebut, karena dalam penetapan hubungan nasab ifu dicukupkan

hanya dengan adanyra kemungkinan tersebut, nalnun dia tidak

dihukumi telah memasuki usia balQh. Karena keluar sperma

tersebut harus benar-benar te$ukti.

Dikecualikan dengan redaksi "keluar sperma", masalah

kalau dia merasakan ada pemlihan sperma dari fulang msuknla,

lalu dia mengekang kemaluannSa, dan sperrna itu kembali masuk,

maka dia tidak dihukumi memasuki usia baligh. Sama seperti

masalah kalau dia hendak mandi besar.

Az-7-arl<asi dan pengikutrp telah mengeluarkan hasil

diskusi bahwa menghukumi dia telah memasuki usia baligh adalah

keputusan yang jauh dari kebenamn. Pe6edaannya adalah bahwa

kepastian hukum usia baligh ifu bergantung pada faktor

mengetahui proses mengeluarkan sperrna secara mq/akinkan.

Sedangkan mandi besar yang berganfung pada faktor keluamSa

sperrna tersebut lebih tepat dikatakan pengambilan kepuhrsan

hukum secara zhahir. Hanya saja kqTakinan bahwa sperma lrang
menyebabkan wajib mandi itu adalah sperrna sebelum keluamya

sperrna tersebut, tidak dapat dibuktikan. Sebab sering sekali terjadi

ketidakpastian mengenai sperma yang mana dia telah merasakan

keluamya sperma tersebut kernudian masuk kembali.

Waktu yang memungkinkan keluamp sperrna bagi laki-laki

dan perempuan adalah genap bemmur sembilan tahun Qamariah,

!/ang penjelasannSa sarna seperti dalam masalah haid, dan
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tumbuhnya rambut yrang kasar di sekitar kemaluan, sekiranya

unfuk menghilangkannya perlu dipotong dengan pisau cukur.

Makna denotatif dari kata firAr lrambut di sekitar kemaluan)

adalah tempat tumbuhnya rambut 1i$jq, bukan rambut yang

tumbuh (..rfJ|. Para ahli bahasa merniliki pendeipat yang berbeda

mengenai makna ini. Tetapi arti lang populer bahwa '"uult

maknanya adalah rambut yang tumbuh (Et3l), sedangkan tempat

tumbuhn5a rambut menggunakan kata if.ll dengan membaca

kasnh huruf awalnp.

Waktu tumbuhnya rambut kemaluan itu adalah waktu baligh

(ihtrkml, yang mernberi kepastian hukum anak orang kafir

dinyatakan sudah baligh berdasarkan faktor usia atau keluamya

sperrna tersebut. Sama halnp dengan anak orang kafir, anak dari

seseorcmg yang keislamannln tdak diketahui, bukan karena tidak

ada seseorang yang mengetahui umumya, menunrt sejumlah

pendapat.

Hal ini sesuai dengan hadits shahih bahwasanya Athiah Al

Qumzhi & tidak dijatuhi hukuman mati, para sahabat membuka

pakaiannya untuk mengetahui rambut kemaluannya, lalu mereka

mendapatinya belum tumbuh rambut, sehingga mereka

menempatkannlp ke dalam kelompok tahanan perang.

Dikecualikan dengan kata triJr (Rambut kernaluan) adalah

tumbuhnya sejenis rambut jenggot, maka fumbuhnya sejenis

rambut tersebut bukanlah usia baligh. Sebagaimana keterangan

yang ditegaskan dalam As5rSgrh Ash-Shaghir mengenai rambut

kefiak.
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Jenggot dan kumis lebih tepat disamakan dengan rambut

ketiak tersebut. Karena, Al Baghawi men5amakan rambut ketiak

dengan rambut kemaluan, namun tidak demikian dengan jenggot

dan kumis. Namun dalam semua penyamaan ifu perlu diteliti

ulang- Bahkan rambut yang kasar dari kesemua itu sama seperti

rambut kemaluan dalam penetapan usia baligh, dan bahkan

penyamaan itu lebih tepat. Kecuali dikatakan bahwa penetapan

hukum baligh yang han5a berdasarkan rambut kemaluan itu adalah

masalah yang bersifat ibadah lTabbbudlt.

Perkataan fui-Nawawi, "\A/aktu keluar sperma (ihfrlan)

memberi kepastian hukum...." mernberi pemahaman bahwasanya

waktu keluar sperna itu adalah tanda yrang menunjukkan usia

baligh anak orang kafir tersebut, berdasarkan salah satu dari kedua

faktor tersebut.

Benar wakfu keluar spenna itu adalah tanda usia baligh,

tetapi bila tertukti bahwa umumla masih di baunh lima belas

tahun, dan belum pemah mengeluarkan sperna, maka anak orang

kafir tersebut udak dihukumi baligh. Perkataann5ra bisa diterirna

dengan disertai sumpah.

Apabila anak tersebut €nglan bersumpah karena kehati-

hatian menahan darah tersebut, maka anak perempuan tersebut

bisa mempercepat keluamya darah ifu dengan obat, apabila dia

anak orang kafir harbi, maka bisa langsung diiadikan tahanan

perang, tidak demikian dengan anak kafir dzimmi yang dituntut

membalar paink

Berikut ini adalah analisis seputar hadits tersebut Qssah

Athiyah Al Qurazhi). Perkataan An-Nauawi iijr 6nak) dalarn At

Mkhaj sarrra halnla dalam Ar-Raudhah memberi pernaharnan
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bahwa dalam masalah fumbuhnya rambut kemaluan itu tidak ada

perbedaan antam laki-laki dan perempuan. Dan yang benar

memang demikian, sekalipun pemyataan Al Muharrar
mengecualikan kaum perempuan, karena mereka tidak dijafuhi
hukuman mati. As-Subuki telah meriwa5atkannya dari Al Jauzi.

Sedangkan seorang banci, (tanda balighnya) harus tumbuh
rambut dari kedua kemaluannya sekaligus. Tidak demikian dengan

seorang anak muslim, menurut pendapat yang lebih diunggulkan,

karena pada umurnnya sangat mudah bertanya (tentang usianya)

kepada kerabat dekatnya lrang muslim. Alasan lain, dia pafut

diduga mempercepat usia baligh ifu karena ingin bebas dari
perwalian tersebut. Berbeda dengan anak orang kafir, karena
'dengan usia baligh ifu (fumbuhnya rambut kemaluan)

membawanya pada hukuman mati, kanlajiban mernbalar pajak

atau dijadikan budak khusus bagi anak perempuan.

Tanda usia baligh (tumbuhn5a mmbut kemaluan)yang telah

disampaikan ifu sifatn5a umum bagi laki-laki dan perernpuan.

Sebagaimana ketemngan yang telah dijelaskan.

Sedangkan anak perempuan, di samping tumbuhnya

rambut kemaluan, ditambah dengan haid yang keluar pada usianya

yang telah disebutkan (usia yang memungkinkan mengeluarkan

darah haid), menunrt ijmak ulama, dan tanda baligh lainnya adalah

mengandung. Tetapi mengandung itu adalah bukti yang

menunjukkan sebelumn5ra telah keluar sperrna lebih dahulu, karena

anak tersebut tercipta dari kedua sperrna laki-laki dan perempuan.

Jadi, dengan melahirkan anak tersebut, maka perempuan

tersebut dihukumi telah masuk usia baligh, enarn bulan ditambah

waktu yang sangat sebentar sebelum melahirkan tersebut. Selama
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dia bukan perempuan 5nng ditalak, dan melahirkan seorang anak

yang nasabnya mengikuti suami yang menjatuhkan talak tersebut,

sehingga dia dihukumi baligh sebelum talak dijatuhkan ditambah

wakfu yang sangat sebentar.

Kalau seorang banci (Ifiunba) mengeluarkan darah haid

dari kemaluan perempuamla, dan mengeluarkan sperma dari

kemaluan laki.lakinya, maka dia dihukumi baligh. Jadi, bila dia

menernukan salah satun3a, maka dia fidak dihukumi baligh

menurut jumhur ularna.

Keterangan yang telah leunt menlntakan, bahwasaryra

keluamp spenna dari kemaluan tambalnn menetapkan karuaiiban

mandi, sehingga hal itu mernberi kepastian hukurn baligh tersebut,

tidak mernbuat sarnar bagi mereka, karena ternpat keluaqp
sperma ifu besertaan dengan tertutupnSra kernaluan Sang asli. Hal

ini tdak diternukan dalam kasus ortrng banci ini.

Al Imam Hararnain befteda pendapat dengan jumhur

ulama tersebut, selama tidak ter[hat faha sebaliknSTa, sehin(refa

ternpat keluamp spenna ifu benrbah-ubah. Keduanya berkata,

"lfulah pendapat grang benar." Al Mutawalli berkata, "Apabih

keluamya sperna dari kemaluan tambahan ifu teriadi berulang:

ulang, (rnaka dihukumi baligh), iika tdak, maka tdak dihukumi

baligh." Aslrsyimzi berkata, 'Ifu adalah pendapat Snng bagus,'

namun tidak populq (glnri\ asing)."

Adapun rnakna i:{t lpandai} adahh cakap memelitrara

agFma dan harta sekaligus. Seperti penafsiran hnu Abbas dan

lainnSn tentang apt tersebut. Sisi keumurnan yang terkandung

dalam kata tersebut, disamping sifat tersebut posisinln ditetapkan

dalam susunan kalirnat qprat penyerahan harta, mereka

L
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mengatakan: Tidak ada masalah dengan tindakan orang-orang

lrang secara kebefulan bermuamalah dengan omng yang

keadaannya tidak diketahui, sekalipun sifat fasik itu lebih dominan,

karena pada umumnya muncul tobat dalam sebagian waktu di

mana timbul penyesalan atas perbuatan fasik tersebut, sehingga

pencekalan sebab keadaan fasik itu menjadi hilang dengan

sendirinya, kemudian pencekalan ifu tidak kembali terulang akibat

kembali mengulang kefasikan tersebut.

Sedangkan dalam konteks anak orang kafir, sifat pandai

.r-tlt itu adalah kecakapan dalam segi agama dan harta menurut

mereka (orang-orang kafir).

hnu Ash-Shalah mengatakan: Saksi lang mengntakan

kecakapan seomng anak tidak harus mengetahui sifat adilnya

secara batin dari anak ynng mana dia diminta menjadi saksinya

(Masyhud laht. Jadi, culmp mengetahuingra secara zhahir, sekalipun

ifu hanya diketahui melalui sifat istiqamah misalnya.

Jadi, apabila kita mensyramtkan cakap memelihara

agamanya, maka dia tidak mengerjakan perbuatan yang

diharamkan, yakni perbuatan yang menghilangkan sifat adil

tersebut dengan cara melakukan dosa besar secara mutlak, atau

dosa kecil, namun ketaatannSra tidak mengungguli kemaksiatannya.

Dikecualikan dengan redaksi "perbuatan yang diharamkan",

perbuatan lang merusak kehormatan diri, tidak mempengaruhi

sifat cakap (memelihara agama) tersebut. Sekalipun haram

mengerjakannlra, karena posisinya memikul tanggung jawab

kesaksian, karena keharaman mengerjakan perbuatan yang

merusak kehormatan diri ifu disebabkan faktor di luar perbuatan

tersebut.
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Apabila kita mensyaratkan cakap memelihara harta, maka

syarat tersebut Udak bisa terpenuhi kecuali jikalau dia tidak

memakai harta secara sia-sia sampai habis, misalnya dia memakai
jenis harta tertenfu secara sia-sia dengan menanggung kerugian

yang sangat menyolok. Penjelasannya akan disampaikan dalam

bab wakalah.

Lain halnya iika teriadi sedikit kerugian dalam

bermuamalah, seperti menjual barang yang standar tnrgan!,a

sepuluh dirham seharga sernbilan dirham. Karena, hal ifu
(menanggung kenrgian lang menSrclok dalam bermuamalah)

mernbuktikan kelernahan akalnp.

Oleh karena ifu, bila dia berkeinginan mernakai hartaryn
untuk tali kasih dan berbtnt kebajikan, rnaka tidak mernpengaruhi

kecakapannya dalam merndihara harta tersebut, karena silap
tersebut bukanlah tndakan pernakaian harta secara sia-sia dan

bukan pula kemgian. Kalau dia menderita kemgian dalam sebagian

pemakaian hartanln, maka dia tidak bisa dicekal.Seperti pendapat

yang lebih diunggulkan oleh Al Qamuli, karena sulitrSra

menggabungkan stattrs cekal dan tidak adanla stafus pencekalan.

Tetapi pendapat 3nng cenderung diikut oleh Al Adzru'i

adalah mernperhitungkan hal yang paling dominan atau

penambahan hartanlp unlaupun uang kecil (rtlq selain dirnr dan

dirham).

Sedangkan kesimpulan 3nng nampak dari pernSataan

mereka adalah bahura uang kecil ini tidak bisa

disamakan dengan cakap mernelihara harta tersebut. Pernyataan

tersebut memuat kernungkinan lain. Dan memuat kernungkinan

sebaliknSra dalam kebodohan karena kelerrahan akalnSra, atau

Al Majmu'$toahAlMuhadzdzab ll Srg



pemakaian harta walaupun juga uang kecil untuk melakukan

perbuatan yang diharamkan menurut keyakinannya, sekalipun

dosa kecil.

Pemakaian harta (infad dalam hal ini adalah istilah lain

(majai unfuk menunjukkan arti kenrgian, menanggung kerugian,

atau penyia-nyiaan harta. Karena istilah ini adalah istilah yang

kerap diungkapkan untuk menjelaskan harta yang dikeluarkan

unfuk berbuat kemaksiatan.

Pendapat yang lebih diunggulkan menyatakan bahwa

pemakaian harta untuk sedekah dan berbagai jalan kebajikan, yaifu

hal yang umum setelah yang khusus, segala jenis makanan,

pakaian dan beragam hadiah 3ang tidak patut dengan kondisi

dirinya, bukanlah bentuk pemakaian harta s@ara sia-sia. Karena di

balik pemakaian harta tersebut, dia memiliki tuiuan 3nng benar,

yaifu memperoleh pahala atau kesenangan.

Oleh karena itu, mereka mengatakan: Tidak ada sifat

berlebihan (sanf arfr harfiah melampaui batas) dalam kebajikan

sebagaimana tidak ada kebajikan dalam sifat berlebihan.

Al Mawardi membedakan antara pemakaian harta secara

sia-sia (Tabdziil dan berlebihan (samfi, lnng pertama adalah

kebodohan mengenai berbagai posisi hak yang semestinya

dipenuhi, sedangkan yang kedua kebodohan mengenai kadar hak

yang semestinSn dipenuhi.

Komentar Al Ghazali memastikan kedua istilah tersebut

adalah dua kata png sama . Pemyataan selain Al

Ghazali sesuai dengan komentar Al Ghazali bahwa makna yang

sebenamya dari sifat berlebihan (samf melampaui batas) adalah
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sesuatu yang menetapkan adanya pujian di dunia dan tidak pula

pahala di akhirat.

Namun, berlebihan dalam kasus ini tidak kontradiktif

dengan penilaian bahwa melampaui batas dalam pemberian

nafkah ihr sebagai perbuatan maksiat, karena sifat melampaui

batas itu diperuntukkan khusus bagi orang yang meminiam unfuk

fujuan ifu, tanpa ada harapan bisa mernbaSrar, dilihat dari segi

kerryataan gBng ada, disamping pihak 3ang memberi piniarnan

tidak mengetahui keadaan si peminiam tersebut.

Kecakapan anak dalam memelihara agama dan hartanya

harus mendapat pengujian dari pihak wali, sekalipun bukan ormg
tua. Sesuai dengan firrnan Allah Ta'ah "Dan ujilah anak 5ntim
itu.... "(Qs.An-Nisaa' [4]: 6).

Adapun penguiian dalam rnasalah aglarna, dengan cara

melihat keadaannya, lnkni mengeria*an beragam ketaatan dan

menjaga diri dari sqala perbuatan llang diharamkan- Sedarglen

ulama llang m€nambahkan sifat menjaga diri dari segah hal Snng
sytrbhat dari pada keadaan ihr, rnalcsudryra sikap meniaga diri dari

segala hul yarrg syubhat itu bukanlah perspratan, seperti dik€tahui

dari syarat sifat pandai yang telah dikernukakan.

Mereka membolehkan bagi saksi tentang keadaan tersebut

dengan berpegangan pada sifat adil png t€rlihat dengan ngah,

sekalipun salsi tdak mengetahui sifat adil Sang tersernbunyi.

Adapun pengujian dalam masalah (kecakapan memelitrara)

harta, modelnya beragam sesuai dengan tingkat pekeriaan 5rang

digeluti. Jadi, anak dari seorang pedagang dan orang !,ang
bermuamalah di pasar, diuii dengan melakukan jual''beli,

maksudnp melakukan proses aural jm!,beli. Jadi, bilnf

Al Majna'S\uattAt Muhadzdzab ll Sef



(penyambungan kata) yang ada setelah kedua kata tersebut pada

kedua kata tersebut termasuk 'athaf (penSnmbungan kata) yang

memiliki makna lang sama atau lebih khusus.

Hal itu karena melihat keterangan yang disebutkan

setelahnya, yakni tidak sahnSra jual-beli tersebut dari anak Snng

tidak cakap memelihara harta tersebut. Sehingga tidak ada alasan

untuk menentangnya. Berbeda dengan pendapat orang yang

menduga sahn5n jual-beli yang dilakukan anak tersebut ketika

dalam proses pengujian.

Menaruh harga (mengajukan penawaran harga) dalam jual-

beli, misalnln dia meminta harga terendah daripada harga yang

diinginkan penjual tersebut, atau merninta harga tertinggi daripada

harga yang diinginkan pernbeli tersebut. Pengujiannya dalam

menyelesaikan safu ma@In dari berbagai lrla@ln pemiagaan

dianggap orkup dari png lainqTa.

Anak dari pekebun diuji dengan berkebun dan belanja

pemeliharaan kebun, maksudnya berbagai manfaat png kembali

pada kebun, seperti menanaln, metnanen dan memelihara,

maksudnSra mernberi mereka (para pekeria) upah pekeriaan

tersebut. Anak dari seorang pejabat pemerinhhan (gubemur

misalnlp), dluii dengan pekerjaan lpng sesuai dengan para

pembantu alntrrlp. Anak dari seorang ahli fikih juga dluji

demikian (sesuai dengan profesi aSahnya), dan pekerjaan seperti

pembelian sejumlah kitab.

Anak dari seorang yang mempunyai pekerjaan (3rilJ') diuii

dengan melakukan pekerjaan lnng berhubungan dengan

pekerjaannp (pekeriaan alrahnya). l<a'Id +fiAl boleh dibaca 7br

lkasnhL bila berpedoman pada susunan ini, maka kata ganti orang
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ketiga tunggal yang ada pada kata $7 $eke4aannya) kembali

pada mudhaf ilaih 1iJ|,-st, asalnSn i:p,.lt tb, mudhaFnya

dibuang), hal itu dibolehkan, dan faidahnya kata ;7,.1r itu

bermakna umum (anak dan ayahnya) setelah sebelumnya berart
khusus (ayahnya saja).

Keterangan tersebut didukung oleh pemyataan Al Kafi,
"Seorang anak diuji dengan pekerjaan ayah dan kerabat

dekahya." Namun membaca nA'()7rlll; anak yang mempungai

pekerjaan diuji dengan pekerjaan lpng berhubungan dengan

pekerjaanqn) lebih tepat, kerena mernberi faidah bahwa

keterangan lnng telah ler,rat mengenai anak dari seorang

pedagang letaknp bila anak tersebut tidak mempungai pekeriaan.

Jika dernikian maka dia diuji sesuai dengan pekerjaan alahnlra.

Karena, pada umunnlra jilelau anak tersebut tdak
mempunyai pekerjaan, rnaka yang dilihat pekeriaan ayahnp. Jika

tidak melihat pekerjaan aphn3ra, rnaka anak diuji dengan

pekerjaan yang berhubungan langsung dengan pekerjaan dirinf
sendiri, dan tidak mempertimbangkan pekeriaan ayahnya, karena

dia tidak tertarik menggeluti pekerjaan orang fuanya, dan jika

demikian, berarti dia tidak cakap melakukan pekerjaan seperti

ayahnya tersebut.

Pengujian anak perempuan juga dilakukan pihak unli,
sebagaimana ketentuan yang sudah jelas. Dan nash tersebut fidak

konbadihif dengan ketenfuan pengujian anak perempuan lnng
dilakukan pihak wali tersebut, hanya saja kaum perempuan dan

orang-orang yang berstatus mahmm lebih berhak mengujinya,

karena wali tersebut menggantikan posisi mereka dalam hal

pengujian dan merawat anak tersebut.
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Menurut sebuah pendapat: Penguiian cukup dilakukan oleh

salah satunya. Inilah pendapat yang lebih diunggulkan- Menurut

sebuah pendapat: Pengujian hants dilakukan bersama-sama

keduanya (wali dan kaum perempuan dan orang-orang yang

berstafus mahram).

Pemyataan nash ini menandaskan bahwa kesaksian orang-

orang selain yang telah disebutkan yang mengunfungkan anak

perempuan tersebut mengenai kecakapannya itu tidak bisa

diterima. Demikian hnu I(halkan berfatwa. Tetapi At-Taj Al Fazari

menentangnya. Dia mengatakan: Asy-Syafi'i hanya menjelaskan

model yang lebih umum dilakukan dalam pengujian tersebut, tidak

menambah penjelasan yang lain. Demikianlah komentar At-Taj Al

Fazari.

Keterangan tersebut didukung oleh keterangan lnng akan

disampaikan dalam bab kesaksian, bahwasanya saksi atas anak

perempuan itu tidak bisa dipaksa manjawab pertanyaan tentang

cara dia memikul kesaksian tersebut. Kecuali saksi adalah seorang

yang tidak mengerti hukum, karena dia kadang menduga bolehnya

memikul kesaksian (atas kecakapan anak perempuan) tersebut

dengan berpedoman pada suara perempuan tersebut tentang

sesuafu yang memiliki keterkaitan dengan pemintalan benang

(menenun), maksudnya pekerjaan pemintalan benang, bila dia

lakukan secara tertutup.

Jika tidak demikian, maka dengan istilah 6aii diungkapkan

secara mutlak unfuk kata benda k*ia, hasil tenunan dan kapas,

dari segi pemeliharaan maupun penjualan, sebagaimana

keterangan 5rang telah dijelaskan.
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Apabila kedua pekerjaan ihr tidak pafut dengan anak
perempuan tersebut, atau dia tidak terbiasa melakukan kedua

pekerjaan tersebut seperti pekerjaan yrang biasa dilakukan anak-

anak perempuan seusia dirinya, Ash-Shaimuri mengatakan: Anak
perempuan yang menghabiskan rrnktunya untuk menjadi pelaSran

dan bekerja, diuli dengan pekerjaan seperti yang diuiikan pada

anak laki-laki, dan menjaga makanan dari kucing.

Karena dengan ujian seperti ihr, kecakapan bekerja tanpa

ca@t, memelihara harta dan tidak adanla unsur penipuan 3ang
sengaja dihrtuptutupi, bisa diketahui dengan jelas. Itulah
penunjang sifat kecakapan tersebut (Jlrlt). Dan menjaga dari

binatang sejenis lainnya, seperti tlos. (Sedangkan makanan)

contohnla seperti rnakarnn grang tercaer di tanah.

Apabila anak perernpuan ifu strdah terbukfi,

tindakannSa ter&ait pernakaian harta bisa berlaniut tanpa seizin

suaminya. Sdanskan hadits, V,i) g\y lt 3'tl, W'! 'Samng
perempuan frdak bleh melalai<an findakan (tql<ait parulaian
hartanSn) kuuali dangan seizin suaminSn," AsSr$nfi'i
menyampaikan indikasi lemahnya hadits ini. Dan bila diasumsikan

hadits ini shahih, mereka mengarahkannSra ke hukum sunah.

Kesimpulan hukum itu didukung dalil bahwasanla Maimunah isti
Nabi $ pemah mernerdekakan budak, dan dia Udak

mernberitahukan kepada beliau, narnun beliau tdak pemah

mengecarnnla atas tindakannp tersebut, dan dalam

ifu mengandung manfaat png kenrbali pada dirinla.

Sebab Malik rg mengatakan: Anak p€rernpuan 5ang telah

cakap (pandai memrelihara hartaqd harhnya tidak diserahkan

kepadanya sampai dengan dia menikah, jika dernikian maka dia
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tidak boleh melakukan tindakan terkait pemakaian harta yang

jumlahnya melebihi sepertiga milikn5a tanpa seizin suaminya,

selama dia belum berubah meniadi perempuan lrang lanjut usia,

pemberian izin suami itu tidak bertentangan dengan status dirinya

yang sudah cakap memelihara harta.

Seorang banci (khuntsa) diuji dengan dua model pengujian

tersebut (pengujian unfuk anak laki-laki dan anak perempuan).

Disyaratkan pengujian itu dilakukan secara berulang-ulang,

dua kali atau lebih sampai diduga kuat kecakapannya itu benar-

benar terbukti. Karena, pengujian sekali itu kadang secara

kebetulan saja dilakukan dengan tepat dan benar bukan berawal

dari perencanaan (niat sengaja melakukannla).

Waktu pengujian dilaksanakan sebelum masuk usia baligh,

karena masalah pengujian dalam ayat tersebut berkaitan dengan

anak 5ntim, dan istilah yatim itu pada hakikatrya hanya berlaku

bagi anak yang belum sampai usia baligh.

Yang dimaksud dengan kata il# (sebelum baligh) adalah

ii;3 ls"aifit sebelum masuk utnur baligh) dengan bentuk tashghir.

Sehingga bila kecakapannln telah mulai tedihat, dan dia telah

sampai usia baligh, maka seketika itu juga hartanla diserahkan

kepadanln.

Menurut sebuah pendapat: Pengujian itu dilakukan sesudah

masuk usia baligh, karena bataln5a perbuatan hukum yang

dilakukan seoftIng anak lnng belum orkup umur tetsebut,

maksudn5n bila dikaitkan dengan tindakan sejenis jual-beli.

Jadi, bila mengikuti pendapat pertama yang dibuat

pedoman, pendapat yang lebih diunggulkan adalah bahwa jual-
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belinya tidak sah, akan tetapi dia hanSn diuji dalam hal proses

tawar-menawar dalam menenfukan harga saja. Jadi, bila dia

berkeinginan mengadakan kontak jual-beli, maka wali tersebut

mengambil alih konkak jual-beli tersebut, karena tidak sahnya jual-

beli yang dilakukan oleh anak yang berada di bawah asuhan wali
tersebut.

Berdasarkan kedua pendapat tersebut (Wajhaanil wali
memberikan sedikit harta kepadanya, agar dia melakukan proses

tawar-menawar harga dengan harta tersebut, dan dia fidak
menanggung resiko harta tersebut bila harta ifu rusak di bauah
penguasaan dirinya, karena wali ifu adalah seorang yang

diperintah menyerahkan harta tersebut kepadanya. Demikian

mereka menlnmpaikann5n secara mutlak.

Kalau dia tehh menerima hartanSra, dengan qprat dia tetap
berka,rnjiban mengawasingn, sekiranga dia fidak melakukan
kelalaian dengan membiarkannya menghabiskan harta ifu secara

sia-sia, maka jawabannya sudah jelas (wali tdak beresiko

menanggung kerusakan harta tersebut), iika tdak demikian, maka
menanggung resiko kerusakan harta itu hampir dipastikan harus

dilakukannlra.

Cabang, Wali tidak boleh mengambil sedikitpun dari harta
ifu bila dia seomng yang mampu secam mutlak. Jadi, bila dia
seorang lnng fakir, atau pendapatannya terhenti disebabkan

merawat anak tersebut, maka dia boleh mengambil sekedar unfuk
menufupi belanja keperluan hidupnya, menurut pendapat Ar-Rafi'i.

Asy-Syirazi lebih mengunggulkan pendapat lnng
menyatakan bahun dia boleh mengambil nilai lang paling
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minimum dari belanja keperluan hidupnya dan dari upah minimum

dari pekerjaan tersebut. Apabila dia telah kembali mampu

(membiayai keperluan hidupnya), maka dia tidak berkewajiban

mengganti harta yang telah diambilnya.

Al Asnawi mengatakan: Ketenhtan ini hanya berlaku bagi

wali yang menerima wasiat atau orang kepercayaan hakim.

Adapun ayah atau kakek, ulama madzhab Asy-Spfi'i sepakat dia

boleh mengambil kadar harta secukupnya, baik mampu maupun

tidak mampu.

Pendapat tersebut ditentang bahwa jika ayah atau kakek itu

seorang yang memiliki penghasilan, maka tidak wajib menanggung

belanja keperluan hidupnya. Namun pendapat tersebut dibantah

bahwa pendapat png dibuat pegangan menyatakan bahwa dia

tidak difuntut untuk mencari penghasilan.

Apabila diasumsikan bahwa dia harus mencari penghasilan

(uand yang bisa mencukupi keperluan hidupnya, tentunya

anaknya itu berkamjiban menggenapi kecukupannya- Jika

demikian, maka batas akhir omng fua dalam kasus ini bahwa dia

hanrs mencari penghasilan (uang) yang bisa mencukupi keperluan

hidupnya, lalu anaknya tersebut harus menggenapi kecukupannya-

Jika demikian, maka batas akhir orang tua dalam kasus ini, dia

hanya bisa memperoleh penghasilan di bawah kecukupannya,

sehingga anak tersebut harus menggenapi kecukupannya tersebut.

Sehingga kesimpulan pendapat yang lebih diunggulkan bahwa dia

boleh mengambil harta Snng bisa mencukupinya. Sebagian sebagai

pertimbangan pekerjaannya dan sebagian karena stafusnya sebagai

kerabat.
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Diqiyaskan dengan wali anak yatim dalam ketentuan hukum

yang telah disebutkan, orang yang mengumpulkan dana unfuk

menghilangkan stafus tahanan misalnya, dia boleh makan dari

harta tersebut selagi dia seorang yang fakir, demikian menurut

sebuah pendapat. Pendapat lain men3ntakan bahwa dia boleh

mengambilyang paling minimum dari kedua perkara tersebut.

Alrah atau kakek boleh mernpekerjakan anak yang

diasuhnya mengenai pekerjaan png tidak diimbangi dengan upah,

namun dia tidak boleh mernaksanla agar melakukan pekerjaan

tersebut, menurut pendapat yang lebih diunggulkan.

Berbeda dengan orang lnng seca:a tegas meqntakan
bahwa dia boleh memalrsanya agar mengeriakan pekeriaan

tersebut, meminjamnya unfuk menyelesaikan pekerjaan tersebut,

dan unfuk tugas mengajar, lang mana anak tersebut bisa behrtr
darinp tentang hal yang berrnanfaat baginSn baik agama ataupun

dunia, sekalipun pekerjaan ifu diimbangi dengan upah,

sebagaimana kaerangan yang akan diketahui dari penjelasan yang

akan disampaikan dalam awal bab 'arQ/ah.

Telah dibahas bahwa tahu akan kerelaan wali tersebut satna

seperti izin yang diberikanrya. Wali tersebut boleh mernpekerjakan

dirinya dengan ba3raran dari nafkahnla, hal itu mernuat

kemungkinan bahwa dalam mempekerjakan dirinya mengandung

kemaslahatan bagi anak tersebut, karena naflotrq,a lebih besar

daripada bayrarannlp menurut adat.

Asy-Syirazi berfatun bahunsanSn jika wali mempekeriakan

anak laki-laki dari anak perernpuannya, maka wali berkarajiban

mernberikan ba5arannya sampai dia baligh dan cakap, sekalipun

dia tidak pernah mernaksanSn, karena arnk tersebut bukanlah dari
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golongan yang patut melakukan amal kebajil<an (Tabamt I bekerja

secara suka rela) berkenaan dengan sejumlah jasanya yang

diimbangi dengan nilai tukar. Oleh karena ifu, tidak wajib

memberikan bayaran anak yang sudah cakap kecuali dia dipaksa

untuk berkerja. Ketentuan juga berlaku bagi selain kakek hrnggal

ibu.

Al Jalal Al Bulqini mengatakan: Kalau anak lang belum

cutup umur itu merniliki harta Snng tidak bisa dilihat (iauh dari

tempat tinggalnya), lalu walinln menafkahin5a dari harta dirinSn

sendiri dengan niat meminta kembali bila hartanya telah ada, maka

dia boleh meminta kembali jika uralinya ifu adalah alah atau

kakek, karena dia menjadi wali dari dua sisi, berbeda dengan selain

keduanSn, maksudnya sampai hakim sekalipun, bahkan orang

yang akan menafkahinya harus mendapat izin, kemudian baru dia

melaksanakan izin tersebut.

Al Qadhi berfatura bahwa jika ayah mernelihara harta anak

lak-laki selama beberapa tahun, lalu dia meninggal, dan satnar

bagi hakim apakah dia menafkahi anak tersebut dari harta anak

tersebut atau dari harta dirinSn sendiri, maka persoalan ifu

ditetapkan bahwa pemberian rnfkah itu bersumber dari harta anak

tersebut, sebagai sikap kehati-hatian, dgil tidak menimbulkan

mudharat (kerugtan) pada ahli waris yang lain. Demikianlah

pemyataan Al Qadhi.

Dengan fatwa hularm yang sama, Al Bulqini berfatwa dan

membuat argumen bahwa orang fua adalah wali sekaligus

pengelola hartanya, dan hukum asalnln dia terbebas dari

tanggungan tersebut. Kesimpulan yang nampak dari fatwa tersebut
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memberi kepastian hukum bahwa nafkah ifu bersumber dari harta

anak tersebut.

Sedangkan orang kepercayaan hakim bila dia meninggal,

dan kita memufuskan dia harus menanggung nafkah yang

dikeluarkannya, maka katajiban menanggung nafkah itu sekiranya

tidak nampak sesuatu yang menggugurkan keterkaitan dengan

harta peninggalannya. Demikianlah Fatwa Al Bulqini.

Benar nafkah yang dikeluarkan ayahnya ifu bersumber dari

hartanya, tetapi pemilik harta tersebut boleh meminta penegasan

ahli waris yang lain dengan bersumpah bahwa ayahnya

menafkahinya dengan harta miliknya lnng berada di bawah

penguasaannya-

Segolongan ulama berfatwa mengenai masalah seseorang

5rang memiliki piutang png menjadi tanggungan aSnhnya, lalu dia

menyatakan telah menafkahkannya , dia dan ahli

warisnya bisa dibenarkan, maksudnya dengan disemi sumpah.

Al Bulqini mengatakan, 'Boleh mengambil air yang berada

di atas permukaan tanah, lnng sengaja tidak dihimpun, seperti dari

sumber air atau sungai, unfuk anak yang belum sampai usia baligh,

yang menjadi milik bersama, dan memungut bulir dari

tanamannya, sanna seperti pucuk tanaman 5ang berguguran."

Az-Zarl<axn menentang pendapat Al Bulqini tersebut dalam

masalah yang kedua, makzudnya karena yang kedua ihr sama

seperti masalah yang ketiga, dialah orang png berpendapat fidak
membolehkan memungut pucuk tanaman.

Dikecualikan dengan batasan tersebut, air yang menrsak

sejenis tanamannya, maka tidak boleh mmgambilnya. Al Qadhi
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berfatwa mengenai masalah, jika seseorang membeli lahan

pekarangan dari perawat anak yatim dan dia telah menyerahkan

uang pembelian lahan itu kepadanln, lalu anak 5atim yang berada

di bawah perwaliannya telah cukup umur, kemudian dia

mengingkari status perawat tersebut sebagai walinya, dan dia

membeli lahan pekarangan ifu, kemudian penjual ifu mernbelinya

kembali darinlra, bahwa dia tidak boleh menunfut kernbali uang

pembelian lahan ifu kepada penjual tersebut.

Karena, dia membenarkannSa menSrandang stafus sebagai

wali tersebut, sebagaimana kasus jika seseorang mernbeli dari

seorang wakil, dan dia telah menyerahkan uang pembelian ifu

padangp, lalu pernberi kuasa (Muuraftkill mengingkari pernberian

kuasa tersebut (Wakalah, dan dia mengambil alih barang png
dijual tersebut, lalu dia mernbelinln kernbali darirya, dia tidak

boleh meminta kernbali uang pernbelian ihr kepada wakil tersebut,

karena dia mernbenarkannlfa atas pernberian kuasa tersebut

(Wakahn.

Al Ghazi menilai pendapat itu sulit dimengerti, sebab dia

menentang pendapat mereka dalam kasus bila seseorang membeli

suatu barang, dan penjual tersebut mernbenarkan kepemilikan atas

bamng tersebut, kemudian temyata barang ihr telah jadi milik

omng lain, maka pernbeli tersebut berhak meminta kernbali uang

penrbelian ih,t kepada peniual tersebut. Karena, dia

membenarkannya sesuai dengan fakta y6ng teriadi, maka demikian

juga dalam kasus ini.

Syaikh kami menjawab bahwa peniual dalam kasus tersebut

seomng 5nng bertindak gegabah dengan menjual suafu barang

1nng telah menjadi milik orang lain. Namun, jawaban ini perlu
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diteliti ulang, karena lang menjadi objek perhatian adalah
pembenaran atas kepernilikan barang tersebut, ifu sernua

ditemukan dalam setnua kasus tersebut, sebagaimana dia mernberi
alasan dalam kasus ini dengan menlnndarkan pembenaranrya
pada fakta yang terjadi. Maka dernikian pula dalam kdua masalah
ini, hanya saja perawat anak yatim dan rlnkil juga orang yang
bertindak gegabah, meniual kedua barang ifu sebelum
perwaliannya berkekuatan hukum tetap. Karena ifulah aku sepakat

dengan perbedaan pendapat Al Qadhi sebelum pembahasan

wadi'ah.

Komentar pendapat Abu Hanifah dan pam pengikut
ma&habnp mengenai pencekalan lrang batal, png dikutip dari
kitab Adabul Qadhi larta Al l(hashshaf (Ahmad bin Umar bin
Muhair w. 261 H./ 875 M.) dan gnnl>nya karp Al Jashshash
(Ahmad bin Ali bin Abu Bakr Ar-Razi 305-370 H.).

Al l(hashshaf mengatakan: Abu Hanifah & berpendapat,

"Pencekalan atas omng lrang merdeka hukumngra batal." Ini
pendapat rsang shahih dari madzhab Abu Hanifah. Sepengetahuan
kami tidak ada silang pendapat dari Abu Hanifah mengenai ini,
baik pencekalan ihr karena alasan lemah akal, pemakaian harta
secara sia-sia atau jahrh pailit.

Sedangkan menunrt Abu Yusuf dan Muharnrnad,
pencekalan atas orrng merdeka dalam ketiga alasan ini seluruhnln

boleh.

Adapun orang !,ang iatuh paiht (MuflilL hukumryra telah
kami jelaskan, yakni terjadi silang pendapat dan sebuah pendapat
dari pendapat mereka. Adapun pernakaian harta s@ara sia-sia,

laifu seseorang tdak mengetahui cara lrang tepat mengenai

i-
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pemakaian harta, sehingga pencekalan ifu membantunya untuk

melakukan pemakaian harta secara tepat. Adapun lemah akal,

5aifu seseorang menghabiskan hartanya, berlebihan dalam

pemakaian harta tersebut dan menyia-nyiakannya dengan cara

yang tidak semestinya dia kerjakan, padahal dia mengerti cara

yang tepat mengenai pemakaian harta tersebut dan mampu

melakukannya dengan benar.

Jadi, hakim boleh menetapkan stafus cekal atas dirinya dan

mencegahnlp untuk melakukan pernakaian harta, menurut Abu

Yusuf dan Muhammad. Sedangkan menurut Abu Hanifah,

pencekalan itu hukumnp tidak boleh.

Alasan pendapat Abu Hanifah salna seperti ketemngan

grang telah kami jelaskan dalam bab lflas, baik dari segi dalil Al

Qur'an maupun pemikiran- I-andasan pendapat Abu Yusuf dan

Muhammad adalah firman Allah Ta'ak,

W-{5tU"5W'6:rt*{',sfi
J.d{u,f\;M';'aS

"Jika tang b*hubng ifu omng tnng lmah al<aln5n abu
lmtah keadaanryp) abu dia sqdirt frdak rE mpu mengimlakl<an,

naka hendaknya ornlirya mengimlakl<an dengan iuiun... " (Qs. Al

Baqarah l2lz 2821.

Allah Ta'ala menyampaikan bahwasanya siapa saja orang

png berutang yang lemah akalnlp atau lemah (leadaann5n) dalam

pemakaian harta, sehingga tidak mampu mengimlakkan, maka

walinSla ifulah yang mengambil alih tugas tersebut.

i'( a$
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Wali tersebut tidak boleh menjalankan tugas sebagai wali

dalam bermuamalah secara tunar ifu selama dia masih menjadi wali

dalam memelihara hartanya, orang seperti ini tidak lain kecuali

orang yang dicekal. Abu Yusuf dan Muhammad juga

bemrgumentasi dengan hadits yang diriwayatkan dari Nabi $,
bahwasanya ada seseorang merniliki kelemahan dalam pangkal

lidahnya, lalu mereka datang membawanSa kepada Nabi $. lalu
merel<a berkata, "Wahai Rasulullah, tetapkanlah stafus pencekalan

atas orang ini, karena ada kelemahan pada ujung lidahnya."

Lalu beliau menetapkan stafus pencekalan (harta) atas

dirinya. Lantas dia berkata, "\ /ahai Rasulullah, aku tidak sabar

untuk melakukan jual-beli." lalu Nabi $ bersabda, "Apabila l<amu

mengadakan akad jual-beli, naka l<ablanlah, 'Tidak ada penipuan

dengan fufur l<ata tnng lqtah lqtbut 0rhilaabah)'," maksudnSra

adalah tidak ada unsur 5ang memgikan satu sama lain.

Tatkala Nabi $ menetapkan status pencekalan atas orang

tersebut karena alasan pemakaian harta secara sia-sia, maka kami

boleh menetapkan status cekal atas orang grang memakai harta

secara sia-sia (Muhdzdzil.

Jawabann5ra tentang a!/at tersebut adalah bahwa inti
daripada ayat itu menegaskan shahibnya madzhab Abu Hanifah.

Hal itu karena Allah Ta'ak mernbolehkan bermuamalah tdak
secarcr hrnai dari orang 5rang l€rnah akalnla dan orang yang lernah

(keadaannya), yang tidak mampu mengimlakkan, dengan ftrman-

Nya, i.4J #i 6lii ?A:i 6tVr <r$i Gk " Hai onns-orans

gng beriman, apabila l<amu bermuamahh fidak sqam tunai unfuk

waktu yang ditentulan... ", kemudian firman Allah, *tr; lt$t it(;t$
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A; 5 q+ '5ii "iiku tnng berhutang itu orang tnng lemah

akaln5n atau lqnah (kadaanng)...." Di-athafkan pada firman

Allah sebelumnSn.

Jika lemah akal ihr faktor yang menetapkan stafus

pencekalan atas pencekalan tersebut, maka tenfunya Allah tdak
akan membolehkan akad muamalah tidak secara hrnai lnng
dilakukan orang yang lemah akalnya, sebagaimana tidak sahn3n

akad muamalah fldak secarzr funai yang dilakukan oleh orang gila.

Tetakala Allah Tabk menetapkan bolehnya akad

muamalah tidak secara h.rnai yang dilakukan oleh orang yang

lemah akaln3n, oftrng yang lemah (keadaanqn) dan orang yang

tidak mampu mengimlakkan, kernudian firnan Allah Ta'a.h,

J.i7fi, *;; :#'i' L; S'C#{ 5
'Abu dia sendiri frdak rrnmpu mengimtakl<an, mala

handala5n walinSn mengimlakkan dangan lujw...." (Qs. Al
Baqarah I2l: 2821, di-atlnfl<an pada firman Allah sebelumnSa,

maka kami katakan bahwasanya kata 1nng drathaflan ifu hanln

l*t" '; 'J{ 6 '# i 37 
*oia sandai orzng tnng frdak rra mpu

" bukan Ucra W 5 W oonng 
tnng lqnah

al<aln5n abu omng tnng lqtnh (kadaannW). 'Dan Maksudnya

adalah bahwasanya orang yang berutang itu jika dia sendiri tidak

rnampu mengimlakkan perjanjian tersebut, rnaka waliqp
mengimlakkan perjanjian tersebut.

Orang ]Eng berbeda pendapat dala,rn masalah ini

mengatakan pada Abu Hanifiah: Firman Allah tersebut di-athaA<arr
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pada semuanya, yakni orang yang lemah akaln5ra, orang lang
tidak mampu mengimlakkan dan otang yang lemah (keadaannya).

Jadi berdasarkan itulah indikasi yang membenarkan pem5rataann5a

bahwa kata yang di-athafl<an ifu kernbali pada sernua orang yang

telah disebutkan dalam ayrat tersebut.

Hanya saia kalau benar bahwa Srang dikehendaki dengan

kata png di-athafl<an (Ma'thul adalah sernua orang yang telah

disebutkan, maka di dalamnya tidak mengandung indikasi yang

menegaskan silang pendapat yang manjadi pegangan Abu

Hanifah.

Hal itu karena tna' dtnmirdalam firrnan Allah fuul,'4i
(uralinf) ada kernungkinan kata kinagh (kata yang mengandung

makna lain Sang tak terpisahkan dari makna harf:r,lmyal dari kata

wali akad tersebut, dan ada kemungkinan bahwa ifu adahh

kinaWhdari uali orang grang berutang.

Apabila kedua hal itu rnasih memungkinkan, maka

keduanya tdak memiliki indikasi lrang membenarkan nukna
teksttral a5at tersebut, dan kdua hal ifu berdasarkan makna

kinagh ifu tdak ada yang lebih mengutarnakan mengarahkan

malsudnya pada urali orang png berutang daripada Abu Hanihh
dengan mengarahkann5ra pada wali akad tersebut. Seakan-akan

Abu Hanifah berkata, "Bila orang Srang benrtang itu orang png
lernah akal, orang yang lernah (keadaanrya), dan tidak cakap

mengimlakkan, maka hendaknga wali akad tersebut

mengimlakkan, dan dialah oftmg lEng mernpunyai hak

mengimlakkan dengan juiur." Apabila 5ang dikehendaki benar

demikian, maka gugurlah argumentasi png disampaikan Abu
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Yusuf dan Muhammad. Karena, makna tekstual ayat tersebut milik

Abu Hanifah.

Sedangkan jawaban mengenai hadits tersebut, adalah

bahwa hadits tersebut juga menunjukkan pembatalan pencekalan

atas pencekalan orang yang sudah baligh. Hal itu karena Nabi,$$,

tatkala seorang laki-laki ihr berkata pada beliau, "Aku

sesungguhnya tidak bisa bersabar untuk mengadakan jual-beli."

Maka beliau tidak pemah mencegahnya unh.rk mengadakan jual-

beli, dan beliau men5ntakan dia boleh mengadakan jual-beli,

sekalipun beliau berkata padanSn, "Kabkanlah, 'Tidak ada

penipuan dengan tutur kata Sang lanah lmtbut (l<hilaabah)'."

Kalau jual-beli itu tidak boleh, maka tentunya Nabi,$ tidak

akan pernah membebaskannya unfuk melakukan tindakan terkait

hartanya hanya karena alasan tidak sabar unfuk mengadakan jual-

beli, sebagaimana beliau tidak membebaskan orang gila dan anak

1lang tidak cakap dalarn pemakaian hartan5a tersebut.

Jadi, tatkala beliau mernbebaskannya bertindak sesuai

dengan keinginannya, maka hal ifu membuktikan bahwa beliau

tidak pemah menjatuhkan status cekal atas lelaki tersebut dengan

bentuk pencekalan yang menghalangi kebebasannp bertindak

terkait hartan5a. Sedangkan perkataan beliau padanya, "Jangan

mengadakan jual-beli." hanyalah sebagai benhrk kemmahan beliau

dengannln dan kasih sayang beliau kepadanya, bukan benfuk

larangan melakukan tindakan terkait hartanya.

Abu Hanifah mengatakan: Apabila seseorang tidak cakap

(memelihara hartan5n), dan dia belum sampai ulnur 25 tahun,

maka hartanya tidak boleh disemhkan kepadanya sampai dia

mencapai umur 25 tahun.
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Sedangkan menumt Abu Yusuf dan Muhamrnad, hartanSra

juga tidak boleh diserahkan kepadan5ra sesudah umur 25 tahun

sampai kecakapan (memelihara harhnln)itu diketahui dari dirinya.

Menurut Abu Hanifah mengenai menghindarkan harta

tersebut darinya sebelum urnur dua puluh lima tahun, memiliki

landasan firman Allah Ta'ak,

" Kemudian jil<a menurut pendapatnu mqel<a t&h cqdas
(pandai memelihara harta), maka smhl<anlah kepda merel<a

harta-hartarya...." (Qs. An-Nisaa' [4]r 6). Dan omng seperti ini,

kecakapan memelihara harta itu belum diketahui dari dirinln,
sehingga dia tidak berhak menerima harta tersebut.

Makna urnurn ini mencakup semua kondisinln kecuali

dalam kasus tertenfu, lnng mana ada indikasi dalil lnng
membolehkannSa. Berikut ini pedoman Abu Yusuf dan

Muhammad dan argumen keduanla 37ang dituiukan pada Abu

Hanifah, sesudah urnur 25 tahun, dia berhak menerima hartanSn,

sekalipun dia orang yang tidak cakap (mernelihara hartaryfl,
sesuai firman Allah Tabla,

r fr'& fi ia a,{u$ L 4i 3(, 1#{i
" Dan janganlah katnu del<afi hafu anak 9atim, kquali

dengan cam lnng l&ih bqmanfaat, hinga sampi dia deuma...."
(Qs. Al An'am [6]: 152).

'#54 Syr$::6(8'# Ft;by
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l

l<ata i:A1(de,,rasa), menuntt Abu Hanifah, adalah usia 25

tahun. Sekalipun ada pendapat lain mengatakan 40 tahun. Dan

menumt pendapat lain, maksudnya dibawah 25 tahun-

Jadi, menurut Abu Hanifah, makna redaksi, ffi '!& f?
"sampai dia davasa," itu adalah umur 25 tahun, benar-benar

shahih. Apabila tafsirnSra benar demikian, maka tentunya dia

berhak menerima hartanya bila dia telah sampai umur derryasa ini

(25 tahun) sesuai dengan a5rat ini, sekalipun dia dikehhui belum

cakap memelihara harta.

Apabila dia diketahui sudah cakap mernelihara harta, dia

berhak menerima hartangra sebelum sampai ulnur deuasa ini (25

tahun) berdasarkan firrrnn Allah Ta'ah #LVt:66:i '# p;t; 39

S$ "Kantudian iila menurut pandapatnu mqelca telah cerdas

(pndai mqneliham harh), rmka sqahl<anlah kepada merela

harta-hartan5a....' (as. An-Nisaa' [4!: 6)- Sehingga kami

mengamalkan dua ayat sekaligus-

Apabila fimbul pertanpan: Apa dalil Srang menjadi landasan

hukum bahwa kata iOt''g- i; 'sampai dk deuna,'itu adalah

urnur 25 tahun, sehingga masalah tersebut bisa terjawab dengan

benar? Jawabannya: Pernbahasan pertanlaan ini telah keluar dari

masalah kami, sebab iika masalah kami te,rsebut berhubungan

dengan ketidakberhakannlra menerirna hartanp sesudah umur 25

tahun, sedangkan masalah ini berhubungan dengan pemyataan

bahwa redaksi Z:fi ''&- !{ "sampai dia deuas" bukanlah 25

tahun.
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Jadi, bila semua argumen masalah pertama bisa diterima,

dan dalil tersebut adalah bahwa seorang lelaki kadang menyandang

status kakek pada umur 25 tahun, dan tidaklah mungkin dia

menyandang status sebagai kakek, sedang dia belum sampai unur
dau,rasa, sehingga 25 tahun menjadi batas maksimum usia anak-

anak, karena mustahil menggabungkan batas usia minimum ormg
dewasa dan batas minimum usia anak-anak.

Mengapa kami mengatakan bisa jadi seseorang

menyandang stafus kakek pada umur 25 tahun, karena babs

minimum seorang anak lakilaki sampai pada usia baligh adalah 12

tahun, dan batas minimum usia kehamilan adalah enam bulan.

Jadi, bila hal itu benar demikian, maka ada kemungkinan

lelaki tersebut sampai usia baligh genap bemsia dua belas tahun,

dan dia benar-benar telah menikahi seorang perempuan, lalu dia

berhubungan intim dengannya, lalu isfuinya melahirkan seorcrng

anak dalam masa enam bulan setelah perkawinannya, dan

anaknya memasuki usia baligh juga pada usia dua belas tahun.

Kemudian dia menikahi seorang perernpuan, dan berhubungan

intim dengannya, lalu isti anak tersebut jtrga melahirkan setelah

enam bulan sejak masa perkawinannya, maka bila masa ifu ditotal
jumlahnln 25 tahun. Jadi, dalil ini sudah jelas bagimu dan terang-

benderang,

Pasal

Apabila orang 5nng dicekal ini mengadakan penjualan atau

pernbelian, maka hakim harus mernberikan pertimbangan hukum
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terkait tindakan tersebut, maka jika keputusannya yang

membolehkan jual-belinya tersebut membawa kebaikan baginya,

maka dia boleh memutuskan dengan membolehkan jual-beli

tersebut, selama dalam kepufusan ifu mendatangkan manfaat yang

sempuma baginya dan menambah hartanya- Sedangkan bila

(menurut pertimbangan hakim) pencabutan jual-beli itu lebih baik

baginya, maka hakim boleh mernuhrskan merrcabut iual-beli

tersebut.

Ini menurut pendapat Abu Yusuf dan Muhamrnad. Karena

hakim boleh menjatuhkan stafus cekal atas orang png dicekal

tersebut semata-mata agar dia tidak memakai hartanya sampai

habis. Jadi, bila dalam perbuatan hukum 5nng diambilnSa tersebut

mengandung kebaikan bagrqn, rnaka hakim tdak boleh

mernbatalkan perbuatan hukum tersebut. Sedangkan bila

mendatangkan keburukan bagrnln, maka hakim boleh

mernbahlkan pertuatan hulnrmnln tersebut.

Al Khashshaf berkata: Orang lnng merusak hartanln dan

anak yang belum sampai usia baligh stafus hukumnla sama kecuali

dalam beberapa perkara. Adapun anak Srang telah sampai usia

baligh, dia telah keluar dari perwalian penerima wasiat lnng
bertugas mernelihara dan mengawasinSa, dan perintah penerima

wasiat dengan mengatasnamakan anak png sudah baligh tersebut

dalam suafu perkam, hukumnp Udak sah.

Apabila orang lang sudah sampai usia baligh ihl

memerdekakan budak miliknp, maka pemerdekaannya sah, dan

orang lnng memerdekakan berkarajiban menanggung harga

budak miliknya tersebut. Dernikian juga, bila dia mengganfungkan

kemerdekaan budaknp dengan kernatiannya, maka
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pengganfungan kemerdekaannya itu hukumnya sah. Jadi, bila

orang yang memerdekakan itu meninggal dalam kondisi tidak

cakap (memelihara hartanya), budak yang kemerdekaannya

diganfungkan dengan kematiannya itu berkewajiban menutupi

semua harganya.

Segala wasiatrya yang bernilai ibadah kepada Allah Ta'ala

hukumnya sah, ditinjau dari segi bahwa orang yang ditetapkan

menyandang stafus pencekalan ifu adalah orang yang merusak

hartanya, sehingga dia dicekal dalam masalah pemakaian harta,

agar dia tidak terus-menerus dalam kondisi orang yang bangkrut

(MulliCl, sehingga dia perlu meminta-minta (mengemis) kepada

orang lain. Makna penrsakan harta dan keperluan meminta-minta

kepada orang lain ifu tidak ada setelah kematiannya.

Jadi, pemakaian hartanSn setelah kematiannya hukumnya

boleh, yakni sepertiga dari harta peninggalannya, yang jumlah

harta yang masih tetap dihukumi jadi miliknya setelah meninggal

dunia.

Adapun budak yang dijanjikan kemerdekaannya setelah

kematiannya lMudabbafl. maka dia berkalajiban menutupi

harganya jika penangguhan kernerdekaannya ifu adalah rmsiat,

karena hukum penangguhan kemerdekaan ifu telah memiliki

kekuatan hukum tetap sebelum kernatian orang png dicekal.

Apakah kamu tidak tahu bahwasanSra menganulir perjanjian

kemerdekaan budak setelah pemiliknya meninggal dunia ihr

hukumnya tidak boleh. Maka jika demikian, maka penangguhan

kemerdekaan setelah kernatian ifu (Tadbil status hukumnp sama

dengan memerdekakan, sehingga dia berkauajiban memenuhinSa,

dan dia hanlra berkarajiban menanggung harganya dalam kondisi
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Mudabbar, dan dia tidak harus memenuhi (menanggung) harga

budak selain Mudabbar, karena status Mudabbar ifu tidak akan

muncul dalam genggaman dirinya kecuali setelah kematian orang
yang menangguhkan kemerdekaan budak miliknya tersebut
(Mudabbil.

Jika dernikian, maka status Mudabbr ifu bisa ada dalam

gensgaman dirinya dalam kondisi harga dirinla berkurang, sebab

adanya penangguhan kemerdekaan setelah kenratian pemiliknya

tersebut (Tadbil. Sehingga dia berkarajiban menanggung harga

budak kecuali harga budak 5rang ditangguhkan kemerdekaannya

setelah kematian pemilikrya.

Pasal

Apabila dia menjahrhkan talak, rnaka talak itu jatuh pada

isfuinya, karena orang yang dicekal ini tehp seorang mukallaf,

lnng rrlana karajiban menjalankan hukum syariat itu tdak
tereduksi darin5ra sebab pencekalan tersebut, sehingga hukum

ucapannlra dalam seluruh perikatan tersebut memiliki kekuatan

hukum mengikat. Kecuali perikatan dan lainn5ra yang berujung

pada perusakan akad melalui pernbatalan dari kedua belah pihak

karena stafusnlp orang yang dicekal dalam pernakaian harta.

Jadi, seolah-olah haldrn mernbatalkannya setelah

menetapkannya, dan tidak membatalkan perikatan yang berujung

pada perusakan perikatan tersebut, karena hakim kalau berencana

membatalkannya setelah perikatan itu memiliki kekuatan hukum
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tetap, maka dia tidak berwenang membatalkannya. Oleh karena

itu, perikatan ifu tidak batal sebab pencekalan tersebut.

Perikatan itu contohnya seperti talak, memerdekakan,

penangguhan kemerdekaan budak setelah kematian perniliknSa

(Tadbil, kemerdekaan budak perempuan dengan sebab tertentu,

yaifu mengandung anak dari pemiliknp dan melahirkannya

(Istiilad, dan hubungan nasab. Perkawinan satna seperti talak,

karena disamakan pada seluruh perikatan ini, sekalipun termasuk

kategori perikatan yang berujung pada perusakan perikatan

tersebut. Alasan hukumnla adalah tercegahnya perusakan dalam

perikatan ini melalui pernbatalan dari kedua belah pihak Uqalal)
dan pengernbalian karena cacat.

Pasal

Al Khashshaf berkata: Kalau orang yang dicekal itu
melanggar sumpah, maka dia cukup berpuasa sebagai kafaratn3ra,

dan dia tidak boleh mernba5ar kafarat dari hartanya.

Kalau dia bersumpah menzhihar isbinln, maka dia wajib

berpuasa sebagai kafarabrya. Apabila dia memerdekakan budak

untuk kafarat zhihar, maka pemerdekaan itu hukumnya sah,

namun tidak cukup unfuk memenuhi karajiban membayar kafarat

zhihar, denrikian juga kafarat mernbunuh.

Mengapa tidak mencukupi, karena orang yang dicekal ini

adalah orang yang mana pemakaian hartanya dianggap batal. Jadi,

seolah-olah perkara lnng mengikat dirinp tidak ada perniliknln

sama sekali, sarna halnya dengan pengakuan tentang harta milik
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orang lain, -bahwasanya pemakaian harta ifu fidak boleh

dibebankan kepadanya- karena melalui ucapannya ifu, dia
berencana menetapkann!,a, maka juga dernikian halnya dengan

kafarat dan nadzar, satrla seperti ikrar tentang harta milik orang
lain ini.

Dan sebagaimana pendapat kami dalam masalah hibah dan
sedekah, -Bahwasanln itu tdak boleh dilakukannya-, maka

demikian pula memerdekakan dan memberi makan (unfuk kafarat)
juga tidak boleh. Tetapi dia hanyra berkalajiban menjalankan
puasa sebagai kafarat dalam seluruh kasus tersebut, satna haln5a

dengan budak bila pemiliknp mengizinkannp menunaikan ibadah

haji, png mana dia terkena kavajiban mernbaSrar fid!,ah makanan

atau puasa -dia uajib puasa bukan menrberi makan-. Dan sama

halnSn dengan budak bila dia sumpah atau melakukan

zhihar terhadap istinSn (menlramakan istinya dengan unnita yang

haram dinikahinp tmahram]), dia unjib puasa, dan tidak boleh
memerdekakan budak unfuk kafarat zhihar tersebut,

demikian juga dengan kasus ini.

Disamping ifu, tatkala omng 37ang dicekal ini adalah orang
yang dicegah unfuk melakukan tndakan terkait pemakaian

hartanya, png jauh dari tempat tinggalnla, menjalankan puasa

sebagai kafamt sumpah, hukumnla boleh. Adapun memerdekakan

budak, tidak ctrkup untuk zhihar dan kafarat sumpah, karena

budak tersebut terkena kamjiban menanggung kemerdekaan

tersebut, sehingga memerdekakan budak sebagai kafamt ifu sama

halnSn dengan memerdekakan (melepaskan) harta. Jika dia

memerdekakan harta maka tidak cukup sebagai kafarat. Demikian
juga dengan kasus ini.
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Adapun haji png menjadi rukun Islam dan zakat mal,

kauajibannya tidak gugur darinla, dan dia tetap terikat ka,vajiban

menunaikannya, karena keterkaitan karajiban menunaikan haji

rukun islam dan zakat mal ini bukan bersumber dari sisin5ra, tetapi

bersumber dari Allah. Sehingga hukumnya tidak bisa dibatalkan

sebab pencekalan tersebut.

Adapun keterikatan ketmjiban pada saat menunaikan haji,

seperti kafarat dan jinapt, maka untuk menggantinya tidak boleh

kecuali puasa, sarna halnp dengan budak. Karena keterikatann3n

menunaikan karajiban itu bersumber dari dirinSn, sehinga
stafusnln sama seperti pemberian png dia hibahkan.

Al Khashshaf mengatakan: Seorang perempuan lrang
merusak hartanya dalam kasus ini sama seperti orang laki-laki. Al
Jashshash mengatakan: Karena faktor lrang menetapkan akibat

hukum pencekalan atas omng laki{aki ditemukan pada diri orang

perempuan tersebut, yaifu pernakaian harta secara berlebihan

Vsmi dan pemakaian harta secara sia-sia lTbMzil, jadi tidak ada

perbedaan antara keduanlp.

Asy-$nikh mengatakan: Hakim perlu mengambil

kepufusan mencekal orang yang merusak hartan5n itu tiada lain

agar dia tidak menjadi fakir, sehingga dia perlu meminta-minta

(mengemis) kepada orang lain (untuk memenuhi kebufuhan

hidupnp), yang mana perbuatannla merninta-minta kepada

mereka menyebabkan mereka jadi srsah.

Ada kemungkinan pencekalan atas orang yang mertrsak

hartanya ihr karena alasan bila dia menjadi fakir, sedang dia tidak

mampu bekerja, dan tidak ada seorangpun grang mernpunlni

tanggung jawab mernfkahinSn, maka biaf keperluan hidupnya
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diambil dari Baitul Mal. Sehingga imam (kepala pemerintahan)

berwenang mencegahnya dari perusakan harta ifu, agar tindakan
berlebihannya dalam pemakaian harta ifu tidak berdampak pada

kepafutannya menerima nafkah dari Baiful Mal.

Masalah

Al l(hashshaf mengatakan: Muharnmad -takni hnu Al
Hasan Asy-$aibani- berkata, "Apabila anak laki-laki telah sampai

umur laki-laki danasa, sedang dia orang 3nng mertrsak yang tidak
cakap (memelihara hartanya), rnaka dia adalah orang Sang dicekal,
baik hakim menetapkan statr.rs cekal atas dirinln atau tidak
menetapkan stafus cekal."

Al Jashshash mengatakan: Al Khashshaf Udak pernah

menyebutkan pendapat Abu Yusuf. Sdangkan menurut Abu
Yusuf, dia tidak bisa mengrandang stafus orang lang dicekal
sampai hakim menetapkan kepuhrsan pencekalan (harta) atas

dirirya.

Pada awalnp dalam kasus ini bahun Abu Yusuf dan
Muhammad sepakat bahqn orang lpng iatuh rrrfit (Mufliq orang
png bangkrut) tdak bisa kernbali menyandang stafus orang lnng
dicekal hanya karena pailit, dan orang 1ang sakit bisa menyandang
stafus orang png dicekal sebab sakit tersebut menurut semuanln,
lalu Abu Yusuf mengq[askan rnasalah kami ini pada pencekalan

sebab pailit, karena keduaryn sdrrrd-sdnd orang mukallaf (1rang

ditunfut menjalankan) sernua hak Allah Ta'ala.

608 ll ,U Uoj*u'SymahAl Muhodzdzab



Sedangkan Muhammad mengqiyaskan masalah kami ini

lifsadul mal, mentsak harta) pada pencekalan orang sakit, karena

ditemukannya faktor yang menetapkan akibat hukum pencekalan

tersebut, yaifu ifsadul mal (mentsak harta) dalam kasus ini, dan

omng sakit dalam masalah orang sakit.

Jawaban Abu Yusuf tentang pengqi5nsan masalah ini pada

pencekalan orang sakit adalah bahwa orang sakit tidak

menyandang stafus orang 5ang dicekal dalam kondisi sakit, tetapi

stafusnya berubah menjadi omng 5ang dicekal sebab kematiannSa.

Apakah kamu tidak tahu bahwa kalau orang sakit itu sembuh dari

sakitrya, maka sernua perbuatan hukumnya sah? Maka kamu

benar-benar mengetahui bahwa sakit ifu bukanlah faktor yrang

menetapkan akibat hukum pencekalan tersebut, dan dia tdak bisa

bembah secara otomatis menjadi orang 5rang dicekal sebab sakit

tersebut, dan pertuatan hukumnSa ifu berganfung pada

kematiannya tersebut. Jadi bila dia meninggal dunia, maka
perbuatan hukumnya benrbah seperti pertuatan hukum penerima

wasiat karena kernatian unfuk melaksanakan wasiat lang
diterimarya. Jika demikian, maka Muhammad tidak bisa

mengqiyaskan masalah kami pada masalah orang sakit tersebut,

sedangkan Abu Yusuf bisa mengqilnskanqa pada masalah

pencekalan sebab pailit tersebut.

Adapun pembedaan oleh Muhamrnad antara masalah kami

dan masalah pailit ini adalah bahwa pailit itu adalah hasil

keputusan yang dijatuhkan hakim. Apakah kamu fidak tahu
bahwasanya hakim bisa mernerintahkann5n unfuk membalnr hak
(piutang) milik penagih, lalu apabila dia menolak membagrar

kamjibannya ifu pada saat ditagih, rnaka hakim berwenang

mencekalnSn dan mencegahnya melakukan pernakaian hartangra,
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dan dia ditetapkan pailit, jika hartanya habis digunakan membayar

utangnya?

Tidaklah dernikian dengan pencekalan orang yang merusak

hartanya, karena perusakan harta ifu bisa diberlakukan, baik
melalui keputusan yang diambil hakim atau tanpa keputusan

hakim. Karena faktor yang menetapkan akibat hukum pencekalan

tersebut, yaifu perusakan harta, telah terpenuhi.

Jadi, sudah seharusnya orang lang menrsak hartanya

kembali menjadi orang yang dicekal haqp karena terpenuhiqn
unsur penrsakan harta tersebut. Squmhh hadits png diriwayatkan

mendukung (pendapat) Abu Yusuf dibanding pendapat

Muhammad, selama kita tdak mengarahkan makzudnln sesuai

Ma&hab Abu Hanifah.

Hal itu karena orang yang datang menemui Nabi $, dan

terdapat kelernahan dalam panglol lidahnSa (fidak bisa
mengimlakkan), lalu disampaikan pada Nabi $ mengenai

permohonan pencekalannSa, lalu Rasulullah $ mengambil

mencekalnla.

Jadi, kalau haryn mumi perusakan harta ifu menjadi faktor
pencekalan, padahal Rasulullah $ tdak pernah mengambil

keputusan mencekal laki-laki tersebut, tenfunp Ali tidak akan

pemah memohon Utsman bin Affan mengambil kepufusan cekal

atas AMuUah bin Ja'far, natnun temSata pernrohonan cekal ifu
benar-benar terbukti.
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Masalah

AI Khashshaf berkatar Kalau temyata hakim benar-benar

menyuruh orang yang merusak hartan5n ini setelah kepufusan

cekal dijafuhkan atas dirinya, menjual sebagian hartanya dan
membeli, lalu dia menjual dan mernbeli, serta menerima uang hasil
penjualan tersebut, maka selnua perbuatan hukum lnng
dikerjakannya ittr hukumnp sah, dan perintah hakim ifu secara

otomatis mernbebaskannya dari status cekal tersebut. Namun, bila

dia menghibahkan atau menyedekahkannla, maka perbuatan

hukum seperti itu tidak boleh.

Al Jashshash berkata menanggapi pemyataan Al l(hashshaf
tersebut, "Adapun pembebasan diringa dari status cekal tersebut

melalui perintah hakim mengadakan jual-beli, maka hal ifu
merupakan benfuk izin melakukan pertuatan hukum tersebut,
perintah hakim ini memang benfuknp seperti itu (pemberian izin
jual-beli tidak yang lainnya)."

Adapun bataln5n hibah dan sedekahnSn, karena
pembebasannya dari stafus cekal ifu hanya sebatas

membolehkannya melakukan peltuatan hukum terkait pemakaian

hartanya unfuk berdagang, dan fidak pernah menetapkan
bolehnya hibah dan sedekah tersebut, sebagaimana telah kami
sampaikan dalam hal pemberian izin kepada budak dan anak yang

belum cukup urnur.

Apabila tmbul p&nyaan: Tatkala faktor yang mencqph
hibah dan sdekah dalam rnasalah kami ini adalah, pencekalan

tersebut, sementara status pencekalan ihr telah hilang dengan
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pembebasan hakim tersebut, lalu apa alasanngn hibah dan sedekah

itu tidak boleh?

Jawabannya: Ini ditinjau dari sudut pandang bahwa

pembebasan stafus cekal ini hanyalah menetapkan izin padanya

unhrk berdagang, tdak menetapkan lebih dari itu, sebab faktor

pencekalan ifu masih. tetap ada, hakim semata-mata

mengizinkannya melakukan pertuatan hukum telsebut melalui

pembebasan stafus cekal ini karena perbuatan hukum itu
mendatangkan manfaat ba$nla. Kalau pernbebasan itu menjadi

faktor lnng menebpkan bolehnla hibah dan sedekahnp, tenfun3/a

pertuatan hukum seperti ifu fidak mengandung pemeliharaan

hartanlp.

Al Khashshaf berkata, "Kalau hakim menyrruhnya menjual

budak miliknp dengan uang pernbelian s@ara tunai, atau suatu

barang dengan uang pernbelian se@ra funai, perintah ini tdak

mernbebaskanrSTa dari pencekahn tersebut.

Al Jashshash berkata, "sebagaimana telah kami sampaikan

dalam rnasalah orang lrang menerima izin, bahwasanya melalui

perintah itu dia tidak secara otomatis orang 1lang diizinkan unfuk

melakukan perbuatan hukum tersebtrt.'

Masalah

Al Khastshaf berkata, "I(alau hakim berkata pada orang

lnng dicekal karena penrsakan harta, 'Aku mengizinkanmu

berdagang di pasar lokal dengan para pelaku pasr lokal tersebut,

namun aku tidak mernbolehkanmu melakukan perdagangan ifu
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kecuali sesuatu 5nng bisa dilihat langsung oleh para saksi. Adapun
sesuafu yang keteranganngra bersumber dari pengakuan (ikrar), aku
tidak pernah mernbolehkannya', maka izin ifu seeerti daail yang

disampaikan hakim tersebut. "

AI Jashshash berkata menindaklanjuti pem5ataan Al
Khashshaf: Jadi, pengakuannya dan perbuatan hukum lrang
dilakukannya tanpa bisa dilihat para saksi Udak boleh.

Masalah ini tidak menyerupai orcng png diizinkan melakukan
perbuatan hukum ditinjau dari segi bahwa hakim menjatuhkan
stafus cekal atas dirinfra guna menghindari usaha perusakan

hartanya tersebut, bukan karena faktor selain ifu, sehingga hakim
berwenang mencegahnp dari segala perbuatan hukum yang
menetapkan akibat hukum adanSa usaha perusakan harta tersebut
sepati pengakuan (ikrar) dan lain sebagainya. Dan hakim tdak
benvenang mencegahnya melakukan usah perbaikan hartanp.

Adapun budak dan anak png belum cukup urnur, stafus

cekal Sang diiafuhkan atas keduaqn bukanlah karena ada usaha
perusakan harta tercebut. Tetapi, anak 5ang belum ctrkup umur ifu
dicekal karena dia bukan orcrng mukallaf, sehingga ucapanngra ifu
bukanlah ucapan yang memiliki akibat hukum png berkaibn
dengan dirin5a. Dernikian juga dengan budak, ucapannla ifu
bukanlah ucapan 37ang merniliki akibat hukum yang mengikat
budak tersebut. Jadi, apabila hakim mengizinkannp untuk
melakukan sebagian usaha dagar,g, maka ucapannlra ifu ucapan
yang bisa diterima (melniliki kelnratan hukum mengikag, sehingga

izin itu tidak han5a tertenfu berkaitan dengan sebagian usaha

dagang tersebut tidak dengan s€bagian yang hin.
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Al Khashshaf berkata, "Kalau anak laki-laki sungguh-

sungguh telah sampai usia baligh, dan dia seorang yang cakap

memeliham hartanya, dan dia memberi pengakuan memiliki

sejumlah utang, hibah dan sedekah, kemudian dia sesudah ifu

berubah keadaannya menjadi orang lnng memsak hartanya, dan

kembali pada keadaan yang mana dia berhak untuk dicekal, maka

semua usaha lnng telah dilakukannp pada saat dia cakap

memelihara harta tersebut hukumryn sah."

Al Jashshash berkata sambil memberi catatan atas

pemyataan Al Khashshaf: Adapun perbuatannya dalam keadaan

merusak harta tersebut, -yakni bahwasanya bila perkaranya telah

dilaporkan kepada hakim, maka dia berwerang mengesahkan

segala usaha yang dilakukannp dalam keadaan cakap memelihara

harta tersebut, dan membatalkan segala usaha yang dilakukannya

dalam keadaan memsak hartanya tersebut, karena usaha yang

dilakukann5a dalam kondisi memsak harta ifu, hukumnya tidak sah

menumt pendapat Abu Yusuf. Tetapi jusfuu usaha yang

dilakukannya itu bisa diterima dengan catatan sesuai dengan

pertimbangan hakim.

Jadi, bila pertimbangan hakim mengntakan mencegah

usaha yang dilakukannya dalam kondisi memsak ifu lebih baik

baginya, maka hakim berwenang mencegahnya. Sedangkan bila

melanjutkan usaha ifu lebih baik baginla, maka hakim berwenang

membuat kepufu san melanjutkannya.

Adapun usaha yrang dilakukannSa dalam keadaan cakap

memelihara harta, maka usaha tersebut tetap bisa dilanjutkan,

tidak ada seorangpun berhak menghalanginya.
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Adapun menumt pendapat Muhammad, segala usaha yang

dilakukannSa dalam keadaan rnerusak hartanya hukumnp batal
derni hukum, karena dia statusnya bembah menjadi orang yang
dicekal mumi hanya karena penrsakan harta tersebut, menurut
Muhammad. Jadi, usaha yang dilakukannya sesudah pencekalan

itu juga tidak boleh.

Al Khashshaf mengatakan: Penrsakan harta Snng menjadi
faktor setiap orang lrang menrsak hartanSn, serta memakai
hartanya secara sia-sia, berhak mendapatkan stafus cekal tercebut,

tdak memperhatikan (mernpedulikan) jenis usaha yang

dipe6uatrSa, baik pernakaian hah s@ara berlebihan ifu unfuk
berbuat melampaui batas (berzina), mernbeli alat-alat permainan
yang melalaikan, ataupun pemakaian harta s@ara berlebihan dan
pemakaian harta secara sia-sia lainnya. Adapun orcmg yang
merusak agamanla, serta dirinla telah menyimpang dari
kebenaran, maka dia tidak patut dicekal.

Al Jashshash mengatakan: Karena pencekalan tersebut
pattrt dijattrhkan dalam kasus ini, karena faktor pemsakan harta,
bukan karena faktor selain ifu, sehingga status cekal itu fidak patut
dijafuhkan atas selain otang yang mernakai hartanSra sampai habis
karena kondisi lernah akal dan harta secara sia-sia.

Al Khashshaf mengatakan: Kalau hakim telah benar-benar
menjahrhkan stafus cekal atas seorang muslim png memsak
hartanln, tiba-tiba hakim lain menggantinya, lalu dia
membebaskannya dari stafus cekal tersebut, dan hakim tersebut
telah mengesahkan sernua usaha lrang dilakulonn5ra terkait
hartanya tersebut sebdum pernbebasan stafus cekal tersebut,
pengesahan hakim ifu boleh. Kqrali usaha 5rang
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dilakukannya ifu berupa akad yang perkaranya telah dilaporkan

kepada hakim yang dicopot dari jabatannya, Ialu dia membatalkan

akad tersebut, maka hakim kedua tidak boleh mengesahkanngd,

dan mernbatalkan kepufusan hakim perhma.

Al Jashshash mengatakan: Hal itu karena perbuatan hukum

5rang tidak dibatalkan oleh hakim pertama tidak memiliki kepastian

hukum, hakim kedua tidak berwenang mengambil kepufusan boleh

dan tidak pula batalnya perbuatan hukum tersebut. Jadi, hakim

kedua berv.renang mengesahkann5a bila kepufusan hukum

perbuatan hukum tersebut boleh dipufuskan melalui ijtihad, dan

hasil ijtihadnln itu memufuskan pertuatan itu hukumnla boleh.

Dan dalam ijtihad tersebut tidak mengandung pernbatalan

keputusan hukum.

Adapun perbuatan hukum orang lang dicekal karena

menrsak hartanln yang telah dibatalkan oleh hakim pertama,

hakm kedua tdak berwenang mengesahkannln. Karena hakim

perbma telah megambil kepuhrsan membatalkannSn dalam kasus

lang mana ijtihad boleh dilakukan pada kasus tersebut. Sebab bila

masalah pencekalan tersebut termasuk kategori masalah grang

boleh dilalarkan ijtihad, maka tidak ada seorangpun boleh

menindaklaniutinlp dengan membatalkan kepufusan hukum hasil

ijtihad tersebut, sebagaimana shalat bila dikeriakan berdasarkan

ijtihad, tidak boleh dibatalkan dengan iithad Spng lain.

Al Khashshaf berkata, "Jadi bila hakim kedua tidak pernah

menindaklanffi kepufusan hukum hakim pertarna dengan tetap

membatalkan perbuatan hukum orang yang dicekal tersebut,

bahkan dia justu mengesahkan perbuatann5n, kemudian datang

hakim yang lain, rnaka hakim ketiga harus menindaklanjuti hasil
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kepufusan hukum hakim pertama, dengan membatalkan sejumlah

akad yang pemah dibatalkan hakim pertama, dan mernbatalkan

kepuhrsan hukum hakim kedua."

Al Jashshash berkata, "Karena kepufusan hakim pertama

benar-benar dipufuskan melalui ijthad darinya dalam kasus, lnng
mana dia boleh melakukan ijtihad, sehingga kepufusan hakim
pertama ifu png sah. Sedangkan kepufusan hakim kedua adalah

kepufusan yang batal, karena kepufusan hakim kedua ifu adalah

keputusan tentang suatu masalah yang tidak boleh lagi dilakukan

ijtihad di dalamnya, sebab tdak ada di antam kalangan ulama

perbedaan pendapat bahua keputusan hakim bila zudah

diputuskan melalui iitihad, dalam kasus lang mana iifitnd itu boleh

dilakukan di dalamnya, maka keputusan hukum itu tidak bisa

dibatalkan selamanSa. "

Al Khashshaf berkata, 'Apabila orang yang memsak

hartanSa 5nng telah dicekal ifu menjual sebagian hartanya, dan dia

telah menerima uang penjualann5a, maka orang lnng tehh
menyerahkan uang tersebut kepadanya, tdak berhak meminta

kembali harhngra kepada orrng Snng dicekal tersebut."

Al Jashshash berkata, "Dernikian Al Khashshaf

mengatakan, tanpa menjelaskan apakah objek jual-beli ih.r ada di
tangan pembeli atau di tangan penjual lang merusak hartan5ra

tersebut, atau apakah objek jual-beli ifu barangryra masih uhrh atau

habis terpakai, dan apakah uang penjualan ifu berada di tangan

penjual tersebut atau tidak?"

Muhammad, dalam pernbahasan pencekalan yang

membahas tentang orang lrang memsak hartanya, berkata,

"Apabila dia meniual suafu barang disertai alat buld sdlsi,
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kemudian dia melaporkan penjualan ihr kepada hakim, maka

hakim harus membuat pertimbangan hukum mengenai

penjualannya tersebut." Jadi, apabila menumt pertimbangan

hakim dia menjual suatu barang sesuai ren@na keinginan dirinSa,

maka hakim boleh mengesahkannya, jika uang penjualan ifu masih

ada. Sedangkan bila uang penjualan itu telah habis s@ara sia-sia di

tangann5n, maka hakim udak berwenang mengesahkann3n.

Muhammad berkata, "Karena, bila hakim mengesahkan penjualan

barang tersebut, tenfunSa boleh pula dia menerima uang penjualan

tersebut."

Muhammad berkata, 'Derrikian pula kalau dia telah

menerima uang hasil peniualan barang tersebut, png diserahkan

langsung oleh pernbeli terebut kepadaryn, dan dia memakainp

sampai habis di hadapan para saksi, maka hakim berwenang

mernbatalkan penjualanrqp tersebut, dan orang lang dicekal

tersebut tdak terikat keurajiban mengganti apapun dari uang

penjualan tersebut."

Muhammad berkata, 'Jadi bila orang yarg dicekal tersebut,

pada saat menerirrlEt uang hasil peniuahn barang ifu, dia

mernakainp unfuk biaSa keperluan diriqp, dengan bia3a Snng

sesuai dengan standar hidupnyra pada unkfu lnng sama, atau dia

menurnikan haji SnnS menjadi rukun lslam, atau dia menunaikan

zakat rnalngra dari u.tng hasil peniualan hartanya tersebut,

kernudian dia baru melaporkan kepada hakim tersebut, maka

hakim berwenang mernbuat pertimbangan hukum mengenai

peni,ualan hartanP tersebut. "

Jadi, bila peniualan ihr sesuai dengan keinginann3n sendiri

atau harganya sesuai dengan uang peniualan png telah dia terima,
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maka hakim boleh mengesahkan jual-beli tersebut, dan pembeli

tersebut sudah terbebas dari karuajiban membayar uang pembelian

barang tersebut. Sedangkan bila jual-beli tersebut karena ada
hubungan teman, lalu hakim tersebut membatalkannya, maka
uang penjualan tersebut tidak bisa dibatalkan dari orang 5rang

dicekal tersebut, tetapi hakim tersebut membayamya dari harta
lain.

Jadi, dengan keterangan ini, Muhammad ingin menjelaskan

bahwa uang penjualan barang tersebut bila habis dipakai unfuk
sesuatu yang boleh dilakukan oleh orang yang dicekal, seperti
memakainya unfuk biaya kepeduan sesuai standar hidupnSn, dan
seperti menunaikan haji dengan uang hasil penjualan barang
tersebut, menunaikan zakat, dan seperti mernba5ar mahar seorang
perempuan, maka penerimaan uang hasil penjualan barang
tersebut oleh orang png dicekal karena menrsak hartanya ifu
adalah penerimaan lrang sah. Dan hakim berka,vajiban
mengembalikan kepada pernbeli tersebut sejumlah uang lnng
sarna dari harta orang yang dicekal tersebut, bila dia mernbatalkan
jual-beli tersebut, karena alasan kedekatan

Apabila hakim mengesahkan jual-beli tersebut karena
keinginannSa sendiri, maka pembeli tidak terikat keurajiban
membayar uang penrbelian yang lain selain yang telah dia
serahkan secara funai pada otang 5nng dicekal tersebut. Inilah
penjelasan sesuai dengan komentar yang disampaikan oleh
Muharnmad.

Karena, di dalam semua benfuk pemakaian harta ifu tdak
mengandung unsur pemsakan harta, sebab haji adalah karajiban
yang mengikakrya, dernikian juga dengan zakat, mahar seoftrng
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perempuan dan biaya keperluan yang menjadi standar hidupnya.

Jadi, bila dia melakukan perbuatan lang berhak dia lakukan, dan

hakim tidak mencegahnya, maka dia dalam pemakaian harta ifu

stafusnya sama seperti selain orang 5rang dicekal. Dan dia boleh

mencari pinjaman untuk keperluannya itu, karena hakim

mengesahkan penerimaan uang hasil penjualan tersebut dan

memakainya sesuai dengan pemnfukannya tersebut.

Adapun bila dia fidak memakainya sesuai dengan

pemnfukan yang telah kami jelaskan, tetapi dia memakain3n

sampai habis dengan pemakaian png bersifat merusak harta,

maka Muhammad mengatakan, "Seharusnp hakim membatalkan

penjualannya, sekalipun tidak mengandung unsur kdekatan pada

pernbeli tersebut."

Muhammad berkata, "Kirena kalau hakim mengesahkan

jual-beli 3nng dilakukannya, maka penerimaan uang penjualan

yrang dilakukannya juga sah, sebab dia tidak terikat kauajiban

menanggung resiko sedikitpun dari uang penjualan tersebut."

Muhammad berkata, "Demikian iuga bila dia telah

menerima uang penjualan hartan5n tersebut dan dia telah

memakainya sampai habis di hadapan para saksi, maka dia tidak

terikat karajiban menanggung resikonlta." Muhammad berkata,

"Apabila uang penjualan yang dibayar funai ifu masih tetap ufuh,

dan jual-beli tersebut didasari keinginannya sendiri, maka hakim

boleh mengesahkannya, ditinjau dari sudut pandang bahwa dia

tdak terikat kauajiban menang[lung resiko uang penjualan

tersebut, png menjadi nilai tukar (harga indeks) objek jual-beli,

5ang telah berada di tangan orang png dicekal (penjua[ tersebut."
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Muhammad fidak pemah menyebutkan bagaimana

hukumnya bila objek jual-beli dalam jual-beli tersebut ada pada

pernbeli tersebut, dan uang hasil penjualan tersebut telah habis

terpakai unfuk melakukan perbuatan yang bersifat memsak harta.

Seharusnya dia tidak menanggung resiko apapun bila hakim

membatalkan penjualannya, sebagaimana ketentuan hukum yang

telah kami sampaikan dalam jual-beli karena selain unsur

kedekatan.

Jadi, kesimpulan akhir dalam masalah penjualan harta oleh

orang yang dicekal karena menrsak hartarqB ini adalah bahwa bila

orang yrang dicekal telah menerima uang hasil penjualan barang

miliknya dan dia mernakai uang ihr sampai habis sesuai dengan

perunhrkan yang mana dia boleh melakukannya, seperti unfuk

biaya perjalanan haji, mernbaSrar zakat dan mahar, maka

penerimaannya adalah penerimaan yang sah.

Jadi, bila hakim tersebut telah mengesahkan iual-beli
tersebut, maka di dalam hartan5ra ifu tersimpan karajiban

mernbayar uang yang sama png telah dia terima. Kami telah

menjelaskan pandangan ini.

Apabila pemakaian uang hasil penjualan barang tidak sesuai

dengan pen-rnhrkan yang telah kami terangkan, dan jual-beli

tersebut mengandung unsur kedekatan atau fidak, maka

penerimaan uang yang dilakukannya itu batal hukumnya, dia tidak

berkalajiban m€nangfpng resiko apapun dari uang yang telah dia

habiskan, dan hakim tidak berwenang mengesahkan jual-beli, jika

mengandung unsur kedekatan atau tidak.

Ketenhran hukum terakhir ini bisa dibenarkan bila

berpedoman pada pendapat Abu Yusuf. Sehingga orang Sang
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dicekal hams menanggung resiko yang sepadan dengan uang yang

telah dia terima, sebagaimana pendapakrya dalam masalah

pengajuan pinjaman utang oleh anak yang belum cukup umur dari

orang yang sudah baligh serta merdeka, bahwasanya anak yang

belum cukup umur (yang berutang) ihr tidak harus menanggung

resiko utang yang dia habiskan, menunrt Muhammad. Itulah

pendapat Abu Hanifah.

Sedangkan menurutt Abu Yusuf, dia harus menanggung

resiko uang penjualan png telah dihabiskan tersebut. Demikian

juga masalah penjualan harta oleh orang png dicekal karena

memsak ini seharusnSla dibangun berdasarkan perbdaan

pendapat antara Abu Yusuf dan Muhammad.

Sedangkan menurut Abu Hanifah, orang yang dicekal ifu

stafus hukumnya sama seperti selain orang yang dicekal, usaha

SAng dilakukannln sah, karena pencekalan atas dirinSn batal.

Alasan pendapat Muhammad dalam masalah Qardh tersebut, Saitu

pendapat Abu Hanifah, bahwasan5ra ucapan anak Sang belum

od<up umur ihr sama seperti tidak ada ucapan sama sekali, bila dia

seorang anak 5rang dicekal, sehingga statusnp hanla seolah-olah

menerima harta yang dipinjamlGn tersebut, dan dia tdak memiliki

hak menanggung resiko mengernbalikan harta lpng sama dengan

harta yang dipiniarnkan tersebut, sehingga dia tdak berkamjiban

menans;trng resiko apapun.

Sebab akad qindh itu menrberi peluang diri4n
(keruenangan) untuk mernakai uang piniarnan ihr sampai habis,

karena akad Qardh tersebut menetapkan akibat hukum

hak rnilik dan kalenangan (kebebasan) bertindak

terkait uang piniarnan tersebut.
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Apabila al<ad, Qardh tersebut telah memberi koluenangan

terhadap anak yang belum cukup uryr itu unfuk memakai uang

pinjaman itu sampai habis, sedangkan ucapan anak Sang belum

cukup umur itu sama sekali tidak menetapkan akibat hukum

berupa karajiban menanggung resiko uang pinjaman yang sarna

yang telah dia pakai sampai habis, sebab ucapannya sama seperti

tidak ada ucapannlra sama sekali (tidak bisa

dipertanggungjawabkan), maka anak png belum cukup umur ifu
tidak terikat kauajiban mengganti apapun, sama seperti seseorcng

yang menyerahkan harta pada anak Sang belum cukup umur dan

menyuruhnya agar memakainya unhrk keperluan dirinSn tanpa

menetapkan kauajiban merumggung resiko pengganti atas anak

tersebut, maka pihak penerima harta tersebut (anak png belum

cukup umur) tidak berkarajiban menanggung apapun pada pihak

yang menyerahkan harta tersebut.

Jadi, bila ketentuan ini bisa diberlakukan dalam masahh

Qardh, maka Muharnmad bisa mernbangun iawaban masalah ini
(penjualan harta oleh orang png dicekal) berdasarkan rnasalah

Qardh tersebut. lGrena, ucapan orzu.rg Sang dicekal sama seperti

tidak ada ucapan sarna sekali terkait resiko pengganti yang harus

ditanggungnya dalam harta milikn5a, dan unsur penyerahan

kauenangan pernakaian uang penjualan (oleh orang yang dicekal)

dari pernbeli tersebut benartenar terpenuhi.

Apabila orcmg lnng dicekal itu memakai uang hasil

penjualan barang itu sampai habis berdasarkan perintah dari
pernbeli tersebut, tanpa dis€rtai pemyataan serah yang

menetapkan akibat hulurn kauajiban menanggung resiko

penggantingra atas orang yang dicekal tersebut, maka dia tdak
terikat kalajiban menanspng resiko apapun.
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Sedangkan menumt Abu Yusuf: Tatkala anak yang belum

cukup ifu seorang yang menanggung resiko uang yang dia pakai

sampai habis melalui mekanisme Qardh, maka demikian pula

dalam kasus jual-beli ini, yakni uang hasil penjualan yang dia pakai

sampai habis melalui mekanisme jual-beli tersebut, dia adalah

orang yang harus menanggung resiko tersebut, sebab pihak yang

menyerahkan uang pembelian tersebut (pembeli), pemberian

kewenangan pemakaian uang ifu kepada anak tersebut oleh

pembeli tidak menetapkan akibat hukum mengikat kecuali

dilandasi pemberian nilai tukar (sama). Jadi, bila pembeli belum

memperoleh nilai tukar (dari uang pembelian) tersebut, maka dia

berhak menunfut pengembalian uang pembelian yang telah

diserahkan tersebut kepadanya.

Adapun bila uang pembelian ihr masih tetap utuh seperti

kondisi semula, maka pernbeli tersebut berhak mengambilnya

kembali kapanpun hakim membatalkan jual-beli tersebut. Dan

apabila hakim tersebut mengesahkannyra, maka hakim tersebut

harus menyerahkan objek iual-beli tersebut pada pembeli tersebut,

dan menyeratrkan uang hasil peniualan ifu pada orang yang

dicekal. Karena, suafu akad bila H-g, maka masing-masing dari

kedua pihak lnng mengadakan akad memiliki kalenangan

menunfut mitranp agar rnengembalikan apa yang telah dia terima

darinya. Seluruh pendapat ini telah terangkum dalam masalah

yang dimuat dalam kitab ini.

Al Khashshaf telah menyampaikan jawabannSa secara

general, dia berkata, "Tidak ada kalajiban menanggung resiko

apapun atas orang yang dicekal terkait uang hasil penjualan png
telah dia terima." Perngntaan ini keliru bila berpedoman pada

624 ll et U"j^rr' Syoah Al lufirtadzdzab



ijma ulama ini dan jawaban yang benar seperti keterangan yang
telah kami jelaskan.

Al Khashshaf berkata, "Muhammad menjawab masalah
orang yang (hartanya) dicekal, yang mengawinkan pubinya atau
saudara peranpuannya, dan keduanya adalah anak 3nng belum
cukup umur unfuk kawin, dia berkata, 'Tindakannln mengawinkan
pubi atau saudara perempuannln ifu batal hukumnya'."

Al Jashshash berkata, "Ditinjau dari segi bahwa menunrt
kami (madzhab Hanafi) setiap orang lang tdak merniliki
kalenangan berfindak bagi dirinya, fidak bisa menjadi wali atas

orang lain berdasarkan bukti orang Sila dan anak yang belum
culmp umur tatkala keduanya tidak merniliki kalenangan
bertindak dalam mengunrs harta keduanya, maka keduan5ra tidak
memiliki ka,trenangan menjadi wali orang lain dalam akad nikah."

Apabila timbul pertanyaan: Bahwasanya omng yang dicekal
ini merniliki melangsungkan akad nikah berdasarkan
bukti bahura dia boleh menikah, oleh karena ifu sernestinlp dia
boleh pula menikahkan (meniildi u,ali perernpuan dalam
pernikahan).

Jaurabann5a: Bolehnya rnelangsungkan ikatan perkawinan
ifu bukan berarti karena dia menriliki kapenangan menjadi urali

dalam akad nilah.

Apaloh kamu tidak tahu kalau dia menikah dengan mahar
lebih tinggi daripada mahar standar perempuan llang sama, dia
tidak wajib menrbaSnr mahar lebih tqsebut? Jika dernikian, maka
menumt kami, melangsungkan akad nikah dengan mahar standar
umurn ifu sama seperti mernbeli suafu bamng dengan stdndar
harga yang sama, hakim boleh mengesahkannya, sekalipun hal ifu
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tidak bisa menjadi bukti pembenar atas kau,renangan bertindak

dalam mengums hartan5n. Demikian juga kewenangan menikah

bagi diri orang yang dicekal dengan mahar standar umutn itu tidak

bisa menjadi bukti yang membenarkan posisinya sebagai wali yang

memutuskan adanya ikatan pemikahan orang lain tersebut.

Al l(hashshaf berkata, "Kalau terjadi perselisihan di antara

orang yang dicekal dan pernbeli mengenai jual-beli tersebut. Orang

yang dicekal misalnya berkata, 'Kamu membelinla dariku pada

saat menyandang stafus cekal'. Sedangkan pembeli berkata, 'Aku

membelinya darimu pada saat cakap hukum'. Maka pem5rataan

yang diterima (dibenarkan) adalah pern5ataan orang yang dicekal

tersebut.

Al Jashshash berkata, "Karena perrbeli tersebut menggugat

peristiwa gang terjadi di masa lalu, dan hal itu tidak bisa diketahui

kecuali berdasarkan pemgraban oftmg yang dicekal, sedangkan

orang png dicekal itu menlntakan peristiura Spng terjadi pada

masa kini, sehingga pemyataan png diterima adalah pemyrataan

omng lrang dicekal, karena fakta png sebenamya menyertai

dirin3n."

Al Khashshaf berkata, "Apabila keduanp sama-sama

mengajukan alat bukfi saksi atas gugatannSp, tnaka alat bukt sal$i

lpng diterirna adatah alat bukfi sal$i yang dimiliki penrbeli

tersebut."

Al Jashshash berkata, "Karena pembeli tersebut benar-

benar hendak menetapkan (memastikan) kebenaran peristiwa yang

teriadi di masa lalu itu dengan alat bukti saksi png dimilikinya,

lrang menolak alat buku saksi yang dirni[ki orang yang dicekal
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tersebut, sehingga alat bukti saksi 3nng menetapkan kebenaran
peristiwa tersebut lebih diprioritaskan unfuk diterima."

Al Khashshaf berkata, "Kalau hakim telah membebaskan
pencekalan tersebut dari orang yang dicekal tersebut, kemudian
terjadi perselisihan seperti itu di..antara keduanya. Omng Snng
dicekal misalnya berkata, 'Kamu mernbelinya pada saat masih
menyandang stahrs cekal'. Sedangkan pernbeli berkata, 'Aku
memrbelinya sebelum dicekal', maka pemyataan png diterima
adalah pemyataan orang yang dicekal tersebut."

Al Jashshash berkata, "sesuai alasan yang telah kami
sebutkan, 3nitu bahwa pernbeli tersebut hendak menyatakan
tentang penetapan peristiwa tersebut yang mendahului pencekalan
tersebut, sedangkan orang 5ang dicekal menolak pernyataannln
tersebut, sehingga pernSrataan Snng diterima adalah pemyataan
pernbeli tersebut."

AI Khashshaf berkata, 'Kalau terjadi perselisihan di antara
kedua belah pihak. orang yang dicekal misalngra berkata, 'Kamu
membelinSa dariku pada saat aku rnasih menSandang stafus cekal'.
Sedangkan pembeli berkata, 'Aku mernbelinsn darimu sesudah
hakim membebaskan status cekal darimu, maka pemSataan yang
dibenarkan adalah pemptaan pembeli tersebut'. "

Al Jashshash mengatakan: Masalah ini tidak menyerupai
masalah yang pertama ditinjau dari segi bahwa pembeli dalam
kasus ini tidak hendak menyatakan tentang penetapan peristiwa
yang terjadi sebelum pencekalan tersebut, akan tetapi dia hanln
ingur menSptakan bahwa pernbeliannya ifu terjadi sesudah
pembebasan stafus cekal dari dirinya. Sedangkan orang yang
dicekal hendak men5atakan tentang penetapan peristiwa yang
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terjadi sebelum pembebasan stafus cekal tetsebut, dan peristiwa ini

tidak pemah diketahui (kapan teriadinya), sehingga fakta yang

sebenamya terjadi dalam kasus ini berada di pihak pembeli

tersebut, sementara orang yang dicekal adalah orang yang

membuat pemyataan yang berlawanan dengan fakta yang

sebenamya, sehingga dia wajib mengajukan alat bukti saksi yang

membenarkan pemyataannya tersebut. Sedangkan pemyataan

yang dibenarkan adalah pemyataan pembeli yang menegaskan

tidak adanya peristiwa yang mendahului pernbebasan stafus cekal

tersebut.

Adapun dalam masalah pertama, pernbeli tersebut hendak

men5atakan adan5a pembelian tersebut sebelum adan5n

pencekalan tersebut, dan dia menyatakan hal ifu unhrk

menetapkan peristiwa lpng mendahului pencekalan tersebut.

Sementara orang png dicekal itu menolak pemlntaan pembeli

tersebut, dan dia men5atakan bahwa akad jual-beli ihr tidak pernah

terjadi keorali pada saat masih menlpndang statrs cekal.

Pemyataan png dibenarkan adalah pemlntaannya, sebab fakta

5ang sebenamya ada pada dirinlp. Dernikianlah keterangan yang

dikutip dari kitab Adabul Qadhi.
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Astrsyirad * berkata:

PEMBAHASAT{ PERDAMAIAN (SHUT}il

Apabila seseoriang bersama orang lain,
mempunyrai hak kepemilikan barang (harta funai), lpng
berada dalam penguasaannlp, atau utang lrang hanrs
dibafrnfa di kemudian hari, maka perdamaian dapat
dilalukannya terhadap orang lain tersebut.

I-andasan huhrm perdamaian tersebut adalah
hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairatr 4$, bahwa
Rasulullah g bersaMa,

-,*. y.rt. tj#4s q+jp e ,tj;.J;':i

'I{aurn mslinh tqikat dengpn slrant*,1mnt
merelra, petaannhn tfu dapt dibldcan di anfara lraum
mtlplimin.'
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I

Apabila dia mengadakan perdamaian dengan cara

mengonversi dari harta dengan harta yang lain, maka

perdamaian itu jafuhnya jual-beli, lnng mana dalam

perdamaian ini diberlakukan ketentuan yang berlaku

dalam jual-beli, seperti khiynr, diharamkan segala apa

yang diharamkan dalam iual,beli seperti gharar,

ketidaktahuan (barang, harga) dan praktik riba-

Perdamaian itu iuga iadi rusak disebabkan faktor yang

merusak jual-beli, seperti $nrat-sfrarat' (ianir)' yang

rusak' Karena dia menjual hartanSn dengan harta lain'
sehingga ketenfuan hukumnya sama seperti ketenfuan

hukum yang berlaku dalam iual-beli seperti dalam

keterangan yang telah kami sebutkan.

Apabila dia mengadakan perdamaian dengan cara

mengonversi dari utang dengan utang yang lain, dan

mereka telah berpisah sebelum dilakukan serah-terima,
maka perdamaian itu hukumnSn fidak sah-

Apabila dia mengadakan perdamaian dengan

or.urg lain dengan mengonversi dari utang dengan

barang (harta tunai), dan kedua belah pihak telah

berpisah sebelum serah-terima, maka ada dua pendapat

lrang berbeda (Waihaani).

Pertama: Perdamaian itu hukumnya tidak sah,

karena kedua belah pihak telah berpisah, padahal

pengganti dan barang yang dikonversi itu berada dalam

tanggy4gan satu pihak, sehingga menyerupai kasus bjla

kedua pihak yang mengonversi utang dengan uaang

llang lain berpisah sebelum serah-terima-
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Kedua:. Perdarnaian tersebut hukumnya' sah.

Karena jual-beh tersebut. adalah, jenis iual-beli barang
(harta tunai) dengqn utang, sehingga menyerupai jual-

beli barang dengan uang pembelian dibayar di
kemudian han (Dzimmahl. 

i

Apabila , dia mengadalran perdamaian dengan
mengonversi dari harta dengan manfaat dtri
penggunaan barang 0.s.), maka perdamaian ifu
jatuhnya ijarahL, yang mqna di dalamnya diberlakukan
segala ketentuan yang berlaku dalam ijarah, seperti
khircr. Dan batal disebdbkan faktor ydng membatallran
ijarah, seperti ketidaktahuan waktu 'iiarah, karena dia
menyewa hak guna (manfaat) suafu barang dengan
harta tersebut, sehingga ketentuan hukumn5;a dalam
perkara yang telah kami sebutkan sama seperti
ketentuan hukum yang berlaku dalam ijarah.

Pasal: Apabila seseorang mengadakan
perdamaian dengan cara mengonversi dari satu unit
rumah dengan separuhnya, maka ada dua pendapat
yang berbeda (Wajhaaei)-

Pertama.'Tidak sah. Karena dia menjual hartarr5Ta

dengan hartan5Ta

Kedua: Sah. Karena tatkala dia mengadalnn
kontrak dengan ungkapan perdamaian, rnaka

l tju.t adalah akad pernindahan hak guna (rnanfaat) atas suahr barang dalam
waktu tertentu dengan sam (ujrah) tanpa diikuu pemindahan
kepernilikan bararg itu sendiri.

At Majnru'Sloatt Al Muhadzdzab ll au



pembelian ihr seolah dia mengtribahlnn separuh

hartanp dan menerima sepanrh yang lain.

Apabila seseorang mengadakan perdamaian

dengan pihak hin dengan mengonversi dari safu unit
rumah dengan (manfaat) menempatinya selama

setahun, maka ada dua pendapat lnng berbeda
(Waihaani).

Pertana: Tidah sah. Karena, dia membeli sahr

unit nrmahqn dengan manfaatnln.

Kdta: Sah. I(arena, tatlola dia mengadalon
konhak pembelian ifu dengan ungkapan perdamaian

tersebut, maka pembelian ifu seolah-olah dia berkata,
'Aku membebaskanmu lima ratus dan serahkanlah
kepadaku lima ratns l7ang lain.'

Penielasan Hulnrm:

Hadits Abu Hurairah, telah dipublikasikan oleh Abu Daud

dan Al Hakirn, dari jalur Katsir bin Zaid, dari Al Walid bin Rabah

dari Abu Hurairah. Al Hakim b€rlota, "Hadits tersebut sesuai

dengan ryarat hadits Slnlnh Al Buldwi dan Shahih Musltu4" hn
hnu Hibban menilai shahihhadib ini.

At-Tinnidd telah merlura5ntlraruqn dan menilal Insarrsanad

hadit ini, dengan disertai tanrbahan redaksi,
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(" Gp, 'vg Wj*

(" vib il

,r\i,

.Yrp'"Ft il
" IGum muslimin terikat dengan syarat-syant mereka

kecuali, syarat 5mng mengharaml<an yang halal abu menghalalkan

yang haram." dari riwagnt Amr bin Auf.

AbTirmidzi berkata, "Hadits im hasan shahih." Abu Daud,

hnu Majah dan At-Tirmidzi juga meriwaptkannp dari Amr bin
Auf dengan redaksi bahwa Nabi $ bersabda,

| 'cil. y,v gL:t

.vYf '"pt ilr*
" Pqdamaian dapt dihkulan di anbm kaurn muslimin

kuuali, perdamaian tnng manglnnmlan Fng halal atau

manghalallan Smng hamrn.."

Al Hakim dan hnu Hibban telah meriwayatkannla,

menurut mereka dalam urutan semua sanadnya terdapat Katsir

bin Abdullah bin Amr bin Auf, dari aphnSn, dra adalah periua3nt

yang sangat dha'if.

AqrSpfi'i dan Abu Daud mengomentari lhtsir bin
Abdullah bahwa dia adalah seotang periwa3nt dari sekian banfk
perirvaSat Sang s.lka mernbuat kebohongan. An-Nasa'i b€rkata,

"Da bukan periunyat png tepercaya (iuiur)."

hnu Hibban berkata, 'Dia memptrnyai naskah tdisan hadits

maudhu' dan a1ahn1n, dari lokeknya." Ahrnad mengabaikan
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haditsnya. At-Tirmidzi telah melakukan kajian dalam menilai

shahih hadits ini. Sementara Adz-Dzhahabi berkata, "Karena dia

telah meriwayatkan dari hadits Katsir, i#t 'd "iit+ 
if'|elr

'Perdamaian dapat dilakukan di antara laum muslimirf, dan dia

menilai shahih hadits ini, oleh karena itu para ulama tidak

berpedoman pada hasil penilaiannya yang menlatakan shahih

hadits tersebut."

hnu Katsir dalam lrcgaad kar1an5a, mengatakan: Abu Isa

At-Tirmidzi telah melalnrkan kajian mengenai penilaiannya yang

menyatakan shahih hadits ini dan hadits serupa lainnya.

Al Hafizh hnu Hajar Al Asqalani mernbuat alasannya, dia

dalam Buluughul Maram dengan berkata, "Seolah-olah yang

manjadi pertimbangannlp adalah banyaknla sanad yang

meriwayatkan hadits ini. Sementara ifu hnu Hibban menilai shahih

hadits ini dari ialur Abu Hurairah."

hnu Hajar dalam Fathul kad berkata, "Seolah-olah png
rnenjadi pertimbangannSra adalah banyakqn sanad lang
meriwayatkan hadits ini- Hal itu dikarenakan Abu Daud dan Al
Hakim meriwayatkannya dari jalur Katsir bin Zaid, dari Al Walid

bin Rabah, dari Abu Hurairah." Demikianlah komentar hnu Hajar.

Al Hakim juga tdah meriuayatkanryra dari jalur Anas, dan

dia juga telah meriwayatkannya dari hadits Aisyah. Demikian pula

Ad-Daruquthni. Ahmad telah meriwalntkannya dari hadits

Sulaiman bin Bilal dari Al Ala dari alphnya, dari Abu Huraimh.

hnu Abi Syaibah telah meriwayatkannya dari Atha' bempa

hadits murcal. Al Baihaqi telah meriwa5ratkannSa berupa hadits

mauquf (sanadnya terhenti) pada Umar 5rang i,nenulisnya pada Abu

Musa Al Asy'ari.
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Al Hafizh hnu Hajar secara tegas dan konkrit menyatakan

bahwa sanad hadits Anas dan sanad hadits Aisyah keduaduanp
lernah. hnu Hazm menilai dha'if hadits Abu Hurairah yang

dikemukakan AsyrSyirazi. Dernikian juga AMul Haq menilai dha'if
hadits Abu Hurairah tersebut.

Hadits tersebut benar-benar diriwaSntkan dari jalur AMullah
bin Al Husain Al Mashishi, dia adalah seorang periunyat png
tepercaya. Katsir bin Zaid yang telah disebutkan, Abu Zur'ah

menilainya sebagai seorang periwayat Snng sangat jujur. hnu
Ma'in menilainya seorang periwayat yang tepercaya. Dan Al Walid

bin Rabah juga seorang periwayat grang sangat jujur.

Tidak samar lag bahwa seiumlah hadire yang telah

disebutkan ifu, dan sejumlah sanad ihr sebagiannya mendukung

sebagian sanad yang lain. Asy$aukani bakata, "Minimal dari

sernua kondisi hadits tersebut, matannlp yang telah disepakati oleh

seiumlah sanad itu mencapai derajat hasan."

Al Hafizh dalam At-Talkhish Al Habhberkata:

Hadits Abu Hurairah,

', r l'ljij. 9,V *,ijt
.Y5;'."rt ilr*

"Pqdamaian dapt dilaldan di anbn l<aum muslimin

kquali perdamaian tnng menghahllan yang hanm abu
menghammkan tnng halaL Abu Daud, hnu Hibban dan Al
Hakim telah meriwaptkannp dari ialur Al Walid bin Rabah dari

Abu Hurairah, scara ufuh.

zizlr
,o

v!
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Ahmad meriunyatkann5n dari hadits Sulaiman bin Bilal dari

Al Ala dari ayahngp, dari Abu Hurairah tanpa tambahan redaksi

istitsrn '(pengecualian). tt{asih mengenai bab ini, diriwayatkan juga

dari Amr bin Auf dan lainnya, sebagaimana akan diterangkan

berikut ini.

Pemyataan lbnu Hajar, "Terhentinla sanad hadits pada

Umar lebih populer." Al Baihaqi dalam Al Ma'rifah dat'. jalur Abi

Al Awam Al Bashri berkata: Umar b€ddrim zurat pada Abi Musa,

lalu dia menyebutkan hadits tersebut, dalam surat tersebut,

"Pqdamaian dapat dilakulan.... " lalu dia menyebutkannya secara

uhrh.

Al Baihaqi telah meriwayatkann5Ta dalam As-Sunan dali
jalur yang lain sampai Sa'id bin Abi Bardah, dia berkata, "lni

adalah surat Umar untuk Abi Musa.' I-alu dia menyebutkan hadits

tersebut dalam surat tersebut. Inqla Allah Ta'ala, keterangan

tersebut akan disarnpaikan dalam pernbahasan qadha ', nalnun

menunrtku, aku Udak menernukannla dia menyebutkann5a dalam

penrbahasan qadla'- Whhhu a'hrn.

Adapun penietasan bahasa (arfi harfiahl dalam
pasal ini: Kata perdamaian (!pU artinSn kesepakatan

(menghentikan perrnusuhan), di antara rnakna ihr adalah perjanjian

Hudaibiyah (#itSt ttt - Kata attt t maknanya adalah kebajikan,

dan sesuatu !/ang tepat dan benar. Redaksi i'jl. Av. 3Xt

maksudnya dia memiliki kecakapan menger!*an perkara tersebut.

Di dalam persoahn agarur ada . beberapa kategori

perdamaian. Perdamaian di antara seorrng muslim dan kafir.
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Perdamaian di antara suami istri. Perdamaian di antara dua

kelompok, oposisi (pemberontak; sparatis) dan pemerintah.

Perdamaian di antara kedua pihak yang terlibat persoalan hukum.

Perdamaian dalam masalah tindakan melukai anggota tubuh,

seperti memberi pengampunan dengan syarat membayar

kompensasi sejumlah uang. Dan perdamaian untuk menghentikan

perselisihan, ketika terjadi saling klaim (sebagai pemilik yang sah),

adakalanya mengenai hak kepemilikan funggal atau hak

kepemilikan bersama. Perdamaian yang disebutkan terakhir inilah

yang menjadi fokus pernbahasan para pengikut madzhab Aq1
Syafi'i generasi pertama dari kalangan ahli rtrru' (ulama yang

mempunyai keahlian menggali hukum melalui kaidah-kaidah dan

nash seorang mujtahid).

Hukum-hukum dalam pasal ini: landasan hukum

yang membolehkan dilakukannya perdamaian itu adalah Al

Qur'an, Sunnah dan ijrnak ulama.

Adapun landasan hukum dari Al Qur'an adalah firman

Allah Ta'ak,

W)r#W'4*r$l'u9Wbb
"Dan l<alau ada dua dari mqel<a tnng beriman ifu

berpenng hendatm5n kanu dannil<an anbn kduanSn!" (Qs. Al
Hujuraat [49]: 9). Firman Allah Ta'ak,
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4r!t tf

rr\&WtA$_6W
"Dan jil<a sanng unnib klnwatV akan nusyrtz abu sikap

tidak acuh dari suaminSn, maka frdak mengapa bagi keduanya

mengadal<an perdanaian tnng sebenar-benamya, dan perdamaian

itu tebih baik (b?i mqelal... "(Qs. An-Nisaa' [4]: 128).

Dan firman Allah Ta'ak,

K\F.$W'eG+fui'f'
W.frri;t*fi.j-qf\A;UtK)

"Dan jil<a l<amu klnoratirkan ada pasengkeban anbra

kduangn, maka kirimlah samng hal<am tiuru danail dari keluarga

taki-taki dan sanng tnkan dari keluaa perempuan. Jika kdua
onng hat<arn ifu banmks-ud mengadal<an perbaikan, nisa5n Allah

mqnberi taufik kepda suami-istqi itu....'(Qs. An-Nisaa' [4]: 35)-

Kesemua ayat ini meniadi landasan hukum yang membolehkan

dilakukannp perdamaian tersebut.

Adapun dalil Sunnah, maka telah diriwayatkan oleh Al

Bukhari, Ahmad dan At-Tirmidzi, dan At-Tirmidzi menilai shahih

hadits ini, dari Abu Hurairah r{5, dia berkata: Rasulullah db

bersabda,
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vbrs 3r,.-:'otbl'F&t+
{ by* tqi.'41 Av" W'i Srsi;y.

'fJ gw 9% bt*

"Siap tnng metnpuryni hak yang digoleh s@m
sevlenzngwenang tahadap audannSn, sepati kehormahnnjTa

abu appun, maka hendalmja dia meminb halal darinja hari ini
juga sebelun dinar tidak ada lagi (bermanfaat) dan tidak pula

dirhan. Bila dia mernpuryai amal shalih, dianbiln5n amal shalih

ifu darin5n sauai baann hak Snng dk peroleh s@ra setaenzrngL

wenang, dan bila dia sana selali tidak mempun5ai annl shalih,

maka dianbilah dari sqala pabuabn doa l<autannja tasebut,

lalu dibebankan " Derrrikianlah bunyr redalsi milik Al
Bukhari.

Sedangkan redaksi milik kedua periwayat !,ang lain,

keduanya dalam redaksi hadits ini Mata,

''?Y i 4"b*,
"Hak tang dipoleJzny saarz, sauqnng-ulernng, bantp

lnrb abu kehormabn."
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Hadits Abu Hurairah yang telah dikemukakan oleh Asy-

Syirazi, dan hadits-hadits yang lain, lnng akan disampaikan dalam

pasal-pasal perdamaian berikutnya, inslra Allah Ta'ala.

Adapun dalil ijmak ulama, para ulama kaum muslimin telah

sepakat membolehkan dilakukannya perdamaian tersebut.

Apabila perdamaian ini benar-benar memiliki landasan

hukum yang mernbolehkanqn, maka perdamaian itu adalah

cabang masalah 5rang lain. Yaifu te6agi menjadi lima kategori.

Kategori pertama adalah perdamaian yang menjadi

cabang jual-beli. Ilustrasingn ses@rang (penggugat) menggugat

pihak lain (tergugat) mengenai suatu barang (harta tunai) yang

berada di bawah penguasaan pihak lain (tergugat), lalu tergugat

mengakui bahwa barang tersebut milik penggugat, lalu perdamaian

dilakukan di antara tergugat dan perrggugat untuk menyelesaikan

funfutan itu 5rang dikonversi dengan brang lang sama atau utang.

Perdamaian ini hukumqn satna seperti hukum kasus kalau

tergugat membeli dari pihak penggugat suahr barang dengan

barang Srang lain atau dengan utang. Sehingga dalam perdamaian

ini mempertimbangkan kaentuan lnng dilarang diberlakukan

dalam jual-beli, seperti riba, dan perdamaian batal disebabkan

faktor yang mana jual$eli yang mengandung faktor tersebut

hukumnya batal, seperti ghanr, dan berlaku ketenfuan yang

diberlakukan dalam iual-beli seperti khigr. Karena jual-beli itu

disertai ungkapan perdamaian.

Apabila seorang penggugat menggugat kepada pihak

tergugat piutang yrang akan diba5ar tergugat di kemudian hari

(dzimmahl, lalu tergugat mengakui bahun piutang tersebut milik

penggugat, kemudian perdamaian dilakukan di antara tergugat dan
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penggugat dengan mengonversinya dari utang dengan utang yang

akan dibayar tergugat di kemudian hari, dan keduanya berpisah

sebelum serah-terima, maka perdamaian tersebut hukumnya tidak
sah (tidak boleh). Sebagaimana tidak bolehnya perdamaian dalam

penjualan utang dengan utang.

Apabila perdamaian dilakukan di antara kedua belah pihak

ifu dengan mengonversi dari utang dengan barang (uang tunai),

dan penggugat telah menerima barang (uang funai) tersebut

sebelum berpisah, maka perdamaian tersebut hukumryn sah, bila

utang tersebut termasuk kategori utang yang boleh dikonversi

dengan barang (uang funai) tersebut.

Apabila kedua pihak telah meninggalkan ternpat transaksi

sebelum dilakukannSn penerimaan bamng (uang tunai) tersebut,

apakah perdamaian tersebut hukumnya sah? Ada dua pendapat

Snng berbda (Wajlnani)dalam kasus ini.

Pertama, Tidak sah. Karena, kedua pihak telah

meninggalkan tempat transalrsi, padahal pengganti utang itu
berada dalam tanggungan satu pihak, sehingga perdamaian ifu
hukumnya Udak sah, sebagaimarn kasus kalau perdamaian

dilakukan di antara kedua pihak dengan mengonversi dari utang

dengan utang yang lain, dan kdua pihak meninggalkan tempat
transaksi sebelum dilakukanngra serah-terima.

Keduat Perdamaian tersebut hukumnf sah. Sebagaimana

sahnya perdamaian yang dilakukan dalarn peniualan barang

dengan utang.

Kategori kedua, perdamaian 3ang menjadi cabang iianh.
Ilustrasinya adalah seomng penggugat menggugat s@ftrng

tergugat suafu bamng yang berada di bauah p€nguasaan tergugat,
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atau utang yang akan dibayar tergugat di kemudian hari, lalu

tergugat mengakui barang atau piutang itu milik penggugat,

kernudian perdamaian dilakukan di antam kedua pihak tersebut,

dengan mengonversi dari barang atau piutang tersebut dengan

menempati mmah perrggugat selama sebulan, atau menggunakan

kendaraannya dalam waktu yang telah ditenfukan; Penggugat

merniliki hmtutan 5ang dia gugat kepada pihak tergugat, dan pihak

tergugat merniliki manhat rumah dan kendaraan tersebut.

Sebagaimana kalau tergugat menyet{E rumah atau kendaraan ifu
dari penggugat, di dalam perdamaian ini berlaku syarat seperti

qprat 5ang diberlalnrkan dalam ijanh, sebagaimana keterangan

grang akan disampaikan dalam topik pernbahasann5a, insyaAllah

Ta'ak.

Kategori ketiga, perdamaian lang iuga cabang

pernbebasan utang dan pengurangan utang. Ilustrasinya adalah

seseorang menggugat pihak lain seribu Srang akan dibayamya di
kernudian hari, lalu tergugat mengakui bahwa seribu itu milik
penggugat, lalu perdamaian dilakukan di antara keduan5a dengan

mernbayar sebagian dari seribu tersebut. AsV-SlEikh Abu Hamid

berkata: Perdamaian s€e€rti ini teftagi menjadi dua kategori.

Pertama: Pihak png berutang berkata pada pihak png
mernpunyai piutang, 'Aku akan menyerahkan kepadamu lima

rahrs dengan syarat (ianfl kamu menggugurkan dariku lima rafus

yang lain." Atau pernilik piutang berkata, "Seratrl<an kepadaku

lima rahrs, aku berjanii akan mengugurkan darimu lima rafus yang

lain."

Perdamaian seeer6 ini hukumnya tidak boleh. Apabila

kedua pihak mernaksat<an melakukan perbamaian seperti ifu,
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mal<a perdamaian itu hukumnla batal. Dan pihak yang memiliki

uang seribu yang diakui milikqa ifu berhak menunfut lima ratus

yang lain, karena tergugat baru menyerahkan kepadanya sebagian

haknya, dan dia mengajukan sSarat dengan syarat yang tidak

mengikatnya. Sehingga sgrarat tersebut gugur, dan seribu tersebut

wajib dibayar berdasarkan pengakuan tersebut.

Keduat Pihak 5ang berutang berkata, "Aku menyerahkan

kepadamu lima ratus, dan bebaskanlah aku dari (pembafran) lima

ratus png lain." Atau pemilik piutang berkata, "Serahkanlah

kepadaku lirna rah$, hlu aku pasti mernbebaskanmu dari
(pemba31aran) lima ratus lang lain."

Perdamaian dengan model seperti ini hukumqa boleh,

selama dalam pern3ntaan tersebut tidak mengandung kata depan

yang berrnakna qTarat [anii). Yaifu perkataan pihak yang berutang,

,ii'ol.J, G*sun janji kamu akan mernb€baslonku), atau ii lr. I
.*tif ta*su" qprat kamu akan mernb€baslonlu). I&rena dia

adalah pernilik hak secara ufuh, lalu dia menerirna sebagian hak

tersebut dan mernbebaskan dari sebagian hak yang lain.

Dernikianlah komentar Astfst ailfi Abu Hamid.

Aqrsyirazi berkata: Apabila seseotang mengadakan

perdamaian bersarna orcmg hin dari nihi sernula seribu dikonversi

dengan lirna ratus, rnaka ada dua pendapat lrang berbeda

(Wailmni).

Pertama: Perdarnaian itu tdak sah, sebagairranra lohu dia

meniual seribu dengan lirna ratus.

Keduar Perdamaian ifu sah. IGrena tatkah kesepakatan

pengurangan pembagaran utang ihr diryatakan dengan ungkapan
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perdamaian, maka seolah-olah dia berkata, "Aku telah

membebaskanmu dari ka,uajiban mernbayar lima ratus, dan

serahkan kepadalnrr lima rahrs sisan5a-"

Al Mas'udi mengatakan: Apabila seseorang menggugat

pihak tergugat waiib mernbalnr seribu dirham secara hrnai, lalu

tergugat mengakui bahwa seribu dirham itu milik penggugat,

kemudian perdamaian dilakukan di antara kedua belah pihak

dengan kauajiban mernbalnr lima rafus dirham secara jatuh

ternpo, maka perdamaian ihr hukumnln sah, dan jatuh tempo iht

sifatnp tidak mengikat-

Apabila seorang penggugat menggugat tergugat ka,vaiiban

mernbalpr seribu dirham secara iafuh ternpo, lalu dia mengakui

bahwa seribu dirham itu adalah milik penggugat, kernudian

perdamaian dilakukan di antara kedua belah pihak, dari seribu

dirham dikonversi menjadi lima rafus dirham se@ra funai, maka

itu fidak sah.

Karena, dia mernposisikan lima ratus yang dia tinggalkan iht

sebagai pengganti pernbalpran tunai. Hal ifu karena, mernperoleh

nilai hrkar sebagai perrgganti pernbayaran s@ara hmai itu tdak

boleh.

Apabila seorang penggugat menggugat pihak tergugat waiib

membayar seribu dirham secaftr ufuh, lalu dia mengakui seribu

dirham itu adalah milik penggugat, kemudian perdamaian

dilakukan di antara kedua belah pihak dengan ka,uajiban

mernbayar lima ratqs dirham dalam benhrk pecahan, Al Mas'udi

berpendapat bahwa perdamaian tersebut hukumnya sah. Dan dia

tidak t€rikat menerirna dirham lr6rrg berbentuk pecahan, bahkan

dia berhak menerinra lirna rahrs png uttrh, karena keuhrhan itu
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adalah sifat, sehingga pembebasan dari sifat tersebut hukumnya

tidak sah. Komentar Al Mas'udi telah selesai.

Kategori keempat, perdamaian gnng juga cabang hibah.

Ilustrasinya adalah seseorang menggugat safu unit rumah kepada

pihak lain, lalu dia mengakui satu unit rumah itu adalah milik
penggugat. Lalu pihak yang mengakui bahwa rumah itu milik

tergugat (Muqin) berkata, 'Aku akan menyerahkan kepadamu

separuh dari rumah tersebut dan menghibahkan kepadamu

separuh lnng lain," hibah itu sah hukumqp. Karena hibah

tersebut hibah mumi tanpa ditangguhkan dengan sgarat tertenfu.

Apabila menggunakan ungkapan perdamaian, misalnSra

tergugat (Muqtrl berkata pada penggugat (Muqar lala yang diakui

sebagai pemilik barang), "Berdamailah denganku dari safu unit

rumah ini dengan dikonversi menjadi separuhnya," Aslhsyirazi

menyebutkan bahwa masalah tersebut ada dua pendapat yang

berbeda (Wajhaani).

Pertama: Perdamaian tersebut tdak sah.

Kerena dia menjml hartanya dengan hartanp.

Kedua, hnu Ash-Shabbagh dan ulama lainnya udak

pernah menyebutkan bahwasanya perdamaian ifu hukumnya sah.

Karena tatkala kesepakatan pen[lurangan pernbayaran ihl
dinyatakan dengan perdamaian, maka seolah-olah dia

berkata, "Serahkan kepadaku separuh rurnah itu, dan aku

hibahkan kepadamu separuh yang kedtra."

Kategori kelima, perdamaian 3nng juga cabang 'aritnh
(peminjaman barang). Ilustrasin5n misalnln seseorang menggugat

kepada tergugat safu unit rwnah yang berada di baurah

penguasaan tergugat, lalu dia mengakui bahwa rumah ifu adalah
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milik penggugat, kemudian penggugat yang diakui sebagai pernilik

rumah ifu berkata pada pihak tergugat yang mengakui rumah

tersebut milik penggugat, "Berdamailah denganku sebagai

pengganti rumah ini (kamu) berhak menernpatinya selama

setahun." lalu pihak tergugat berkata, "Aku menerima

perdamaian denganmu." Maka perdamaian itu hukumn5ra sah'

Dan kasus tersebut seolah-oleh penggugat meminjamkan

kepada tergugat untuk menempatinya selama satu tahun. Al

Mas'udi berkata, "Pihak penggugat yang diakui sebagai pemilik

rumah ifu berhak merninta kembali barang pinjamannln tersebut."

Asy-Syirazi menyebutkan bahuasan5a masalah tersebut ada

dua pendapat }lang berbeda (Waihaani). Pertama: Sama seperti

pendapat ini (sah). Keduar ndak sah. Karena dia membeli

rumahnya dengan manfaat rumah tersebut.

Cabang, Asy-Spf i g berkata, 'Apabila perdamaian

dilakukan di antara seseorang dan saudaran3p dari bagian harta

warisannln, maka jika keduaqn mengetahui bagian warisan yang

rlana perdamaian dihkukan di antara keduanSa dengan sesuafu

yang dapat dilalokan dalam iual-beli, rnaka perdamaian itu

hukumnya boleh."

Ini sebagaimana dia bettata, "Apabila dua orcmg

memperoleh bagian warisan harta dari anak laki-lakinp atau dari

saudaranya, lalu salah safun3ra berdamai dengan ahli waris yang

lain tentang bagian u,arisannla, maka perdamaian ini adalah

cabang jual-beli. Jadi, apabila dia melihat harta peninggalan

tersebut, dan mengetahui nilai tr,rkamya, maka perdarnaian ihr

hukumnya sah. Sebagairnana kalau dia , mernbelinln dengan

ungkapan pernbelian."
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Cabang, Apabila perdamaian dilakukan di antara kedua

pihak tersebut dari dirham dikonversi ke dinar, atau dinar

dikonversi ke dirham, maka perdamaian tersebut disebut sharf
(jual-beli mata uang), dan dalam perdamaian seperti ini disyaratkan

harus ada serah-terima nilai tukar di tempat transaksi, seperti

keterangan yang telah kami sampaikan dalam bab sharf
(pengalokasian).

Cabang, Apabila penggugat menunfut perusakan kain

atau her,,ruan kepada pihak tergugat, lalu pihak tergugat mengakui

bahwa kain atau heru,ran ifu adalah milik penggugat, kemudian

perdamaian dilakukan di antara kedua belah pihak tersebut dari

kain atau hewan tersebut dikonversi ke harga png lebih tinggi

daripada kain atau heuran tersebut, maka perdamaian tersebut

tdak sah.

l-andasan pendapat kami adalah bahwa hak yang wajib

dibayamya di kemudian han (Dzimmalltadalah harga standar dari

barang yang dirusak tersebut, sehingga perdamaian dengan

mengonversi harga yang lebih tingg daripada barang yang dirusak

itu tdak sah. Sebagairnana kalau tergugat meng-

ghashab dari penggugat sattr dinar, kemudian perdamaian

dilakukan di antara kedua pihak tersebut dengan dikonversi ke

pembayaran yang lebih banyak daripada satu dinar tersebut.

Apabila perdamaian dilakukan di antara kedua belah pihak

dari harga standar heruan dengan nilai tukar tertenfu, dan

meletakkan nilai tukar tersebut dibapr secara jatuh tempo, maka

nilai tukar itu tdak bisa diba5ar secara iatuh tempo dan
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perdamaian tersebut hukumnln tidak sah. Abu Hanifah berkata,

"Perdamaian ifu hukumnya sah."

Landasan pendapat kami adalah bahwa hak yang wajib

dibayar adalah utang png sudah tiba unktu pemba5nrannya dalam

tanggungan tergugat, sehingga bila nilai tukar dari utang yang telah

tiba waktu pembaSnrannlp itu dibayrar s@ara jafuh tempo, maka

statusngn menjadi jual-beli utang dengan utang. Hal itu tidak boleh

dilakukan.

Apabila penggugat menggugat tergugat mengenai harta

5rang Udak dikehhui jumlahnlp, lalu tergugat mengakui bahwa

harta itu adalah milik penggugpt, dan perdamaian dilakukan di

antara kedua belah pihak atas harta tersebut dengan dikonversi

dengan nilai tukar tertenfu, maka perdamaian tersebut hukumnln

tidak sah. Abu Hanifah berkata, "Perdamaian tersebut

sah."

Landasan pendapat kami adalah bahura perdarnaian model

ihr adalah jenis fukar-merrukar (Mu'aauadlnllt Oleh karena ifu,

perdamaian tersebut hanF berhubungan dengan separuh bagian

hak milik tanpa ditentukan masing-masing, gang

mengandung unsur stilf'ah. Sehingga perdamaian yang

berhubungan dengan barang Fng Udak diketahui kepemilikanngra

tidak sah, salna halnya iuaFbeli.

Asy-$afi'i * berkata, "Apabila seorang penggugat

menggugat seorang tergugat mengenai gugatan perkara Sang

bersifat general, lalu tergugat mengakui bahwa perkara ifu adalah

milik penggugat, kernudian perdamaian dilat$kan di antara kedua

pihak tersebut dari perkara tersebut dikonversi dengan perkara

lain, maka perdamaian tersebut hukumqp sah."
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Abu Ubaid bin Harbuwaih berkata, "Disyaratkan

penunggang kuda dapat meler,rati ialan di bawahnya sambil

memegangi tombakn5n yang tegak berdiri dengan tangannla.

Karena rombongan pasukan berkuda kadang berdesakdesakan
mernenuhi jalan, sehingga mereka perlu mengangkat tombak

tersebut."

Asy-Syirazi men5ampaikan bantahan atas pendapat hnu
Harubawaih tersebut yang mengindikasikan bahwa alasan ini Udak

shahih, karena pasukan berkuda masih bisa menaruh tombakn5ra

di pelananya. Alasan lain, tornbak ihr paniangnSa tidak memiliki

batas yang pasti.

Perkataan Asfsyirazi, k;uihr [andu di atas hrnggangan)

termasuk perlengkapan perang bagi pasukan Islam pada rnasa

Asy-Syimzi, yaitu perlengkapan perang 5ang hampir mirip dengan

kereta kuda, 5nng ditarik oleh krda-kuda yang bagus, yang tertuat
dari kayr yang kasar, lang biasa digunakan para pasukan sebagai

perisai, dan kadang tandu itu dibtnt tinggi hingga batas yang mana

pasukan penyerang bisa melompat dari tandu ifu rnasuk ke dinding
benteng. Al Umamhadalah nanur sebuah kabilah.

AslrSyirazi g berkata: PasaL Apabila seseorang
mengeluarkan serarrbi atas rumahnla €,:tl hingga ke

rumah tetanggarr5;a, tanpa seizin darirya, maka
hukumnya tdak boleh- Sedangkan mengenai alasan
hukumnya, para pengikttr madztrab Aslrsyafi'i generasi
pertama mempunyni beragam alasan.
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Sebagian mereka ada yang berpendapat bahwa

hal ifu tdak boleh karena mengeluarkan serambi atas

rumah ihr sama dengan memanfaatkan ruang yang

dirnilih oleh orang tertenfu, sehingga pemanfaatan

nrang itu tdak boleh tanpa seizin pemiliknSTa tersebut,

serta tanpa ada danrrat. Sama halqn dengan memakan

hartanya (hukumnsp fidak boleh)-

Sebagian mereka ada yang berpendapat bahwa

hal itu hukumnsra fidak boleh karena ruang udara ifu

sifatnya pelengkap ruang daratan, dan seorang

tetangga fidak memiliki hak memanfaatkan mang darat

rumah tetanggaqn, sehingga dia fidak memiliki hak

memanfaatkan nrang udara rumah tetangganya

tersebut.

Apabila si pemilik rumah itu melalnrkan mediasi

dengannSra dengan berianji membalrar kompensasi,

maka perdamaian tersebut hukumnf fidak boleh,

karena ruang udara ihr adalah pelengkap ruang darat,

sehingga ruang udara fidak dapat diatGdkan secara

terpisah.

Penjelasan Hulnrrn: Apabila seseorang berkeinginan

mengeluarkan serambi atas rumah atau balkon kay-, di atas rumah

orang lain atau jalan tetangganya tanpa seizin pemiliknya, maka

hukumnp udak boleh. Karena dia tdak merniliki hak

memanfaatkan ruang darat dari lahan tanah milik tetanggillp,

rnaka demikian pula mernanfaatkan ruang udara di atas lahan

tanah milik tetangganya.
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Apabila si pernilik rumah atau jalan ifu melakukan -rnediasi

dengannya dengan berjanji meriberi uang {<ompensasi, maka
perdamaian tersebut hukumnya tidak sah, karena ruang udara

tidak dapat diakadkan secata terpisah.

Asy-Syirazi *u berkata: Pasa[ Apabila seseorang
mengeluarkan serambi atas rurnahqTa ke jalan bunfu,
maka kamu perlu menganalisan!,a, iika dia tidak
nremiliki akses koridor (ialan) lain yang menghubungkan
jalan buntu tersebut, maka hukumnya fidak boleh,
sesuai dengan alasan yang telah lorni sebutkan dalam
masalah rumah tetangga.

Sedangkan apabila dia memiliki koridor jalan lain
yang menghubungkan jdan bunfu tersebut, maka ada
dr-ra pendapat lrang berbeda (Waihaani)- Pertama:
Hukumnyn boleh- Itulah pendapat Asy-Stpikh Abu
Hamid Al Isfirayini-

Karena ruang udara ifu adalah pelengkap ruang
darat, apabila dia boleh memanfaatkan ruang darat
dengan melintasinya, tentunyra boleh pula
memanfaatkan nrang udara tersebut dengan
mengeluarlon serambi atas rumah tersebut.

Kedua: fidak boleh. Itulah pendapat Straikh kami
Al Qadhi Abu Ath-Thayyib as. Karena jdan buntu itu
adalah lokasi !/ang dimiliki oleh or.rng-orang tertentu,
sehingga fidak boleh mengeluarkan serambi atas
rumahnya tersebut ke jalan bunfu tersebut, sama halrrfn
dengan rumah tetangga-
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Apabila para penghuni ialan buntu itu melakukan
perdamaian dengannya, maka bila kita katakan:
Mengeluarkan serambi atas rumah itu hukumnya boleh,
maka perdamaian tersebut fidak sh, sesuai dengan
alasan yang telah kami sebutkan dalam masalah
perdamaian berkenaan serambi atas rumah lrang keluar
hingga ke lorong (koridor yang menghubungkan daerah
terkunrng).

Apabila kita katakan: Tidak boleh mengeluarkan
serambi atas rumah tersebut, maka perdamaian tersebut
fidak sah. Sezuai dengan alasan yans telah kami

sebutlen dalam masalah serambi atas rumah lrang
keluar hingga ke rumah tetangga.

Penjelasan: Apabila seseorang berkeinginan

mengeluarkan serambi atas rumah atau balkon kayu hingga ke

jalan bunfu, dan dia memiliki koridor lain yang menghubungkan

jalan buntu tersebut, maka bila keberadaannya membahayakan

para pengguna jalan, maka hukumnSp udak boleh tanpa seizin

penduduk daerah terkurung tersebut, sebagaimana udak boleh

mengeluarkan serambi atas rumah hingga ke lorong (koridor) 31ang

menghubungkan daerah terkurung, kecuali mereka meminta izin

melakukan hal tersebut kepada penduduk 5nng tinggal di daerah

terkurung tersebut.

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib mengatakan: Dia tidak merniliki

hak mengeluarkan serambi atas rumahnln ifu hingga ke jalan

bunfu tanpa seizin rnereka, karena jalan bunfu itu adalah milik

sekelompok orang tertenfu, jadi dia Udak b€rhak mengeluarkan
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serambi atas rumahnya hingga ke fialan mihk) mereka tanpa se2in
mereka. Wallahu a'lam.

Asy-Syirazi e, berkata: Apabila seseorang
berkeinginan membuat atap depan rumah (ititi), dan

dia menaruh uiung blandar (tiang penyangga atap
bangunan) di atas pagar tembok tetangganya yang
tepat berada di sebelahnya, maka keinginan ifu tidak
boleh direalisasikan tanpa seizinnSra. I(arena dia
membebani milik orang lain tanpa ada darurat apapun.
Sehingga findalan tersebut hukumnya fidak boleh
tanpa seizinnya, seperti menaruh barang di atas hewan
tunggangan milik orang lain-

Apabila dia melakukan mediasi dengan
tetanggarryn tersebut dari peletahkan beban tersebut
dengan memberi uang kompensasi, maka perdamaian
tersebut hukumnSp sah selama kadar berat blandar
tersebut bisa diketahui. Apabila blandar itu sudah ada,
maka bisa langsung dilihat. Sedangkan jika belum ada,
maka dia bisa menyebutkan spesifikasinp.

Apabila seseorang berkeinginan mendirikan
bangunan di atas blandar tersebut, maka dia harus
menyebutkan tingginya bangunan tersebut, dan bahan
bangunan yang digunakan.

Jadi, apabila dia menyebutlmnnln s€cara mutlak,
maka perdamaian yang bersifat muflak ifu adalah jual-
beli yang bersifat selamanya yang dipenmhrkkan
sebagai penahan blandar dan tempat meletakkan
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bangunan- Sedangkan bila menyebutkan batasan waktu,

maka perdamaian tersebut adalah iiarah, yang bisa

habis kontraknSn dengan habisnya masa kontrak

tersebut.

Penjelasan: Apabila seseoEmg berkeinginan mernbuat

&bath (atap depan rurnah), -yaitu atap yang dilaal,kan di antara

dua pagar tembok, 1ang di bawahnya terdapat koridor 6alan) fns
menghubungkan daerah terkurung, benh.rk jamaknya 4', a*,

btbu.w, di dinding tenrbok tetangganlp.

Ilustrasinya dia mempunpi dinding ternbok dan tepat di

depannya ada dinding ternbok milik tetangganya, sedang di antara

kedua dinding ternbok itu terdapat koridor yang menghubungkan

daerah terkurung, lalu dia menyambungkan blandar dari

dindingnya hingga ke dinding tetangganp, maka penlpmbungan

blandar tersebut tdak boleh ba$nya tanpa seizin tetangganya,

karena dia membebani milik orang lain tanpa seizinnln, tanpa ada

damrat, sehingga peletakkan b€ban pada milik orang lain itu tidak

boleh, sebagaimana kasus kalau s€seorang berkeinginan mernuat

beban di atas heunn hrnggangan milik orang lain tanpa seizin

pernilik hewan hrnggangan tersebut.

Perkataan kami, "Tanpa ada darurat" mengesampingkan

atap rumah yang ditopang oleh empat penyangga. Seperti

penjelasan l/ang akan disampaikan. Jadi, bila dia melakukan

mediasi dengan tetangganya atas peletakkan blandar tersebut

dengan memberi kompensasi, maka perdamaian tersebut

hukumnya sah.
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Narnun, dengan catatan balok-balok kayr ifu ukurannya

harus diketahui, bisa dengan melihat langsung atau spesifikasinya.

Sehingga pernilik blandar ifu harus berkata, "Berdamailah

denganku atas pelehkan balok-balok kayu yang kulakukan ini
dengan kompensasi sekian. "

Asy-Syaikh Abu Hamid berkata: Demikian juga perdamaian

tersebut sah bila pemitk blandar tersebut berkata, "Terimalah

dariku uang sebanpk sekian, dan akuilah bahwa aku merniliki hak

untuk meletakkan beberapa blandarku ini atau separuhnya di

dindingmu."

Jadi, tatkala tetangganya itu telah mengakui bahwa dia

merniliki hak meletakkan blandar tersebut dan dia telah menerima

kompensasi tersebut, maka pelehkkan blandar tersebut dapat

dilakukan. lalu bila dia berkeinginan membangun atap rumah di
atas blandar tersebut, maka dia harus menyebutkan panjang dan

lebamya serta bahan bangunannya, karena keperrtingan

orang be6eda-bda dengan sepesifikasi tersebut-

Sedangkan bila kedua pihak menyebutkan bangunan itu
s@ara mutlak, dan mereka tidak mernbatasinya dengan waktu,

maka bangunan ifu mengikuti tempat menancapkan blandar

tersebut.

Apabila keduaryn membatasi peletakkan blandar itu dengan

wakfu, maka perdamaian tersebut bermakna ijanh, yang bisa

habis kontraknya dengan habisnya masa kontrak tersebut.

Demikian Asy-Spikh Abu Hamid dan Abu Ishaq menyebutkan,

demikian juga Ail Qadhi Abu Ath-Thayyib.

hnu Ash-Shabbagh rnengatakan: Perdamaian tersebut tidak

bermakna jual-beli dengan alasan apapun, karena jual-beli itu
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adalah mekanisme unfuk memperoleh hak kepemilikan material

barang tersebut, sedangkan perdamaian ini hanlnlah berkisar pada

peletakan balok ka1ru, lang mana melalui pemuda ini si peletak

balok kayr itu tidak mernihki sedikit dari pagar tembok yang dibuat

penlnngga balok kaytr tersebut.

Karena, kalau perdamaian tersebut bermakna jual-beli,

tenfunp si peletak balok kayu itu merniliki selnua pagfar tembok

tersebut, dan tentunp bila pagar ternbok tersebut runtuh, maka

dia menriliki keurenangan menunfut sejumlah kerusakan. Padahal

tidak ada seorangpun yang berpendapat seperti ini.

Ibnu Ash-Shabbagh mangatakan: Apabila timbul

pertanyaan, "Perdamaian tersebut bisa bermakna jual-beli khusus

bagi tempat peletakkan balok kayu tersebut." Maka dijawab, "Jual-

beli tersebut fidak sah.' Karena, tempat peletakkan balok kayu

tersebut tempat png ditopang oleh pagar tembok sisanya yang

menjadi milik omng lain, sedangkan pelehkkan balok kafm itu

adalah manfaat yang bedtak dimilikinyra. Apabila perdamaian

tersebut batal diposisikan sebagai jual-beli, maka perdamaian

tersebut bemrakna iknhdengan alasan apapun.

hnu Ash-Shabbagh mengatakan' Apabila timbul

pertan5nan, "Bagaimana bisa iianh disepakati hingga batas waktu

yang tidak ditenfukan?" Jawabannya, bahwasanln manfaat bisa

dUadikan objek akad iknh dalam kondisi hajat {kebutuhan

mendesak), lrang tdak dibatasi uakfu. Sebagaimana

berlangsungnya akad nikah dengan mahar manfaat yang tidak

ditenhrkan batas wakhrnya. Dan kebutr.rhan mendesak tersebut

mernerlukan hal ifu (udak adanya pernbatasan wakfu tersebut),

karena balok kayu dan hal sempa lainnya kategori bahan
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bangunan Srang dimanfaatkan untuk selarnanya, dan pembatasan

waktu tersebut bisa merusak kayr tersebut, berteda dengan iarah
jenis lainnya.

Alasan lain, bahwa jenis barang lainnya bila kita

mernbolehkannya menjadi objek akad ijanh unhrk selamanla,

maka makna kepernilikan barang tersebut hilang. Sedangkan

dalam kasus ijanh ternpat peletakkan balok kayu ini, peletakkan

balok kayu di atas pagar tembok ini, pemilik balok ka5nr tidak

tercegah unfuk memanfaatkan pagar ternbok tersebut dengan

manfaat yang menjadi objek utama al<ad ijanhtersebut.

Namun, pendapat pertama adalah pendapat yang lebih

diunggulkan di *alangan madzhab Asy-Syafi'i. Karena, Asy-Syafi'i

dalam Al Mukhbsharmengatakan: Kalau seseorang membeli zona

udara di atas sebuah rumah dengan syarat dia boleh mendirikan

bangunan di atas dinding rumahn5a, dan menernpati bagian atas

rumahn5a, maka hal itu sudah cukup (memenuhi s5arat jual-beli),

selama kdua pihak batas ketinggian bangunan

tersebut, karena zona udara ifu tdaklah sama dengan lahan tanah

dalam hal membebani bangunan di atas lahan tanah tersebut.

Apabila ketenfuan hukumn5n berlaku seperti ini, maka jika

pemilik pagar ternbok mengakui bahua pemilik balok kayr itu
mempunyai hak meJetakkan balok kayu di dindingnla, maka hak

tersebut telah merniliki kekuatan hukurn mengikat. Apabila

sebelum pengakuan ifu diawali oleh perdamaian, maka hak

tersebut telah memiliki kekuatan hukum rnengikat seara ztrahir

maupun batin- Sdangkan bila tidak diawali perdamaian, maka hak

tersebut telah memiliki kdmatan hukum mengikat secara zhahir

tidak secara batin. Wallahu a'latn.

Al Majmu'Syarah At Muhodzdzab ll a93



Cabang, Septrtar ma&hab para ulama' Menurut kami

(madzhab Asy-slnf i), boleh hukumnSp meletakkan balok kayu di

dinding tetangganla tersebut selama tidak mernbahayakan para

penglluna jalan. Dernikian, Malik, Al Auza'i, Abu Yusuf, dan

Muhammad berpendapat. Mereka membatasi hukum boleh

tersebut dengan qnrat fldak mernbaha5nkan para penggUna jalan-

Dernikian juga merrurut kami (ma&hab Aslrslrafi'O, peletakkan

balok kayu di dinding tetangga ihr boleh hularmnp, sama seperti

meleruuati jalan dan dudukduduk di jalan tersebut-

Sementara para penglkut madzhab Ahmad mengatakan:

Tidak boleh hukumnya membangun serambi atas rumah, yaitu

nustan (sejenis balkon kayt), 5ang menjorok hingga ke koridor

jalan yang menghubungkan daerah terkurung, baik penrbangunan

serambi ifu menrbahapkan pensllna jalan atau tdak

merrbahayakan. Baik imam (kepala pemerintahan) mengzinkan

atau tidak mengizinkan. I-ebih-lebih pembangunan atap depan

rumah, sekalipun pagar ternbok tersebut milikn5n'

Ibnu Aqil dari kalangan pengikut ma&hab Ahmad

mengatakan: Apabila pelehkkan balok kayu itu tidak mengandung

bahaya, maka boleh hukumnSn dengan qnrat mendapat izin dari

imam, karena imam adalah wakil kaum muslimin, sehingga izinnya

satna seperti i/ln dari orang-orang yang merniliki hak yang salna

dalam menggunakan fasilitas jalan buntu yang fidak

menghubungkan daerah terkurung-

Pendapat terakhir ini lemah menunrt mereka, karena

bahaya (kerugran) ittr bisa dipastikan adanyra, walaupun haqn

dengan teftralangnp pencahapan jalan atau ruang udara, dan

694 ll et U"i*u'SloahAl Mnudzdzab



tidaklah seperti duduk atau melewati jalan, karena kedua hal itu
sifatrya spontan (tdak selamanya).

Abu Hanifah berkata, "Peletakkan balok kayr 3rang tidak

mengandung bahaSn itu boleh hukumn5n. Namun, bila seseorang

dari kaum muslimin menentangnSn, maka wajib mencabuhya."

AslrSyirazi e berkata: PasaL Tidaldah boleh
hukumnya membuka jendela, fidak pula menancapkan
paku di pagar tembok tetangganya kecuali seizinnya,
dan fidak boleh pula menancapkan paku di pagar
tembok milik bersama antara dia dan orang lain kecuali
seizin mitranya- I(arena hd ifu bisa merapuhkan pagar
tembok dan Sehingga fidak boleh
melalnrkan hal tersebut tanpa seizin pemilikqTa-

fidak boleh mendirikan bangrman apapun di atas
pagar tembok tetanggan5Ta, dan tdak pula di atas pagar
tembok milik bersama tanpa seizin pemiliknya- Dan
fidak boleh membuat penghalang di atas dua gedung
bertingkat lrang bertempelan, tanpa seizin pemiliknya,
karena ifu membebani milik orang lain, sehingga sama
huk sn menanrh beban di atas herran funggangan milik
orang lain.

ndaklah boleh hukumnya mengalirkan air di atas
gedung bertingkat milik mitrarryra tanpa seizin darin37a.
Apabila dia melakukan mediasi dengan mitranya dari
pemanfaatan bagran atas gedung bertingkat mihanya
dengan memberi kompensasi, maka perdamaian
tersebut dapat dilakukan, selama bagran atas gedung
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bertingkat yang digunakan untuk mengalirkan air
tersebut bisa diketahui. Karena muatan aliran air ifu
beragam dan berbeda-beda.

Penjelasan Hukurn: Tidak boleh menrbuka

jendela, dan tidak boleh pula menancapkan paku di pagar ternbok

tehngganya nraupun di pagar ternbok yang jadi milik bersama

antam dia dan orang lain, tanpa seizinnya- Karena hal itu dapat

merapuhkan pagar ternbok.

ndaHah boleh hulnrmnf mendirikan bangunan di abs

pagar tembok tersebut tanpa izin. Sebagaimana Udak boleh

menaruh muatan di atas heunn hrnggangan orang lain tanpa seizin

penriliknya.

Cabangr ndak boleh hukumnya mengalirkan air di lahan

hnah milik orang lain, dan tidak pula di atas loteng orang lain,

tanpa seizin darin5n. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i dalam Al
Jadiid.

Sedang dalam Al Qadiim, Asfslrafii berkata, 'Apabila

seseoftrng menggali sumber air atau sulnur, lalu biaya sudah harus

dia keluarkan, dan kondisi darurat mendorongnya mengalirkan air

tersebut di lahan milik orang lain, sedangkan pihak yang tanah

milikn5ra dialiri air tidak menderita kerugian yang konkrit, sebagian

para pengikut madzhab Asy-Syafi'i generasi pertama berpendapat

bahwa pernilik lahan boleh dipaksa agar membiarkan tanah

miliknya dialiri air."
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Jadi, Asy-S5afi'i memberi isyamt boleh diambil tindakan
paksa atas pernilik lahan tanah lrang dialiri air tersebut.

Sebagaimana telah diriuaptkan, bahwasanya perselisihan terjadi
di antara Adh-Dhahhak dan Muhammad bin Maslarnah mengenai

masalah saluran irigasi Udnliii, anak sungai).

Adh-Dhahhak bed<einginan mengalirkanrya di lahan hnah
milik Muharnmad bin Masalamah. Namun, dia menolaknya. lalu
keduanya melaporkan perselisihannp itu kepada Amirul
Mukminin Umar bin Al Kha&thab &. Lalu Umar berkata, "Demi

Allah, aku sungguh*ungguh akan mernbiarkanrya melintasinSa,

sekalipun di atas perutnu."

Al Imrani berkata, 'Pendapat pertama adalah pendapat
png masyhw dr dalam Al Muhadzdab lorya ArySyaikh Abu
Ishaq, karena dia tdah meletakkan beban di atas hak milik orang
lain. Sehingga pel€takkan b€ban itu fidak boleh tanpa seizin

darinya. Seperti menanfi muatan di afias herpan hrnggangan milik
orang lain."

Al Imrani ber*ata, 'Adapun hadits tersebut, mernuat
kenrungkinan bahua dia mernpunlni afumn resmi Srang mengafur
soal mengalirkan air di lahan tanahnSra, lalu dia menolak unfuk

aturan ters€but, oleh karena ifu Amirul Mukminin
agar menaati afuran tersebut."

Menunrtlm: Apabila ses@rang melakukan perdamaian

dengan orang lain tentang lokasi salumn air dari lahan tanahn3n,
yang difungsikan untuk mengalfu{<an air, dan kedmnya
menjelaskan s@ata spesifik mulai dari lokasi yang digunakan, lebar

dan panjangnp saluran air tersebut, maka perdarnaian tersebut
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dapat dilakukan di antara keduanln, karena perdarnaian tersebut

adalah jual-beli lokasi saluran air dari lahan tanahnya-

Tidak perlu menjelaskan kedalaman lokasi saluran air

tersebut. Karena tatkala dia telah memiliki lokasi tersebut, maka

dia merniliki hak untuk mengemknyra, sehingga dia berhak

membiarkannya sesuai dengan apa lang dia kehendaki.

Apabila seseorang melalarkan mdiasi dengan orang lain

tentang mengalirkan air di saluran air dari lahan tanah pernilik

tanah, dengan tidak benrbahn5a hak kepemilikanryra atas lahan

tanah tersebut, maka perdamaian ini disebut iianh, sehinggp

disyaratkan harus ditentukan batasan waktunya, karena batasan

waktu ini adalah karakteristik iianh.

Cabang' Apabila lahan tanah itu berada di bawah

penguasaan seseorang melalui akad iiamh, maka dia dapat

melakukan mediasi dengan seseorang tentang mengalirkan air di

lahan tanah tersebut dalam saluran air yang sudah digali hingga

masa tertenfu yang tidak melanrati rrasa iianflrusa-

Apabila saluran air ifu salna sekali belum digali, maka

perdamaian tidak dapat dilakukan di antara keduan5ra tentang

mengalirkan air tersebut, karena tidak boleh mernbuat saluran air

Sang baru di lahan tanah yrang berada di bawah penguasaannlE

melalui akold iknh.

Adapun iika lahan tanah lnng berada di baurah

penguasaannya itu adalah tanah yrang diwakafkan kepadanlp,

maka dia stafusnya seperti penyeqra. Dia dapat melakukan mediasi

tentang mengalirkan air tersebut di saluran air yang telah digali
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selama masa yang telah ditenhrkan, dan dia tidak berhak menggali

tanah wakaf tersebut unfuk saluran air gnng baru. Karena dia tidak
mqniliki hak atas tanah urakaf tersebut, tetapi dia hanya

mernperoleh , sarn t seperti lahan tanah yang

diserrckan.

Para pengilcut rnadzhab Ahmad berpendapat bahrla dia
boleh menggali saluran air banr, karena lahan tanah itu miliknya,

dan dia boleh melakukan usa[ra apapun yang dia kehendaki terkait

lahan tanah wakaf tersebut, selama kepemilikan ifu belum beralih
pada orang lain.

Berbda dengan penye\ ra, dia haqp boleh melakukan

usaha terkait lahan tanah yang dis€x rakan ifu sesuai dengan izin
yang dimilikinya. Jadi, penerima \ /akaf ifu sama seperti penyeu/a

bila dia memiliki izin unfuk melakukan penggalian saluran air. Lalu
bila penerirna wakaf ihr meninggal dunia di tengah-tengah masa

se\ ra, apakah orang lrang menerima peralihan hak tanah u/akaf itu
boleh mqnbatalkan perdamaian unfuk sisa wal(u dari rnasa serrra

tersebut? Maka dalam hal ini ada dua pendapat 37ang berbeda
(Wajhaani).

Cabangr Apabih seseorrng manggugat orang lain atas

kepernilikan harta, hlu tergugat mengakui bahura harta tersebut

adalah milik penggugat, kernudian dia berkata, "B€rdamailah

denganku mengenai harta tersebut, aku berianji akan memberimu
saluran air di lahan milikku."

AsySSnfi'i db mengatakan: Apabila menjelaskan

lokasi, ukuran panjang dan lebamSra saluran air tersebut, maka
perdamaian tersebut sah. IGrena perdamaian itu adalah jual-beli
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lokasi yang difungsikan unhrk saluran air dari lahan tanahnya.

Keduanya tidak perlu menjelaskan kedalaman lokasi saluran air

tersebut. Karena tatkala dia memiliki lokasi saluran air tersebut,

rnaka dia memiliki hak unhrk menggalinya sampai dalam.

Apakah tergugat merniliki hak atas saluran air tersebut?

Ada dua pendapat 5nng berbeda (Waihaani), Ash-Shaidalani telah

menlrampaikann5la.

Pertama: Tergugat dapat mernilikin5a, karena mengikuti

lahan tanah tersebut.

Kedua: Tergugat tidak dapat mernilikinya. Jadi,

berdasarkan pendapat kedua ini, pemilik lahan tanah tidak bisa

dilamng unfuk mendirikan bangunan di atas saluran air tersebut.

Ibnu Ash-shabbagh mengatakan: Apabila tergugat

melakukan mediasi dengan penggugat agar penggugat diberi

kebebasan mengalirkan air di saluran air gnng terdapat di lahan

tanah milik pihak Spng meminta berdamai (tergugat), Asy-Syafi'i

dalam Al Umm berkata, 'Perdamaian ini adalah iiarah, yang perlu

ada pernbatasan wakfun3p."

Para pengikut madzhab Asy-SSraf i generasi pertama

berpendapat bahwa perdamaian ini hukumnya sah selama salumn

air ihr merupakan lokasi yang sudah digali. Jadi, bila berupa lokasi

yang belum digali, maka perdarnaian tersebut tidak dapat

dilalnd<an. Karena, penye\ ra itu tidak mungkin mengalirkan air

kecuali dengan menggali saluran air. Padahal dia tidak boleh

r-nelakukan penggalian di lahan milik orang lain. Karena

perdamaian tersebut adalah iknh saluran air yang belum ada.
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Apabila tergugat (pernilik tanah) telah menggali saluran air,

dan dia melakukan mediasi dengan penggugat, maka perdamaian

tersebut dapat dilakukan di antara kedua pihak tersebut.

Al Imrani mengatakan: Apabila lahan tanah yang berada di
bawah penguasan tergugat lrang mengakui bahwa harta tersebut

adalah milik penggugat tersebut diperoleh melalui al<ad ijanh,
maka tergugat dapat melakukan mediasi dengan penggugat yang

dikonversi mengalirkan air di saluran air yang terdapat di lahan

tanah png disamkan tersebut, Sang sudah digali, sampai dengan

batas waktu yang tidak melanati batas waktu ijanlmya.

Sdangkan bila saluran air itu lokasinya belum digali, maka

tergugat tidak dapat melakukan mediasi dengan penggugat Snng
dikonversi mengalirkan air tersebut, karena terrgugat tidak boleh

mernbuat saluran air di lahan tanah yang berada di baurah

p€nguasaannln melalui akad ijamh.

Demikian juga, bila lahan tanah itu adalah barang png
diu,akafkan , tergugat dapat melakukan mediasi dengan

penggugat yang dikonversi dengan mengalirkan air di saluran air
yang tendapat di lahan tanah lrang berada di baunh
penguasaannlra.

Apabila dia (penerima unkafl berkeinginan rnenggali saluran

air 1nng baru, maka dia fidak merniliki hak tersebut, karena dia

tidak memiliki tanah u/akaf tersebut, tehpi dia hangB mernperoleh

manfaat tanah wakaf tersebut, sanra halryn lahan tanah 3nng
discuakan.

Apabila tergugat melakukan mediasi dengan pihak
penggugat (mengenai kepemilikan harta) png dikonversi dengan

air di lotengngn, maka tersebut dapat
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dilakukan, selama loteng yang difungsikan sebagai tempat

mengalirkan air itu ukurannSn bisa diketahui, karena air ifu anrsnya

bisa beragam sesuai dengan besar kecilnya loteng tersebut.

Ibnu Ash-Shabbagh mengatakan: Tidak perlu menyebutkan

batas wakfu, dan perdamaian tersebut merupakan cabang iknh.
Karena, perdamaian tersebut tidak membawa akibat memperoleh

beragam manfaat loteng tersebut. lain halnya dengan saluran air,

manfaatrya bisa diperoleh, setringga masa perolehan manfaat ihr

harus ditenfukan.

Alasan lain, air yang mengalir di loteng dan saluran air juga

merniliki kadar be6eda. Karena air yang mengalir di saluran air

tersebut tidak perlu ada ukuran pasti, karena air tidak akan

mengalir (keluar) dari ukuran tersebut, karena air yang mengalir di

saluran air itu bisa melebihi kapasitasnya (da3n tampungnya), dan

perlu menyebutkan ukuran loteng yang mana air mengalir darin5n,

karena sedikit banpknya air bisa mengalir di loteng tersebut.

Apabila tergugat melakukan perdamaian dengan penggugat

(mengenai kepernilikan harta) png dikonversi dengan meng3iri

ladang atau merrberi minum temaknyra dari sumber aimya dengan

sekali atau dua kali siraman, maka perdamaian tersebut hukumnfa

Udak sah. Karena kadar air yang diserap tanaman dan (diminum)

her,rnn temak itu tdak diketahui.

Sedangkan bila tergugat melakukan perdamaian dengan

penggugat (mengenai kepemilikan harta) yang dikonversi dengan

seperempat sumber mata air atau sepertiganSn, maka perdamaian

tersebut hukumnya sah. Sebagaimana keterangan yang telah kami

sampaikan dalam masalah iual-beli.
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Aql-Syirazi e& berkata: Pasal: Mengenai masalah
peletakkan blandar (balok kayu pen!/angga atap) di atas
pagar tembok tetangga dan pagar tembok yang menjadi
milik bersama antara dia dan mitranya, ada dua
pendapat lang berbeda dari Aslrslpfi'i (Qaulaanfl.

Astrslrafi'i dalam Al Qadim berkata, 'Hukumnya
boleh." Jadi, bila tetangga atau mitranya ifu menolah
(peletakkan blandar tersebut), dia boleh dipaksa agar
mengizinkanngn, selama blandar tersebut bobotrSTa
ringan, yang fidak merusak pagar tembok tersebut, dan
dia fidak bisa mengatapi rumahnya kecuali dengan
blandar tersebut-

Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwaptlon
oleh Abu Hurairah, bahwasanga Nabi $ bersaMa,

,F "^1:r,, 'e €Ei'F- y

'Yt+
"langanlah salah eoftrng di antara lrarnu

menghalangi tetangga4m uttuk meletakl<an
(menancaplran) blok lray di dindingn5n."

Abu Hurairah ap berkata, 'sungguh aku melihat
kalian semua berpaling daringra, demi Allah sungguh
aku almn melemparkannya di tengah-tengah diri
kalian-" Alasan lain, tatkala wajib hukumnya
memberikan sisa air unfuk menyiram rumput (untuk
pakan temak), karena pemilik air sudatr fidak lagt

.if iJv
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rnembuhrhkannya, dan ada orang lain lpng
membufuhkannSp, maka waiib pula memberikan sisa

pagar tembok, karena pemilik pagar tembok sudah

fidak lagi membutuhkann3a, dan ada tetanggan ra yang

membutuhkannS;a.

Aqrsyafi'i dalam AI Jadid berkata, 'Tidak boleh

dengan tanpa izin.' Ifulah pendapat yang diunggulkan

dari para pengrkut Madzhab Asf$nfi'i. Sesuai dengan
saMa Nabi $,

1:. * ?br"ly;^x e,G):l JV'J*'l
'TidaWah halal harta milik *orzrng mrrclim kecuali

dengan kelapngan hatingn."

Alasan lain, peletakkan blandar itu merupakan
pemanfaatan hak milik orang lain tanpa dilandasi

darurat, sehingga peletahkan blandar itu fidak boleh

tanpa seizin pemilikn5ra- Sama seperti menalrh muatan

di atas herrran tunggangan milik orang lain dan

mendirilran bangunan di lahan tanah milik orang lain-

Hadits Abu Hurairah tersebut kami mengarahkan

maksudnya pada hulnm sunatr. Adapun air, menunrt

sebuah pendapat dari sebagian para pengilut madzhab

Asy-Syafi'i generasi pertama, adalah mineral yarlg fidak

bisa dimilih perorangan, sedangkan pagar tembok
merupakan barang lpng dimiliki perorangan- Alasan

lain, material air tidak pemah habis, sedanglcan pagar

tembok sebalikn3a.
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Apabila Handar ifu bobotnya sangat berat, yang
bisa merusak pagar tembok, maka ulama sepakat
tidaklah boleh meletakkannya tanpa seizin pemilik
pagar tembok tersebut. Karena pemanfaatan hak milik
orang lain tidak boleh disertai dampak lrang merugikan
orang lain. Karena alasan inilah, fidak boleh
mengeluarkan serambi atas rumah (balkon) yang
membahayakan pengguna jalan hingga ke jalan.

Apabila pemilik blandar itu sama sekali tidak
membufuhkan pagar tembok tersebut, maka pemilik
pagar tembok fidak boleh dipaksa agar mengizinkan
peletakkan blandar tersebut, karena sisa ruang yang
tersedia itu han57a waiib diberikan ketika memang ada
kebufuhan mendesak unfuk memanfaatkannln. Oleh
karena ifu, wajib memberikan sisa air !/ang tdak
terpakai ketika dibutuhkan untuk menyiram rumput-
Dan tidak wajib menyerahkan sisa air tanpa disertai
kebufuhan yang mendesak tersebut-

Apabila kita katakan: Pemilik pagar tembok boleh
dipaksa agar mengizinkan peletakkan blandar tersebut,
lalu dia melakukan mediasi dengan pemilik blandar
tersebut dengan kesepakatan membayar kompensasi
sejumlah uang, maka perdamaian tersebut tidak dapat
dilakukan, karena orang yang memilih hak Snng sudah
pasti diperolehnya fidak boleh dimintai uang
kompensasi sebagai ganti hak tersebut.

Sedangkan bila kita berpendapat bahwa pemilik
pagar tembok fidak bisa dipalsa agar mengizinkan
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peletakkan blandar tersebut, ldu dia melakukan mediasi
dengan pemilik blandar tersebut dari peletakkan blandar
tersebut dengan rnembalnr kompensasi sejumlah uang,
maka perdamaian tersebut dapat dilakukan, seperti
keterangan lpng telah kami jelaskan dalam
pernbahasan blandar teras depan rumatr.

PasaL Apabila seseorang meletakkan
(menancapkan) balok kayu di pagar tembok seorang
tehngga atau pagar tembok milik bersama, dan kita
berpendapat bahwa pemilik pagar tembok itu boleh
dipalsa menurut pendapat A$rq,afi'i dalam AI Qadim,
atau pemilik pagar tembok dapat melakukan mediasi

lrang mengonversinga dengan membagar sejumlah uang
menunrt pendapat AstrstEf i dalam AI Jadid, lalu dia
menghilangkannlra, maka bolehlah baglnva unfuk
meletahkan4Ta kembali-

Apabila pemilik pagar tembok melalnrkan mediasi
dengan pemilik blandar yang mengonversi hak pemilik
blandar dengan uang pengganti, dgil hatrnSTa menanrh
blandar tersebut gugur, maka perdamaian tersebut
dapat dilakukan, karena sesuafu lpng dapat diiual maka
dapat pula dibeli, s.una seperti sehrnrh jenis harta
benda lainnya.

Penjelasan: Hadits Abu Hurairah t&, telah diriwayatkan

oleh Al Bukhari, Mr.rslim, Ahmad, At-Tirrrfdzi, Abu Daud dan hnu
Maiah. Disamping itu, hnu Majah, Al Baihaqi, Ahmad, Ath-

7M ll et uqi^u'SltahAl Muhdzdzab



Thabarani, Abdurmzaq telah meriwayatkannya melalui jalur Ibnu

Abbas dengan redaksi, Rasulullah $ bersaMa,

LU
X-t z '4 it )u?: ,)W'lS 5P I

'Ar" iy&6 apr ,2v

" Tidak bleh membaha5mkan diri sendii maupun oftrng
lain, saonng blell melebl<l<an balok l<ayt di paSar tqtbok
tetangganya; Apabila terjadi paselisihan di antan l<alian mengenai

lalan, mal<a buatlah jakn itu sepanjang tujuh hasb."

Ahmad dan hnu Majah juga telah meriwa3ntkanngn dari
hadits Ikrimah bin Salamah bin Rabi'ah, bahrarasangra dua orang

bersaudara dari Bani Al Mughimh, salah satunya bersumpah tidak

akan mernbiarkanng,ra menancapkan balok kayu di dinding

temboknp.

Kduanp lalu berjurnpa dengan Majma bin Yazid Al
Anshari dan sejumlah omng banlnk, mereka lantas berkata, "Kami
bersaksi bahwasanya Rasulullah #i bersabda,

. rt'+ e W')F- ii r;; jv 8l y
'Janganlah s@ftng tebngga menghalangi tebngganya

untuk menanapkan balok layt (blan&r) di dinding temboknya';'

Seorang Srang berstrmpah lalu berkata, "Hai saudaraku,

kamu telah mengetahui bahwa kepuhrsan ifu meringankanmu serta

memberatkanku, dan aku telah benar-benar bersumpah, jadi
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sekarang buatlah tiang penyangga selain dinding tembokku." Lalu

yang lain melakukan hal tersebut, dan dia menancapkan balok

kayu di tiang penyangga tersebut.

Hadits ini juga diriuayatkan oleh hnu Majah, Al Hakim dan

Al Baihaqi, bersumber dari hadits Abi Sa'id, dan diriwayatkan Al

Baftaqi dari jalur Ubadah. Sedang riwayat milik Ath-Thabarani

dalam Al l{abirdan Abi Nu'aim dari hadits Tsa'labah bin Malik Al

Qurazhi. Keterangan yang ditemukan dalam sebagian redaksinlp,

yakni "Pembuatan jalan sebanyak fuiuh hasta," ada dalam Shahih

At Bukhai dan Shahih Muslim dari hadits Abu Hurairah. Ikrirnah

bin Salamah bin Rabi'ah adalah periwapt yang tidak diketahui

identitasnya.

Perkataan Nabi, Eiii 1 'Jangankh t&nga menghalangi,"

dengan membaca jaam lnng menunjukkan kata kerja perintah

meninggalkan (Nahytt. Sedang dalam rir,rnyat Ahrnad, W-1.
Sernentara redalsi milik Al Bukhari dibaca mfa' lrang

menunjukkan kata berita yang diletakkan di aural kalimat, pifu
berrnakna larangan.

Perkataan Nabi, z:1t3 " blok bW," Al Qadhi lpdh berkata:

Kami melihatrya dalam Muslim dan lainnya, lnkni betragai kitab

yang menjadi sumber rujukan, bentuk jamak dan

hrnggal.

Kemudian dia mengatakan: AMul Ghani bin Sa'id berkata:

Semua ulama mengatakannSa dengan benfuk ramak kecuali Ath-

Thahawi. Karena dia berkata dari Rauh bin Al Faraj: Aku pernah

bertanya kepada Abu Zaid, Al Harts bin Bakir dan Yunus bin
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Abdul A'li'an dari Ath-Thahawi. Mereka seluruhnya 6o1aa5,'z3S

dengan bertanwin.

Riwayat kata yrang dijamakkan ini mendukung orang yang
meriwayatkannya langsung dengan redaksi jamak. Hadits riwa5rat

Al Baihaqi dari jalur Syarik dari lkrimah dari Ibnu Abbas iuga
mendukungnya, dengan redaksi,

),3 *iw
toa'

.-A.r:-C-

"Apbila salah s@ftng di anbn l<alian maninb kepda
tebngganSa unfuk mqtaruh blandamSn di pgar tanboknga, maka
janqpnlah dia manghalangirya.."

Al Qurthubi berkata, "Kesemua ulama tersebut bersungguh-
sungguh men-blryiq riwa5at tersebut khususn5a bagian redaksi ini,
karena persoalan sebatang balok kayr ihr sangat ringan bagi
tetangga unhrk memberi toleransi mengenai peletakkan sebatang
balok kayu tersebut, berbeda dengan balok kayu dalam jumlah
yang sangat banyak."

Hukum pasal ini: Kesernua hadits png telah disebutkan
ini menjadi landasan hukum bahwa tdaklah boleh bagi seorang

tetangga melarang tetangganln unfuk menancapkan balok kayr.r di
dindingnya. Hakim bisa memaksanya bila dia menolak
(pemasangan balok kayu tersebut), seperti inilah, Asy-S5afi'i dalam
Al Qadim, dan salah safu dari kedua pendapatrya dalam Al Jadid,

,t'bj-6 ib:l- €"*1 i:v $1,
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Ahmad, Ishaq, Ibnu Hubaib dari kalangan Malikiah, dan ulama ahli

hadits berpendapat.

Asy-Syafi'i dalam salah dari kedua pendapat Al Jadid,

Pengikut madzhab Hanafi, Malik dan jumhur ulama fikih

mengatakan bahwa izin pernilik tersebut menjadi persyaratan-

Pernilik dinding tdak bisa dipaksa bila dia menolak mengizinkan.

Dan mereka mengarahkan maksud larangan tersebut bermakna

rnakruh bnzih (tuntutan meninggalkan perbuatan melalui perintah

meninggalkan yang tidak kuat), guna menggabungkan antara

hadits tersebut dengan dalildalil lain 1png memberi kepastian

hukum bahwa, 'TidaHah halal lnrh s@ft,ng muslim kqtali
dangan kelapngan hatinSa. "

Interpretasi hadits tersebut dillwab bahuasanya hadits ini

lebih khusus daripada dalil-dalil ters€but yang bersifat muflak,

sehingga dalil umum ihr harus ditopang derrgan dalil yang khusus-

Al Baihaqi mengatakan: IGmi tidak menemukan dalam

Sunan Ash-Shahilnh dalil yang menentang ketenhran hukum ini

kectrali dalildalil yang umum, lrang udak bisa ditolak untuk di-

bl<hsis oleh ketenhran hukum ini.

Sebagian mereka mengarahkan rnalsud hadits ini pada

kasus bila sebelumn5n ada proses permintaan izin dari tetangga

tersebut, seperti keterangan yang tenrngkap dalam riwa5nt Abu

Daud dengan redaksi, AA €r'A 3'ib.r $y " Apbih satah seomng di

anbm kalian mminb izin kep& eudaran5/a.-.", dan dalam

riunyat milik Ahmad , 'dsQ '{U '* " Siap tnng tebbngang

mqnink...." Demikian juga dalam riunpt milik hnu Hibban.
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Jadi, apabila sebelumnya telah ada permintaan izin, maka

tetangga tersebut tidak berhak menolak permintaannya, kecuali

bila sebelumnya tidak ada permintaan izin. Dengan interpretasi

seperti ini, penggabungan antara hadits-hadits yang bermakna

umurn dan yang khusus, dan yang mutlak dan yang spesifik, lebih

diunggulkan (shahilil. Wallahu a'lam.

Sedang pendapat madzhab AsySyafi'i menyatakan

bahwasanya bila seseoftrng berkeinginan menaruh sejumlah

blandamya di pagar ternbok tetangganya atau pagar tenrbok milik
bersama antara dia dan orang lain tanpa seizinnSa, maka bila dia

mempunyai kebutuhan mendesak unhrk menaruh blandar tersebut,

misalnya dia mempunlai lahan tertuka dari tanah tersebut,

sedangkan dia memiliki tiga dinding yang mengelilingi lahan

terbuka tersebut, sdangkan tetangganya atau mitranya

mempunyai sebuah dinding png keernpat, atau pernilik tiga

dinding ifu berkeinginan menaruh atap di atasnSra, apakafrr pemilik

dinding yang keempat boleh dipaksa agar memberinSa

kesempatan untuk menaruh atap tersebut? dalam hal ini ada dua

pendapat Slang berbeda dari AqrSyaf i (Qaulaanl.

Asy-Syafi'i dalam Al Qadim rnengatakan: Dia boleh dipaksa

selama atap ditaruhnya tidak menrsak pagar tenrbok dengan

kerusakan Srang nyata. Seperti ini pula Ahmad dan ulama lainngra

yang telah disebutkan berpendapat. Sesuai hadits Abu Hurairah
yang berisi pertan5nan lnng membuat sekelompok kaum

menundukkan kepala mereka, "Hal apakah lnng membuat

kumelihat kalian berpaling darinSa? Demi Allah, aku akan

melernparkann5a di tengah-tengah diri kalian." Yakni kesunahan

yang mana kalian sernua berpaling darinya.
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Apabila kita menjawab dengan berpegang pada pendapat

Al Qadim ini, lalu tetangga tersebut tidak pemah memberikan sisa

pagar temboknya kepadanya, maka imam berhak memaksan5a

agar dia menanrh balok kayrqa tersebut di dinding tetangga

tersebut.

Asy-Spfi'i dalam N Jadid mengahkan: Imam tidak berhak

mernaksanya agar dia menaruh balok kayunya tersebut di dinding

tetangga tersebut. Al Imrani mengatakan bahun pendapat dalam

Al Jadid mempakan pendapat yang diunggulkan dari Madzhab

AqrSyafi'i. Seperti ini pr.ila, Abu Hanifah berpendapat. Sesuai

hadits, '4 9& g',\2 F *sft ',Sv W1 "ndaWah hatat tnrb

samng muslim kquali dagan k&pngan hatintm."

Alasan lain, pelebkkan blandar (balok kayu penyangga

atap) itu merupakan pemanfaabn hak milik tanpa ada darumt,

sehingga hal itu tidak boleh dilakukan tanpa seizinnya. Sama

halnya menanami lahan tanah mflik omng lain dan mendirikan

bangunan di atas lahan tanah milik orang lain tersebut.

Menurutku: Asy-Syirazi mernpunyai pandangan bahwa

hadits tersebut mempunlni dua interpertasi.

Pertama: Muatan hadits diarahkan pada hukum sunah.

Kedua, Makna hadits tersebut adalah bahwa bila seseorang

berkeinginan menamh balok kayunya di dinding milik tetanSlmga,

karena hendak mengeluarkan balkon, syrfah (seienis bangunan di

luar kamar lantai atas yang dfadikan ternpat melihat ke tempat di

sekelilingnya), atau serambi atas rumah, ke jalan lnng
menghubungkan daaah terkurung, maka tetangga yang berada

tepat di sampingnya tidak boleh mencqahnla untuk menanrh

balok kayu tersebut.
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Karena, Nabi $ bersabda,

.rt+ t 'eb1 4eti&Y
"Janganlah s6@nng di anbn kalian

tetangan5a untuk menaruh (blok h@ di dindingntn , kata ganti

orang ketiga trnggal pada kata i+ {menaruh) kenrbali pada kata

yang disebutkan paling dekat, yaifu tetangga.

Adapun bila seseorang berkeinginan mendirikan bangunan

di atas pagar tembok keliling atau menaruh balok kayr di atasnya,

yang tidak memsak pagar tembok tersebut dengan kerusakan png
nyata, atau dinding tembok Spng lain, yang bisa digunakannya

unfuk menaruh atap di atasn5ra, maka ularna sepakat tetangga

tersebut tidak bisa dipaksa mernberikann5ra.

Apabila kita menjawab masalah tersebut dengan

memegangi pendapat AqrSffi'i dalam Al Jadid, lalu pemilik
pagar tembok tersebut meminjamkannya, tetangga ifu lalu

menaruh balok kayn di atas pagar ternbok keliling tersebut, maka

pemilik pagar te,rmbok tersebut fidak berhak menrintanlp
mencabutnSra, karena izinnya menunfut unfuk mernbiarkannSn

selaman5a.

Apabila perninjam tersebut mencabut balok kayu atau jatuh

sendiri, apakah dia boleh menan@pkannya kenrbali seperti

semula? Maka dalam hal ini ada dua pendapat yang berbeda
(Wajhaani).

Pertama: Dia berhak mengambalikannya seperti semula.

Karena, dia mempunyai hak unfuk tetap mernbiarkan balok kayu

tersebut selamanya.
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Kedua, Dia tidak berhak mengembalikannya seperti

sernula tanpa seizin pernilik pagar tembok tersebut. pendapat

terakhir ini adalah pendapat Snng diunggulkan (Shahihl dari para

pengikut Madzhab Asy-S5nfi'i. Karena atap rumah itu bila tdah
runtuilr, tidak rnasalah bagi pernberi pinjaman unhrk menarik

kernbali hak milikn3n.

Apabila pernilik pagar ternbok berkeinginan untuk
merobohkan pagar tembokn5a, maka pagar ternbok ifu fidak

menunfut untuk dirobohkan, maka dia tidak berhak melakukan hal

tersebut ifu, karena peminjam tersebut benar-benar mempungBi

hak untuk tetap membiarkan balok kaytr tersebut di atas pagar

ternbok tersebut.

Sedangkan bila pagar ternbok tersebut menunfut unfuk

dirobohkan, maka dia berhak melakukan hal tersebut, dan pernilik

balok kayu tersebut harus memindahkannga. lalu bila pernilik

pagar tembok itu telah membangun kembali pagar tembokngra,

maka jika dia mernbangunn5n dengan material yang berbeda

(bahan bangunan yang baru), maka pernilik balok kayu tersebut

tidak berhak menaruh kembali kalnrnln tanpa seizinnp. Karena,

pagar ternbok lnng baru dibangun ini bukan pagpr ternbok

pertama.

Para pengikut ma&hab Ahmad bin Hanbal berpendapat

bahwa boleh meletakkan kernbali balok kaytrnya tanpa seizin

pernilik pagar ternbok tssebut.

Apabila pemilik pagar ternbok mernbangunnln kernbali

dengan material yang lama, misalnya material lrang
dipancangkannya bempa balok Ly,r, lalu dia telah meluruskannp
kembali, atau berupa bafu, lalu dia telah mengecomln kernbali,
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apakah dia boleh meletakkan kembali balok kayrnya tanpa izin?

Ada dua pendapat yang berbeda (Wajhaani) yang disebutkan

pertama.

Apabila pemilik balok kaytr melakukan perdarnaian dengan

pemilik pagar ternbok tersebut dengan membayar kompensasi

sejumlah uang misalnya, agar dia dapat meletakkan kernbali balok-

balok kayunya di atas pagar ternboknya, menunrt pendapat Aq1
Syafi'i dalam Al Jadid, atau kita katakan bahwa tetangga tersebut

boleh dipaksa agar mernberinya kesempatan unfuk meletakkan

balok-balok kayu tersebut, sesuai pendapat AqrSyafi'i dalam Al
Qadim. lalu pernilik tembok tersebut melakukan perdamaian

dengan pemilik balok kup, agar dia melepas balok kayr itu dari

temboknya, maka perdamaian tersebut sah. Karena

barang yang sah dijual, maka sah pula unhrk membelingra, sam€r

seperti jenis harta benda lainnfra. Wallahu a'lam.

AslrSyirazi e berkata: Pasal: Apabila di atas

lahan milik seseoftng fumbuh sebuah pohon, lalu
batangnya semakin tinggr, dan dahannyn menyebar ke
segala arah, serta menimpa rumah tetangganya, maka
boleh bagl tetangga tersebut memintanSn
menghilangkan dahan yang menimpa lahan miliknya.
Apabila dia tetap membiarkannla, maka tetangga
tersebut boleh menghilangkan dahan tersebut dari lahan
miliknp-

Sebagaimana kalau seseorang masuk ke rumah
tetangganp tanpa izrrrr dariryra, maka dia berhak

Al Mqjmu'SyoaltAtMuhadzdzab ll nS



memintanya keluar, dan jika dia tidak mau keluar, maka
dia berhak memaksanln keluar.

Apabila pemilik pohon melakukan mediasi
dengan tetangganya tersebut (pemilik rumah), dad
datran yang menimpa mmahn5Ta dengan membayrar
kompensasi sejumlah uang, maka bila pohon ifu sudah
kering (mati), maka perdamaian tersebut tidak dapat
dilakukan, karena perdamaian tersebut merupakan
kontrak kesepakatan atas nrang udara, padahal ruang
udara itu tdak dapat diakadi secara terpisah.

Apabila pohon tersebut masih basah (hidup),

maka perdamaian tersebut tidak dapat dilakukan, sesuai
dengan alasan lpng telah kami sebutkan. Alasan lain,
perdamaian tersebut merupakan pendamaian atas
barang lpng fidak diketahui, karena pohon itu akan
selalu bertambah di setiap waktu-

Penjelasan Hukum: Apabila seseomng mempunyai

pohon di atas lahan milikn5ra, lalu dahandahannya menyebar di

atas milik tetangganya, maka tetangga tersebut berhak menunfut

pernilik pohon tersebut menghilangkan dahan yang menyebar di

atas miliknya, karena ruang udara ifu iadi pelengkap ruang darat,

padahal dia tidak berhak memanfaatkan nrang darat dari lahan

tanah tetangganya tanpa izin darinln. Maka demikian pula ruang

udara di atas tanah tetangganyra.

Apabila pemilik pohon tersebut tetap membiarkan dahan

yang menyebar di atas milik tetangganln ifu, maka tetangga

tersebut berhak menghilangkan dahan ifu dari ruang udara di atas
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lahan tanahnya tanpa seizin dari hakim. Sebagaimana her.van

temak milik orang lain merambah masuk ke lahan tanahnya, maka

dia boleh menghalaunya sendiri.

Para pengikut madzhab Ahmad berpendapat bahwa apabila

pernilik dahan itu menolak menghilangkannya, maka tidak dapat

dipaksa, *arena penyebaran dahan ifu bukanlah hasil

perbuatannya sendiri.

Berdasarkan kedua alasan tersebut, bila pernilik pohon itu
menolak menghilangkannya, maka pemilik ruang udara tersebut

bqhak menghilangkannSn, tanpa disertai perusakan, Jadi, bila dia

merusak apa saja Sang ada, maka dia harus menanggung resiko

perusakan tersebut. Sebagaimana kalau hewan temak masuk ke

, maka dia berhak mengusimgn tanpa disertai

perusakan, apabila dia mengusimln sampai mati, maka dia harus

menanggung resiko kematian tersebut.

Apabila tidak mungkin bagrrya menghilangkannya keqrali
dengan memenggalnya sampai rusak, maka tdak ada resiko

apapun yang harus ditanggungnSra, karena dia terikat kalajiban
mernbiarkan harta orang lain tetap di atas miliknya.

Al Imrani dalam Al htman mengatakan: Untuk

menemukan jawaban yang sebenamya, masalah ini perlu diteliti

ulang, jadi bila dahan lang menyebar ifu lenfur (mudah

dibengkokkan), yang memungkinkan baginya menghilangkan

dahan ifu dari miliknya tanpa pernotongan, maka dia boleh

membengkokkannya dari miliknya. Apabila dia memotongnnya,

maka dia berkavajiban menufupi kekurangan harga pohon akibat
pemotongan tersebut, karena dia dicurigai memiliki kepentingan
pribadi dengan pemotongan dahan tersebut.
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Apabila dahan itu telah kering, yang tidak mungkin
menghilangkan dahan itu dari miliknya kecuali dengan

memotongnya, maka dia boleh melakukan pemotongan tersebut,

dan tidak ada resiko apapun yang harus ditanggungnya.

Dernikianlah Al Imrani.

Menurutku: Apabila pernilik lahan png terhrtupi dahan
pohon melakukan perdamaian dengan pernilik pohon, untuk tetap
membiarkannya dengan membalar kompensasi yang jumlahnya

diketahui, maka bila dahan itu tdak bersandar di atas pagar

temboknya, maka perdamaian tersebut tidak dapat dilakukan,

karena perdamaian tersebut mempakan bentuk pemisahan ruang

udara melalui kesepakatan damai, jika dahan dalam kondisi kering.

Apabila dahan dalam kondisi segar, perdamaian tersebut juga tidak
dapat dilakukan karena alasan ini, dan alasan lain yaitu pohon itu
serrakin bertambah tinggi di setiap waktu seiring berkembangnya

dahandahan pohon tersebut.

Para pengikat ma&hab Ahmad, seperti hnu Hamid, Ibnu
Aqil, dan Ibnu Qudamah, rnengatakan: Perdamaian tersebut dapat
dilakukan, baik dahan itu dalam kondisi segar ataupun kering,

karena ketidakpastian objek perdamaian tersebut Udak

menghalangi sahnya perdamaian tersebut, karena ketidakpastian

itu fidak menghalangi penyerahan objek perdamaian tersebut. lain
halnya dengan uang kompensasi ('iwadl), perlu diketahui
jumlahnya, karena wajib menyeralrkannya. Karena, kebufuhan

rnendesak (Hajafl mendorong dilakukannya perdamaian dari dahan
yang menyebar di atas milik teXangga tersebut, karena kasus

tersebut banyak menimpa segala hak milik png berdampingan,
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sedangkan dalam pemotongan dahan ada unsur pelenyapan harta

dan kerugian.

Mereka berpendapat bahwa tambahan yang muncul serara

bertahap bisa dimaafkan, sanra halnln sifat gemuk 5nng baru

rnuncul dalam her,van yang disamkan unfuk alat transportasi.

Menurutku: Perdamaian tersebut tidak dapat dilakukan

menurut madzhab kami kecuali dalam kondisi bila dahan tersebut

dalam kondisi kering yang bersandar di atas pagar tembok

tetangga tersebut, sebagairnana kalau pernilik pagar tembok

melakukan perdamaian dengan pernilik balok kayu mengenai

peletakkan balok kayu di atas pagar temboknp. Adapun dahan

yang masih segar, masih dapat dibelokkan, dan rnasih mungkin

dihilangkan.

Cabang, Apabila loteng lebih tinggi daripada

loteng rumah tetangganp, maka orang Sang menaikkan loteng

rumahnSn tidak boleh dipaksa agar membangun birai (pagar

dinding).

Ahmad.g mengatakan: Orang Sang menaikkan loteng

rumahn1a, harus dipaksa mernbuat bimi, karena bila dia naik ke

lotengnya, maka dia bisa melihat rumah tetanggangn dari atas,

padahal seseorang itu dilarang mernanfaatkan milil.nya dengan

cara-cara yang mengakibatkan orang lain menderita kerugian.

Sebagaimana tidak boleh menggali material di dalam lahan tanah

miliknya, 5tang mengakibatkan pagar tenrbok tetangganya

bergemkgerak.
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Dalil pendapat kami adalah bahwa bi,rai'tersebut merupakan

pernisah antara kedua hak milik mereka, sehingga salah safunya

tidak bisa dipaksa membangun birai tersebut, sebagaimana mmah

yang lebih rendah.

Pendapat yang disebutkan Ahmad tersebut tidak benar,

karena bangunan png lebih tinggi tidak dibuat untuk rnelihat

rumah yang lebih rendah dari atas, tetapi rumah png lebih rendah

akan menderita kerusakan akibat runfuhan dari atas, bukan

disebabkan dia mernan{aatkan milikn5n. Berteda dengan menggali

material dalam tanah, karena hal itu dapat memsak milik orang

lain. Al Imrani dalam Al hgaantelah menpmpaikannya.

Catlang, Aslr-Syail.dt Abu Hamid Al Isfirayini mengatakan:

Seseorang boleh membuka di (dinding) miliknp iendela (ventilasi)

lrang dapat melihat tetangganya dari atas, dan dari ternbok

tumpuan png ada di atas miliknP.

Tetangga tersebut fidak boleh melarangnya, karena kalau

dia berkeingrnan meninggikan setnua pagar ternbok, maka dia

sama sekali tidak berhak melarangnla, maka dernikian pula bila

dia berkeinginan meninggikan sebagiannya, maka dia sama sekali

tidak berhak melarangnln. Dernikianlah komentar Asy-Syaikh Abu

Hamid.

Menunrtku: Kecuali bila hal itu mendatangkan masalah

yang merugikan tetanggaqn dan rnenghilangkan (fungsi) dinding

pemisah antara kedua rumah tersebut, yakni hal-hal lrang

mengakibatkan segala k€burukan isi rumah iadi terekspos,
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menjadikan harta terbuang sia-sia, abu hilangn5a sifat laSak huni,
maka dia boleh dipaksa agar menghilangkan faktor tersebut.
Apabila hal ifu bempa jendela, maka dia harus menufupnya, dan
apabila benrpa dinding, maka dia harus meninggikannya. Tentang
keterangan tambahan mengenai masalah tersebtrt akan
disampaikan pada pernbahasan berikutrSn. Walhhu a'lam.

AqrSyirazi db berkata: PasaL Apabila seseorang
mempungni rumah di sekitar jalan sempit serta bunfu
(5nng fidak menghubungkan daerah terkurung),
sementara baglan belakangnln menghadap ke jalan
yang menghubungkan daerah terkunrng, lalu dia
membuka pinfu rumah tersebut menghadap ke jalan
penghubung tersebut, membuka pinfu tersebut
hukumnya boleh- Karena dia memiliki hak menempuh
jdan penghubung tersebut- Sehingga boteh
membuka pinhr rumahngra unhrk menempuh jalan
penghubr,mg tersebut-

Apabila pinfu rumah tersebut menghadap arah
ialan penghubung, sdanglon bagian belalong
rumahn57a menghadap ke jalan sempit, lalu dia
membuka pinfu rumah tersebut menghadap ke arah
jalan sempit tersebut, maka aku hanrs menelitinga, bila
dia membuka pintu tersebut agar dia dapat menempuh
jalan sempit tersebut, maka membuka pinhr tersebut
hukumnya fidak boleh.

IGrena, demi kepentingan dirinya, dia
menjadikan hak menempuh jalan buntu yang dimilild
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oleh pemitiknSn, yang mana dia tidak memiliki hak

untuk melewatinSn tersebut-

Apabila dia berkata: Aku membukanya, dan fidak

membuatn5n sebagai akses jdan keluar (menuiu ialan
sempit tersebut), bahkan aku menggembokn5Ta dan

memakunlra, maka ada dua pendapat yang berbeda

(Waihaani).

Pertama-' Membulo pintu itu boleh baginSn,

karena ketika dia boleh meninggikan semua pagar

tembok rumahnyn, maka lebih{ebih membuka pinhr di

pagar temboknya.

Kedua: ndak boleh, karena membuka pintu itu
adatah buld l7ang menegaskan meniadikan pintu

tersebut sebagai akses ialan keluar, sehingga dia

dilarang unfuk membuka pinfu tersebut-

Apabila seseorang membuka iendela di pagar

temboknya menghadap ke arah ialan sempit tersebut,

membuka jendela tersebut boleh hukumnf, karena
jendela itu bukanlah akses ialan keluar, dan tidak ada

buld lrang menegaskannp sebagai akses ialan keluar-

Apabila seseorang memiliki dua unit rumah, yang

keduaduanya berada di lingkungan ialan sempit, yang

bukan jalan penghubung daerah terkunrng, bagian

belakang dari setiap rumah itu dari kedua rumah iht
menghadap ke bagran belakang rumah yang lain, lalu

dia membuat jatan penghubung dari salah satu dari

kedua rumah tersebut ke rumah lrang lain, maka dalam
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masalah pembuatan jalan penghubung tersebut ada dua
pendapat yang berbeda (Wajhaani)-

Pertama: Tidak boleh. Karena dia telah
mengalihfungsikan kedua jalan sempit tersebut menjadi
jalan penghubung. Alasan lain, demi kepentingan
pribadingn, dia membtrat ialan penghubung lpng
dilaluiqn dari salah satu dari kedua jdan sempit
tersebut ke rumahn3la llang fidak berada di lingkungan
salah safu dari kedua ialan sempit tersebut.

Penghuni lnng berada di lingktmgan masing-
masing dari kedua jalan sempit tersebut mempunyai hak
s5ruf'ah bagi rumah-rumah lrang berada di lingkungan
jalan sempit lrang lain, menunrt pendapat yang
menetapkan }aak stluf'ah berkaitan dengan akses jalan
keluar tersebut-

Kedua: Pembuatan akses jalan penghubung ifu
boleh. Inilah pendapat hasil iitihad Stpilfi kami Al
Qadhi &. Karena dia berhak menghilangkan pembatas
antara kedua rumahngra dan membuatngn menjadi
sebuah rumah, dan membiarkan kedua pinfungra seperti
kondisi semula, sehingga boleh membuat jalan
penghubung dari salah satu dari kedua rumah ifu ke
rumah lpng lain-

Penielasan Hukum: Apabila seseordrg mernpunSai
sebuah rumah di lingkungan jalan sernpit lnng bukan jalan
penghubung 6alan umum), sedangkan bagian belakang rumahnln
menghadap ke jalan urnurn, lalu dia berkeinginan membuka pinfu
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di bagian belakang rumahnya menghadap ke arah jalan umum

tersebut, maka apabila dia membukanya dan menufup pintu yang

berada di jalan sempit tersebut, ulama sepakat membolehkannya.

Sedangkan bila dia membiarkan pintu yang berada di

lingkungan jalan sernpit itu tetap terbuka (dijadikan sebagai akses

ialan keluar), maka aku perlu menelitinya, bila dia membuatnSa

agar pengguna ialan beralih jalur Snng dilaluinya dari jalan umum

ke jalan sempit 0alan pribadi), maka hal iu tidak dibolehkan

bagrnya. Karena, jiilan bunhr ihr adalah jalur yang dimiliki oleh

penghuni yang tinggal di lingkungan jalan buntu tersebut, Snng

mana orang lain tidak berhak melintasi jalan bunfu kepunyaan

rnereka.

Apabila dia meminta izin kepada para pemilik jalan bunht

tersebut, dan dia berkata pada mereka, 'Aku membukan5ra, dan

aku Udak mernbuatnga sebagai akses ialan keluar (menuju jalan

sempit tersebut), bahkan aku menjadikan pinhrku tergembok serta

terkunci rapat, yang tidak mdanratinp kecuali keluargaku dan

para tamuku", maka ada dua perrdapat 5nng be6eaa (waihaani)

dalam hal ini.

Pertama: Boleh. Karena tatkala dia boleh merobohkan

pagar tembokn5n, maka dia boleh pula merobohkan sebagiannya.

Kedua, Tidak boleh. Karena, pintu adalah lubang talan

keluar masuk), png bisa dijadikan tanda oleh pengguna jalan

untuk meleurati jalan buntu (sempit), sehingga dia dilarang unhrk

mernbuka pinfu tersebut.

Para pengikut ma&hab Ahmad bin Hanbal mengatakan:

Ulama sepakat, bagi pemilik rumah itu boleh membuka pinhl

I
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tersebut. Alasan lain, dia hanln memanfaatkan ruang yang tidak
dikuasai kepernilikannya oleh ormg tertenfu.

Bila berpedoman pada pendapat gnng menyatakan boleh
(membuka pinfu [al<s€s keluar masuk rumahD, maka bila muncul
p€rtaq/aan: Pernbukaan pintu ini mengandung unsur yang

merugikan pemilik ialan bunfu tersebut, karena dia telah
mengalihfungsikann5n menjadi jalan umum, maka yang membuat
akses jalan yang dilaluinp beralih dari jalan urnrrn ke jalan bunfu
tersebut.

Menurut pendapat kami, Jalan buntu itl-r fidak
beralihfungsi meniadi jalan umum, tebpi yang berubah adalah
rumahnya menjadi rumah Sang merniliki akses jalan keluar, dan
tidak ada seorangpun berhak melalui

Adapun bila pintu itu menghadap ke jalan

umum, dan dia tidak mernpun5ni pinfu keluar menuju jalan buntu,
lalu dia berkeinginan mernbuat (mernbuka) pinfu di bagran

belakang rumannya, lnng mengarah ke jalan bunfu tersebut
karena hendak menjadikannSp sebagai jalur perlintasan fialan
umum), maka dia tidak bertrak membuka pinfu keluar tersebut,
karena dia tidak mernpun5ni hak mernanfaatkan jalan bunhr yang
kepemilikannya hanlra dikuasai oleh para pemiliknln. Namun, ada

kemungkinan boleh membuka pinfu keluar menghadap ialan bunfu
tersebut, seperti keterangan yang telah kami sebutkan dalam
pendapat yang telah dikernukakan sebelumnp.
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Cabang, Apabila seseorerrg berkeinginan membuka

ventilasi atau jendela berteralis besi atau kayu lpng mengarah ke

jalan buntu tersebut, dia tidak bisa dilarang untuk melakukan hal

tersebut. Karena, dia bemsaha memanfaatkan hak miliknSra- Dan

terkadang tujuan membuka jendela ihr untuk perhrkaran udara,

pencahayaan atau mendapatkan sinar matahari'

Cabangr Apabila seseorang mernpunpi dua unit rumah,

sedangkan pinfu masing-masing dari kedua rumah ifu mengarah

ke jalan sempit llang bukan ialan ulrtum, sementara bagian

belakang masing-masing dari kedua rumah ihr menghadap ke

bagian belakang rumah yang lain, maka bila pernilik kedua rumah

ihr .berkeinginan meninggikan pagar tenrbok di antara kedua

rumahnya dan menjadikannp satu pintu, maka hal ifu boleh dia

lakukan.

Sedangkan bila dia berkeinginan mernbuka (mernbuao pintu

penghubung dari salah sahr rumahnlp ke rumah lnng lain, agar

dia bisa datang dan pergi ke dalam setiap rumah dari kedua rumah

ifu ke mmah yang lain, dahng dan pergi keluar dari masing-

masing dari kedua rumah tersebu! maka ada dua pendapat png

berbeda (Waihaani).

Asy-Syaik*r Abu Hamid telah menyampaikannya. Mayoritas

para pengikut ma&hab Asy-$Bfi'i generasi perhma menlEtakan

tidak boleh. Karena dia telah mengalihfungsikan sahr dari kedua

rurnah ifu sebagai akses jalan keluar masuk dari setiap rumah dari

kedua rumah tersebut, dan memposisikan sebuah rumah tersebut

seperti sebuah jalan bunfu.
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Alasan lain, sytf'ah terhadap masing-masing dari kedua
jalan buntu itu berlaku bagi pemilik jalan buntu 5rang lain, menurut
pendapat yang mernberlakukan syrf'ah dalam sebuah rumah (yang

menjadi milik bersama), karsra kedtn rurnah ini SilDo-sdrrld

merniliki hak unfuk melintasi jalan tersebut. Dan findakan seperti
ini tdak boleh dilakukan.

Al Qadhi Abu Ath-Thagryib Ath-Thabari guru AsySyirazi
Rahimahumallah mengatatr{an: Boleh. Karena dia boleh

meninggikan seluruh pagar ternboknya, maka boleh pula baginla
membuka pinfu di pagar tembokryn tersebut.

AslrSyirazi g berkata: PasaL Apabila rumahnya
mempunyai pintu di bagran tengah ialan bunfu, lalu dia
berkeinginan memindahkan pinfu tersebut, maka aku
perlu meneliti, bila dia berkeinginan memindahkannya
ke bagran depan ialan buntu, pemindahan pintu
tersebut boleh dia lalnrkan. Karena dia mengabaikan
sebagian hakn5Ta unfuk melewati ialan buntu tersebut.

Sedangkan bila dia berkeinginan
memindahkannya ke ujung jalan bunfu tersebut, maka
ada dua pendapat yang berbeda (Wajhaani)-

Pertama-' Pemindahan pinfu tersebut fidak boleh
dia lakukan- Karena, dia berkeinginan menjadikan hak
melewati jalan di lahan lpng bulon miliknya demi
kepentingan pribadinyra.

Kedua: Pemindahan pinfu tersebut boleh dia
lakukan- Karena dia tetap mempunyai hak melewati
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jalan di semua lingkungan jalan buntu. oleh karena itu,

kalau penghuni jalan buntu itu berkeinginan membagi

kepemilikan jaLn bunfu tersebut, maka dia mempun3ni

hak di semua bagtan jatan buntu tersebut'

Apabila pintu rumahn57a terletak di uiung ialan

buntu, dan dia berkeinginan memindahkannya ke

baslan tengah jalan buntu tersebut, di sekitar pintu

tersebut dia membuat pagar pelataran rumah yang

pendek, apabila kita katakan bahwa orang yang

pintungn terletak di bagian tengah idan buntu itu boleh

memindahkannya ke uiung ialan buntu tersebut, maka

karena boleh memindahkannln ke uiung ialan buntu

inilah, maka fidak boleh memindahkanngra ke bagian

depan jalan bunfu tersebut, karena bagian depan idan
bunfu itu adalah iatan milik bersama antara semua

penghuni jalan buntu tersebut, sehingga dia tidak boleh

memonopoli bagian depan ialan buntu tersebut'

Apabila kita katakan: Tidak boleh

memindahkannlTa ke uiung ialan bunfu tersebut, maka

karena alasan inilah, dia boleh memindahkannya ke

bagian depan jalan buntu tersebut- Karena bagran

depan jalan buntu tersebut adalah ialan yang khusus

dipenrnhrkan bagtnya.

Penielasan Hukum: Apabila dua orang mempunyai dua

rumah llang sanra-sama terletak di jalan sernpit yang bukan jalan

penghubung daerah terkurung (jalan bunfu), sementara pinfu

rumah salah seoftrng dari mereka lebih dekat ke bagian depan
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jalan bunfu tasebut, dan rumahn5ra mempunyai pelataran yang

mernanjang hingga ke ujung jalan bunfu, sedangkan pintu rumah
yang lain terletak di bagian tengah ialan buntu tersebut, maka bila
orang gang pinhr lebih dekat ke bagian depan jalan

bunhr itrr berkeinginan mernindahkan pintunSp maju ke baglan

depan jalan bunfu, makapernindahan pintu itu boleh dia lakukan,

Karena, dia mengabaikan sebagian haknya unhrk mdewati
jalan bunhr tersebut. Sedangkan bila dia berkeinginan
memindahkannp rnundur ke dalam jalan bunhr tersebut, Srang

mana ifu ada di sana, maka dalam
pernindahan pintu tersebut ada dua pendapat lnng belteda
(Waihaani).

Pertama: Dia berhak melakukan pernindahan pinfu
mundur ke dalam jalan bunhr tersebut- Karena, pelataran

memanjang hir,gga ke bagran ujung ialan bunfu
tersebut. Sehingga dia berhak memundurkan pinhmya hingga

ujung jalan bunfu tersebut. Alasan lain, dia mernpunlai hak milik
yang menguasai jalan buntu tersebut, sehingga sernua jalan bunfu
tersebut berada di bauah kekuasaan keduanya.

Kedua, Dia tdak berhak melakukan pemindahan pinhr

mundur ke dalam jalan bunfu tersebut. .lnilah pendapat 5rang

diunggulkan dari para pengikut ma&hab Asy-Spfi'i. Karena, dia
berkeinginan menjadikan jalan perlintasan di lokasi lahan yang

bukan miliknya denri kepentingan pribadinSa.

Apabila orang png pintu terletak di bagian

tengah jalan buntu ihr berkeinginan memindahkan pinfungra ke
depan jalan bunhr tersebut, Asys5aik+r Abu Hamid berpendapat
bahwa apabila dia berkeinginan mernindahkann5ra maju ke lokasi
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lahan yang mana tidak ada pelahran milik pemiliknya, maka

ulama sepakat dia berhak melakukan pemindahan pinhr tersebut'

Sedangkan bila dia berkeingiran mernindahkannya maju ke

lokasi lahan l6ng rnana di sana ada pelataran milik pemiliknSp,

apakah dia berhak melakukan pemindahan pinhr tersebut?

Jawabannya dibangun berdasarkan dua pendapat yang berbeda

(Wajhaani) yang disebutkan pertama-

Apabila kita katakan: Orang Srang pintu rumahnSa

terletak di bagian depan jalan bunhr itu tdak berhak memindahkan

pinhrnya mundur ke bagian lokasi lahan yang dikuasai pemiliknya

tersebut, maka oftmg yang pinhr rumahntE terletak di bagian

tengah jalan bunhr itu berhak mernindatrkan pintunya maju ke

lokasi lahan yang dila,rasai perniliknp tersebut- tnilah pendapat

yang diunggulton dari para pengikut madzhab AqrSyafi'i'

Apabila kita katakan: Orang Spng pintu rumahnya

terletak di bagian depan jalan buntu itu berhak memindahkan

pinhrnya mundur ke bagian tengah jalan buntu tersebut, maka

orang yang pinhr rurnatrnva terletak di bagian tengah jalan bunfu

tersebut tidak berhak memindatrkan pinhlnya maju ke pelatamn

rumah tetangganlp.

hnu Ash-Shabbagh mengatakan: Seharusnya ulama

sepakat bahwa dia berhak mernindahkan pintu rumahnSa maju ke

pelataran rumah mitan5A. Karena, dia han5ra mernbuka pinfun!/a

tepat di pelataran milik pribadinya, dan dia tidak berhak melintasi

jalan lebih dari itu.

Para pengiktrt madzhab Ahmad mengatakan: Apabila dua

orang mempunSrai dm buah pinfu Snng terletak di jalan sempit

yang bukan jalan penghubung 0alan buntu), salah satunya lebih
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dekat ke bagian depan (mulut) jalan sempit tersebut, sedang pinfu
lainnya terhak di bagian dalam jalan sempit tersebut, maka orang
yang lebih dekat ke bagian depan jalan sempit itu boleh memindah
pinfunya ke lokasi 5rang beriringan dengan pintu masuk (bagian

depan) jalan sempit tersebut. Karena, dia berhak mela*ati jalan
menuju pinhrn5ra yang berada di depan, sehingga dia benar-benar
mengumngi haknSa meleurati jalan sempit tersebut.

Ketika dia berkeinginan mengernbalikan pinfunya ke lokasi
pinfu yang pertama, rnaka hukumnya boleh. Karena haknSn belum
hil*g.

Apabila dia berkeinginan memindahkan pintunya ke bagian
tengah fianfung) jalan sernpit tersebut, maka dia tidak berhak
merealisasikan keinginannlra ifu. hnu Qudamah berkata, "Ahmad
telah menptakan sec.ra tegas dan konglait jauaban tersebut-"

Aslrsyirazi eu berkata: Pasa} Apabila dua orang
memprlnlni pagar tembok yang menjadi milik bersama
di antara mereka, lalu pagar tembok itu nrnfuh, lantas
salah seorang dari keduanSla mengajak mitrarrya unhrk
membangun kembali, narnun mitra yang lain menolak
ajakann5Ta, maka dalam kasus tersebut ada dua
pendapat yang berbeda dari AslrSyafi'i (Qaulaanl-

AslrSyafi'i dalam AI Qadim mengatakan: Mitra
yang menolak ifu bisa dipaksa agar menuruti ajakanqp.
Karena, biaya tersebut adalah biaya lnng dikeluarkan
unhrk biaya pembangunan kembali pagar tembok yang
menjadi milik bersama, yang akibat pembangunan
kembali pagar tembok itu hilang kerugian dari diringa
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dan dari mitranya, sehingga pihak yang menolak itu

bisa dipaksa agar mengikuti ajakannya tersebut, sama

seperti biaya yang dikeluarkan unfuk memenuhi

kebuhrhan hidup seorang budak-

Asy-Sffi'i dalam N Jadid berkata: Pihak yang

menolak itu fidak bisa dipaksa agar mengikuti

ajakannya tersebut, karena biaya lrang dikeluarkan ifu
adalah biap yang dikeluarkan untuk membiayai hak

milik, lrang andaikata dia memilikinya seorang diri,

maka biaya itu fidak waiib dikeluarkan- Jadi, bila

mereka memiliki hak milik bersama, maka biaya

pembangunan hak milik bersama itu tidak wajib dia

keluarkan. Sama halryn menanami lahan tanah-

Apabila kita meniawab masalah tersebut

berdasarkan pendapat A$rs!/afi'i dalam N Qadim,

maka hakim berwenang memaksa pihak yang menolak

mengeluarkan bia37a pembangunan kembali pagar

tembok tersebut. Lalu, bila dia tetap tidak melalnrkan

perintah haldm, dan dia memiliki harta, maka hahm

berhak menjualnya dan mengeluarkann5Ta rlnhrk biaya

pembangunan kembali pagar tembok tersebut-

Apabila dia tidak mempunlni harta hrnai, maka

haldm boleh mencari pinjaman utang atas nama pihak

lBng menolak tersebut, dan mengeluarkannlra r.rnhrk

biaSn pembangrman kembali pagar tembok tersebut'

Jadi, bila pagar tembok tersebut telah berdiri

kembali, maka pagar tembok tersebut tetap milik

bersama di arrtara keduanya seperti semula (sebelum
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runfuh). Siapa yang mempunyai patok kayu atau
lainnSn, maka dia boleh mengembalikanryra seperti
semula.

Apabila seorang mitra (pih* yang turut serta
memiliki pagar tembok tersebut) berkeinginan
mem.rsang kembali patok tersebut, maka fidak boleh
dilarang unfuk melakukan pemasangan patok tersebut,
karena dia bemiat mengembalilran patok ke dalam hak
milik bersama, sehingga dia tidak boleh dilarang unhrk
melakukan hal tersebut. Sebagaimana kalau patok
tersebut berada di atas pagar tembok tersebut, lalu
terjahrh-

Apabila pagar tembok tersebut dibangun kembali
tanpa seizin haldm, maka aku perlu menelitinya, iika
seor.rng mitra mernbangunngra kembali dengan bahan
bangunan yang lama, dan di saat yang bersamaan dia
merusakryra, maka pagar tembok tersebut kembali
meniadi milik bersama di arrtara mereka- Sebagaimana
kalau pagar tembok tersebut disertai patok (tiang
pancang) dan hak-hak milik lainngTa- Karena, pagar
tembok tersebut kembali dengan sendirinSTa, dan pihak
yang membangunnlp kembali itu tidak memiliki kecuali
hasil pembangunan kembali pagar tembok tersebut.

Apabila dia membangunn3ra kembali dengan
bahan bangrrnan yang lain, maka pagar tembok
tersebut iadi milik pembangun pagar tembok tersebut,
dan mitranSn fidak berhak memanfaatlonryra kecuali
dengan seizin darinSTa-
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Apabila si pembangun itu berkeinginan

merusalmya, maka dia berhak melakukan hal itu,

karena pagar tembok itu adalah miliknya, yang salna

sekali fidak mengandung hak milik orang lain di

dalamnya. Sehingga dia boleh menrsaknya'

Apabila pihak lpng menolak pembangunan

kembali pagar tembok tersebut berkata pada si

pembangun tersebut, 'Jangan merusakrya, aku siap

memberimu sepanrh harga (bra3n) pembangunan pagar

tembok tersebut," maka dia tidak boleh menrsaknln.

Karena berdasarkan permohonan ini, dia bisa dipaksa

agar membangunn5;a kembali-

Apabila salah satu dari kedua orang yang memiliki

hubungan kemitraan itu membangunnya dan mitra yang

lain menyerahkan kepada si pembangun sepanrh biaSp

pembangunan kembali pagar tembok tersebut, maka

waiib membiarkan bangunan tersebut dan dia berhak

dipaksa agar menunaikan keuaiiban tersebut.

sebagaimana dia bisa dipaksa agar mengikuti aialran

membangurnngn kembali.

Apabila kita menjawab berdasarlran pendapat

Ary-Syafi'i dalam AI Jadid,lalu seorang mitra tersebut

berkeinginan membangunnln kembali sendiri,

keinginan itu tidak boleh dilarang, karena dia har5,a

ingin memasang kembali tiang pancang (patold ke

dalam hak milik bersama, lraihr pelataran yang dibuat

mendirikan pagar tembok tersebut. sehingga dia tidak
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boleh dicegah unfuk rnemasang kembali tiang pancang
(patok) tersebut.

Apabila dia membangunnlra kembali dengan
bahan bangunan lrang lama, maka pagar tembok
tersebut tetap jadi milik bersama di antara keduanya,
dan masing-masing pihak dari kedua pihak lnng
memiliki kemitraan ihr berhak
memanfaatkanngn, dan memasiang kembali hak
milikn5p, lnlmi tiang pancang dari kayu tersebut.

Apabila dia kembali dengan
bahan yang berbeda (bahan bangunan yang baru), maka
pagar tembok itu jadi milik si pembangun tersebut. Dan
dia berhak mencegah mitran3Ta memanfaatkan pagar
tembok tersebut.

Apabila dia berkeinginan menrsakngn, maka dia
berhak melalnrkan hal tersebut, karena pagar tembok
tersebut sama sekali tdak mengandr.rng hak milik orang
lain.

Apabila mitra lrang menolak pembangunan
kembali ifu berkata pada si pembangun, "Janganlah
kamu menrsakngra, dan aku siap memberimu sepanrh
biagTa pembangunan kembali pagar tembok tersebut,'
maka dia tidak bisa dilarang unfuk merusaknSna. Karena,
dengan berdasarlran permohonan ini, kalau dia
menolak pembangunan kembali sejak awal, maka dia
tdak bisa dipaksa (agar membangunnya kembali), lalu
apabila dia membangunnya kembali, maka dia fidak
dipaksa agar tetap membiarlrannya.
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Apabila pihak yang menolak itu berkata, 'Aku

mempunlni patok kayu di atas pagar tembok tersebut,

aku siap memberimu separutr bia57a pembangunan

kembali pagar tembok itu, dan patok kayu ihr

dikembalikan seperti semula,' maka kami katakan pada

pihak pembangun, 'Kamu boleh memberin3a

kesempatan untuk memasdrg kembali patok kayun3Ta

tersebut dan menerima sepanrh biaya pembanggnan

tersebut, atau memsak pagar tembok tersebut, agar dia

furut membangun kembali bersamamu-"

Karena, ruang darat itu adalah hak milik bersama

di antara mereka berdua, sehingga tidak boleh

memasang kembali patoknSTa tersebut seperti semula,

dan hak mitrarrga itu hilang-

Penielasan Hulnrm: Apabila ada pagar tembok 5nng

menjadi milik bersama di antara kedua pihak Snng bermika- lalu

pagar ternbok ifu runtuh sendiri atau keduanp merobohkarur3la.

Lalu salah seorang dari kedua pihak png bermitra tersebut

mengajak mitranln Sang lain unfuk membangunnp kernbali, tetapi

mitra yang lain itu menolak (a}*annld' Maka apakah miba png

menolak ajakannln tersebut bisa dipaksa? Mengenai boleh-

tidaknp mita lEng menolak itu dipaksa agar mengikuti ajakannp

ihr ada dua pendapat yang be6eda (Qaulaanl.

Dernikian pula, kalau ada saluran irigasi yang besar atau

surnur menjadi milik bersarna di antara kedua pihak yang bermitra.

lalu lumpur mengendap di dalamnya. Maka apakah mitra yang

menolak unfuk membersitrkannya bisa dipaksa agar hlrut
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membersihkannya tersebut? Dalam hal ini ada dua pendapat 5rang

berbeda dari Asy-Syafi'i (Qauhanl

Abu Hanifah berkata, "Mita yang menolak Udak boleh
dipaksa agar mernbangun pagar ternbok kernbali, tapi boleh
dipaksa agar membersihkan saluran irigasi dan sumur tersebut."

Ahmad berkata, "Mita yang menolak tdak boleh dipaksa

agar membangun pagar ternbok kembali. Karena, bila pihak yang

menolak ifu adalah pernilik pagar ternbok tasebut, maka dia tidak
bisa dipaksa agar membangnn kernbali bangunan milik pribadinya

tersebut. Dan bila pihak yang menolak itu orang lain (bukan

pemiliknya), maka dia tidak bisa dipaksa agar mernbangun kernbali

bangunan milik orang hiq tdak pula membanfu pernbangunan

kembali milik orang hin tersebut."

Malik dan Abu Tsaur berkata, 'Pihak lpng menolak boleh
dipaksa." Dan inilah salah satu dari dua pendapat menurut
madzhab kami.

Al Imrani dalam At h57an : Menurut Ma&hab
kami, semuanlra ihr ada drn pendapat 1rang befteda. Maksud kata
"Semua" ifu a{alah pagarternbok, surnur dan saluran irigasi dalam
masalah pembangunan kernbali (setelah runfuh), dan
membersihkan lumpur (setelah terjadi pengendapan;

pendangkalan).

Asy-Spfi'i dalam Al Qadim berkata, "Pihak Srang menolak
unfuk membangun kembali pagar tembok dan mernbersihkan
lumpur tersebut boleh dipaksa." Seperti ini pula, Malik *U
berpendapat. Dan hnu Ashh-Shabbagh cenderung memilih Qaul
Qadim ini. Sesuai dengan sabda Nabi $, ')W 13 'ib 7 " Tidak

boleh membaha5al<an diri stdiri maupun orang lain."
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Jadi, bila pihak yang menolak itu tidak boleh dipaksa, maka

kita telah membahayakan (merugil(an) mihan5n yang lain. Alasan

lain, bialn yang dikeluarkan ifu adalah biap yang digunakan untuk

keperluan hak milik bersama, guna menghilangkan kemgian,

sehingga pihak lpng menolak unttrk melakukan kedua hal tersebut

harus dipaksa. Sama sepati biap lrang dikeluarkan unhrk

keperluan hidup heru,ran milik bersama.

Asy-Spfi'i dalam Al Jadid mengatakan: Pihak yang

menolak tidak boleh dipaksa, karena biaya Snng dikeluar.kan itu

adalah biaya unfuk keperluan suafu hak milik, Snng andaikata hak

mifrk itu menjadi milik pribadin3ra, maka dia tidak dipaksa agar

mernbangun kembali milik pribadinya tersebut. Jadi, bila hak itu

adalah hak milik bersama dengan orang lain, maka dia tidak dapat

dipaksa agar membangun kernbali hak milik bersama tersebut,

sebagaimana kalau ada lahan tanah yang kosong menjadi milik

bersama di antara kedua pihak yang berrnitra, l,ang tidak ada

bangunan di atasn}ra, lalu salah seorang dari kedua pihak ifu

mengajak miha lnng lain unfuk mendirikan bangunan, lalu dia

menolak (ajakannya tersebut), rnaka dia tidak dapat dipaksa (agar

mengikuti ajakannp tersebut). Sementara heuran temak dan

budak yang menjadi milik bersama, kebalikan dari ketenhran

tersebut Miha l,ang menolak dapat dipaksa), btkala perniliknya

bekamjiban mengeluarkan biaSn keperluannlp ketika dia

rnernilikinya sendiri, maka dia dapat dipaksa agar mengeluarkan

biap keperluannSn bila dia memiliki hubungan kemitraan bersama

orang lain.

Adapun hadits tersebut sama sekali tidak mengandung

a4lurnen yang mendukung pendapat Sang menlratakan dapat

dipal$a. Karena, kalau kita mernuhrskan boleh memaksa pihak
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yang bermiha, tenfunya kita membahayakan mitra tersebut,

padahal bahaya tidak bisa dihilangkan dengan mendatangkan

bahaya Sang lain.

Apabila menjawab berdasarkan pandapat Asy-Syafi'i dalam

Al Qadim, lalu seorang mitra meminta mibanp unfuk

membangun kernbali pagar tembok tersebut, tentunya dia dikenai

kalajiban mengeluarkan biaya bersarna-sama mibaqp tersebut

sesuai dengan porsi pagar ternbok 5ang dia miliki. Sehingga bila

dia menolak mengeluarkan biaya pernbangunan tersebut, maka

hakim berwenang memalsanya. lalu bila dia mernpunyai

kekayaan, maka hakim boleh menyitanya dan mengeluarkannya

unhrk biaya pernbangunan pagar Srang menjadi milik pribadin5a

atas nama dirin5a. Dan bila dia seorang 1rang tidak matnpu, rnaka

hakim boleh merniniam unfuknya dari mitran5a tersebut atau dari
selain mitranSa.

Apabila seomng mitra tersebut membangun kernbali pagar

tembok tersebut, dengan seizin haldm (dan) mitra Srang menolak,

maka pagar ternbok tersebut tetap mihk bersama di antara kdua
pihak tersebut, seperti semula (sebelum roboh). Dan pihak 5ang
membangun kembali pagar ternbok tersebut berhak menunfut

miban5ra tersebut sesuai dengan porsi biaya lang harus dia

keluarkan.

Sdangkan bila dia membangunnya kernbali tanpa seizin

mitanln dan tidak pula seizin hakim, maka dia tidak berhak

menunfut biaya pernbangunan yang telah dia keluarkan. Karena

dia seorang yang beftuat kebajikan dengan mengeluarkan biaya

tersebut.
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Kemudian perlu dikaii kembali, bila dia membangun

kembali pagar tembok tersebut dengan perlengkapan dan material

bangunan 3nng pertama, maka pagar tembok tersebut stafusn3n

adalah hak milik bersama di antara kedua pihak Srang bermiha,

seperti semula. IGrena mitra yang mengeluarkan biap
pernbangunan kembali pagar terrbok ifu hanSa mengeluarkan

biap unfuk penataan (penyusunan kembali) material tersebut.

PenSlusunan material ihr adalah penataan kembali sesuatu yang

sudah dipakai, bukan materi 5nng berhak dia miliki.

Apabila miba yang telah mernbangunnya kernbali ifu

berkeinginan merusaknSn, maka dia tidak berhak melakukan ihr,

karena pagar tembok tersebut milik mereka berdua. Apabila dia

membargunnln dengan material png lain (material yang baru),

maka pagar tembok tersebut jadi milik orang yang mernbangunnln

kembali. Dan dia berhak mencegah mihan5ra unfuk mernanfaatkan

pagar tenrbok tersebut.

Apabila mitra lnng telah menrbangunnSa kernbali ifu

berkeinginan merusaknyra, maka dia berhak melakukan ifu, karena

pagar ternbok ihr meniadi milik pribadiryn.

Apabila miba lnng menolak mendanai pembangunan

kernbali pagar tembok tersebut berkata pada mitra !,ang

membangun, "Janganlah kamu memsak (pagar tembok tersebut),

dan aku siap menyerahkan dana png menjadi kannjibanku,"

maka mitra 5rang membangun kernbali pagar tembok tersebut

harus dipaksa tetap membiarkan pagar tembok tersebut.

Alasannya, tatkala seorang mita tersebut dapat dipaksa

agar membangun kembali, tenhrnya orang yang membangun ifu
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juga dapat dipaksa agar tetap mernbiarkannya dengan disertai

penyerahan dana pembangunan pagar tembok tersebut.

Apabila ada saluran irigasi atau sumur (sumber air)jadi milik
bersama di antara kdua belah pihak yang bermitra, dan salah

seorang dari kedua mitra ifu telah mengeluarkan dana tanpa seDin

mitranya atau seizin hakim, maka dia tidak berhak merninta

kembali dana yang telah dia keluarkan. Dan dia tidak berhak

mencegah mibanya unfuk memperoleh bagiannya, yakni air
tersebut. Karena, air tersebut bersumber dari lahan milik
keduanya.

Dia tidak berhak kectrali menrindahkan lumpur tersebut.

Dan pernindahan lumpur ifu adalah efek kepemilikan bukan materi

kepernilikan, berbeda dengan pagar ternbok.

Apabila kita menjawab masalah tersebut berdasarkan Qaul
Al Jadid AsSr-SSafi'i, maka mitra lang menolak unfuk
kembali pagar tembok dan menrbersihkan lumpur itu tidak dapat

dipaksa.

Apabila sabh s@remg dari kedua pihak yang bermika itu
berkeinginan membangun kernbali pagar tembok tersebut, maka

mita yang tdak berhak mencegahnya unfuk melakukan

keinginannya ifu. Karena, dengan membangunnya kembali,

kerugian dari pihak kedua jadi hilang.

Apabila dia menrbangunnya kembali dengan bahan

(material) pagar tembok Sang runfuh tersebut, maka pagar tembok

5nng baru itu tetap jadi hak milik kduanp seperti semula. Lalu

kalau mitan5a lrang telah membangunnya ifu berkeinginan

memsakn5ra, maka dia tidak berhak melakukan keinginan itu,

karena pagar ternbok ifu hak milik mereka berdua, iadi
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kepemilikan pagar tembok itu sama seperti kalau dia tidak

smdirian membangunnln kembali.

Apabila dia mernbangunnya kembali menggunakan bahan

(material) miliknya, maka pagar ternbok tersebut adalah hak milik

orang yrang mernbanglunnla, dan dia berhak mencegah mitranya

tersebut unfuk mernanfaatkan pagar ternbok tersebut.

Apabila orang yang telah mernbangunnSra kernbali itu

berkeinginan merusaknya, maka dia berhak melakukan keinginan

ifu, karena pagar ternbok ifu adalah hak miliknya seorang.

Apabila pihak yang rnenolak membangunnln kembali ihr

berkata pada miha ynng telah mernbangunnya, "Janganlah kamu

merusaknla, dan alar siap menyerahkan kepadamu dana 5nng

khusus menjadi keunjibanlar," maka orang yang telah

mernbangunnlp ifu tdak dapat dipaksa agar tetap

merrrbiarkann3n.

Alasannya, tatkala dia tdak dapat dipaksa agar

mernbangunnp kembali seiak awal, maka dia tidak dapat dipaksa

agar tetap mernbiarkannlra k€fika sudah selesai dibangun.

Apabila miba yrang menolak mernbangunnSn kernbali ihr

meminta merusaknya, maka dia tidak berhak menunfut pertrsakan

tersebut, kecuali dia merniliki balok l*yr, lalu dia berkata pada

mitra yang telah membangunnSn kernbali, "Kamu berhak mernilih

antara menerima dariku dana khusus png menjadi kewajibanku,

dan mernberi kesempatanku unfuk meletakkan balok kayr.rku, atau

kamu menggali pagar ternbokmu agar kamu bisa menrbangun

pagar tembok kernbali setrnuan3ra," karena mitra 3nng telah

membangunnya kernbali ifu tidak berhak menghilangkan patok-

patok kayr (tiang pancang) milik mibanSn tersebut. Hal ini bila
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pagar tembok itu runfuh sendiri atau keduanya satna-sarna

merobohkannya, tanpa qnrat membangunnya kernbali.

Adapun bila kduanya Sdrrd€drnd merobohkannya dengan

syarat salah seorang dari keduanya mernbangunnya kembali, atau

salah seorang dari kduanya merobohkann5n karena serruenang-

wenang, Asy-Syafi'i & berkata, "Aku pasti memaksan5ra agar

membangunryla kembali. "

Pam pengikut ma&hab Asy-SSali'i generasi pertama

berbeda pendapat mengenai masalah perobohan pagar tembok

secara bersyarat tersebut. Sebagian mereka ada yang berpendapat

bahwa rnasalah tersebut ada dua pendapat yang berbeda dari Asy
Syafi'i (Qaulaanll. Seperti masalah kalau keduanSra merobohkannya

tanpa syarat. Sedangkan iawaban yang telah dinlntakan se@ra

tegas oleh AsySyafi'i &, adalah jawaban yang han5ra berpedoman

pada Qaul Qadim. Inilah hasil iifihad Al Mahamili. Karena pagar

tembok tersebut tdak bisa diganti dengan pagar ternbok yang

sarra (sejenis).

Sebagian mer.eka ada yang berkata, "Ulama S5afi'iyah

sepakat, dia dapat dipaksa agar membangunnya kembali." Asy-

Syaikh Abu Hamid mengatakan: Inilah pendapat yang diunggulkan
(dari para pengikut Madzhab AsySSafi'i. I(arena, AsySyafi'i telah

menyatakan secara tegas mengenai iawaban tersebut dalalr, Al
Jadid. Alasan lain, dia merobohkannla dengan disertai s5arat ini
(membangun kembal|, sehingga dia punya karajiban
merealisasikan qnrat tersebut.

Cabang' Apabila pagar ternbok 5rang jadi milik bersama di
antara kedua pihak yang bermita ifu masing.masing separuh, lalu

L
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keduanya merobohkannya, atau roboh sendiri, kemudian terjadi

perdamaian di antara kedua pihak tersebut agar keduanla

mernbangunn5ra kernbali dan mengduar{<an dana dengan jurnlah

!'ang sama unfuk perrbangunan kembali pagar tembok tersebut,

dan salah seorang dari kedua pihak itu berhak memiliki sepertiga

pagar tembok tersebut, sedang mitra Sang lain duapertigaryra, dan

rnasing-masing dari kedua pihak yang bermita itu boleh

meletakkan apapun lnng dia kehendaki, maka perdamaian

terseburt tidak sah.

Karena perdamaian itu mekanismenlra adalah mengabaikan

sebagian hak miliknln disertai pernberian kompensasi- Sedangkan

dalam kasus ini, salah seorang dari kedua pihak png bermitra ifu

meninggalkan demi mitraqra tersebut seperenam pagar ternbok

tersebut, tanpa disertai pernberian kompensasi, sehingga

perdamaian tersebut tdak sah. Sama halnya dengan kasus kalau

seseorang menggugat orang lain mengenai kepemilikan safu unit

rumah, lalu dia (terguga$ mengakui bahura rumah itu adahh milik

penggugat, kemudian penggugat melakukan perdamaian dengan

tergugat dari rumah tersebut dengan jamji memberi hak guna pakai

(menempati) rumah tersebut, maka perdanraian tersebut Udak sah,

karena penggugat menyerahkan rumah dan manfaat tersebut

kepada tergugat, kemudian perdamaiarurp dengan janji memberi

manfaat (hak guna) rumah tersebut adalah meninggalkan hak

miliknya tanpa pernberian kompensasi, dernikian pula dalam kasus

ini sama seperti kasus gugatan hak kepernilikan rumah tersebut-

Alasan lain, janji rnemberi hak grrna pakai (manfaat) pagar

ternbok tersebut adalah syarat yang batal. Karena, masing.rnasing

dari kedua pihak 11ang berrnika ifu mengajukan syarat melehkkan

b€ban apapun yang dia kehendaki di pagar tembok tersebut-
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Padahal pagar ternbok ifu tidak bisa memuat apapun yang dia

kehendaki, sehingga perdamaian tersebut tdak sah. Sama seperti

kasus kalau penggugat melakukan perdamaian dengan janji (syamt)

mendirikan apapun yang dia kehendaki di pagar ternboknya

tersebut, maka perdamaian tersebtrt tidak sah. Syarat tersebut

tidak diketahui kadam5a (tdak terukur).

Apabila kdua pihak !,ang bermiha itu melakukan
perdamaian dengan janii keduanya akan membangun kembali

(pagar tembok tersebut), salah seorcmg dari kedua pihak itu

mengeluarkan dana unhrk mernbangun kernbali pagar tembok

tersebut sepertiga dari total anggaran yang harus dikeluarkan,

sementara miba yang lain mengeluarkan dana unfuk
pembangunan kembali pagar ternbok ifu dua pertiga dari total

biaya yang harus dikeluarkan, dan menaruh di pagar ternbok

tersebut balok kayr yang ukurannga diketahui, Asy-Syaikh Abu
Hamid dalam kajian png pertama berkata, "Perdamaian tersebut

sah hukumnya."

Asy-Spikh Abu Hamid dalam kajian kedua berkata,
"Perdamaian tersebut tidak sah, karena biaya yang melebihi biaya

yang harus dia keluarkan tidak diketahui besamnngra. Padahal

perdamaian dengan janji merrberi kompensasi Srang tdak
diketahui besamnnya ifu hulnrmnla tdak sah. Alasan lain,

perdamaian tersebut objeknya tidak ada, karena pagar tembok

pada waktu akad perdamaian dilakukan tidak ada."

AslrSyirazi dg berkata: Pasal: Apabila salah

seorang dari kedua orang lrang bermitra ifu memiliki
dinding atas, sedang mitra yang lain juga memiliki
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dinding, sementara atapnla mitik bersama di antara

mereka, lalu dinding bawah roboh sendiri, maka para

pengkut madzhab Astrstrafi'i sepakat pemilik dinding
bawah fidak berhak memaksa pemilik dinding atas agar

membangunnya kembali-

Karena, dinding baunh itu milik pemilik dinding
bawah, sehingga pemilik dinding atas tdak dapat

dipaksa agar membangun kembali dinding bawah

tersebut.

Apalrah pemilik dinding atas berhak menraksa

pemilik dinding baunh agar membangunngn kenrbali?

Ada dua pendapat lnng berbeda dari Aslrslnfi'i
(Qaulaanl. Apabila Hta mengatakan pemilik dinding
bawah dapat dipalsa agar membangunryn kerrbali,
maka hahm hanrs memberikan keputusan hutom yang

mengikatnya.

Jadi, bila pemilik dinding bawah itu enggan

melaksanakan keputusan haldm tersebut, sedang dia

memiliki harta, maka haldm boleh meniual hartan3Ta

tersebut atas nama pemilik dinding bawatr tersebut, dan

mengeluarkannla unhrk bia57a pembangunan kembali

dinding bawah tersebut.

Sedangkan bila dia fidak memiliki harta apapun'
maka hakim meminjam wmg atas nama pemilik dinding
bawah tersebut- Lalu, apabila hahm telah

membangunnlra kembali, maka dinding tersebut iadi
milik pemilik dindit S baunh, karena dinding barrah ihr
dibangun unhrkn3p, dan biaSp pembangunannSla
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menjadi tanggungannya yang harus dibayar di
kemudian hari.

Pemilik dinding atas boleh membangun kembali
rumah panggungnlra di atas dinding penyangga

tersebut, dan bia3;a pembangunan dinding itu
dialokasikan unhrk membangun rumah panggung

tersebut, dan dinding penyangga rumatr panggung

tersebut termasuk hak milik pemilik dinding atas bulran

milik pemilik dinding bawah. Karena rumah panggung

ihr adalah milikn5Ta, lnng sarna sekali fidak ada hak

milik pemilik dinding bawah.

Adapun atap mmah tersebut adalah milik
bersama di antara mereka, biaya yang dikeluarkan
unhrk pembuatan atap tersebut berzumber dari harta
mereka berdua- Jadi, apabila pemilik dinding atas itu
berbuat kebajikan (Tabarru) dan dia membangunn3n
kembali tanpa seizin hahm, maka pemilik dinding atas

fidak berhak menuntut biaya apapun kepada pemilik
dinding bawah-

Kemudian pembangunan kembali dinding bawah
oleh pemilik dinding atas itu perlu diamati, bila dia
membangunnya menggurnakan bahan material dinding
yang roboh tersebut, maka dinding tersebut milik
pemilik dinding bawah. Karena, material ifu selunrhnya

adalah hak miliknya. Pemilik dinding atas tidak berhak
melarangnya r.rntuk memanfaatkan dinding bawah

tersebut dan tidak berhak merusaknya. Karena dinding
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bawah itu adalah milik pemilik dinding baunh. flan dia

berhak mendirikan kembali rumah panggungnlp-

Apabila pemilik dinding atas membangunnya

kernbali menggunakan bahan material lEng liain

(material baru), maka dinding tersebut iadi milik pemilik

dindins atas, dan pemilik dinding bawah fidak berhak

memanfaatkannya, fidak berhak memasang pa:tok di

dinding tersebut, dan tidak berhak membuka fixrdela di

dinding tersebut tanpa seizin pemilik dindins atas.

Tetapi dia berhak menempati lantai dasar dindins

bawah, karena lantai dasar tersebut adalah miliknSTa-

Pemilik dinding atas boleh menrsak dindirg yang

telah dibangrrnn5Ta, karena dinding tersebut fidak

mengandung hak milik oftlng lain- Jadi, apabila pemilik

dindins bawah menyerahkan biaya pembangr.rnan

dengan nilai yang sarna, agar dia tidak men'rsaknln,

maka dia tidak terikat kerraiiban menerimarrln, karena

para pengikut madzhab AslrSyafi'i sepakat, dia fidak

terikat kewajiban membangunngra kembali, sehingga dia

fidak terikat pula kewaiiban membiarkannlra disstai
penyerahan uang kompensasi tersebut- Wallahu a'bm'

Penielasa,: Perkataan Astrsyinzi, (q 'Mernasang

patok," sarna dengan k ta &6J, !,aifu kata keria png menurut

ularna Nahwu (sharf) disebut dengan isdah misal uawi, Fa fi'il

mudlnriLnya dibuang.
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Hukum Pasal ini: Apabila dinding tembok atas milik

seseorang, dan dinding ternbok bawah milik orang lain, sementara

atap rumah milik bersama di antam keduanya, lalu semuanya

roboh, maka ulama Syafi'iyrah sepakat pemilik dinding bawah tidak

berhak memaksa pemilik dinding atas agar membangunnya

kembali.

Apakah pernilik dinding atas berhak menuntut paksa

pemilik dinding bawah agar membangun dinding bawah kernbali?

Seperti dua pendapat yang berbeda (Qaulaani dalam masalah

kepernilikan bersama pagar ternbok tqsebut.

Jadi, bila kita menjawab masalah tersebut berdasarkan Qaul

Qadim AsySyafi'i, hakim berwenang memaksa pernilik dinding

bawah agar membangunnyra kembali. Apabila dia tidak

mempunyai harta apapun, maka hakim boleh meminjam uang atas

namanya dari pernilik dinding atas maupun dari selain pemilik

dinding atas, dan hakim mernbangunkan atapnya tersebut

untuknya. Dan pinjaman uang ifu stahrsnya utang Sang wajib

dibayamya di kemudian hari sampai dia mampu.

Dernikian juga, bila pernilik dinding atas mernbangun

dinding bagian bawah dengan seizin pemilik dinding bawah atau

dengan seizin hakim, maka pembangunan dinding bawah oleh

panilik dinding atas itu boleh. Namun, dinding bagian

bawah tetap jadi milik pemilik dinding bawah, dan pernilik dinding

atas berhak menuntut pengernbalian dana yang telah dia keluarkan

unfuk membangun dinding bawah tersebut kepada pemilik dinding

bagian bawah. Kemudian dia mernbangun kembali dinding atas

miliknSa seperti sernula.
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Apatila pernilik dinding atas berkeinginan membangun

(dindins bawah) hnpa i/rn hakim dan izin pemilik dinding bawah,

maka dia fidak dapat dihdangi unhrk merealisasikan keinginannya

ihr, karena dia mernprrrSni hak menaruh beban di atas dinding

bawah tersebut. Namun, dia tidak berhak menunfut kembali dana

yang telah dia kduarkan untuk pernbangurnn kembali dinding

baunh tersebut, karena dia orang Snng be'buat kebajikan.

Apabila pernilik dinding atas mernbangun dinding bawah

menggunakan material dindins bawah png roboh tersebut, maka

dinding bawah itu tetap iadi milik pernilik dinding bawah, seperti

sernula sebelum roboh, dan perusakanryp dikembalikan

(bergBntung) pada pemilik dinding atas tersebut, akan tetapi dia

boteh membangqn kembali dinding atas milikn3n di atas dinding

bawah tersebut.

Apabila pemilik dinding ahs tersebut membangunnya

kernbali menggunakan material Srang lain, maka dinding tersebut

jadi milik pernilik dinding atas. Dan pemilik dinding bauah tdak

berhak meletakkan apapun di dinding tersebut, dan tidak berhak

menrasang patok di dindins tersebut, akan tetapi dia berhak

tinggal di lanbi dasar dinding bauah tersebut. Karena, lantai dasar

ihr adalah lantai miliknYa.

Apabila pemilik dinding atas berkeinginan merusak rumah

tingsal di lantai dasar ihr, maka dia berhak melakukan itu, karena

dia memiliki hak tnggal di lantai dasar tersebut, karena lantai dasar

ihr addah lantai dasar milik.rtf.

Apabila pemilik dinding bawah ihr telah menyeratrk'an biaya

yang telah dikeluarkan, dan pernilik dinding atas tidak rnerusakn5n,

maka pernihk dinding atas udak dapat dipaksa agar tetap
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membiarkannya, karena dia tidak dapat dipaksa agar

membangunnya kembali sejak awal, maka tenh-rnya dia juga tidak

dapat dipaksa agar tetap membiarkannga unfuk selamanya.

Masalahr Jika seseorang menggugat orang lain mengenai

kepernilikan rumah yang berada di bawah penguasann3ra, lalu

perdamaian terjadi di anhra kdua pihak tersebut setelah adangp

pengakuan (hak kepemilikan atas rumah tersebut), dengan janji

salah seorang dari kedua belah pihak itu berhak memiliki

lotengnla, dan mendirikan bangunan di atas dindingnya dengan

kontr.rksi bangunan yang diketahui, maka perdamaian seperti ini

dapat (boleh) dilakukan.

Para pengikut madzhab Asy-Syafi'i generasi pertiama

berbeda pendapat mengenai ilustasi masalah ini. Abu Al Abbas

Ibnu Suraij mengatakan: Ilustrasi masalah ini adalah, seseorang

menggugat orang lain mengenai (hak kepemilikan) rumah yang

berada di bawah p€nsluasannya, mmah bagran atas dan rumah

bagian bawah.

Pihak tergugat lalu mengakui bahwa rumah tersebut adalah

milik penggugat. Kemudian perdamaian terjadi di antara kedua

pihak tersebut dengan janji bagian bawah dan atas jadi milik
penggugat (Muqar lah pihak yang diakui sebagai pernilik rumah),

dan pihak png mengakui (tergugat) boleh mendirikan bangunan di

bagian atas dengan konhrksi bagunan 5ang diketahui. Maka

perdamaian tersebut hukumnya sah. Dan perdamaian tersebut

adalah cabang 'arttnh (prnjarn meminjam barang), bukan
perdamaian mu'aawadhah (tukar-menukar)

Al Majmr'SyuahAl Muhadzdzab ll *,



Karena, perdamaian mu'aawadhah (hrka,r-menukar) adalah

sebagian hak penspgat dengan mernberi

komperrsasi. Sementara perdamaian ini maninggalkan sebagian

hak penggugat tanpa disertai pemba5nran kompensasi. Karena dia

menriliki rumah bagian atas dan baunh melalui mekanisme

pengaluan. Kemudian pihak yang diakui sebagai panilik rumah

tersebut (pengErgat) membiarkan pihak Srang mengakui (terguga$

merrranfuatkan rumah bagan atas tanpa diserhi pernberian

kompensasi. Sehingga hak milik itu adalah 'aitnh,

lang mana dia berhak menarikn!,a kemrbali sebelum didirikan

Uangunan, dan dia tidak menariknya kernbali setehh didirikan

barEunan. Sebagaimana Agrsyafi'ig berkomentar,'Apabila

seseorang menggugat orang lain mengenai kepemilikan mmah,

lalu tergugat mengakui bahwa rumah ihr adalah milik penggugat,

kernudian penggugat melakukan p€rdarnaian dengan tergugat

tercebut dari kepemilikan rumah tersebut dengan ianji menernpati

rurnah tersebut, maka pernanhatan hak milik penggugat ihr

bukanlah perdamaian, tehpi'aitah."

Sebagian mereka ada yang mengatakan: Ilustrasi rnasalah

tersebut adalah, seseorang menggugat olzmg lain mengenai

kepernilikan gedung lantai dasar dari aparternen lang di atasnya

terdapat gedung lantai atas, dan dia merrgakui bahwa gdung

lantai atas ifu milik tergugat, lalu tergugat mengakui bahura gedung

lantai dasar itu milik penggugat. Kernudian perdamaian dilakukan

di antara kedua pihak tersebut dengan ianji gedung lantai dasar

iadi milik tergugat, dikonversi dengan ianji bahwa penggugat

diperkenankan mernbangun di lantai atas tersebut sebuah

apartemen g,ang diketahui benhrk strgkfur bangunannp. I\,Iaka

perdamaian tersebut hukumnya sah.
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Asy-Syaikh Abu Hamid Al Isfirayini mengatakan bahwa ini

adalah interpretasi yang lebih diunggulkan dari kdua interpretasi

atas pendapat Asy-Syafi'i tersebut. Ibnu Ash-Shabbagh berkata,

"lnterpretasi yang pertama lebih menyertrpai komentar Asy-

Syafi'i &."

Masalah kedua, Apabila seseorang menggugat

kepemilikan rumah Sang berada di bawah penguasaan dua orang,

lalu salah seorang dari kedua tergugat mengakui bahwa separuh

rumah tersebut adalah milik penggugat tersebut, narnun tergugat

5ang lain menolak gugatan tersebut dan dia bersumpah mengenai

kepemilikan separuh rumah tersebut, lalu pihak yang mengakui

(tergugat satu) itu penggugat itu mdakukan perdamaian dengan

penggrgat tersebut mengonversi separuh rumah tersebut dengan

memberi uang pengganti, dan separuh rumah tersebut menjadi

milik pihak yang mengakui kepemilikan penggugat lMuqiri,
apakah mitranya yang menolak gugatan tersebut berhak

mengambil alih separuh rumah ifu secara paksa melalui sytfalf

AsySyaikh Abu Hamid mengatakan: Apabila separuh

rumah tersebut adalah hak milik yang diperoleh melalui

mekanisme peralihan hak milik yang berbeda, misalnya salah

seorang dari kduanp memperoleh warisan separuh rumah yang

berada di bawah penguasannla, sementara mitranSa yang lain

membeli separuh yang berada di bawah penguasaannya, maka

mita lrang menolak gugatan tersebut berhak melakukan sytfah,
karena bila kedua mekanisme peralihan hak milik itu berbeda,

maka ada kenrungkinan stafus bagan salah seorcmg dari kduanya
itu telah dimiliki orcmg lain, lalu perniliknya menggugatrya, lalu
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tergugat memberikanngra, kernudian dia m€tnilikinya melalui

perdamaian tersebut, maka swf'ah bisa diberlakukan dalam hak

milik tersebut.

Apabila mekanisme peralihan hak milik kedua pihak yang

bermitra itu kebetr.rlan satnzl, melalui wadsan misalnln atau

pembelian, maka ada dua pendapat yang belteda (Wailnani)-

Pertama: Mitra lnng menolak gt4Ftan tersebut tdak

berhak mengambil alih hak milik itu secara paksa melalui swfah.

Karena dia mengakui hkta bahun relqnanqra ifu mengakui

separuh rumah tersebut tanpa alasan 3ang b€nar, dan dia udak

pemah dapat memilikinln melalui perdarnaian tersebut. Alasan ini

menghalanginSa untuk menuntut hak milik itu melalui syfah-

Keduar Mitra ]rang merrolak gugatan tersebut berhak

mqruntut hak milik tersebut melalui syfah- Inihh pendapat 1lang

diunggulkan dari para pengil$t Madzhab Aqrqpfi'i- Karena

tergugat telah mernufuskan separuh rurnah tersehrt merrpdi milik

penggugat yang diakui sebagai pernilik sepanrh rurnah tersebut,

dan dia telah memufuskan bahwa sepanrh rurnah iU telah betalih

kepemilikan kepada penggugat yang diahd s€bagai pernilik

separuh rumah tersebut, disamping ihr ada kernqngkinan bagan

pihak yang tergugat ldrg mengakui itu telah beNalih

kepemilikannSn kepada penggugat tanpa sepengetahr.an mita
png lain.

Adapun alur keterarEan hnu Astt-Shabbagh merrgenai

masalah tersebut, dia mengahkan bahwa apabila penolakan

tergugat llang menolak gugatan itu bersifat rudatq misalnp dia

menolak materi gugatan Snng disampaikan per.ggpgat tersebut,

maka dia berhak mengambil alih hak milik tersehrt melafui swfah.
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Apabila tergugat yang menolak gugatan ifu berkata,

"Rumah ini milik kami dan kami memperolehn5ra sebagai harta

warisan dari bapak kami," apakah pihak lang menolak gugatan

tersebut berhak mengambil alih hak milik tersebut melalui syrfah?

Ada dua pendapat png berteda (Wajhaani)dalam hal ini.

Masalah ketiga' Asy€gnfi'i & mengatakan: Apabila

salah seorang dari sekian banyak ahli waris itu mengakui tentang

rumah yang berada di bawah pengluasaan mereka itrr adalah hak

milik seseorang (pengugat), kemudian dia melakukan perdamaian

dengan penggugat tersebut dari hak milik tersebut dengan

dikonversi dengan barang yang srrra, maka perdarnaian tersebut

adalah kesepakatan yang dapat dilakukan (hukumnf boleh).

Ahli waris yang mengakui ifu adalah orang Snng bertuat
kebajikan, dan dia tidak berhak menuntut pengganti apapun

kepada saudam-saudaranya tersebut. Para pengikut madzhab Asy-

Syafi'i generasi pertama berteda pendapat mengenai ilustrasi

masalah tersebut.

Sebagian mereka ada !,ang mengatakan: Iluskasinya

adalah, seseorang menslugat sekelompok ahli waris seseorang

mengenai kepemilikan rumah yang berada di bawah penguasaan

mereka, yang mana bapak mereka telah mengghashabnya dan
penggugat tersebut, lalu salah seorang dari mereka mengakui

bahwa rumah ihr adalah hak milik penggugat tersebut, dan dia

berkata, "Aku menrbenarkan (menerima) gugatanmu, semua

mibaku telah mer,rnkilkan kepadaku unhrk melakukan perdamaian

denganmu, dengan mernberi uang kompensasi grang diketahui

besarannlra."
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Maka status hukum atrli rrraris yang jadi wakil ini bagi selnua

mitanp tersebut sama seperti orang lain, bila dia melakukan

perdamaian atas rEIIr.r pihak digugat mengenai kepemilikan

barang yang disertai penolakan gugatan tersebut, seperti

keterangan 3nng perfelasanrr1;a tdah dikemukakan-

Abu Ali AtrrThabari mengatakan: Interprehsi masalah

tersebut adalah, seseorang menggugat sekelompok ahli waris

mengenai utang lpng meniadi kamiiban pihak png rnavariskan

harta kepada merelta, dan rumah ini adalah gadaian png ada

padanya sebagai iaminan ubng Gadai), lalu salah seorang dari

mereka mengakui padanla p€rihal kebenaran gggatannl6 tersebut,

dan dia melakukan perraarnaian dengan penggugat tersebut dari

gadaian tersebut gang dikonversi dengan pernberian kompensasi,

rnaka stafus hukumrrya salna seperti orang lain bila dia melalnrkan

perdamaian atas narna pihak yang digugat mengenai utang dis€rtai

penolakannSra atas rnateri gugatan tersebut-

Abu Ali AtrFThabari mengatakan: Karerra Asy-Syafi'i e
b€rkata, "Dan salah seoremg dari para atrli waris ifu mengakui

bahwa rumah yrang b€rada di baunh penguasaan mereka berkaitan

dengan suafu karafban fuk penggugat)." Kalau dia mengakui

p€rihal rumah tersehrt, maka makzudnf adalah gdai rumah

tersebut. Masingrnasirg dari kedua masalah tersebut nummnSn

telah disampaikan.

Asy-Syaikh Abu Hamid berkata, "lnterpretasi yang pertama

pendapat yang lebih diunsgdlGn. Asy-S5afi'i & telah menjelaskan

malrsud komentamln ifu dalam Al Umm."

Masalah keenrpat: Asy-$nfi'i dalam Al umm

mengatakan: Kalau s€seorang menggugat orang lain perihal
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kepemilikan tanaman di sebuah lahan tanah, lalu tergugat

melakukan perdamaian dengan penggugat dari kepernilikan

tanaman ifu png dikonversi dengan beberapa dirham, rnaka

perdamaian tersebut boleh.

Kornentar AqlSyafi ini sarna seperti komentamln:
Apabila seseorang menslugat orang lain perihal kepernilikan

tanaman di sebuah lahan tanah, lalu dia mengakui bahwa tanarnan

tersebut adalah milik pengggat, lalu dia mdalnrkan peraamaian

dengan penggugt dari tananran tersebut 37ang dikonversi dengan

menrberi kompensasi, rnaka iika dia melahrkan perdamaian

tersebtrt dis€rtai q;arat mernotongnga, malo perdamaian tersebut

hukumqn sah. Apabih lahan tanah itu milik tergugat Sang
tanaman tersebut milik penggugat, maka dia berhak

mernbiarkan tanaman tersebut. Karena tanaman tersebut adalah

miliknlp ddi lahan tanah tersebut juga miliknln.

Apabila enbul pertanpan: Mengapa penggugat fidak

b€rhak m€rnaksanlra agar menrotongqla, katura dia tdah
mernperoleh pengganti tanarnan ters€but, padahal tananran ihr

terkadang diserang harna p€rusak tanaman, lalu dia melaporkan

tanaman ifu kepada hakim, 3ang rn€rnp€rtimbangkan mernutuskan

adanSn pengurangan nilai iual tanaman tersebut akibat s€rangan

beragam hama penrsak tersebuq lalu apakah dia berkarajiban
m€nans;ung resiko kerusalon tanarnan akibat harna tersebut?

hnu Ashshabbagh mengatalon: Jaunbanryn adalah,

karajiban m€narglrg resiko kenrakan tanarnan ifu bila Udak

ada peryyaratan menrotong4la. Adapun bih dis€rtai qprat
penrotongan tersebut, rnaka p€niual tidak berkamjiban
menanspng resiko kerusakan tersebut.
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Apabila tergugat melakukan perdamaian dengannya tarrpa

disertai slnmt pemotongan tanaman, maka jika lahan tanah ihr

adalah milik selain tergugat yang mengakui kepemilikan penggugat

atas tanarnan tersebut, maka perdamaian tersebut tidak sah-

Sedangkan jika lahan tanah itu adalah milik tergugat yang

mengakui kepemilikan penggUgat atas tanaman tersebut, apakah

perdamaian. tersebut sah? Ada dua pendapat yang be6eda

(wajhaani)dalam hal ini, Snng telah disebutkan dalam pembahasan

jual-beli tersebut.

Apabila tanaman itu milik bersama di antara dua orang; lalu

seseorang menggugat kdua orang tersebut perihal kepemilikan

tanaman tersebut, lalu salah seorang dari kedua pihak png

bermitra ifu mengakui bahwa separuh tanaman ihr adalah milik

penggugat, dan dia melakukan perdamaian dengan penggugat dari

separuh tanaman tersebut yang dikonversi dengan pernberian

uang kompensasi, maka jika lahan hnah itu bukan milik tergugat

yang mengakui kepernilikan penggugat tersebut, maka perdarrnian

tersebut fidak sah, baik perdamaian itu bersifat muflak atau disertai

syarat perrotongan tanaman tersebut-

Apabila perdamaian tersebut bersifat mutlak, maka

perdamaian itu tdak Sfr, karena tanaman tersebut adalah

tanaman yang masih hijau, sehingga udak sah menjualnya tanpa

syarat rnemotongnSra. Apabila disertai sSnrat pemotongan tanaman

tersebut, perdamaian tersebut juga tdak sh, karena bagian

miliknya tidak bisa dipisahkan dari bagian milik mitanya, dan

mibanya tidak dapat dipaksa agar mencabut tanamannln.

Dernikian Asy-St ailfi Abu Hamid dan hnu Ash-shabbagh
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menyebutkan. Komentar pendapat mereka berdua telah
disebutkan dalam pernbahasan jual-beli.

Al Qadhi Abu Ath-Thay!/rb menyebutkan bahrara masalah
perdamaian perihal tanaman lang jadi milik bersama ifu
jawabannya dibangun berdasarkan perbedaan dua pendapat dalam
masalah Qismah (pernbagian hak milik bersama), apalah Qismah
itu jual-beli beli atau mumi hak mitik sernata.

Maka jika kita katakan: Apabila seseorang menrbeli
tanaman di lahan miliknln, maka pernbelian ifu sah tanpa dis€rtai
syarat melnotongnya, maka perdamaian dalam kasus ini tentunya
juga sah.

Sedangkan jika kita katakan: Idaklah sah pembelian

tanaman di lahan tanah milikn3p kecuali disertai q,rarat

mernotongnla, maka perdarnaian dalam kasus ini juga fidak sah.

Catrang' hnu Ash-Shabbagh mengatakan: Apabila
seseorang menggugat orang lain perihal kepernilikan tanaman di
lahan miliknSa, lalu dia mengakui bahun separuhnSp adalah milik
penggugat, kemudian tergugat melakukan perdamaian dengan
penggugat dari separuh tanaman ifu png dikonversi dengan
separuh lahan tanah tersebuf maka perdamaian tidak dapat
dilakukan, karena di antara pelq,raratan iual-beli tanaman adalah
mernotongnla. Syarat tersebut fidak dapat direalisasikan dalam
lahan tanah milik bersama png masih umum.

Apabila tergugat melakukan perdamaian dengan penggugat

dari separuh tanarnan tersebut yang dikonversi dengan sanuer

lahan tanah tersebut dengan qprat memotongnya dengan janii
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tergugat menyerahkan kepada penggugat lahan tanah itu dalam

kondisi kosong, karena pemotongan semua tanarnan itu wajib

dilakukan; separuhnlp karena hasil kepufusan perdamaian tersebut

dan separuh yang tersisa karena ka*rajiban mengosongkan lahan

tanah tersebut, sehingga pemotongan tanaman ifu dapat dilakukan

secara keseluruhan, dan perdamaian tersebut berlaku seperti orang

l,ang membeli lahan tanah png difumbuhi tanaman, dan dia

mengajukan qarat pengosongan lahan tanah tersebut, pembelian

s@ara berq,rarat tersebut hukumnSra boleh, demikian pula dalam

kasus ini.

Apabila tergUgat ifu mengakui baftrwa selnua tanaman itu

adalah milik penggugat, dan dia melakukan perdamaian

dengannya dari separuh tanaman ihr dikonversi dengan separuh

lahan tanah, agar hnaman dan lahan tanah itu jadi milik bersama

di antara mereka berdua, masingmasing memiliki hak separuh,

dan dia mengaiukan syarat pemotongan semua tanaman tersebut.

Maka jika tanaman itu adalah tanaman yang tidak disertai hak

milik orang lain, maka perdamaian tersebut dapat dilakukan,

karena tanaman itu wajib dipotong semuanya. Sedangkan jika 
l

tanaman ihr adalah tanaman yang mengandung hak milik orang

lain, maka perdamaian tersebut tdak sah, karena tidak mungkin

Asy-SyaiLh Abu Hamid Al Isfirayini dalam At-Ta'liq 
I

menyebutkan bahwa para pengikut madzhab kami berpendapat 
]

bahwa apabila seseorang memiliki tanaman di lahan milik orang 
i

lain, lalu pemilik tanaman melakukan perdamaian dengan pemilik 
I

lahan tanah dari separuh tanaman dikonversi dengan separuh 
l

lahm tanah dengan syarat melnotongnln, maka perdamaian 
I

tersebut dapat dilakukan. 
I
I

I

I
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Karena, separuh danaman ifu berhak dipotong melalui
persyaratan tersebut, sedang separuh ltang lain juga berhak
dipotong, karena dia perlu mengosongkan lahan tarnh, agar dia
dapat menyerahkann5a, tenfunya perdamaian tersebut juga dapat
dilakukan.

Asy-Syaikh Abu Hamid berkata, "Perrdapat ini lemah.
Adapun separuh tanaman itu mernang berhak dipotong,
sementara separuh yang lain Udak perlu dipotong, karena
penyerahan hhan tanah dapat dilakukan, di saat hhan tanah itu
masih difumbuhi tanaman."

Ibnu Ash-Shabbagh mengatakan: Ahsan lain, tanaman

lrang tersisa tdak menghalangi penyerahan tarnh tersebut,
sehingga qprat memotongnla dalam akad perdamaian ifu tdak
sah. Berbeda dengan rnasalah 3ang telah kami sebutkan, yaitu bila
tergugat mengakui kepernilikan penggugat atas separuh tanaman,
dan dia melakukan perdarnaian dengan ianii
menyerahkan sernua lahan tanah, karena perdarnaian tersebut
disertai qprat mengosongkan obiek iual-beli tersebut. waltahu
a'hn.
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PEMBAHASAI.I HIWAIAH

Hiwatah menumt istilah Snng dikenal di kalangan fuqaha'

(ahli hul(tlm) dalam perahrmn penrndang-undangan Srang dibuat

oleh suatu negara adalah pengalihan piutang dari sah-r tanggungan

ke tanggungan Yang lain.

Sedang dalam istlah para ahli hukum Islam (Syan) yang

lurus adalah akad perrgalihan utang dari sahr pihak yang benrtang

kepada pihak lain png wajib menanggung (menrba11ar) utang png

sarna, dengan pengalihan l,ang mengakibatkan pihak p€rhma

terbebas dari kauajiban menanggung utang tersebut'

Definisi ini telah disepakati oleh jumhur para perrgikut

rna&hab kami. Definisi seperti ini pula yang dikemutakan para

pengikut ma&hab Malik, para pengikut madzhab Ahrnad bin

Hanbal dan para pengikut madzhab Azh-zhahiri. Kalangan

rasionalis berpendapat bahwa hiwalah adalah pengalihan utang

dari tanggungan pihak l,ang bemtang Madin) dan sekaligus

berpiutang (Muhit kepada tanggungan pihak lain, yaihr Muhal
,Akk (yakni orang lEng benrtang kupada Muhil dan wajib

mernbayar utang k"pada Muhaal abru Muhballyakni orang l,ang

berpiutang kepada Muhiil.
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syr'ah rnernbuat definisi hiwalah, bahwa hiwalah adalah
akad yang diberlakukan karena pengalihan piutang dari safu
tanggungan pihak tertentu ke tanggungan pihak lain.

AqrSyirazi db berkata: Pengalihan utang dapat
dilakukan sesuai dengan hadits Abu Hurairah r&, yang
m€rna Nabi g bersabda,

2& ,b €Et ,8t$g.fjl 
€rt fi*

.i#3
" Menunda-nunda pembagnran utang Wng

dilafukan oleh orang Wng meilnpu adalah stnfu
kehaliman- Maka, jika **orang di antara lrarnu
dialihl<an hak penagihan pirftangnjp kepda pihak yang
firetmpu, terimalah."

Penjelasan: Kata i)iijir, berrnakrn iii.jr (dalih; alasan

yang mengalihton sesuafu dari kerqptaannya), itdt (kernampuan),

atau ti1Jt (setahun masuk tahun berikubqa). Redaksi, i!6ir je
(Anak laki-lak telah berulang tahun), jrijr c}v (Rurnah telah

mencapai setahun masuk tahun berikutrya), biil, 9v ( rq etret
rrr' -!r; Busur itu bengkok setelah t€ak lurus), bif jv (fii; wama

telah berubah). Kata juir Uernrakna tanah liat (.i.ifu0, IyJt, 11i:ar;

pengalihan), kata bendanp lltilt.Di antaran5a adalah firman

Al llqjmu'SludtAl Muhadzdzob ll ZSS



Allah Ta'ala, $; V 'ofr- J " Mqela tidak ingin berpindah dari

pdantp." (Qs. Al Kahfi [18], 108).

At Azhari dari Az-zujaj menyebutkan bahwa 'JrHt adalah

kata benda kerja (Mashdal seperti kata 36ilr. Redaksi '1t.1 i6
(,)tal\ .rf; datanS membawa utang kepada Muhbal, dan dia

mengalihkan utangnya kepada Muhatlauin. Kata bendan5a adalah

'-iti7 denganmembaca fathahhuruf lna'. ijqir dalam perkataan

o'?ung amb, 'zivt, 1 rnaksudnp ii 1 tarus; tdak boleh tidak;

mesti).

Makna kata iolilr; Orang lnng nratnpu, yang banrk

hartanya. Dari sini, 'iti7 ttrt maknan5ra pengalihan piutang (hak

milik) dari tanggungan suatu pihak ke tanggungan pihak lain, png

diambil dari perkataan oftmg Arab, t':y Cri it y* ;r2 o;]l dy

4 e (Aku memindahkan suatu barang dari sahr lokasi ke lokasi

lain, maksudnya ketika dia memindahkannSn ke lokasi tersebut).

Pernbahasan lainnya akan disampaikan dalam penjelasan

berikuttp.

Hadits Abu Huraimh telah diriwayatkan oleh Al Bukhari,

Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan lbnu Majah

dengan redaksi yang telah diutamkan oleh Asy-Syirazi-

Sedang Ahmad meriwayatkanrqTa dengan redaksi,

2& e ,J>1 $1, 5 4b ":gl:r fi*
-J:43
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" Menunda-nunda panbajann ubng yang dikkukan
orang manpu adalah ke,zJtalinnn. Jil<a saomng dialihkan

piutangnSta (dihi.ryalalrkan) kepda pihak yang marnpu,
maka tqimalah."

Sedang menurut riuraft hnu Majah dari hadib lbnu Umar
dari Nabi $,

olelt

hak

** ,* d; li!. j ( ,drl

I c z2t1.4r-itt

" Menunda-nunda panhSann utang tpng dilakukan oteh
orzng mampu adalah l<qhaliman. Jika kamu dialihkan lnk

piubngmu (dihiwlahkan) kepda pihak lang nE rnpu,
rruka tqfurplah."

Rentetan sanad hadits tersebut Isrna'il bin Taubah
menceritakan keeada ltanri, Huslraim menceritakan kepada karni,
dari Yunus bin Ubaid, dari Nafi dari hnu Urnar. Isma'il bin
Taubah, hnu Abi Hatim trerlrata: Dia periuayat Spng sangat iujur,
para periurayat lainn5ra adalah para periuralpt hadits shahih. At-
Tirmidzi dan Al lrnarn Haramain juga telatr meriun3ntkannya.

Hulnrn: Hiulalah tidak dapat dilalarkan dengan sernpuna
kecuali dengan tiga orang, lnihr:

Muhil, llaifu orang lnng benrtang dan sekaligrrs lrang
berpiutang.

Muhbl3aitu orang yang berpiutang kepada Muhil, dan,
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Muhal 'alaih, pifu orang Srang berutang kepada Muhil darr

wajib membayar utang kepada Muhtal-

Para ulama berteda pendapat apakah Hiq,nlah itu adalah

jual-beli utang dengan utang? Dan diberikan keringanan

melakukannya (Ruktghahl, sehingga jual-beli itu dikecualikan dari

iual-beli utang dengan utang. Atau Hiunlah itu adalah

mernindahkan penagihan utang? Ada beberapa pendapat yang

berbeda dalam hal ini. Menurut sebuah pendapat yang lemah

(Qiila). Hiwatahadalah akad manfaat dan penrberian pertolongan

png dilakukan pada masa yang akan datang'

Syarat sah Hiqntah adalah harus dilakukan dengan

persehrjuan Muhil, tanpa ada peltdaan pendapat; Muhtal,

menunrt mayoritas ulama; Dan Muhal 'Alaih menurut sebagian

mereka. Disamping ihr, disyamtkan utang-utang yang dinyatakan

dalam akad, Hitnlahihr harus sarna (sejenis) dalam sifat-sifatrya-

sebagian mereka ada 5nng mengkhus.rskan Hiwalah in)

dengan dinar dan dirham, dan rnenolak Hiwlah dalam makanan,

karena Hiwatah adalah jual-beli makanan sebelum pemindahan

penagihannSp kepada orang lain diterima dengan sempuTlet.

Cabang, Tinjauan bahasa dan kata-kata asing dalam pasal

'trI.. Hiwnlahmenurut bahasa bermakna peralihan dan perpindahan

dari satu ternpat ke ternpat lain. Dalam sebuah hadits, 'Slt 3A U
'fr;si " Siapa lang bentih maka dia masuk surga-" Yang dimaksud

Nabi $ adalah siapa saja yang masuk Islam. Karena, dia beralih

dari kekufuran (penolakan terhadap kebenaran Islam)'
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Hiwalahjuga bermakna memindahkan air dari safu saluran
irigasi ke irigasi yang lain, yang beralih, lang maknanSa berubah
wama. Misalnya dikatalcan: ';iv 3q Q<arn ramaad yang lusuh

herubah waffE; sudah tidak jelas lagi wamanya karena usang]).

J3.V bt! (tumbuhan llang telah beralih warna [bembah jadi

matangl). ai$, 'J3.1, ffi {orang }rang beralih uraman,a); bila

wamanya ifu lebih gelap serta bembah.

Kata its bermakna gerakan hrbuh, di antaran3n l5 ji, I
lY 1o;3 ltiaau daya dan upaya kecuali berkat pertolongan Alhh).

Dalam sebuah hadits disebuflran,

&Lt1s&:"tq,gt
" Ya Albh, fukat p'tolongan-Mu aku annpi dan Wat

patotongan-Mu pla alu bqgq-ak 'iryli litlt 
tlv 

berrnalma

beragam penrbahan yang teriadi pada rnasa tersebut.

Orang 37ang berpiutang mernindahlon hajatrSn dari dirinla
ke otang berpiutang lrang lain. Kata bendanya lliwahh.
Dikatakan: Aku menrindahkan utang beberapa dirham kepada si

fulan dan sekaligus piutang png uajib dibafr oleh si fulan SanS
lain, rnaksudnln aku mengalihkan kepadarqp $vy '-rlut ji.itl,

orang yang b€rpiutang kepada MuMdis&ut Hayyil.

Sabda Nabi, ,P, tlo " Munun&-nunda petnh5ann ubng

tang dilala*an oft,ng manpu," iumhur uhrna menyatakan bahun
perkataan tersebut terrnasuk susunan ldlmkh (gabungan) kata
benda kerta (mashdal yang disandarkan pada pelaku pekerjaan

Gubyek). MaknanSra adalah oftmg kaya yang nurmpu haram
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melakukan penundaan pembayaran utang kepada pemilik piutang,

berbeda dengan orang Sang tidak mampu-

Menurut sebuah pendapat: Termasuk gabungan kata benda

kerja pada obiek (maf'ull, rnaksudnya omng png bemtang wajib

mernbalAr utang kepada orang yang berpiutang. Walaupun oremg

,ung mempunyai piutang it, adalah orang kuyu, karena menunda-

nunda pembayaran utang kepada orang yang berpiutang adalah

suatu kezhaliman. Lalu bagaimana kalau yang mempunyai piutang

itu orang fakir, maka menunda-nunda pernbayaran itu lebih zhalim

lagi. Namun, makna kedua ini tak satnar lagi jauh dari kebenaran.

Sebagaimana komentar Al Hafizh hnu Hajar-

Kata 'P, aslinya bermakna memperlamakan waktu

pernba5raran (i6Jt). Al Azhari mengatakan bahwa maknanya adalah

mernpertahankan (i,;itJil, diungkapkan, ()LX- lJ,"*St 'P
(mempertahankan besi, dia mernpertahankannya)-

Al Ashmu'i menSrampailGn puisi unttrk sebagian penyair

Batnr Rajaz Seolah-olah pohon yang pahit ihr telah kernbali

hingga bercabang banyak dan rindang. Penundaan dalam masalah

piutang dan utang diambil dari kata dasar tersebut, yaihl

mernperlamakan masa pembayaran yang telah ditentukan oleh

oftmg yang berutang kepada si penagih, yang disebut: 'il[ a*' l[u

fn lmenunda-nunda pernbayaran utang png dilakukan oleh png

berutang).

Al Hafizh Ibnu Hajar dalam Fathul fui mengatakan: Yang

dikehendaki dengan $; aaurn hadits ini adalah menunda-nunda

penrbalaran utang tanpa alasan png dibenarkan-
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Sabda Nabi, 'd ,5y (Jika seseorcmg di antara kamu

dialihkan hak penagihan piutangnya), dengan hamatl qathi, yang
terbaca dhammah serta membaca sukun bd', benrpa mabni
majhul (bentuk kata ke4a png pelakunya dibuang). At Imam An-
Nawawi berkata, "lni adalah yang masyhur dalam riwayat dan
bahasa."

Al Qurthubi mengatakan: Kata 'd dengan mernbaca

dhannah huruf hamah dan menytrkun bd', berupa nnbni
(bentuk kata kerja) yang pdalnrnya tidak disebutkan menumt
semua uhma- sedanglon kata i#li, rnayoritas ulama

meringankan bacaannln (takhfiit. sebagian mereka mernbatasinya
dengan membaca tasgdid. Namun, bacaan pertama lebih bagus.

AI Hafizh menanggapi klaim adan5ra kesepakatan tersebut,
dengan merniniam pendapat Al Khithabi: Ivfuyp1i6s ahli hadits
mengatakannya demikian. Yakni 6fi a*g* membaca tasydid

ba'- Yarrg tepat adalah mernbaca bkhfiif. I\,Ialmanya adalah
apabila dialihkan hak penagihan piutangn5ra (dihiuralahkan), maka
terimalah, seperti dikemulokan dahm riwagnt 3nng lain.

Sabda Nabi, 1* ,lt &epada orang lnng mampu), menurut
sebuah riwayat kata tersebut diakhiri dengan Hamzah. Menurut
riwaSrat lain, tanpa hamah. Hal itu didukung oleh pendapat Al
Karmani: Kata 'rd;Jl sama seperti #t, hf*h maupun maknanSra.

Al Khittnbi mengatakan: Kata tersebtrt aslinya dengan hamzah.
orang yang meriwaSatlarya tanpa hamzah, rnaka dia telah
rnernbaca bshil (mempermudatr).

Sabda Nabi, &i6, Al Hafizh hnu Hajar mengatakan:

Dengan mernbaca bsgdid Ta',tanpa ada perbedaan riua!.t.
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Hukum, Hadits Abu Hurairah dan hadits hnu Urnar ingin

menegaskan bahwa orang yang hak penagihan piutangnya

dialihkan (dihiwalatrkan) kepada orang mampu itu wajib menerima

pemindahan penagihan piutang tersebut. Pada ketenfuan hukum

inilah, para pengikut madzhab Azh-Zhahiri, mayoritas para

pengikut ma&hab Ahmad bin Hanbal, Abu Tsaur dan lbnu Jarir

mengarahkan maksud hadits tersebut. sedang jumhur ulama

mengaratrkannln pada hukum sunah. Ibnu Hajar berkata, "Orang

yang mengutip adanya ijmak ulama dalam kasus ini salah persepsi.

Pertdaan pendapat teriadi dalam masalah menunda-nunda

pernbayaran utang yang dilakukan orErng malnpu, apakah dosa

besar atau tidak? Jumhur ulama cendenrng mernilih pendapat

bahwa perbuatan ifu merupakan pe6uatan lrang menetapkan

akibat hukum fasik.

Mereka berbeda pendapat apakah dia menjadi fasik itu

hanya dengan sekali melakukan pertuatan tersebut atau hams

bemlang-ulang? Apakah penagihan dari pihak 5ang berpiutang itu

menjadi pertimbangan atau [dak?

Ibnu Hajar dalam Fathut.Baz' mengatakan: Apakah sifat

menunda-nunda pernbapran utang ifu pafut disandang oleh orang

yang mana kadar harta yang ctrkup mernbayar tagihannya ifu fidak

ada di sisinya, tetapi dia nrampu menghasilkannln dengan

berusaha mencarinya misalnYa?

Ada dua pendapat yang berbeda (Qaulaani menurut

ma&hab kami. Pertama: Tidak wajib. Kedua' Wajib se@ra

mutlak. Para ulama yang mernpunyai pendapat yang ketiga

mernilah antara sumber utang yang diperoleh melalui faktor 5nng

menjadikannya dia orang yang mdakukan kemaksiatan, sehingga
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utang itu wajib sq]era dibayar (tidak boleh ttitunda-tunda), jika tidak
dernikian, maka tidak wajib.

Asy-Syaukani mengatakan: Yang zhahir adalah yang
pertama, karena orang yang mampu berusaha menghasilkan
sejumlah tagihan itu bukanlah orang yang mampu (kaya), dan
ka,vajiban ifu hanya berlaku bagi orang kaSn sja. Karena
penangguhan pemberlakuan hukum itu dengan spesifikasi tersebut
memberitahukan perihal yang dominan.

Cabangr DR. As-sanhuri dalam N Wasith mernberikan
pandangan singkat mengenai perkembangan sejamh perpindahan
hak perngihan piutang, dernikian iuga DR. Muhammad Salam
Madkur dalam Rialah karpnln mengenai Fikih Islam, seseorang
kadang memberikan deskripsi bahwa kematian menjadi faktor
perpindahan hak penagihan piutang dari tanggungan pannris ke
tanggungan ahli \/aris. Tetapi bila direnungkan kembali, maka
akan muncul kesimpulan yang jelas bahun segala hak penagihan
piutang kepada pa,raris tetap berhubungan qat dengan
tanggungannya setelah kernatiann3Ta, dan orang yang berpiutang
berhak menunh.rt pelunasan piutangn3p dari harta peninggalannya,
sebab hak ahli waris tidak berhubungan erat dengan harta
peninggalan ifu kecuali dengan dua patiga Snng tersisa setelah
dikurang pembaSpran utang. Jika dalam hak ahli waris itu
terkandung unsiat (maka unsiat itu hanrs dipenuhi), ,ika tdak
maka (hak ahli waris berhubungan erat) dengan seturuh harta
peninggalan yang tersisa, karena Allah Ta alaberfirman,

qSiA"Ayri,_{*-;*i,q
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" saudah dipenuhi wasiat tnng l<amu buat atau (dan)

s esudah dibaSnr u bng-u tangrnu -- -. " (Qs- An-Nisaa' l4l 72L

Karena itu dalam Fikih Islam diternukan sebuah kaidah,

yakni "Tidak ada harta peninggalan kecuali sesudah dibayar utang-

utangnya." Ih-rlah kaidah yang adil, tetapi bila dikaitkan dengan

orang yang berpiutang, yang meninggal dunia, maka hak

penagihan piutangnya dari sisi yang berrutang itu berpindah ke ahli

warisnya, dan kematian itu adalah satu dari sekian banyak faktor

perpindahan hak penagihan piutangnya tanpa keraguan

sedikitpun.

Berdasarkan ketentuan ini, maka hak penagihan piutang itu

ada kemungkinan bisa dibagi-bagi bila hak penagihan piutang itu

berpindah kepada ahli waris orang png berutang'

Perafuran perundang-undangan Rornania mernaksakan

perpindahan hak penagihan piutang dari penerima warisan kepada

pewaris, baik dari sisi orang yang berpiutang atau orang 5nng

berutang. Sebab pemfuran perundang-undangan Romania

mempunyrai pertimbangan bahwa setiap individu ahli waris iht

tetap memiliki keterkaitan dengan individu panraris. Sementara

perahrran penrndang-undangan Prancis dan peraturan perundang-

undangan lainn5n yang berlaku di kawasan sekitamya berdasarkan

pertimbangan ini, hanya saja tatkala perrbuat undang-undang di

kalangan mereka melihat fidak adanya rasa keadilan dalam kaidah

ini, dia cenderurng beralih ke wila5rah kaidah Fikih Islam.

Aslrsyirazi g berkata: PasaL Hiunlah tidak dapat

dilakukan kecuali atas utang yang dapat
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diperjualbelikan, seperti pengganti pinjaman (eardhl
dan kompensasi hak milik yang dirusak.

Adapun utang yang tidak dapat diperjualbelikan
seperti utang salam dan harta Kitabh, fidak dapat
dihiwalahkan. Karena liiwtah itu sebenamln adatah
jual-beli- Karena Mfibl menjual hartan5Ta yang berada
dalam tanggungan Muhil dengan harta Mfiil yang
berada dalam tangg,ngan Mthal ,Alaih, dan Muhit
menjual hartanln lnng berada dalam tanggung an Muhal
'Alaih dengan utang llang wajib diba3Tar oleh Muhal
'Alaih (kepada Muhtal. Sehingga lliunlah itu fidak
dapat dilalnrlran kecuali dalam utang lnng dapat
diperjuatbelikan.

Penjelasan Hulnrm: Hiwtah dapat dilalnrkan dengan
objek berupa pengganti pinjaman (eardttr dan kompensasi hak
milik yang dirusak. Karena, pengganti pinjaman dan kompensasi
hak milik yurg dirusak tersebut merupakan utang yang sifatrSn
tetap serta mengikat (tdak dapat diubah) dalam tarEgungan (pihark
yang berutang). sehingga dapat dihiunlahkan sarna seperti
mernperjualbelikannlp.

Asrsrikh Abu Hamid Al Isfirayini mengatakanz Hiowtah
dapat dilakukan dengan objek b"rrrpa arat balar barang yang
dijual, karena alat ba5ar bamng 5rang dijual adalah utang }nng telah
mengikat.

Apakah Hiwalah dapat dilalnrkan dengan objek berupa alat
bayar barang yang dijual pada masa khitnn Ada dua pendapat
lrang berbeda (Wajlnani), hnu Ashh€habbagh telah
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menyampaikannya. Pertama, Yaitu pendapat Al Qadhi Abu

Hamid yang menyatakan bahwa Hiltnlah tdak sah dengan objek

benrpa alat bayar tersebut pada masa khiWr karena sifakrp

belum tetap.

Kedua, Hukumnla sah. Karena alat bayar ifu sifatrya akan

mengikat. Tidaklah boleh Hiwalah dengan objek berupa barang

yang dijual, karena sifatrya belum mengikat, karena barang

kadang rusak sebelum diterima pernbeli, sehingga jual-beli barang

tersebut batal.

Cabang' ndaklah boleh Hiwalah dengan objek bempa

utang Salam, dan tidak pula dengan objek bertrpa barang pesanan

$aknft. Karena, utang fulam sif;at,ya belum mengikat- Karena

jika barang 5nng dipesan (Muslam rrl, tdak tersedia pada unktu

penyerahan, perrrbeli dapat melakukan pernbatalan kontrak Salam.

Hitpalah tidak boleh bempa barang 5rang dipesan, karena Hiwalah

tidak sah kecuali dalam bamng Snng dapat dihrkar, padahal dalam

aL<ad Salam, udak boleh menukar barang png dipesan tersebut-

Hal itu sesuai dengan saMa Nabi $,

" Siap tnng metn&n suafu bmng, mal<a dia tidak boleh

mengalihlann5n fuenul<arrya) pda bnng gng lain."

Budak Mukabb !/ang memiliki utang kepada selain

pemilikn5ra dari muamalah yang dia lakukan, dan dia mempunSai

piutang, maka pengalihan penagihan dari sebagian pihak png
berutang kepadanya kepada sebagian pihak lain lnng
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menanggungnya boleh dilakukan, dan orang-orang yang berutang

kepadanya dapat memindahkan penagihan piutang mereka yang

berada dalam tanggungannya kepada Mut@tab tersebut. Karena,

utang tersebut sifaty sudah tetap meniadi tanggungan yrang uajib
dibayar Mukabb.

Adapun harta Kitabah (cicilan) yang menjadi
tanggungannya, pemiliknya tidak boleh memindahkan penagihan

piutangnya kepada Mukabb (murg-hiunlalTl<annyal, karena

piutang Kibbah ifu sifatrSra belum mengikat. Karena, mukabb
boleh mernbuat pemyataan dirinya lernah (tidak mampu)

membaSar utang tersebut kapan pun dia menghendaki. Sehingga

Hiowlah dengan objek boupa piutang Kitabah int tidak ada

manfaatryra.

Apabila Mukabb itu menghendaki perniliknya

memindahkan penagihan piutang l{ibbah Sang rrnjib dibapmya
kepada pihak lain lang benrtang pada Mukabb, Ibnu Ash-
Shabbagh berkata, "Hiwalahtersebut sah."

Menunrlku: Para pengikut ma&hab Ahmad bin Hanbal
berpendapat seperti pendapat kami dalam sernua hal png telah
kami sebutkan. Sdang dalam masalah utang dan piutang budak

Mukabb, hukumnya sama seperti oftmg-omng merdeka. Demikian
juga piutang Kitabah yang menjadi tanggungannya, pemiliknya

boleh mengalihkan penagihan piutang Kibbah itu kepada para
pihak png benrtang kepada Mukabb, dan tanggungannya dari
piutang Kibbah itu bebas dengan mekanisme Hiwalah ini.
Pemindahan penagihan piutang itu menernpati posisi penerimaan
piutang oleh perniliknya. Sernentara itu Uclaklah boleh bagi
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perniliknlra melakukan pengalihan piutang Kitabah kepada pihak

lain png wajib menan(N1mgnlra (membapmp), karena Mukatab

dapat mernbuat pem3ptaan dirinSa tidak mampu membayar cicilan

tersebut.

Al Mahamili perrulis Al Majmu' mensSaratkan adanya

cicilan tersebut telah jahrh tempo, karena pemindahan penagihan

piutang Kibbah ifu sarna seperti pembayamn cicilan yang

langsung dilakukan oleh dirinya.

Apabila pemilik hrdak Mukatab ihr merniliki utang dari sisi

muamalah png wajib dibapmf, apakah perniliknSn itu boleh

mernindahkan penagihan piutang dari pihak 3ang berpiutang ifu

kepada budak Mukaab 3Bng vvajib menanggungnSn? Ada dua

pendapat lrang berb€da (Waihaani), Ath-Thabari telah

mengampaikanqp.

Pertama: Pengaf,ihan utang itu huktrmnya sah (boleh). hnu
Ash-Shabbagh tdak merryebutkan kecuali pendapat ini. Karena,

utang tersebut adalah utang png zudah mengikat.

Kedua, Tidak sah. Karena Mukabbterkadang menSatakan

dirinf lernah (tdak mampu) mernbalnr tersebut,

sehingga gugurlah beban utang yang meniadi tanggungan dirinya,

talmi utang muamalah dan lainnlp. Karena, p€rnilik tersebut tidak

rnerniliki piutang tetap yang urajib dibapr budak tersebut.

Ash-Shaimuri mengatakan: Apabila seseorang mengalitrkan

utangnya kepada budakryn yang wajib mernba5nmSa, maka iika
dia orang Fng diizinkan berniaga, maka pengalihan utang tersebut

huhrmnp boleh. Sedanglon jika dia bukan orang yang diizinkan,

maka ada dua pendapat 37ang belrtda (Wajhaani). Pendapat yang

lebih diunggufr<an Hiwalahtersebut tdak sah.
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Cabangr Apabila seorang istri rnengalihkan utangnya
kepada suaminya yang wajib memba5ar maskawinnya sebelum
bersetubuh, pengalihan utang ifu tdak sah, karena maskawin ifu
stafusnya utang yang belum mengikat. Sedangkan jika suami
tersebut mengalitrkan utang maskawinnya kepada istinya, maka
pengalihan utang tersebut sah (boleh). Karena, dia dapat
menyerahkan maskawin itu langsung kepada ishinya, dan
pengalihan utang maskawin oleh suami ifu posisin5ra sama seperti
penyerahan maskawin yang dilakukannya secara langsung. Jika
ishinya tersebut mengalihkan utangnya dengan maskawinnya

setelah bersefubuh, maka pengalihan utang sah hukumn5ra, karena

maskawin itu adalah utang 5rang sudah mengikat (tidak dapat
diubah).

AslrSyirazi e berkata: PasaL Para pengikut
madzhab Ag1'S3lafi'i generasi pertama berbeda
pendapat mengenai jenis kekaSnan (utang Muhil kepada
Muhtal yang dapat dijadikan objek Hiunlah (Muhal
bihl.

Sebagian mereka ada gTang mengatakan: Hiwalah
fidak dapat dilakukan kecuali dengan kekapan lrang
memiliki kesamaan (sejenis), seperti alat bayar (uang,
barang, manfaat), biji-bijian dan keka3Taan serupa
lainnya.

Karena fujuan utama dilakukanngTa lliunlah fui
adalah pihak lnng berutang dapat membaynri utang-
utangqn tanpa ada penambahan maupun
pengurangan. Pembayaran utang ifu fidak dapat
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dilakukan kecuali dalam jenis kekayaan yang memiliki
persamaan (sejenis). Sehingga tenhrnya Hiwalah Udak

dapat dilakulon dalam jenis kekalnan selain itu.

Sebagian mereka ada Snng mengatakan: Hiwalah
dapat ditakukan dalam setiap barang yang sudah tetap
dalam tanggungan melalui akad Salam, seperti kain dan

herran- Karena barang tersebut merupakan barang

lpng sudah tetap dalam tanggungan, lnng boleh

menjualngra kembali sebelum diterima pembeli, maka

Iliwlah berupa barang tersebut tenhrryra iuga boleh,

sarna hdnrn jenis kekayaan yang memiliki persamaan

(seienis).

Penjelasan Hukurn: Hiwelah dapat dilakukan dengan

alat bapr b.rupa uang dirham dan dinar, barang yang memiliki

persamaan (seienis), seperti makanan dan min5ak. Barang-barang

produk rnasa kini, !,almi kendaraan bermotor dan alat-alat

elet<tronik, seperti mobil, kulkas, mesin cuci, teladsi, radio.

Dengan catatan kesernua barang ifu adalah produk baru yang

dapat dijelasttan ciri-cirin5n, sehingga nilai kesamaannya dapat

diketahui dengan nyata.

Apabila kesemua barang itu adalatr produk yang sudah

dipakai, dan kekurangann5ra dapat dijelaskan, misaln5ra dilihat dari

segi lamanya pemakaian, estimasi dan spesifikasi kincian)

penguangan produk tersebut. Dan barang yang sarna (seienis) ihr

ditemukan berdasarkan kesal$ian ahli yang dipercaya tanpa

penambahan maupun p€nguranSFn, maka Hionlah tersebut boleh

hukumnya. Karena fujuan Hiwakh adalah pernbayaran utang
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pihak yang berutang tanpa penambahan maupun pengurangan.

Pernbayaran utang itu dapat direalisasikan dengan barang yang

telah kami sebutkan.

Apakah sah Hi.4nlah dengan barang 5ang tidak merniliki
persamaan, yakni barang yang spesifikasinya diketahui dengan
sifat, seperti kain, hannn, barang.barang lainnya lnng sah
dijadikan objek akad Salani? Ada dua pendapat png berbeda
(Wajhaani).

Pertama: Hiovalah tersebut sah. Karena, barang tersebut

adalah harta yang dapat diakui sebagai utang dalam tanggungan

serta mengikat, sehingga Hiwalah dengan barang tersebut

hukumnya sah, sama seperti uang dirham dan dinar.

Keduar Hiwalah tersebut tdak sah. Karena, persiunaan

dalam barang tersebut tidak dapat diketahui dengan jelas. Karena
itu, barang tersebut tidak dapat difukar dengan barang yang sejenis

dengan barang tersebut dalam kasus perusakan hak milik-

Jadi, bila kita berpegang pada pendapat kedua tui, Hiualah
dengan utang bempa unta diyat fidak boleh. Sedang
bila kita berpqang pada pendapat patama, apakah Hiwalah
dengan utang bnrupa unta diyat ihr hukumnya boleh? Ada dua
pendapat yang b€rbda (Wajhaani) hasil interpretasi dari kedua
jawaban Asy-S5rafi'i 4b bahua apabila seorcmg perempuan melukai

seorang lelaki dengan luka yang memperlihatkan fulang, lalu dia
menikahinya dengan maskawin lima ekor lombing yang diakuinya
sebagai utang yang wajib dibayar isbinya tersebut di kemudian
hari, dia befiak mendapat denda jinafat yang dilakukan oleh
perempuan kepadanya.
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Demikian juga, AsySyafi'i dalam masalah Ash-Shulh
(perdamaian) mengatakan: Dia berhak memperoleh denda jinayat
sebanyak lima ekor unta 3ang wajib ditanggung (dibayar) oleh
pihak penanggung, lalu dia melakukan perdamaian dari lima ekor
kambing tersebut.

Apaloh perdamaian tersebut sah? Ada dua pendapat 5ang
berbda @aulanlt.

Pertama: Perrdarnaian tersebut sah. Karena denda jinayat
itu adalah utang yang telah sudah tehp (tdak dapat diubah) yang
wajib ditanggung (diba!nr), iumlah dan usiaqa sudah diketahui
dengan ielas.

Keduar Perdamaian tdak sah. Inilah pendapat yang
diunggulkan dari para pengikut rna&hab AsSrSyaft,i. Karena,
kelima ekor unta ifu ciri-cirinlra tidak dapat diketahui, dan pihak
yang wajib menanl5lung lima ekor kambing itu tdak dapat
menyerahkann5a dengan spesifikasi tertentu.

Para pengikut rnadzhab Ahmad mengatakan: Hiumkhidak
sah dalarn barang yang tidak sah dijadikan objek al,eid &tan.
Karena, barang tersebut tdak dial$i sebagai utang yang wajib
dibapr. Diantara sSnrat Hiwatah adalah kedua utang harus sarna.

Adapun barang yang diakui sebagai utang png wajib diserahkan
sebagai pesanan selain barang yang memiliki persarnaan (sejenis),

seperti barang yang diukur dan barang lang dihihrng. Maka dalam
sahnp Hiulakh dengan utang ini ada dua pendapat yang berbeda
(Wajlnanil

Pertama: Tidak sah. IGrena persamaan dalam barang ini
tidak dapat diketahui s@ara rinci, oleh karena itu dia tidak dapat
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menukamya dengan barang yang sama (sejenis) pada saat terjadi

pengrusakan.

Kedua' Hiunkh tersebut hukumnya sah. Al Qadhi Abu

Bakar dari kalangan Harabilah telah menyebutkanngra.

Aslrsyirazi g berkata: PasaL Hiunlah tidak dapat
dilakulon kecuali kedua utang ifu sama dalam segi sifat,
masa pembalnran utang, dan jafuh tempo- Jadi, kalau
kedua utang ifu berbeda safu sama lainnya dalam segi
sesuatu (ciri-ciri) dari ciri-ciri utang lpng telah
disebutkan itu, maka Hiunlah tidak sah. Karena
Hiunlah itu prinsipnlp adalah tolong-menolong, sarna
seperti akad pinjaman (Qardhl-

IGliau kita menetapkan lTiunlah dapat dilakukan
sekalipun terjadi perbedaan tersebut, maka pihak yang
dimintai pertolongan itu boleh mencari kelebihan
(mengambil untung), sehingga keluar dari prinsip dasar
diletaldran l-Iiunlah-

Apabila seseoriang berpiutang seribu kepada dua
orang, 9nng masing-masing dari keduarrya berutang
lima ratus, dan setiap safu orang dari mereka ifu
sebagai penanggung utang mitrangp sebanSlak lima
rat:s, lalu orang lnng berpiutang mengalihkan
penagihan dari orang lrang berpiutang kepadanya
seribu kepada kedua orang tersebut, dengan qlarat dia
bebas menagih kepada siapa saja yang dia kehendaki
dari kedua orang tersebut sebesar seribu, maka dalam
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Ifiunlah tersebut ada dua pendapat yang berbeda
(Waihaani).

Pertama: Hitnlah tersebut sah. Yakni pendapat

Astrsyaikh Abu Hamid Al Isfirayini. Karena dia tidak
menagih kecuali sesuai dengan besaran piutangn5ra.

Kedua: Tidak sah- Inilah pendapat SyaiLh kami Al
Qadhi Abu Ath-Thafiyib &- Karena dia hendak mencari

keunhngan lebih dalam penagihan tersebut melalui

akad Hiwlah. Model lliunlah dengan motif seperti ihr
Udak boleh dilalnrkan. Alasan lain, Hiwalah ihr adalah
jual.beli. Jadi, bila memberinya kebebasan memilih di
antara kedua oriang tersebut, malra kasus tersebut
menjadi seperti t€sus kalau dia berkata, 'AI{u menjual

kepadamu salah satu dari kedua budak ini.'

Penielasan: Hiw*h udak satt kecuali jika kedua utang itu

terdiri dari ienis yang sama (seianis). Jadi, iika seseoriang benrtang

uang beberapa dinar terhadap seseorang, lalu dia mernindahkan

penagihannlp kepada pihak lain lnng bemtang kepadanya

beberapa dirham, atau orirng lnng berpiutang dan sekaligus

benrtang gandum menrindahkan penagihannlra kepada pihak lain

yang benrtang jelay atau jagung, atau onmg png bertrtang dan

sekaligus berpiutang Real Saudi Arabia mernindahkan

penagihannya kepada pihak gnng berutang yang memiliki mata

uang Mesir atau lainn5ra, yakni beragam ienis satuan mata uang,

rnaka Hiualahtersebut fidak sah.

Karena prirsip Hivalah ihr adalah bahwa Hiunlah frdak

mernerlukan persetuiuan Mulal 'Alaih (orang yang bertrtang
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kepada Muhil dan wajib membayam5n kepada Muhtal. Jadi, jika

kita menetapkan sahnya Hiwalah tersebut dengan jenis utang yang

berbeda, tenfunya Hiwalah ittr dilakukan han:s dengan persehrjuan

Muhal 'Alaih. Karena dia tdak dapat dipaksa agar menyeratrkan

selain jenis utang 5ang uajib dibayam5n.

Alasan lrln, Hiwalah itu posisinya sarna sqerti Muqashah
(utang sebagai perimbangan utang yang lain). Karena, Muhil
menggugurkan utang lpng wajib ditanggungnSa dengan

piutangnya 5ang wajib ditanggung (dibaSrar) oleh Muhal 'Naih
(orang yang berutang kepada Muhil dan wajib mernbayamya

kepada Muhbl. Kemudian utang (Muqashal) ifit
tidak sah dari satu jenis dihrkar dengan jenis lain Snng berteda.
Demikian juga Hiwnlah.

Hiwalah fidak sah kecuali jika kedua utang itu terdiri dari

safu macam utang, sesuai dengan alasan yang telah kami sebutkan

dalam jenis utang. Jadi, bila seseorang benrtang seribu benrpa

mata uang yang utuh kepada otang lain, lalu dia memindahkan
penagihann5a kepada orang yang berutang seribu

dirham bempa mata uang pecahan, atau sebalikannlra dari ifu,

maka Hiwalah tdak sah.

Karena, Hiu/alah pada hakikatr5a adalah jual-beli utang

dengan utang. Jml$eli beli dirham dengan dirharn yang sama

disebut al<ad shart fual-beli mata uand, 1lang di antara syaratr5a

adalah harus dilakulon serah-terima di ternpat bansalsi. Kecuali
jika kta menetapkan bolehnya menunda serah-terima dalam akad

Hiwalah tersebut. Karena, Hiumlah adalah akad Snng berprinsip

tolong-menolong dalam kebajikan.

l.
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Jadi, bila alad, Hiwlah ini mengandung keunfungan lebih,

maka akad tersebrat b€nlbah meniadi jml-beli dan mumi bisnis

(usaha dagang). Padahal jual-beli utang dengan utang itu tdak

boleh' Tahukah kamu bahwa akad pinjaman (Qardllt pada

hakikatnya adalah iuaFbeli mata uang {Sharl karena seseorang

memberikan mata uang dirfiam diganti dengan dirham lrang sama.

Tetapi dalam akad pirrFrnan ini serah-terima boleh dihrnda, karena

Qadhitu pada prinsiprya adalah akad tolong-menolong'

Jika seseorarg berkata, "Aku merninjamkan kepadamu

beberapa dirtnrn ini benrpa mata rrang pecattan dengan qBrat

kamu mengernbalikannsB dengan m& uang dirharn 3ang utth,"

maka Qardhtdak satL Dernikian juga dengan alad Hiunlah-

Apabila seseonng berkata, 'Aku merninjamkan kepadamu

beberapa jerris rnata uang Mesir dengan qnmt kamu

mengernbalikannlp dengan mata t"rang dolar,' rnaka Qardh

tersebut tdak saft.

Catnng, Apabih seseormg menriliki piutang sebesar

seribu dirham keeada dtn orang, masing-masing lima rahrs

dirham, dan masirg-rnasing dari kedtra omng ih.l sebagai

penanggung mitrarSp, lalu sahh satunp mernindatrkan

penagit6nnlp mitrarqB fians lain (Iufulpl 'Abn sebesar seribu,

rnaka tanggungan kedrnnya dari piutangnp Snng wajib dibayar

mereka strdah bebas.

Apabila ses@tang mernindahkan penagihan piutangqn

dari seseorang lrang berpiutang kepadan5a sebesar seribu dirham

kapada mereka berrdtra, agar dia menerirna pernbayaran dari
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kedua orang tersebut masing-masing lima ratus dirham, maka

Hi v,ra lah tersebut sah.

Apabila dia (Muhfi memindahkan penagihannya kepada

kedua omng yang berutang kepadanp (Muhal 'Alailll, dengan
gnrat dia (Muhbl berhak menagihnya kepada siapa saja yang dia
kehendaki dari kedua orang ifu sebesar seribu dirham tersebut,

apakah Hiwalah tersebut sah? Dalmr hal ini ada dua pendapat

yang bertda (Wajlnanil Abu Al Abbas bin Sura[ telah

menyampaikanrrya.

Pertama: Hitnlah tersebut sah. Inilah hasil ijtihad Asy-
Syaikh Abu Hamid Al Isfirayini. Karena Muhbl (orang 5ang
berpiutang kepada Muhil tidak menagih kecuali sesuai dengan

besaran piutangnya. Karena tambahan ifu pada prinsipnlp hanla
dalam segi besaran nilai yang sesuai dengan jumlah tagihan

tersebut atau sifat piutang. Tahukah kamu bahua memindahkan
penagihan kepada ormg yang lebih kap daripada omng lrang
mernindahkan perngihan piutangnya itu hukumny'a boleh.

Kedua' Hiunlah tersebut tdak sah. Inilah pendapat hasil

Ufihad Al Qadhi Abu Ath-Thayyib. Karena dengan Hiwalahseperti
ini dia memperoleh kelebihan dalam penagihan tersebut, karena

dia sernestin5a menagih kepada satu orang, lalu benrbah jadi

menagih kepada dua omng. Alasan larn, Hiwalah ifu adalah jual-

beli. Jadi, bila piutang ihr menjadi tanggungan dua orang, maka
piutang yang telah diterima dari mereka tdak diketahui jumlahnya,

sehingga Hiwalah tersebut tdak sah. Wallahu alan.

Aslrsyirazi p berkata: PasaL l-Iiunlah tdak dapat
dilakukan kecuali oleh orang yang berpiutang dan
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-sekaligus berutang. Karena kami telah menjelaskan
bahwa Hiunlah itu adalah jual-beli utang yang wajib
ditanggung dengan utang lain yang wajib ditanggung.

Jadi, apabila orang yang fidak berpiutang dan
sekaligus berutang memindahlran penagihannln, maka
yang terjadi adalah jual-beli barang lnng fidak ada,
sehingga Hiunkh tersebut fidak sah.

Sebagian para pengrkut madzhab kami ada 3nng
mengatakan: Iliwalah tersebut hukumn5;a sah.
Syaratryra hanrs dengan persetujuan Mfial 'Alaih,
karena Himlah ifu adalah menanggung beban utang
yang sah bila Mnhal 'Alaih memiliki tanggungan utang
yang sama (sejenis), sehingga lliunlah tersebut sah.

Apabita dia tidak memiliki tanggungan utang yang
sama seperti menanggung resiko perusalmn barang,
maka bila kasusngra !,ang terjadi seperti ini, maka Mthal
'Alaih berhah mengajukan permohonan kepada Muhil
agar membebaskannyra dari keuniiban menanggung
utang tersebut, sebagaimana pihak penanggung
penrsakan barang berhak mengajulran permohonan
kepada tertanggung agar membebaskannya dari
keurajibann5Ta menanggung pengganti penrsakan barang
tersebut.

Apabila Muhal 'Naih memba3nri utang tersebut
dengan seizin Muhil, maka dia berhak meminta Muhil
agar mengembalikan uang pembalraran utang tersebut.
Sedangkan bila dia membalrarinya tanpa seizin
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(sepengetahuan) Muhil, maka dia tidak berhak meminta
M uhil agar mengembalilonnya.

Penjelasan Hulnrm: Apabila seseorErng berpiutang

kepada oreng lain, lalu !,ang berutang mernindatrkan

penagihannga dari ormg lrang berpiutang kepadanya kepada

orcrng yang tidak berutang kepadaqza, maka jika Mulnl 'Alaih

(pit k yang benrtang kepada Mrhil dan sekaligus wajib
membayamya kepada Muhbl [orang yang berpiutang kepada

Muhill tidak menerima Hiunlah tersebut, maka Hiunlah tersebut

tdak sah, dan Muhilbelum bebas dari tanggungan utang-utangnya.

Karena Muhil(orarry yang benrtang dan sekaligus berpiutang) tidak
mernpunlai piutang apapun yang unjib ditanggung (diba5ar) oleh
Muhal'Alaih.

Apabila Mulnl 'Akih menerima Hiualah tersebut, apakah
Hiwakh tersebut sah? Ada dua pendapat yang berbeda
(W'alhaani).Pertama: Tidak sah. Inilah pendapat mayoritas para
pengikut ma&hab kami. Yaitu kesimpulan lang nampak dari
pendapat Al Muzani. Karena Hiutalah itu adalah akad tukar-
menukar (Mubundlnlll

Jadi, bila Muhil tidak memiliki piutang apapun yang wajib
ditanggung oleh Muhal 'Alaih, maka Hiu/ahh tdak sah.

Sebagaimana kalau dia mernbeli seekor kambing hidup dengan

kanrbing png sudah mati.

Alasan lain, kalau omng 1nng berpiutang dan berutang yang

belum mengikat, belum tetap, atau berlainan sifat utangnya, maka

Hiuralah fidak sah, rnaka lebih-lebih bila Hiunkh ihr dibebankan

kepada orcrng yang mana dia tidak berpiutang kepadanya.
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Kedua, Hiwalah srrh. Inilah pendapat Asy-S5aikh Abu

Hamid dan para pengikut madzhabnln. Karena, Muhal Alaihbta
dia mau menerima Hiunlah tersebut, maka statusn5ra seolah-olah

dia berkata pada orang lang berpiutang, "Aku telah akan

menslugurkan penagihan hutangmu darinya dan aku telah

mernbebaskarurya, dan aku menan(Klung pengganti utang

tersebut." Jika dia berkata dernikian, tenfunSn dia terikat kannjiban

menrba5ar utang tersebut, karena dia menunfut penrsakan hak

milik dengan pengganti. Itlaka dernikian pula dengan masalah ini.

Apabila kita mernegangi pendapat ini, maka Muhal 'Alaih

berhak mengaiukan permohonan kepada MuM agar

mernbebaskanngra, sebagaimana p€nanggung berhak mengajukan

permohonan kepada pihak tertanggung agar mernbebaskannp

dari tanggungan tersebut.

Apabila Muhtaltdah menerima piutang tersebut &n Muhal
'Ahk dengan seizin Muluil, kernudian Muhbl menghibatrkannya

pada Mulnl 'Alaih, apalrah Mulpl 'Akih berhak merninta Muhil
agar mangernbalikan penggantiqTa? Ada dua pendapat yang

belteda (Wafrwni).

Pertamaz Mulnl 'Alaih fidak berhak meminta lufuhil agar

mengernbalikan p€ntgilfiint4 karena dia m€nanglrlg
penrba5aran utang apapun. IGrena pengganfi utarg frang telah

diserahkan keeada Mulrbl tdah dikernbalikan kepada Minl
'Alaill

I(dtnr Mi?al 'Alalh berhak merninta lutulrll agar

mengenrbalikan penggand utang 3ang tdah diseratrlan k4ada
Muhbl.lnilah pendapat yang diunggulkan (Al tukddnQ. IGrena,

dia benartenar tdah nrenang1;trng pernbayaran utang Muhil,
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sedangkan pengganti utang yang kernbali kepadanya itu diperoleh
melalui sebab lain.

Apabila Muhil memiliki utang lnng ditangguhkan
pernbagnrannya hingga wakfu tertenfu, lalu dia mernindahkan
penagihannya kepada seseorang (Muhal 'Alarh yang rnana Muhil
tidak berpiutang kepada Muhal 'Alaih tersebut, dar. Muhal 'Alaih
menerima Hiqnlah tersebut -dan kami mengatakan: Hitvalah
tersebut sah- maka jika Muhal 'Alaih mernbalnmln tepat pada

masa pemba5arannla dengan seizin Muhil, maka dia berhak
meminta Muhil agar mengembalikan pengganti utang yang telah
diserahkann5n kepada Muhbl tersebut. Dan jika Muhal 'Alaih

membayamya sebelum tiba mma pernbalnmnnSa, maka dia tidak
berhak rneminta Muhil agar mengernbalikan pengganti utang png
telah diserahkanngn kepada Muhbl sebelum utang jahrh tempo
tersebut, karena dia orang yang berbuat kebajikan dengan
memajukan pembayaran utang sebelum jafuh tempo.

Apabila perselisihan terjadi antara Muhil dan Muhal 'Alaih,

misalnya Muhal Alaih berkata, "Kamu memindahkan
penagihannya kepadaku, padahal kamu fidak berpiutang
kepadaku, jadi aku berhak meminta kamu mengernbalikan
pengganti utang tersebut, karena aku telah mernbagramya dengan
se2in kamu." Muhil berkata, *Aku mernindahkan penagihannp
dengan piutangku kepadamu", maka pemSptaan yang diterima
adalah pemgataan Muhal 'Alaih disertai sumpahnya. Karena
hukum asalnya Muhal Waih terbebas dari tanggungan utang
tersebut. Wallahu a'lam.
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Aslrsyirazi * berkata: Pasal: Hiwalah tidak sah

tarrpa persetujuan Muhtal (orang berpiutang kepada

Muhilr. Karena Hiw-alah itu merupakan pengalihan

piutang dari tanggr.rngan safu pihak ke tanggungan

pihak lain. Sehingga pengalihan piutang itu fidak dapat

dilalnrkan tanpa persetuiuan pemilik piutang tersebut
(Muhtal. Sebagaimana kalau Muhal 'Alaih berkeinginan

memberilcan kepada Muhtal uang tunai difukar dengan

utang.

Apaloh lliunlah sah tanpa persehriuan Muhal
,AIaiIi! Perlu dilihat, iika pengalihan penagihan utang

itir dari Mrhtal kepada orang (Mthal 'Alaihl yang mana

Muhil fidak berpiutang kepadanya, dan kami katakan:

Ifiwalah kepada orang lpng rnana Muhil fidak

berpintang kepadanp hukumnya sah, matra lTiunlah
fidak dapat dilatnrkan lrccuali dengan persetuiuan Muhal
'Alaih tersebtrt.

Apabila pengalihan penagihannya itu (dari

Mulrtal kepada Muhal 'Abih lrang mana Mrhil
berpiutang kepadanya, maka ada dua yang

berbeda (Wajhaani).

Pertama: Yakni pendapat Abi Sa'id Al Ishthalfiri
darr hasil ijtihad Al Muzani, Hiunlah fidak dapat

dilakukan kecuali dengan persetujuan Muhal 'Alaih-

Karena dia adalah satah sahr pihak lrang menjadi nrkun

Hiumlah, sehingga persetuiuanryn perlu

dipertimbanglran datam Hiwalah tersebut salna halnya

Muhtal.
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Kedua: Yakni pendapat yang diunggulkan (AI
Madzhafl. Hiur-alah tersebut dapat dilakulran tanpa
persefujuan Muhal 'Alaih tersebut. Karena, Hiwalah
merupakan pelimpahan menerima (tanggungan dari
pihak lain), sehingga fidak perlu mempertimbangkan
persefujuan orang yang . Sama halnya dengan
pemberian kuasa (TauM dalam menerima piutang
tersebut. Muhal 'Alaih berbeda dengan Muhtal, karena
piutang itu adalah miliknya, sehingga piutang itu fidak
dapat dialihkan penagihannya tanpa persetujuanngn,
sama seperti penjual. Sedangkan dalam kasus ini, utang
itu waiib (diba37ar1 oleh Muhal 'Alaih.
Sehingga fidak perlu mempertimbangkan
persefujuann3n, sama seperti posisi budak dalam jual-
beli.

Penjelasan Hukum: Harus mernpeitimbangkan
persehrjuan Muhbl adalah pendapat ma&hab kami dan ma&hab
Malik &. Para pengikut ma&hab Abu Hanifah mengatakan:

Apabila Muhal 'Ahih terikat karajiban mernbayar utang tersebut

tanpa mempunlni kesanggupan unhrk memba5ramya, maka dia
orang yang dipaksa. Apabila dia menerima Hiunlah disertai

keterpaksaan tersebtrt, maka Hiqnlahtersebut batal.

Tahukah kamu bahwa Muhal 'Alaih itu akan berubah
stafusnya menjadi orang yang berutang dan orcrng yang

mernpunlni kesanggupan unhrk mernbayar utang tersebut? Al
Imam Ja'far bin Muhammad juga menyatakan bahwa Hiunlah
harus dengan persetujuan Mulnl 'Alaih, dan persetujvan Muhal
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'Akih harus benar$enar diternukan di tenrpat bansaksi Hiwakh-

Muhal 'Alaih lodang stahrsnya bukan orang yang berutang,

sehingga dalam perihal bolehnlp Hiunhh dilakukan tanpa

persetujuan Miral 'Ahihitu perlu ditinlu kenrbali.

Adapun M)hd 'Abih Srang benrtang pada Muhil, dalam

perihal bolehnya ffim&tersebtrt ada dua pendapat yang berteda

(Wajhaani). Keterangannya akan dimmpaikan.

Keterangan lEng mana Astrs$rad mernulai pasal ini, yakni

bahwa Hiurahl, tdak sah tanpa persar$uan Muhbl adalah

pendapat yang diunggulkan dari para p€ngil$t madztrab Aslr

Syafi'i. Karena sebagian orang yang merniliki kehormatan itu tel6d

mereka menolak orrtg hin menanggung utang mereka.

Ahmad dan para pengikut rnadzhabnya, setrta Daud dan

para ps4gkut madzhab Azh-Zhahiri menyatakan bahlffa Sdak

perlu mempertimbangkan persauiuan Muhbl teas&tn Al l&iraqi

b€rkata, 'Jika seseorar€ dialihkan hak penagihan piutangnp

kepada pihak yaql mampu, maka dh harus menerirna-"

hnu Adarnatr : Atunad bet&ata mengenai

bfsir kata gut (orang lnng mampu), "Solah-olah r.rut

menurutr5a adahh orang lpng Inampu dengan hartanlp."

Perkataan Ahmad, 'Badannya dan sifat seienis lainn3p," rnaka bila

hal'oSa dialihlon kepada orang lBng menpndang sifat seperti ini,

Muhbt dan Mfial 'Ahih harus menerima lliuakh tersebut, dan

tidak perlu mernpertimbangkan persauiuan kedtnnya.

Abu Hanihh b€rkata, "Persehrjuan Muhd 'Alaih dan

Muhtat perlu aherBmUangkan, karena Hiwalah addah tLlkar-

menukar, sehingg3 *ad Himlah ihr dipastikan harus dengan

persetuiuan dari kedua pihak png berakad."
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Menurutku: Dalil pendapat Ahrnad, Daud dan para
pengikut madzhab Azh-Zhahiri adalah sabda Rasulullah $,.W2t,t -J>1 GL.s

" Jika s6@rz,ng dialihkan hak penagihan piubngrya, mal<a

terimalah." Sabda ini adalah kalimat perintah, dan perintah itu
menunjukkan arti wajib.

Dalil pendapat kami adalah, piutang png hendak dialihkan
perngihannya ifu benar-benar berhubungan dengan tanggungan

Muhil, sehingga dia Udak memiliki kebebasan mengalihkan hak
penagihan piutang temsebut kepada pihak lain yang

menanggungnya tanpa p€rsetr{uan orang lrang berpiutang
(Muhbl. Sebagaimana kalau piutang itu berhubungan dengan

barang tertenfu, maka Muhil Udak merniliki kebebasan

mengalihkannya ke barang 1rang lain tanpa persetujuan pemilik
piutang tersebut. Adapun hadib tersebut diarahkan pada hukum
surnh.

Adapun scnrl Muhil, kelompok ulama Badad dari para

pengflnrt ma&hab lomi berkata: Persetuiuanqn harus

dipertimbangkan, karena utang tersebut wajib ditanggungnya,

sehingga jalur pembayarcm utang itu Udak hanya menpdi beban

Muhil. Sebagaimana kalau dia memiliki uang beberapa dirham di
sakunya, maka pernilik piutang tidak berhak menunhrt paksa Muhil
agar membayar piutangnp kepadan5a dari saku tertentu.

Kelompok ulama l(hurasan berkata: Apakah persefujuan

Muhil harus dipertimbangkan? Ada dua pendapat yang berteda
(Wajhaani). Ilustasinya adalah, Muhbl berkab, kepada Muhil yarg
berutang kepada seseorcmg, "Aku mengalihkan hak penagihan
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piutangmu kepada diriku ditukar dengan piutang yrang ada padamu

yang wajib ditanggung si fulan." Maka iika Muhil berkata, "Aku

terima", apakah Hiwalahtersebut sah?

Ada dua pendapat yang berbeAa (Waihaani) sesuai dengan

dua pendapat yang berbeda (Waihaanil dalam masalah jika

seseorang berkata, "Aku siap menanggung kauajiban pihak

tertanggung dangan syarat kamu membebaskannya- "

Menurut pendapatku, kedua pendapat ini dapat

diilustuasikan dalam kasus Muhal 'Alaihbila Muhil yang berutang

itu tidak berpiutang kepadanya, dan kita katakan: Hiumlah kepada

orang yang mana Muhil tidak berpiutang kepadanp hukumnya

sah dengan persetqjuan Muhat 'Alaih. sedangkan iil<a Muhal'Alaih

berutang pada Muhil, apakah harus ada persetujuan Muhal 'Alaih

dalam sahn5ra Hiwalah tersebut? Ada dua pendapat yang berbeda

(Wajhaani).

Pertama: Yalmi pendapat hnu Al Qash dan Abi Sa'id Al

Ishthakhri, Hiwalah tidak sah kecuali harus dengan persetujuan

Muhat 'Ataih tersebut. Yakni pendapat Az-zJ.t'fi. Karena, Muhal
,Naih adalah salah sahr pihak yang menjadi rukun Hiwalah,

sehingga persehrjuann5ra harus dipertimbangkan, salna seperti

Muhil dan Muhtal.

Kedua' Yakni perrdapat 11ang diunggulkan (Al MadzhaA'

Hiwalahsah tanpa harus dengan persetujuan Muhal 
"Alaih, 

karena

Muhit telah mernposisikan Muhtal menggan{kan posisinya dalam

merierima piutang tersebut, sehingga tdak harus

mernpertimbangkan persetujuan orang yang berutang (Muhal

Alaihl. Sebagaimana kalau orang png berpiutang merryakilkan

kepada seorang wakil dalam hal menerima piutang tersebut. Jadi,
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tidak harus mempertimbangkan persefujuan orang yang

berpiutang.

Abu Hanifahdan pengikutnya mengatakan: Hiornlahadalah
pernindahan hak penagihan piutang kepada Muhal 'Alaill dengan

mengalihkan utang dari satu pihak yang bemtang kepada Muhal
'Alaih yang wajib m€nangpngnya, sehingga Hiwlah Udak

berjalan sempuma kauali dengan penerimaan dan persefujuan

Muhal 'Alaih. tain halnya dengan pemberian kuasa (Taukil

menerima piutang, bukanlah pengalihan hak penagihan kepada

Muhal 'Akih, dengan mernindahkan piutang lnng wajib
dibayamya itu kepadanya seiak awal, tetapi Taukil itu adalah
pengalihan mengenai pernbagraran piutang yang uajib dibapmya,
sehingga Udak harus adanSra penerimaan dan persefujuan Muhal
'Alaih.

Karena orang-omng lnng bemtang ihr dalam hal
pernba5raran utang-utangnya dan penagihannSra merriliki sikap
yang berbeda, sebagian mereka sangat mudah ditagih dan diminta
membayamya, dan sebagian yang lain orangnlra sangat sulit
ditagih dan diminta membagram5ra, sehingga hams ada penerimaan

hak penagihan piutang tersebut, supala adanya bahaya kesulitan
penagihan dan pernbayaran utang berubah mejadi

kesanggupannya. Dernikian Al Kasani menjelaskan dalam Al
Badai', dan dari ifulah aku mengutipryn. Wallahu a'lam.

Asy-Syirazi e berkata: PasaL Apabila Muhil telah
mengalihkan utang tersebut, maka hak penagihann5Ta
berpindah kepada Muhal 'Alaih, dan tanggungan
piutang yang wajib diba3Tar Muhil sudah bebas. Karena
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Hiwalah adakalanya pengalihan hak penagihan piutang

atau peniualan piutang, apapun benfuknya melalui

mekanisme ini, tanggungan piutang yang waiib dibayar

Muhil bebas-

Pasa} Srrat khiyar fidak dapat diberlakulran

dalam Hiwalah, karena Hiwalah tidak dibangun atas

dasar saling menanggung resiko kerugian, sehingga

Irhiyar syarat fidak dapat diberlakukan dalam Hivalah
ini.

Sedang mengenai pemberlakuan Lhiyar mailis

datam Hiwalah ada dua pendapat yang berbeda

(wajhaani). Pertama z l{hi5mr majlis dapat diberlakukan

dalam Hiwalah, karena Hiunlah adalah jual-beli,

sehingga khiSnr majlis dapat diberlalnrkan dalam

Hiwalah, sarna seperti perdamaian-

Kedua: Khiyar majlis fidak dapat diberlakukan

dalam Hiwalah, karena l-Iiunlah diberlalnrkan seperti

mekanisme pembebasan utang. Karena ifu, Hiwlah
fidak boleh menggunalon shighat iual-beli- Sehingga

t<hi5pr majlis tdak dapat dibertakukan dalam akad

Hiunlah-

Penjelasan Hukum: As5rsyaikh Abu Hamid Al Isfirayini

mengatakan: Pam pengikut ma&hab Asy-syafi'i generasi pertama

berbeda pendapat apakah Hiunlah itu jual-beli atau tolong-

menolong?
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Dalam hal ini ada dua pendapat yang bert da (Wajhaani).

Sebagian ada yang mengatakan : Hiutahhadalah tolong-menolong,
sesuai sabda Rasulullah $,

W,,9 e#*t,J#tiL.s
" Jika salah s@ftng di anhn l<amu dialihl<an hak

penagihan piutangn5a kepda oftrng fiEunpu, mala terimalah."

Jadi, Rasululhh menganjurkan Hiuralah dengan aniuran
yang bersifat sunah. Sedang jual$eli ifu adalah perkara yang
mubah, bukan perkara yang surnh dilakukan. Tetapi perkara Spng
sunah dilakukan adalah tolong-menolong (dalam kebajikan), sesuai
sabda Rasulullah $ dalam masalah pinlman (Qardti,

.ai'rb :y F
" Mernbqi pinjannn satu didam lebih baik daripada

metnberi sdel<ah-"

Alasan lain, Hiulalah itu kalau diposisikan sebagai jual-beli,

tentunlra dalam Hiunlah boleh mengambil unfung lebih, dan
Hiwalah tidak sah dengan objek berupa utang.

Sebagian ada yang mengatakan: Hiwalah adalah jual$eli.
Karena, jual-beli itu ada dua macam; Jualteli dengan
menggunakan shighatjual-beli, sehingga jual-beli ihr di dalamnya
mengandung laba, keunfungan lebih dan saling menanggung
resiko kerugian safu sama lain. Dan iual-beli dengan menggunakan
shighat selain jud-beli yang tuiuannla adalah tolong-menorong,
sehingga fidak dapat mengambil untung lebih dan saling

Yt: ?y
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menanggung resiko kerugian satu sama lain, dan tdak

menetapkan akibat hukum peralihan hak milik seperti jual-beli.

Karena memberikan hak miliknla yang berada dalam

tanggungan Muhal 'Alaih kepada Muhbl. Hanya saia kdua

macarl jual-beli ih-r berbda dalam segi istilah saja, tujuannya agar

h.rjuan yang diinginkan dari mashrgmasing kdua macaln jual-beli

bisa diketahui melalui istilah tersebut.

Jika kita katakan bahwa Hiwalah ihr adalah tolong-

menolong, maka khiyar majlis tidak masuk di dalamnya, sama

seperti akad Qardh. Jika kita katakan Hiwalah itu jual-beli,

tentunya l<hiWr majlis dapat masuk dalam alad Sharf $ual-beli

mata uang). Adapun khi@rtiga hari, tidak masuk dalam Hiunkh

berdasarkan iimak ulama.

Menumt pendapatku, kedua pendapat yang berbeda dalam

Hiv,nlah kepada orang llang mana utang tidak dapat di-hiwklT

kan kepadanya dengan persetujuan Muhal(Muhbl bersumber dari

pertedaan berikrt ini, iika kita katakan Hiulalah adalah tolong-

rnenolong, maka Hiuralah hukumnlp sah. Dan bila kita katakan

Hiv,nlahitu jual-beli, maka Hiwlahtidak sah.

Abu Hanifah dan para pengikutnSa memilih berpendapat

bahwa Hiwalah itu mengandung unsur fukar-menukar.

Berdasarkan pendapat rni, Hiwalah tidak sah tanpa persetujuan

Muhil, karena Hivnlah adalah pembebasan, yang mengandung

penyerahan (pengaliha") hak milik, sehingga Hiunlah tidak sah

tanpa persehrjuan Muhit atau dengan cara paksa, seperti seluruh

penyemhan hak milik lainnya. Wallahu a'latn-
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Asy-Syirazi g berkata: Pasal: Apabila Muhil telah
memindahkan hak penagihan piutangnSn kepada orang
mampu, lalu dia jahrtr pailit atau mengingkari piutang
tersebtrt, dan dia berani bersumpah atas pengingkaran
piutang tersebut, maka hak penagihan piutangnSra ifu
fldak beralih kembali kepada Muhil.

Karena, dia telah mengalihkan piutangngn ke
harta yang mana dia memiliki hak menjualnya,
sehingga haknSTa menagih kembali kepada Muhil gugur-
Sebagaimana kalau dia telah memilih barang sebagai
penggarrti piutang, kemudian rusak setelah dilakukan
serah-terima.

Apabila Muhil telah memindahkan hak penagihan
piutangn3ra kepada seseorang dengan qTarat dia orang
mampu, temyrata dia orang yang fidak marnpu, Al
Muzani menyebutkan Muhfalfrdak memiliki hak khiynr-

Abu Al Abbas menolak pendapat ini, dia berkata:
Muhbl memiliki hak Htigar, karena Muhil telah
melakukan ghanr kepadanln dengan slnrat tersebut-
Sebagaimana kalau penjual menjual kepada pembeli
seortrng budak dengan syarat dia orang yang cakap
menulis, temyata dia bulran orang yang cakap menulis.

Mayoritas para pengikut madzhab Aslrsyaf i
generasi pertama berkata: Muhtal fidak memiliki hak
I<hi57ar. Karena, kefidakmarnpuan ifu adalah
kekurangan. Jadi, kalau lfig7ar itu diberlakukan sebab
kehrrangan tersebut, tenturrga l<higTar bisa diberlakukan
tanpa qnrat tersebut, sama seperti kecacatan dalam
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barang yang diiual, ketidakmampuan itu hal yang

berbeda dengan kecakapan menulis, karena

tidakcakapan menulis ifu bulonlah kekurangan, tetapi

adalah tidak memiliki kemampuan lebih- Jadi, persoalan

dalam kecakapan menulis ini teriadi perbedaan arrtara

diqlaratkan dan tidak diqraratlorl-

Penjelasan Hukum: Jika Muhil memindahkan hak

penagihan piutang tersebut, maka hak penagihan piutang (Muhalt

itr.r berpindah dari tanggungan Muhil kepada tanggungan Muhal
,Alaih, dan tanggungan utang yang wajib dibayar Muhil bebas.

Inilah pendapat seluruh ulama.

Zufr berkata, Piutang (Mulnl, Udak berpindah dari

tanggungan Muhil, tetapi Muhblboleh managih kepada siapa saja

5nng dia kehendaki, sarrra seperti penjaminan (Dhannrlt. Dan dia

mengatakan: Hiwalah Udak menetapkan akibat hukum

pembebasan Muhil dan piutang png menjadi tanggungannya

setelah transaksi Hiwalah dilakukan, seperti kamjiban yang

dibebankan kepadanya sebelum transaksi Hiwalah dilakukan.

sama seperti akad Kafatah oaminan yang diberikan pihak

penanggung untuk memenuhi kavajiban pihak tertanggung)'

Al Kasani mengatakan: Alasan pendapat Zuft bahwa

Hiwalahdiberlakukan sebagai jaminan utang sarna seperti l{afalah,

dan di antara syamt jaminan itu Udak teltebasnya pihak pertiama

dari penagihan pihak kedua (Muhbl seria masih tetapnya utang

seperti sernula dalam tanggungan pihak pertama tanpa ada

perubahan, satn t seperti jaminan dalam akad Kafalah.
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Sedang menumt kami, Hiwkh itu diambil dari kata dasar
at-tahwiil, yakni memindatrkan (nagl fi'il mutabddi maf'ul satu),
sehingga rnakna inWaal (iadi b€rpindah) sifafrrSa lazim (tidak bisa
dtubah) dalam Hiqlalah tersebut. suatu barang iika telah berpindah
ke suafu tempat, rnaka bararrg ihr tidak tetap berada di tempat
pertama. sedangkan iaminan (wabiiqah dapat terpenuhi melalui
kemudahan rnemenuhi karaiiban ditiniau dari segi kemampuan
membayar (Malaa 'ah) dan kesiapan merrbalar piutang dan Muhal
'Alaih.

Para pengikut madzhab Hanafi gmerasi terakhir berbeda
pendapat mengenai perihal apa lnng berpindah, sekalipun mereka
sepakat-rrrengqrai hukum asal Hiwalah tersebut lang m€netapkan
akibat hukum utang dari pihak 5ang benrtang kepada
pihak lain 5ang wajib membay.amSra (Hiulatatl.

Sebagian mereka mengatakan: Hiwalah ihr memindahkan
hak penagihan dan sekatigus utang. Sebagian lrang lain
mengatakan: Hiunlah ifu mernindahkan hak penagihan, tidak
kurang tdak lebih. Sedarglon pokok utang itu tehp dalam
tanggungan Muhil.

Menurutku: Hirmhh diambil dari kata dasar 'r*, ,,!*
(memindahkan hak), sedang Dlnnnandiambil dari kata dasar p
F, At p) (mengambil iaminan dari tanggungan satu pihak ke

tanggungan pihak lain), sehingga setiap kata ifu tnrus diletakkan
sesuai dengan tuntutan rnaknan!,a.

Jika tertuku hak penagihan piutang itu berpindah dari
tanggungan Muhil kepada tanggungan Muhal 'Akih, maka hak
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penagihan itu tidak dapat berpindah kembali kepada tanggungan

Muhil, sebab iatuh pailit-rya Muhal Alaih, tidak pula sebab

kematiannya, dan fidak pula sebab pengingkarannya dan

sumpahnya. Demikian, Malik, Al-l-aits dan Ahmad,g

berpendapat. Pendapat tersebut telah diriwayatkan dari AIi

I{atmmallahu Waihah.

Abu Hanifah berkata, "Hak penagihan piutang Muhal

kembali kepada Muhil iil<a Muhal 'Alaih meninggal dunia dalam

kondisi jatuh pailit, dan jika dia mengingkari piutang tersebut dan

bersumpah."

Abu Yusuf dan Muhammad berkata, "Hak penagihan

piutang Muhblkerbali kepada Muhildalam kedua kondisi ini, dan

dalam kondisi ketiga, jilc. Muhal 'Alaih iatuh pailit (bangkrut) dan

dia dicekal."

Al Hakam mengatakan: Hak penagihan piutang Muhal

kernbali kepada Muhitharrya dalam satu kondisi, yakni iilr(a Muhal

'Ataihmeninggal dunia dalam kondisi jahrh pailit, dan dia kesulitan

(puhrs asa) unfuk mendapatkan kembali piutangnya, sesuai saMa

Rasulullah $,

z,* J't1 '8 t11, S,FIL 'Grt i*
o .or?1.P

" Menunda-nunda pembagmn ubng t/ang dilakukan oleh

onng manpu adatah suafu kezhaliman- Maka, iika sesanng di

anbn kanu diatihl<an hak pnagihan piubngn5m (di-hawalah-kan)

kepada pihak gng rnmpu, terimalah!'
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Al Imam hnu Hazm membantah pendapat ini dengan
bantahan yang keras dengan pemyataannlp: Abu Muhammad
mengatakan: Ini adalah pendapat yang batal, (yakni pendapat Abu
Hanifah serta pendapat Abu Yusuf dan Muhammad), karena
bertentangan dengan perintah Rasulullah $.

Alasan lain, mereka adalah orang-orang llang telah sepakat
dengan kami bahura Hiunlahbila transaksinSn telah sah, maka hak
penagihan piutang dari Muhil itu gugur. Di saat mereka mengakui
(menyatakan) gugumya hak penagihan piutang dan Muhittersebut,
maka di antara pendapat png batil adalah kembalinya hak
penagihan piutang ifu kepada Muhil, dan di antara pendapat yang
batil adalah kembalinya hak penagihan yang telah gugur tanpa
didasari nash yang menehpkan kembalinln hak penagihan piutang
itu kepada MuM, dan tdak pula ijmak lnng menetapkan
kembalinSa hak penagihan piutang itu kepada Muhit.

Apabila mereka mengatakan, Telah diriuayatkan dari
Utsman, bahr,vasanya dia berkata mengenai Hiutalah, p ;* b$
fi "Kematian ifu fidak dapat dihindari seorang Muslim."

Dari jalur Abdurrazaq, dari Ma'mar atau selain AMurrazaq
dari Ma'mar dari Qatadah, dari Ali bin Abi Thalib, bahwasanln dia
berkata mengenai orang yang dialihkan hak penagihan
piutangnya, "Tidak boleh menagih kembali kepada
kecuali Muhal 'Akih jatuh pailit atau meninggal dunia." Inihh
pendapat Syrraih, Al Hasan, An-Nakha'i dan Asy-Sya,bi,
sernuanya berpendapat bahwa apabila Muhal 'Akih tidak siap
memba5ar piutangnya, maka hak penagihan piutang kembali
kepada Muhil.
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Dan dari Al Hakam disebutkan bahwa hak penagihan

piutang Muhtal tidak kembali kepada Muhil, kecuali iil<a Muhal
'Alaih meninggal dunia sebelum dia memiliki kesiapan membayar

piutang tersebut, maka hak penagihan piutang itu kembali kepada

Muhil.

Menurut kami: Tidak ada dalih bagi seseorang di hadapan

Rasulullah S, bagaimana (dia bisa berdahh) padahal kami telah

meriwayatkannya dari kalangan kami, dari jalur Hamad bin

Salarnah, dari Muhamrnad bin Ishaq, dad Ali bin Ubaidillah, dari

Sa'id bin Al Musayyab, bahwasan5n a5ahnya yakni Al MusaSyab

berpiutang kepada seseorang seribu dirham, dan orang lain

berpiutang kepada Ali bin Abi Thalib seribu dirham.

Orang yang berutang itu be*ata pada Al Musayyab, 'Aku
memindahkan hak penagihan piutangmu kepada Ali, dan

pindahkanlah hak penagihan piutangku kepada si fulan." lalu Al

MusaS4,rab melakukan pemindahan hak penagihan piutangnya.

[-alu Al Musa54pb meminta Ali memenuhi pemba5aran

piutangnya, dan harta {Muhal !,ang mana Al Musayyab

mernindahkan hak penagihan piutangnSa kepada si fulan itu rusak.

Al Musag,rab lalu mengabarkan kenrsakan harta tersebut kepada

Ali bin Abi Thalib. l-antas Ali berkata padanla, "Semoga Allah

menjauhkannya." Ini bertentangan dengan riurayat dari Utsman

dan riwayat yang telah kami sebutkan dari Ali. Riwayat ini sesuai

dengan pendapat kami.

Jika ulama salaf (pa'ra sahabat) berbeda pendapat, maka

sebagian keterangan yang diriwaSatkan dari mereka tidak lebih

utama daripada sebagian riwa5at yang lain, sebab kalian telah

sependapat dengan kami mengerai pemindahan hak tersebut, dan
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kami udlak berpendapat boleh memindahkan kernbali hak
penagihan piutang kepada orcrng (Mulnt yang rnana Muhal atau
Muhtal tidak merniliki piutang di sisin5a, karena hal itu sama
dengan memakan harta milik orang lain dengan cara batil.

Menurut kami, pemindahan penagihan piutang seperti gang
dilakukan Ali dan Al Musayyab q hanSra boleh bila didasari
penjaminan. Jadi, jika masingrnasing dari kedua pihak 5rang
menanggung piutang itu menjamin piutang Spng wajib ditanggung
pihak lain, Srakni janji penjaminan tersebut, maka penjaminan itu
hukumnya boleh dan mengikat, serta piutang yang wajib
ditanggung masingmasing dari {edua penanglung itu berpindah
kepada pihak lain.

Abu Hanifah dan Malik berpendapat Mulnl (Muhbl bdak
dapat dipaksa menerima Hiinlahtersebut. Mereka menyampaikan
argumen Snng mendulnrng pendapat itu dengan rnengatakan:
Kalau Muhal dapat dipaksa agar menerima Hir4/alah, tenfunp
Muhal juga dapat dipaksa agar menerima lliwalah ihr jika Muhal
'Alaih memindahkan hak penagihan piutangnSn kepada Muhal
'Alaih lain,,kemudian jfua Mulnl 'Akih yang lain itu memindahkan
hak penagitnn piutangnp ihr kepada Muhal 'Alaih Sang lain,
maka Muhbl (Mulnt juga dapat dipaksa agar menerimanSra,

dernikian selamanln.

Abu Muhammad mengatakan: sejurnlafrr dalil ini konkadiktif
dengan perintah Rasulullah $, dan di dalam dalil ini mengandung
penentangan perintah Rasulullah png terkandung dalam hadits
tersebut. Bagaimana Udak, dalil yang mereka gunakan unfuk
menentang batal, karena tndakan ifu (pemindahan hak penagihan
piutang dan Mulnl 'Akih kepada Muhal 'Alaih yang lain) adalah
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sikap menunda-nunda pembayaran utang yang dilakukan oleh

orang marnpu, atau Hiwalah (pemindahan hak penagihan) kepada

orang 1tang tidak mampu, "Menunda-nunda pernbalaran utang

yang dilakukan orang rnarnpu adalah suafu kezhaliman -" Hir,ralah

kepada orang yang tidak mampu udak diperintahkan agar Muhbl
menerimanya. Demikianlah komentar Abu Muhammad.

Pam pengikut ma&hab Ahmad r$ mengatakan: Karena

syamt (Muhal Waih lpng mampu membapr piutang) itu adalah

s5rarat yang mengandung kemaslahatan akad Hiwalah dalam

transaksi tukar-menukar. Jadi, pernbatalan kontrak secara sepihak

dapat dilakukan sebab tidak terpenuhinya s5rarat tersebut, dan hak

penagihan piutang Muhtalkerrbali kepada Muhil.

Sebagaimana kalau pernbeli mensyaratkan adanp sifat (ciri-

ciri) tertentu dalam barang 1nng dijual, dan terkadang sifat (ciri-ciri)

barang yang tidak dapat dipenuhi melalui akad yang bersilat

mutlak dapat dipenuhi sebab adanya syarat tersebut, dengan bukfi

ciri-ciri barang png dijual masuk ddam petq/aratan akad.

AsgrSyafi'i a mengatakan: Tatkala Muhbl disunahkan

menerima haknla dialihkan kepada Muhal 'Alaih dengan s5rarat

Muhal 'Alaih orang lrang mampu, maka dapat disimpulkan secara

mqnkinkan bahrra hak penagihan piutang ihr berpindah dari

Muhil menjadi tanggungan Muhal 'Alaih, dengan perpindahan

yang mencqah Muhlal untuk kemrbali menagih kepada Muhil.

Sebab jika Muhbl boleh kembali menagih kepada Muhil, maka

konbak yang dibatasi perspratan ini tdak memiliki kepastian

hukum.

Ar-Rabi bin Sulaiman berkata: Asrsyafi'i telah

mengabarkan kepada kami dalam Al Imla ', dia berkata: Pendapat
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yang benar menurut karri -umlhhua'lam adalah pendapat yang
disampaikan oleh Malik bin Anas, batruasanya seseorang jika dia
telah rnemindahkan hak penagihan piutang seseorang kepada
otang lain dengan piutang miliknya, kqnudian Mutat 'Araihjafuh
pailit atau meninggal dunia, maka Muhat (orang 3nng berpiutang
kepada Muhil Muhbl tdak Mrak rnenagih kernbari piutangnya
kepada Muhilsdanarrya.

Apabila seseorang bertanla, "Mana dalil hulnrmnya?" Malik
bin Anas mengatakan: Dia nrengabar{on kepada kami, dari Abi
Az-Zrnad,, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah rg,,
Rasulullah $ bersaMa,

,* ,F €oi-it tig 4b gsr fi*
o -o.?'..C!.J,

" Menunda-nunda ubng trug ditatn*an oleh
oftrng mampu adalah suafu kqhaliman. Dan jil<a satah sanng di
anbn kamu dialihkan hak pagilnn prubngnp kepda oftng
tang mampu, tnala tqinalah."

Apabila seseorang bertarrlra, '.Mana bukfi dalil lrang
menguatkan pendapat lnng terdapat dalarn hadits tersebut?"
Jaunbannya: Tahukah kamu kahu Muhalbefiakmenagih kembali
piutangnya kepada MuM, sebagaimana pendapat lrang
disampaikan oleh Muhamrnad bin Al Hasan, jir<a Muhal ruaih
jafuh pailit selama hidupnp atau dia meninggal dunia dalarn
kondisi jatuh pailit, apakah Muhat befiak menagih kembali
piutangnya kepada orang lrang mana trtangnya telah dialihkan?
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I
Tahukah kamu kalau dia telah dialihkan hak penagrhatt

piutangnya kepada orang 1nng jatuh pailit, dan piutangnya itu

sebagai pengganti dan Muhil, apakah sebab jahrh pailitrya Muhal

'Ataih ihr pitrhngnlp bertambah, kecuali semakin lebih baik jika

Muhal 'Alaih yang jatuh pailit itu tdah kernbali mampu, jika tidak,

maka piutangnya tetap ada dimana pun dia berada? Dan tidak

boleh kecuali haknf itu dalam kondisi seperti ini.

Kemudian AsfSyafi'i mengatakan: Adapun pendapat kami,

jil€ aku bebas dari piutangmu, dan orerng selain aku telah

menjaminnya, kebebasan itu tdak akan mengembalikanmu

menjadi pihak yang ditanggung piutangnp.

Adapun Hiowlah yang tidak dapat dilakukan, bagaimana

bisa aku tertebas dari piutangmu, jika aku telah memindahkan hak

penagihan piutangmu kalau kamu bersumpah dan aku bersumpah

kamu Udak berpiutang kepadaku, maka kami telah berbuat

kebajikan, dan jika Muhal 'Abk ihr jatuh pailit, maka kamu

kenrbali kepadakq menagih sesuafu setelah aku bebas dari piutang

ihr melalui transaksi yang rnana kamu telah menyepakatinya boleh

dilakukan di antara kaum muslimin-

Muhammad bin Al Hasan mengemukakan argumen dengan

men5ratakan bahwa Utsman berkata dalam masalah Hiwalah dan

I{afalah, "Pemilik piutang berhak menagih kembali (kepada Muhilt,

tidak ada ada kematian yang memberatkan seorang Muslim."

Komentar Utsman dalam keaslian pendapat, batal ditinjau

dari dua sisi, kalau komentar ifu terbukti benar diriwayatkan dari

Utsman, sarna sekali fidak mengandung hujjah apapun, tetapi

Ustnan justnr ragu-ra5lu dalam pemyataannya ini. Dan kalau
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komentar itu tertukti benar diriwayatkan dari Utsman, ada

kemungkinan hadits Utsman menerangkan sebaliknya.

Jika seseorang memindahkan hak penagihan piutang

seseorang kepada orrng lain, lalu Mulal 'Alaih jatuh pailit atau

meninggal, dan dia tidak mempunlnai harta apapun, maka Muhbl
tdak berhak kernbali menagih kepada Muhil, ditiniau dari segi

bahwa Hiuntah itu mernirdahkan hak penagihan piutang dari
ternpabrp ke ternpatrya png lain, dan sesuafu Snng sudah

berpindah Udak akan pernah kernbali. Hiu&h berbeda dengan
penjaminan (Handan Hak penagihan piutang yang telah

berpindah dari Muhil, udak akan pernah kembali, kecuali melalui
pembaharuan kernbalinya hak penagihan piutang itu kepada

Muhil, dan kami meminta Muhbl melakukan pernbaharuan

tersebut, bukan Muhil dengan alasan apapun. Dernikianlah
komentar Muharnrnad bin Al Hasan.

Para pengikut rnadzhab kami generasi perhma
mengatakan: Alasan lain, makna urnurn hadits tersebut

mernbuktikan bahwa pernindahan hak penagihan piutang ifu harus
diterima selamaryra, sekalipun Mulnl 'Alaih dalam kondisi jahrh

pailit atau mengingkari utang ifu, lalu dia bersumpah.

Karena telah diriwagntkan, bahvrnsaryra kakek dari Sa'id bin
AI Musayyrab berpiutang kepada Ali bin Abi Thalib rg. [-alu dia

meminta AIi agar memindahkan hak penagihan piutangnya

kepada seseorang, lalu Ali memindahkan hak penagihan
piutangqa itu kepadan5a, lalu Muhal 'Alaih dunia.
Kemudian lokek Sa'id kembali sambil meminta Ali membayar
piutangnya. lalu AIi berkata padan]ra, "Kamu telah lebih memilih
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menagih kepada selain kami dibanding kami, semoga Allah

menjauhkanmu-"

Kutipan riwayat ini telah disampaikan dalam komentar hnu
Hazm. Pendapat Ali itu telah meniadi ijmak, karqra tidak ada

seorang pun dari kalangan sahabat $ menolak pendapat Ali U$.

Alasan lain, hal itu tdak lepas dari dua kemungkinan, Hiumlah

menetapkan akibat hukum gugumla piutang Muhbl dari

tanggungan Muhil, atau tidak menggugurkan piutang Muhbl dati

tanggungan Muhil,baik Muhal 'Akih itu iatuh pailit atau tdak-

Apabila hak penagihan piutangnln telah gugur dari Muhil,

bagaimana Muhbl kembali bertnk managihnya kepada Muhil

dengan alasan ketidakmampuan dan mengingkari utang Muhil

tersebut? Karena, Hiwlah itu ibamt serah-terima hak milik,

sehingga piutang itu tidak kenrbali meniadi tanggungan Muhil,

sebagaimana kalau Muhtal tebh menerima alat tukar dari

piutangnya, lalu alat fukar ihr rusak di tangannlra.

Cabangr Jika seseorais (Muhil berutang pada seseorang

(Muhklt, lalu Muhil memindahkan hak penagihan piutangnp

kepada orang yang mana Muhilberpiutang kepadan5ra, kemudian

Muhil membayar utangnya kepada Muhbl, rnaka pemba5nran

utang itu hukumnya sah, dan Muhil bdak berhak meminta

pengernbalian apapun kepada Muhal 'Alaih, jika dia membayari

utangnya itu tanpa seizin Muhal Waih. Abu Hanifah Up dan para

pengikutnya berkata, "Muhil berhak meminta pengembalian

pengganti utang yang dibalarkannp kepada Muhblkepada Muhal

'Alaih."
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Dalil pendapat kami adalah, Hiunlah ifu benar-benar sah,
dan dia mernbayar utang itu sernata-mata karena berbuat
kebajikan (Tabrrul sehingga dia tdak bertrak merninta
pengembalian apapun kepada Mlnl 'Alaih.

Alasan lain, dia tidak merniliki hak membatalkan Hiwatah
tersebut, sehingga dengan menqerahkan uang pembayaran ihr dia
berbuat k&ajikan, sebagaimadkalau orang lain membayar utang-
utangnya.

Cabangr Apabila seseorang (Muhitt memindahkan hak
penagihan piutang seseomng (Muhbi kepada seseorang (Muhat
'Alail)l, dan tidak pemah ada perqpratan bahwa Muhat 'Araih int
orang yang mampu atau omng yang melarat, Ialu temSrata dia
orang 5ang melarat, maka Muhbl tidak berhak mengernbalikan
penagihan piutangnga kepada Muhil, baik dia mengetahui
kemelaratannSa atau tidak mengetahui. Demikian Abu Hanifah
berpendapat.

Malik mengatakan: Apabila Muhbl Udak mengetahui
kemelaratannya, maka dia berhak mengembalikan penagihan
piutangnya kepada Muhil.

Dalil pendapat kami adalah, kernelaratan itu jika terjadi
setelah hansaksi Hiunkh dilakukan dan sebelum serah-terima,
maka khbar sudah tidak berlaku lagi bagi Muhbl. Dernikian juga
jika terbukti bahwa Mulnl 'Alaih orang yang meramt pada saat
tansal<si dilakukan.

Adapun iika Muhil memindahkan hak penagihan piutang
Muhbl kepada seseorcmg dengan syarat dia orang yang mampu,
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AsrSyaikh Abu Hamid mengatd<an: Apabila Muhilberlata. "Aku

rnernindahkan hak penagihan piutangmu kepada si fulan lang
mampu atau kepada si fulan pada saat dia mampu", lalu Muhbl

menerima Hiwatah tersebut, kernudian temSnta Mulnl 'Alaih

orang 5rang melarat, maka Al Muzani telah meriunptkan dari Aslr

Syafi'i, "Tidak boleh menagih kernbali piutangnln kepada Muhil

selamanya, baik Muhal 'Alaih orang lnng mampu (kaln) atau

orang fakir, baik dia jatuh pailit atau meninggal dunia dalam

kondisi tak memiliki harta, bak' Muhil menipunln dengan q,ramt

tersebut atau tidak."

Para pengikut rnadzhab kami generasi pertama befteda

pendapat mengenai lli$alah secara b€rsyamt ini, Abu Al Abbas

bin Suraij mengatakan: Dia berhak menagih kerrbali pilrbngnlE

kepada Muhil, sebagairnana dia menjual kepadiryra suatg barang

dengan s5nrat barang yang dijuat itu adalah barang png selamat

dari kecacahn, tem5rata barang ifu dalam kondisi sebaliknlra.

Ibnu Suraij mengatakan: Pendapat png telah dikutip oleh

Al Muzani, sepengetahuanku AqrSdi'i tidak berpendapat s€e€rti

ifu dalam safu dari sekian bantak kitab karpnya-

Mayoritas para pengikut rna&hab kami generasi p€rbma

mengatakanz Muhbt Udak berhak menagih kerrbali piutangnya

kepada Muhil, sebagaimana pendapat lrang dikutip oleh Al

Muzani. Karena kemelaratan ifu (ketidakmampuan merrba5ar

piutang Muhbl, kalau Muhal 'Alaih orang lang mampu k€trka

tansaksi Hiwatah itu dilakukan, tenfunSn lfi|ar berlaku basinlra

sebab kemelaratan ihr tanpa disertai perqpratan apapun, satna

seperti kecacatan pada barang yang dijual. Karena kelalaian dalam

iual-beli itu berawal dari pihak peniual dimana dia udak
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menjelaskan kecacatan pada barangnyn tersebut. Jadi, bila penjual
tidak pernah menjelaskan kecacatan barang tersebut, maka kh$ar
berlaku bagi pembeli tersebut.

sedangkan kelalaian dalam kasus Hiwatah ini beraunl dari
Muhtal dimana dia tidak berusaha mencari tahu kondisi Muhat
'Alaih. Alasan lain, barang yang dijual itu adalah hak milik pernbeli,

jadi jika dia mendapatiqn dalam kondisi cacat, maka dia berhak
meminta kembali alat bayar tersebut.

ndak demikian hulrr}n dengan tanggungan Muhat ,Alaih,

karena tanggungan Mulnl 'Alaih itu bukanlah piutang nnlik Muhbt
ifu sendiri, tetapi tanggungan Muhal 'Ataih itu hanyalah tempat
piutang Muhtal berada, sehingga terjadinya kemelaratan yang
berhubungan dengan tanggungan Muha|Ataih itu bukanlah
kekurangan yang terdapat dalam piutangnya, tetapi memang
pemba5aran piutangnya meniadi tertunda.

Apakah kamu tidak tahu bahwa Muhbt dapt mernperoleh
kembali piutangn5ra dari tanggungan yang rusak ini, misalnya
Muhal 'Alaih kernbali marnpu, atau dia bemsaha mencari pinjaman
lalu dia membagrar piutang Muhbt dengan uang pinjaman itu, lain
halnp dengan barang Snng dijual ketika pembeli mendapatinya
dalam kondisi cacat. Walkhu a'lam.

Aslrsyirazi * berkata: PasaL Apabila seseorang
membeli dari seseorang suafu barang seharga seribu
dirham, dan pembeli memindahkan hak penagihan
penjual seribu dirham ifu kepada seseoftmg, kemudian
pembeli mendapati kecacatan pada barang yang dijual
tersebut, lalu dia mengembalikannp, pil? pengikut
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madzhab kami generasi pertama berbeda pendapat

mengenai kasus ini.

Abu Ali Ath-Thabari rnengatakanz Hitnlah fidak
batal- Sehingga peniual tetap berhak menagih uang

penjualan barang ihr kepada Muhal 'Naih, dan pembeli

berhak meminta kembali alat bafr tersebut kepada

penjual. Karena, Iiliwbh ifu trarlsal$i yang

berhubungan dengan salatr satu dari kedua alat hrkar

dalam iual-beli, sehingga Hiuralah fidak batal sebab

pengembalian karena cacat- Sebagaimana kalau dia

membeli seorang budak dengan alat ba37ar berupa lnin,
dan dia telah menerimarryra serta telah meniualn5Ta

kembali, kemudian peniual tersebut mendapati kain

tersebut dalam kondisi cacat, lalu dia

mengembalilmnrrln.

Abu Ishaq berkata, " I-Iivmlah tersebut batal-"
Inilah pendapat l'ang telah disebutlnn oleh Al Muzani

dalam AI Mukhtashar- Sehingga peniual fidak dapat

melalnrkan penagihan kepada Muhal 'Alaih- Karena,

Iiiuralah ihr berkenaan dengan alat ba!7ar tersebgt
(seribu dirham)- Jadi, iika jual-beli ihr n$ak, maka

Mrhal hah (utang pembelian barang) telah keh.rar dari
posisinya sebagai alat bayar- Sehingga illro' Muhal bih

itu telah keluar dari posisingn sebagai alat ba}7ar, dan

hak selain keduarrya fidak lagi berhubungan dengan alat

bayar tersebut, maka tentunln Hiwkh tersebut batal.

Kasus ini berbeda dengan masalatr iika seseorang

rnembeli seorang budak, dan dia telah menerimarryn
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serta telah menjualnSTa kembali. Karena budak tersebut
masih berkaitan dengan hak selain kedua pihak lrang
berakad jual-beli tersebut, yakni pembeli kedua.
sehingga fidak mungkin membatalkann3n- sementara
I-Iiwnlah fidak ada kaitanngTa dengan hak selain
keduanSn (penjual dan Muhal 'Alaihl, sehingga
pembatalan jual-beli dapat membatalkan Hiw-alah-

Apabila seorang suami
penagihan Maskawin istrirya
kemudian perempuan tersebut
agama Islam), sebelum sempat
malra dalam Hiw:alah ifu ada
berbeda (Wajhaani), sesuai
sebelumn3Ta.

Apabila penjual tersebut memindahkan hak
penagihan piutang seseorang sebesar seribu dirham
kepada pembeli tersebut, kemudian pembeli tersebut
mengembalikan barang lnng dijual ifu karena cacat,
maka pan pengrhrt madzhab Asy-Syafi,i generasi
pertama sepakat bahwa liiw-alah tdak batd. Karena,
hak selain kedua pihak lnng berakad jual-beri itu, yakni
orang lain yang berposisi sebagai Muhtal, berhubungan
dengan Hiunlah tersebut. sehingga pengembalian
bararrg ifu tidak dapat membatallran Hiw-alahtersebut-

Penjelasan Hukum: Jika seseorang mernbeli dari oftmg
lain sebuah mobil dengan harga seribu dirham, kernudian pernbeli
tersebut mernindahkan hak pernbapran seribu di*ram ifu dari

memindahkan hak
kepada seseor:rng,

murtad (keluar dari
berhubungan intim,
dua pendapat yang

dengan masalah

i
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penjual kepada orang yang bertrtang kepada pembeli sebesar

seribu dirham, kernudian pernbdi tersebut rnendapati mobil itu

dalam kondisi cacat, lalu dia mengernbalikannya. Maka bila

pernbdi mengernHikannlra setelah penjual menerima harta

Ifimkh tersebut, maka jual-beli tersebut tetap batal, natnun

Hiwakh tersebut tdak batal, tanpa ada silang pendapat, menunrt

madzhab Asy-Spfi'i

Bahkan Hiunlahiht tetap dalam tanggungan Mulnl'Akih,
dan pembeli berhak meminta kernbali alat bayar tersebut kepada

perdual.

Sedangkan bila pembeli mengembalikannya sebelum

penjual menerima harta Hiwlah tersebut, Al Muzani telah

menyebutkan dalam Al Mul<hbslnrbahurasanp Hiwalah tersebut

batal. Sdang dalam Al Jami'Al lkbir, dia berkata, "Hiwalahtetap

sah."

Para pengikut madzhab Aslr$nfi'i generasi pedama

bertda pendapat mengenai Filfulalah tersebut, yang terpecah

rnenjadi empat pendapat. Abu Al Abbas bin Suraij dan Abu Ali bin

Abi Hurairah berpendapat bahura Hiwalah itLr batal, s€p€rti

pendapat yang telah disebutkan Al Muzani dalam Al Mukhbhar.

Karena Hiwatah tersebut berkenaan dengan alat bayar tersebut.

Jadi, jika pembeli itu mengernbalikan barang yang d$ual karena

@cat, maka jual-beli itu batal, sehingga alat bayar ihr gugur (wajib

dikembalikan), sehingga Hiwalahtersebut batal-

Abu Ali ddam Al lfslnah berpendapat Hiwalah tidak batal,

seperti pendapat 5nng disebutkan oleh Al Muzani dalam Al Jami'

Al lkbin Karena, Hiwalah sanra seperti penyerahan alat balnr

kepada penjual, sehingga Hiltldah tidak batal sebab pengembalian
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barang yang dijual. Sebagaimana kalau Muhtal terah menerima
harta Hiwalah, kemudian pernbeli tersebut mendapati kecacatan
pada barang tersebut, lalu dia mengembalikannya.

Alasan lain, pembeti ifu telah menyerahkan kepada penjual
alat fukar hartanln yang berada dalam tanggungannya, dan dia
telah menukamya kembali dengan piutang yang bemda pada
tanggungan Muhal Alaih. Jadi, jika akad pertama batal, maka
akad kedua tidak batal, Sebagaimana kalzu Muhat 'Araih

memberikan kain kepadan5a sebagai ganti alat ba5ar tersebut, dan
dia telah menyerahkannya kepada Muhtal, kemudian pernbeli
mendapati barang itu dalam kondisi ca@t, lalu dia
mengembalikannya, maka bansaksi mengenai kain tersebut tidak
batal.

sebagian mereka ada Snng berkata: Hiwatah tersebut ada
dua kondisi yang berbeda. sekiranya Asy-syafi'i mengatakan
Hiwalah itu batal, maka dia menghendaki jika pembeli
mengembalikan barang sebelum penjual menerima harta Hionlah.
Dan sekiranya Asy-syrafi'i mengatakan Hiwalah tidak batal, maka
dia menghendaki jika pernbeli mengembalikan barang setelah
penjual menerima harta Hiunlah.

Sebagian ada yang mengatakan: Hiuakh memiliki dua
kondisi lain yang berteda. Jikalau Asy-$rafi'i mengatakan bahwa
Hiqnlah batal, dia menghendaki jika pembeli menggugat adanya
kecacatan, lalu penjual mernbenarkann5a, karena Hiwalah bisa
dilakukan dengan semputna oleh kedua pihak yang berakad
tersebut, semuanya, sehingga Hiwalahdapat dibatalkan oleh kedua
pihak yang berakad tersebut. Dan jikalau Asy-syafi'i mengatakan
bahwa Hiwalah tidak batal, dia menghendaki gugatan pembeli
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bahura kecacatan ihr ada pada saat transal$i jual-beli dilakukan,

sedang penjual berkata, "Tidak tetapi kecacatan ifu baru terjadi di

bawah pemilikanmu, dan kecacatan ifu termasuk kecacatan yang

ada kernungkinan baru teriadi,' lalu penjual tidak besumpah,

sernentara pembeli bersumpah, maka Hiwakh tidak batal. Karena

Hiunkh sudah dilakukan dengan semptlna oleh keduanla,

sehingga tidak dapat dilakukan pernbatalan oleh salah orang dari

keduanya. Ini jika pengernbalian ifu dilakukan di luar masa khiyar-

Adapun jika pengembalian ihr dilakukan pada masa l<hiyar,

maka dapat dilakukan pembatalan dalarn jml-beli oleh salah

seomng dari kedua pihak lnrlg berakad tersebut, dan para

pengikut madzhab As1rSl;af i generasi pertama sepakat Hir4ralah

tersebut batal, baik pengembalian ifu sebelum atau setelah

penyerahan harta Hiwlah. Karena iual-b.li fidak memiliki

kdaratan hukum tehp (mengika$ setelah habisn5ra masa khitnr-

Jika jual-beli tidak merniliki kekr"ratan hukum tetap, maka Hiu/alah

iuga Udak memitki kekuatan hukum tetap, karena Hiwlah
berhubungan dengan alat ba5ar barang lnng diiual tersebut-

Demikian Asf$aildr Abu Hamid menyebutkan. Ini adalah

pengganti dari pemlptaannya: Hiuahh dengan objek alat bapr
barang yang dijual pada lrlas.r khi5ar hukumnla sah- Dua

pendapat yang bett da (Waitnani) mengenai Hiutalah ini telah

disampaikan.

Cabang, Apabila seorang suami memindahkan hak

penagihan mahar istin5a, kernudian perempuan ifu murtad

sebelum berhubungan intim, atau salah safunya mendapati

kecacatan pada pasangannlp yang lain, lalu dia mernbatalkan
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perkawinan tersebut, maka jika pembatalan perkawinan ifu terjadi

setelah peranpuan ifu menerima harta Hiornlah, maka Hiunlah
tidak batal. Dan jika pembatalan perkawinan ifu terjadi sebelum

perempuan ifu menerima harta Hiumlah, maka Hivnlah seperti
pertedaan pendapat yang telah disebutkan dalam pernbahasan
jual-beli.

Cabangr Apabila penjual memindahkan hak penagihan

alat bayar (uang penjualan barang) dari seseorang kepada pembeli

tersebut, kemudian pembeli mendapati barang ifu dalam kondisi
cacat, lalu dia mengembalikannya, para pengilnrt ma&hab Asy
Syafi'i generasi pertama sepakat Hiv,nlah tidak batal. Karena ada
hak selain kedua pihak yang berakad jual$eli itu yang

berhubungan dengan Hiulalah tersebut, lnihr hak orang lain
(Muhtall, sehingga haknSra tidak batal tanpa persetujuannya.

Demikian pula kalau seorang isfui memindahkan hak
penagihan mahar dari seseorang kepada suaminya, kemudian
perempuan tersebut murtad sebelum berhubungan intim, maka
Hiunlah tidak batal, karena hak orang lain berkaitan dengan

Hiwalah tersebut, yakni Muhbl, sehingga Hiu.alah tidak batal
tanpa persetujua n Muh tal tqsebut. Wallah u a'lam.

AsSlSyirazi * berkata: PasaL Apabila penjual
memindahkan hak penagihan alat bagnr sebesar seribu
dirham dari seseoftrng kepada pembeli tersebut,
kemudian kedua pihak yang berakad jual-beli itu
sepakat bahwa budak itu merdeka, maka ilka Muhtal
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mengingkari kesepakatan mereka berdua, maka
Iiiwalah tidak batal.

Sebagaimana kalau pembeli membeli budak dan
dia telah meniualnya kembali, kemudian penir.ral dan
pembeli sepakat bahwa budak tersebut merdeka, maka

iika keduanSn dapat mendatangkan saksi mengenai
kesepakatannga ifu, maka salsi tersebut tidak dapat
diterima, karena keduan3Ta mengingkari salsi yang

menyatakan keterlibatannya dalam iual-beli tersebut-

Apabila Muhtal membenarkannya, maka Hiunlah batal,
karena kemerdekaan itu telah bersifat tetap (tidak bisa

diubah), dan alat ba57ar budak tersebut gugur, sehingga
Hiunlah pun batal.

Penjelasan: Kalau seseorang mernbeli budak derrgan

harga seribu dirham, kerrudian p€niual mernindahkan hak

penagihan dari seseorang lang berpiutang seribu dirham kepada

pernbeli tersebut, kernudian p€r$ual dan pernbeli menernui

kesepakatan bahwa budak t€rsebut merdeka pada wakhr jual-beli,

maka jika Muhal menrbenar{<an keduanp atas kernerdekaan

budak tersebut pada uraktu jualteli, dan Hiqnkh tersebut

berkenaan dengan alat bapr tersebut, maka Hiunkh dinlatakan

batal, dan Muhbl berhak merngih kepada penjual tersebut alat

bayar yang menjadi tanggunganqa tersebut.

J|Irra Muhbl mengingkari kesepakatan mereka berdua, dan

dalam kasus ifu terdapat sal$i, rnaka pernlntaan png dibenarkan

adalah pemyataan Muhbl dengan disertai sumpah, karena

Hiwalah itu sudah terpenuhi dengan adanya Muhil dan Muhbl,
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sehingga Hiwalah tidak dapat dianulir kecuali dengan (persetujuan)

keduanya. Sebagaimana jual-beli tatkala telah terpenuhi dengan

adanya penjual dan pembeli, maka jual-beli tidak dapat dibatalkan

kecuali dengan persefujuan

Alasan lain, hak selain..kedua pihak yang berakad jual-beli

ifu berhubungan dengan alat bayar tersebut, sehingga haknya fidak
batal dengan pem5ntaan kdua pihak Sang berakad jual-beli.

Sebagaimana kalau dia membeli budak, lalu dia menerimanya serta

menjualn5n kembali kepada pernbeli lang lain, kemudian kedua

pihak yang berakad jual$eli yang pertama menyepakati bahwa

budak tersebut merdeka, maka keduanya tidak dapat

memindahkan hak penagihannya kepada pembeli kedua.

Jdxa Muhbl bersumpah telah menerima harta Hiwalah int
dari pembeli, apakah pembeli itu berhak menagih kembali

hartanya ihr kepada peniual tersebut? Ada dua pendapat png
berbeda (Wajhaani)dalam hal ini.

Penulis Al Furuu' berkab, 'Pembeli berhak menagih

kembali hartanya kepada penjual tersebut. Karena, pembeli telah

menggantikan penjual utangnp dengan seizinnya,

sehingga dia berhak menagih kembali alat ganti utang ifu kepada

penjual tersebut."

Ath-Thabari dalam Al Uddah berkata, "Pembeli tdak
berhak menagih kembali hartan5a kepada penjual tersebut, karena

pembeli mengakui bahwa Muhbl telah menzhaliminya dengan

mengambil harta Hiwalah itu dari dirinln, sehingga Pembeli itu
tidak berhak menagih kernbali hartan3ra kepada selain orang lrang
menzhaliminya."
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Apabila penjual dan pernMi dapat mendatangkan saksi,

apakah saksi ifu dapat diterima penidasannSa? Ada dua pendapat

yang berbeda (Wajlnani)dah'rn hal kri.

Syaikh Abu Islmq mengatakan: Saksi ihr dapat diterima
penjdasannyra, karena keduarrya tdah menohk sal$i yang

mengrahkan keterlibatan keduanya dalam Xral$di tersebr.rt-

Asy-Syaikh Abu Hamid dan Penulis Al Furuu' mengatakan:

Apabila saksi tersebut mernberftan keterangan bahwa budak itu
oftmg yang merdeka sejak awal, hn Hiurabh ifu bed<enaan

dengan alat bagrar budak terseht, atau saksi ittr mernb€rikan

bahwa dia merdeka sepk awal, dan Muhbl mengakui

bahwa Hiunlah ifu berkenaan dengan aht bayar tersebut, maka

Hiqnkh tersebut batal. Karena iilsa terbuld bahura budak tersebut

merdeka, maka kami merqnhkan bahwa frrdak ada hak apapun
png berhubungan dengan tanggtngan perrbeli tersebuf sehingga

Hiriralah tersebut dinyatakan batal.

Apabila budak dapat mendatangkan sal$i mengenai

kemerdekaan dirinSra, Ibnu Ashshabbagh mengatakan:

Kemerdekaannlra tetap sah, dan l{imhh tersebut batal. Dia tdak
menyebutkan pendapat lain- Tehpi lpng sesuai dengan

kehendak madzhab ini menyatakan bahwa lliunlah tidak batal

sebab adanya kaerangan saksi yang mengptakan kernerdekaan

budak tersebut, maka dernikian puta bita sal6i itu mendatangkan

saksi yang membenar{<an kernerdekaannla. Alasan lain, iika kedua

pihak yang berakad i-lt"li itu orang yang telah mengakui

kernerdekaannya, maka dengan adanla pengakuan itu tidak perlu

lagi mendatangkan sal6i, sehingga Hilnlah itu tdak batal dengan

kehadiran saksi Sang didatarEkan oleh budak tersebut.
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Apabila Muhtul membenarkan kedua pihak yang berakad
jual-beli tersebut bahwa budak itu merdeka, dan dia menyatakan
bahwa Hiunlah itu berkenaan dengan selain alat ba5rar tersebut.
Sedang keduanya berkata: ffidak) bahkan Hiwatah itu berkenaan
dengan alat bayar tersebut. Maka pemyataan yang dapat
dibenarkan adalah pemyataan Muhtal dengan disertai sumpah.
Karena keduanla menSatakan sestrafu yang membatalkan Hiwatah
tersebut, dan hukum asaln5a adalah sahnya Hiunlahtersebut. Asy-
Syaikh Abu Hamid berkata, 'Iufuhtal bersumpah mengetahui hal
tersebut."

A$rSyirazi drB berkata: Pasal Jika seseorang
memindahkan hak penagihan piutang dari seseor.rng
kepada orang yang mana dia berpiutang kepadanSTa.
Kemudian terjadi perselisihan antara Muhil dan Muhtal.

Muhil berkata, Jt*$ 'Aku mewakilkan

[menyerahkan hak kuasa melalnrkan sesuaful
kepadamu." Muhtal berkata, "fndak) bahkan kamu
memindahkan hak penagihan piutangku.' Mal€ aku
perlu melihat masalahnSTa.

Apabila perselisihan yang terjadi antara kedua
pihak ifu berkisar dalam masalah shighat al<ad yang
diucapkan. Misalnya Muhil berkata, etiilg dengan shighat
Wakalah, sedang Muhtal berkata, *(Tidak) bahlon kamu
memindahkan hak penagihan piutangku, dengan
shighat Hiwalah-' Maka pernyataan yang dapat
dibenarkan (diterima) adalah pern3rataan Muhil. Karena
keduanya berselisih dalam masalah shighat llang
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diucapkan oleh Muhil- Sehingga pemyataan yang
dibenarkan dalam masalah shighat yang diucapkan
Muhil ini adalah pernS;ataan Muhil-

Apabila keduanSTa telah sepakat menggunalen
shighat Hirnlah, kemudian terjadi perselisihan di antara
keduanya. l'{isalnSn Mrhil berkata, elkl 'Aku
wakilkan." Mrrhtal berkata, 'fndaH bahkan kamu
memindahkan hak penagihan piutangku." Maka ada
dua pendapat lrang berbeda (Wajhaani) dalam hal ini-

Abu Al Abbas mengatakan: Pemyataan yang
dapat dibenarkan (diterima) adalah pernSntaan Muhlal-
Karena, shighat tersebut mendukung pemgTataan

Muhtal-

Sebagian para pengilnrt madztrab kami generasi
pertama ada yrang mengatakan: Pemgrataan lpng dapat
dibenarkan (diterima) adalah pern3Tataan Muhil- Yakni
pendapat Al Muzani-

Karena Muhil mengaku tetapryra piutang itu
dalam tanggungan diriryn, sedang Muhtal mengaku
telah berpindahnya piutang itu dari tanggungan Muhil-
Hukum asalngTa adalah tetapnyra piutang itu dalam
tanggnngan Muhil ter*but-

Apabila kita memegan{p jawaban Abu Al Abbas
tersebut, dan Muhtal bersumpah, maka lliunlah
tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap, dan
Muhil sudah bebas dari tanggtrngann ,:r, serta Muhtal
berhak menagih kepada M,rhal 'Akih.
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Apabila kita memegangl jawaban Al Muzani, lalu
Muhil bersumpah, maka Wakalah itu telah memiliki
kekuatan hukum tetap. [-alu jika dia belum menerima
harta Hiuralah tersebut, maka dia terpecat dari Wakalah
tersebut dengan penolalrannya tersebut. [-alu bila
Muhtal telah menerima harta liiwalah tersebut, maka
Muhil berhak mengambilrrya kembali.

Apakah Muhtal berhak menagih kembali
pitrtangn3Ta kepada Muhil? Ada dua pendapat yang
berbeda (Waihaani) dalam hal ini.

Pertama: Muhtal fidak berhak menagih kembali
piutangnya. Karena, dia telah mengakui kebebasan
tanggungan Muhil dari pembalnran utangnya-

Kedua: Muhtal berhak menagih kembali
piutangnya. Karena, Muhtal berkata, 'Jika aku
posisinya sebagai Muhtal, maka harta yang telah kamu
ambil melalui keputusan mwalah telah diambil kembali
dariku. Dan jika aku posisinlR sebagai wakil, piutangku
tetap berada dalam tanggungann!,81, sehingga dia wajib
memberikanngra kepadaku. "

Apabila harta tersebut rusak di tangan Muhbl
(Snng berposisi sebagai wakil), maka Muhil fidak berhak
menuntut pengembalian kepada Muhtal tersebut,
karena Muhil mengakui bahwa hartanya itu rusak di
tangan wakilngTa tanpa ada unsur kelalaian sama sekali.
Dan Muhfal fidak berhak menagih piutangnya kepada
Muhil, karena dia mengakui bahwa Mthit telah
membayar piutangnya dan rusak di sisin3a.
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Apabila Muhil berkata 'Aku memindahkan hak
penagihan piutangmu." Mrhbl berkata, 'Gidak)
bahkan kamu mewahlkan kepadalm-" Abu Al Abbas

mengatakan: Pernptaan lrang dapat dibenarkan adalah
pernSTataan Muhil. Karena shiglnt yang diucapkannga

ihr mendukr.rng pemgntaanrya

Al Muzani mengatakan: Perryntaan lnng dapat

dibenarkan adalah pemyataan Muhbl- Karena dia
mengaku piutangnSn masih tetap dalam tanggwrgan

Muhil. Dan hul$m asakrya piutang ifu masih tetap
dalam tanggung.lnnln.

Apabila kita memegangi ftiuaban Abu Al Abbas,

lalu Muhil bersumpah, rnaka Muhil bebas dari piutang

Muhtal. Dan Muhfal bertnk menagih piutang tersebut

lrepada Muhal 'Alaih. Karerra" frk^ M,rltta, itu posisinSn

sebagai Muhtal, maka dia berhak menagih harta
I-Iiunlah tersebut ke@a Mrrhal 't4laih- Dan jika dia
posisinya sebagai untdl Muhil" malra dia berhak

menagihnya melalui keprfrusan Wablahtersebut-

[-alu jika harta tersetnrt telah diterima (Muhtal,

maka harta tersebut diseratrkan kepada Muhbl, karena

Mrhil berkata, 'Harh itu milik Muhtal melalui

keputusan Hiunlah-' Sedang Muhbl berkata, 'Harta ifu
milikh sebagai alat garrti piutangku lpng wajib
ditanggungnya, yang rnna dia tdak pernah

mengirimku unfuk mengarrtflngra. "

Apabila kita berpegarlg pada friwaban Al Muzani,

dan Muhfal bersumpah, mat<a terlnrldi bahwa Muhtal
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adalah wakil, sehingga jika dia belum menerima harta
Hiwalah tersebut, maka dia berhak menagih kepada
Muhil hartanp yang berada dalam tanggungannya.

Apakah Muhil berhak rnenagih kembali
pintangnya kepada Muhal 'AIaiIi? Ada dua pendapat
yang berbeda (Wajhaani) dalam hat ini-

Pertama: Muhil tidak berhak menagih kembali
piutangnya kepada Muhal 'Alaih, karena dia mengakui
bahwa harta Hiunlah itu telah jadi milik Muhtat-

Kedua: Muhil berhak menagih kembali piutangngn
kepada Muhal 'Alaih- Karena tika Muhfa, itu statusnyn
sebagai wakil, maka piutangng;a tetap dalam
tanggungan Muhal 'Alaih. Dan jika Muhtal itu statusn3ra
sebagai Muhtal, maka Muhtal telah menerima harta
Iliuralah ifu dari Muhal 'Alaih secara zhalim. Padahal
Muhil orang lnng mengakui bahwa piutang !/ang berada
dalam tanggungan Muhal 'Alaih jadi milik Muhtal,
sehingga Muhil berhak menerimanlra sebagai alat ganti
dari harta lrang telah diambil oleh Muhbl dari Mthat
'Alaih secara ztralim.

Jika Muhtal telah menerima harta Hiwlah
tersebut, dan harta tersebut masih ada, maka harta
tersebut diserahlran kepada Muhtal, karena dia
menerimanya melalui transalrsi Hiumlah, sehingga harta
tersebut jadi miliknya. Sedang bila Muhtal meneimanlra
melalui prosedur Wakalah, Muhtal berhak
mengambilngTa sebagai alat ganti piutangnyra lnng
menjadi tanggungan Muhil.
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Apabila harta ihr tehh rusak,

melihat masalahnYa, Fka harta

kelalaian, maka Mthbl waiib meffmggungnya, dan

Muhal 'Alaih memifiki harta l,ang salna seperti harta

miliknya yang berada dalam tanggung.tnn!,u1, sehingga

kedua pihak lWulnt 'Alaih dan Muhtal ihr tukar-

menukar hak 3nng merriadi tanggungan masing-masing.

Apabila harh ihr rusak tanpa ada unsur kelaldan,

maka Muhtal fidak uraiib menanggungnya, karena

statusnya sefoagai nrakil, dan dia berhak menagih

piutangnya kembali kepada Muhil, dan Muhal 'Alaih

sudah bebas. Karena, flL Mrhtal statusnya sebagai

Muhtal, maka MuInI 't\laih telah membalrari

piutangnya, dan iika dia stahrsrryTa sebagai wakil, maka

Muhat 'Naih telah merryrcrahkan piutangnp kepada

Muhtal (11ang meurakili Mrhil-

Penjelasan Hulnm: Abu Al Abbas bin suraii

mengatakan: Jika seseorarB berpiutang seribu dirham kepada

seseorang, lalu orang lrang berpiutang berlGta kepada orang lEng

sama sekali tidak berpitrtarE kepadanp, 'Aku memindahkan hak

penagihan piutangmu s€besar seribu dirham kepada si fidan-"

Maka ini adalah shigtrnt aukittrqryqa}Eln hak kuasa) dari Muhil

dalam hal menerima pigtarE, hrkan Hivralah- Karena Hiqnlah int

pernindahan trak penaghan piutang dari orang yang berpiutang,

padahal Muhbldahml6srrs ini sarna sekali tidak merniliki piutang,

rnaka dapat dipastikan bahura kata-kata tersebut adalah shighat

bukil.

maka aku hams
itu rusak sebab
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Apabila Taid berpiutang kepada Amr seribu dirham, dan

Amr berpiutang kepada Khalid seribu dirham, lalu perselisihan

terjadi antara Taid dan Amr. Taid berkata, "Kamu telah

memindahkan hak penagihan piutangku sebesar seribu dirham
yang mana kamu wajib melnba5rar kepadaku, dengan seribu

dirham yang menjadi piutangmu kepada Khalid, dengan shighat
Hiu)alah."

Amru berkata, "(nda$ bahkan aku mewakilkan kepadamu

dalam hal menerima seribu dirharn ifu yang jadi piutangku ifu dari
Khalid dengan shiglnt Wal<alah." Maka pemyataan png diterima
adalah penryataan Amr. Karena keduanSa berselisih dalam hal

shighat akad 1Bng diucapkan Amr, dan dia lebih mengetahui

shigta t yang diucapkann5a.

Alasan lain, hak milik funr sebesar seribu dirham tetap
dalam tanggungan Khalid. Sedangkan Zaid mengaku bahua hak
milik seribu dirham itu telah berpindah kepadanya melalui shighat
Hiwalah. Hukum asalnp Amr rnasih tetap memiliki seribu dirharn
tersebut, dan tidak adanp kep€rnilikan Zaid.

Apabila funr berkata pada Zaid, "Aku mernindahkan hak
penagihan piutangmu kepada Khalid dengan seribu dirham yang

menjadi piutangku kepada Khalid." Lalu Zaid menerima, kemudian
perselisihan tedadi di antara keduanya. Amr berkata, "Aku
meuakilkan kepadamu agar kamu menerima seribu dirham png
jadi milikku dari Khalid. Makna perkataanku 'memindahkan hak
penagihan piutangmu' adalah mernberi kuasa kepadamu unhrk
menerima piutang tersebut." Zaid berkata, "ffidak) bahkan kamu

memindahkan hak penagihan piutangku png uajib ditanggungmu

kepada Khalid." Para pengikut madzhab AsySpfi'i genermi
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pertama berbeda pendapat dalam kasus ini. Al Muzani

mengatakan: Pemyataan yang diterima adalah pemyataan Muhil,

yakni Amr.

Asy-S5raikh Abu Hamid dan Ath-Thabari mengatakan:

Dernikian pula Asy-Syirazi, Abu Al Abbas bin Suraij dan mayoritas

para pengikut madzhab Asy-Syafi'i generasi pertiama berpendapat,

yakni pendapat Abu Hanifah. Karena keduanya bersepakat

mengakui kepemilikan seribu dirham Amr yang berada dalam

tanggungan lGalid. Namun keduanF berselisih mengenai

kepindahan seribu dirham ihr kepada Zaid, pkni Muhtal. Maka

pemlntaan 5nng diterima adalah pemptaan Amr, karena hukum

asalnya adalah tetaprrya kepemilikan Amr atas seribu dirham

tersebut, sekalipun lahiriahnya ada bersama Zaid. Sebagaimana

kalau seseorang memiliki mobil yang berada di tangan orang lain,

lalu orang yang rnana mobilnyn itu berada di tanganqp mengaku

ba&rwa pemilikn5n telah menghibahkannya kepadan5a. Pemiliknya

berkata, 'rridak) bahkan aku meminjamkannlB kepadamu." Maka

perrrlntaan yang diterima adalah pemyahan pemilik mobil

tersebut.

Dan sebagaimana kalau sebuah rurnah di bawah peryI.lsaan

seseorang, tiba-tiba seseomng menggugat bahwa dia telah

menerimanya sebagai warisan dari alBhnp atau dia telah

mernbelinya, dan dia mendatangkan sal$i llang mendukung

gugatannya tersebut. Sedangkan orang lEng mana rumah itu

berada dalam penguasaannlp menptakan (mengakui) bahwa

rumah ittr adalah miliknrn. Maka rumah ihr dipuhrskan meniadi

milik pemilik saksi tersebut, karena dia mernberitahukan

kepadanya mengenai sumber kepemilikan (rumah) tersebut,
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sekalipun secara lahiriahn5ra ada bersama orang !,ang menguasi
rumah tersebut.

Pendapat kedua' AsySyirazi dan hnu Ashh-Shabbagh
telah menceritakannya dari Abu Al Abbas bin suraij, bahuasanla
pemSataan yang diterima adalah pemyataan Zaid, lakni Muhbt.

Karena sebutan Hiu^lah ifu diletakkan bertujuan untuk
menunjukan perpindahan hak dari tanggungan satu pihak kepada
tanggungan pihak lain. Sehingga shighat yang diucapkan itu
mendukung pemptaanryra. Sebagaimana kalau dua orang
berselisih mengenai kepernilikan rumah, dan rumah ifu berada
dalam penguasaan salah seomng dari mereka, maka ada dua
pendapat yang beltda (Wailnani)dalam hal ini.

Pertama: sebagian para pengikut ma&hab kami generasi
pertarna menrilih berpendapat bahun Muhbt tdak berhak
menagih kembali piutangngra kepada Muhil.

Keduat Muhbl b€rhak menagih kenrbali piutangnya
kepada Mulul. Karena jiya Muhbt berada di pihak yrang benar,
maka piutang png berada dalam tanggungan Muhat 'Alaih, dapat
diambilnya sebagai alat ganti

Jika kita katakan: Muhblberbak menagih kembali kepada
Muhil, karena bI,. Muhtal berada di pihak 5ang benar, maka
piutang yang berada dalam tanggungan Muhat 'Araih, menjadi hak
milfl< Muhil. Dan jika Muhbl berada di pihak yang salah (5rang

berbohong), maka Muhilberbak menunfut Muhtal mengembalikan
harta yang telah diambiln5ra dariqa secara zharim, dan Muhbt
merniliki piutang 5ang urajib ditanggung Muhal 'Araih, yang dapat
diambilnya sebagai alat ganti piutangnya.
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Jika kita katakan: Muhal berhak menagih kernbali

piutangnya kepada Muhil, maka pendapat yang dikehendaki

ma&hab Asy-Syafi'i menSratakan bahwa dia berhak menagih

kenrbati kepada Muhil kadar minimum dari dua perkara, lrakni

harta yang rnana Muhbl telah mengambil darinya atau piutang

5nng wajib diba}nr oleh Muhal 'Alaih, karena iika Muhil telah

memberi Muhbt melebihi daripada piutangnya, maka dia tidak

berhak rnenagih kernbali kepada Muhal 'Akih melebihi piutang

yang ada padanyra.

Apabila Muhil memberi Muhtal kurang daripada

piutangnya, lalu dia mengakui bahwa semua piutang yang wajib

dibayar oleh Muhal 'Alaih menjadi milk' Muhbl- Dan dia han!,a

berhak meminta kembali hartanya sebesar png telah diambil oleh

Muhbt darinya, dan kelebihan harta lpng mana Muhtal

mengakuinya.

Apabila kita katakan: Pemyataan y'ang diterima adalah

pemyataan Muhit (Amr), lalu dia bersumpah, maka dia bebas dari

piutang Muhht. Dan Muhblberhak menagih kepada Muhal 'Alaih,

adakalanya melalui keputusan Hiulalah abru Walalah-

Jadi, jika Muhtal telah menerima harta Hiuralah tersebut

dari Muhat 'Alaih, maka dia berhak menahannSra sebagai alat ganti

piutangnya, karena Muhit berkab, "Piutang yang dibayar Muhal

'Alaih itu adalah rnrlil< Muhfal melalui hak Hiulalah." Sedang

Muhtat berkata, "Piutang Sang dia diterima dan Muhal 'Alaih

adalah milik Muhil, dan aku merniliki piutang yang salna

kepadanya, dan dia tdak mampu mengambil piutangnya melalui

Muhil, sehingga dia berhak mengambilnla-"
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Masalah, Jika Zaid berpiutang kepada Amr seribu dirham,
dan Khalid berpiutang kepada Zaid seribu dirham, tiba-tiba Khalid
datang menemui Amr, dan bed<ata,7aid telah memindahkan hak
penagihan piutangku dengan difukar seribu yang mana kamu
bemtang kepadaqa. Maka jika dia mernbenarkan perkataanngra,

maka Amr trarus menyerahkan harta seribu ifu kepada Khalid.

Kemudian nrasahh yang berhubungan dengan Zaid perlu
dilihat, jika dia mernbenarkan Khalid, maka tidak ada
pernbahasan selanjutrga. Apabila dia mengingkari perkataan

Khalid, maka pernyataan 3nng dibenarkan adalah pernyataan Zaid
yang disertai sumpah. Karena hukum asaln3a tidak ada Hiunlah
tersebut.

Jika dia telah b€rsumpah (Udak ada pernindahan utang),

rnaka Zaid b€rhak menagih seribu png uajib dibayrar oleh Amr,
dan l&alid tdak berhak menagih apapun kepada Zaid, karena jika
dia telah menerirna piutangnla dari Amr, maka piutangn5a telah
dipenuhi pernbapranrrya. Dan iika dia belum menerimanp, maka
dia b€rhak menagihnya agpr mernbayar piutangnya, karena
keduanya saling mernbeoar{<an safu sama lain mengqai Hiu,ntah
tersebut.

Apabila Amr mengingkari (perkataan) Khalid, ramun tidak
ada saksi sarna sekali, maka pernSataan yang dibenarkan adalah
pernyataan Amr dengan dis€rtai sumpah. Karena hukum asalnya
tidak ada Hiunlahtersebut.

Jadi, jika Amr telah bersumpah, maka gugurlah pemyataan
Khalid, dan Khalid tidak berhak kernbali menagih apapun kepada
Z-aid. l{arexra, dia mengakui bahwa tanggungan zaid telah bebas
dari piutangnya.
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Kemudian masalah Zaid perlu dilihat. Jika dia mengingkari

pemyataan l(halid, maka dia berhak menagih Amr agar membayar

utangnya. Dan jika dia mernbenarkan Khalid, maka ada dua

pendapat yang be,rtda (Wailnani).

Mayoritas para pengikut madzhab Asy-Syaf i generasi

pertama mengatakan: Arnr bebas dari piutang 7aid, karena dia

mengakui kebebasan utangnp tersebut. hnu Ash-Shabbagh

mengatakan: Jika kita katakan: Persefujuan Muhal 'Akih bukanlah

termasuk salah safu syarat Hiuakh, maka Hiwnkh telah merniliki

kelmatan hukum tetap (tdak dapat diubah) dengan pemlataan

Sang saling mernbenarkan antara Muhildan Muhbl.

Cabangr Jika seseorang berpiutang seribu dirham kepada

orang lain, lalu dia menunttrtrp agar s€gelzr membayamya, lalu

Srang bertrtang berkata, "Kamu telah mernindahkannya kepada si

fulan yang tidak hadir di sini." [-alu dia mengingkari Muhiltersebut,

maka pemyataan yang dibenarkan adalah pemyataan pemilik

pintang tersebut, karena hukum asalnp tdak ada Hivnlah

tersebut.

Apabila orang png benrtang ifu dapat mendatangkan saksi

mengenai Hiwalah tersebut, hnu Ash-Shabbagh mengatakan:

Saksi !/ang menggugurkan kalajiban Muhil kepada Muhbl int

dapat diterima, dan hak Muhal 'Naih 5ang tidak hadir itu tidak

dapat dibuktikan melalui saksi tersebut, karena Muhal 'Alaih yang

tidak hadir itu haknya fidak bisa dipuhrskan melalui saksi tersebut.

J*ra Muhal 'Alaih yang tidak hadir itu telah datang, dan

Muhbl ingin mengajukan gugatan, maka dia hanya boleh

melayangkan gugatan kepada Muhal 'Alaih bukan Muhil. Darr
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Muhal 'Akih adalah orang yang mengakui bahwa piutang itu
adalah miliknSa, sehingga tidak perlu mendatangkan saksi tersebut.

Kalau seseorang menggugat bahwasanSa dia telah
mernindahkan hak penagihan piutangnya kepada si fulan yang

tidak hadir, dan tergugat rnenolak gugatanryn tersebut, maka
pem5ntaan yang diterima adalah pemlntaan tergugat dengan
disertai sumpah.

Apabila penggugat dapat mendatangkan saksi, lnng
menetapkan kepernilikan hak yang ada pada orang yrang tidak
hadir tersebut, karena saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti
untuk mengambil keputusan abrs Muhal 'Alaih yang tidak hadir
tersebut, maka jika kedua putra Muhbl mernberikan kesaksian
yang mengunfungkannya, maka kesalsiannp tidak dapat diterima,
karena menrberikan kesaksian grang rnengunfungkan
a5ah mereka. Apabila kedua putra Muhal 'Alaih atau kedua puba
Muhil memberikan kesaksian lang mengunhmgkanryra, maka
kesaksiannp dapat diterima, karena keduanln memberikan
kesalsian 5ang mernberatkan ayah mereka. wallahu Tabaanl<a
wa Ta'ala A'lanl

Cabang: Madzhab Para ulama pengikut madzhab
Hanafi mengenai pengertian liiw-alah.

Telah dikemukakan di awal pembahasan l<rtab Hiuratah ni
bahwa kami telah mengatakan: Hiwalah artinya secara bahasa

adalah berpindah dari safu ternpat ke tempat 5rang lain. Art
bahasa di sini sifatrp masih urnurn, mencakup pemindahan
barang, seperti mernindahkan buku dari sattr ternpat ke tempat
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lain, memindahkan utang dari tanggungan satu pihak ke

tanggungan pihak lain.

Hiwalah pada hakikakrya menurut kami ada sepuluh

pengertian. Pengertian lang lebih diunggulkan dari kesepuluh

pengertian itu: Jual-beli utang dengan utang yang dibolehkan

karena ada kebutuhan yang mendesak (hajat)-

Menurut sebuah pendapat: (Jual beli) Barang dengan

barang. Menurut sebuah pendapat: Barang dengan utang. Menurut

sebuah pendapat: Hiqnlah bukan jual-beli, bahkan hanp

membayar pengganti piutang dan pinjaman- Menurut sebuah

pendapat: Tidak ada safupun perkara benar-benar mumi menjadi

pengertian Hivnlah, tetapi perbedaan ihr terletak dalam kondisi

png lebih dominan, jika jual-beli lebih dominan, maka berlaln'r

sejumlah pengertian yang telah disebutkan. Inilah kesernbilan

pengertian Hiunlah. Kesepuluh: Peniaminan dengan

mernbebaskan (piutang). As-Suy.rthi telah menjelaskannya dalam

Al Asybah Wa An-Nazha'ir.

Hiunlah adalah kata benda kqla (Mashdal dari fi'il madhi,

'aut ',H- Jvl, iti- f'a'itnya Muhiil (sang bemtang dan sekaligus

berpiutang), isim mafulnya Muhaal (yang berpiutang kepada

Muhitt dan Muhtal Naih (1nng berutang kepada Muhill, atau

Muhal Alaih (yang berpiutang kepada Muhill, dan harta (utang

Muhilkepada Muhbi Muhal bih.

Adapun pengertian se@rct syar'i adalah memindahkan

utang dari hnggungan pihak 1nng berutang kepada pihak lain

grang wajib rnenanggungnln dengan piutang yang sama dengan

utang tersebut. Sehingga dergan pemindahan tersebut tanggungan

pihak pertama bebas.
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Al JaAn tehh membuat contoh mangenai pengertian
Hiu/alah tersebtrt, dia rnengatakan: Jika Zaid baqpiutang serafus
,lunaih kepada A,rnr, dan uraktu pembaSarannla lnng telah
dijanjikan telah jatuh tenrpo setelah tiga br-ilan misalnya. sedang
Amr mempunlai pir.rtang serafus sarna kepada Kharid, dan waktu
pernbapran yang diianjikan telah jatuh ternpo juga setelah tiga
bulan, lalu Amr mernindahkan hak penagihan piutangZaid kepada
Khalid dengan seiumlah pers5raratan yang akan disampaikan,
maka tanggungan Amr bebas dari piutang zaid, dan tanggungan
Khalid menggantikan posisi Amr dalam memba5rar piutang Zaid.

Di baunh ini lomi akan men5ampaikan penjelasan
mengenai pengertian Hiulahh menumt Abu Hanifah dan para
pengikuhrlra dalam pernbahasan ini. Mereka mengatakan bahwa
dalam pengertian Hiulalahada dua pendapat grang berbeda.

Pertama: Hiwalah adalah memindahkan hak penagihan
semata, dari tanggungan pihak png berutang kepada pihak lain
yang siap menanggung (mernbayar) utang. Jadi, jika seseorang
mempun5ai piutang yang berada pada omng lain, lalu dia
memindahkan hak penagihannyra kepada orrng lain, dan Muhat
'Alaih menerima utang tersebut dan siap menanggung
(membayarFnla, maka hak penagihan piutang oleh pihak 5rang
berpiutang berpindah dari tanggungan pihak pertama yang
berutang kepada tanggungan Muhat 'Ataih lang menyatakan siap
menutupi (membagar)-nlra menggantikan posisi pihak yang
berutang' tersebut. sementara utang tersebut tetap berkaitan
dengan tanggungan pihak pertama Srang benrtang.

Keduar Mernindahkan hak penagihan dan sekaligus
memindahkan utang. Dalam arti bahura tanggungan pihak pertama
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yang berutang itu bebas dengan di-hiwalah*annya pihak yang

berpiutang tersebut kepada seseorang yang siap (sanggup)

membayar utang tersebut.

Orang yang berpendapat bahwa Hitnlah itu hanla

pemindahan hak penagihan, melahirkan beberapa kesimpulan,

antara lain;

Pertama: Pihak pertama Srang benrtang, lakni Muhil, iika
dia berkeinginan menutupi utang tersebut oleh dirinya sendiri,

maka pihak pernilik piutang tersebut dapat dipaksa agar

menerimanla.

Kalau utang itu telah berpindah kepada tanggungan Muhal

'Naih, maka pemilik piutang tidak dapat dipaksa agar

menerimanya dart Muhal 'Alak tersebut. Karena, pihak pertama

yang berutang (Muhil dalam kondisi ini stahrsnya adalah omng

lang berbuat kebajikan dengan menutup utang tersebut, dan

seseorang tidak dapat dipaftsa agar menerima pertuatan baik

lTabarul dari selain Muhil

Kedua' Pernilik piutang, !,akni Muhal(Muhh{, kalau Muhal

'Alaih telah membebaskan utang tersebut, maka tdak sah (boleh)

baginya mengembalikan piutang tersebut, Iain halnya jika dia

menghibahkan piutang tersebut kepadanp, maka dia boleh

mengembalikan hibah tersebut.

lhlau utang itu telah berpindah kepada tanggungan Muhal

'Alaih, maka dia memiliki hak membebaskan dan menghibahkan

utang tersebut. Tetapi tatkala utang ifu belum berpindah, dan tetap

menjadi tanggungan Muhil, maka di antara bak Muhal 'Alaih

adalah tidak mengernbalikan pembebasan dari utang tersebut,
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berbeda dengan hibah piutang tereebut, karena pemilik piutang itu
berada pada posisi tdak menerima hibah tersebut.

Kasus yang menyerupai itu adalah kasus jika orang lain
menjamin utang, lalu pihak yang berpiutang mernbebaskan pihak
penanggung (I{afiil, maka dia tdak berhak mengembalikan
pernbebasan tersebut, karena utang ifu berkaitan dengan pihak
perhma (tertanggung), menurut pendapat lang diunggulkan,
seperti 1rang akan disampaikan.

Adapun jika pihak 5ang berpiutang mengibahkan piutang
itu kepada pihak penanspng (Kafiil, rnaka dia boreh menolak
hibah dari pihak 5nng berpiutang tersebut, karena hibah ihr hanSa
diperuntukkan bagi pihak penanggung. Karena dia adalah pemilik
hak dalam hal menerima atau menolak hibah tersebut.

Ketiga' Pernilik piutang, t/akni Mulnl, jil' dia telah
membebasl<an Muhal 'Alaih, maka tanggungan pihak pertama
yang berutang (Mufut menjadi bebas, dar. Muhal tidak berhak
menagih Muhil urrfifu kali kedua.

Adapun jika Mulnl menghibahkan piutang itu kepada
Muhal 'Alaih, maka Mulnl 'Akih berhak menerima piutang dari
pihak pertarna yang benrtang (Muhill, bila pihak pertama png
bmrtang itu tdak memiliki piutang kepadanSa, menjadi
perimbangannya dengan iumlah yang sama.

Keempat: Perrilik piutang tnkni Muh4 iika dia
mevrakilkan kepada pihak pertama png bemtang, yakni Muhil,
agar menerima pembayaran piutang ifu dari Muhal 'Alaih, maka
taukil ifit tidak sah. tblau utang itu telah berpindah dari
tanggungannya, tenfunSra tatful (pemberian kuasa) menerima
pembayaran piutang tersebut sah. IGrena dia dalam
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kondisi ini posisinya adalah orang lain (yang tidak terlibat akad

Hiqralahl.

Kelima, Boleh melakukan pembatalan Hiwalah. Jadi,

kalau utang itu bgrpindah dari hnggungan safu pihak kepada

tanggungan pihak lain, maka tenhrnya Hiwalah itu bersifat

mengikat, sehingga salah satu pihak tdak boleh melakukan

pernbatalan Hiwalah tersebut.

Keenamr Jika seseorang membeli suahr barang, dan dia

belum menyerahkan alat balnmla, serta mernindahkan hak

penagihan penjual tersebut mengenai alat bayar tersebut kepada

orang lain, maka penjual tersebut berhd< menahan barang tersebut

dari pembeli, dan dia tidak wajib menyeratrkan barang itu

kepadanya kecuali orang lain itu (Muhal Alatllttelah menyerahkan

alat bayamya itu kepadan5a.

Jadi, jika utang ihr telah berpindah kepada tanggungan

Muhal 'Alaih, tentunya penjual tersebut tidak boleh menahan

barang tersebut dari pembeli tersebut.

Adapun orang yang mengatakan bahura Hiunlah adalah

pernindahan hak penagihan dan sekaligus utang berkesimpulan

bahwa pemilik barang, yakni Muhal, iika dia mernbebasl<an Mulnl
'Alaih dari utang tersebut, maka pembebasannlp tidak sah. Jadi,

kalau utang itu tetap berkaitan dengan tanggungan pihak pertama

yang berutang, yakni Muhil, tenfunln tindakannp

membebaskannya dari piutang dan menghibahkan piutang ihr

kepadanya hukumnya sah.

Mereka telah sepakat mengenai beragam ketentuan hukum

ini. lalu bagaimana men]amakan antara beragam hukum ini
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dengan pengertian Hiwalah tersebut berdasarkan kedua pendapat
tersebut?

Jawabannya: Hiutatah sekali tempo dianggap sebagai
bentuk penundaan pernbaSnran r.rtang hingga wakfu 5ang
dganjikan, sehingga Hiwlah disebut pemindahan hak penagihan,
sebagaimana dalam sejumlah ketenfuan hukum png menjelaskan
bahna Hiualah itu hanyalah memindahkan hak penagihan utang.

Dan sekali ternpo Hiunlah ifu dianggap sebagai tndail<an
mernbebaskan pihak pertama yrang berutang (Muhil, sehingga
Hiunlah itu fungsinya memindahkan utang dan sekaligus hak
penagihan. Sebagaimana dahm contoh kasus terakhir.

Berdasarkan jauraban ini, maka boleh dikatakan bahwa
Hiwlah ifu adahh haryra memindahkan hak penagihan utang
tersebut. Tidak ada rnasalah mernberikan beragam karakterisuk
dalam bertagai pengertian rriunlah scaxa isulah ini, karena
pengertian Hiualah ini bukanlah batasan 5rang sebenamya.

Catnng: Berbagai Madztrab Uliama Mengenai
Pengertian Penjaminan (Dhamanl-

Madzhab kami menyatakan bahwa rukun Hiunlah ada
enarn, dan syaratrya ada enam. Rukun Hiuratah, lraitu,

Muhil (pihak yang benrtang sekaligus berpiutang),

Muhal (orarryyang berpiutang kepada Muhil,

Muhal'Alaih (orang yang bemtang kepada MuMdanwajib
mernbagramya kepada MuhallMuhbll,

At lulajmu'SloahAl Mthadzdzab ll g4t



Dua piutang; piutang Muhal kepada Muhil dan piutang

Muhilkepda Muhal 'Alaih, dan shighal, yakni pemyataan ijab dan

qabul. Seperti misalnya Muhil berkata, "Aku memindahkan hak

penagihan piutangmu kepada si fulan-", "Aku memindahkan hak

penagihanmu sebesar dua puluh ianih kepada si fulan" tanpa

menyebutkan piutang. Atau dia berkata, "Aku memindahkan

hakmu kepada si fulan," atau, "Aku menyerahkan piutang 5ang

mana aku berhak menagihnya kepada si fulan menjadi milikmu",

atau, "Aku menyemhkan hak kepemilikan piutang yang meniadi

milikku kepadamu sebagai alat hrkar piutangmu," atau pemyataan

sejenis lainnya, !,akni pemyataan yang mernberikan arl Hiwalah,

sehingga tidak harus dengan pemyataan Hiwalah. Hiwalah bdak

sah dengan menggunakan pem5rataan jual-beli. Dan iqalah

(perrbatalan jual-beli) tidak bisa masuk ke dalam Hiwalah.

Syarat Hiwakh yang jumlahnla ada enam, penjelasannya

seperti keterangan berikut ini, !/akni ringkasan dari keterangan

Sang telah dikemukakan dalam penielasan berbagai pasal kitab

Hiwalahrni:

Pertama: Hiwalah dilakukan harus dengan persehrjuan

Muhil yang berutang. Jadi, bila dia tidak setulu, maka Hiwalah

tidak sah. Kemudian bila 5ang dikehendaki dengan "setuju" itu

tdak ada unsur pemaksaan, maka persefujuan ifu dianggap syarat

yang bersifat faktual. Adapun iika yang dikehendaki dengan

"sehrju" itu pemyataan Uab, yakni pemyataan Muhil, "Aku

memindahkan hak penagihanmu," dan pernyataan sejenis lainnya,

maka persetujuan Muhilitt dianggap s5nrat yang bersifat bsamuh

(kelonggamn). Karena ijab adalah bagian yang tak terpisahkan dari

shighat Hiwalah, dan kamu sudah mengetahui bahwa shighat

Hiunlahadalah mkun, bukan syarat.
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Keduar Hiwalah dilakukan harus dengan persefujuan

Muhal (Muhtal, takni pernilik piutang. Jadi, jika Muhbt ndak
menerima Hiwalah tersebut, maka dia tidak dapat dipaksa agar
menerima Hi.tnlah tersebut. Dan Hiqalah tdak sah dilalolon
dengan tanpa persetujuanngra.

Adapun Mulnl 'Alaih, persettriuannln tidak meniadi syarat
satnUn Hiuralah. Karqra pernilik piutang berhak
melalui diri Muhal 'Alaih maupun selain Muhal 'Akih.
Sebagaimana iila seseormg diserahi fugas menagih piutang

meunkili Muh{ maka Muhal 'Akih tidak berhak menolak
menunaikan karajiban lpng wajib dibapmya kepada Muhat
Inilah pendapat png lebih diunggulkan. Menurut sebuah pendapat
yang lemah, persetujuan Muhal 'Alaihjuga menjadi syarat saturya

Hiwalah.

Ketiga: Utang (Muhil kepada Muhbl yang dipindahkan
hak penagihanqTa (Mulnl 6d) diketahui iumlah atau ciri<irinlp.
Jadi, kalau utang itu iumlahnla udak diketahui oleh kedua pihak

5rang berkansaksi atau salah sahrn5a, maka Hiunkhifu hukumnya
batal.

Keempat: Utang, yrakni Mutat bih, sifatla mengikat
(tetap), baik saat bansaksi Hiu,lahh dilakukan atau di masa lang
akan datang. utang png mengikat (tntup) itu artinSa adalah utang
yang tidak bisa dihapus dari pihak yang berutang pada uaktu
kapan pun. sarna seperti Maskawin seorang perempuan setelah
hubungan intim dilakukan dengannln, dan alat ba3nr bamng yang
dijual setelah habisnSra masa ldigr

Adapun utang akan bertrbah menjadi mengikat (bersifat

tetap) itu seperti Maskawin seorang perempuan sebelum hubungan
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intim dilakukan dengannya, dan alat bayar barang yang dijual

sebelum habisnla masa lfiitar.Sernua utang itu sah dijadikan

objek Hiunlah (Mulnl bill.

Jika seseorang membeli barang dengan syarat khiyar, dan

sebelum lerruatrya masa kh,lrr penrbeli ifu memindahkan hak

penagihan penjual barang ittr dengan objek berupa alat bayrar

barang tersebut kepada orang lain, maka batal. Karena

bansaski Hiwalah yang telah dilakukan itu sifatrp mengikat, tidak

dapat dibatalkan. Jadi, ketika penjual dan pembeli itu sepakat

dengan pemindahan hak penagihan alat bapr tersebut, maka ifu

artinya mereka telah sepakat akan kepastian jual-beli tersebut

(tdak bisa diubah).

Jadi, jika lfi&,ar itu masih tetap berlangsung, maka

kepastian jual-beli yang menjadi tuntutan dilakukannya transaksi

Hiwalah tersebut babl. Demikian juga, jika seseorang menjual

bamng dengan sSnrat l<hi5nr, dan dia belum menerima alat

ba5amya, kemudian dia memindahkan hak penagihan piutang

orang lain kepada pernbeli tersebut, agar dia mengambil alat bapr
tersebut dari pernbeli tersebut, maka l<hi5arnya batal.

Adapun pembeli tersebut, khi5nrnya tidak batal kecuali

menyehrjui Hir,yalah tersebut. Jadi, jika dia fidak menyefujuinya,

maka khi5nrnya, menumt pendapat yang dapat dibuat pedoman,

tidak batal.

Tmnsaksi Hiqalah sah dilakukan dengan Muhal bihberupa

utang yang dibayarkan untuk mencicil kemerdekaan budak

Mukabb (Kitaballt, jika angsuran itu bersumber dari budak

tersebut. Jadi, apabila seseorang dan budaknya mengadakan akad

Kibbah dengan uang lang dia serahkan kepadanya dengan
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beberapa kali angsuran, lalu budak Mul<atab tersebut

memindahkan hak penagihannya kepada orang ketiga, maka

Hiwalah tersebut hukumnya sah. lhrena Kibbah tersebut sifatrya
mengikat bagi pemilik budak tersebut, sehingga dia tidak boleh

menganulir Kibhh tersebut.

Adapun iika perrilik budak itu mernindahkan hak
penagihan piutang ses@rang kepada budak tersebut, rnaka

Hiulalah tersebut hukumnSa tdak sah, karena utang Kibbah int
sifatrya belum mengikat (belum tetap) bila dikaitkan dengan budak

tersebut.

Kelima' Utang Muhil dan utang Muhal 'Alaih harus sarna

dalam segi jenis, jumlah, sudah jatuh tempo (wajib dibayar), rnsa
jatuh tempo, keufuhan dan pecahannya utang tersebut. Sehingga

sah Hiuralah dengan Muhal bih bel.lrya mata uang jenis Qirsy
(pecahan mata uang Mesr) dan Real (mata uang Arab Saudi),

karena berlainan jenis. Benar (tdak sahl, Hiwalah hukumnya sah

dengan Muhal bih bentp, utang lima dari sepuluh yang rrajib

dibayar si fulan.

Demikian juga, tidak sah Hiwakhdengan Muhatbihbempa
utang lrang mana masa pernbaprannlp yang sudah dijanjikan
telah tiba, kepada utang yang rnana masa pembayarannya 5ang
sudah diianjikan belum tiba, dan kebalikannya. Demikian juga,

tidak sah Hiq.rakh dengan Muhal bihbentpa Qirsy yang pecahan

kepada Real yang ufuh, dan sebaliknya.

Tidak disyraratkan harus sarna dalam segi adanya
penjaminan. Jadi, jika Zaid berpiutang kepada Amr. Dan Zaid

menerima gadaian (barang Srang diserahkan sebagai jaminan) atas

utangnya, atau Zaid mepunyai pihak penangguns V{afiil utang
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tersebut. Sedangkan Amr berpiutang kepada l(halid tanpa gadaian

dan pihak penanggung. Maka Hiunlah png dilakukan itu tetap

sfr, dan utang tanpa gadaian atau pihak penanggung ifu

berpindah, gadaian tersebut Udak berikat laE dan penanggung

tersebut bebas- Karena Hiqalah ifu menernpati posisi serah-terima

(utang derrgan utang).

Tidak tahukah kamu, bahwasanr jika seseorang membeli

barang dari orang lain, dan dia belum mernberinya alat bayar

barang tersebut, maka penjual tersebut tdak akan pemah

menyerahkan barang ifu pada perrbeli karena belum menerima

alat bayar tersebut. lalu jika pernbeli tersebut memindatrkan hak

penagihannya mengenai alat bayar tersebut kepada orang lain, dan

penjual tersebut menyetujuinya, maka pernbeli tersebut tdak
berhak menahan barang tersebut, karena Hiunkh ihr menempati

posisi penyerahan alat bapr tersebut.

Demikian juga, jika suami memindahkan hak Maskawin

isbinya kepada orang lain, dan istrin5ra menyetujui pemindahan

hak penagihan Maskawin tersebut, rnaka dia fidak berhak

menahan dirinSa dari suaminln tersebut.

Jika Muhal, yakni pernilik piutang, menqnratkan agar

Muhilmerrberirya gadaian atau pihak penanggung, maka Hiwalah

tidak sah. Karena Muhil bebas mumi dari tanggungannya dengan

Hiunlah tersebut, jadi tidak ada faidahnyra mengaiukan sgarat

sesuafu yang menjamin utang tersebut.

Adapun jfua Muhal mengajukan ryarat gadaian atau pihak

penanggung utang kepada Mulnl 'Alaih, rnaka Hiqralah tersebut

hukumnya sah, dan Muhil idakberkanajiban merealisasikan sgnrat

tersebut.
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Keenamt Utang Muhil dan utang Muhat 'Ataih harus
berupa utang yang sah (boleh) diperjualbelikan dan ditukar dengan
utang yang lain. Sehingga Hiuralah dengan Muhat bih berurn
utang Salam hukumnya tidak sah, baik utang itu berupa alat bayar
(Ra'sul maal ataupun barang (Muslam fiill,.

Jadi, jika seseorang menyerahkan dua puluh
Junaih (mata uang Mesir) unfuk memesan dua puluh takar
gandum, maka pernbeli (Muslinl, yakni pernilik alat bayar, tidak
boleh memindahkan hak penagihan penjual (Muslam llail), yakni
pernilik barang, kepada orang lain, agar dia menerima alat ba5rar

salam itu darinya. Karena alat bayar &lam itu tdak dapat ditukar
dengan utang yang lain. Karena Muhat 'Alaih, iika dia
menyerahkan alat bayar kepada Muhal, maka dia menyerahkannya
sebagai alat tukar utang dirinya, padahal dia bukanlah pemilik alat
bagar tersebut, dan pemilik alat bayar itu adalah penjual (Muslfurl.

Benar (Udak boleh), namun bila penjual (Mustam llatlil,

lakni pemilik barang, memindahkan hak penaghan seseomng
yang berpiutang kepadanya, agar dia menerima dat bayar salam
dari Muslim tersebut di tempat bansaksi, hukumnSra boleh.
Karena, Muslim dalam kondisi ini menyerahkan alat bayar salam
itu meunkili dirinya.

Sama halnya dengan alat bayar, lraifu Muslarn fiih, Wkni
barang yang dipesan. Karena tdak boleh menjualnya dan
menukamya (dengan yang lain). Sama halnya dengan harta
Muslim, yaitu harta zakat. Karena pernilik harta tidak boleh
memindahkan hak omng fakir kepada selain orang fakir, agar dia
menerima harta zakat ifu darinya, karena zakat tidak sah
menjualnya.
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Rukun Hiwalah menunrt Malik dan para pengikut

ma&habnSra adalah: Md|il, Muhal 'Alaih, dan shighaf (pemyataan

ifiib dan qabul). shighat lliwalah tdak terbatas hanya

menggunakan kata yang dicetak dari kata dasar ihaalah, tetapi

boleh menggunakan senrua kata yang menunjukkan arti

penrindahan utang, seperti pemptaan Muhil, "Ambil piutangmu

dari si fulan, dan aku orang yang bebas dari piutang tersebut."

Sdagaimana Hiunhh boleh dengan pemyataannya, "Aku

mernindahkan hak penagihanmu kepada si fulan dan aku

memindahkan piutangmu kepadanlp, kamu adalah orang lang

dipindahkan (Muhal haknya kepada si fulan," dan pemyataan

sejenis lainrrya. Bahasa iqarat 5rang menunjukkan artl. Hiwalahdari

oErng bisu dianggap cukup, narnun tidak cukup dari orang 5rang

bisa bicam.

Sprat Hiu/atah (menurut Malik dan para pangikutrSra) ada

enann, jika kita mengfiitung shighat sebagai rukun. Jika kita

menghitung shighat sebagai sSarat, maka judarrnla ada hrjuh.

Enam syarat ihr adalah:

Pertama: Hirnkh dilakukan harus dengan persetuiuan

Muhil dan Muhat Sedang Mulnl 'Akih, persetrjuannya tidak

menjadi syarat sahnla Hiwalah, menurut pendapat yang masyhur.

Jadi, jika fimbul permu$han setelah pengalihan utang

tersebut, maka Muhatboleh merrolak unfuk menagih piutang dari

Muhat 'Akkdatam kondisi seperti ini, hingga keburukan itu tdak

dapat diherffkan, dan perselisihan yang dilarang St/ari'semakin

bertambah parah.

Kedua, Muhal t:Efr.rs rn€rniliki piutang kepada Muhil, dan

Muhit hanrs memiliki utang kepada Muhal 'Alaih. Jadi, jika Muhal
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tidak memiliki utang kepada Muhil, bansaksi tersebut menjadi
transaksi wakalah bukan Hiwalah. Karena, dia meminta orang
yang mana dia tidak merniliki utang kepada Muhil, untuk
menjalankan fugas menagih dan Mhal 'Akih hartanya yang ada
padanya- Itulah muatan 5ang terkandung dalam al,,ad wakatah.

Jil<a Muhilidak memiliki utang kepada Mutal ,Alaih, maka
transaksi tersebut meniadi akad Hamaatah (penanggungan).

Karena, Muhal 'Alaih menerima beban menufupi utang dart Muhil
kepada Muhal. Dalam kondisi ini, kalau Muhal 'Araihjatuh pailit,
(maka dia tidak berhak menagihn5ra), karena dia boleh
meninggalkan karajibannya sesuai dengan keinginannya.

sebagian dari mereka mengatakan bahwa iika Muhat 'Ataih
jafuh pailit atau meninggal dunia, maka Muhal berhak menagih
kembali kepada Muhil, hingga walaupun dia mengajukan s5arat
kebebasan dirin5ra atas utang tersebut.

Kemudian jil{a Muhal 'Alaihtelah membayar utang tersebut,
apakah dia berhak managih alat ganti pembayaran utang ifu
kepada Muhil agar dia menerirna gantinlra dan Muhil?

Jawabanryar Jika ada indikasi yang menunjukkan bahwa
dia orang yang be6uat kebajikan dengan membaSrar utang Muhil
tersebut, maka dia tidak berhak menagih tersebut. Jika tidak ada,
maka dia berhak menagih, karena bisa jadi dia membayamya
dengan cara memberi piniaman bagi Muhil.

Ketiga: salah satu dari kedua utang ihr harus sudah wajib
dibayar (sudah jatuh tempo). Jadi, jika utang 5ang wajib dibapr
Muhil belum iatuh ternpo, dan utang yang wajib dibayar Muhat
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'Ataihbelum jatuh tempo sarna seperti utang Muhil, maka Hiwalah

hukumnya fidak boleh. Karena ada sesuatu akibat lrang

ditirnbulkan oleh pengalihan utang sanacam ihr, yakni jual$eli

utang dengan utang grang dilarang-

Sedangkan jika masing-masing dari kedua utang itu sudah

harus segera dibaSrar, atau salah sahrnya sudah harus segera

dibayar, dan utang lainnya belum jatuh tempo, maka Hiualah

utang tersebut hukumnya boleh, karena tidak ada iual-beli utang

dengan utang (3ang dilarang).

Keempat: Utang harus bersifat tetap (mengikat)' Jadi,

Hiwakh dengan utang yang belum bersifat tetap tidak sah.

Sebagairnana jika pemilik budak memindahkan hal penagihan

orang lang berpiutang kerpadanSra kepada budaknya lnng
melakukan akad Kitabah, karena utang Kibbah adalah utang Spng

sifatnya belum tetap (wajib dibalar) budak Mukabbtersebut.

Adapun jika budak Muhbb itu memindahkan pemiliknya

kepada orang lrang menerima piutangnya, maka Hiu/alah tersebut

hukumnSa sah.

Kelima, Utang Muhil dan utang Muhal 'Alak harus sarna

dalam segi jumlah dan bentukn5ra (sifatrsa). Maksud sama dalam

segi jumlah ihr adalah tidak boleh mengambil (menerima) dari

Muhal 'Akk melebihi.tagihan png berhak dia peroleh yang ada

pada Muhil.

Jadi, ;ika seseorang memiliki piutang pada orang lain 1rang

jumtahnva lima dirham, lalu pihak yang berutang memindahkanntB

kepada orang yang berutang kepada Muhil sepv\th dirham, maka

dia wajib mag-hiwalalrl<awrya hanya sebesar lima dirham saia,

agar Muhal ndak mengambil lebih banyak dari lima dirham
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tersebut. Karena, jika piutang ifu kauajiban pokok, maka
kelebihan pembayamn dalam Hiunlahitu disebut riba.

Jika utang ifu berupa alat baSar barang yang rnana Muhat
telah meniualnln pada pernbeli tersebut, rnaka sekalipun dia boleh
memberinya lebih banyak daripada alat ba3rar barang tersebut,
tetapi hal ifu termasuk dalam bab jual-beli utang dengan utang
yrang tidak pernah ada kernurahan untuk melakukannya.

Demikian juga, kedua utang itu fidak boleh berlainan dalam
segi benfukn3a. Jadi, pengalihan utang dengan objek mata uang
yang sama dalam jumlahnya namun berlainan jenisnSp, misalnya
seperti mata uang Australia dan Mesir, ketika kursnln diasumsikan
sama.

Keenam, Kedua utang itu (Utang Muhitdan utang Muhat
'Ahih bukan hasil dari transaksi jual-beli makanan, seperti biji-

bijian dan makanan sejenis lainnla. Jadi, iika zaid muryerahkan
kepada Bakar sebesar dua puluh Junaih unfuk memesan gandum,
dan Bakar menyerahkan jumlah uang lrang sama !/akni dua puluh
Junaih juga unfuk memesan gandum, maka Bakar tidak boleh
memindahkan hak penagihan Taid kepada Kharid, agar dia
rnenerima gandum 3ang dipesan (Muslam frih aariKhalid.

sedangkan iika Bakar meminjam dari Zaid sebesar dua
puluh takar gandum, dan Khalid meminjam dari Bakar dua puluh
takar yang sama, maka Bakar boleh memindahkan hak penagihan
Zaid kepada Khalid, agar dia menerima gandumnya dari Khalid.

Dalam contoh kasus yang pertama, kedua utang itu hasil
dari jual-beh salam. sedang dalam contoh kasus kedua, kedua
utang itu hasil dari akad pinjaman (Qardh. yang pertama dilarang,
karena akibat Srang timbul dengan adanya pengalihan utang ifu,
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yakni penjualan kernbali makanan sebelum menerimanya. Jual-beli

model ifu dilarang dalam makanan yang hendak dihrkar.

Hiwalah Sang kedua hulnrmnlp boleh- Jadi, jika salah satu

dari kedua utang itu hasil dari transatsi jual$eli dan utang Snng

lain hasil transaksi pinjaman (Qardh, maka Hiwalah utang tersebut

hrJnrmn3a boleh.

Jadi, jika Zaid menyerahkan kepada Bakar dua puluh takar

dan Bakar meminjamkan kepada Khalid rumlah barang !,ang sama,

lebih banyak atau lebih sedikit, maka Bakar boleh memindahkan

Zaid kepada lftalid agar Zaid merrgambil haLsun dari Khalid,

dengan catatan utang yang ada pada Bakar ihr sudah jafuh ternpo,

bukan utang png belum jahrh ternpo. sama halrya dengan kasus

jika kedua utang itu hasil dari transaksi piniafnan (Qardh, maka

utang yang jadi Muhal bih itu tnrus sudah jatuh ternpo (waiib

dibayat).

Sebagian dari mereka Malik dan para pengikuttln)

berpendapat bahwa Hiunlah secarer muthk tidak boleh dilakukan

jika mengakibatkan teriadinln perriualan kernbali makanan hasil

tansaksi pinjam-merninjam sebelum diterima pernbeli pertama.

Jadi, Hiowlahfidak boleh dilakukan ddam contoh kasus jika

salah safu dari kedua utang ifu menrpakan utang transaksi

prnjaman (Qardhtdan utang yang lain mempakan utang Salam'

Jadi dalam kasus tersebut, Bakar tidak boleh mernindatrkan hak

penagihan Zaid berupa utang rnakanan png menjadi Muslam fiih

(barang yang dibeli meldui akad salam), agar Zaid menerima utang

hasil tansaksi pinjaman (Oardlt yang mana Bakar tdah

merninjamkannya kepada l{hdid. Karena dalam Hiunlah ini

mengandung penjualan makanan hasil tansaksi pinjaman yang
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berhak dimilik oleh Bakar yang ada pada Khalid kepada Zaid
sebelum Bakar menerimanya.

Benar (tdak boleh), tetapi pengalihan pernilik pinjaman

kepada utang jual-beli hukumnya boleh. Jadi, bila Z:lid
meminjamkan dua puluh lrdab (takar; afu lrdab €anra dengan
sepuluh srla ) kepada Bakar, dan Bakar menyerahkan kepada
Khalid dua puluh Junaih untuk metnesan dua puluh takar Sang
sanna, maka Balor boleh mernindahkan Zaid kepada Khalid, agar
dia menagih hak miliknya dari Khalid. Hal itu, Karena pinjaman

boleh ditukar dengan makanan yang jadi objek jual-beli. sebab di
dalam Hiwalah ifu tdak mengandung penjualan makanan sebelum

diterima pembeli, bahkan mengandung unsur penufupan
pinjaman. Inilah sejumlah qBrat Hiulalah menunrt para pengikut

madzhab Maliki.

Rukun Hiwalah menumt Ahmad bin Hanbal dan para
pengikukrya adalah: Sesuafu yang mana Hiwalah hanya dapat
terwujud dengan adanya sesuafu tersebut, !,akni Muhil, Muhalbih,
Muhal 'Alaih, dan shighat (pernyataan ijab dan qabul), dan
seterusn5ra.

Shighat Hiwalah tidak harus menggunakan kab. Hiwalah,
bahkan boleh menggunakan kata yang mengandung makna
Hiwalah. Seperti contoh jika seseorang berkata pada orang lain,

,$ & q, 4 "Aku menyertakan hak perngihan piutangmu

kepada Taid;'

Syarat Hi.takh ada lima:

Pertama: Utang !,akni Muhalbihserta utang Muhat Alaih
harus sama dalam jenis, benfuk (siht), sudah jafuh tempo (wajib
dibayar), dan tempo pernbayarannSra. Sehingga Muhit harus
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melakukan tansaksi Hiwatah utang berupa emas dengan uhng

yang sama (sejenis). Jadi, bila Muhil melakukan bansaksi Hiunlah

berupa utang etnas kepada trtang pemk, maka Hiwalah fidak sah

karena berlainan jenis.

Dernikian juga, tidak sah Muhil melakukan Hiunlah benrpa

utang uang pecahan kepada utang Sang uhrh, karena berlainannSa

benhrknya Gifat). Muhil tidak boleh melakukan Hiunlah benrpa

utang yang sudah tiba masa penrbaprannF (sudah jafuh tempo)

kepada utang yang belum iatuh tempo, dan kebalikannya.

Kedua, Jumlah masingmasing dari kedua utang, lpkni

utang Muhat bih (utang Muhil kepada Muhtal dan utang Mnnl
'Alaih {utang Muhal 'Naih kepada Muhit harus dik€hhui

besarannln. Jadi, jika utang itu jumlah4n tidak diketahui, Hiwahh

tidak sah.

Ketiga, utang, tEkni Muhalbth, sudah bersifat tetap (tdak

dapat diubah). Jadi, tidak sah bagi perernpuan yang benrtang

melakukan pernindahan hak penagihan pihak yang berpiutang

kepadanya kepada maskawinnya sebdum hubungan intim

dilakukan dengannya. Karena maskawin tersebut merupakan utang

png belum tetap.

Demikian pula, tdak sah bagl pernilik budak yang

mengadakan a['ad Kitabahdengan budaknya, melakukan tansal$i

Hiwalah (pemindahan hak penagihan) pihak yang berpiutang

kepadanya kepada budak tersebut, agar pihak yang berpiutang

kepadanya itu menagih utang Kibbah ihr dari budak tersebut.

Karena, utang Kibbah sifatrlp belum mengikat, sebab budak

tersebut boleh mernbatalkanrya-
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Keempat: Utang Muhat 'Alaih harus temkur, misalnya
utangnya itu jenis barang yang ditimb*g, ditakar, dihitung safu
persafu, atau diukur dengan ukumn paniang.

Kelima, Hiwalah ditakukan harus dengan persetujuan
Muhil. Adapun Muhd persetujuann5ra tidak menjadi s5arat sahnya
Hiwalah- Jika Mlnl 'Ataih orang yang mampu menutupi utang
tersebut, dan bukan orang !,ang menunda-nunda pemba5aran
utang, sesuai hadib Nabi $,

...t! gt:r *,
" Menunda-nunda panbSamn ubng ,nng dihkul<an otett

orang yang rrarnpu adalah suafu kezlnlhnn.-" Denrikian juga
Muhal 'Alaih, persetujuannya meniadi s5rarat satrrya Hiwatah.

cabangr Befragai madzhab urama mengenai bebasnla
tanggungan pihak 5rang bemtang dengan melakukan transaksi
Hiulalah.

Ma&hab kami (As!rqafi'i), setelah bansaksi Hi.^atah
dilakukan, Muhil bebas dari tanggungan utang Muh{ dan Muhal
'Alaih bebas dari tanggungan utang Muhil, akan tetapi
utang Muhil berpindah kepada tanggungan Muhat 'Akih dan
sekaligus wajib mernbayarkannSra kepada MuhaL

Muhattidak berhak menagih kernbali kepada Muhil setelah
tuansaksi Hionlah dilakukan atas dasar apapun. Bailt. Muhat ,Alaih

jafuh pailit, meninggal dunia, atau mengingkari utangnSra kepada
Muhil. sama halnya dengan kasus jil<a Muhal 'Alaih mengingkari
utang terse.but sebelum trarsaksi Hiuratah dilakukan. Baik Muhat
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mengetahui pengingkaran itu ahu tdak mengetahui. Hal ihl

karena qabul (pemyataan menerima) Hiwalah oleh Muhal 'Akihin)

adalah pengakuan yang mengandung kesiapan menjamin utang

tersebut. Jadi, pengingkarannya ifu fidak Muhal (pih.e

yang berpiutang kepada Muhil- Demikian juga, jika Muhal 'Alak

orang yang jatuh pailit (bangkm$ sebelum hansaksi Hiunhh

dilakukan. Maka Muhal tidak berhak menagih kembali (kepada

Muhill.

Benar (Muhatfrdakberhak menagih kenrbali kepada MuM,

tetapi jika Mutnt 'Ataih mengingkari utang tersebut sebelum

hansal$i Hiwatahdilakukan, dan dia sudah bersumpah. Kanudian

Muhil menrindahkanryTa setelah adanla zumpah mengenai

pengingkaran utang tersebut, maka Mul:5rlbettl61k menunhrt Muhil

agar bersumpah, bahwa dia fidak bebasnla

tanggungan Muhat 'Alaih dengan disertai sumpahnya tersebut,

maka jila Muhil telah bersumpah, maka Muhal tidak berhak

menagih kembali kepada MuM.

Apabila Muhit Udak mau bersumpah, maka Muhal harus

bersnrnpah, dan transaksi Hiwakh tersebut batal. Demikian iuga,

kalau ada alat bukfi saksi lrang menerangkan bahwa Muhal 'Alaih

telah mernberikan uang kepada Muhil vntfl<membayar utangnya.

Para pengikut madzhab Abu Hanifah, Mereka

menyatakan pihak yang bemtang bebas dari ka,vajibannya

(mernbaSrar utang) dengan cam melakukan pernindahan hak

penagihan pihak yang berpiutang, dengan kebebasan yang bersiht

temporer (sernentara).

Artinya adalah pihak 5rang berpiutang (Muhalltdak berhak

menagih kernbali kepada Muhil, kecuali dalam kondisi misalnya
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Muhal Alaihjatuh pailit, atau meninggaldunia. Jadi, dalam kondisi
seperti ini, Muhal berhak menagih kembali kepada pihak pertama
yang benrtang-Muhil.

Kebebasan Muhil itu masih bersifat temporer (berganfung)

jika dia meninggal dunia, Muhalfrdakboleh menuntut pemba5raran

piutang tersebut dari para atdi urarisnya, bahkan dia berhak
melakukan penang[Irngan dari kalangan ahli warisnya, yang

berkarajiban menjaga hak Muhal dari kesia-siaan.

Jadi, jika Muhal 'Akih mengalami pailit, meninggal dunia,

atau mengingkari utangnya kepada Muhil setelah fuansaksi

Hiwalah dilakukan, maka akibat ifu semua, Muhal tidak berhak
menagih kembali kepada Muhil -pihak pertama yang berutang
pada Muhal.

Adapun jira Mulnl 'Alaih mengingkari piutang Muhil yang
ada padanya sebelum transaksi Hiwalah dilakukan, dan tidak ada

alat bukti saksi yang menerangkan kepemilikan piutang Muhit
tersebut. Maka bansaksi Hiwakh sarna sekali Udak sah (tdak boleh
dilakukan). Karena s5arat sah dilakukann5ra bansaksi Hiu/alah in)
antara lain utang hams bersiht tetap.

Jika Muhal 'Alaih orang yang jatuh pailit sebelum

dilakukannya transaksi Hiwalah, maka transaksi Hiualah boleh

dilakukan. Tetapi, iika Muhal -pemilik piutang oremg yang

mengetahui kepailitannSa dan sebelum dilakukannya transaksi

Hiwalah, rnaka dia tidak berhak menagih kanbali kepada Muhil.
Baik pihak 5rang bemtang ifu omng yang mengetahui kepailitan
Muhal 'Akih atau tidak.

Jadi, tila pemilik piutang satna sekali tidak mengetahui

kepailitan Muhal 'Akih tersebut, sernentara pihak yang diutangrnya
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itu mengetahuin5n, maka pemilik piutang berhak menagih kernbali

piutarEnla kepada Muhil, karena dia telah menipunya-

Jika perselisihan terjadi di antara keduanya dalam masalah

mengetahui kepailitan tersebut. Misalnln Muhal berkata,
,.SesrrngguhnSra Muhit mengetahui kepailitan Muhal waih." Dan

Muhil mqrolak pemyataan Muhal tercebut. Maka Muhilhert&lmya

bersrrmpah, iika Muhal termasuk otang yang patut diduga

melakukan kebohongan, jil<a tdak rnaka dia tdak perlu

berstrmpah, sekalipun Muhal menosigainya melakr'rkan

kebohongan.

Para penglklfi madzhab Malih mereka berpendapat

bahwa hak penagihan Muhal b€rpindah kepada Muhal 'Alaih,

hanp dengan dilakukannp transaksi Hiwrakh tersebut, dan akibat

hukum Hiqmtahitu hnggrrngan pihak png bemtang bebas-

Para pengikrfi madzhab Ahrnad bin Harrbal
(Ilanabilahl, Menunrt mereka, tatkala s€rnua syarat Hiwalah

yrang baru saja kami terangkan ihr dan kami sampaikan secarar

d€hil, zudah terperruhi, rnaka Muhil b€bas dari utang tersebut

hanya dengan dilakukanqn kansaksi Hiwakh tersebut. Baik

Mutnl 'Naih iU mengalami pailit (tdak mampu mernbayar),

meninggal dunia, atau mengingkari utang tersebut.

Adapun jika sernua syamt Hiwalahtersebut tidak terpenuhi,

maka Hiwnlahtdak sah, dan statusnya bertrbah menjadi walalah,

lrarg ketenfuan hukumnp berlaku seperti ketentuan hukum

Wakalah.

Contohnya iika Muhil memindahkan seseomng yang tidak

berpiutang kepadan5n kepada orang png berutang kepadan5ra,
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maka pemyataan itu merupakan Wakalah. Sekalipun

menggunakan pemyataa n Hiwalah.

Jika Muhil memindahkan seseorang Srang tidak berpiutang
kepadanya kepada orang png tidak berutang kepadanya, maka
pemyataan itu -sekalipun menggunakan pemyataan Hiwalal>,
pemyataan itu merupakan Wakalah (pernberian kuasa) untuk
meminjam uang dari orang yang tidak berutang kepadanya

tersebut.
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